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PENGANTAR 

Dua rangkaian pengalaman telah m e m b a n t u saya dalam memperjelas arah 

penelit ian saya. Ketika saya melakukan peneli t ian lapangan di Sumatcra, 

dua orang di provinsi berbeda yang terlibat aktif da lam kerja-kerja kesenian 

member i t ahu saya secara terpisah bahwa mereka tidak tahu apa itu budaya 

Indonesia. Mereka merasa itu adalah sesuatu yang asing, hanya dibicarakan 

oleh, dan d igunakan un tuk , m e m b e n a r k a n t indakan pemer in tah pusat yang 

berada di kejauhan. Sementara sebagian besar o rang Indonesia lainnya yang 

saya ajak bicara tidak berpandangan sama seperti itu, n a m u n ada kebingungan 

yang meluas tentang tu juan dari kebijakan budaya dan kecemasan akan efek 

dari kebijakan yang dihasi lkan secara terpusat menyangkut kebiasaan atau 

adat istiadat setempat. Sementara da lam sebuah seminar di Australia, setelah 

mengetahui bahwa saya sedang melakukan penelit ian tentang kebijakan 

budaya Indonesia, seorang akademisi senior bertanya, dengan senyum sedikit 

mencibir , apakah Indonesia memil iki kebi jakan budaya. Meskipun s indi ran 

ini keluar dari mulut seorang pakar e k o n o m i polit ik, n a m u n per tanyaan itu 

juga m e n u n j u k k a n bahwa sementara telah diketahui bahwa negara-negara lain 

telah memil iki kebijakan budaya, t idak demik ian halnya dengan Indonesia . 

Pengalaman-pengalaman ini memper l iha tkan kebijakan budaya sebagai hal yang 

membingungkan , ruang yang kabur di antara dua komun i t a s yang ber lainan. 

P e m a h a m a n saya ten tang apa yang saya lakukan ini b e r t u m b u h dari 

per tanyaan tentang bagaimana cara terbaik u n t u k menjelajahi dan memetakan 

ruang ini. Saya tidak melihat peneli t ian saya sebagai pemetaan tahap-tahap 

linear pengembangan kebijakan budaya. Sebaliknya, saya telah berusaha 

menul is tentang kont ingensi dari kondisi kebi jakan budaya sekarang ini - suatu 

sejarah yang oleh Michael Shapi ro disebut sebagai "apakah kita sekarang ini". 

" 'Apakah kita sekarang ini ' bukan lah metode penggambaran sederhana tentang 

kondisi saat ini dari hal-hal yang diamat i . Sebaliknya, itu adalah upaya u n t u k 

m e n u n j u k k a n bahwa 'sekarang' adalah suatu kemenangan yang tidak stabil 

X 



dengan m e n g o r b a n k a n seke lompok ' sekarang-sekarang ' lain yang m u n g k i n " 

(1992: 12). Saya telah be rusaha u n t u k m e n u l i s t en t ang kebi jakan budaya 

d e n g a n cara m e n e r i m a berbagai k e m u n g k i n a n d a n p i l i han yang ber la inan , 

baik d i Indones i a m a u p u n luar negeri. Tu juan saya adalah u n t u k m e m b e r i k a n 

kon t r i bus i bagi pe rdeba tan , khususnya d i Indones ia , t en t ang peran negara d a n 

h u b u n g a n n y a d e n g a n kebudayaan d a l a m pelbagai b e n t u k n y a yang b e r l i m p a h . 

Buku ini, d a l a m banyak hal, lahir mela lui d iskusi p a n j a n g d e n g a n banyak t e m a n 

d a n kolega d i Indones ia yang memi l ik i m i n a t t e r h a d a p kebi jakan budaya . Saya 

b e r h a r a p bahwa penel i t ian saya ini bisa m e n j e r n i h k a n masa lah d a n m e m b a n t u 

meref leks ikan arah masa d e p a n . 

Penyaj ian tul isan d a l a m b u k u ini m e n g g u n a k a n ejaan bahasa Indones ia yang 

m o d e r n . D i m a n a n a m a - n a m a d a n judul m e n g g u n a k a n konvens i sebe lumnya , 

saya m e n g i k u t i ejaan asli d e n g a n d u a pengecua l ian . Saya telah m e n g g u n a k a n 

ejaan bahasa Indones ia yang m o d e r n u n t u k Pujangga Baru d a n Balai Pustaka, 

karena hal ini telah m e n j a d i konvens i u m u m sesuai hasil penel i t ian k o n t e m p o r e r 

yang c u k u p besar. Saya m e n g a d o p s i konvens i bahasa Inggris d a l a m m e n g u t i p 

n a m a be lakang seorang penu l i s karena banyak penu l i s Indones ia m e n e r b i t k a n 

karya mereka baik d a l a m bahasa Inggris m a u p u n bahasa Indones ia d a n saya 

telah m e n e r a p k a n konvens i ini t e rhadap publ ikas i -publ ikas i d a l a m bahasa 

Indones ia u n t u k men jaga konsis tensi . D a l a m hal artikel-artikel yang berasal 

dari ko ran h a r i a n Indones ia , Kompas, saya telah m e n g g u n a k a n n a m a - n a m a 

war tawannya d a l a m versi s ingkat karena kesul i tan m e n c o c o k k a n n a m a yang 

d is ingkat d e n g a n n a m a lengkap m e m b u a t n a m a - n a m a yang d is ingkat m e n j a d i 

cara t e r m u d a h u n t u k melacak art ikel asli. Semua t e r j e m a h a n teks dar i bahasa 

Indones ia ke bahasa Inggris adalah t a n g g u n g jawab saya pr ibadi kecuali kalau 

d inya t akan lain. 

Buku ini d idasa rkan pada penel i t ian dok to ra l saya di C u r t i n Univers i ty 

d i Per th , Austra l ia , yang d i m u n g k i n k a n berka t adanya Beasiswa J o h n C u r t i n . 

Saya juga be r t e r ima kasih kepada C u r t i n Univers i ty yang telah m e n a w a r k a n 

saya proyek l a rge t ed Research Fel lowship yang melengkapi saya dengan 

pelbagai s u m b e r daya u n t u k menyelesa ikan b u k u ini . Sebuah versi dari b a b 

VI telah d i t e rb i t kan p e r t a m a kali sebagai artikel d a l a m Indonesia edisi 93, 

d e n g a n k u t i p a n referensi T. Jones , 2012. "Keb i jakan Budaya Indones ia di Era 

Refo rmas i " . (Indonesia : 147-176). 
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BAB I 

PENDAHULUAN: HUBUNGAN ANTARA 

KEBUDAYAAN DAN POLITIK DI INDONESIA 

Tidak lama setelah lengsernya Soeharto, ber langsung sejumlah besar konferensi 

budaya yang merebak di pelbagai ibu kota provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. 

Penelitian lapangan u n t u k disertasi doktora l saya d i lakukan bertepatan 

dengan d i langsungkannya Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) di 

Bandung, Jawa Barat, pada Agustus 2001. Desentralisasi kekuasaan poli t ik telah 

meningka tkan makna pent ing para konst i tuen lokal, yang m e n d o r o n g derajat 

dan kekuatan KIBS melampau i jangkauan dari konferensi-konferensi yang 

bersifat lebih akademis yang juga pernah saya ikuti. Konferensi itu d isponsor i 

oleh pemer in tah Provinsi Jawa Barat d a n Japan Founda t ion , sebuah lembaga 

yang didanai oleh pemer in tah Jepang yang mengkhususkan karyanya di b idang 

per tukaran budaya internasional . Corak dan lokasi KIBS memper l iha tkan 

banyak h u b u n g a n dengan tekanan te rhadap kebijakan budaya di Indonesia , 

baik pada masa lalu m a u p u n pada masa sekitar berlangsungnya konferensi itu. 

Meskipun orang Sunda merupakan ke lompok etnik asli terbesar di Jawa 

Barat dan karena itu menjadi perhat ian pen t ing bagi para politisi, provinsi itu 

juga menjadi t empat tinggal bagi se jumlah besar o rang beretnik Jawa dan Cina , 

dan kategori tentang siapa orang Sunda juga diperdebatkan terkait perbedaan 

wilayah dan sejarah. Karena itu, memusa tkan perhat ian pada kebudayaan Sunda 

bermakna menyatukan sekaligus mengeksklusi, menar ik garis-garis batas internal 

sekaligus eksternal, dan mencua tkan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa itu 

o rang Sunda sekaligus apa pengaruh-pengaruh "asing" bagi mereka. Pidato 

p e m b u k a a n KIBS itu dibawakan oleh sastrawan dan akademisi Ajip Rosidi, 

yang mendi r ikan dan mengepalai Yayasan Kebudayaan Rancagc, yang menjadi 

penyelenggara KIBS. Sastrawan yang pernah mengajar sebagai guru besar t amu 

di Jepang ini berafiliasi dengan ke lompok budayawan Indonesia berhaluan 
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liberal, yang membua tnya turut te rperangkap dalam sebuah perseteruan yang 

menj i j ikkan dengan budayawan berhaluan kiri pada awal hingga per tengahan 

1960-an. Meskipun ke lompok ini tidak terlibat dalam pembanta ian menyusul 

"Peristiwa 1965", n a m u n p e m b u n u h a n massal dan pemenja raan terhadap 

ke lompok politik berhaluan kiri (dan pada masa itu termasuk juga orang-orang 

dengan afiliasi yang longgar) m e m b u a t para sen iman dan sastrawan liberal 

ini menjadi semakin populer dan kuat selama O r d e Baru. Pidato p e m b u k a a n 

Rosidi menekankan bahwa kebudayaan Sunda telah mengalami nestapa karena 

kekacauan sejarah, globalisasi budaya, dan pengabaian oleh negara. Secara 

khusus ia member ikan kritik ta jam dan keras kepada negara Indonesia atas 

kebijakan pendid ikan budaya, selain tidak adanya "kemauan poli t ik", yang 

m e n d u k u n g pengembangan kebudayaan Sunda. 

KIBS diselenggarakan di sebuah gedung di mana pernah d i langsungkan 

salah satu pe r t emuan politik paling pent ing pada abad kedua pu luh , 

yaitu Konferensi Asia-Afrika pada t ahun 1955. M e n a n g k a p semangat dan 

kegembiraan yang m e m e n u h i hati para wakil negara-bangsa yang baru merdeka 

pada konferensi itu, maka di hadapan mereka semua Soekarno meresmikan 

tempat itu sebagai " G e d u n g Kemerdekaan". Konferensi Asia-Afrika merupakan 

tonggak kelahiran dari gerakan nonb lok dalam l ingkungan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, yang m e n d o r o n g pe rubahan dalam sistem polit ik, ekonomi dan 

informasi internasional dari cacat-cacat struktural yang di idapnya, dan juga 

mencegah pembelahan dunia ke dalam dua kubu yang saling be rmusuhan selama 

Perang Dingin . Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita bahwa negara-negara 

postkolonia l seperti Indonesia terlibat da l am organisasi-organisasi internasional , 

dan bahwa pandangan mereka tentang kebudayaan dan pemer in tahan berbeda 

dari model-model Barat kenda t ipun mereka juga mengambi l banyak inspirasi 

dari Barat. Bangsa-bangsa ini juga memil iki karakter nasional isme yang sama 

yaitu nasional isme postkolonial , serta juga membawa warisan kolonial sebagai 

beban masa lalunya. 

Perayaan p e n u t u p KIBS m e n a m p i l k a n sebuah pe r tun jukan yang hendak 

memper l iha tkan adanya suatu rangkaian pengaruh yang berbeda-beda terhadap 

kebudayaan Indonesia . Ascp Sunanda r Sunarya adalah seorang dalang wayang 

golek Sunda yang berupaya men jemba tan i perbedaan antara pen ikmat seni 

popu le r dan etnik. Ia adalah put ra dan cucu dari dua dalang Sunda yang 

terkenal. Saya per tama kali m e n o n t o n penampi lan Ascp di sebuah pe r tun jukan 

berdurasi setengah jam di salah satu saluran televisi nasional pada t a h u n 



2001. Meskipun ada p e n u r u n a n besar dalam jumlah pemain d a n pe r tun jukan 

wayang, Asep mengadaptas i karyanya dengan bentuk-bentuk budaya massa, 

dan tetap bisa menar ik minat dan mengh ibu r para p e n o n t o n yang memada t i 

tempat- tempat di m a n a ia menampi lkan kisah-kisah wayang golek tradisional . 

Asep menampi lkan pe r tun jukan wayangnya dalam bahasa Sunda dan para 

pen ikmatnya kadang dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal sampai mengeluarkan 

air mata. Sementara p e r t u m b u h a n budaya massa di l ihat oleh banyak pemerhat i 

budaya sebagai a n c a m a n serius bagi kebudayaan asli Indonesia, Asep justru 

memanfaa tkan media televisi dan menjadi mega bintang. 

Penggambaran saya tentang unsur yang berbeda-beda dari KIBS hendak 

m e n u n j u k k a n bagaimana konfl ik-konfl ik ideologis, per juangan perebutan 

sumber daya dan kons t i tuen , dan pe rubahan sosial dan politik berkait-kelindan 

dengan kebudayaan. J u m l a h kebijakan budaya be rband ing lurus dengan 

upaya-upaya oleh lembaga-lembaga kebudayaan u n t u k mengelola kekuatan-

kekuatan tersebut. Meskipun saya bisa m e n o n t o n pe r tun jukan wayang Asep 

dan mel ihat p e n o n t o n n y a yang tertawa gelak, saya tidak mengert i satu p u n 

kata-katanya karena saya tidak bisa berbahasa Sunda . Posisi saya sebagai 

seorang asing dengan akses yang terbatas terhadap bentuk-bentuk kebudayaan 

etnik, tetapi memil iki akses yang besar terhadap pelbagai bahan dalam bahasa 

Indonesia dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional , dan akses yang sangat 

spesial terhadap informasi dan arsip-arsip yang terkait dengan peneli t ian saya, 

mence rminkan fokus dari buku ini. Buku ini berbicara tentang bagaimana 

kebudayaan, khususnya kebudayaan nasional , telah d iben tuk dalam kebijakan 

mulai dari masa penja jahan yang bermula pada t ahun 1900-an, ber lanjut ke 

masa p e n d u d u k a n Jepang dan t ahun- tahun awal kemerdekaan, selama masa 

kekuasaan rezim otor i ta r ian Soehar to yang berakhir pada t ahun 1997, hingga 

masuk ke dalam era Reformasi sekarang ini. Kebijakan budaya di Indonesia 

memuat sejarah yang kaya yang melintasi zaman-zaman itu, yang terkait dengan 

serangkaian pe rubahan besar dan kompleks dalam masyarakat dan poli t ik 

Indonesia selama abad kedua pu luh : dari kolonial ke postkolonial ; negosiasi 

kesukuan dan kebangsaan; dan pe rubahan garis batas antara kebebasan dan 

kontrol . Sementara rincian pelbagai perubahan ini akan dibahas dalam bab-bab 

selanjutnya, bab ini menggariskan sebuah pendekatan kebijakan budaya yang 

sesuai bagi Indonesia, dan juga member ikan wawasan dan alat analisis u n t u k 

kebijakan budaya postkolonial secara lebih luas. 
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Saya m e n u l i s b u k u ini dengan m e m b a y a n g k a n dua p e n i k m a t d a l a m benak 

saya: para pembaca yang ter tar ik dengan teori pol i t ik d a n kebudayaan Indones ia , 

d a n para pembaca yang hanya ter tar ik pada perist iwa-perist iwa d a n p e r u b a h a n 

yang m e m b e n t u k kebudayaan d i Indones i a selama abad kedua p u l u h h ingga 

masuk ke era Reformas i . Bagian P e n d a h u l u a n ini menya j ikan teori d a n hasil 

riset t e rdahu lu yang m e n u n j u k k a n p e n d e k a t a n yang saya g u n a k a n d a n karena 

itu lebih d i m a k s u d k a n u n t u k para p e m b a c a yang ter tar ik secara teoretis. J ika hal 

ini t idak menar ik mina t Anda , saya telah m e n u l i s b u k u ini dengan sua tu cara 

yang m e m u n g k i n k a n A n d a u n t u k l angsung m e m u l a i n y a dar i Bagian Satu d a n 

m e m b a c a n y a sebagai sebuah karya sejarah yang k e m u d i a n d i l engkap i d e n g a n 

d u a b a b s tudi kasus d a l a m Bagian Dua . N a m u n d e m i k i a n , saya m e n g a n j u r k a n 

A n d a m e m b a c a bagian te rakhi r dar i P e n d a h u l u a n ini supaya A n d a bisa 

m e n a n g k a p s t r u k t u r b u k u ini d a n bisa mel iha t posisi saya d a l a m penel i t ian 

t e n t a n g keb i jakan budaya d i Indones ia . Sejauh relevan d i bab-bab se lan ju tnya , 

saya akan m e m b u a t r ingkasan pendek k o n s e p d a n m e m b u a t referensi s i lang 

u n t u k i n f o r m a s i yang lebih rinci dari P e n d a h u l u a n . 

B a h a y a n y a P e n e l i t i a n B u d a y a 

T e m u a n - t e m u a n d a l a m penel i t ian budaya bisa m e n d a t a n g k a n impl ikas i pol i t ik . 

J o h n P c m b c r t o n , seorang pakar terkenal t en t ang kebudayaan Jawa, menca ta t 

adanya konvergens i "an ta ra kepen t ingan d is ip l in a n t r o p o l o g i d i b i d a n g 

kebudayaan d a n kepen t ingan r ep res i f ' (1994a: 9) sama seperti kepen t ingan-

kepen t ingan te r ten tu selama masa rezim Soehar to . P e m b e r t o n m e n g e m u k a k a n 

bahwa penel i t ian apa p u n yang m e n e m p a t k a n t a t anan kebudayaan u m u m 

terlepas dari k e p e n t i n g a n pol i t ik bisa m e m p e r k u a t t a t anan pol i t ik i tu atas n a m a 

kebudayaan . Ia menu l i s : "Apa yang masih tersisa ada lah sua tu kebudayaan m u r n i 

tradisional yang bebas dar i impl ikas i pol i t ik d a n historis , sua tu kebudayaan 

yang d ided ikas ikan u n t u k merayakan d i r inya sendir i , seolah-olah m e m a n g 

d e m i k i a n l a h hak ika tnya" 1 ( I994a : 15). Di bawah Soehar to , negara m e n g a d o p s i 

begi tu banyak dar i kebudayaan Jawa yang m e n g u k u h k a n d a n m e m p e r k o k o h 

o to r i t a s pol i t ik rez imnya d e n g a n p e n e k a n a n pada m e n g h i n d a r i konf l ik d a n 

p e n t i n g n y a kekuasaan r i tual is t ik d a n relasi hierarkis . C o r a k t a t anan kebudayaan 

d i s a n d i n g k a n d e n g a n pol i t ik d a n kekuasaan . Penel i t ian budaya berdiri pada 

1 D a l a m teks asli bahasa Inggrisnya. Pcmber ton m e m a n g m e n g g u n a k a n u c a p a n bahasa Indones ia u n t u k 
kata " i r j J i t ion j f ' . 
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dua posisi berseberangan: entah memper tanyakan h u b u n g a n ini atau malah 

mener imanya begitu saja. 

Kebanyakan peneli t ian budaya tentang Indonesia mengakui h u b u n g a n 

tersebut. Antropologi telah lama mengakui bahwa praktik kebudayaan dan 

cara h i d u p komun i t a s d iben tuk dalam negosiasi dengan kekuasaan negara 

dan poli t ik lokal, dan bahwa praktik-praktik kebudayaan bisa memperkua t 

hierarki poli t ik, dan pada kesempatan lain bisa m e n u m b a n g k a n kekuasaan 

po l i t i k / Ke lompok peneli t ian budaya kedua di Indonesia terkait ekspresi 

kebudayaan masih berfokus secara lebih eksplisit pada konseptualisasi negara 

tentang kebudayaan dalam kebijakan budaya yang tampak da lam pelbagai 

intervensi negara, termasuk penyensoran, dan ulasan-ulasan politik terhadap 

berbagai ben tuk kebudayaan. ' Sebuah ke lompok peneli t ian ketiga memusa tkan 

perhat iannya pada lembaga-lembaga dan industr i - industr i kebudayaan. Phill ip 

Kitiey mengemukakan bahwa "proyek kebudayaan nas ional" rezim Soeharto 

adalah pusat dari penciptaan dan pembua tan regulasi u n t u k pertelevisian di 

Indonesia (2003: 3-4). Demik ian juga, catatan Krishna Sen tentang sinema di 

bawah O r d e Baru memper l iha tkan pengaruh kuat sistem regulasi rezim itu 

terhadap regulasi dunia s inema, khususnya terkait representasi bangsa dalam 

fi lm (1994).4 Bertentangan dengan fokus pada teks-teks kebudayaan dan 

s imbol isme dalam peneli t ian te rhadap ekspresi kebudayaan, peneli t ian terhadap 

lembaga-lembaga dan industr i- industr i kebudayaan memusa tkan perhat iannya 

pada tekanan terhadap lembaga-lembaga tersebut dan dampaknya pada p roduk 

kebudayaan dan keh idupan sehari-hari. Perhatian buku ini terhadap regulasi 

kebudayaan oleh lembaga-lembaga kebudayaan negara mengai tkannya secara 

lekat dengan perspektif lembaga dan industr i kebudayaan. 

2 l i h a t karya Greg Acciaioli (2002) dan A n n a Tsing (199.1). A n t r o p o l o g yang c u k u p t e r p a n d a n g Tom 
BoeUstorfF (2002: 25) m e n g u n g k a p k a n bahwa studi an t ropologi* di Indones ia telah m e m p e r l i h a t k a n 
sifatnya yang " t anggap t e rhadap persoalan-persoalan m e t o d o l o g i s pada masa yang be r sangku tan . " 

3 Peneli t ian ini m c n c a k u p i baik rctleksi yang luas t e r h a d a p d a m p a k rezim O r d e Baru t e r h a d a p ekspresi 
kebudayaan d a n p e n g e m b a n g a n kebudayaan d i Indones ia , melalui kebi jakan e k o n o m i n y a m a u p u n 
kcbi iakan budaya (Hat lcy 1994; H o o k e r d a n D u k 1993; Z u r b u c h e n 1990). m a u p u n penel i t ian yang lebih 
m e m u s a t k a n pe rha t i annya pada top ik- top ik yang mel ipu t i kesusastraan Indones ia (Foley dan S u a m a n d h i 
1994; Fou lchcr 1980, 1986, 1993b; Maier 1987, 1993; Tickell 1982), seni rupa (Supangka t 1990, 1994) d a n 
seni p e r t u n j u k a n p o p u l e r (Arps 1991; H e f n e r 1987; S u a n d a 1995; W i d o d o 1995; Yampolsky 1995, 2001). 

4 D e m i k i a n juga. konseptual isas i negara t e n t a n g kebudayaan nas ional telah m e m a i n k a n pe ran yang 
vital bagi lembaga-lembaga p e n d i d i k a n seni IMclIman 1999; l l o u g h 2000), p e n g a t u r a n wisata budaya 
( H o s k i n s 1987; Picard 1997, 1999; Vickers 1989; Volkman 1990) d a n m u s e u m (Acciaioli 2001; Taylor 
1994; Wra th 1997). 
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Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia 

K e b u d a y a a n d a l a m P e n e l i t i a n t e n t a n g Nega ra 

Sementara peneli t ian budaya secara u m u m menganalisis dan mengakui 

bagaimana kebudayaan d iben tuk sebagian oleh kekuasaan polit ik, peneli t ian 

politik selama era Soehar to ber juang u n t u k mendapa tkan pengakuan yang 

serupa. Sementara pemi lahan antara kebudayaan dan politik yang terkuat dan 

pal ing banyak mendapa t perhatian adalah dalam peneli t ian budaya poli t ik 

antara t ahun 1960-an dan 1970-an (Jackson dan Pye 1978; Pye dan Verba 1965), 

pemi lahan tersebut terus ber lanjut . Komen ta r Kcn Young masih memil iki 

kekuatan hingga hari ini: 

[Penelitian ilmu politik tentang Asia TenggaraJ menekankan kebudayaan 
sebagai variabel penjelas atas semua hal lain, namun hal itu hanya berperan 
sangat sedikit untuk mempelajari kebudayaan itu sendiri, yang lebih memilih 
untuk menggunakannya sebagai keranjang untuk aneka barang yang 
merapikan semua hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara Negara dan 
masyarakat sipil (1991: 99). 

Kebudayaan sering memperoleh kekuatan penjelas tanpa memperha t ikan relasi 

kekuasaan yang m e m b e n t u k penggunaannya , beragam cara yang d igunakan , 

dan cara-cara bagaimana ia berubah da lam konteks yang berbeda. Sementara 

kritik ini berlaku u n t u k banyak pendekatan terhadap kebudayaan dalam studi 

poli t ik Indonesia (Philpott 2000), sangatlah bermanfaa t u n t u k memusa tkan 

perhat ian pada baga imana kebudayaan diper lakukan dalam kerangka yang 

paling populer : apa yang telah dikenal sebagai pendekatan "berlabel negara-

masyarakat liberal" (Bcrgcr 1997), dan khususnya peran pat r imonia l isme. 1 

Mark Berger mendef in is ikan pendekatan n ega ra-m asya ra ka t liberal 

terhadap politik di Indonesia sebagai revisi dari teori modernisasi yang berakar 

pada t ahun 1950-an dan 1960-an.6 Pendekatan yang paling populer adalah 

5 Pendeka tan-pendeka tan lain biasanya disebut sebagai p e n d e k a t a n neo-Marxis ( m u n g k i n lebih akura t 
d i sebu t sebagai p e n d e k a t a n ekonomi -po l i t i k ) dar i Richard Rob i son (1986; Rob i son d a n H a d i z 2004). 
d a n pendeka tan negara-masyarakat da r i Bcnedict A n d c r s o n ( I990b) . U n t u k ulasan lebih r inci t e n t a n g 
pendeka tan -pendeka tan tersebut , l ihat Berger (1997), M a d n t y r e (1990). Ph i lpo t t (2000: 364) d a n Schu l t e 
N o r d h o l t d a n van Kl inken (2007a). 

6 Artikel yang sangat baik dari Bcnedict A n d c r s o n yang menganal i s i s penel i t ian pol i t ik di Indones ia 
setelah Perang D u n i a I I m e m p e r k e n a l k a n teori modernisas i sebagai dasar dari dua p e n d e k a t a n d o m i n a n 
t e r h a d a p pol i t ik Indones ia sebe lum 1965 (1982). Dia menyebu t pendeka t an -pendeka tan tersebut sebagai 
( I ) m e t o d e l iberal isme an t iko lon ia l d a n his tor is , yang berpusa t d i sekitar Gcorgc Kah in dan m e n d o m i n a s i 
awal dan pe r t engahan t a h u n 1950-an. dan (2) m e t o d e l iberal isme imper ia l is d a n k o m p a r a t i f yang m u n c u l 
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pendekatan yang menggunakan konsep patr imonial isme. 7 Pat r imonial isme 

mengacu pada h u b u n g a n patron-klien yang ters t ruktur secara vertikal di 

Indonesia di mana sumber-sumber daya disalurkan kepada para "klien" dengan 

berbagai kartel patron-klien yang saling bersaing u n t u k mendapa tkan hadiah 

yang d ipencarkan oleh penguasa, dan d i t empa tkan dalam oposisi dengan 

pemer in tahan " m o d e r n " (yang berarti ala Barat) berdasarkan pada penerapan 

kebijakan yang t ransparan, yang d i p a n d a n g sebagai hal yang d i ing inkan oleh 

kelas menengah yang sedang b e r t u m b u h (Crouch 1978; Mackie dan Maclntyre 

1994). Dalam model ini, politik di tandai dengan konfl ik atas sumber daya 

bukannya d idorong oleh perbedaan ideologi atau isu-isu kebijakan. 

Kebijakan budaya sangat tidak sesuai dengan pa t r imonia l i sme karena dua 

alasan. Yang per tama adalah penggunaan kebudayaan sebagai alat penjelas 

dalam pendekatan pa t r imonia l tanpa memper tanyakan peran kebijakan 

dalam m e m b e n t u k corak kebudayaan, dan m e n g h u b u n g k a n kebudayaan 

dengan sasaran-sasaran kebijakan. Tulisan-tulisan awal Howard Crouch 

ten tang pa t r imonia l i sme menegaskan bahwa sistem politik di bawah Soekarno 

(Demokrasi Terpimpin) d a n Soehar to (Orde Baru) masih d i tanda i dengan 

"poli t ik pa t r imonia l kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya, yaitu dari zaman 

prakolonia l" (1979: 571-573) yang terus-menerus m e m b e n t u k s t ruktur poli t ik 

dan sosial Indonesia.8 Pemilahan seperti itu membelah poli t ik atas elemen-

elemen "Barat" dan " t radis ional" yang mengikut i penjelasan "ras ional" dan 

"budaya" secara ber turut - turut . Masalah u tama dengan pembelahan ini adalah 

bahwa p e m a h a m a n yang esensial dan tidak berubah te rhadap kebudayaan 

dapat mendasari penjelasan t radis ional /budaya tentang perilaku polit ik, yang 

kemudian memperkua t ta tanan politik yang ada. Salah satu penjelasan budaya 

yang lebih sederhana u n t u k perilaku poli t ik adalah penggambaran terhadap 

p e m b u n u h a n massal bagi orang-orang yang d i t u d u h k o m u n i s pada 1965-1966 

dalam buku-buku dan surat kabar sebagai perbuatan yang dalam kebudayaan 

Melayu disebut " a m u k " (lihat ku t ipan dalam Sulistyo [20001). Unsur -unsur yang 

lebih determinis t ik da lam analisis poli t ik dari t ahun 1970-an tidak terulang lagi 

ke p e r m u k a a n pada akhi r 19S0-an d a n b e r g a n t u n g pada d o k t r i n modern i sas i d a n terkait dengan asumsi 
universalis t e n t a n g sis tem pol i t ik dan masyarakat . Kedua p e n d e k a t a n tersebut be r fokus pada elite pol i t ik . 

7 Baik Mac ln ty re (1990) m a u p u n Bcrger (1997) mengiden t i f ikas i p a t r i m o n i a l i s m e sebagai p e n d e k a t a n 
yang pa l ing sering d i g u n a k a n atau " k o n v e n s i o n a l " u n t u k pol i t ik Indones ia . 

8 C o n t o h dar i posisi yang sama adalah Kari J ackson yang. dengan m e n g g a m b a r k a n berdasarkan analisis 
Benedict A n d c r s o n t e n t a n g gagasan kekuasaan da l am kebudayaan Jawa (1978). b e r p e n d a p a t bahwa 
sistem pol i t ik Indones ia d idasa rkan pada k o n s e p kekuasaan d a n organisasi sosial Jawa. 
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pada dekade selanjutnya. N a m u n , Simon Phi lpot t (2000) berpendapat bahwa 

pembagian yang sama telah d igunakan dalam pendekatan masyarakat-negara 

liberal yang lebih kemudian , yang jatuh kembali pada penjelasan budaya tanpa 

memper t anyakan bagaimana kebudayaan d iben tuk oleh kekuasaan politik. 

Isu kedua dan lebih luas berkai tan tidak dengan kebudayaan tetapi dengan 

kebijakan. Penelitian tentang poli t ik Indonesia telah memisahkan negara dan 

masyarakat sipil dan memfokuskan perhat iannya hampi r secara eksklusif hanya 

pada negara, dan pertanyaan tentang apakah masyarakat dapat memengaruh i 

negara (Maclntyrc 1990). Di mana perbaikan sungguh-sungguh terjadi (seperti 

Maclntyre [1990]), mereka cenderung m e n u n j u k k a n bahwa masyarakat dapat 

memengaruh i negara, yang masih mengemukakan bahwa masyarakat d ibangun 

oleh kekuatan yang entah bagaimana bersifat independen dari pengaruh 

negara. Sementara peneli t ian tentang kebudayaan c u k u p jelas mengident i f ikasi 

pengaruh kekuasaan dan kebijakan negara, ini d iabaikan dalam analisis poli t ik. 

Setelah ja tuhnya Soeharto, kritik tentang pembedaan analitis antara negara dan 

masyarakat di Indonesia sudah mulai mengkristal ke pendekatan baru u n t u k 

studi poli t ik yang berfokus pada negara bayangan (Schulte Nordho l t dan Van 

Klinken 2007a). Inti dari kritik ini adalah bahwa negara di Indonesia tidak 

hanya d iben tuk oleh aparatus formal , tetapi juga terdiri dari sistem "negara 

bayangan" atas otori tas dan regulasi ( termasuk kekerasan melalui ke lompok 

paramili ter) yang terintegrasi dengan negara formal . Dengan memasukkan 

negara bayangan dalam analisis polit ik, politik etnis dan agama, serta pengaruh 

dari kepent ingan privat, dapat d ibukt ikan terkait dengan kebijakan dan praktik 

negara (Schulte N o r d h o l t 2007; Schulte N o r d h o l t dan Van Kl inken 2007b). 

Sementara kritik tentang negara bayangan merupakan suatu perpan jangan 

yang pen t ing tentang analisis politik dan kebijakan (yang sangat pen t ing u n t u k 

studi kasus dalam Bab 7), kritik seperti itu masih mengabaikan banyak cara di 

mana pemer in tahan otor i ter O r d e Baru mengandalkan konstruksi ter tentu atas 

subjek Indonesia da lam hal kebijakan serta penggunaan kekuatan koersif, dan 

bagaimana konstruksi ini be rdampak pada perilaku dan subjektivitas. Dengan 

kata lain, efek dari kebijakan O r d e Baru te rhadap pandangan , identitas dan 

praktik-praktik o rang Indonesia masih perlu d iperh i tungkan da lam analisis 

kebijakan."1 Phi lpot t menulis : 

9 Perlu dicatat bahwa kons t ruks i e tnis i tas da l am pene l i t i an pol i t ik sekarang mengaku i peran kekuasaan 
pol i t ik d a n negara karena lokus ba ru pada pol i t ik lokal (Schul te N o r d h o l t d a n Van Kl inken 2007b). 
N a m u n , penga ruh negara lebih luas da r i pada yang d iaku i saat ini d a l a m l i teratur tersebut . 
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Sebuah gambaran mcncolok dari wacana politik Indonesia adalah bahwa ia 
mengabaikan berbagai praktik yang disatukan di bawah rubrik selain negara 
yaitu masyarakat sipil. (...) Para praktisi dari wacana politik Indonesia telah 
sering menegaskan, secara eksplisit atau sebaliknya, bahwa negara Indonesia 
memiliki kepentingan yang berbeda dari masyarakat sipil yang dalam arti 
tertentu bersifat otonom. Namun, cara-cara tertentu di mana kehendak Orde 
Baru untuk memerintah dan mewujudkannya dalam masyarakat sipil telah 
diabaikan (2000: 5) 

Studi tentang h u b u n g a n antara negara dan budaya m e m b u t u h k a n sebuah 

metode yang bisa berfokus pada bentuk yang lebih kompleks dan tidak langsung 

dari kekuasaan yang ada, termasuk negara bayangan sejauh relevan, di samping 

aplikasi langsung dari kekuasaan negara. 

P r o b l e m P e n d e k a t a n P a t r i m o n i a l t e r h a d a p K e b i j a k a n B u d a y a 

Dalam salah satu dari beberapa artikel yang berfokus pada kebijakan budaya 

di Asia Tenggara, ahli tentang Indonesia Jenni fe r Lindsay berpendapat bahwa 

kehadiran terus-menerus dari pa t r imonia l i sme adalah penentu u tama dari 

corak kebijakan budaya di wilayah ini (1995). Ada dua po in pent ing dalam 

artikel Lindsay. Pertama, ia be rpendapa t bahwa di Asia Tenggara, "lembaga-

lembaga budaya negara ber t indak sebagai pat ron yang mengh ibahkan dana 

proyek dan penghargaan lebih dar ipada sebagai lembaga pelayanan" (1995: 

661). Para sen iman adalah "kl ien" dalam "sistem patronasc" ini yang d imula i 

dari pra-nasionalis Asia Tenggara dan terus "diabadikan dalam situasi m o d e r n " 

(1995: 663). Lindsay menulis: 

Maka dari sudut pandang pemain, konteks pekerjaan (...) pada dasarnya tidak 
berbeda dari konteks pra-nasional. (...) Pemerintah bertindak dengan cara di 
mana seorang patron secara tradisional diharapkan bertindak - menentukan 
jenis pertunjukan, memilih pemain, menyaring elemen-elemen yang tidak 
diinginkan, mendukung mereka yang pertunjukannya menyenangkan, dan 
menolak memberikan dukungan bagi mereka yang pertunjukannya menyerang 
sang patron (1995: 664-665). 

M e n u r u t Lindsay, sentralitas yang ber lanjut dari h u b u n g a n patron-klien pada 

peran pemer in tah dalam keh idupan budaya membedakan kebijakan budaya 



di Asia Tenggara dari kebijakan budaya di Barat di m a n a komisi-komisi para 

sen iman negara dan audiens membayar u n t u k melihat pe r tun jukan dalam 

konteks komersial d i mana permintaan memengaruh i m u a t a n pe r tun jukan . 

Poin kedua adalah bahwa pemer in tah-pemer in tah di Asia Tenggara, 

sebagai " sumber patronasc yang paling signifikan (...]" (1995: 664), telah 

memperkena lkan m i n a t baru "dengan ide-ide tentang identitas nasional , 

keberter imaan dan c i t ra" (1995: 663). Mereka menggunakan status mereka 

sebagai pat ron u n t u k menegakkan serangkaian s tandar ter tentu yang tepat bagi 

bangsa mereka. Lindsay menda f t a r persyaratan-persyaratan pemer in tah seperti 

"keringkasan dan formali tas" , "aksesibilitas" dan "bermartabat dan m e n g h i b u r " 

bagi setiap pe r tun jukan (1995: 666). Dia menulis: "Yang pent ing adalah bahwa 

sebuah pe r tun jukan tidak boleh menyinggung perasaan etnis dan agama lain, 

atau rasa kesopanan dan k e h o r m a t a n " (1995: 666). H u b u n g a n patron-klien ini 

m e n e m p a t k a n perhat ian dan t u n t u t a n pemer in tah sebagai per t imbangan utama 

bagi para seniman dalam berkarya yang persis berseberangan dengan keadaan 

di Barat, di mana , m e n u r u t Lindsay, para sen iman tidak terlalu bersesuaian 

dengan priori tas pemer in tah dan sekaligus lebih responsif terhadap op in i 

publik. 

Artikel Lindsay member ikan dua rambu- rambu pent ing bagi peneli t ian 

budaya, la dapat d igunakan u n t u k menilai ke inginan berfokus pada h u b u n g a n 

patron-klien. M e n e m p a t k a n h u b u n g a n patron-klien di pusat analisis kebijakan 

budaya membiaskan argumen dengan cara meninggalkan bidang-bidang pent ing 

tidak tertangani dan mengarah kepada penggambaran yang menyesatkan 

tentang kebijakan budaya di Asia Tenggara. Pertama, Lindsay m e n g h u b u n g k a n 

karakteristik kebijakan budaya Asia Tenggara dengan keinginan pemer in tah 

tanpa memper tanyakan mengapa dan bagaimana pemer in tah-pemer in tah di 

Asia Tenggara memil ih mua tan kebijakan budaya tertentu. Kedua, menekankan 

kes inambungan h u b u n g a n patron-klien pada segala ruang dan waktu 

mengabaikan pa tahan yang pen t ing baik antarnegara m a u p u n , lebih pent ing lagi, 

dalam suatu negara. Lindsay tidak mengeksplorasi perbedaan kebijakan budaya 

antara rezim-rezim politik yang berbeda di Indonesia m a u p u n sejauh mana 

institusi dan kebijakan-kebijakan yang ada diwarisi dari atau d ipengaruh i oleh 

pemer in t ahan kolonial Belanda dan p e n d u d u k a n Jepang. Masalah ketiga adalah 

ketergantungan Lindsay pada perbedaan antara kebijakan budaya di negara-

negara Barat dan Asia Tenggara. Pemerintah di semua lokasi berusaha u n t u k 

membawa hasil-hasil tertentu ketika mereka merumuskan dan melaksanakan 
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kebijakan budaya (lihat, misalnya, Bennett (1998: 87-164)). Alasan Lindsay 

sendiri member ikan d u k u n g a n di Australia, Eropa, dan Amerika Serikat ( "nilai-

nilai edukatif , moral , warisan, estetik atau [...J spiri tual dari kebudayaan bagi 

masyarakat") sama sekali t idak berbeda dengan alasan dia u n t u k member ikan 

d u k u n g a n di Asia Tenggara ("identi tas nasional , per l indungan nilai-nilai moral 

dan agama, atau per l indungan warisan budaya asli" [1995: 668j). 

Rambu kedua dalam artikel Lindsay m e n u n j u k pada sebuah fokus 

alternatif u n t u k analisis kebijakan budaya Indonesia. Sementara menyadari 

bahwa kebudayaan u m u m n y a dikai tkan dengan pendid ikan di banyak negara-

negara Asia Tenggara, Lindsay menul is bahwa di Indonesia "nilai edukat i f 

kebudayaan itu sendiri sebagai agen pemberadaban perilaku manus ia" 

t idak pernah d iper tanyakan dalam perdebatan nasionalis tentang budaya. 

H u b u n g a n antara kebudayaan dan pendid ikan (dan proyek peradaban) 

m e n u n j u k k a n bahwa sejarah-sejarah alternatif muncu l mendahu lu i kaum 

nasionalis Indonesia. Kebudayaan telah lama d igunakan di Eropa sebagai 

metode mengadabkan unsur -unsur yang tidak bera turan dalam masyarakat 

(Bennett 1998) dan penggunaan fungsinya yang mengadabkan adalah agenda 

sentral dari penciptaan dan regulasi perpustakaan u m u m , galeri seni dan 

museum di Inggris pada abad kedelapan belas (Bennett 1998: 107-134). Selain 

itu, pemer in tah kolonial Belanda menerapkan programnya sendiri yaitu pada 

waktu merumuskan misi pemberadaban yang d i tu jukan u n t u k penduduk asli 

koloni-koloninya. Penekanan yang berulang-ulang pada tugas pemberadaban 

m e n u n j u k k a n bahwa kebijakan budaya d iben tuk melalui kapasitasnya u n t u k 

m e m p e r p a n j a n g kekuasaan negara di luar aparatus fo rmal negara, dan bahwa 

h u b u n g a n antara kebijakan budaya Indonesia, kolonial , dan Barat adalah 

dekat, kompleks , dan tidak dapat d iabaikan da lam analisis kebijakan budaya 

Indonesia. 

N e g a r a d a l a m P e n e l i t i a n B u d a y a 

Selama masa O r d e Baru, empat perspektif u t ama berkembang dalam peneli t ian 

Indonesia tentang kebijakan budaya Indonesia. Perspektif per tama t u m b u h 

melalui peneli t ian ke dalam praktik masyarakat lokal dan seni pe r tun jukan . 
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biasanya diidentif ikasi sebagai ritual-ritual yang t e rhubung ke cara hidup.1 0 

Dalam perspektif peneli t ian seperti ini, intervensi negara telah ditafsirkan 

sebagai hal yang membawa p e m a h a m a n yang berbeda atas praktik-praktik 

budaya ke da lam sebuah komun i t a s atau, da lam kata-kata Greg Acciaioli da lam 

salah satu dari artikel-artikel per tama yang mengangkat masalah ini, "budaya 

telah menjad i seni" sebagai akibat dari kebijakan negara (1985: 162). Penilaian 

Phil ip Yampolsky tentang d a m p a k negara terhadap seni pe r tun jukan daerah 

member ikan analisis yang lebih rinci tentang kebijakan budaya resmi (1995) 

yang un tuk sebagian besar sejalan dengan penilaian Acciaioli yaitu bahwa 

intervensi negara mema tahkan h u b u n g a n antara komuni tas -komuni tas daerah 

dengan seni komun i t a s mereka mereka karena " rancang ulang" bentuk-bentuk 

seni u n t u k "konsumsi eksternal" (1995: 714). N a m u n demikian, ia juga 

member ikan c o n t o h berbagai ben tuk perlawanan terhadap kebijakan 

pemer in tah , khususnya karena kebingungan ten tang dan ket idaktepatan 

pelaksanaan kebijakan, sehingga membuka kemungk inan individu-individu 

yang memanfaa tkan kebijakan pemer in tah dengan cara yang memperkua t 

h u b u n g a n antara komun i t a s dan seni mereka (1995). 

Perspektif ini menekankan pent ingnya politik estetika un tuk ide-ide 

komuni t a s dan bangsa, dan harus terkait dengan pent ingnya estetika, atau 

rasa, hingga analisis kebijakan budaya. Pemahaman akademis kon tempore r 

tentang estetika telah berkisar pada tulisan Pierre Bourdieu. Bourdieu menolak 

gagasan Kant ian tentang penilaian bebas nilai (Kant 1987), alih-alih memil ih 

un tuk m e m a h a m i estetika sebagai p roduk pendid ikan , keluarga, dan trajektori 

sosial dari kelas dan status e k o n o m i (Bourdieu 1984). Pentingnya estetika 

u n t u k analisis kebijakan budaya adalah pertanyaan tentang bagaimana rasa 

be rhubungan dengan poli t ik. J o h n Street berpendapat bahwa: 

penilaian bukan hanya produk [.„] dari wacana; ia juga merupakan 
legitimasi dari wacana-wacana dan proses-proses ini yang menyertakan atau 
mcngccualikan bentuk-bentuk tertentu dari wacana. Penilaian estetik adalah 
produk dari sebuah proses di mana otoritas ditugaskan dan disahkan. (2000: 
48) 

1 0 P e n i l a i a n seper t i i tu u m u m n y a sanga t d i p e n g a r u h i o l e h p e m a h a m a n a n t r o p o l o g i s t e r h a d a p b u d a y a . G r e g 

Acc ia io l i ( 1985) m e n g g u n a k a n p e m i k i r a n Pierre B o u r d i e u t e n t a n g doxa ( 1977) d i m a n a a l a m d a n d u n i a 

sosial b e r s e s u a i a n . 
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Karena itu estetika dapa t be r fungs i d a l a m sistem n o r m a t i f yang d i r a n c a n g 

u n t u k m e m p e r k u a t s t r u k t u r kekuasaan yang ada atau malah dapa t d i g u n a k a n 

u n t u k me lawan sistem n o r m a t i f tersebut . Mi l le r d a n Yudice m e n g h u b u n g k a n 

estetika d e n g a n negara-bangsa: 

Sebuah estetika tentang kebenaran dan keindahan, sesuat dengan Kant, 
monitor internal dalam diri setiap orang yang menyediakan imperatif 
kolektif, nasional, dan kategoris. Ironisnya, apresiasi tunggalnya yang sangat 
ethos menjadi paduan nada yang menghubungkan harmoni nasional, yang 
mengikat tujuan-tujuan individu pada persatuan nasional yang tersirat (2002: 
10). 

Estetika memi l ik i po tens i u n t u k mengelo la sekaligus be rpo tens i m e l a m p a u i 

kelas d a n e tn is mela lui internal isasi p e n g e t a h u a n t en tang apa yang d i i n g i n k a n 

d a n apa yang " n o r m a l " . 

Efek dar i kebi jakan budaya pada adegan-adegan seni lokal t idak ha rus 

secara o t o m a t i s d i t a n d a i sebagai hal y a n g negat if . Misa lnya , Ka thy Foley m e n u l i s 

bahwa "Waktu , t empa t , d a n kon teks dar i Festival Seni Bali telah m e m u n g k i n k a n 

hal i tu, berdasarkan p e n e k a n a n n y a pada seni sekular, m e n j a d i f o r u m yang 

s ign i f ikan u n t u k ekspe r imen m o d e r n d a n p e m b a n g u n a n " (1994: 276). Da r i 

perspekt i f yang lebih luas, Lyn Parker m e n g a j u k a n p a n d a n g a n yang "melawan 

oposis i yang d i a s u m s i k a n mengena i masyaraka t d a n negara d a n m e n u n j u k k a n 

bahwa kita hanya bisa m e m a h a m i u m u r p a n j a n g rezim Soeha r to d e n g a n 

m e m a h a m i bahwa para warga desa ingin berpar t i s ipas i d a l a m versi m o d e r n i t a s 

yang d i t awarkan oleh negara-bangsa Indones i a " (2003: 1). Semen ta ra peni la ian 

t e rhadap kebi jakan budaya yang d i f o k u s k a n pada seni p e r t u n j u k a n daerah , 

d e n g a n beberapa pengecua l ian , m e n d a p a t pen i l a i an negat if , sebuah analisis 

yang d ib ingka i d e n g a n p e m a n f a a t a n budaya oleh negara u n t u k m e m b e n t u k 

sua tu k o m u n i t a s nas iona l dengan def in i s i yang lebih luas t en tang apa yang 

m e m b e n t u k kebi jakan budaya akan me l iha t d a m p a k dar i kebi jakan negara 

t e rhadap seni p e r t u n j u k a n dae rah sebagai sebuah aspek negat if dari serangkaian 

kebi jakan yang lebih besar yang memi l ik i sederetan d a m p a k yang jauh lebih 

luas d i se jumlah dae rah yang berbeda . 

Perspekt i f kedua adalah bahwa kebudayaan nas ional Indones ia m e r u p a k a n 

sebuah b e n t u k lain dar i kebudayaan Jawa. Sementa ra m e n g a k u i bahwa 

kebudayaan Jawa m e r u p a k a n sebuah kons t ruks i yang telah d i b e n t u k o leh 
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se jumlah p e n g a r u h , t e rmasuk kekuasaan pol i t ik , banyak peneli t i b e r p e n d a p a t 

bahwa p e m a h a m a n O r d e Baru t en t ang kebudayaan masih Jawa-sentr is ." Buku 

karya P e m b c r t o n (1994a), The Subjcct ofjava, m e r u p a k a n teks yang pal ing 

m e n o n j o l t en t ang kons t ruks i kebudayaan Jawa d a n p e m a n f a a t a n n y a o leh 

rezim O r d e Baru. The Suhject ofjava d i m u l a i dengan penel i t ian sejarah 

t e rhadap ars ip d i is tana-istana kera jaan d i Jawa Tengah. P e m b c r t o n menyel id ik i 

b a g a i m a n a gagasan t en t ang Jawa d a n tradisi Jawa m u n c u l mela lui in teraksi 

dengan p e n j a j a h Belanda d a n m e t o d e - m e t o d e p e m e r i n t a h a n mereka. Misalnya, 

ia menca ta t sebuah teks Jawa yang m e n g g a m b a r k a n sebuah p e r n i k a h a n 

kerajaan yang ter jadi pada t a h u n 1830, d a n teks-teks yang m e n g g u n a k a n k o n s e p 

t en t ang " o r a n g Jawa pada u m u m n y a " yang d i m u l a i pada t a h u n 1890 (1994a: 

23). Gagasan t en t ang "Jawa" d a n " o r a n g Jawa" sebagai sebuah k e l o m p o k yang 

d i s a tukan secara ku l tu ra l d i b e n t u k o leh p e r j u m p a a n mereka dengan kolonia l , 

d a n d ipe rkua t o leh penel i t ian an t ropo log i ko lon ia l yang b e r k e m b a n g pesat d i 

awal abad kedua -pu luh . Rezim O r d e Baru m e n g g u n a k a n tradisi yang t e r b a n g u n 

t en t ang istana-istana Jawa u n t u k melegi t imasi d i r inya dengan m e n g h a d i r k a n 

o to r i t a snya sebagai sesuatu yang ku l tu ra l d a n p e n g g u n a a n n y a atas r i tual u n t u k 

merepresen tas ikan masyaraka t Jawa yang secara inheren stabil d a n tertata. Jad i , 

penjelasan P e m b e r t o n t en t ang p e n g g u n a a n yang be rubah dari prakt ik-prakt ik 

yang d ianggap bersifat budaya Jawa m e n u n j u k k a n b a g a i m a n a kekuasaan negara 

telah m e m b e n t u k d a n terus m e m b e n t u k tradisi Jawa, r i tual d a n kebudayaan , 

p e r t a m a selama masa ko lonia l , d a n k e m u d i a n selama masa O r d e Baru.12 

M u n g k i n me ta fo r a te rkuat t en t ang t e m p a t i s t imewa dar i kebudayaan Jawa 

ada l ah p e n g g a m b a r a n Greg Acciaioli (1996) t en t ang poster-poster pasangan 

1 1 M i s a l n y a . Tsing. y a n g m e n g g a m b a r k a n ka rya P e m b e r t o n d a n k o n s e p s i p a t r i m o n i a l t e n t a n g b u d a y a 

p o l i t i k , b e t p e n d a p a t b a h w a g a g a s a n y a n g t e r b a n g u n t e n t a n g k e b u d a y a a n J a w a m e n d o m i n a s i po l i t i k 

b u d a y a r e z i m O r d e B a t u (1993 : 22-25) . 

12 D a l a m k a r y a n y a The Subject o f / i w , P e m b e r t o n m e l o m p a t i p e r i o d e 1942-1965 k a r e n a p e r i o d e i tu 

m e m b e n t u k " d i s k o n t i n u i t a s " a n t a r a era-era d i m a n a J a w a d i b a n g u n b e r b a s i s k a n t r ad i s i d a n r i tua l . I a 

m e n y a t a k a n b a h w a t a h u n - t a h u n t e r s ebu t , " m e n y u l i t k a n i d e n t i t a s v i r tua l y a n g m u n g k i n s e k a r a n g d i b a c a 

sebagai " Jawa" (1994a: 26) . P e r i o d e 1942-1965 i tu s anga t p o l i t i s d a n m e l i b a t k a n s e j u m l a h p e r j u a n g a n d a n 

p e r d e b a t a n a n t a r a l e m b a g a - l e m b a g a y a n g sa l ing b e r s a i n g atas k o n s t i t u s i d a n p e n g g u n a a n k e b u d a y a a n 

I n d o n e s i a . M e s k i p u n pe r spek t i f t e r t e n t u t e n t a n g k e b u d a y a a n secara s i s t ema t i s d i k e l u a r k a n se te lah t a h u n 

1965, a d a k o n s t r u k s i l a in t e n t a n g I n d o n e s i a d a n k e b u d a y a a n I n d o n e s i a y a n g juga m e n j e l a s k a n t e n t a n g 

r ez im O r d e B a r u . M i s a l n y a , r e z i m O r d e B a t u m e m i n j a m d a n m e n y u s u n - u l a n g ide- ide ba ik dar i S o e k a r n o 

( B o u r c h i e r 1996) m a u p u n s e n i m a n - s e n i m a n y a n g d i p e n g a r u h i o l e h l i be r a l i sme Bara t ( S u p a r t o n o c i 

.»/. 2000: 5-6). Vickers (1997) m e m b u a t k r i t i k s e r u p a t e n t a n g t i d a k a d a n y a p e r i o d e 1942-1965 d a l a m 

The Subjcct ot'Jjrj. M e s k i p u n p a d a t i n g k a t t e r t e n t u p e n e k a n a n P e m b e r t o n p a d a res is tensi p e d e s a a n 

m e n g a b a i k a n resis tensi p e r k o t a a n , d i a t e r a n g - t e r a n g a n m e m i l i k i a l a san u n t u k m e l e w a t k a n p e r i o d e 1942-

1965. 
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Indonesia dari pelbagai etnik yang terpajang di t aman budaya yang dikelola 

negara, Taman Min i Indonesia Indah (TMII). Di TMII , poster-poster pasangan 

dari Jawa dan Bali terlukis akurat , tetapi seiring etnik yang d igambarkan itu 

m e n j a u h dari pusat budaya dan geografis Jawa perkotaan, poster-poster itu 

mengabaikan atau meremehkan simbol-simbol dan corak-corak etnik yang 

bersifat unik yang c o n d o n g m e n d u k u n g busana dan bahkan model-model 

yang tampak kejawa-jawaan. Perhatian terhadap kebudayaan Jawa perlu 

d iper t imbangkan bersama dengan dorongan elite kelas menengah u n t u k u n t u k 

mendid ik dan mengadabkan orang-orang Indonesia dalam seluruh pengaruh 

poli t ik dan era polit ik. Studi Ru th McVey (1986) tentang upaya-upaya u n t u k 

ment rans fo rmas i wayang, oleh k a u m nasional is Indonesia , komunis , elite O r d e 

Baru, m e n u n j u k k a n bahwa ke lompok-ke lompok ini berbagi visi yang sama 

u n t u k pe r tun jukan wayang Jawa terlepas dari adanya perbedaan politik yang 

sangat besar. Wayang terkait erat dengan pandangan dun ia dari sebagian besar 

kelas pekerja Jawa terutama pada abad kedua-puluh, dan sering d i lakukan 

pada upacara-upacara pent ing. Wayang purwa adalah sebuah pe r tun jukan yang 

panjang (biasanya selama sembilan jam) tentang epos Jawa yang d ipengaruhi 

H i n d u yang menyampa ikan ajaran-ajaran mora l serta termasuk komentar-

komenta r tentang peristiwa-peristiwa yang masih segar. Perbincangan tentang 

wayang oleh kaum Nasional is dan Partai K o m u n i s Indonesia (PKI) dan selama 

era O r d e Baru semuanya memperdeba tkan tempat wayang, dan semuanya 

menyarankan u n t u k memperpendek waktu pe r tun jukan , lebih menggunakan 

bahasa Indonesia dar ipada bahasa Jawa, memasukkan cerita-cerita baru, 

dan bahwa dalang menggunakan pe r tun jukan mereka u n t u k mendid ik dan 

men ingka tkan kesadaran massa yang hadir . Keinginan kelas menengah u n t u k 

memodernisas i dan membud idayakan baik estetika dari praktik-praktik 

budaya m a u p u n para pemirsanya merupakan segi yang pent ing dari kebijakan 

budaya di semua era, dan bagi praktik-praktik budaya etnik yang oleh negara 

di ident i f ikasi sebagai target kebijakan budaya. 

Perspektif ketiga menyangkut efek dari konsumsi kapitalis yang sedang 

b e r t u m b u h di Indonesia dan respons pemer in tah melalui wacana nilai-nilai 

Asia. Konsumsi telah menjadi sebuah metode pent ing un tuk m e m b a n g u n dan 

memper t ahankan perbedaan antara ke lompok selain sebagai alat penyebarluasan 

mobil i tas sosial (Bourdieu 1984, 1989). Konsums i s imbol ik telah mengalami 

p e r t u m b u h a n yang pesat di Asia sejak ekspansi kapital isme global pada t ahun 

1970-an (Chua 2003). Sebagian besar karya tentang f enomena ini di Indonesia 
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telah be r fokus pada " O r a n g Kaya Baru"1 3 yang diawali d e n g a n edisi Februar i 

1984 d a l a m jurnal Prisma. Penel i t ian berbahasa Inggris segera menyusu l (Dick 

1985; Lcv 1990) dan , sejak t a h u n 1996, seri b u k u The New Rich in Asia terus 

gencar m e l a k u k a n analisis t e rhadap k e l o m p o k - k e l o m p o k ini ( C h u a 2000b, 

Pinches 1999; Richard R o b i s o n d a n David S.G. G o o d m a n 1996; Sen d a n 

Stivcns 1998).14 Analisis Aricl H e r y a n t o t en t ang " o r a n g kaya b a r u " di Indones i a 

m e n u n j u k k a n sentral i tas k o n s u m s i t e rhadap kons t ruks i budaya d a n kontes tas i 

ident i tas k e l o m p o k - k e l o m p o k yang d i iden t i f ikas i sebagai "kelas m e n e n g a h " 

(1999). H e r y a n t o meng iden t i f ikas i adanya p e n i n g k a t a n d a l a m k o n s u m s i yang 

m e n c o l o k pada 1990-an d a n interaksi an ta ra k o n s u m e r i s m e d a n kons t ruks i 

dari ba ik "Bara t" m a u p u n " T i m u r " , s ikap-sikap t e rhadap o r a n g C i n a d a n Is lam. 

Penel i t ian lain t en t ang k o n s u m s i d a n k a u m misk in kota telah m e n u n j u k k a n 

bahwa budaya k o n s u m s i juga m e m e n g a r u h i kebiasaan masyarakat misk in 

kota d a n kelas m e n e n g a h ke bawah (Gerke 2000; J o n e s 2008; M u r r a y 1991). 

Kebi jakan-kebi jakan e k o n o m i negara mempercepa t p e r u b a h a n budaya d i 

Indones ia , yang p e n t i n g bagi kebi jakan budaya yang resmi karena mereka 

m e m b a n g k i t k a n respons dari rez im O r d e Baru. 

Di kawasan Asia Tenggara, penyebaran budaya k o n s u m e n d a n gerakan 

in fo rmas i yang semak in ccpat yang terkait d e n g a n ba rang d a n jasa kapi ta l is 

m e n c i p t a k a n beberapa kekhawat i ran d i an ta ra p e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h kawasan 

ini . Pemer in t ah S ingapura , Malaysia, Indones ia , C i n a , d a n Burma (Birch 1998a; 

Bourch ie r 1998) m e n e n t a n g p e r u b a h a n budaya d a n pesan-pesan pol i t ik d a n sosial 

terkait yang dibawa oleh kapi ta l i sme in te rnas iona l d e n g a n wacana "nilai-nilai 

Asia" yang m e n e k a n k a n kerja keras, nilai-nilai kekeluargaan, h o r m a t t e rhadap 

o tor i tas , t a n g g u n g jawab sosial, d is ip l in d a n d u k u n g a n dari para p e m i m p i n . 

Atas n a m a meles tar ikan nilai-nilai Asia, p e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h di kawasan ini 

m e n g k o n s o l i d a s i k a n kekuasaan pol i t ik mereka melalui oposis i p o p u l i s t e rhadap 

nilai-nilai negat i f Barat yang m e n g h a n t u i d a n m e m p e r t a h a n k a n kon t ro l po l i t ik 

13 "Orang, Kaya B a n i " ada lah cara lain u n t u k m e n g a c u pada apa yang o rang lain. seperti Dick (1985). sebut 
d e n g a n kelas m e n e n g a h sambi l m e n g h i n d a r i k e b i n g u n g a n a n i y a n g lebih k h u s u s yang d ibe r ikan pada 
ist i lah tersebut o leh yang lain lagi seperti Rob i son (1996) u n t u k m e m b e d a k a n mereka dar i k a u m bor ju is . 

14 Sebuah m a u l a h besar dengan penel i t ian t en tang o r a n g kaya b a r u adalah keberadaan k e l o m p o k tersebut 
yang be ragam ketika d i m a s u k k a n ke da l am kategori tersebut ( l ihat , misalnya, H e r y a n t o (1999) dan , 

d a l a m konteks kawasan Asia, Richard Rob i son , dan David G o o d m a n (1996)). J ika kategori tersebut 
d ibagi berdasarkan afiliasi agama, e tn ik dan pol i t ik , ia mula i keh i langan m a n f a a t teoretisnya. N a m u n , 
beberapa karakternya berlaku u n t u k se luruh k e l o m p o k : h i d u p mereka telah d i u b a h oleh p e r t u m b u h a n 
e k o n o m i pada masa O r d e Baru dan mereka semua m e n g a m b i l bagian da l am k o n s u m s i gaya h i d u p kelas 
m e n e n g a h . 
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mereka melalui penolakan terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia yang 

dilabeli "Barat" dan karena itu tidak sesuai dengan cara h i d u p Asia (Birch 

1998a, 1998b, C h u a 2000a). Rezim O r d e Baru menggunakan sebuah versi nilai-

nilai Asia dalam upayanya u n t u k memenga ruh i kebiasaan penduduknya (Birch 

1998a, Bourchier 1998; Vickers dan Fisher 1999). Adrian Vickers dan Lyn Fisher, 

misalnya, menulis: 

Semua elemen "nilai-nilai Asia" dapat ditemukan dalam cara bagaimana 
Orde Baru berusaha untuk menjernihkan dan melembagakan "nilai-nilai 
Indonesia". Di situ terdapat gambaran tentang keluarga dan kekuasaan, seperti 
halnya gambaran tentang "Yang Lain" Barat (1999: 398). 

Sebuah karakter pent ing dari wacana nilai-nilai Indonesia telah menjadi 

pembenaran politik dari suatu sistem poli t ik yang lebih otor i ter berhadapan 

dengan kritik dari para p e n d u k u n g model demokrasi liberal dan hak-hak 

individual yang terkait dengan model tersebut.15 

N a m u n penggunaan yang lebih luas dan m e n d a l a m adalah bagaimana 

nilai-nilai Indonesia berfungsi sebagai suatu bentuk kontrol atas praktik budaya 

yang terkait dengan bangsa. Rezim O r d e Baru menggunakan ideologi resmi 

negara yaitu Pancasila dan program-program yang terkait dengannya u n t u k 

m e n a n a m k a n model perilaku da lam masyarakat melalui pendid ikan di sekolah 

dan tempat kerja (Bourchier 1998). Dalam hal ini, komenta r David Birch 

tentang nilai-nilai Asia juga bisa berlaku u n t u k Indonesia: 

Apa yang perlu kita pahami adalah bahwa realitas baru, definisi baru dan 
struktur baru ditentukan oleh kekuatan yang kuat di kawasan Asia, yang 
didorong oleh modal ekonomi yang kuat dan, sejalan dengan itu, modal 
budaya yang sedang bertumbuh tentang apa yang membentuk budaya publik 
"ke-Asia-an" (1998a: 198). 

Wacana tentang nilai-nilai Indonesia , seperti dicatat oleh Bourchier, juga 

memil iki "aspek proaktif"" dalam penciptaan warga negara Indonesia (1998: 

207). Sementara respons rezim terhadap kebijakan budaya u n t u k integrasi 

15 Perlu dicatat bahwa wacana "nilai-nilai I n d o n e s i a " m e m p e r k u a t wacana yang sudah ada t e n t a n g ident i tas 
Indones ia . J ad i itu b u k a n f e n o m e n a ba ru sebagaimana ha lnya dengan pengua tan p e m a h a m a n konserva t i f 
t e n t a n g budaya Indones ia . 
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yang lebih besar dengan d u n i a luar d a n k o n s u m s i yang sedang b e r k e m b a n g 

akan d ibahas d a l a m b a b e m p a t d a n l ima, penel i t ian lain juga telah menca ta t 

u n s u r proaktif" d a n hasil-hasil dar i p e m a n f a a t a n wacana t en t ang nilai-nilai 

Indones ia o leh rezim O r d e Baru. Para penel i t i telah menyel id ik i b a g a i m a n a 

wacana tersebut telah d i g u n a k a n d a l a m penc ip t aan warga negara Indones ia 

melalui p e n d i d i k a n (Lcigh 1991; Parker 1992), mela lui p e m b a c a a n a l te rna t i f 

t e rhadap wacana p e m e r i n t a h misa lnya t en t ang Pancasila u n t u k m e n d u k u n g 

reformasi demokra s i (Ramage 1995) d a n juga melalui p e n e n t a n g a n t e rhadap 

wacana resmi, misa lnya p e n e n t a n g a n t e rhadap pernya taan rezim bahwa hak-hak 

i n d i v i d u t idak p e n t i n g u n t u k m e n j a d i warga negara Indones ia (Bourch ie r 1998; 

Vickers d a n Fisher 1999). S e m a k i n p e n t i n g n y a budaya k o n s u m e n selama p a r u h 

kedua dari Abad Kedua-pu luh adalah sebuah f e n o m e n a d i se lu ruh d u n i a d i 

m a n a kebi jakan budaya secara global per lu d ipe rha t ikan . 

Perspekt i f keempa t ada lah dari kr i t ikus sayap kiri di Indones ia . Salah satu 

f o r u m u n t u k kri t ik sayap kiri t e rhadap kebi jakan budaya p e m e r i n t a h Indones ia 

dari akh i r 1990-an ada lah ma ja l ah Media Kerja Budaya, yang d i t e rb i t kan o l eh 

para peker ja budaya yang t e rgabung d a l a m J a r i n g a n Kerja Budaya 0 K B ) d i 

Jakar ta . Posisi Media Kerja Budaya t e r h a d a p budaya nas iona l adalah bahwa hal 

ia ha rus lah beragam, ink lus i f ( t e ru t ama prakt ik-prakt ik budaya kelas peker ja 

p e r k o t a a n d a n pedesaan d i Indones ia) , d a n m e m p r o m o s i k a n keter l iba tan 

berbagai k e l o m p o k d a n masyarakat d a l a m peker jaan budaya . M e n u r u t analisis 

perspekt i f ini, rezim O r d e Baru merawat "budaya mi l i te r" yang berkarakter 

homogen i sa s i d a n terbatas. Apa yang m u n c u l secara digdaya d i p e r m u k a a n 

ada lah budaya mil i ter! Upacara -upacara d a n pelbagai la t ihan , i ndok t r inas i P416, 

s tandardisas i k u r i k u l u m , satu-satunya asas [Pancasila] d a l a m pol i t ik , pe la rangan 

kegiatan-kegiatan seni hanya lah beberapa c o n t o h dari kekua tan semangat 

mi l i t e r i sme d a l a m budaya kita selama tiga dekade te rakhi r ( S u p a r t o n o et al. 

2000: 15). 

Latar be lakang k e p e m i m p i n a n O r d e Baru, t e ru t ama d i t a h u n - t a h u n awal, 

pada t ingkat te r ten tu m e n d u k u n g pe rnya taan d i atas. Ketika rezim O r d e Baru 

mula i berkuasa, para p e m i m p i n n y a pada u m u m n y a telah m e n e r i m a p e n d i d i k a n 

mil i ter d a n banyak d i an ta ranya telah d i p e n g a r u h i o leh pe la t ihan mereka 

d i bawah Jepang , p e n g a l a m a n selama revolusi d a n k o n f l i k pol i t ik mereka 

16 P4 ada lah s ingkatan dar i P e d o m a n . Penghayatan d a n Pengamalan Pancasila, p rog ram p e n d i d i k a n 
kewarganegaraan pada masa rezim O r d e Baru yang d i l aksanakan d i sekolah, universi tas , d a n t empa t -
t e m p a t kerja d i Indones ia . 
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dengan PKI termasuk peristiwa berdarah yang terkait dengannya (Crouch 

1978). Sementara ini merupakan sebuah pengingat tentang pandangan politik 

ke lompok-ke lompok da lam elite O r d e Baru dan jenis tekanan yang mereka 

gunakan terhadap kebijakan budaya, pembahasan tentang budaya dan negara 

dalam bagian sebelumnya m e n u n j u k k a n bahwa sebuah perspektif tunggal tidak 

pernah m e n e n t u k a n kebijakan yang terkait dengan budaya dan tidak pernah 

bahwa kebijakan budaya yang dihasi lkan benar-benar menindas baik da lam 

hal niat m a u p u n hasilnya. Sebaliknya, kerja budaya kiri di Indonesia harus 

d i p a n d a n g sebagai pengingat tentang unsur-unsur negatif dari pemer in tahan 

O r d e Baru.17 

Karakterisasi negara O r d e Baru yang d i p a n d a n g memil iki alasan tunggal 

adalah sebuah isu dalam lebih dari satu perspektif yang d i t in jau di sini. Ada 

sebuah kecenderungan da lam peneli t ian tentang rezim dan kebudayaan O r d e 

Baru u n t u k menyaj ikan negara sebagai sebuah entitas homogen . Misalnya, 

penelit ian Pember ton t idak mengakui perbedaan dalam negara itu sendiri , 

t e ru tama antara pemer in tah pusat dan pemer in tah provinsi dan daerah, 

yang mengarahkan Vickers (1997: 178) u n t u k menul is bahwa homogenisas i 

Pember ton tentang negara O r d e Baru adalah "kunci penjelas yang mendasar 

terhadap pelbagai jenis pe rubahan dalam t indakan seremonial dan representasi" 

di dalam peneli t iannya. Demik ian pula, fokus Acciaioli (1985) pada intervensi 

negara dari perspektif masyarakat marginal menyaj ikan negara sebagai kekuatan 

eksternal yang tunggal yang berusaha u n t u k memaksakan p e m a h a m a n n y a 

ten tang praktik-praktik budaya kepada masyarakat. Representasi ini telah 

d iperparah oleh kecenderungan u n t u k menar ik perbedaan yang kuat antara 

negara dan masyarakat Indonesia . Penelitian tentang kebijakan budaya perlu 

bersandar pada teori-teori tentang negara yang menjelaskan bagaimana 

pemer in t ahan modern bergantung pada p e m b e n t u k a n perilaku rakyat melalui 

berbagai bidang, termasuk kebudayaan, yang mengaburkan batas negara-

masyarakat. Teori semacam itu akan memperha t ikan bagaimana poli t ik 

m e m b e n t u k kebudayaan, dan m e m p e r t i m b a n g k a n ambigui tas baik di da lam 

negara itu sendiri m a u p u n da lam batas-batas negara. 

17 Yang t e ru tama menge s a nka n adalah pene l i t i an J a r i ngan Kerja Budaya (1999) t e n t a n g pe la rangan b u k u 
selama era O r d e Baru. 
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Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia 

F o u c a u l t , N e g a r a , d a n K e b i j a k a n 

Mesk ipun tidak terlalu memperha t ikan legitimasi dan persetujuan, pembagian 

negara, dan masyarakat dalam peneli t ian politik Indonesia jatuh dalam kritik 

yang d i lon ta rkan oleh Michel Foucault da lam sebuah wawancara pada t a h u n 

1977: 

Namun demikian, apa yang kita butuhkan adalah filsafat politik yang tidak 
didirikan di sekitar masalah kedaulatan, atau, sejalan dengan itu, di sekitar 
masalah hukum dan pelarangan. Kita perlu memenggal kepala Raja: dalam 
teori politik, itulah yang masih harus dilakukan (1980: 121). 

Langkah Foucault untuk memperluas teori politik bersendikan revisi terhadap 

konsep kekuasaan. Analisis terhadap politik Indonesia secara u m u m melihat 

kekuasaan secara negatif. Philpott menulis: "Kekuasaan hampir secara eksklusif 

d ipahami sebagai yang tcrmilitcrisasi, keras, represif, dan suka mencari-cari 

kesalahan" (2000: 147). Di sisi lain, Foucault menamakan jenis relasi kekuasaan 

semacam ini "dominasi" dan memandangnya sebagai salah satu dari banyak 

struktur kekuasaan. Definisi Foucault tentang kekuasaan tidak mengistimewakan 

satu rangkaian tunggal atau jenis relasi kekuasaan. Kekuasaan, pada tingkat yang 

paling dasar, "menun juk pada hubungan antara mitra", yang mengacu pada 

"sebuah pertautan t indakan yang memengaruhi orang lain dan yang satu mengikuti 

yang lain" (1982: 217). Dengan demikian, kekuasaan secara inheren tidak stabil, 

ambigu, t imbal balik, dan tersebar ke seluruh jaringan hubungan manusia. 

Di antara dominas i (di mana ada sedikit ruang u n t u k resistensi) dan 

jenis kekuasaan yang mengalir , m u d a h dibal ikkan seperti yang dijelaskan di 

atas, Foucault mengident i f ikasi kategori relasi kekuasaan yang paling berguna 

u n t u k m e m a h a m i kebijakan budaya: pemer in tah . Pemerintah didef inis ikan 

sebagai "perilaku dari per i laku" atau peraturan tentang cara orang-orang 

menga tu r perilaku mereka sendiri. Da lam sebuah kul iahnya, Foucault 

menelusuri muncu lnya bentuk-bentuk yang semakin rumit dari pemer in tahan 

sejak abad keenam belas seputar jawaban yang berubah-ubah atas per tanyaan 

terkait dengan bentuk-bentuk terbaik pemer in tahan bukan hanya pada 

negara dan bangsa tapi juga pada individu dan keluarga. N a m u n , penyebaran 

bentuk-bentuk baru pemer in tah di seluruh populasi terkait dengan bentuk 

pemer in tahan tertentu: jenis pemer in tahan yang terkait dengan pengelolaan 

negara-bangsa sebagai keseluruhan, "seni negara" (1991: 90). Negara men jad i 
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semak in pedul i d e n g a n m a n a j e m e n yang bena r t e rhadap ind iv idu , o r a n g d a n 

barang , yang m e n y e b a b k a n p e n g g u n a a n negara atas d o m i n a s i m e n j a d i k u r a n g 

p e n t i n g da r ipada p e n g g u n a a n p e m e r i n t a h a n . D a l a m penger t i an in i lah Foucau l t 

(1991: 102-3) mengacu pada "governmenta l i sas i negara" . D a l a m fo rmula s i ini, 

tugas m e n g a t u r per i laku t idak hanya berasal dari negara. Sebal iknya lembaga-

lembaga negara ada lah satu rangka ian alat p e m e r i n t a h di an ta ra yang la innya, 

yang m e r a n g s a n g Foucau l t (1991: 103) u n t u k m e n u l i s bahwa " m u n g k i n , d i atas 

s emuanya , negara t idak lagi lebih dar i sekadar sebuah realitas g a b u n g a n d a n 

sebuah abstraksi yang d i m i t i s k a n , yang nilai pen t ingnya jauh lebih terbatas 

da r i pada yang d ip ik i rkan o leh kebanyakan kita. M u n g k i n apa yang benar -benar 

p e n t i n g bagi m o d e r n i t a s kita [adalah] governmenta l i sas i negara" . 

Yang m e n j a d i pusa t penel i t ian Foucau l t t en t ang p e m e r i n t a h a n ada lah 

p e n g a k u a n atas pen t ingnya ras ional i tas-ras ional i tas k h u s u s p e m e r i n t a h a n 

(yang d i sebu tnya " k e p e m e r i n t a h a n " , governmentalities) - yai tu wacana yang 

m e m b a n g u n logika kekuasaan p e m e r i n t a h - yang beker ja d a l a m situasi apa 

p u n . D a l a m karya Foucaul t , wacana ada lah u n s u r - u n s u r p e n y u s u n b a n g u n a n 

p e n g e t a h u a n d a n kekuasaan . Wacana b u k a n l a h hanya cara berbicara , m e l a i n k a n 

juga cara berp ik i r d a n be r t indak yang d i b e n t u k secara bersama-sama o leh satu 

rangka ian h u b u n g a n t e r t en tu (Foucaul t 1972). O l e h karena i tu , Foucaul t (1972: 

49) berbicara t e n t a n g wacana t idak "sebagai k e l o m p o k t anda- tanda (...) tetapi 

sebagai p rak t ik yang secara sistematis m e m b e n t u k objek yang mereka b ica rakan" . 

Maka , wacana t idak m e n g g a m b a r k a n ob jek yang sudah ada sebe lumnya tetapi 

m e m b e r i k a n m a k n a d a n t u j u a n kepada benda-benda . Mela lu i k o n s e p wacana, 

Foucaul t (1972: 29) m e n c o b a m e m b o n g k a r p e n g e l o m p o k a n yang "d iaku i 

begi tu saja sebagai kesa tuan-kesa tuan yang a lami , langsung, universa l" , dengan 

m e n g g a m b a r k a n operasi t e r t en tu dar i pe rnya taan a tau prak t ik d a l a m m o m e n 

his tor is te r ten tu d a l a m rangka terl ibat d e n g a n rangka ian relasi yang m e n g a t u r 

operas inya . 

Foucau l t (1990: 101) m e n u l i s bahwa "wacana dapa t m e n j a d i i n s t r u m e n 

sekaligus efek kekuasaan , tetapi juga h a m b a t a n , ba tu s a n d u n g a n , t i t ik resistensi 

d a n titik awal u n t u k strategi pe r l awanan" . D e n g a n kata lain, m a k n a d i b a n g u n 

secara sosial d i se jumlah t e m p a t mela lui wacana . Ras ional i tas p e m e r i n t a h a n 

ada lah fo rmas i - fo rmas i d i skurs i f - k o m b i n a s i wacana yang d i l akukan bersama-

sama o leh serangkaian h u b u n g a n yang menghas i lkan sua tu je jar ing relasi 

mater ia l t e r ten tu . N a m u n , sebaga imana d i tegaskan Foucaul t , wacana d i d a l a m 

f o r m a s i d i skur s i f dapa t be r t en t angan d a n m e n e n t a n g serta m e m p e r k u a t , d a n 
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dapat m e m b e n t u k dasar u n t u k per lawanan. Penggunaan "strategi" dalam 

kut ipan sebelumnya dari Foucault perlu mendapa tkan perhat ian yang cukup . 

Wacana dan rasionalitas pemer in tah tidak menganda ikan kesadaran akan 

persaingan di atas makna . N a m u n demik ian , strategi mencakupi unsur pi l ihan 

dalam penetapan cara, t indakan , atau prosedur dalam rangka menghasi lkan 

solusi kemenangan (1982). Wacana dapat d igunakan secara strategis da lam 

upaya yang dapat dikalkulasi u n t u k mengatasi resistensi. 

Terlepas dari pelbagai rasionalitas pemer in tah yang beroperasi dalam 

masyarakat modern secara independen dari negara, Foucault masih 

m e m a n d a n g negara sebagai faktor pent ing dan sebagai enti tas yang men jad i 

semakin pent ing dewasa ini. Foucault (1982: 224) menulis: "relasi kekuasaan 

telah semakin digovernmentalisasi secara progresif, yang maksudnya adalah, 

semakin terelaborasi, terasionalisasi, dan terpusat pada bentuk berupa , atau di 

bawah naungan, lembaga-lembaga negara". Wilayah-wilayah yang berbeda yang 

telah berada di bawah pengawasan negara telah menjadi semakin beragam dan, 

meskipun negara t idak berusaha m e n d o m i n a s i berbagai b idang intervensi yang 

m u n g k i n , ia semakin meningka tkan peran regulatorisnya dan menjadi semakin 

bergantung pada rasionalitas pemer in tah yang bersifat non-negara. Karena itu, 

negara masih layak mendapa tkan perhat ian sebagai serangkaian lembaga yang 

pen t ing dan besar dalam jar ingan relasi kekuasaan pemer in tah yang m e n j a m i n 

lembaga-lembaga sosial dan subjektivitas. 

Implikasi dari kepemer in tahan u n t u k analisis poli t ik pal ing baik 

dieksplorasi melalui con toh liberalisme, dokt r in poli t ik yang pal ing luas di 

zaman kita. Liberalisme u m u m n y a didef inis ikan sebagai dokt r in politik yang 

memusa tkan perhat iannya pada pen j aminan kebebasan individu, khususnya 

dari pe rambahan oleh negara (Hindess 1996:123). Mengikut i Foucault , se jumlah 

intelektual18 telah mengambi l pandangan liberalisme yang menekankan 

penggunaan metode pemer in tahannya u n t u k mengamankan sebuah "ben tuk 

keh idupan" yang spesifik (Dean 1991: 13) yang berkai tan dengan penciptaan 

masyarakat yang tersusun dari individu-individu yang bebas. Yang pent ing 

u n t u k liberalisme adalah gagasan tentang proses "kejadian a lami" yang tidak 

dapat d i te tapkan oleh negara tetapi sangat pent ing u n t u k pemer in tah , c o n t o h 

dari proses ini telah d ipusa tkan pada e k o n o m i (Dean 1999). Dalam rasionalitas 

18 Lahat D e a n (1999). G o r d o n (1991). H indc s s (1996). d a n Rose (1996a. 1996b). 
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liberal u n t u k pemer in t ah , m e n g a m a n k a n kebebasan ind iv idu sangat lah pen t ing 

u n t u k m e n g a m a n k a n proses-proses "a lami" ini. Foucaul t m e n g e m u k a k a n : 

Pengaturan yang menggantikan (...] mekanisme dari mode-mode intervensi 
negara yang fungsinya adalah untuk menjamin keamanan fenomena alamiah 
itu. proses ekonomi dan proses intrinsik populasi: ini adalah apa yang menjadi 
tujuan dasar rasionalitas pemerintahan. Oleh karena itu, kebebasan dipahami 
tidak hanya sebagai hak individu yang sah untuk menentang kekuasaan, 
pelanggaran dan perampasan kedaulatan, tetapi juga sekarang sebagai elemen 
yang lak terpisahkan dari rasionalitas pemerintahan itu sendiri (Foucault pada 
5 April 1978, dikutip dalam C. Gordon 1991: 19-20). 

Perhat ian negara t e rhadap k e a m a n a n k e m u d i a n meluas u n t u k m e m a s t i k a n 

bahwa o r a n g telah m e n g e m b a n g k a n p ik i ran dan peri laku oleh negara d ianggap 

tepat bagi o rang-orang yang bebas dan i n d e p e n d e n agar proses "a lami" 

ber fungs i dengan benar . Karena itu, b e n t u k pe ra tu ran yang t idak langsung, 

seperti pend id ikan , men jad i hal yang sentral da lam p e m e r i n t a h a n . D a l a m 

kasus k e l o m p o k - k e l o m p o k yang d i anggap m e n y i m p a n g dar i n o r m a - n o r m a 

yang seharusnya t en tang orang-orang yang bebas d a n independen , negara 

berkewaj iban u n t u k m e n j a m i n k e a m a n a n proses pada u m u m n y a yang d ianggap 

di luar l i ngkup negara. 

Tulisan-tulisan terbaru t en tang k e p e m e r i n t a h a n (governmcntality) telah 

mengeksploras i h u b u n g a n an ta ra k e p e m e r i n t a h a n liberal dan o to r i t a r i an 

dengan memer iksa p e m a h a m a n mereka bersama t en tang apa yang m e m b e n t u k 

pemer in t ah . M e s k i p u n l iberal isme u m u m n y a b e r h u b u n g a n dengan kebebasan, 

peker jaan p e m e r i n t a h d a l a m masyarakat liberal telah m e m a s u k k a n unsur -

u n s u r apa yang disebut oleh Barry Hindess (2001: 94) "ke t idakbebasan" atau 

" p e m e r i n t a h a n o to r i t a r i an" . Rasional i tas liberal pemer in t ah d idasarkan pada 

asumsi bahwa kebebasan adalah kondis i ideal bagi ind iv idu- ind iv idu u n t u k 

m e m b u a t kepu tusan-kepu tusan y a n g rasional . N a m u n d e m i k i a n , hal ini 

m e n i m b u l k a n masalah memas t ikan bahwa ind iv idu memil ik i kapasitas yang 

sesuai bagi t i ndakan " o t o n o m " , atau dengan kata lain, m e m b u a t p i l ihan 

mereka secara ras ional di m a n a "ras ional i tas" mereka sesuai dengan logika 

negara. Hasi lnya memper l i ha tkan bahwa populas i yang besar (sejauh sebagian 

besar subjek p e m e r i n t a h a n liberal sebelum t a h u n 1945) telah d ike luarkan dari 

kewarganegaraan liberal p e n u h . H i n d e s s (2001) mengiden t i f ikas i tiga kategori 
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respons d a l a m pemik i r an liberal bagi popu las i -popu las i ini: p e m u s n a h a n (seperti 

saran J o h n Locke t en t ang p e n d u d u k asli Amer ika) ; paksaan t e rhadap popu las i 

ini u n t u k m e n d a p a t k a n kapasi tas yang d i b u t u h k a n mela lu i p en g en aan d is ip l in ; 

d a n , d a l a m kasus "popu l a s i yang relatif be radab" , p e m e r i n t a h memfas i l i t as i 

p e r k e m b a n g a n mereka dengan menyed iakan " l i n g k u n g a n yang j inak d a n 

m e n d u k u n g " (seperti pene r ima kesejahteraan) . Bangsa-bangsa yang d i ja jah , 

seperti p e n d u d u k asli Ind ia d a n juga Indones ia , m a s u k ke d a l a m kategori 

kedua. M e n u r u t seorang f i losof liberal pen t ing la innya, J o h n Stuart Mill (1977: 

567), popu las i -popu las i ini d i u n t u n g k a n dari p e r b u d a k a n yang langgeng karena 

mereka b e l u m c u k u p m a j u " u n t u k d i d u d u k k a n pada p e m e r i n t a h a n perwaki lan" . 

Karya Foucaul t sendir i d i f o k u s k a n pada E r o p a Barat d a n sebagian besar 

l i teratur t en t ang k e p e m e r i n t a h a n d i f o k u s k a n pada demokra s i liberal Barat. 

N a m u n , k o n s e p Foucau l t telah d i g u n a k a n d a l a m kon teks Asia d a n Amer ika 

L a t i n . " D a l a m Rethinking Indonesia, Ph i l po t t m e m u l a i karya me todo log i s 

u n t u k m e m p e r t i m b a n g k a n baga imana k e p e m e r i n t a h a n akan beroperas i d a l a m 

kon teks Indones ia . Ph i lpo t t b e r p e n d a p a t bahwa bangsa Indones ia t idak hanya 

t u n d u k pada d o m i n a s i s emen ta ra berada d i bawah rezim O r d e Baru, m e s k i p u n 

b e n t u k kekuasaan ini lebih banyak d i g u n a k a n da r ipada di negara-negara 

demokra s i liberal Barat , te tapi juga t u n d u k pada relasi kekuasaan p e m e r i n t a h a n . 

Dia m e n u l i s bahwa: 

Rezim Orde Baru juga berusaha untuk mengatur, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, perilaku para warga. Peraturan ini mengupayakan 
realisasi tujuan, keinginan dan sasaran tertentu, yang menunjukkan bahwa 
praktik Orde Baru berwujud lebih daripada sekadar keinginan sederhana 
untuk dominasi [...] 'Iubuh bangsa Indonesia adalah target dari teknologi dan 
strategi tertentu yang berusaha membangun subjek-subjek yang produktif, 
diatur, terkendali, diadaptasi dan akhirnya, "diperintah" (2000: 150). 

Ph i lpo t t (2000: 166-177) m e n y a t a k a n bahwa " k e p e m e r i n t a h a n yang o t o r i t a r i a n " 

ada d i Indones i a d e n g a n ras ional i tasnya sendir i yang spesif ik d a n efek-efeknya 

sendir i juga. 

Sebuah perspekt i f p e m e r i n t a h a n m e m b a h a s beberapa masalah me todo log i s 

yang d iangka t sebe lumnya . Perspekt i f ini m e n g a k u i bahwa kekuasaan i tu 

p r o d u k t i f d a n bergerak m e l a m p a u i konseps i bahwa kekuasaan terbatas pada 

19 Lahat Siolcr (1995). Satd (1993) d a n Escobar (1984-1985). 
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kekuasaan poli t ik semata. Sebuah perspektif pemer in tahan juga menyediakan 

alat-alat analisis un tuk membedakan antara wacana yang berbeda dalam negara 

dan mengakui bahwa negara itu heterogen. Yang pal ing pent ing, perspektif 

ini mengakui bahwa pemer in tah ada melampau i negara dan mulai bergerak 

melampaui pembagian negara-masyarakat da lam upaya m e m a h a m i bagaimana 

rakyat d iper in tah . Ia memusa tkan perhat ian terhadap wacana, strategi, 

rasionalitas, dan lembaga yang terlibat dalam pemben tukan bangsa Indonesia 

dan kelangsungan dari negara-bangsa. Dalam kerangka ini, budaya mempunya i 

nilai pent ing yang strategis sebagai unsu r keh idupan sosial yang terkait erat 

dengan identitas ke lompok dan individu. Perspektif ini menawarkan cara 

u n t u k negara dan lembaga-lembaga lainnya u n t u k menyasar pada p e n d u d u k 

dan dengan demikian merupakan bentuk pemer in tahan yang dapat dianalisis 

melalui s t ruk tur diskursif yang member ikan makna . 

W a c a n a d a n K c b c r b u d a y a a n 

Sebuah kritik terhadap konsep Foucault tentang kekuasaan adalah bahwa 

meskipun ia mengiz inkan gagasan ten tang wacana perlawanan, karyanya 

sendiri m e n e k a n k a n p e m b e n t u k a n satu arah ten tang subjektivitas karena ia 

berfokus pada institusi kekuasaan ket imbang t indakan- t indakan subjek dengan 

posisi tertentu.2 0 Ada bahaya da lam memakai konsep Foucault yaitu bahwa 

"pembahasan tentang agensi menganggap s t ruktur kekuasaan ber tentangan 

dengan negosiasi individual ," (BoellstorfT 2005: 6). Akan tetapi, t idak adanya 

s t ruktur juga berarti t idak adanya agensi. Tom BoellstorfT mengangkat poin ini 

dengan menggunakan c o n t o h bahasa: 

Saya bisa, sesuai keinginan dan sesering yang saya suka, membuat kalimat 
yang mapan yang belum pernah diproduksi dalam sejarah bahasa Inggris... 
Namun saya tidak bisa menciptakan tata bahasa baru sesuai keinginan saya; 
wicara saya berlangsung di dalam suatu cakrawala bahasa. Demikian pula, 
agensi saya diproduksi melalui (bukan "dibatasi oleh") budaya (2005: 6). 

20 Krit ik ini d ipe rkua t dengan penegasan t e n t a n g kemai i an subjek da lam kon teks perdeba tan pol i t ik pada 
t a h u n 1970-an (diacu sebagai " semanga t Foucau l t " oleh M a r k Bcvir (1999: 68)). yang be r t en t angan 
d e n g a n tu l i san- tu l isannya d i k e m u d i a n har i d i m a n a subick memi l ik i kapasi tas u n t u k m e m b e n t u k dir i 
d a l a m sebuah rezim kekuasaan . 



Cara u n t u k m e n g h i n d a r i p e n e k a n a n yang ber leb ihan pada kekuasaan 

ins t i tus iona l adalah dengan p e r t i m b a n g a n t en t ang kon t r ad iks i d a n 

k e b i n g u n g a n akan fo rmas i d i skurs i f , d a n t e rmasuk o rang-o rang yang di tel i t i . 

O r a n g - o r a n g m e m b u a t p i l ihan , m e n a f s i r k a n d a n salah p a h a m t en t ang bahasa , 

d a n m e n g g u n a k a n kekuasaan wacana u n t u k t u j u a n mereka sendir i , ser ing 

saling be r lawanan dengan t u j u a n - t u j u a n lembaga . Sementa ra negara ada lah 

seperangkat inst i tusi yang terbesar d a n pa l ing b e r p e n g a r u h yang berupaya 

u n t u k m e m a n f a a t k a n kebudayaan , i a b u k a n l a h satu-satunya lembaga d a n 

b u k a n pula sebuah ent i tas tunggal . Banyak lembaga berusaha u n t u k menga tu r , 

m e n g g u n a k a n budaya d a n b e r k o n t r i b u s i pada budaya , d a n karena i tu dapa t 

m e m e n g a r u h i b a g a i m a n a kebudayaan d i p a h a m i d a n d i g u n a k a n , m e s k i p u n 

negara ser ing m e n g a m b i l sebuah peran regulator is (secara l angsung melalui 

sensor, tapi t e ru t ama secara t idak l angsung mela lu i an ta ra lain p e n d a n a a n , 

p e n d i d i k a n , klasifikasi, p romos i , penyed iaan t empa t ) . 

Sebuah cara bergerak yang m e n j a u h dari a n g g a p a n bahwa lembaga- lembaga 

negara a tau non-negara m e n e n t u k a n cara o r a n g m e n g g u n a k a n wacana ada lah 

konsep kebe rbudayaan {culturality). K e b e r b u d a y a a n d ide f i n i s i kan sebagai 

sua tu k o m b i n a s i dari wacana-wacana yang menghas i lkan budaya sebagai 

sebuah b i d a n g sosial, d a n m e m b e r i arti bagi objek-objek, p rak t ik d a n r u a n g 

budaya , d a l a m waktu d a n lokasi te r ten tu . Sama seperti kebudayaan t idak hanya 

berakar pada logika negara, kebe rbudayaan memi l ik i basis yang jauh lebih luas 

- t e r m a s u k keluarga, etnis , a rus budaya global , d a n wacana t en tang kebudayaan 

p o p u l e r d a n t inggi. D i k a t a k a n d e n g a n k u r a n g fo rma l , kebe rbudayaan ada lah 

cara yang d i b e n t u k secara h is tor is yang b a h w a o r a n g berp ik i r d a n berbicara 

t en t ang kebudayaan pada saat t e r ten tu , d a n impl ikas inya bagi per i laku, afiliasi, 

d a n ident i tas mereka d a n o r a n g lain. Sementara negara d a n lembaga la innya 

p e n t i n g d a l a m m e n g a t u r s e jumlah b i d a n g yang m e m e n g a r u h i kebe rbudayaan , 

t idak s emuanya berkekuasaan kuat , karena mereka t idak dapa t m e n e n t u k a n 

semua e lemen wacana, a tau b a g a i m a n a mereka ber in teraks i . Baga imana 

mereka d i l e takkan bersama-sama d i t e m p a t d a n waktu t e r t en tu adalah suatu 

kebe rbudayaan . 

Buku ini be r fokus pada lembaga- lembaga budaya yang d i j a l ankan 

negara d a n b a g a i m a n a kons t ruks i budaya mereka d a l a m wacana b e r u b a h 

selama abad kedua p u l u h d a n selama era Reformas i . Ber fokus pada wacana 

negara f o r m a l t en t ang kebudayaan m e r u p a k a n cara p e n t i n g u n t u k melacak 

p e r u b a h a n s epan j ang waktu , d a n wacana m e m b a n t u m e m b e n t u k kebudayaan , 
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tetapi mereka t idak dapa t d a n t idak m e n d e f i n i s i k a n budaya secara u t u h . 

M e n g g u n a k a n kebe rbudayaan adalah cara m e n g u r a n g i f o k u s pada negara, yang 

m e n e k a n k a n bahwa banyak wacana m e m b e n t u k kebudayaan , d a n m e n g a k u i 

bahwa kebudayaan d i b e n t u k d a l a m berbagai cara mel in tas i r u a n g d a n waktu d i 

Indones ia , terlepas dari adanya wacana nas iona l t en t ang kebudayaan . 

P e r s p e k t i f - P e r s p e k t i f K e b i j a k a n B u d a y a 

Penggunaan budaya oleh negara telah lama m e n j a d i perha t ian para in te lektual 

d a n k a u m vis ioner . Karya M a t t h e w Arno ld Culture and Anarchy (1994)21 

m e m b a h a s secara ekstensif p e n g g u n a a n kebudayaan o leh negara u n t u k 

m e n c i p t a k a n sebuah m o d e l masyarakat . A r n o l d m e n g a m b i l p a n d a n g a n estetika 

t e n t a n g kebudayaan yang memba ta s inya pada p i l ihan sempi t t en t ang prakt ik-

prak t ik yang d i anggapnya dekat d e n g a n k e s e m p u r n a a n m a n u s i a . Tul isan-tul isan 

t e n t a n g kebudayaan d a n negara oleh para teoretisi Marx is juga m en g i s t im ewak an 

peran segelint ir ahl i d a l a m meng iden t i f ikas i kual i tas d a n k e s e m p u r n a a n budaya 

(misalnya, A d o r n o , [1991 j ) yang m e m b e n t u k ti t ik u m u m kesepakatan d i 

se lu ruh s p e k t r u m pol i t ik . Pada t a h u n l ima p u l u h a n , e n a m p u l u h a n , d a n t u j u h 

p u l u h a n , konseps i yang lebih p lura l t en t ang kebudayaan m u l a i m e n a n t a n g 

el i t isme budaya dari teori-teori yang lebih tua khususnya d a l a m penel i t ian yang 

berka i t an d e n g a n kebudayaan p o p u l e r d a n kelas p e k e r j a " serta tu l isan t en tang 

ras d a n colonial ism. 2* 

Juga d i t a h u n 1970-an, i l m u w a n sosial mula i m e m b a w a b e n t u k - b e n t u k baru 

analisis t en tang kebudayaan d a n seni pada khususnya . Beberapa k e c e n d e r u n g a n 

saat in i d a l a m penel i t ian t en t ang keb i jakan budaya m e n g i n g a t k a n kita kemba l i 

ke masa tersebut : "S tudi t en t ang Kebi jakan Budaya" d i n a m a k a n d a n d i l a k u k a n 

melalui p c n c i p t a a n Asosiasi E k o n o m i Budaya d a n Pusat S tud i Perko taan d i 

Univers i tas A k r o n ; Herbe r t G a n s m e n e r b i t k a n karyanya pada "budaya rasa" 

(1974); d a n jurnal- jurnal i lmu sosial seperti Journal ofArts Management, Lw 

and Society, (d id i r ikan pada t a h u n 1969), d a n Journal ofCultural Economics 

(d id i r ikan pada t a h u n 1973) m u l a i m e l a k u k a n pene rb i t an secara be rke l an ju t an . 

M e s k i p u n d i m u l a i pada waktu yang s a m a d e n g a n p e r u b a h a n - p e r u b a h a n 

d a l a m d is ip l in lain, f o k u s penel i t ian ini ada lah beror ientas i pada k e b u t u h a n 

21 Per tama kali d i t e rb i tkan pada t a h u n 1882. 
22 Misa lnya . H o g g a n (1972). T h o m p s o n (1963). dan Wi l l i ams (1965). 
23 Misa lnya . F a n o n (1963. 1967). 

27 



negara-negara, yang terl ibat d a l a m proses reformasi kebi jakan budaya mereka 

sendir i . Sebe lumnya , banyak negara Barat telah memba tas i kebi jakan budaya 

pada p e n d a n a a n seni, yang u m u m n y a d i a r a h k a n pada kegiatan-kegiatan yang 

d i anggap sebagai u n s u r budaya t inggi. Dar i t a h u n 1970-an hingga sekarang, 

r u a n g l i ngkup kebi jakan budaya d i negara-negara Barat telah meluas u n t u k 

m e n c a k u p berbagai prak t ik d a n ob jek bersama d e n g a n serangkaian t u j u a n yang 

lebih luas. Penel i t ian keb i jakan budaya d i Barat memi l ik i h u b u n g a n t imba l 

balik dengan l i n g k u p p e r u b a h a n d a n pr ior i tas negara-negara yang kebi jakan 

d a n ins t i tus inya pada u m u m n y a men jad i top ik penel i t ian . 

Tiga arah yang luas d a l a m anal is is kebi jakan budaya telah d i k e m b a n g k a n 

d a l a m tiga p u l u h t a h u n terakhir . Perspektif p e r t a m a adalah e k o n o m i budaya 

yang m e m b a w a teori e k o n o m i pada b i d a n g kegiatan budaya . M e t o d e ini 

d i m u l a i d e n g a n pene rb i t an b u k u hasil karya Wi l l i am B a u m o l d a n Wi l l i am 

Bowen, Performing Arts: the Economie Dilemma (1968) d a n pend i r i an 

Journal of Cultura/ Economies l ima t a h u n k e m u d i a n . Banyak peneli t i di 

b i d a n g e k o n o m i budaya b e r p e n d a p a t bahwa p r ins ip -p r ins ip e k o n o m i budaya 

adalah pe rangka t me todo log i s i nd iv idua l i sme d a n p i l ihan ras ional , yang lebih 

m e m p e r k u a t p e m i s a h a n negara-masyarakat d a n m e n g a b a i k a n kenyataan bahwa 

p i l ihan ras ional i tu sangat sub jek t i f d a n bersaing. 

Perspekt i f kedua saya is t i lahkan d e n g a n perspekt i f regenerasi-melalui-

budaya . K e t i m b a n g m e m a h a m i kebi jakan sebagai sesuatu yang d i a r a h k a n pada 

b i d a n g kegiatan budaya , "regenerasi b u d a y a " m e n g a k u i kegunaan budaya sebagai 

alat negara. Def in i s i kebudayaan d iper luas u n t u k m e n c a k u p indus t r i budaya 

(seperti media , m o d e , rekreasi, d a n pariwisata) , kegiatan k e l o m p o k - k e l o m p o k 

k o m u n i t a s a tau masyarakat , gaya h i d u p , d a n warisan, bersama d e n g a n seni.24 

Kebudayaan m e n j a d i sarana u n t u k menghas i l kan p e n d a p a t a n d a n m e n c i p t a k a n 

l apangan kerja serta alat bagi masyarakat m e m b a n g u n d a n m e n i n g k a t k a n 

kual i tas h i d u p rakyat . Penel i t ian F ranco Biancini t en t ang regenerasi pe rko taan 

melalui kebi jakan budaya m e m b e r i k a n c o n t o h dar i genre a tau penel i t ian ini 

d a n b a g a i m a n a ia telah b e r k e m b a n g seir ing dengan p e r u b a h a n d a l a m cara 

p e m e r i n t a h m e n g g u n a k a n d a n mengelo la kebudayaan (1987, 1993). Biancini 

24 Masuknya indus t r i budaya m e r u p a k a n p e r k e m b a n g a n yang sangat p e n t i n g karena ia b e r p i n d a h da r i 
p e m i s a h a n elitis an ta ra seni dan admin i s t ras i dan m e n g a k u i bahwa sebagian besar p r o d u k budaya 
d a l a m masyarakat kapi ta l is Barat d i sed iakan melalui pasar. U n t u k d o k u m e n awal yang m e m i n d a h k a n 
kcbi iakan budaya da l am a rah ini da l am kon teks Greater L o n d o n C o u n c i l . sebuah ins t i tus i p e n t i n g u n t u k 
p e n g e m b a n g a n b i d a n g kebi jakan budaya ini . l ihat G a r n h a m (1987). 
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(1993) m e n c a t a t p e r u b a h a n d a l a m t u j u a n strategis kebi jakan budaya d i kota-

kota Eropa Barat an ta ra t a h u n 1970-an yang m e n y a n g k u t isu-isu sosial d a n 

pol i t ik h ingga t a h u n 1980-an yang be r fokus pada p e m b a n g u n a n e k o n o m i 

d a n pe rko taan . Perhat ian saat ini t e rhadap indus t r i - indus t r i budaya (misa lnya , 

Har t l ey [2005]) d a n perdeba tan t en tang kota-kota kreatif d a n kelas kreat if 

(Flor ida 2002, Landry d a n Biancini 1995) ser ingkah m e r u p a k a n p e r p a n j a n g a n 

dari p e n d e k a t a n ini . 

Perspekt i f ketiga t en t ang kebi jakan budaya m e m b u t u h k a n p a n d a n g a n 

yang lebih luas d a n lebih krit is t en t ang apa i tu kebi jakan budaya d a n apa 

yang d i l a k u k a n n y a . Perspekt i f ini be r fokus pada isu-isu p e m b e n t u k a n ident i tas 

d a n kekuasaan yang terdapat d a l a m h u b u n g a n budaya an ta ra lembaga d a n 

rakyat. Perspekt i f ini m e m p e r l u a s r u a n g l i ngkup kebi jakan budaya m e l a m p a u i 

p e r k e m b a n g a n keb i jakan budaya saat ini d a n strategi regenerasi u n t u k ber fokus , 

d a l a m kata-kata Toby Mil le r d a n George Yudice (2002: 2) d a l a m b u k u mereka 

Cultural Policy, pada " p e n g e t a h u a n d a n prak t ik budaya yang m e n e n t u k a n 

p e m b e n t u k a n d a n p e m e r i n t a h a n atas subjek" . Perspektif yang krit is m e n c a k u p 

berbagai kebi jakan yang lebih luas d a n m e n g a j u k a n pe r t anyaan-pe r t anyaan 

yang lebih rinci t en tang baga imana kebudayaan d i g u n a k a n oleh lembaga 

u n t u k m e m e n g a r u h i k e l o m p o k d a n ind iv idu . Perspekt i f yang krit is m e m b a w a 

p e m a h a m a n yang kaya pada sejarah kebi jakan budaya d a n m e n y u s u n sejarah 

p e r k e m b a n g a n n y a saat ini. Perspektif ini mengaku i bahwa kebi jakan bahasa 

d a n ras dari kekuasaan ko lon ia l ada lah kebi jakan budaya yang sama seperti 

strategi regenerasi pe rko taan d i Eropa. D e m i k i a n pula , kebi jakan budaya 

saat ini d i p a h a m i sebagai p r o d u k dari p e r s i m p a n g a n sejarah te r ten tu d a n d i 

d a l a m n y a m e m p e r t a h a n k a n mekan i sme , ke t idakse taraan , d a n asumsi-asumsi 

t en t ang sekarang d a n masa lalu. 

Seorang t o k o h kunci d a l a m m e r u m u s k a n p e n d e k a t a n krit is t e rhadap 

kebi jakan budaya ada lah Tony Bennct t . R u m u s a n Bcnnc t t (1992) t en t ang 

kebi jakan budaya d ib ingka i d e n g a n cara bahwa p e m a h a m a n k o n t e m p o r e r 

d a n p e n g g u n a a n kebudayaan d a p a t d i te lusur i kemba l i ke p e r u b a h a n yang 

mula i ter jadi d i akh i r abad kedelapan belas ketika kebudayaan d i m a s u k k a n 

u n t u k beroperas i d a l a m b i d a n g yang ba ru dari m a n a j e m e n sosial. K e b u d a y a a n 

d i g a m b a r k a n sebagai ob jek a tau sasaran, yang m e n g a c u pada mora l , per i laku 

d a n cara h i d u p rakyat, d a n sebagai i n s t r u m e n , karena da lam penge r t i annya 

yang lebih terbatas budaya mengacu pada d o m a i n kegiatan ar t is t ik d a n 

in te lektual yang dapa t d i m a s u k k a n u n t u k beker ja d a l a m p r o g r a m p e m e r i n t a h 
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yang mengintervensi dan mengatur perilaku dan atr ibut dari populasi yang 

disasar. Awalnya, praktik artistik dan intelektual d i fokuskan pada pengecualian 

s imbolis dari massa p e n d u d u k yang besar dari komunikas i antar-elite atau, 

seperti da lam kasus teater Elizabethan, d igunakan u n t u k menyebar luaskan 

pelajaran tentang kekuasaan monark i . 

Selama dan setelah era Pencerahan, prakt ik artistik dan intelektual 

bisa d ipahami sebagai praktik yang m a m p u meningka tkan atr ibut mental 

dan perilaku dari populasi u m u m dan di jadikan sebagai program. Melalui 

program-program ini, praktik-praktik budaya d imanfaa tkan u n t u k jenis atau 

wilayah tertentu dari p e m b e n t u k a n subjek dalam cara yang berbeda-beda yang 

tergantung pada gagasan yang berlaku dari suatu periode sejarah ter tentu. 

Dalam rumusan Bennett , karakter semiotik dari prakt ik budaya bersandar pada 

"kondis i programat ik , kelembagaan, dan pemer in tahan di mana prakt ik budaya 

ditulis - singkatnya, jaringan h u b u n g a n yang termasuk dalam p e m a h a m a n 

teoretis yang benar tentang kebi jakan" (1992: 28) karena yang terakhir i tulah 

yang m e n e n t u k a n bagaimana praktik t e rhubung dengan bagian-bagian yang 

berbeda dari keh idupan dan fungsi u n t u k mencapai efek ter tentu. 

Fokus Bennett pada kondisi pemer in tah , program, dan ins t rumenta l yang 

m e n i m b u l k a n praktik-praktik budaya jelas memengaruh i definisinya budaya: 

Saya ingin menyarankan, kebudayaan lebih meyakinkan dipahami ketika 
dianggap sebagai satu rangkaian historis spesifik tentang hubungan 
kelembagaan pemerintahan yang tertanam di mana bentuk-bentuk pemikiran 
dan perilaku populasi yang diperluas ditargetkan untuk transformasi -
sebagian dengan perpanjangan melalui tubuh sosial dari bentuk, teknik, dan 
rezim estetika dan budaya intelektual (1992: 26). 

Bennett menjabarkan lebih lanjut definisi ini ketika ia menyatakan bahwa 

budaya harus dianggap sebagai: 

sebuah permukaan yang diproduksi secara historis tentang regulasi-regulasi 
sosial yang kekhasannya harus diidentifikasi dan dicatat dalam hal (i) jenis-
jenis khusus atribut dan bentuk perilaku yang ditetapkan sebagai target, (ii) 
teknik-teknik yang diusulkan untuk pemeliharaan atau transformasi atribut 
atau bentuk perilaku semacam itu, (iii) perakitan teknik tersebut ke dalam 
program pemerintahan tertentu, dan (iv) penulisan program-program tersebut 
ke dalam prosedur operasi teknologi budaya tertentu (1992: 27). 
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Dalam formulasi ini, budaya dikai tkan dengan relasi kekuasaan yang menembus 

masyarakat dan negara dan m e n e n t u k a n kondisi operasinya dalam program-

program pemer in tahan . 

Ide Bennett tentang analisis kebijakan budaya sangat d i t en tang oleh 

beberapa praktisi Studi Kebudayaan. Dorongan u tama dari para kri t ikus 

Bennett adalah bahwa bergerak m e n u j u sebuah posisi yang m u d a h terlibat 

dengan lembaga-lembaga ( terutama institusi negara) ber tentangan dengan tugas 

kritis Studi Kebudayaan dan membahayakan independensinya (Cur thoys 1991; 

D u r i n g 1993, Grace 1991; J ameson 1993; McGuigan 1996). Sebagai jawaban 

terhadap mereka, para peneliti kebijakan budaya m e n g h u b u n g k a n pembelaan 

Bennett atas keterlibatan lebih besar dengan kebijakan pada m o m e n politik 

ter tentu di Australia ketika pemer in tah Buruh kiri-tengah sedang berkuasa (S. 

C u n n i n g h a m 1992; Miller 1998). 

Demik ian pula dengan kritik kepemer in tahan yang lebih luas tentang 

kekuasaan wacana inst i tusional , Clive Barnett telah mengkri t ik perspektif 

pemer in t ahan dalam analisis kebijakan budaya sebagai kritik yang cenderung 

"mengasumsikan tingkat kesesuaian yang tinggi antara rasionalitas politik 

lembaga dan proses aktual dari pembentukan-subjek" (1999: 377). Ini telah 

d iperkuat dalam karya Bennett sendiri dengan fokusnya pada d o k u m e n resmi 

dan para pejabat (Bennett 1995). Seperti halnya dengan peneli t ian tentang 

kepemer in tahan , buku ini perlu mengatasi kontradiksi dan kebingungan 

wacana budaya dan memasukkan rakyat sebagai unsu r penjelas. Banyak aspek 

keberbudayaan m u n g k i n d ipengaruhi oleh negara, tetapi ia adalah sebuah 

b idang yang tidak stabil dan m u d a h bergeser yang memfasili tasi resistensi, 

dan m a m p u berbalik melawan negara, pasar dan lembaga-lembaga lainnya. 

Penggunaan budaya yang banyak sejak ja tuhnya Soehar to (dibahas dalam Bab 

6) dan cara yang berbeda-beda bagaimana keberbudayaan di interpretasikan 

selama pemer in tahan Soehar to dalam lembaga-lembaga budaya daerah yang 

dibiayai Negara (studi kasus di Bab 7) m e n u n j u k k a n bahwa inilah kasus yang 

terjadi di Indonesia. 

Posis i d a n Isu u n t u k Ana l i s i s K e b i j a k a n Budaya I n d o n e s i a : K e b e r b u d a y a a n 

d a l a m s e b u a h Lokas i Post k o l o n i a l 

Mengambi l pendekatan keberbudayaan terhadap kebijakan budaya Indonesia 

m e n i m b u l k a n sejumlah masalah. Pertama, seperti yang sudah dibahas, ia tidak 
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dapat berasumsi bahwa wacana negara itu efektif tanpa bukti , atau negara akan 

direpresentasikan sebagai yang m e n e n t u k a n watak baik kebudayaan m a u p u n 

subjektivitas budaya. Konsep keberbudayaan menekankan dasar yang luas dari 

wacana budaya dan kesulitan yang sangat besar dari lembaga yang bahkan 

sangat kuat u n t u k benar-benar mendef in is ikan subjek budaya. 

Isu kedua adalah h u b u n g a n antara definisi yang luas dan sempit tentang 

kebijakan budaya. Bennett (1989: 6) mencatat pent ingnya kebudayaan "sebagai 

satu rangkaian bentuk-bentuk artistik dan intelektual" karena k e m a m p u a n n y a 

u n t u k ber t indak dan memengaruh i a t r ibut dan perilaku (cara h idup) dari 

populasi tertentu dan h u b u n g a n antara mereka. Karena itu, pemakaian 

"budaya" dalam arti sempit merupakan ins t rumen un tuk t ransformasi budaya 

dalam arti luas sebagai "cara h idup" . Bennett (1998: 110) menelusuri proses 

pemisahan ini yang sekarang secara luas terpisah kembali kepada kemuncu lan 

"ben tuk liberal pemer in t ah" pada abad kesembilan belas di mana penggunaan 

budaya " m e m b a n t u m e n u m b u h k a n kapasitas sukarela pengaturan sendiri pada 

populas i secara u m u m " . Penggunaan bentuk-bentuk artistik dan intelektual 

melalui lembaga dan program adalah, seperti yang d isarankan oleh literature-

literatur tentang kebijakan budaya Indonesia dan dalam bab-bab berikutnya, 

strategi budaya yang pent ing dari pemer in tah dan merupakan bagian dari 

persyaratan pemer in tah yang memproduks i kebudayaan. Meskipun buku ini 

berfokus pada kebijakan budaya da lam arti sempit, interaksi dengan definisi 

yang luas dari kebudayaan m a u p u n dengan kebijakan budaya adalah elemen 

pent ing dari bagaimana kebijakan budaya d i rancang dan d igunakan . 

Isu ketiga adalah penerapan pendekatan kepemer in tahan dalam lokasi 

postkolonial . Sebuah masalah ketika menerapkan analisis kebijakan budaya 

kon tempore r pada konteks postkolonial seperti Indonesia adalah asumsi 

konteks Barat yang mendasar inya. Kritik Clive Barnett dari perspektif kebijakan 

budaya kritis bahkan mungk in lebih tepat u n t u k dua perspektif yang lain di 

atas: 

studi kebijakan budaya (...J mengasumsikan adanya pengaturan kelembagaan 
khas liberal, demokrasi perwakilan, dan keberadaan ruang publik yang 
kompleks dari lembaga-lembaga kebudayaan yang menengahi hubungan 
antara negara-bangsa dan kewargaan (1999: 374). 

32 



Ketiga perspektif yang diura ikan di atas telah t u m b u h dari perdebatan di 

l ingkungan akademi Barat dan sangat berfokus pada pengembangan kebijakan 

budaya di Barat. Virginia D o m i n g u c z dan Sasha Wclland, da lam pengantar 

mereka u n t u k sebuah buku antologi tentang kebijakan budaya nasional di Asia 

T i m u r dan Tenggara, membua t pernyataan bahwa "kul tura l i sme kon tempore r 

t idak dibatasi secara regional, bukan pertama-tama Eropa, dan bukan hanya 

kasus mimikr i oleh bekas-bekas koloni Eropa" (1998: 5). Selain itu, sebagaimana 

d i tun jukkan A n n e Stoler (1995, 1996) dalam peneli t iannya tentang ras dan 

kebudayaan, kerja-kerja kebudayaan dari pemer in tahan kolonial menggunakan 

logika yang sama seperti di negara-bangsa Barat tetapi dengan tu juan dan hasil 

yang berbeda. Kebijakan budaya d iber lakukan dengan cara yang berbeda di 

Indonesia d iband ing di Barat, dan dengan demikian memer lukan metodologi 

yang m a m p u merefleksikan asumsi dan sejarahnya sendiri . 

Kepemer in tahan (yang disejajarkan dengan keberbudayaan) menghad i rkan 

dir inya sebagai sebuah solusi metodologis u n t u k masalah ini karena dua alasan. 

Yang per tama, seperti yang d i t u n j u k k a n sebelumnya, ia menyediakan suatu 

metode u n t u k menilai h u b u n g a n yang kompleks antara Barat, kolonial , dan 

rezim otor i ta r ian yang diper lukan u n t u k analisis sejarah kebijakan budaya dalam 

konteks postkolonial . Yang kedua, peneli t ian kebijakan budaya sebelumnya di 

Asia telah berhasil menggunakan perspektif Foucaul t ian u n t u k menganalisis 

bagaimana budaya telah d ibangun sebagai formasi diskursif karena lokasinya 

dalam wacana pemer in tah yang berbeda. Analisis C h u a Beng H u a t dan 

Eddic K u o tentang kebijakan budaya di Singapura mengident if ikasi identitas 

nasional Singapura d a n orang-orang Singapura sebagai hasil dari praktik-

praktik diskursif dengan "karakter yang berubah-ubah secara t empora l " yang 

" 'men jad i ada' dengan pernyataan yang beredar da lam wacana yang berbeda, 

dalam berbagai b idang praktik-praktik sosial" (1998: 37). Dengan mengenali 

kebudayaan Singapura sebagai sesuatu yang d ibangun secara diskursif alih-alih 

sebagai objek dengan gambaran yang telah d i ten tukan , C h u a dan Kuo m a m p u 

memetakan pe rubahan da lam kebudayaan resmi Singapura akibat pe rubahan 

kebijakan dan strategi pemer in tah . ' 5 

Keempat , sebuah pendekatan kebijakan budaya perlu mengatasi masalah 

skala kebi jakan budaya di Indonesia. Ada empat t ingkat dalam kenegaraan di 

25 K e p e m e r i n t a h a n juga d i g u n a k a n u n t u k menganal i s i s kebi jakan budaya S ingapura oleh Kwok d a n Low 
<2002). 

33 



Indones ia yang m e m p e k e r j a k a n b i rokra t budaya : birokrasi nas ional , provins i , 

k a b u p a t e n atau kota , d a n kecama tan . Pemer in t ah pusa t juga memi l ik i k a n t o r 

perwaki lan yang berbasis d i daerah , yang akan d ibahas d a l a m bab-bab yang 

sesuai. Istana-istana kera jaan juga tersebar di se luruh Indones ia , yang m e n j a d i 

p a t r o n budaya selama masa p e n j a j a h a n , tapi yang kekayaan d a n prestisenya 

telah m e n u r u n selama pe r iode nas iona l , m e s k i p u n ada t anda- tanda kemba l inya 

mereka ke pen tas pol i t ik d i beberapa daerah sejak p e m b e r l a k u a n keb i jakan 

desentralisasi yang terkait d e n g a n kepen t ingan pol i t ik lokal. Juga ada d a n masih 

banyak se jumlah organisasi n o n - p e m e r i n t a h ( O r n o p atau LSM) Indones ia yang 

kegia tannya be rka i t an d e n g a n kebudayaan . Perspekt i f d a n afiliasi mereka terkait 

dengan kon teks pol i t ik d a n sosial d a l a m per iode-per iode sejarah yang berbeda . 

Pemer in t ah asing dan LSM kebudayaan in te rnas iona l juga ak t i f d i Indones ia , 

seperti Pusat Kebudayaan Prancis, G o c t h c Ins t i tu tc , J a p a n F o u n d a t i o n , d a n 

Ford F o u n d a t i o n , yang s emuanya memi l ik i p rog ram budaya . Akhi rnya , 

lembaga- lembaga sup ranas iona l juga dapa t memi l ik i p e n g a r u h yang p e n t i n g 

pada keberbudayaan . Satu ins t i tus i yang nan t i d i l iha t secara r inci d a l a m bab-

b a b se lanju tnya adalah U N E S C O , k h u s u s n y a p r o g r a m kebi jakan budaya d a n 

p e n d e k a t a n n y a yang b e r u b a h t e rhadap kebudayaan d i Indones ia . Indones ia 

juga terl ibat in tens d e n g a n ASKAN, m e s k i p u n p r in s ip penghargaan t e rhadap 

kedau la tan mencegah daya p e n g a r u h lebih jauh t e rhadap budaya . Lembaga-

lembaga e k o n o m i in t e rnas iona l juga dapa t memi l ik i p e n g a r u h mela lu i 

kebi jakan deregulasi budaya (Mil ler dan Yudice 2002) atau dengan adanya efek 

dari kebi jakan yang lebih luas seperti d o r o n g a n Bank D u n i a u n t u k desentral isasi 

setelah j a tuhnya S o e h a r t o (d ibahas d a l a m Bab 6). 

Akh i rnya , penel i t ian t en t ang kebi jakan budaya Indones ia m e m b u t u h k a n 

p e m a h a m a n t en t ang klasifikasi yang d i g u n a k a n o leh bangsa Indones ia 

u n t u k m e m b e l a h budaya m e n j a d i p o t o n g a n - p o t o n g a n yang bisa d i t e rapkan . 

Pembagian u t a m a adalah an ta ra kebudayaan tradisional - y a n g m e n c a k u p 

prakt ik-prakt ik budaya asli yang u m u m n y a terkai t dengan k e l o m p o k e tnis 

masyaraka t a d a t - d a n kebudayaan modern, yang mengacu pada ben tuk -

b e n t u k budaya k o n t e m p o r e r dari Indones ia d a n luar negeri yang ber laku bagi 

se lu ruh masyarakat Indones ia d a n / a t a u kemanus i aan secara u m u m . Tapi u n t u k 

m e n g h i n d a r i p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g a n nilai yang bisa menyer ta i p e n y e b u t a n 

t r a d i s i o n a l / m o d e r n , sebagian besar k o m e n t a t o r (misalnya, Fou lche r [1990] d a n 

Yampolsky (1995)) lebih m e m i l i h ist i lah " d a e r a h " (atau d a l a m beberapa kasus 

" lokal") d a n "nas iona l " a tau " I n d o n e s i a " (yang m e n a n g k a p p e m b i n g k a i a n 
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nasional dari bentuk-bentuk internasional). N a m u n di Indonesia, istilah 

"nas ional" telah di terapkan pada rasa patr iot ik ke t imbang genre. Mengikut i 

Yampolsky (1995), saya menggunakan istilah "kebudayaan daerah" u n t u k 

meru juk pada kebudayaan-kebudayaan yang t e rhubung oleh sejarah, bahasa 

atau budaya di suatu daerah tertentu, dan seringkah juga kesukuan, dan pan-

Indoncsia u n t u k meru juk pada kebudayaan kon tempore r yang menggunakan 

bahasa nasional dan berlaku u n t u k semua orang Indonesia.2 6 Me lampau i 

pembagian ini, Indonesia telah menggunakan kebudayaan u n t u k meru juk pada 

berbagai praktik yang dianggap budaya melalui p e n c a n t u m a n mereka dalam 

kategori seni, h u b u n g a n dengan ritual atau bahasa, ketika istilah itu d igunakan 

da l am konteks kebijakan budaya. 

D u a Ala t K e b i j a k a n Budaya P o s t k o l o n i a l : K e b i j a k a n Budaya O t o r i t a r i a n 

d a n Budaya K o m a n d o 

Kebijakan budaya memengaruh i keberbudayaan dengan cara yang berbeda 

karena logika rezim politik yang berbeda. Dalam rezim demokra t i s liberal 

kontemporer , negara secara teoretis menghorma t i kebebasan pi l ihan mayori tas 

warga (lebih tepatnya, para warga yang oleh negara d inyatakan memil ik i 

k e m a m p u a n u n t u k melakukan pi l ihan yang bertanggung-jawab), sehingga 

kebijakan budaya cenderung t idak membera tkan . Sebaliknya, kebijakan budaya 

beroperasi dalam kerangka kerja di mana mereka mencoba u n t u k m e n g u b a h 

perilaku melalui upaya m e m b a n g u n keterlibatan indiv idu dengan kegiatan 

budaya un tuk mendid ik dan memperbaik i . Alat keberbudayaan per tama 

bagi Indonesia adalah kebijakan budaya otor i tar ian, atau kebijakan budaya 

yang d i r u m u s k a n dengan asumsi bahwa mayor i tas subjek suatu negara tidak 

memil iki k e m a m p u a n u n t u k menghayati kewarganegaraan yang bertanggung-

jawab, dan m e m b u t u h k a n b imb ingan negara dalam pi l ihan budaya mereka. 

Kebijakan budaya otor i tar ian memil iki d inamika yang berbeda karena negara 

diasumsikan memil iki pengetahuan u n t u k m e n u m b u h - k e m b a n g k a n individu 

u n t u k mencapai kapasitas mereka secara penuh , dan karena itu memil iki 

kecenderungan yang lebih besar u n t u k mengintervensi dan menyensor praktik-

prakt ik budaya da lam rangka menegaskan versi budaya yang d i ing inkannya . 

26 Perlu dicatat bahwa kebudayaan e tn ik yang t idak asli j a tuh d i luar pembag ian ini . d a n u m u m n y a 
d i aba ikan d a l a m kebi jakan budaya . H a l ini telah m e n c i p t a k a n kesul i tan d a l a m m e n d a p a t k a n p e n g a k u a n 
budaya bagi k e l o m p o k e tn ik p e n d a t a n g yang besar, khususnya C ina - Indones i a . d i m a n a kebudayaan 
mereka iuga d i t ekan oleh negara sepan jang era O r d e Baru ( C o p p c l 1983 .2002) . 
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Alat kedua adalah model budaya k o m a n d o dalam kebijakan budaya. 

Toby Miller dan George Yudice menggunakan istilah "budaya k o m a n d o " 

un tuk membedakan model penetapan budaya berbasis-negara dari model yang 

mengikut i pasar. Mereka menul is : "Gagasan bentuk penetapan budaya non-

pasar selalu sudah menempa tkan negara sebagai pusat dalam merencanakan, 

mcncip takan , m e m b u a t kebijakan dan merevisi praktik budaya" (2002: 107). 

Peran negara sebagai penyedia kebudayaan d i tekankan khususnya melalui 

kegiatan penyiaran dan ban tuan budaya, pendid ikan warga, dan pela t ihan 

pekerja seni. Mereka menggunakan ide budaya-komando u n t u k m e n a n t a n g 

asumsi bahwa model berbasis-pasar itu "a lami" dan intervensi negara en tah 

baga imana adalah suatu "dis torsi" (2002: 107) dan u n t u k mengident if ikasi 

penetapan budaya seperti yang terjadi di bawah pemer in tahan fasis dan 

sosialis. Tentu saja dalam model budaya k o m a n d o ada berbagai macam metode 

penetapan budaya. Miller dan Yudice berhati-hati dalam membedakan antara 

model negara-sosialis dan model negara-fasis (yang per tama dicirikan sebagai 

model yang memprok lami rkan sebuah "dunia egaliter dan berorientasi pada para 

bu ruh" , sementara yang kedua d i p a n d a n g sebagai model "yang didedikasikan 

u n t u k nasional isme chauvinis dan pemahlawanan atas t indakan penaklukan 

dan dominas i") , yang terutama dikai tkan melalui peningkatan peran negara 

dan perlawanan terhadap penetapan budaya berbasis-pasar (2002: 108). Selain 

itu, dan yang lebih pen t ing u n t u k pembahasan tentang Indonesia , mereka 

membahas gagasan model postkolonia l , "yang bers impangan dengan model 

budaya-komando dan yang berbasis-keuntungan" (2002: 108). Dalam bab-bab 

selanjutnya saya akan memper l iha tkan bahwa kebijakan budaya Indonesia 

telah m e n u n j u k k a n unsur-unsur model budaya-komando dan berbasis-pasar 

saat ia telah ber juang u n t u k berdamai dengan masalah identitas nasional , 

perbedaan etnis dan kohesi sosial, konfl ik poli t ik internal, kebu tuhan akan 

p e m b a n g u n a n ekonomi , dan tekanan atas sistem kapitalis internasional yang 

semakin terintegrasi. 

Pelacakan tentang sejauh mana kebijakan budaya o tor i ta r ian dan model 

budaya k o m a n d o akan d ipaparkan dan efektivitas mereka menyediakan cara 

u n t u k menilai kecenderungan dan perkembangan di seluruh rezim politik, dan 

p e r t u m b u h a n dan implikasi dari budaya k o n s u m e n yang d iproduks i secara 

massal di Indonesia. 
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Pendahuluan: Hubungan aneara Kebudayaan dan Politik di Indonesia 

S t r u k t u r d a n P e n d e k a t a n 

Buku ini dibagi men jad i dua bagian. Bagian I member ikan catatan sejarah 

ten tang bagaimana kebijakan budaya telah d iben tuk di Indonesia dari masa 

kolonial akhi r hingga era "Reformasi" pasca-Ordc Baru. Saya menggunakan 

periodisasi sejarah Indonesia dengan berdasarkan pada rezim poli t ik yang 

telah menjadi s tandard da l am sebagian besar teks sejarah Indonesia yang 

m e n c a k u p abad kedua pu luh (lihat, misalnya, C r ibb dan Brown (1995) dan 

Ricklefs [2001]). Penggunaan rezim poli t ik u n t u k menanda i era-era tersebut 

di sini sesuai karena perubahan pemer in t ahan yang dibawa oleh rezim poli t ik 

baru d ianggap menjadi kunci generator atas pe rubahan kebijakan budaya. 

N a m u n , penggunaan saya atas cra-cra politik tidak didasarkan atas anggapan 

bahwa pe rubahan kebijakan secara alami terjadi bersamaan dengan pe rubahan 

rezim. Perhatian yang pent ing d ia rahkan pada alasan u n t u k perubahan dan 

kes inambungan kebijakan budaya, baik antara m a u p u n di dalam era polit ik. 

Lima bab per tama (dalam Bagian I) m e n u n j u k k a n baga imana teknologi 

pemer in tahan yang d ikembangkan di Eropa di jabarkan ke da lam dan 

d iprakt ikkan di Indonesia dan berubah-ubah sepanjang waktu karena keadaan 

baik internal m a u p u n eksternal. Hal ini memer lukan analisis atas wacana 

pemer in t ahan yang berubah di Indonesia di abad kedua pu luh dan implikasinya 

bagi kebijakan budaya. Kelima bab tersebut bersifat kronologis dan mengikut i 

pola yang sama. Mereka mulai dengan pembahasan tentang bagaimana budaya 

d i rumuskan da lam wacana pemer in tah sebelum p indah ke r incian kebijakan 

budaya resmi u n t u k mengidentif ikasi ciri khas dari kebijakan budaya era 

ter tentu. Pengecualian u n t u k metode ini adalah bab empat dan lima yang 

menganalis is era O r d e Baru. Bab empa t member ikan informasi latar belakang 

yang pen t ing melalui penyajian analisis tentang penyebab dari artikulasi 

kebudayaan yang berubah dalam wacana pemer in tah sementara bab lima 

menganalisis d a m p a k dari pe rubahan-perubahan itu pada kebijakan budaya 

resmi, sehingga mengulangi pola yang terdapat dalam kedua bab tersebut.-'7 

27 Penekanan saya d a l a m Bagian I ada lah kcbi iakan resmi d a n wacana yang mcinc laskannya . k e t i m b a n g 
kegiatan dan kri t ik d a n i nd iv idu d a n k e l o m p o k non-negara . Saya be rusaha mengeksploras i ca ra<ara 
yang b e r u b a h b a g a i m a n a negara m e n g g u n a k a n kebudayaan d a n te rmasuk kegiatan d a n tul isan-tul isan 
d a t i ak tor non-negara hanya ketika mereka ber i r i san dengan p rog ram kebi jakan budaya atau p e r u b a h a n 
d a l a m kebi jakan budaya . Fokus pada kebi jakan budaya resmi yang d i t e r apkan d i se lu ruh Indones ia 
mengorua l ikan d u a kategori pen t ing . Mereka adalah C ina - lndones i a . yang telah d i t u n d u k k a n d i bawah 
kebi jakan negara yang pada waktu yang berbeda-beda telah b e r t u j u a n u n t u k m e m b e d a k a n mereka dar i 
d a n mengasimi las i mereka ke da l am p e n d u d u k p r i b u m i d a n jarang d ibahas da l am kebi jakan budaya , 
d a n Bali. yang telah d ibe r ikan status k h u s u s sebagai " m u s e u m h i d u p * yang kaya secara budaya sejak 
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Sementara fokusnya adalah pada wacana pemer in tah dalam Bagian I, implikasi 

dari wacana ini u n t u k keberbudayaan d ipe r t imbangkan dalam setiap bab. 

Bagian II terdiri dari dua studi kasus program budaya yang dikelola oleh 

Direktorat Kebudayaan. Bab-bab da lam bagian ini mengeksplorasi h u b u n g a n 

antara program budaya dan rasionalitas pemer in tah serta m e n u n j u k k a n 

bagaimana keberbudayaan berbeda terbentuk di lokasi yang berbeda dan 

memengaruh i pelaksanaan kebijakan budaya. Bab-bab ini berfokus pada 

teknologi dan teknik lembaga kebudayaan yang tertulis dalam program budaya, 

bagaimana mereka tersebar di seluruh Indonesia dan bagaimana pe rubahan 

poli t ik dan sosial yang lebih luas sejak t ahun 1998 telah memenga ruh i 

pelaksanaan sebenarnya dari kebijakan budaya. Alih-alih mengasumsikan hasil 

seragam yang disebabkan oleh negara yang terpusat dan singular, studi-studi 

kasus ini mengeksplorasi kemungk inan hasil dan kejadian yang beragam dan 

bervariasi. Selain itu, bab-bab ini mengangkat resistensi baik di dalam lembaga-

lembaga itu sendiri m a u p u n oleh subjek kebijakan budaya te rhadap strategi dan 

desain dari pemer in tah Indonesia , dan yang demikian itu adalah c o n t o h terbaik 

dari kapasitas keberbudayaan u n t u k resistensi terhadap kekuasaan dan hasil yang 

beragam. Kedua studi kasus ini mengangkat persoalan dari lembaga-lembaga 

kebudayaan sangat berbeda. Bab tentang studi kasus per tama menyelidiki 

penciptaan dan pengoperasian dua jenis lembaga seni di seluruh Indonesia: 

t aman budaya dan dewan kesenian. Taman budaya dan dewan kesenian terletak 

di ibu kota-ibu kota provinsi dan karena itu terletak di berbagai lokasi yang 

berbeda. Bab tentang studi kasus kedua menelit i serangkaian proyek peneli t ian 

budaya nasional yang d ikoordinas ikan oleh Direktorat Kebudayaan. 

Sebagaimana telah saya coba gali dalam seluruh bab ini, kritik atas perspektif 

budaya pemer in tah telah menjadi pusat perhat ian Bennett yang menyerukan 

d u k u n g a n keterlibatan lebih besar dengan lembaga-lembaga, khususnya negara. 

Para p e n d u k u n g keterlibatan yang lebih besar telah terpanggil "pada tugas u n t u k 

melebih-lebihkan kasus u n t u k ' i lmu yang bermanfaa t ' dari keterlibatan da lam 

prakt ik pemer in tah terhadap p e n a n a m a n dan penggunaan pengetahuan kritis" 

p e n a k l u k a n Belanda t e rhadap Bali pada t a h u n 1908 (Picard 1997: 185). Per lakuan t e r h a d a p Cina-
IikIoiicm.1 d a n Bali m e m e r l u k a n anal i t i s yang lebih luas da r i pada yang m u n g k i n d i l a k u k a n di sini d a n 
m e m b e r i k a n kepada keduanya posisi yang c u k u p sebagai subjek perhat ian i lmiah . Tentang kekuatan-
kekua tan yang m e m b e n t u k ident i tas budaya Bali t e rmasuk p e m e r i n t a h a n selama per iode p e n j a j a h a n 
d a n setelah kemerdekaan , l ihat Picard (1997. 1999), Schul te N o r d h o l t (1986) dan Vickers (1989). Tentang 
C i n a - l n d o n e s i a . l ihat . C o p p c l (1983. 2002). God le y dan Lloyd (2001). H c r y a n t o (1998). Mackic (1976) 
d a n Suryadina ta (1993). 
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(Yudice 1999: 2). Berbeda dengan model keterlibatan Bennett , kebanyakan 

penelit ian berperspektif Foucaul t ian telah d i tu jukan u n t u k mengganggu 

ket imbang bekerja dengan s t ruktur kejelasan yang menga tu r praktik, identitas 

dan lembaga. Michael Shapi ro menul is bahwa metode genealogis Foucault 

adalah metode yang mengganggu dan mengasingkan sesuatu yang telah akrab. 

Dia menul is bahwa: 

imajinasi genealogis menyimpulkan semua sistem kejelasan sebagai [...) salah 
tangkap, sebagai pemasangan yang sewenang-wenang atas hasil sesaat dari 
perjuangan antara kekuatan-kekuatan yang berbeda pendapat, perjuangan 
yang bisa menghasilkan sistem kejelasan lain yang mungkin dan perintah-
perintah yang mereka dukung (1992: 2). 

Akhir era Soehar to telah menjadi saat u n t u k pen in jauan kembali dan pe rubahan , 

yang mana perspektif keberbudayaan dapat berkontr ibusi . Saya berharap u n t u k 

menyaj ikan sebuah analisis sejarah tentang praktik-praktik kontemporer , yang 

m e n u n j u k k a n dan mengeksplorasi per juangan dan pi l ihan, dan m e m b u k a 

narasi dan sejarah baru u n t u k eksplorasi di b idang kebijakan budaya. Sekarang 

waktunya tepat u n t u k gangguan-gangguan kritis sebagai jalur masuk m e n u j u 

kebijakan dan pendekatan baru terhadap kebudayaan. 
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BAGIAN SATU 

SEKILAS SEJARAH TENTANG KEBIJAKAN BUDAYA 

DI INDONESIA 



BAB II 

ASAL USUL KEBIJAKAN BUDAYA MODERN DI 

INDONESIA: KEBUDAYAAN DAN PEMERINTAHAN 

PADA PERIODE KOLONIAL AKHIR DAN 

PENDUDUKAN JEPANG, 1900-1945 

Sangat mudah untuk lupa bahwa minoritas-minoritas muncul bersama-sama dengan 
mayoritas (...] Mereka lahir dari revolusi politik dan budaya yang dibawa oleh 
tahap matang dari negara kolonial dan oleh munculnya perlawanan nasionalisme 
rakyat terhadapnya. Tahap matang negara kolonial itu mengubah struktur dan 
tujuan pemerintahan sccara fundamental, sementara perlawanan rakyat terhadapnya 
merupakan legitimasinya. (Benedict Anderson (1987a: 1) dalam Southeast Asian Tribal 

Groups and Ethnic Minorities.) 

Kebi jakan budaya Indones i a lah i r d a l a m h u b u n g a n yang k o m p l e k s an ta ra 

p e n d u d u k Indones ia d a n kebi jakan p e m e r i n t a h asing. Benedict A n d e r s o n , 

seorang ahli t e rkemuka t en t ang Asia Tenggara, me lakukan p e n g a m a t a n 

t en t ang m i n o r i t a s yang m e n y o r o t i bahwa ketika k a u m nas ional is Indones ia 

m e m p r o k l a m a s i k a n kemerdekaan , mereka m e n y a t a k a n kekuasaan rakyat atas 

sua tu wilayah yang sudah secara m e n d a l a m d i b e n t u k oleh m e t o d e p e m e r i n t a h a n 

y a n g m o d e r n . Per lawanan dar i k a u m nas ional is an t iko lon ia l d i a r a h k a n kepada 

negara ko lonia l , yang ser ing m e n g g u n a k a n ide-ide yang d i b e n t u k melalui 

lensa p e n d i d i k a n Barat, seperti d a l a m kasus sebagian besar Asia Tenggara, 

yang k e m u d i a n d i p e n g a r u h i oleh p e n d u d u k a n J e p a n g selama Perang D u n i a 

II. Kebi jakan budaya ko lon ia l Belanda d a n keb i jakan budaya p e n d u d u k a n 

J e p a n g t idak ha rus d i p a h a m i sebagai d u a hal yang berbeda secara f u n d a m e n t a l 

dari kebi jakan budaya pasca-kemerdekaan, n a m u n lebih tepat di l ihat sebagai 

p e n d a h u l u . 
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Bab ini d imulai dengan mengeksplorasi h u b u n g a n antara munculnya 

kebijakan budaya dan pe rubahan pemer in tahan di Eropa. Perubahan di 

Eropa adalah konteks bagi fokus dari bab ini - bagaimana kebudayaan 

d iben tuk melalui penggunaannya oleh tiga ke lompok yang berbeda yang 

berusaha mempengaruh i perilaku dan praktik dari orang-orang Indonesia asli 

atau p r ibumi . Saya akan membahas negara kolonial melalui c o n t o h kantor 

penerb i tan pemer in tah kolonial u n t u k sastra bahasa Melayu, Balai Pustaka. 

Kelompok kedua adalah kaum nasionalis budaya, yang saya jelajahi melalui 

con toh polemik kebudayaan, serangkaian debat t ingkat tinggi antara kaum 

nasionalis Indonesia tentang kebudayaan Indonesia yang ber langsung pada 

per tengahan hingga akhir 1930-an. Akhirnya, saya akan beralih ke kebijakan 

budaya masa p e n d u d u k a n Jepang, dan hubungannya dengan ide-ide kaum 

nasionalis dan lembaga kebudayaan dari republik yang baru. 

Bab ini juga menggunakan dua alat analisis yang dibahas da lam 

Pendahu luan yang m e m b a n t u mengukur pergeseran dalam kebijakan budaya 

Indonesia dan menggambarkan perbedaan dengan kebijakan budaya negara-

negara Barat. Yang per tama adalah skala otor i tar ian/ l iberal , yang berfokus 

pada subjek kebijakan budaya. Sementara model liberal dari kebijakan budaya 

diasumsikan telah berkembang sepenuhnya, subjek-subjek rasional m a m p u 

m e m b u a t pi l ihan mereka sendiri, sisi-lain dari model liberal adalah subjek yang 

tidak m a m p u membua t pi l ihan rasional, dalam hal ini negara member ikan 

dir inya sendiri lisensi yang otor i ter u n t u k melakukan kontro l yang lebih besar 

atas keputusan, termasuk dalam bidang budaya. Sisi-lain yang otori ter dari 

liberalisme ini terutama terlihat da l am kebijakan budaya kolonial . Yang kedua 

adalah model budaya k o m a n d o dan budaya pasar, yang membedakan antara 

model berbasis-negara dan berbasis-pasar dalam hal penetapan budaya. 

H u b u n g a n kebijakan budaya antara pemer in tah kolonial , p e n d u d u k a n 

Jepang dan kaum nasionalis adalah fungsi "men ingka tkan" atau 

" m e m b u d a y a k a n " yang u m u m yang dikai tkan dengan kebudayaan yang 

dibahas da lam Pendahu luan . Kebudayaan d i p a h a m i sebagai sesuatu yang 

m a m p u mengubah atr ibut penduduk melalui perhatian terhadap perilaku 

individu, yang membua tnya menjadi sebuah b idang yang berguna u n t u k 

program-program pemer in tah . Kebudayaan d igunakan u n t u k "memperba ik i " 

p e n d u d u k p r ibumi /o rang-o rang Indonesia, meskipun dengan tu juan yang 

sangat berbeda dan dengan menggunakan model-model yang berbeda u n t u k 

perbaikan tersebut. N a m u n , ada juga kesamaan. Salah satu k o m p o n e n pent ing 
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bersama adalah cara bagaimana ia d igunakan u n t u k m e n e n t u k a n Standard 

perilaku yang menggunakan b idang budaya (seperti sastra), di mana beberapa 

praktik bisa d i h u k u m dan yang lainnya d ip romos ikan sebagai perilaku atau 

ide yang tepat. Tony Bennett (1998: 91) m e n e m u k a n bahwa kebudayaan 

telah "berfungsi u n t u k mengungkapkan cara h i d u p dari berbagai ke lompok 

rakyat u n t u k mereformasi program-program pemer in tah . Dengan mengacu 

pada gambaran yang d i lakukan Robert Young (1995: 29), Bennett mencatat 

bagaimana kebudayaan biasanya d ianggap sebagai lawan atau sebagai sesuatu 

yang terbagi-bagi pada dir inya sendiri. Sektor-sektor yang dihasi lkan jarang 

memil iki istilah yang sama. Sebaliknya, biasanya ada u ru tan hierarkis da lam 

h u b u n g a n antar-sektor. Dia menyatakan: 

Urutan hierarkis dalam hubungan antara berbagai bidang budaya inilah yang 
menghasilkan normativitas strategis di mana salah satu komponen dari bidang 
budaya dimobilisasi secara strategis dalam kaitannya dengan yang lain dimana 
tawaran cara mengatasi kekurangan apapun (moral, politik, atau estetika) 
diberikan kc komponen yang berikutnya. Hal ini menyebabkan pembentukan 
gradien normatif yang kepadanya aliran budaya diarahkan dalam program 
reformis yang melaluinya sumber daya budaya dijadikan sebagai hal yang 
menanggung apapun yang mungkin menjadi tugasnya (1998: 92). 

Mengungkap dan memeriksa "u ru tan hierarkis" yang tertulis kc dalam 

kebudayaan melalui kebijakan budaya akan m e m b a n t u mengungkapkan dan 

m e m b a n d i n g k a n d inamika yang berbeda-beda dari kebijakan budaya. 

P e m e r i n t a h a n K o l o n i a l A k h i r d i H i n d i a T i m u r (1900-1942) 

Salah satu ciri l iberalisme adalah kri t iknya yang kons tan terhadap metodenya 

sendiri , termasuk pemer in tah kolonial , dan t in jauannya yang konstan terhadap 

daya jangkau intervensinya. Salah satu kritik seperti itu te rhadap pemer in tah 

kolonial di H ind ia Belanda ber tepatan dengan pergantian abad ke-20, yang mana 

saya memula i analisis saya tentang pemer in t ahan kolonial Belanda. Mesk ipun 

tidak dapat d ikatakan bahwa periode politik etis pemer in tahan kolonial 

Belanda (1900-1930) adalah awal dari perhat ian pemer in tah kolonial terhadap 

pend id ikan atau kesejahteraan atau bahwa hal itu berhasil dalam mencapai 

tu juan yang ber jangkauan jauh dalam salah satu dari kedua hal tersebut, dapat 

dikatakan bahwa perhat ian dan energi yang meningkat telah diber ikan pada 
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b idang-b idang ini se lama pe r iode tersebut , d a n bahwa p e r u b a h a n - p e r u b a h a n 

ini memi l ik i p e n g a r u h f o r m a t i f pada s eke lompok kecil n a m u n p e n t i n g yang 

k e m u d i a n m e n j a d i p e m i m p i n - p e m i m p i n nas ional is . Perha t ian negara ko lon ia l 

t e rhadap p e n d i d i k a n d i m u l a i pada t a h u n 1848, d i m a n a pada t a h u n yang sama 

H u k u m Dasar d i s ahkan d i Belanda u n t u k m e n j a m i n set iap o r a n g d i Belanda 

d e n g a n p e n d i d i k a n gratis , dengan h i b a h u a n g u n t u k m e n d i d i k o rang-orang 

Jawa m e n j a d i pegawai, d a n per lahan- lahan m e n i n g k a t s epan j ang p a r u h kedua 

dari abad ke-19 (Saunders 1984: 26). Landasan dari pe r iode liberal (1870-

1900) juga b e r t u j u a n u n t u k m e n i n g k a t k a n kesejahteraan p e n d u d u k p r i b u m i 

melalui p e n g h a p u s a n h a m b a t a n pe rdagangan bebas, yang d i h a r a p k a n akan 

m e n d o r o n g p e m b a n g u n a n e k o n o m i . N a m u n , pada pergan t ian abad be r iku tnya 

ada kesadaran an ta ra p e m e r i n t a h d a n p e n g a m a t d i H i n d i a Belanda d a n Negeri 

Belanda bahwa kesejahteraan pe tani p r i b u m i m e n u r u n d i bawah kebi jakan ini 

(Wer the im d a n T h e 1962). Ekspresi pa l ing terkenal dar i p e r u b a h a n s ikap d i 

Negeri Belanda t e rhadap H i n d i a Belanda ada lah sebuah artikel yang di tu l i s 

oleh seorang poli t is i Belanda C. Th . van Dcvente r yang b e r j u d u l "A Dcb t of 

H o n o u r " [Sebuah H u t a n g K e h o r m a t a n ] d a n d i t e rb i t kan pada 1899 d a l a m 

jurna l Belanda de Gids. Van Deven te r b e r p e n d a p a t b a h w a Belanda b e r h u t a n g 

k e h o r m a t a n pada H i n d i a Belanda u n t u k m e m b a y a r kembal i sebesar f l 8 7 juta 

yang d i a m b i l dari I l ind ia Belanda an ta ra t a h u n 1867 d a n 1878 ketika keuangan 

Belanda sedang sehat , d a n u n t u k m e m a s t i k a n p e m e r i n t a h a n yang baik bagi 

p e n d u d u k H i n d i a Belanda. Kepedu l i annya m e m p e r o l e h d u k u n g a n luas dari 

se jumlah par ta i pol i t ik d a n ind iv idu t e rmasuk Ratu W i l h c l m i n a (Furnival l 

1967). U t a n g H i n d i a Belanda sebesar f40 juta d i t a n g g u n g o leh Belanda d a l a m 

rangka m e n d o r o n g penge lua ran u n t u k pe layanan sosial, d a n p e m e r i n t a h a n 

ko lon ia l mula i m e n g a m b i l peran yang lebih besar da lam Standard k e h i d u p a n , 

prak t ik kerja, d a n p e n d i d i k a n u n t u k rakyat p r i b u m i (Wer the im d a n T h e 1962). 

Frances G o u d a telah menga i tkan pol i t ik etis d e n g a n m u n c u l n y a l iberal isme 

sosial beserta kebi jakan sosial yang d i p e r j u a n g k a n o leh l iberal isme sosial 

i tu di Belanda (2000: 14-20). Libera l isme sosial m e n g a n j u r k a n p e n i n g k a t a n 

peran negara d i Belanda, yang m e m b u a t negara ber tanggung- jawab u n t u k 

m e n g a m a n k a n k e b u t u h a n dasar yang d id i s t r ibus ikan o leh k e l o m p o k - k e l o m p o k 

kepen t ingan yang berura t -akar d a l a m masyaraka t Belanda, yang d i Belanda 

d ikena l d e n g a n sebutan "p i la r" . G o u d a m e n u l i s bahwa: 

46 



kaum liberal sosial membayangkan tujuan utama dari kebijakan negara untuk 
mendidik dan membudayakan baik orang-orang miskin yang terorganisir dan 
susah diatur maupun kelas pekerja termobilisasi lebih secara politis untuk 
mengangkat mereka kepada kewarganegaraan yang berbudi luhur dalam 
lingkaran mereka yang semi tertutup (2000: 14). 

Para arsitek dari pol i t ik etis m e m b a y a n g k a n sebuah p e r u b a h a n terkait t en t ang 

kebi jakan d i Indones ia yang akan memel iha ra kesejahteraan d a l a m hal mater i , 

p e n d i d i k a n d a n budaya para p e n d u d u k p r i b u m i . P a n d a n g a n t en t ang p r i b u m i 

Indones ia yang beredar an ta ra t a h u n 1900 d a n 1942 u m u m n y a memi l ik i 

kesamaan retorika evolus ioner t en t ang t ahap- t ahap relatif p e r k e m b a n g a n 

popu las i " p r i b u m i " d a n " E r o p a " ( G o u d a 1995: 155). M e n g a m a t i proses 

evolusi ada lah tugas sejarah dari p e m e r i n t a h Belanda yang berba tasan d e n g a n 

agama. O l e h karena itu J o h a n C h r i s t i a n van Eerde (Van Eerde 1928: 54, d a l a m 

G o u d a 1995: 39), seorang Profesor d i Ins t i tu t Kolon ia l d i A m s t e r d a m , bisa 

m e n g a t a k a n pada t a h u n 1914 bahwa Belanda m e m b e r i k a n j a m i n a n terbaik 

dengan " m e n e r a p k a n kebi jakan yang tepa t" d a l a m rangka mengelola "proses 

penyesuaian b e r t a h a p d a n p e r k e m b a n g a n evolus ioner yang harus di la lui 

masyarakat p r i b u m i u n t u k mencapa i t ingkat pe r adaban yang lebih t inggi" . 

Setelah t a h u n 1901, negara semak in m e m p e r l u a s p r o g r a m - p r o g r a m n y a 

yang b e r t u j u a n u n t u k m e n i n g k a t k a n kesejahteraan p e n d u d u k p r i b u m i . 

P rogram yang m e n y e r a p sebagian besar s u m b e r daya d a n energi dar i 

p e m e r i n t a h ko lon ia l ada l ah p e n d i d i k a n , irigasi, d a n emigrasi , d a n m e s k i p u n 

t idak m e n e r i m a d u k u n g a n f inans ia l dengan t ingka t yang sama, telah ter jadi 

p e n i n g k a t a n sepu luh kali l ipat penge lua ran u n t u k kesehatan (Ricklcfs 2001). 

Terlepas dari re formasi ini , sebagian besar pen i l a i an t en t ang hasil dar i per iode 

i n i m e m i l u k a n . W.H. Wer the im d a n T h e Siauw G i a p (1962) menyoro t i kegagalan 

pol i t ik etis u n t u k mencapa i cita-cita yang l u h u r karena r u a n g l i ngkup yang 

terbatas, k e t i d a k m a m p u a n k a u m re formis u n t u k men i l a i k e b u t u h a n p e n d u d u k 

p r i b u m i , d a n pe l emahan strat if ikasi sosial masyarakat kolonia l dengan 

p e n g e l o m p o k a n rasial. Sejarawan Mer le Ricklefs (2001) meni la inya sebagai 

t anda - t anda sikap yang lebih d i t u j u k a n u n t u k m e n g u r a n g i kesadaran p e n j a j a h 

da r ipada mencapa i p e r u b a h a n nyata d i an ta ra p e n d u d u k p r i b u m i . M e s k i p u n 

pe r iode pol i t ik etis tersebut t idak m e m b a w a reformasi yang berar t i , apresiasi 

ba ru t e rhadap kebudayaan m u n c u l d a l a m p e m e r i n t a h a n kolonia l , seperti 

t e rbuk t i d a l a m penel i t ian G o u d a . Bukunya , Dutch Culture Overseas (1995), 

47 



m e m b e r i k a n peni la ian yang luas t en t ang h i d u p d a n p e m e r i n t a h a n d i H i n d i a 

Belanda pada abad ke-20. Karya G o u d a m e m b a n t u d a l a m m e n e m p a t k a n 

p e m e r i n t a h a n ko lon ia l Belanda sebagai versi liberal dari p e m e r i n t a h a n ko lon ia l 

d a n men je l a skan m e n g a p a kebudayaan m e n j a d i lebih m e n o n j o l sebagai b i d a n g 

kebi jakan selama pe r iode ini. 

M e t o d e yang d i g u n a k a n o rang-o rang Belanda u n t u k m e n u n t u t p e m e r i n t a h 

ko lon ia l ada lah ti t ik kebanggaan nas ional Belanda. Sebagai p e m a i n kecil 

d i Eropa , Belanda merasa bahwa mereka t idak bisa d a n t idak seharusnya 

m e m e r i n t a h d e n g a n kekerasan. Sebal iknya, banyak a d m i n i s t r a t o r ko lon ia l 

Belanda "mel iha t pe ran u t a m a mereka sebagai salah satu kekua tan yang 

m e n g a t u r wilayah mereka d e n g a n lebih banyak belajar an t ro p o lo g i , lebih besar 

kepekaan t e rhadap budaya , d a n ke te rampi lan pol i t ik yang lebih baik da r ipada 

kekuasaan ko lon ia l la innya d i Asia" ( G o u d a 1995: 41). Penge tahuan budaya 

adalah salah u n s u r d a l a m p e m e r i n t a h a n ko lon ia l Belanda karena menyed iakan 

s u m b e r daya u n t u k p e m e r i n t a h a n yang " t e r ampi l " . G o u d a menu l i s : 

Sejak akhir abad kesembilan belas, pemerintahan kolonial Belanda 
mengungkapkan simetri yang luar biasa antara keinginan akan pengetahuan 
dan keinginan akan kekuasaan. (...] Dengan kata lain. beasiswa adat di 
Indonesia-kolonial, yang telah tertanam sangat dalam pada tahun 1920-an, 
jelas-jelas dipandang harus dan sejalan dengan logika kekuasaan kolonial 
(1995: 43). 

Negara H i n d i a Belanda, yang telah m e n u n j u k k a n relatif sedikit m i n a t d a l a m 

penel i t ian budaya sebelum per iode pol i t ik etis, " m e m e g a n g erat-erat pe rannya 

sebagai s p o n s o r setia" bagi penel i t ian budaya , d a l a m proses merekons t ruks i 

apa yang sebe lumnya d i anggap sebagai "keb i j aksanaan esoter ik" a tau " h o b i 

a n e h " dari o rang-o rang aneh m e n j a d i "alat yang pen t ing u n t u k m e n c i p t a k a n 

p e m e r i n t a h a n ko lon ia l yang benar -benar ' t e r ce rahkan ' " (1995: 225). 

Adat d ide f in i s ikan d a l a m Ens ik loped ia H i n d i a Belanda (Encyclopaedia of 

the Dutch East Indies) sebagai "kebiasaan d a n prak t ik yang m e m a n d u setiap 

aspek k e h i d u p a n p r i b u m i : h u b u n g a n sosial, pe r t an ian , perawatan o r ang sakit, 

p e n g a t u r a n perad i lan , p e m u j a a n le luhur , p e n g u b u r a n o r a n g mat i , p e r m a i n a n 

d a n h i b u r a n popu le r , dll ." (Encyclopaedie van Nederbndsch-Indie 1917: 6). 

Penel i t ian ada t me lengkap i negara ko lon ia l d e n g a n kategori d a n p e n g e t a h u a n 

tersendir i yang d i m a n f a a t k a n d a l a m m e n j a l a n k a n p e m e r i n t a h a n . Sembi lan belas 
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atau dua pu luh wilayah adat yang berbeda dipetakan berdasarkan peneli t ian 

etnografis . G o u d a menul is dalam kaitannya dengan b idang h u k u m bahwa: 

tugas ahli hukum adat Belanda adalah untuk menyusun satu demi satu 
dan membuat indeks data pada masing-masing wilayah hukum adat yang 
terpisah-pisah. Hal ini akan mengarah pada pembangunan sebuah taksonomi 
keseluruhan yang bisa memungkinkan para pegawai negeri Eropa dan para 
pelayan mereka dari penduduk pribumi untuk menggunakan jenis penalaran 
hukum yang sebisa mungkinmemperkuat proses hukum di hamparan besar 
nusantara (1995: 57). 

Pemer in tah kolonial yang baik akan bersandar pada pengetahuan tentang 

praktik dan proses dari penduduk p r ibumi . 

Masuknya beasiswa adat ke pemer in tahan kolonial m e m u n g k i n k a n negara 

kolonial u n t u k merumuskan tugasnya sejalan dengan k o m i t m e n "etis"-nya 

yang Pemerintah Belanda mel ihat tugas mereka adalah u n t u k memel ihara 

"pengembangan organik masyarakat p r ibumi dalam rangka m e m u n g k i n k a n 

mereka u n t u k berkembang" (Gouda 1995: 39). Sebaliknya, Sri Lanka d i m a n a 

adat dan tradisi lokal itu harus d i t impa oleh model masyarakat sipil Inggris 

(Scott 1995), " juru bicara tidak resmi" u n t u k kolonia l isme Belanda Arnold 

de Kat Angel ino (1931: 464) menul is bahwa Belanda harus menghorma t i 

"keanekaragaman organik" dari keh idupan o rang Indonesia dan "menga tur 

peran yang tepat dari semua organisme individual yang m e m b e n t u k 

keseluruhan" dalam rangka u n t u k mengawasi " fungsi yang tepat, organ yang 

tepat, sendi yang tepat. Sebuah konsep sentral dari ben tuk mana j emen kolonial 

Belanda adalah sintesis budaya yang sebagaimana di tul is Gouda "mensyaratkan 

pernikahan yang bahagia antara wawasan-wawasan yang sistematis, dan di atas 

semuanya, yang sensitif dari para pegawai sipil Eropa adat istiadat dan lembaga-

lembaga yang asli Indonesia yang telah b e r t u m b u h secara organik dari waktu 

kc waktu dan akan terus melakukannya di bawah pengawasan Belanda"1 (1995: 

51). 

1 Benda juga b e r k o m e n t a r t e n t a n g " m o d e r n i s a s i " m o d e l Belanda yang mendasar i dasar re formas i sampai 
akh i r t a h u n 1920 (1966: 601). Ia juga m e n g a m a t i bahwa reformasi t a h u n 1930-an be r tu juan u n t u k 
m e m b a l i k k a n kecende rungan ini melalui d u a langkah . Per tama, b e n t u k p e m e r i n t a h a n t idak l angsung 
yang d idasa rkan pada k e l o m p o k e tnis adalah u n t u k m e n g g a n t i k a n k e l o m p o k teri torial d a n . kedua, 
posisi p e m e r i n t a h a n Belanda d i dae rah d ipe rkua t t anpa m e m b e r i k a n p e n d i d i k a n atau kesempatan 
u n t u k penguasa p r i b u m i atau PNS. Terlepas d a n adanya p e r u b a h a n ini . kedua rangkaian reformasi ini 
ada lah t a k s o n o m i budaya yang evo lus ioner d a n b e r m a n f a a t . Pe rbedaannya ada lah bahwa yang per tama 
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P e m e r i n t a h a n ko lon ia l Belanda selama pe r iode pol i t ik etis t idak b e r t u j u a n 

u n t u k m e m b e n t u k kembal i masyarakat Indones ia te tapi u n t u k m e m a n d u proses 

budaya "o rgan ik" a lami m e n u j u evolusi mereka d a n d e n g a n be rbua t d e m i k i a n 

mengawas i p e n i n g k a t a n p e n d u d u k p r i b u m i . Dar i perspekt i f ini , m u n c u l n y a 

kebudayaan d a l a m kebi jakan saat ini adalah p r o d u k dari k e p e m e r i n t a h a n 

negara d i sebuah wilayah ko lon ia l . Kebudayaan d i j ad ikan sebagai bag ian dari 

p e r l i n d u n g a n luas negara d a n m e n j a d i p r i n s i p pengorganisas ian tata r u a n g 

yang be rke lan ju tan dari negara d i Indones ia . O r a n g - o r a n g p r i b u m i Indones ia 

bernas ib b u r u k d a l a m t a k s o n o m i budaya yang m e n d u k u n g ke lan ju tan 

p e m e r i n t a h a n Belanda. Mereka d ika tegor ikan berkapas i tas k u r a n g u n t u k 

berpar t i s ipas i p e n u h d a l a m masyarakat ko lon ia l d a n hak-hak kewarganegaraan 

p e n u h . "Proses o rgan ik" yang d ihas i lkan d a l a m t a h a p p e m a t a n g a n yang cocok 

u n t u k o t o n o m i H i n d i a Belanda akan t e rwujud , m e n u r u t G u b e r n u r Jendera l d c 

J o n g e pada t a h u n 1936, d a l a m 300 t a h u n be r iku tnya lagi.-' Selain melegi t imasi 

kekuasaan ko lonia l , kategori p lu ra l i sme budaya juga m e n d u k u n g taktik "divide 

er i m pera" o leh negara Belanda d a l a m m e n g h a d a p i a n c a m a n opos is i yang 

bersatu baik dari k e l o m p o k nas ional is m a u p u n k e l o m p o k Islam. 

Penggunaan p e n g e t a h u a n budaya d a l a m p e m e r i n t a h a n ko lon ia l t idak 

harus d i p a h a m i sebagai perist iwa yang terisolasi te tapi sebagai u n s u r p e r u b a h a n 

yang lebih luas d a l a m tekn ik p e m e r i n t a h a n . Penel i t ian A n n Stoler (1995) 

yang mengeksploras i baga imana teknologi ras d a n kelas d i k e m b a n g k a n di 

Eropa d a n wilayah-wilayah ko lon ia l mereka m e m p e r l i h a t k a n t a k s o n o m i yang 

m e n d a s a r i m u n c u l n y a t ekn ik ba ru p e m e r i n t a h a n d i Eropa. Stoler b e r p e n d a p a t 

bahwa t a k s o n o m i rasial d i g u n a k a n u n t u k m e m b e d a k a n popu las i d a l a m 

rangka m e n e n t u k a n batas-batas in ternal d a n eksternal bangsa dan u n t u k 

m e n g h u b u n g k a n m o r a l i nd iv idu d a n per i laku d e n g a n kekua tan nas iona l 

d a l a m ras ional i tas liberal p e m e r i n t a h (1995).3 Misalnya, m e s k i p u n t a h u n 

be r tu juan u n t u k memodern i sa s i lebih cepat be r samaan dengan mode l Barat sedangkan yang kedua 
m e n g a m b i l pendeka tan y a n g lebih konservatif" y a n g m e n e k a n k a n kon t ro l Belanda yang be rke l an ju t an 
d a n laju p e r u b a h a n yang lebih lambat . 

2 Dc Jonge . seorang konservat i f yang m e n e n t a n g o t o n o m i H i n d i a Belanda, menga t akan hal ini d a l a m 
sebuah wawancara dengan har ian S u m a t r a Utara Deli Courjnt. K u t i p a n te lah d i rep roduks i d a l a m 
Benda (1966: 90-91, i'118). Lihat G o u d a (1995: 25) u n t u k p e m b a h a s a n lebih lan ju t t e n t a n g sikap de 
J o n g e t e ihadap p e m e r i n t a h a n kolonia l . K e p u t u s a n Kerajaan tanggal 16 N o v e m b e r 1938 sebagai jawaban 
atas p e r m o h o n a n Soe ta rd jo u n t u k p e m e r i n t a h a n sendir i menya takan bahwa " p e m a t a n g a n " ke t ahap 
kemerdekaan akan m e m a k a n waktu beberapa dekade jika t idak berabad-abad ( G o u d a 1995: 63). 

3 Banyak penul i s telah menca ta t baga imana ko lon i d i g u n a k a n sebagai l a b o r a t o r i u m sosial u n t u k 
m e n g e m b a n g k a n teknologi p e m e r i n t a h dan p e n g e t a h u a n i lmiah sebelum d i i m p o r kembal i ke pusat-
pusat kota besar mereka. Lihat G o u d a (2000) dan Rab inow (1989). 
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1848 menanda i awal dari negara parlementer-liberal Belanda "yang dicirikan 

oleh adanya intervensi bor ju is f i lantropis u n t u k mengangkat isu l ingkungan 

dalam negeri dari kelas pekerja domest ik ." i tu juga merupakan t ahun di mana 

dual isme rasial d iabadikan dalam p e m b u a t a n h u k u m H i n d i a T imur (Stoler 

1995: 120). Jadi sementara ras cenderung u n t u k menyatukan populasi di 

Eropa dan menyebabkan inklusi lebih besar dalam program-program sosial, 

hal itu menjadi lebih bert ingkat lagi di H i n d i a Timur . Meskipun poli t ik 

etis memperkena lkan program yang ditargetkan u n t u k p e n d u d u k p r ibumi 

Indonesia , stratifikasi rasial masih membelah baik orang-orang Eropa dari 

program-program budaya p r ibumi Indonesia dan mendasar i apa yang disebut 

sebagai fungsi " m e m b u d a y a k a n " dari program itu sendiri. 

K e b i j a k a n Budaya u n t u k O r a n g - O r a n g E r o p a 

Bukanlah suatu kebetulan bahwa kebijakan budaya d imula i pada saat negara-

negara bor ju is semakin berusaha u n t u k mengubah sikap dan perilaku para 

warganya. Tony Bennett , dalam studinya tentang museum-museum di Inggris, 

mengamat i : 

Pada abad kesembilan belas [...J pendukung paling bersemangat untuk 
museum-museum publik, perpustakaan bebas dan sejenisnya biasanya 
bcrbicara tentang mereka dalam hubungannya dengan pengadilan, penjara, 
rumah-rumah penampungan sosial dan. lebih biasa-biasa lagi, penyediaan 
sanitasi umum dan air tawar. Lembaga-lembaga kebudayaan publik disamakan 
dengan program pendidikan dan sanitasi. Untuk [pembela museum awal 
William Stanley) Jevons, perpustakaan bebas hanyalah salah satu di antara 
banyak mesin "untuk beroperasi pada kelompok penduduk yang lebih 
miskin" (1998: 109). 

Negara Inggris mensponsor i sistem kapiler difusi budaya karena keyakinan 

bahwa perhatian terhadap budaya bor ju is akan mengubah perilaku dari kelas 

pekerja, yang mcnc ip takan perilaku sosial yang lebih halus. Lembaga-lembaga 

kebudayaan padaawalnya d i p a n d a n g sebagai sekutu yang diper lukan u n t u k 

sanitasi dan pend id ikan karena kekuatan yang dianggap semi-mistik dari objek 

budaya u n t u k mengubah melalui sifat estetikanya, tetapi kemudian karena 

nilai edukat i f apabila dibingkai dengan benar da lam konteks sebuah lembaga 

kebudayaan yang dikelola dengan baik. 
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Hierarki ras menjadi lebih pen t ing u n t u k institusi budaya dengan 

p e r t u m b u h a n i lmu pengetahuan alam dalam tiga pu luh t ahun terakhir pada 

abad ke-I9. Koleksi i lmu alam, termasuk disiplin-disiplin yang be rmuncu lan 

seperti etnologi , an t ropologi , geologi, dan arkeologi, menyediakan bagi negara 

alat-alat pendid ikan ters t ruktur sekitar konsep evolusi Darwin (Bennett 1998), 

dengan kesamaan luas u n t u k taksonomi budaya di I l india T i m u r Belanda. 

Pentingnya Darwin un tuk prakt ik m u s e u m adalah bahwa para pengun jung 

bisa melihat diri mereka pada skala evolusi. Dalam cara yang sama bahwa 

suksesi evolusi mempengaruh i tampi lan , pemer in tahan liberal menginginkan 

warganya ke arah pengembangan yang tertata. Museum, m e n u r u t pendapa t 

Bennett (1998), lebih dari sekadar alat u n t u k membena rkan dominas i kulit 

pu t ih Eropa di koloni dan pembua tan kebijakan ras, gender, dan hierarki kelas 

di da lam suatu bangsa. Ini juga merupakan alat pendid ikan yang pent ing yang 

m e m a n f a a t k a n ras, kelas, dan jenis ke lamin un tuk m e m b e n t u k kewargaan 

Eropa. 

Di H ind ia Timur, lembaga-lembaga didi r ikan entah u n t u k orang Eropa 

atau p r i bumi Indonesia , sering kali dengan tu juan yang berbeda. Sebuah con toh 

pent ing dari lintasan kebijakan budaya Eropa adalah salah satu m u s e u m yang 

paling awal di Asia, yang didi r ikan di Batavia pada t ahun 1778.4 Paul Michacl 

Taylor member ikan pernyataan tentang m u s e u m : 

Namun, lembaga pengumpulan dan pengawasannya dilakukan oleh 
orang-orang Eropa, seperti metode ilmiah yang menjunjung tinggi tradisi 
mengumpulkan dan dirayakan oleh museum. Jadi museum merangkum 
dan memperkuat rasa memiliki budaya hierarki yang lebih maju dalam diri 
orang Eropa, bahkan dalam kedok merayakan budaya bangsa lain yang objek-
objeknya dikumpulkan itu (1995: 106). 

Jadi , sebuah museum ada bagi bangsa Eropa di Indonesia sejak akhir abad kc-

18. N a m u n , kegiatan dan lembaga budaya bangsa Eropa mengalami ekspansi 

4 L ih i rnya M u s e u m Nas iona l Indones ia terkait d e n g a n sejarah beasiswa Belanda u n t u k Indones ia . 
Perdebatan d a l a m Masyarakat I lmu Penge tahuan Belanda ( H o l l a n d s c h e Maa t s chapp i j de r Wetenschappen , 
d i d i r i k a n pada t a h u n 1752) atas pend i r i an c a b a n g ko lon ia l d i Batavia m e n g a r a h kepada berdi r inya 
sebuah organisasi i lmiah i n d e p e n d e n y a n g be rnama Masyarakat Seni dan I lmu Penge tahuan Batavia 
(Bataviaasch G e n o o t s c h a p van Kuns t en en Wetenschappen) . yang p e r m u l a a n n y a m e n a n d a i awal d a n 
m u s e u m d a n koleksi yang k e m u d i a n men jad i koleksi nas iona l . 
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terbesar mereka h a n y a setelah t a h u n 1900.' Pemer in t ah ko lon ia l mula i 

berinvestasi lebih besar d a l a m arkeologi pada saat yang sama d a n m e m b e n t u k 

Komis i Purbaka la (Oudhc idkund igc Commissic) p ada t a h u n 1901, d a n 

m e m b i a y a i kegiatan restorasi cand i B o r o b u d u r an ta ra 1907 d a n 1911. Sebuah 

c o n t o h dari p e r t u m b u h a n s imu l t an kegiatan n o n - p e m e r i n t a h adalah Lingkaran* 

Lingkaran Budaya (Kunstkringcn) . L ingkaran Budaya yang pe r t ama d i d i r i k a n 

pada t a h u n 1901 di Batavia d a n segera L ingkaran Budaya la innya d id i r i kan di 

kota-kota d i m a n a ada kehad i r an Belanda. Pada t a h u n 1930, Lingkaran Budaya 

be ranggo takan g a b u n g a n dari s epu luh r ibu o r a n g d a n m e m p r o m o s i k a n konser 

dari musis i t enar Eropa d a n p a m e r a n lukisan o rang-o rang Eropa , kesenian 

p r i b u m i yang d i l i n d u n g i , d a n m e m p r o m o s i k a n teater d a n b i o s k o p (Furnival l 

1967). 

K e b i j a k a n B u d a y a bag i O r a n g - O r a n g I n d o n e s i a 

Sebuah c o n t o h u t a m a dar i l in tasan berbeda yang d i iku t i o leh lembaga 

budaya u n t u k o rang -o rang p r i b u m i Indones ia ada lah pe rusahaan percetakan 

d a n pene rb i t an mil ik p e m e r i n t a h ko lon ia l yai tu Balai Pustaka. Balai Pustaka 

memi l ik i asal usul d a l a m sebuah k o m i t e yang d id i r i kan pada t a h u n 1908 u n t u k 

mempe la j a r i masa lah bacaan p o p u l e r (Commissie voor de Volkslectuur) yang 

k e m u d i a n men jad i K a n t o r U r u s a n Kesusastraan (Kantor voor de Volkslectuur) 

pada t a h u n 1917. Pada t a h u n 1920, ia memi l ik i k a n t o r percetakan sendir i yang 

m e n g k h u s u s k a n di r i d a l a m pence takan d a n pen j i l i dan b u k u . Balai Pustaka 

adalah p r o d u k dari d u a kecende rungan d a l a m p e m e r i n t a h a n ko lon ia l Belanda. 

Per tama, itu adalah bagian dari t u j u a n jangka p a n j a n g dari s tandardisas i bahasa 

lokal d a n , khususnya , Melayu u n t u k m e m b a n t u pe laksanaan p e m e r i n t a h a n yang 

efisien d a n efekt i f dar i k o l o n i H i n d i a Belanda (Maier 1993). Kedua , p e n d i r i a n n y a 

m e r u p a k a n sua tu ekspresi perha t ian pol i t ik etis u n t u k kesejahteraan sosial 

yang be rusaha u n t u k m e n g u b a h per i laku d a n a t r ibu t dar i p e n d u d u k p r i b u m i 

mela lu i ke ter l iba tan d a l a m kesusastraan. T u j u a n ini d i b e n a r k a n o leh sebuah 

entr i t en t ang sastra di Netherlands Indies Encyclopaedia t a h u n 1917, yang 

m e n y a t a k a n bahwa p e m e r i n t a h menyada r i "bahwa k e m a m p u a n m e m b a c a dapa t 

m e m b a w a semua jenis hasil yang t idak d i i n g i n k a n kecuali d a l a m kasus bahwa 

akan d i u r u s penyed iaan mater i yang baik d a n t idak m a h a l " ("Volkslectuur ' ' 1917, 

5 Furnivall (1967) m e m b e r i k a n sebuah survei yang luas t e rhadap p e r t u m b u h a n kegiatan budaya di an ta ra 
bangsa Kropa. Ia menya takan : " G e r a k a n Hiis m e m u l a i era ba ru d a l a m k e m a j u a n in te lek tua l" (1967: 416). 
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dalam Kimmen 1981: 88-9). Dengan kata lain, Balai Pustaka merupakan sebuah 

ins t rumen yang melaluinya negara mencoba menyatakan ukuran kontrol atas 

perkembangan budaya subjek-subjek p r ibumi di mana negara mel ihat bahwa 

pasarnya tidak memada i . 

Balai Pustaka menerb i tkan tiga jenis buku: buku anak-anak, buku praktis 

( tentang hal-hal seperti memasak , bercocok t anam, dan pembiakan hewan), dan 

sastra dewasa. Dalam publikasi sastra Balai Pustaka u n t u k pembaca dewasa. 

Merle Ricklefs (2001) menegaskan bahwa Balai Pustaka memil iki tiga tugas: 

publikasi karya-karya klasik dalam bahasa daerah; te r jemahan dan adaptasi dari 

karya-karya sastra Barat ke dalam bahasa Melayu; dan publikasi sastra bahasa 

Melayu yang baru. N a m u n , direktur per tama Balai Pustaka, Douwe Adolf 

Rinkes, berencana u n t u k menerb i tkan terbitan berkala "dalam sejumlah bahasa 

orang-orang Indones ia" dan a lmanak populer Balai Pustaka, yang terjual 

100.000 eksemplar, d i terbi tkan dalam empat bahasa: Jawa, Melayu, Sunda , dan 

Madura (Drcwcs 1961: 432-3). Makalah-makalah juga di terbi tkan dalam bahasa 

Melayu, Jawa, dan Sunda secara berkala setiap minggu, dua mingguan , atau 

bu lanan . 

Kan to r Urusan Kesusastraan sangat m e m b a n t u peredaran buku-buku 

Balai Pustaka. Bentuk utama dari sirkulasi adalah pendir ian perpustakaan di 

sekolah-sekolah publ ik berbahasa Melayu bagi anak-anak p r ibumi . Pada tahun 

1914, ada 680 perpustakaan, 1.618 pada t ahun 1920 dan 2.528 pada t ahun 1930 

(Furnivall 1967).6 Agen-agen lokal d i t u n j u k u n t u k penjualan buku di mana 

muncu lnya pe rmin t aan m e n u n j u k k a n bahwa terdapat pembeli . N a m u n , para 

agen tersebut tidak ber tahan lama dengan ukuran pasar yang kecil. Sebaliknya, 

negara meng i r imkan van-van be rmoto r pengangkut buku u n t u k m e m b a n t u 

penjua lan dan distribusi . Balai Pustaka memil iki sirkulasi yang luar biasa 

mengingat t ingkat melek h u r u f yang rendah. Pada tahun 1920, misalnya, 

100.000 buku dijual dan tercatat ada satu juta p in j aman (Ricklefs 2001). Balai 

Pustaka didi r ikan karena kekurangan yang dirasakan dalam bacaan-bacaan 

yang d iproduks i di H ind ia Belanda u n t u k p e n d u d u k p r ibumi di mata para 

adminis t ra tor kolonial Belanda. M e n u r u t Rinkes, Balai Pustaka d i tu jukan un tuk 

menyediakan bahan bacaan yang akan "memuaskan keinginan masyarakat 

un tuk membaca dan m e m a j u k a n pengetahuan mereka, sebanyak dan sesuai 

dengan standard ketertiban kontemporer . Dengan demikian , segala sesuatu yang 

6 Angka-angka ini b e l u m te rmasuk pe rpus t akaan bahasa Belanda. 
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dapa t merusak kekuasaan Pemer in t ah d a n k e a m a n a n negara ha rus d ibe r s ihkan . " 

Rinkes m e n d a f t a r fungs i lain Balai Pustaka sebagai lembaga u n t u k mencegah 

"konsekuens i yang t idak d i i n g i n k a n yang dapa t merusak h u k u m d a n ke te r t iban" 

karena " b a h a n bacaan berbahaya dar i pen jua l b u k u yang n ia tnya k u r a n g t idak 

m u r n i d a n oleh o r a n g yang ingin membaka r -baka r pe rasaan" (Rinkes 1923: 13, 

d a l a m Tickcll 1982). Kebi jakan ed i tor ia l Balai Pustaka m e n g u a t k a n k o m e n t a r 

Rinkes. Balai Pustaka t idak akan m e n e r b i t k a n b u k u - b u k u d e n g a n nada yang 

jelas-jelas religius karena ia m e n g a m b i l s ikap netral pada agama; ia t idak akan 

m e m p u b l i k a s i k a n karya-karya yang berisi p a n d a n g a n pol i t ik yang be r t en t angan 

d e n g a n p e m e r i n t a h ; d a n ia t idak akan m e m p u b l i k a s i k a n sastra apa p u n yang 

" t idak b e r m o r a l " (Teeuw 1967: 14). Kesusast raan pra-Balai Pustaka yang d ikr i t ik 

oleh Rinkes di a tas sekarang d ikena l sebagai bacaan liar. Bacaan liar d i t anda i 

d e n g a n t ingka t k e m a n d i r i a n dar i k o n t r o l negara baik d a l a m b e n t u k m a u p u n 

isi. D a l a m banyak kasus, mate r inya "jelas-jelas pol i t is" , yang b e r h u b u n g a n 

l angsung d e n g a n gerakan nas iona l i s dan d i tu l i s o leh t o k o h - t o k o h pol i t ik yang 

akt i f (Tickcll 1982: 11). 

Tabel 2.1: Pemi l ahan strategis Balai Pustaka d a n publ ikas i bacaan liar 

Bala i P u s t a k a B a c a a n L i a r 

Apol i t i s Politis 

M o r a l Tidak Bermora l 

Sastra yang Baik Sastra y a n g di Bawah S tandard 

Operas i pe r in t ah h ierark is d a l a m budaya yang d i sebu tkan d a l a m pengan ta r 

b a b ini d a p a t d i iden t i f ikas i d a l a m p e m i l a h a n strategis an ta ra bacaan liar d a n 

sastra Balai Pustaka yang melekat d a l a m k o m e n t a r Rinkes d a n kebi jakan 

edi tor ia l Balai Pustaka i tu. Tulisan-tul isan pol i t ik diberi label "subversif* d a n 

t idak d i anggap sastra yang baik . Paul Tickcll menu l i s : "Di ma ta Balai Pustaka, 

sastra berar t i apol i t is . Tulisan pol i t i s berar t i bacaan liar d a n d i h i l a n g k a n sebagai 

bacaan "di bawah Standard" (1982: 195). Tentu saja, h u b u n g a n hierarkis an ta ra 

d u a b e n t u k b a h a n bacaan yang d i b a n g u n oleh Balai Pustaka (d i r inc ikan d a l a m 

tabel 2.1) terkait erat d e n g a n m a n a j e m e n budaya negara ko lon ia l t e rhadap 

p e n d u d u k p r i b u m i . Negara ko lon ia l m e n u n j u k k a n niat u n t u k mere fo rmas i 

s ikap-sikap d a n per i laku yang d i a n g g a p mengha l ang i cita-citanya u n t u k 

m e m b a n g u n o rang -o rang p r i b u m i . 
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Penel i t ian Paul Tickell t en t ang Balai Pustaka menyed iakan se jumlah 

wawasan ke d a l a m prakt ik lembaga tersebut , khususnya kebi jakan ed i tor ia lnya . 

Sementa ra a r g u m e n Tickell ada lah t en tang p e m b e n t u k a n k a n o n sastra Indones ia , 

p a n d a n g a n n y a t en t ang p e r u b a h a n yang d i b u a t u n t u k novel Balai Pustaka, 

seperti Salah Asuhan ( M u i s 1928) m e n g g a m b a r k a n reformasi fungs i Balai 

Pustaka. N a s k a h asli Salah Asuhan, yang d i s a m p a i k a n o leh penu l i s d a n aktivis 

nas ional is A b d u l Moeis , d in i la i melanggar "kepekaan mora l d a n po l i t i k " para 

ed i to r Balai Pustaka (1928). Penyebab u t a m a pe langgaran adalah p e n g g a m b a r a n 

karakter u t a m a n y a yang ada lah seorang wani ta Belanda, yang d a l a m naskah asli 

novel "d icur iga i secara mora l sebagai penyebab k e h a n c u r a n p e r n i k a h a n , serakah, 

rakus d a n akh i rnya [d igambarkan ] sebagai pe lacur" (Tickell 1982 : 197). D a l a m 

versi yang d i tu l i s u lang, sosok wani ta Belanda itu men jad i wani ta setengah-

Pcrancis, sc tcngah-Indoncs ia , d a n penyebab k e h a n c u r a n p e r n i k a h a n digeser 

ke karakter seorang pr ia Indones i a d a n p e n g k h i a n a t a n n y a t e rhadap tradisi . 

Novel-novel la innya d i to lak karena alasan mora l , seperti Belenggu karya A r m i j n 

Pane karena p e n g g a m b a r a n n y a t en t ang p e r z i n a h a n . Naskah asli bahasa S u n d a 

karya Suwars ih D j o j o p u s p i t o u n t u k Buitcn het Garccl, yang d i iden t i f ikas i o l eh 

beberapa k o m e n t a t o r sebagai novel u n g g u l a n pada masa itu (Teeuw 1967), pada 

awalnya d i to lak karena m e n g a n d u n g terlalu sedikit penga ja ran d a n t idak di tu l i s 

d a l a m gaya yang c u k u p sederhana (Foulchcr 1993b). Karena Balai Pustaka 

memi l ik i h a m p i r m o n o p o l i tunggal u n t u k m e n d e f i n i s i k a n apa i tu sastra yang 

serius, maka subjek d a n s ikap yang berlabel subversif secara mora l d a n pol i t ik 

oleh negara ko lon ia l d iber i label sastra yang t idak m e m e n u h i syarat bagi sastra 

yang serius d a n m a n u s k r i p - m a n u s k r i p t e rmasuk subjek d a n s ikap seperti i tu 

lebih sulit m e n d a p a t k a n pe luang u n t u k d i t e r b i t k a n d a n m e n g a l a m i sirkulasi 

yang r endah . 

Semak in t inggi kual i tasnya, m a k a harga bersubs id i d a n sirkulasi ekstensif 

mater i Pustaka Balai men jad i efekt i f m e n g h a p u s k a n publ ikas i bacaan liar pada 

akh i r t a h u n 1920-an. D a m p a k kedua dar i strategi budaya yang d i g u n a k a n d i 

Balai Pustaka ada lah p e m b e n t u k a n Standard estetika ba ru yang d i ident i f ikas i 

dengan tu l i san sastra apol i t is . Tickell menu l i s : 

Balai Pustaka tidak pernah mengungkapkan perannya dalam istilah politik 
langsung, yaitu, penghapusan sastra oposisi politik partisan, meskipun ia 
memang melihat dirinya berfungsi "meningkatkan" Standard penerbitan 
dan sastra. Bagaimanapun, Standard yang digunakan penuh beban - tidak 
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termasuk bermotif politik, apa pun yang mungkin dapat ditafsirkan sebagai 
anti-Bclanda, yang melabeli semua kecuali materi yang diterbitkan resmi 
sebagai bacaan liar dan para penerbitnya disebut sebagai orang "dengan niat 
tidak murniw(1982: 196). 

Ben tuk-ben tuk b a r u sastra yang t idak sesuai d e n g a n s tandard , seperti fiksi popu l e r 

komersia l , r o m a n picisan, d i to lak karena bersifat " p o p u l e r " d a n karena i tu di 

bawah Standard. S tandard estetika yang d i t e t apkan o leh Balai Pustaka memi l ik i 

efek yang p a n j a n g d a n be rke l an ju t an pada kri t ik sastra yang d i m a s u k k a n ke 

d a l a m debat sastra Indones ia d i k e m u d i a n hari (Foulchcr 1993b). Pada t a h u n 

1920-an d a n 1930-an Belanda m u l a i m e n j a u h dar i po l i t ik etis d a n be rpa l ing 

ke a rah relat ivisme budaya d a n d e t e r m i n i s m e rasial. P e r u b a h a n keb i jakan 

p e m e r i n t a h a n tercermin d a l a m Balai Pustaka, yang m e n j a d i lebih konserva t i f 

d a n k u r a n g to le ran . P e r u b a h a n sosial yang telah d i m u l a i oleh pol i t ik etis te lah 

m e n g a s u m s i k a n pada sekitar 1930-an sua tu gelagat kemerdekaan dari negara 

Belanda. H a r r y Benda menul i s : 

Penghentian Politik Etis secara progresif terutama disebabkan oleh fakta 
bahwa reformasi politik dan administratif, pendidikan Barat dan legislasi 
kesejahteraan, meskipun telah dimaksudkan dengan sangat baik, telah berpadu 
kuat dalam melepaskan angin puyuh akibat-akibat yang tak terduga dan 
sangat menggelisahkan yang tampak mengancam fondasi yang paling utama 
dari masyarakat kolonial. Dengan kata lain, gelombang perubahan berjalan 
lebih cepat dari sebelumnya, tetapi mereka semua bermaksud dan bertujuan 
mempengaruhi bank-bank yang disewa oleh para pendukung Politik Etis 

(1958: 36). 

U n g k a p a n Benda t en t ang "akibat-akibat yang tak te rduga d a n sangat 

m e n g g e l i s a h k a n " m e n g a c u pada na s iona l i sme Indones ia . 

D e b a t B u d a y a a n t a r a K a u m N a s i o n a l i s p a d a T a h u n 1930-an 

K a u m nas ional is memi l ik i h u b u n g a n yang r u m i t d e n g a n m u n c u l n y a ide-

ide bangsa Eropa t en t ang p e m e r i n t a h a n , s t r u k t u r kekuasaan t radis ional , d a n 

negara ko lon ia l . Mereka m e n e r i m a d a n m e n o l a k u n s u r p e m e r i n t a h a n ko lon ia l 

d a n prakt ik-prakt ik lokal d a n berbagai ragam nas iona l i sme b e r k e m b a n g pada 

p a r u h pe r t ama abad ke-20. Fak tor kunc i d a l a m p e r t u m b u h a n gerakan nas iona l i s 
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adalah p e n d i d i k a n kebarat -bara tan yang d iber ikan oleh pol i t ik etis p e m e r i n t a h 

kolonia l . H a m p i r semua nas iona l i s telah m e n e r i m a p e n d i d i k a n tersebut (Van 

Niel 1960). Organisasi-organisasi nas iona l i s m u l a i t u m b u h setelah p e m b e n t u k a n 

Budi U t o m o pada t a h u n 1908 d a n b e r k e m b a n g biak pada p a r u h pe r t ama abad 

ke-20, ser ingkah d a l a m m e n g h a d a p i represi o leh negara kolonia l . D a l a m p a r u h 

kedua t a h u n 1920-an k a u m nas iona l i s m u d a dar i berbagai daerah d a n e tn ik 

m e m b e n t u k se jumlah k lub s tudi d i lembaga- lembaga p e n d i d i k a n d i Jawa. Pada 

konferens i t a h u n 1928 mereka m e n g a m b i l " S u m p a h P e m u d a " d e n g a n tiga cita-

cita: "satu Tanah Air, Indones ia ; satu bangsa , Indones ia ; d a n satu bahasa , bahasa 

Indones ia , bahasa pe r sa tuan" . N a m u n , represi Belanda segera m e n g i k u t i n y a 

d a n gerakan nas ional is secara efekt i f d i s ingk i rkan o leh Belanda selama 1930-an 

m e s k i p u n sen t imen nas ional is s emak in be rkembang . 

D u a k e l o m p o k u t a m a dar i k a u m nas iona l i s m u d a m e m b e r i k a n p e n g a r u h 

yang besar atas pol i t ik d a n kebi jakan di Indones ia setelah 1927. S o e k a r n o 

m u n c u l sebagai p e m i m p i n nas ional is d e n g a n basis d u k u n g a n yang luas, yang 

m e n g a n j u r k a n posisi yang me l ipu t i aspek Is lam, Marx i sme , d a n nas iona l i sme . 

Al t e rna t i f la in ada lah seke lompok p e m i m p i n sosial is-nasionalis b e r p e n d i d i k a n 

Barat (Ha t t a , Su tan Sjahrir , Ali Sas t roamid jo jo , d a n S u k i m a n W i r j o s a n d j o j o ) 

d e n g a n p e n d i d i k a n in te rnas iona l ( t e ru tama Belanda) yang m e n y u k a i strategi 

kaderisasi . Kedua k e l o m p o k tersebut sama-sama m e m i l i h pe r lawanan pol i t ik 

t e rhadap kekuasaan kolonia l Belanda d e n g a n m e t o d e koopera t i f . N a m u n , 

d a l a m m e n g h a d a p i p e n a n g k a p a n a tau pengas ingan t e r h a d a p para p e m i m p i n 

yang lebih radikal d a n p e n i n g k a t a n represi Belanda t e rhadap kegiatan pol i t ik 

d a n organisasi yang akt i f secara pol i t ik , gerakan nas iona l i s s emak in berada d i 

bawah k e p e m i m p i n a n m o d e r a t yang m e n g e d e p a n k a n dia log d e n g a n Belanda 

d a l a m rangka mencapa i kemerdekaan mela lu i lembaga- lembaga pol i t ik yang 

ada (Ricklefs 2001). 

Pada awal 1930-an, s eke lompok in te lektual Indones i a yang b e r p e n d i d i k a n 

Barat m e m u l a i upaya u n t u k mengar t iku la s ikan p e n g i m b a n g budaya u n t u k 

gerakan pol i t ik nasional is . F o r u m u t a m a u n t u k diskusi k a u m nas ional is 

Indones ia terkait budaya adalah jurnal sastra Pujangga Baru, yang d i m u l a i 

mela lui kolaboras i an ta ra ed i to r k o l o m sastra d i Balai Pustaka te rb i tan bahasa 

7 S o e k a r n o adalah t o k o h nas iona l i s yang pa l ing p o p u l e r d i Indones ia da l am dua dekade sebelum 
kemerdekaan , dan m e r u p a k a n Presiden pe r t ama Indones ia . Latar-belakangnya dan ide-idenya d ibahas 
d a l a m b a b be r iku tnya karena penga ruhnya pada semua kebi jakan , t e rmasuk kebi jakan budaya , d a n 
t a h u n 1950. 
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Melayu, Pandji Poestaka, Su tan Takdi r Al i s jahbana d a n penu l i s d a n penyair , 

A r m i j n Pane. M u n c u l n y a jurnal tersebut m e n i m b u l k a n beberapa kri t ik dari 

ka langan nasional is-pol i t i s yang pada saat i tu b e r k o m i t m e n pada gerakan n o n -

kooperas i , s ebuah visi po l i t ik nas ional is yang radikal . Mereka m e m p e r t a n y a k a n 

keterkai tan jurnal itu dengan Balai Pustaka d a n pen t ingnya kon t r ibus i jurnal 

sastra pada kesadaran bangsa Indones ia . Keterka i tan an ta ra k e l o m p o k yang 

d ide f in i s ikan o leh H e a t h e r Su the r l and sebagai "nas iona l i s -budaya" (1968: 

116) d a n gerakan pol i t ik m e n j a d i lebih dekat selama t a h u n 1930-an. Negara 

ko lonia l , sembar i m e n i n g k a t k a n represinya atas kegiatan pol i t ik , m e m b i a r k a n 

jalur budaya u n t u k ekspresi nas iona l i s t e rbuka d a n Pujangga Baru d i de f i n i s i kan 

kembal i o leh para ed i to rnya u n t u k berada d i d a l a m r u a n g ini . 

Pujangga Baru m e r u p a k a n pusa t pe rdeba tan t en t ang m e n d e f i n i s i k a n 

kebudayaan I n d o n e s i a yang d i l a k u k a n o leh in te lektual Indones ia dari 

p e r t e n g a h a n 1930-an sampai t a h u n 1942. Volume perdana Pujangga Baru 

beror ientas i pada kri t ik sastra. D a l a m m o n o g r a f i n y a t en t ang Pujangga Baru, 

Kei th Fou lche r meng iden t i f ikas i p e r u b a h a n kebi jakan ed i tor ia l pada awal 

v o l u m e kedua Mei 1934 yang m e m a s u k k a n "isu-isu yang secara luas berbasis 

sosial d a n b u d a y a " (1980: 19). P e r u b a h a n ini telah d i k o n f i r m a s i pada t a h u n 

1935 pada awal v o l u m e ketiga, ket ika ed i tor ia lnya menje laskan t u j u a n Pujangga 

Baru u n t u k " p e m b e n t u k a n , pengorganisas ian d a n p r o m o s i budaya ba ru , budaya 

p e r s a t u a n " ( "Tahun yang ket iga" 1935). Dengan d e m i k i a n , gerakan nas ional is 

pol i t ik d a n budaya menya tu d a l a m f o k u s mereka pada kebudayaan Indones ia 

d a n m e n g a r a h pada si tuasi d i m a n a Pujangga Baru " m e n d o m i n a s i d u n i a 

in te lek tua l" Indones ia dari 1935 s a m p a i invasi J e p a n g di 1942* (Suther land 

1968: 127). 

Latar be lakang nas ional is budaya m e m i l i k i sua tu t ingka t kesamaan 

yang besar sebaga imana dapa t d i b u k t i k a n d e n g a n pemer iksaan t e rhadap 

k o n t r i b u t o r u t a m a Pujangga Baru. H a m p i r semua k o n t r i b u t o r u t a m a ada lah 

o rang-o rang yang b e r p e n d i d i k a n Belanda, telah m e n g a l a m i t r ans fo rmas i 

kesadaran z iarah b i rokras i dari s istem tersebut ke m a r k a s besar ko lon ia l 

Batavia , 9dan m e n g g u n a k a n bahasa Belanda sebagai sarana u t a m a mereka u n t u k 

8 S e m e n t a r a Poedjingga Bjrcte d a n p e r d e b a t a n b u d a y a y a n g b e r l a n g s u n g di h a l a m a n - h a l a m a n n y a 

t e r b i t a n n y a a d a l a h y a n g p a l i n g m e n y i t a p e r h a t i a n d a n t e r k e m u k a p a d a w a k t u i t u , h a r u s d i c a t a t b a h w a 

s e n i m a n d i b i d a n g la in seper t i seni l u k i s ( k h u s u s n y a s e n i m a n Persagi ( S u d a r m a j i 1990)) d a n tea te r 

( B r o w n 2 0 0 1 ) juga t e r l iba t d a l a m g e r a k a n n a s i o n a l i s d a n m e n g e m b a n g k a n p e r s p e k t i f me reka send i r i 

t e n t a n g k e b u d a y a a n I n d o n e s i a . 

9 N a m a k o l o n i a l u n t u k J a k a r t a . 
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b e r k o m u n i k a s i dengan o r a n g Indones ia dari k e l o m p o k e tnis lain. Penyebaran 

e tnik dari para penu l i s Pujangga Baru m e n c e r m i n k a n keakraban S u m a t r a 

yang lebih besar dengan bahasa Melayu d a n karenanya bahasa Indones ia yang 

sedang mereka coba k e m b a n g k a n . Dar i k e d u a p u l u h - l i m a k o n t r i b u t o r u t a m a , 

e n a m belas d i an ta ranya bere tnik Sumate ra , tiga Jawa d a n e n a m dar i e tnik 

la innya . N a m u n , pe rbedaan e tn ik d i m i n i m a l k a n o leh kesamaan u t a m a mereka, 

yang d i r a n g k u m oleh Su the r l and sebagai " d a m p a k modern i sas i ko lon ia l i sme 

Belanda di abad kedua p u l u h d a n na iknya hasil intel igensia dari Barat k a u m 

terd id ik pe rko taan , t e m p a t d i m a n a mereka be rada" (1968: 110). 

K e b i j a k a n B u d a y a d a n P o l e m i k K e b u d a y a a n 

" D e b a t Besar", ter lepas dari kono tas i tunggalnya , sebenarnya m e r u p a k a n 

serangkaian pe r tuka ran an ta ra penu l i s yang berbeda d a l a m berbagai hal 

yang berka i t an d e n g a n p e m b e n t u k a n budaya nas ional . I a m e n d a p a t k a n 

m o m e n t u m p e n u h pada t a h u n 1935, yang mel iha t pe r t ama dar i serangkaian 

po lemik kebudayaan , yang beberapa d i an t a r anya d i k u m p u l k a n bersama d a l a m 

Polemik Kebudayaan karya Achdia t M i h a r d j a (pe r t ama kali d i t e rb i tkan pada 

t a h u n 1948/49). Debat-debat ini , yang lebih sebagai sastra yang d ihas i lkan 

oleh nas ional is budaya , mender i t a keterbatasan d a l a m hal latar be lakang 

d a n kepercayaan di r i para penul i snya . Foulchcr , misa lnya, m e n y a t a k a n 

pe rdeba tan tersebut sebagai " se rangka ian pe rnya taan d a n kon t ra -pe rnya taan 

t en t ang kebanggaan nas ional is d a n rasa percaya d i r i " (1980: 25) k e t i m b a n g 

sebagai upaya u n t u k m e m b a n g u n solusi konkre t u n t u k masalah budaya . 

Terlepas dari ke te rba tasannya , pe rdeba tan tersebut mas ih m e r u p a k a n sebuah 

m o m e n sejarah yang p e n t i n g u n t u k diskusi t en t ang ident i tas d a n kebudayaan 

Indones ia . Kebanyakan anal is is pe rdeba tan budaya , terlepas dar i l i ngkupnya 

yang luas, telah d i f o k u s k a n pada h u b u n g a n mereka t e rhadap p e r k e m b a n g a n 

sastra Indones i a (Fou lchcr 1980; Teeuw 1967).10 Di bawah ini saya menganal i s i s 

awal p o l e m i k budaya i tu , yang d i t e rb i tkan u lang d a l a m Polemik Kebudayaan 

(Miha rd j a 1998), dar i perspekt i f kebi jakan budaya . Ha l ini m e m e r l u k a n 

pergula tan d e n g a n kebe rbudayaan , yang d ide f i n i s i kan d a l a m p e n g a n t a r sebagai 

k o m b i n a s i dar i wacana yang m e n g h a s i l k a n budaya sebagai b i d a n g sosial, d a n 

m e m b e r i arti bagi objek-objek budaya , p rak t ik d a n ruang , dari k a u m nas ional is 

10 Pcngccual ian ada lah art ikel ka rangan Su the r l and (1968) yang bcr iudul " l 'ud iangga Baru: Aspccts of 
I n d o n c s i a n Intcl lcctual Lai'c in ihc I930s" . 
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pada t a h u n 1930-an. Terlepas dari adanya kendala pada masa-masa ini , k a u m 

nas ional is mas ih m e n d e b a t soal representasi dar i p e m e r i n t a h a n ko lon ia l sambi l 

m e m i n j a m banyak dar i ide-ide d a n prakt ik-prakt ik mereka. 

Polemik kebudayaan awal d i m u l a i sebagai p e r t u k a r a n gagasan an ta ra 

Al i s jahbana d a n Sanusi Panc, d u a dari nas iona l i s budaya yang pa l ing m e n o n j o l 

d a n peserta yang pa l ing akt i f d a l a m perdeba tan budaya tersebut . Pe r tuka ran 

p e r t a m a ini telah men jad i yang pa l ing banyak d i t i n j au (Foulcher 1980; Teeuw 

1967) d a n posisi yang d i a m b i l o leh kedua penu l i s t idak begi tu banyak b e r u b a h 

selama ber langsungnya pe rdeba tan tersebut . D e n g a n d e m i k i a n , p e r t u k a r a n 

seperti ini telah m e n j a d i wakil dari pe rdeba tan-perdeba tan yang ada pada masa 

itu d a n m e r u p a k a n t empa t yang sangat baik u n t u k mengana l i s i s baga imana 

budaya telah d i g u n a k a n o leh nas iona l i s budaya . Al i s jahbana ada lah sosok 

yang d o m i n a n di d a l a m Pujangga Baru. Lahir di Sumate ra Uta ra , Al i s jahbana 

d id id ik di sekolah dasar bahasa Belanda di Bengkulu , Sumate ra bagian u tara , 

guru sekolah dasar d i Buki t t inggi , Suma te ra Barat, d a n g u r u pe la t ihan sebuah 

akademi d i B a n d u n g , Jawa Barat. Dia k e m u d i a n p i n d a h ke Batavia ( n a m a lama 

dari Jakar ta ) u n t u k m e n d a p a t k a n sert if ikat kepala sekolah, d a n m u l a i beker ja 

u n t u k Balai Pustaka, pe r t ama sebagai ed i to r ma ja l ah Pandji Pustaka, k e m u d i a n 

sebagai ed i to r sastra d a n penul i s . Sanusi Panc juga ada lah seorang Batak dari 

Sumate ra Utara . Setelah lu lus dar i sekolah dasar bahasa Belanda di Bengkulu , 

Sanusi belajar a n t a r a t a h u n 1922 d a n 1927 d i Sekolah G u r u G u n u n g Sahari 

yang d i j a l ankan o leh T h e o s o p h i c a l Socicty. Pada t a h u n 1929 ia m e l a k u k a n 

bepergian ke Ind ia pada sebuah acara pe r j a l anan yang sangat m e m p e n g a r u h i 

op in i d a n tu l i san- tu l i sannya (Foulcher 1980). 

Al i s jahbana m e m u l a i p o l e m i k budaya p e r t a m a d e n g a n sebuah art ikel 

be r judu l " M e n u j u Masyaraka t d a n Kebudayaan Baru" yang d i t e rb i t kan d a l a m 

Pujangga Baru pada bu l an Agus tus 1935. Da lam artikel i tu, Al i s jahbana 

meng iden t i f ikas i t u j u a n n y a yaitu m e l a k u k a n " p e m b e r s i h a n " p e m a h a m a n 

t e n t a n g "ke indones i aan" . Ia m e n y a t a k a n bahwa ke-Indonesia-an adalah p r o d u k 

dari abad ke-20 yang h a r u s d i b e d a k a n dari budaya yang m e n d a h u l u i n y a , yang 

ia sebut "p ra - Indones ia" . Semanga t yang d i n a m i s d a n m e m p e r s a t u k a n dari 

ke indones i aan m e r u p a k a n hasil interaksi d e n g a n Barat d a n mewakil i t a h a p 

ba ru d a l a m p e n g e m b a n g a n wilayah, lebih seperti keda t angan budaya Ind ia 

d a n Arab ke Nusan t a r a pada abad-abad sebe lumnya . N a m u n , Al i s jahbana 

b e r p e n d a p a t bahwa Indones ia ha rus mel iha t ke budaya " d i n a m i s " (Miha rd j a 

1998: 7) Barat sebagai m o d e l d a n m e n e n t a n g upaya m e n g h u b u n g k a n Indones ia 
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dengan kebudayaan -kebudayaan"p ra - Indones i a " yang ia d i p a n d a n g sebagai 

m e n g h a m b a t p e r k e m b a n g a n budaya (Miha rd j a 1998: 10)." 

Sanusi ada lah salah satu yang p e r t a m a m e n a n g g a p i teori Al i s jahbana i tu . 

D a l a m ar t ikelnya "Kesa tuan I n d o n e s i a " yang d i t e rb i tkan di surat kabar Soeara 

Ocmocm pada tanggal 4 Sep tember 1935,12 Sanus i m e n y u a r a k a n opos i s inya 

t e rhadap p e m b a g i a n Al i s jahbana an ta ra kebudayaan Indones i a d a n pra-

Indones ia , alih-alih menegaskan bahwa masa d e p a n t e rgan tung pada masa lalu. 

Selain itu, Sanus i m e n y a t a k a n bahwa karakter is t ik kebudayaan Indones ia yang 

u m u m telah ada d a l a m seni d a n ada t sebe lum Indones ia m e n g e m b a n g k a n 

kesadaran ident i tas bersama mereka d a n , pada kenya taannya , ada sua tu dasar 

bersama u n t u k semua kebudayaan lokal yang berbeda . Sanusi juga m e n e n t a n g 

p r o m o s i Takdir u n t u k kebudayaan Barat d i atas semua kebudayaan lain. 

Sanusi m e n o l a k mater ia l i sme, ind iv idua l i sme , d a n in te lek tua l i sme Barat yang, 

m e n u r u t p e n d a p a t n y a , lebih meng i s t imewakan mater i d i atas spir i tual d a n 

m e n u n d u k k a n a lam. Berbeda d e n g a n Barat, kebudayaan T i m u r ada lah satu 

d e n g a n a lam, d a n merawat hal-hal yang bers i fa t sp i r i tua l . Sanus i b e r p e n d a p a t 

bahwa idealnya yang mater ia l d a n yang spi r i tua l ha rus d i k o m b i n a s i k a n , yang 

m e n e m p a t k a n T i m u r d a n Barat pada posisi yang sama d a l a m p e n g e m b a n g a n 

kebudayaan Indones ia . 

Berbeda d e n g a n Balai Pustaka yang me l iba tkan p e n g g u n a a n konkre t dari 

s u m b e r daya budaya , p o l e m i k kebudayaan itu lebih idealis d a n d i l a k u k a n pada 

t ingka t in te lektual . Al i s jahbana d a n Sanusi m e m a n f a a t k a n gagasan abst rak 

dari kebudayaan , yang d i d a l a m n y a dapa t d i ident i f ikas i no rma t iv i t a s strategis 

yang mi r ip dengan yang d i g u n a k a n o leh Balai Pustaka. Baik Al i s jahbana 

m a u p u n Sanusi sama-sama mengar t iku la s ikan sebuah agenda yang sama u n t u k 

mere fo rmas i bangsa Indones i a d a n keduanya m e n g g u n a k a n p e m i s a h a n strategis 

t e rhadap a t r ibu t budaya yang d i i n g i n k a n d a n t idak d i i n g i n k a n . Pemi l ahan 

Al i s jahbana t a m p a k lebih m u d a h dari keduanya . Ia m em b ag i kebudayaan 

pra- Indones ia dar i kebudayaan Indones ia yang kebara t -bara tan . Kebudayaan 

Indones ia , sebaga imana t e r c a n t u m d a l a m Tabel 2.2, ada l ah d i n a m i s , bebas u n t u k 

b e r u b a h , m o d e r n , d a n m e r u p a k a n hasil dari se luruh rakyat yang bersatu . Di 

sisi lain, kebudayaan pra - Indones ia t a m p a k sebagai sesuatu yang statis, d i r an t a i 

1 1 M o d e l A l i s j a h b a n a in i t i d a k m e m u n g k i n k a n b e b e r a p a u n s u r b u d a y a lokal u n t u k " b e r a s i m i l a s i " k e d a l a m 

k e b u d a y a a n I n d o n e s i a t e t ap i h a n y a se te lah p e n i m b a n g a n y a n g ha t i -ha t i b a h w a u n s u r - u n s u r t e r sebu t 

t i d a k te rka i t d e n g a n h a m b a t a n bag i p e m b a n g u n a n b u d a y a ( A l i s j a h b a n a 1998: 10). 

12 D i c e t a k u l a n g d a l a m Polemik Kebudjyjjn ka rya M i h a r d j a (1998 : 13-24). 
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oleh tradisi, bersifat tradisional, d a n merupakan hasil dari rakyat yang terbagi-

bagi. Pada bagian p e n u t u p a n artikel yang tampak emosional , Alisjahbana 

meyakinkan para pembacanya u n t u k mengambi l visinya ten tang Indonesia dan 

meninggalkan sifat-sifat yang ber tau tan dengan kebudayaan pra-Indonesia. 

Tabel 2.2: Pembagian Sutan Takdir Alisjahbana antara Indonesia dan pra-

Indonesia 

I n d o n e s i a P r a - I n d o n e s i a 

Kebarat -bara tan Tradis ional 

D i n a m i s Statis 

Bebas u n t u k be rubah lerikat o l eh tradisi 

Bersatu Icrbclah-belah 

Pemilahan Sanusi lebih rumi t karena modelnya telah d iper ten tangkan 

dengan model Alisjahbana dengan pemisahannya yang sederhana antara 

masa lalu dan masa depan. Sebaliknya, ia mengident i f ikasi masa lalu dengan 

spiritualitas T i m u r yang subur dan membagi pengaruh Barat ke da lam atr ibut-

atr ibut material yang d i ing inkan dan a t r ibut spiri tual yang tidak d i ing inkan . 

Ia kemudian mulai mengar t ikulas ikan model p i l ihannya yang merupakan 

c a m p u r a n dari a t r ibut yang d i ing inkan dari pelukisannya tentang budaya 

T imur dan Barat, sementara menolak atr ibut yang ia sebut tidak d i ing inkan . 

Sanusi menggambarkan modelnya sebagai c a m p u r a n Faust yang mewakili Barat 

d a n Ar juna yang mewakili T imur : 

Arah yang sempurna akan menyatukan Faust dengan Arjuna, yang meleburkan 
materialisme, intelektualisme dan individualisme dengan spiritualisme, 
perasaan dan kolektivisme (Mihardja 1998: 17). 

Sanusi menyatakan bahwa kebudayaan Indonesia harus ditarik seluas m u n g k i n 

sebagai dasar yang m u n g k i n termasuk budaya Barat. Dengan demik ian , 

pembagiannya berada di antara pencampuran yang se imbang antara kebudayaan 

T imur dan kebudayaan Barat, yang ia kontraskan dengan model budaya sepihak 

yang mengis t imewakan salah satu saja, T i m u r atau Barat. Sanusi berpendapat 

bahwa Indonesia selalu memil iki satu kesatuan budaya yang mendasari dan 

bahwa mengejar "provinsial isme" yang hanya akan menar ik dari kebudayaan 

daerah sebelumnya akan membatas i perkembangan kebudayaan Indonesia . 
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Baik m o d e l budaya Al i s j ahbana d a n m o d e l budaya Sanusi dapa t d ibaca 

sebagai p rog ram reformis . Karena persuasi po l i t ik mereka, mereka berbagi 

ke ing inan u n t u k m e n y e b a r k a n semanga t nas iona l i s d i ka langan masyarakat 

Indones ia . Kedua m o d e l budaya yang mereka p r o m o s i k a n i tu m e n d o r o n g 

o rang-o rang Indones ia u n t u k m e n g e s a m p i n g k a n p e m b a g i a n secara regional d a n 

bersatu d i be lakang visi progresif t en t ang Indones i a yang sedang b e r t u m b u h . 

Keduanya juga mengar t iku la s ikan s ikap d a n a t r ibu t yang seharusnya, d a l a m 

mode l Al i s jahbana , d i to lak sebagai e lemen dar i masa lalu yang ket inggalan 

z a m a n , a tau, d a l a m m o d e l Sanusi , sebagai bagian dar i masa d e p a n yang 

t idak d i i n g i n k a n . Mereka t idak m e n g g a m b a r k a n a t r ibu t budaya sebanyak 

meng iden t i f i ka s i upaya-upaya yang d ihas i lkan o leh a t r i bu t kebudayaan 

Indones ia . Dengan kata lain, mereka bergulat t en t ang ben tuk def in i s i n o r m a t i f 

kebudayaan Indones ia d a l a m kebe rbudayaan dar i k a u m nas ional is pada t a h u n 

1930-an. 

Tabel 2.3: Pembag ian Sanus i Panc an ta ra KcbudayaanTimur -Bara t yang 

S e i m b a n g d a n Kebudayaan T i m u r saja a tau Barat saja 

T i m u r - B a r a t y a n g S e i m b a n g T i m u r Bara t 

H a r m o n i H a r m o n i Kompe t i s i 

Satu dengan Alam Satu dengan Alam M e n u n d u k k a n Alam 

Teknologi Terkebelakang Teknologi 

I lmu Penge tahuan Terkebelakang I lmu Penge tahuan 

E k o n o m i Terkebelakang E k o n o m i 

Spri t iual d a n Mater ia l Spir i tual Mater ia l 

Fungsi abst rak p e m b u d a y a a n d ika i tkan dengan kebudayaan d a l a m 

pe r tuka ran gagasan an ta ra Al i s jahbana d a n Sanus i Pane hanya d i d u k u n g o leh 

p rog ram konkre t beberapa t i n d a k a n . Misa lnya , Al i s jahbana d a l a m tul isan-

tu l i sannya be rusaha u n t u k " m e m p r a k t i k k a n teor inya t en t ang peran s e n i m a n 

sebagai p e m i m p i n d a n p e m a n d u d a l a m proses p e r u b a h a n sosial" (Foulcher 

1980: 26]). Ketika d ikr i t ik atas tema yang jelas-jelas bersifat m e n d i d i k yang 

menga l i r mela lu i novelnya Layar Tcrkcmbang, Al i s jahbana b e r p e n d a p a t 

bahwa, d a l a m masa p e m b a n g u n a n bangsa , kecende rungan akan p e n d i d i k a n 

m e r u p a k a n e lemen p e n t i n g dari seni (Fou lcher 1980). D e m i k i a n pula , d a l a m 

sebuah ar t ikelnya di Pujangga Baru, Al i s jahbana (1934) m e n d o r o n g generasi 

m u d a Indones i a u n t u k m e n g i k u t i c o n t o h dari gerakan p e m u d a Spanyol yang 
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mengir im ke lompok-ke lompok pemain berkeliaran keluar masuk desa dalam 

pelbagai tur u n t u k memakai pe r tun jukan teater sebagai wahana pendidikan 

dan h iburan bagi warga desa. Masalah bagi nasionalis budaya dari perspektif 

kebijakan budaya adalah bahwa mereka tidak memil iki sarana dan pengetahuan 

u n t u k mengubah ide abstrak ke dalam program konkret yang melampaui 

l ingkaran kecil perkotaan intelektual Indonesia yang ber langganan majalah 

dan berpartisipasi dalam perdebatan. N a m u n demikian , perdebatan mereka 

m e n u n j u k k a n dorongan reformis yang mir ip dengan program dari Belanda dan 

kepatuhan yang mi r ip dengan fungsi membudayakan kebudayaan, meskipun 

dalam bentuk yang jauh lebih abstrak dan idealis. 

Perbedaan u t ama antara kebijakan budaya negara kolonial dan nasionalis 

dapat d i t emukan terutama melalui konsep kebijakan budaya otor i tar ian . Negara 

kolonial jelas melihat subjek sebagai o rang yang m e m b u t u h k a n b imbingan , 

yang dari perspektif negara kolonial d iungkapkan melalui peningkatan 

penerbi tan dan sastra Indonesia . Secara signifikan, ini mencakupi penghi langan 

tema dan sikap-sikap politik dan tidak bermoral . Fungsi membudayakan dari 

sastra m e r u p a k a n sesuatu yang sentral da lam pekerjaan Balai Pustaka, di m a n a 

sastra d igunakan u n t u k " m e n g e m b a n g k a n " kaum pr ibumi Indonesia. Balai 

Pustaka menggambarkan bagaimana kebijakan budaya beroperasi sebagai 

ben tuk pemer in t ahan di sini melalui cara menargetkan p e m a h a m a n dan 

perilaku individu dalam rangka u n t u k m e m b e n t u k atr ibut populasi , yang 

dalam hal ini d idef inis ikan sebagai ke lompok etnis yang berbeda atau pembaca 

p r ibumi dari sastra berbahasa Melayu. Balai Pustaka juga merupakan c o n t o h 

bagaimana kebijakan budaya dari negara liberal dapat m e m a s u k k a n unsur-

unsur dari budaya k o m a n d o dalam hal penduduk dianggap terkebelakang atau 

m e m b u t u h k a n b imb ingan khusus. Intervensi kolonial itu mengganggu, seperti 

halnya negara mendef in i s ikan atr ibut yang d i ing inkan ten tang kebudayaan 

dan melaksanakan program-program u n t u k c a m p u r tangan di b idang budaya. 

Kontro l negara yang d ibu tuhkan oleh kebijakan budaya o tor i ta r ian u m u m n y a 

m e m b u t u h k a n model budaya k o m a n d o , ke t imbang meninggalkan ke tentuan 

budaya kepada mekan isme pasar kurang jelas. Maka tidak mengherankan 

bahwa versi yang d i tekankan nasionalis budaya tentang kebudayaan, yang 

menggabungkan fungsi pembudayaan mengingat pendid ikan mereka yang 

kebarat-baratan, be rhubungan dengan Balai Pustaka dan keinginan mereka 

u n t u k mereformasi masyarakat Indonesia. Seperti Balai Pustaka, k a u m nasionalis 

budaya menargetkan perilaku dan sikap ter tentu sebagai tidak d i ing inkan dan 
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berusaha u n t u k m e n g h i l a n g k a n n y a melalui mode l yang mengar t iku las ikan 

p e r k e m b a n g a n budaya . Perbedaan p e n t i n g an ta ra Balai Pustaka d a n nas ional is 

budaya b u k a n l a h d a l a m cara kerja mereka , tapi cara mereka m e n d e f i n i s i k a n 

o rang-o rang yang m e n j a d i target mereka. Berbeda d e n g a n rezim kolonia l , k a u m 

nas iona l i s budaya mel iha t aud i ens mereka sebagai o rang-o rang yang sedang 

m e n g a l a m i modern i sas i , p e n d u d u k nas iona l yang pe r l ahan tapi past i m e n u j u 

kemerdekaan - d e n g a n kata lain, mereka m e n o l a k m o d e l keb i jakan budaya 

o to r i t a r i an . Tidak seperti Balai Pustaka, k a u m nas iona l i s budaya t idak memi l ik i 

d u k u n g a n keuangan atau logistik dar i negara d a n a r g u m e n mereka te tap sangat 

abst rak d a n teoretis m e s k i p u n mereka telah m e m p e r o l e h p e n g a r u h yang jauh 

lebih luas selama p e n d u d u k a n Jepang . Terlepas dari pe rbedaan d a l a m m e t o d e 

d a n t u j u a n n y a , fungs i p e m e r i n t a h t e rhadap kebudayaan - p e r a n n y a sebagai 

alat u n t u k m e m b e n t u k a t r ibu t d a n per i laku ind iv idu d a n k e l o m p o k - ada lah 

sesuatu yang sentral bagi baik lembaga budaya era ko lon ia l m a u p u n pol i t ik 

budaya k a u m nas ional is . Sebuah negara t idak m e n g e k a n g daya tarik massal 

t e rhadap kebudayaan nas iona l sampa i tentara J e p a n g tiba d i Jawa. 

K e b i j a k a n B u d a y a s e l a m a M a s a P e n d u d u k a n J e p a n g 

Tentara J e p a n g menye rbu Indones ia pada tanggal 10 J a n u a r i 1942 d a n 

p e m e r i n t a h a n H i n d i a Belanda m e n y e r a h pada tanggal 8 Mare t 1942. 

P e m e r i n t a h a n p e n d u d u k a n J e p a n g dengan cepat menguasa i keadaan . Pr ior i tas 

p e r t a m a dari p e m e r i n t a h a n p e n d u d u k a n J e p a n g adalah u n t u k m e m e n u h i 

k e b u t u h a n pe rang Jepang . Principles Governing the Administration of 

Occupied Southern Areas (Pr ins ip-Pr ins ip yang M e n g a t u r Admin i s t r a s i 

Wi layah P e n d u d u k a n Bagian Se la tan) , B yang d iadops i pada 20 N o v e m b e r 1941, 

m e n e t a p k a n t u j u a n p e r t a m a mereka: 

Untuk saat ini, pemerintah militer harus didirikan di daerah yang diduduki 
untuk memulihkan ketertiban umum, mempercepat akuisisi sumber daya 
penting untuk penahanan nasional, dan menjamin kemandirian ekonomi 
personil militer (Benda, Irikura, dan Kishi 1965: 1). 

N a m u n d e m i k i a n , m e t o d e mereka u n t u k m e m e n u h i t u n t u t a n mi l i te r se lama 

masa perang berbeda-beda d i se luruh Indones ia d a n berganti m e n j a d i g e l o m b a n g 

13 N j n p o Scnryochi Gyosci Jisshi Yoryo. 
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perang yang berbalik melawan Jepang. Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah 

adminis t ra t i f yang di ja lankan oleh tiga enti tas mili ter yang berbeda dengan 

kebijakan yang berbeda terhadap p e n d u d u k asli di wilayah mereka masing-

masing. Pendudukan di Jawa d i ja lankan oleh Tentara Angkatan Darat Keenam 

belas, sedangkan Tentara Angkatan Darat Kedua Puluh Lima menja lankan 

p e n d u d u k a n di Sumatcra (pada awalnya dari Singapura) dan Angkatan Laut 

memer in t ah sisa kepulauan Indonesia (Reid 1980). Strategi Jepang di Jawa 

dipusatkan di sekitar mobilisasi berdasarkan gerakan nasionalis, sedangkan dua 

pemer in tahan p e n d u d u k a n lainnya lebih menganda lkan p e m i m p i n tradisional 

un tuk m e n g u m p u l k a n d u k u n g a n . Baik Angkatan Darat Kedua Puluh Lima 

m a u p u n Angkatan Laut pada awalnya memil iki sedikit waktu u n t u k gerakan 

nasionalis dan hanya member ikan sedikit penekanan pada upaya u n t u k 

menghasi lkan gerakan massa sampai Deklarasi Perdana Menter i Jepang Koiso 

pada t ahun 1944 bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. 

Kebijakan Jepang u n t u k m e m e n u h i kebu tuhan perang berencana u n t u k 

memanfaa tkan s t ruktur yang ada dari masyarakat yang mereka duduki . Prinsip-

Pr ins ip yang Mengatur Adminis t ras i Wilayah Pendudukan Bagian Selatan 

menjelaskan maksud itu dalam pr ins ipnya yang per tama: 

Dalam pelaksanaan pemerintahan militer, organisasi pemerintah yang 
ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan tetap menghormati 
struktur organisasi yang sudah ada dan praktik-praktik asli penduduk pribumi 
(Lebra 1975: 114). 

Terlepas dari adanya kebijakan ini, Jepang memula i reformasi sosial dan 

ekonomi yang luas da lam mengejar tu juan perangnya, termasuk memegang 

kendali atas media massa dan melarang semua organisasi pada awal masa 

p e n d u d u k a n n y a . Shigeru Sato (2003: 289), da lam peni la iannya tentang d a m p a k 

kebijakan Jepang di Indonesia, menul is bahwa di Indonesia , seperti di Jepang, 

t u juan dari intervensi sosial dan e k o n o m i adalah " u n t u k m e m b a n g u n sebuah 

s t ruktur e k o n o m i dan sosial yang akan m e n a h a n tekanan perang, pada saat yang 

sama m e m u n g k i n k a n mobilisasi m a k s i m u m sumber daya manusia dan alam 

u n t u k mencapai tu juan perang". Akan tetapi, Aiko Kurasawa (1990) mencatat 

bahwa perhat ian u n t u k m e n e m u k a n kembali dan m e n g h i d u p k a n kembali nilai-

nilai p r ibumi , selain m e n g h i d u p k a n kembali kebanggaan pr ibumi , juga terkait 

dengan mengungkapkan kesamaan mendasar antara budaya Indonesia dan 
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Jepang, yang m e n u n j u k k a n bahwa imperat i f di balik kebijakan Jepang adalah 

c a m p u r a n antara reformasi ideologis dan tun tu t an perang. 

Politik Jepang pada 1930-an memper l iha tkan ideologi pemer in tahan 

p e n d u d u k a n Jepang. Pada 1930-an, militer Jepang semakin gelisah u n t u k 

menegaskan lebih banyak kontrol atas h u b u n g a n e k o n o m i dan keh idupan sosial 

(A. G o r d o n 2003). Ketika perang di Cina meningkat dari t ahun 1937, negara 

Jepang mengambi l kont ro l yang lebih besar terhadap lebih banyak wilayah 

kehidupan sosial dan ekonomi un tuk mengatasi kebu tuhan perang - sebuah 

kecenderungan yang terus berlanjut sampai akhir Perang Dun ia II. Negara 

semakin berada di bawah pengaruh militer, yang berusaha u n t u k mengatur 

modernisasi halus u n t u k m e m e n u h i t u n t u t a n perang yang meningkat . Ketika 

persiapan u n t u k perang d i in tens i fkan , negara semakin mempromos ikan teori-

teori yang memper juangkan h a r m o n i antara negara dan masyarakat, yang 

berpuncak pada t ahun 1940 dengan penghapusan serikat b u r u h dan partai-

partai politik d a n pemben tukan sebuah badan baru non-partai , yaitu Asosiasi 

Bantuan Pemer in tahan Kekaisaran (Bourchicr 1996). 

Salah satu karakter yang jelas-jelas membedakan kekuasaan Jepang dari 

Belanda adalah penggunaan mobilisasi massa.14 J o h n Legge (1977: 138) 

mencatat bahwa penjajah Jepang, dalam situasi perang Pasifik, berusaha 

u n t u k "memobil isasi d u k u n g a n Indonesia secara posit if di belakang rezim 

mereka." U n t u k melakukan itu mereka menggunakan metode-metode yang 

sudah d i te rapkan dalam mobilisasi masyarakat Jepang pada tahun 1930-an 

- m e m b a n g u n organisasi-organisasi massa yang be rhubungan dekat dengan 

birokrasi dan badan-badan konsul ta t i f baru. Da lam studinya tentang perubahan 

sosial di pedesaan Jawa, Kurasawa menggambarkan ciri pemer in t ahan Jepang 

sebagai kombinas i dari "mobilisasi dan kon t ro l " (1988: 16). Mobilisasi 

mengacu pada eksploitasi sumber daya ekonomi , tenaga kerja, dan kerja sama 

dari p e n d u d u k Indonesia sedangkan kontrol mengacu pada penggunaan 

kontrol yang ketat, termasuk sensor dan penindasan gagasan yang dianggap 

ber tentangan dengan upaya perang, u n t u k mengarahkan dan menggerakkan 

14 Salah sa tu konsekuens i d a n n iob i l i i a i i yang memi l ik i penga ruh besar atas peristiwa pol i t ik masa depan 
d i Indones ia adalah efeknya pada generasi m u d a Indones ia . Se jumlah besar p e m u d a m e n j a l a n i pe la t ihan 
yang dise lenggarakan milisi p e m u d a J e p a n g seperti PFTA di Jawa dan yang lebih kecil G i y u g u n di 
Suma te ra (Reid 1980). Para perwira m u d a dar i gerakan p e m u d a , yang segera m e n o n j o l selama Perang 
Kemerdekaan , d i p e n g a r u h i o leh ideologi pe r iode J e p a n g Mereka men jad i blok pol i t ik yang p e n t i n g 
d a l a m pe r iode pasca-kcmerdekaan dan m e m i k u l k e p e m i m p i n a n nas ional pada t a h u n 1966 ( C r o u c h 
1978). 
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mobilisasi. Masa pemer in tahan Jepang di Indonesia melibatkan karakter negara 

yang sangat intervensionis dan berdaya kendali , yang kontras dengan model 

Belanda da lam hal p e m b a n g u n a n yang tertata dan stabilitas.15. 

Bagi pemer in tahan p e n d u d u k a n , "kebudayaan" adalah sarana yang akan 

d igunakan u n t u k mengendal ikan penduduk dan memobilisasi ke lompok dan 

individu u n t u k m e m p e r t a h a n k a n visi imperialis Jepang. Gagasan identitas 

pan-Asia dan pemben tukan blok bangsa-bangsa Asia di bawah k e p e m i m p i n a n 

Jepang sangat sentral bagi kebijakan budaya Jepang. Ide asli u n t u k blok bangsa-

bangsa d ikembangkan pada 1920-an dan 1930-an dan m e n c a k u p Jepang, 

bagian-bagian dari Cina , Korea dan Taiwan. Pada t ahun 1940, b lok tersebut 

diperluas m e n c a k u p Asia Tenggara termasuk Indonesia dan d i n a m a k a n Kawasan 

K e m a k m u r a n Bersama Asia T i m u r Raya (Yosuke 1975). Perdana Menter i Tojo 

Hidcki , dalam pidatonya di I louse of Pccrs pada t ahun 1942, menjelaskan 

beberapa gambaran tentang lembaga tersebut. Dia menyatakan bahwa tu juan 

dari Kawasan Kemakmuran Bersama Asia T imur Raya adalah: 

|...| untuk memungkinkan setiap negeri dan rakyat di Asia Timur Raya untuk 
memiliki tempat yang tepat dan menunjukkan karakternya yang nyata, dengan 
demikian mengamankan tatanan ko-eksistensi dan kemakmuran bersama 
berdasarkan prinsip etika dengan Jepang menjabat sebagai intinya. (...J 
Wilayah-wilayah yang baru akan berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan 
ini adalah wilayah-wilayah yang, meskipun mereka berlimpah dalam berbagai 
sumber daya, telah memiliki kemajuan peradaban dan budaya mereka yang 
sangat menghambat karena eksploitasi yang keji oleh Amerika Serikat dan 
Inggris selama seratus tahun sebelumnya (1975: 79). 

Pernyataan Tojo m e n u n j u k k a n gambaran kunci dari model Jepang. Itu bernada 

sebagai badan koperasi u n t u k kepent ingan bersama bangsa-bangsa yang terlibat 

tetapi dengan Jepang, sebagai bangsa yang paling berkembang dan telah matang, 

menjabat sebagai p e m i m p i n dan pembangunnya . N a m u n , Jepang masih 

membena rkan posisinya yang istimewa dan kontrolnya atas bangsa-bangsa lain 

melalui penggambaran presentasi dir inya sebagai "mode l u n t u k modern i tas" 

15 Para ahli t e n t a n g p e n d u d u k a n J e p a n g u m u m n y a m e n g k o n t r a s k a n r o m a n t i s m e Jepang d a n p e n e k a n a n 
pada p e n g o r b a n a n dir i dan dis ipl in u n t u k penekanan Relanda pada keahl ian dan keunggu lan i lmiah, 
yang d i g a m b a r k a n da lam judul esai terkenal Reid (1980), " Indones ia : F rom Bricfcasc to Samura i Sword" . 
N a m u n , ini memi l ik i etek mengec i lkan p e n e k a n a n J epang pada kon t ro l birokrasi d a n p e n g a m b i l a n 
k e p u t u s a n rasional yang m u n c u l pada 1930-an d i J e p a n g dan d i a l i hkan ke Indones ia be r samaan dengan 
p e m e r i n t a h a n p e n d u d u k a n Jepang . 
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o r a n g Asia (Narangoa dan C r i b b 2003: 8), dan sebagai pe radaban Asia yang 

telah direvitalisasi. Argumen yang mendasa r i , d a n kont radiks i , da lam p ida to 

Tojo adalah bahwa imper ia l i sme Amer ika a tau Inggris ha rus d igant i dengan 

b e n t u k imper ia l i sme J e p a n g yang direpresentas ikan sebagai lebih tepat karena 

ident i tas Asia yang sama. 

D a l a m kasus Indones ia , J e p a n g menggan t ikan kebi jakan budaya-ras yang 

berpusa t pada Barat pada z a m a n Belanda dengan "p r ins ip h o m o g e n i t a s pan-

Asianis dengan slogan super ior i tas Asia atas Eropa" ( G o t o 1997: 16). Kawasan 

K e m a k m u r a n Bersama Asia T i m u r Raya m e n g h u b u n g k a n Indones ia dengan 

Jepang melalui p romos i Asia sebagai k e l o m p o k e k o n o m i dan budaya yang 

telah mender i t a karena kehadi ran pen j a j ahan Barat. Kawasan ini d i g a m b a r k a n 

sebagai koperasi dan secara e k o n o m i sal ing m e n g u n t u n g k a n d a n menga rah 

kepada pe rdama ian d u n i a . J epang d ipos i s ikan sebagai sponso r yang de rmawan 

dan p e m i m p i n yang akan m e m b a n t u da lam memodern isas i negara-negara 

yang pernah mender i t a akibat imper ia l i sme Barat seperti Indones ia . J e p a n g 

sangat ter tar ik u n t u k merekru t k a u m nas ional is melalui d u k u n g a n n y a kepada 

nas iona l i sme lokal t e rhadap kekua tan ko lon ia l Barat d a n m e m a n f a a t k a n daya 

tarik nas iona l i sme yang populer . K a u m nasional is d i j ad ikan sebagai juru bicara 

u n t u k p rogram-program Jepang , yang pa l ing m e n o n j o l d i Jawa, tetapi juga d i 

Sumatera . Akan tetapi , ada ketegangan antara ke ing inan k a u m nasional is u n t u k 

kemerdekaan p e n u h dari kon t ro l J e p a n g (serta eksploitasi J epang atas s u m b e r 

daya Indones ia dan keke jaman polisi Jepang) selama masa p e n d u d u k a n . K a u m 

nasional is diawasi secara ketat d a n aktivitas mereka dibatasi . 

H u b u n g a n antara Jepang, Indones ia , dan Barat m e n c e r m i n k a n per lakuan 

t e rhadap tiga populas i yang berbeda di Indones ia selama perang. Orang-o rang 

Indones i a d i h a r u s k a n m e m b u n g k u k kepada o rang-orang J e p a n g setiap kali 

mereka lewat a tau berpapasan di jalan dan kalender J epang p u n d iha ruskan 

u n t u k d i g u n a k a n . Bahasa Belanda dan Inggris d i la rang d a n sebagai gan t inya 

bahasa J e p a n g d i p r o m o s i k a n d i lembaga-lembaga p e n d i d i k a n dan surat kabar. 

Tu juan u t a m a dari p rog ram budaya J e p a n g adalah u n t u k menyebarkan budaya 

Jepang sebagai c o n t o h dar i budaya Asia yang m a t a n g yang telah berhasil 

mengatasi penga ruh Barat. Se jumlah pekerja budaya J e p a n g (bunkajin) d ik i r im 

ke wilayah-wilayah p e n d u d u k a n dengan t u j u a n m e n g e m b a n g k a n seni Asia 

( G o o d m a n 1991; Kurasawa 1991). P e m e r i n t a h a n p e n d u d u k a n Jepang menyekap 

semua o r a n g Eropa (kecuali o r a n g J e r m a n ) tapi awalnya dipaksa u n t u k tetap 

m e m b i a r k a n o r a n g Eropa yang ke te rampi lannya d ipe r lukan u n t u k m e n j a l a n k a n 
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industr i- industr i vital. Da lam se tahun, orang-orang Eropa berkeahlian tersebut 

juga disekap di kamp-kamp dengan kondisi yang mengerikan dan t ingkat 

kematian yang tinggi.16 

Kebijakan budaya Jepang bergerak melampaui promosi tentang posisi 

Indonesia di Asia T imur . Ia juga berusaha u n t u k mengubah perilaku dan 

atr ibut o rang perorangan bangsa Indonesia . Penelitian Kurasawa tentang 

propaganda Jepang di Indonesia menyediakan informasi yang luas tentang 

tu juan dan metode yang d igunakan Jepang. Ia mengident if ikasi tu juan "jangka 

panjang"dar i p ropaganda Jepang sebagai " indoktr inas i menta l" . Propaganda 

Jepang ber tu juan u n t u k " m e n d o r o n g kebajikan dan mora l khas Jepang, seperti 

kesalehan, kesahajaan, cinta keibuan dan ke tekunan" (1991: 61). Kurasawa 

m e n g h u b u n g k a n tu juan tersebut dengan t ransformasi "mental i tas bangsa 

Indonesia menjadi mental i tas o rang Jepang" dengan tu juan mobilisasi total 

u n t u k upaya perang (1991: 61). Propaganda Jepang juga mencakup i sejumlah 

tu juan jangka pendek yang lebih langsung terkait dengan mobilisasi. Tujuan-

tu juan jangka pendek tersebut lebih praktis dengan tu juan yang lebih konkret 

yang d i fokuskan pada kebu tuhan sosial-ekonomi secara langsung, seperti 

merekrut relawan Indonesia , m e n d o r o n g peningkatan produksi pangan dan 

h ibu ran . Tahun per tama p e n d u d u k a n itu lebih berorientasi pada tu juan 

jangka pan jang tapi hal ini berubah karena kesulitan perang menjadi berlipat 

ganda dan menjadi lebih parah dan keengganan bangsa Indonesia terhadap 

indoktr inas i Jepang p u n semakin b e r t u m b u h . Di da lam negeri Indonesia 

sendiri ada sejumlah kekuatan yang bekerja menen tang pencapaian tu juan 

kebijakan budaya pemer in t ahan p e n d u d u k a n . Selain intervensi yang menekan 

t u n t u t a n perang yang m e n u n t u t sumber daya propaganda, bangsa Indonesia 

sendiri t idak berpartisipasi pasif dalam program Jepang atau hanya mener ima 

propaganda Jepang. Sebaliknya, mereka mengambi l keun tungan dari pe luang 

yang disediakan oleh kebijakan budaya Jepang dalam rangka mencapai tu juan 

mereka sendiri. 

I n f r a s t r u k t u r K e b i j a k a n Budaya P e n d u d u k a n J e p a n g 

Kebijakan budaya Jepang dipusatkan pada produksi propaganda perang. 

Propaganda merupakan bagian pent ing dari upaya perang dan hadi r di semua 

wilayah yang d iduduk i Jepang. Model p ropaganda m e n u n j u k k a n beberapa 

16 Di k a m p penyekapan sipil laki-laki. e m p a t p u l u h persen dar i t a h a n a n ma t i (Kicklct's 2001). 
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p e r s a m a a n d a n d idasa rkan secara luas pada p rog ram dari Nazi J e r m a n 

( G o o d m a n 1991). N a m u n , ada pe rbedaan yang s ign i f ikan an ta ra pelbagai 

wi layah. Penggunaan gerakan nas iona l i s d a l a m p r o p a g a n d a o leh Tentara 

A n g k a t a n Dara t Keenam Belas di Jawa berbeda secara s ign i f ikan dar i keb i jakan 

Angka tan Dara t Kedua Pu luh Kelima yang mengenda l i kan Sumate ra d a n 

A n g k a t a n Laut d i Indones i a T i m u r . Di luar Jawa te rdapa t beberapa ke longgaran 

t e rhadap k a u m nas ional is . 

D e p a r t e m e n kunc i u n t u k kebi jakan budaya J e p a n g d i Jawa adalah 

Scndcnbuy D e p a r t e m e n Propaganda . S c n d c n b u d id i r i kan di Jakar ta pada 

b u l a n Agus tus 1942. Ia terdiri dar i tiga bagian: Admin i s t r a s i , Berita d a n Pers, 

d a n Propaganda . Ketika s t r u k t u r mi l i te r m e n j a d i lebih kompleks , se jumlah 

pusa t k h u s u s d id i r i kan sebagai b a d a n cks t ra -dcpar tcmcn d i b i d a n g media 

cetak, pe l aporan , s iaran rad io , teater, p roduks i f i lm d a n dis t r ibus i f i lm. Selain 

S e n d e n b u , l ima un i t operasi d is t r ik d id i r i kan d a n set iap k a n t o r keres idenan 

memi l ik i bagian p r o p a g a n d a sendir i . D a l a m kerangka ini admin i s t ras i , d u a 

organisasi d i f o k u s k a n secara k h u s u s pada p e n g e m b a n g a n seni nas ional is : Pusat 

Kebudayaan d a n bagian budaya dar i organisasi massa yang d i j a l ankan o leh 

k a u m nasional is , Poetera. 

Pada b u l a n Apri l 1943, Pusat Kebudayaan (Kamin Bunka Shidosho) 

d id i r ikan sebagai organisasi pe lengkap bagi S e n d e n b u . Tugasnya adalah 

u n t u k m e m p r o m o s i k a n seni t rad is ional Indones ia , u n t u k m e m p e r k e n a l k a n 

d a n m e n y e b a r k a n budaya J epang , d a n u n t u k m e n d i d i k d a n mela t ih s e n i m a n 

Indones ia (Kurasawa 1988). Pusat K e b u d a y a a n terdiri dari l ima bagian -

admin i s t ras i , sastra, musik , seni rupa , d a n p e r t u n j u k a n seni (teater, tari, d a n 

f i lm). O r a n g - o r a n g Indones i a m e m i m p i n mas ing-mas ing bagian d a n beker ja 

sebagai s taf p e n u h waktu . Pusat Kebudayaan tersebut juga m e n e r b i t k a n m a j a l a h 

t a h u n a n , Keboedajaan Timoer, yang diedi t o leh Sanusi Pane dari Pujangga Baru 

yang tenar. M e s k i p u n m e m p r o m o s i k a n versi J e p a n g dari kebudayaan Indones ia , 

ma ja l ah tersebut juga berisi p e m b a h a s a n berbagai b e n t u k seni ( f i lm, seni rupa , 

sastra) d a n m e m p r o m o s i k a n penyai r d a n penu l i s Indones ia . 

Poesat Tenaga Rakyat (Poetera) d i d i r i k a n pada tanggal 9 Mare t 1943. 

M e s k i p u n lebih d ikena l sebagai organisasi pol i t ik , Poetera juga m e n j a l a n k a n 

p r o g r a m budaya d a n memi l ik i bagian kebudayaan . Lembaga ini adalah sebuah 

organisasi yang d i d a n a i J e p a n g yang d i p i m p i n o leh t o k o h - t o k o h nas ional is 

t e r k e m u k a yang me l iha t hal i tu sebagai k e n d a r a a n potensia l u n t u k memobi l i sas i 
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d a n mengorgan i s i r rakyat dengan semangat nasional is . S o e k a r n o m e n j a b a t 

sebagai kepala Poeterà d a n m e m p r o m o s i k a n n y a d e n g a n p e n u h semanga t . 

Poeterà m e m b e n t u k k o m i t e d i se luruh Jawa d i bawah pengawasan k a n t o r pusa t 

yang besar. K a n t o r pusa t d ibagi m e n j a d i bagian-bagian yang b e r h u b u n g a n 

dengan p e n d i d i k a n , p r o p a g a n d a , kebudayaan , kesehatan, kesejahteraan sosial 

d a n "pence rahan" 1 (Kanahc lc 1967). P e n d u d u k a n J e p a n g ter l ibat sangat in tens 

d a l a m pembiayaan , proses pengorganisas ian d a n pengangka t an Poeterà, d a n 

b e r h a r a p itu akan m e m b a n t u mereka d a l a m mencapa i t u j u a n pe rang mereka. 

Sebagai harga u n t u k d u k u n g a n Jepang , p e m i m p i n Poeterà i tu d ipaksa u n t u k 

berpar t i s ipas i d a l a m p r o p a g a n d a Jepang . Poeterà menyed iakan sebuah platform 

u n t u k k a u m nas iona l i s sua tu t ingkat o t o n o m i yang lebih besar dar i J e p a n g 

k e t i m b a n g Pusat Kebudayaan , yang sangat m e n d o r o n g nas iona l i sme Indones ia 

d a n juga m e m p r a k a r s a i beberapa p r o g r a m budayanya sendir i . Perbedaan an ta ra 

p e m e r i n t a h a n p e n d u d u k a n J e p a n g d a n nas iona l i s m e m b a t a s i Poeterà dari sejak 

lahirnya d a n resistensinya dari bi rokrasi ko lon ia l p r i b u m i , yang sekarang beker ja 

u n t u k Jepang , d a n karena i tu mereka memba tas i kegiatan mereka d i luar kota-

kota besar di Jawa (Kanahclc 1967). Poeterà m e n j a d i bag ian dari gerakan massa 

yang d i k o n t r o l d e n g a n ketat oleh Jawa H o k o k a i pada 8 J a n u a r i 1944, yang 

m e n i r u Asosiasi B a n t u a n P e m e r i n t a h a n Kekaisaran J e p a n g (Taisei Yokysankai). 

Pusat Kebudayaan d a n Poeterà m e n j a d i pusat -pusat p e n t i n g bagi 

p e r k e m b a n g a n ekspresi seni rupa dan budaya Indones ia . Mereka menyed iakan 

s u m b e r daya, karya yang d i t e rb i tkan , d a n m e n j a l a n k a n lokakarya pe la t ihan . 

S e n i m a n - s e n i m a n nas ional is , penul is , d a n ak to r yang dengan cepat b e r k u m p u l 

d i sekitar Pusat Kebudayaan d a n Poeterà diber i posisi k u n c i d a l a m apa ra tus 

budaya , d a n d i lengkapi dengan s u m b e r daya negara. Nas iona l i sme mula i 

m e n g a m b i l posisi sentral d a l a m p e r k e m b a n g a n seni d i Indones i a d a l a m 

lembaga kebudayaan yang d i s p o n s o r i Jepang . 

D a m p a k d a n P e n g a r u h K e b i j a k a n B u d a y a J e p a n g 

D a m p a k keb i j akan budaya J e p a n g terkait erat dengan p e n g g u n a a n berbagai 

b e n t u k budaya u n t u k t u j u a n p ropaganda . Produks i d a n dis t r ibus i p ropaganda 

b e r d a m p a k pada p r o d u k s i f i lm, radio , media cetak, seni rupa , teater, mus ik , 

17 " P e n c c r a h a n " mengacu pada a jaran fi lsafat nas ional i s . 
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wayang d a n m e m p e r k e n a l k a n b e n t u k seni ba ru selama p e n d u d u k a n , 

kamishibai}* P e m b a h a s a n ber iku t t e ru t ama berka i t an d e n g a n seni rupa . 

D a l a m seni rupa , kebi jakan budaya J e p a n g lebih d i r angsang oleh sebuah 

gerakan yang d i m u l a i empa t t a h u n sebelum tentara J e p a n g tiba d i Indones ia . 

Pada b u l a n O k t o b e r t a h u n 1938, s e k e l o m p o k kecil s e n i m a n Indones i a 

m e m b e n t u k Persa tuan Ahli G a m b a r Indones ia (Persagi) d i m u l a i d i Jakar ta . 

Mereka bersekutu secara pol i t ik dengan gerakan nas ional is d a n m e m a s u k k a n 

tema- tema t en t ang Indones ia d a l a m karya-karya mereka. Semanga t dasar Persagi 

ada lah kri t ik bersama t en t ang keadaan seni rupa d i Indones i a yang d i d a s a r k a n 

pada visi nas ional i s bangsa yang o t o n o m d a n bebas d a n t u j u a n n y a ada lah 

u n t u k m e n g e m b a n g k a n seni rupa d i ka langan masyarakat Indones ia dengan 

m c n g u p a y a k a n " g a y a Indones ia Baru" (Sudarmaj i 1990 : 75), t e ru t ama d e n g a n 

m e n g a d o p s i teknik- teknik bangsa Eropa awal abad kedua p u l u h d e n g a n mater i 

garapan Indones ia . 

Ketika J e p a n g m e n y e r b u , Persagi d i b u b a r k a n be r sama d e n g a n semua 

organisasi sosial la innya . N a m u n d e m i k i a n , para s e n i m a n Persagi m e n i n g k a t k a n 

kapasi tas mereka selama p e n d u d u k a n . S e n i m a n Persagi m e n d u d u k i jaba tan 

p e n t i n g baik d a l a m Pusat Kebudayaan J e p a n g m a u p u n Poeterà. Bagian seni 

r u p a dari Pusat Kebudayaan J e p a n g d i p i m p i n o leh Agus D ja j a soemin t a (sering 

dis ingkat Djaja) , m a n t a n Ketua Persagi, sementara bagian seni rupa Poeterà 

itu d i p i m p i n oleh S u d j o j o n o , yang ada lah s e n i m a n Persagi pa l ing terkenal 

(Kusnad i 1990). Ide d a n teknik Persagi d i l embagakan d a l a m organisasi budaya 

yang pen t ing . 

Se jumlah besar s e n i m a n b e r p e n g a r u h Indones ia dar i t a h u n 1940-an d a n 

1950-an berafi l iasi d e n g a n Poeterà a tau Pusat Kebudayaan Jepang . S u d j o j o n o 

d a n Agus Djaja adalah s en iman- sen iman yang sangat d i h o r m a t i . Af fond i , salah 

satu s e n i m a n Indones ia yang sangat berprestasi dar i p a r u h kedua abad kedua 

p u l u h , m e l u n c u r k a n kar iernya dari Poeterà d a l a m sebuah p a m e r a n tunggal 

pada t a h u n 1943. K a r t o n o Y u d h o k u s u m o , pe lopo r dari seni gaya "dekora t i f " 

pada 1950-an, juga be rgabung dengan Poeterà seperti ha lnya H e n d r a G u n a w a n , 

H c n k N g a n t u n g , M o c h t a r A p i n , d a n Za in i . S e n i m a n luar biasa la innya, Barli, 

be rgabung d e n g a n cabang Pusat Kebudayaan J e p a n g cabang B a n d u n g d a n , 

sebagai bagian dari p rog ram Jepang , m e n g a j a r k a n se jumlah s e n i m a n m u d a , 

18 Pe r tun jukan cer i ta-bergambar gaya J e p a n g yang mel iba tkan serangkaian g a m b a r yang menyer ta i sebuah 
cerita. Kamish iba i t idak d ibahas d i sini karena h a m p i r m e n g h i l a n g bersama dengan berakhi rnya 
p e m e r i n t a h a n p e n d u d u k a n J epang pada 1945. 
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termasuk Popo Iskandar dan Supar to (Supangkat 1996). Para sen iman ini 

sekarang merupakan kanon seni rupa dari masa revolusi dan awal kemerdekaan. 

Pelatihan dan pameran adalah kegiatan inti dari bagian seni rupa. Takashi 

Kohno , seorang ins t ruktur Jepang bagian seni rupa dari Pusat Kebudayaan, 

melihat pelat ihan sebagai pusat u n t u k mengembangkan masa depan seni rupa 

Indonesia . Dia m e n d o r o n g keberanian para sen iman baru dan mengatakan 

bahwa seni "t idak boleh di atas tapi tepat di tengah-tengah masyarakat" (1942: 

22).19 Banyak seniman baru dilatih di lembaga-lembaga yang disponsor i Jepang 

dan berbagai pameran diselenggarakan oleh baik Pusat Kebudayaan Jepang 

m a u p u n Poeterà. Pada bulan Desember 1942, pameran lukisan per tama dari 

semua seniman Indonesian d iadakan di Jakarta di Pusat Kebudayaan dan 

kemudian diadakan berkeliling di seluruh Jawa. Dua pameran lainnya terjadi 

pada t ahun 1943, bersamaan dengan pameran tunggal dari l ima sen iman yang 

diselenggarakan oleh Poeterà. Pada bulan April 1944, pameran u m u m keempat 

d iadakan. 

Baik Pusat Kebudayaan m a u p u n Poeterà sama-sama aktif m e m p r o m o s i k a n 

seniman Indonesia yang menggunakan teknik Barat. Berdasarkan semua itu, 

karya-karya mereka t ampak jelas ber tentangan dengan pr ins ip u t ama kebijakan 

budaya Jepang, yang ber tu juan u n t u k members ihkan Indonesia dari pengaruh 

Eropa. Pada saat pembukaan Pusat Kebudayaan, Seizaburo Okasaki , wakil dari 

Pemer in tahan Pusat Jepang di Jawa, menyatakan: 

Secara khusus sebagian besar benua Asia, termasuk Indonesia, yang telah 
ditindas oleh bangsa-bangsa Barat sampai saat ini. menjadi sasaran budaya 
yang menghancurkan Kebudayaan Timur Pribumi. Perang Asia Timur Raya 
adalah seperti api abadi yang telah membangun kembali Budaya Timur (1943: 
!)• 

N a m u n demik ian , seniman Indonesia tidak melihat gaya mereka sebagai 

"Barat" tetapi lebih sebagai kontemporer . J im Supangkat menul is bahwa basis 

estetika seni mode rn Indonesia "sangat berbeda dari seni t radisional Indones ia" 

dan bahwa "berbagai gaya populer dalam perkembangan seni rupa mode rn 

di Eropa Barat dan Amerika Serikat juga muncu l da lam perkembangan seni 

19 la menu l i s n a m a n y a dengan ejaan yang berdasarkan buny i . K o n o . yang akan m e n j a d i lebih m u d a h bagi 
o r a n g Indones ia u n t u k mengejanya . 
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rupa mode rn Indones ia" (Supangkat 1990: 158). Sen iman Indonesia melihat 

seni mereka sebagai khas Indonesia karena fokus mereka pada tema Indonesia 

dan k o m i t m e n nasionalis mereka. Para sen iman nasionalis mengeksplorasi 

modern i t as dari perspektif Indonesia yang mel ibatkan kombinas i tema dan 

konvensi dari sumber-sumber tradisional dan baru . Supangkat m e n a m a k a n 

gaya lukisan yang m u n c u l itu " romant i sme" seperti yang d ipengaruhi oleh 

gaya romant is "Eropa awal abad kesembilan belas" yang memprakarsa i seni 

modern internasional . Lukisan-lukisan d idominas i oleh tema "pemberon takan , 

per juangan, penindasan, dan kemisk inan" serta tema poli t ik dan sangat 

s imbol ik (1990: 159). G a m b a r a n romant i s per juangan revolusioner ber lanjut 

ke t ahun 1970-an. 

Poetcra dan Pusat Kebudayaan menghasi lkan seniman yang secara luas 

berbagi perspektif t en tang lukisan dan kebudayaan Indonesia . Tumpang t ind ih 

antara modern i sme Indonesia dan dokt r in p e n d u d u k a n Jepang mencip takan 

ruang d i m a n a seni rupa modern Indonesia bisa berkembang. Para sen iman kali 

ini memil iki semangat u n t u k mengambi l seni Indonesia dari keadaan saat ini 

(yang d igambarkan oleh K o h n o sebagai "kertas kosong") m e n u j u tu juan dan 

tempat yang baru. K o h n o menul is pada t ahun 1943: 

Upaya yang kita harus buat sekarang sangat jelas di depan mata kita. Oleh 
karena itu, para pelukis Indonesia harus membentuk dasar lukisan dan patung 
yang sehat secara spiritual, yang didasarkan pada kesadaran baru seniman dan 
memahami dunia baru, karena kesadaranlah yang didasarkan pada iklim yang 
baru (1943: 10). 

"Kesadaran baru" yang d i ing inkan oleh para sen iman Indonesia yang sedang 

bangkit itu memil iki beberapa kesamaan dengan "kesadaran baru" yang 

d ip romos ikan oleh pemer in tah p e n d u d u k a n Jepang. T u m p a n g t ind ih juga 

jelas dalam sebuah artikel oleh Agus Djaja. Djaja menggambarkan kebudayaan 

dan seni Jawa telah mengalami tiga abad " h i p n o t i s m e " karena kolonial isme 

dan kapitalisme. Ia kemudian menyorot i kesempatan u n t u k mengembangkan 

lukisan dalam "ikl im ba ru" Asia T i m u r yang bebas dan kebu tuhan u n t u k 

mengembangkan luk isan"Ket imuran" . Mengu t ip penyair Indonesia mode rn 

termasyhur Chair i l Anwar, Djaja menulis : "Kita para seniman harus benar-

benar merasa b e r u n t u n g h i d u p di zaman ini. Meskipun mereka keras, kita 

m u n g k i n ingin h i d u p dan mat i seribu kali" (Djajasoeminta 1943: 8). 
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Afiliasi antara nas ional isme dan seni modern menguat terus dalam tahun-

t ahun setelah 1945. Ketika Republik yang baru terbentuk memproklamas ikan 

kemerdekaannya dan kemudian melawan agresi Belanda setelah itu, para 

sen iman perupa m u n d u r bersama republik, yang k e m u d i a n berakhir d i 

Yogyakarta ketika pasukan Republik m u n d u r ke kota i tu. Sejumlah sen iman 

berhasil mengabadikan perang itu tapi sayangnya lukisan-lukisan mereka, 

bersama dengan banyak lukisan dari peral ihan Jepang, hi lang ketika Belanda 

menyerbu kota Yogyakarta dan selama masa penuh gejolak. Setelah perang 

berakhir pada t ahun 1949, se jumlah seniman memil ih u n t u k tetap tinggal di 

Yogyakarta. H o l t (1967) menyatakan bahwa pada t ahun 1950 dua pertiga hingga 

tiga perempat dari pelukis Jawa tinggal di Yogyakarta. Tema-tema romant is 

yang d ikembangkan oleh Persagi dan d ikembangkan selama tahun- tahun 

p e n d u d u k a n Jepang terus d iupayakan di Yogyakarta dan sangat m e n o n j o l di 

sekolah tinggi seni yang didi r ikan di sana pada t ahun 1950. Sebuah ke lompok 

kecil sen iman di Bandung (termasuk Barli, Iskandar, dan Supar to) menekun i 

gaya seni yang be rp indah dari realisme dan menu ju gaya yang lebih abstrak 

yang kemudian berafiliasi dengan fakultas seni di Insti tut Teknologi Bandung. 

Kedua gerakan seni ini telah member ikan pengaruh yang berkepanjangan 

terhadap seni rupa kon tempore r Indonesia. 

Kontro l negara atas produksi dan distr ibusi f i lm mengikut i model yang 

sudah ada di Jepang. Di Indonesia, Jepang menggunakan rumah produksi f i lm 

yang disita dari Belanda u n t u k m e m b u a t f i lm mereka dan juga mengambi l 

alih seluruh b ioskop yang ada dan menja lankan pemuta ran f i lm layar tancap 

(Kurasawa 1991). Pil ihan-pil ihan t o n t o n a n segera berubah . Sejumlah besar 

f i lm Jepang d i i m p o r dan pemer in tahan p e n d u d u k a n merangsang produksi 

f i lm lokal u n t u k berita dan f i lm demi tu juan propaganda. Berbagai jenis 

f i lm semuanya berorientasi pada tema, instruksi teknis, dan ajaran mora lyang 

disetujui pemer in tah . Film berita juga menayangkan p ida to oleh para p e m i m p i n 

terkemuka Indonesia , yang paling sering Soekarno. Harga tiket d ikurangi secara 

substansial dari harga sebelum perang u n t u k merangsang kehadiran audiens. 

Pemerintah Jepang juga memper luas penggunaan b ioskop keliling. Lima 

belas t im proyeksi bepergian ke pedesaan member ikan pemuta ran gratis film 

propaganda bagi p e n d u d u k pedesaan, yang mana kebanyakan dari mereka tidak 

pernah melihat f i lm sebelumnya (Kurasawa 1991). Penggunaan fi lm oleh Jepang 

u n t u k tu juan politik juga selamat dari perang, dengan pembuat f i lm Indonesia 
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yang m e n d o k u m e n t a s i k a n ke jadian bersejarah t en t ang pe rang kemerdekaan 

(Sen 1994). 

P e m e r i n t a h J e p a n g juga merangsang p r o d u k s i p r o g r a m r a d i o d a n 

penyeba ran radio . Sekitar 1.500 " p o h o n nyany i " r ad io tersebar d i se luruh 

Jawa u n t u k m e n y e b a r k a n p r o p a g a n d a (Sen d a n I lili 2000) d a n Proklamasi 

Kemerdekaan pe r t ama kali d i s ia rkan melalui s tas iun-penerus k a u m nas ional is 

dari sebuah s tas iun rad io J e p a n g pada ma lam 17 Agus tus 1945. Repub l ik 

Rad io Indones ia (RRI) m u l a i sebagai k o n s o r s i u m yang terdiri dari de lapan 

s tas iun d i d a l a m jar ingan rad io Jepang . Pengambi l a l i han p e m e r i n t a h a n J e p a n g 

atas pers m e n a w a r k a n Indones i a lebih banyak kesempa tan u n t u k m e n g a m b i l 

posisi t a n g g u n g jawab yang sebe lumnya d ipegang o leh war tawan Belanda d a n 

pe la t ihan m e s k i p u n p e m e r i n t a h a n p e n d u d u k a n juga m e n i n g k a t k a n sensor 

(D.T. Hi l l 1994). 

O r a n g J e p a n g juga m e m e r l u k a n narasi sejarah baru , mi tos d a n pah lawan 

u n t u k m e n g g a n t i k a n sejarah Belanda yang telah m e n d o m i n a s i b u k u pe la ja ran 

d a n n a m a jalan sebe lum 1942. A n t h o n y Reid m e n c a t a t bahwa sejarah nas ional is 

yang d i tu l i s u n t u k d i g u n a k a n selama pe r iode ini m e m p e r k u a t " o r t o d o k s i 

nas ional i s ba ru yang telah t e rbuk t i sangat t a h a n l a m a " (1980: 25). Tokoh 

nas iona l i s k u n c i yang m e m e g a n g posisi sen ior d i p e m e r i n t a h a n p e n d u d u k a n , 

seperti M u h a m m a d Yamin, penya i r d a n o r a n g Indones ia yang m e m e g a n g posisi 

ter t inggi d i S c n d c n b u , d a n Sanusi Pane m e m p r o m o s i k a n d a n m e n g e m b a n g k a n 

sejarah nas ional is dengan d u a e lemen yang akan m e n j a d i u k u r a n Standard 

d a l a m teks-teks sejarah nas iona l . Per tama, teks-teks tersebut m e n g g a m b a r k a n 

masa pra-kolonia l Indones ia sebagai masa d i m a n a kesatuan pol i t ik d a n 

k e m a k m u r a n d i j a l ankan o leh kera jaan-kera jaan besar H i n d u . Kedua , 350 

t a h u n p e m e r i n t a h a n Belanda merepresen tas ikan waktu p e n i n d a s a n d e n g a n 

pe r l awanan beberapa kali d i mas ing-mas ing daerah d a n o leh rakyat Indones ia . 

D a l a m sejarah ini, " p e n j a h a t " Indones ia d a l a m sejarah Belanda d ibua t m e n j a d i 

pah lawan pe r l awanan d a l a m cerita mereka t e n t a n g p e r j u a n g a n kemerdekaan 

(Reid 1979: 297-298). O r t o d o k s i sejarah ba ru memi l ik i akarnya d a l a m serangan 

intelektual nas iona l i s t e rhadap V O C Belanda d a n versi sejarah yang berpusa t 

pada negara H i n d i a Belanda yang d i g u n a k a n u n t u k m e n d i d i k o r a n g Indones ia 

dari t a h u n 1920-an. Sejarah Indonesia karya Sanus i Pane (1965)-° m e n j a d i 

20 Per tama kali d i t e rb i tkan pada t a h u n 1943. 
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sejarah nas ional baku d a n s t ruk tu rnya , m e n u r u t Reid (1980), telah direpl ikasi 

d a l a m banyak sejarah lokal . 

Ledakan puis i d a n sastra nas iona l i s d i m u l a i selama m a s a P e n d u d u k a n 

J e p a n g m e s k i p u n banyak d i an t a r anya t idak d ipub l ikas ikan sampa i setelah 

J e p a n g m e n y e r a h karena adanya keb i jakan sensor. Kr i t ikus sastra A. Teeuw 

m e n y a t a k a n : "Tidak ada keraguan bahwa revolusi sp i r i tua l d i Indones ia , d a n 

erat ter jal in d e n g a n itu gerakan sastra ba ru , d i m u l a i pada t a h u n 1942" (1967: 

107). P e r k e m b a n g a n p e n t i n g u n t u k sastra adalah keputusasaan J e p a n g t e rhadap 

bahasa Belanda, yang secara luas d i g u n a k a n di an ta ra elite b e r p e n d i d i k a n 

Barat yang da r inya berasal banyak penu l i s Indones ia , d a n keberan ian orang-

o r a n g Indones ia . Beberapa b u k u d i t e rb i tkan d a l a m Pusat Kebudayaan d a n 

t e rmasuk t ema d a n slogan-slogan Jepang . Buku-buku lain d i tu l i s se lama 

masa ini tapi t idak d ipub l ikas ikan s a m p a i setelah kemerdekaan . Keboedajaan 

Timoer m e r u p a k a n f o r u m p e n t i n g u n t u k diskusi sastra d a n puisi d a n t e rmasuk 

ku t i pan -ku t i pan dari karya-karya baru . Cha i r i l Anwar juga m e m u a t beberapa 

puisi d a l a m te rb i tan Kcbocdajaan Timoer, m e s k i p u n ia pada dasarnya krit is 

t e rhadap J e p a n g d a n banyak puis inya d i t e rb i tkan setelah akh i r p e n d u d u k a n . 

D a l a m b a h a n yang d i p r o d u k s i u n t u k t u j u a n p r o p a g a n d a , kekua tan 

p e n d o r o n g p e r u b a h a n d a l a m isi dari b e n t u k - b e n t u k budaya ada lah t ekanan 

agar sesuai d e n g a n p r ins ip -p r ins ip budaya pan-Asia. Para peker ja budaya 

nas ional is , mela lui part is ipasi mereka d a l a m lembaga- lembaga kebudayaan 

J epang , m a m p u terus m e m p r o m o s i k a n t ema nas iona l i s yang t u m p a n g t i n d i h 

d e n g a n k e p e n t i n g a n Jepang , d a l a m upaya p e m b e b a s a n khususnya dar i Belanda. 

M u a t a n tema masa pe rang d a n gagasan budaya pan-Asia be rakh i r dengan 

p e n d u d u k a n J e p a n g seperti ha lnya juga p r o m o s i budaya Jepang . Keb ru t a l an 

u n s u r kekuasaan p e n d u d u k a n Jepang , h u b u n g a n a m b i g u J e p a n g d e n g a n para 

p e m i m p i n nas ional is d a n keka lahan J e p a n g d a l a m Perang D u n i a I I m e m u d a h k a n 

k a m u nas iona l i s keluar dari p e n g a r u h Jepang . N a r a n g o a d a n C r i b b (2003) 

juga menca ta t bahwa kekacauan akibat pe rang mencegah p e r k e m b a n g a n 

lembaga- lembaga yang m u n g k i n telah m e m b u k a p e l u a n g bagi elite lokal d a l a m 

kekaisaran Jepang, yang mencegah k o m i t m e n yang lebih besar t e rhadap ide 

budaya pan-Asia d a n Kawasan K e m a k m u r a n Bersama Asia T i m u r Raya. Tentu 

saja para s e n i m a n nasional is , penul is , d a n peker ja budaya yang terl ibat d a l a m 

media massa pada waktu itu lebih ter tar ik d a l a m h u b u n g a n d e n g a n ide-ide d a n 

teknik Barat da r ipada d e n g a n ide-ide d a n t ekn ik dari J e p a n g d a n d e n g a n cepat 

beral ih dar i " p r o p a g a n d a " pada masa i tu setelah 1945. 

79 



Efek yang lebih pent ing dan ber tahan lama dari kebijakan budaya Jepang 

tidak terdapat dalam tu juan dan prinsip-prinsipnya. Kebijakan budaya Jepang 

memfasil i tasi dua kecenderungan pent ing yang merupakan hal sentral bagi 

penetapan budaya di Indonesia di t ahun- tahun ber ikutnya. Kecenderungan 

pertama, yang paling pent ing bagi sejarah perkembangan kebijakan budaya, 

adalah bagaimana kebijakan budaya Jepang meletakkan dasar bagi or todoksi 

resmi selama t ahun- t ahun kemerdekaan. Promosi seni dan kebudayaan 

Indonesia m e n d o r o n g ledakan seni yang m e m u n c u l k a n beberapa bentuk seni 

dan gaya da lam gambaran publ ik sebagai representasi dari Indonesia. Kebijakan 

budaya Jepang khususnya mengkatalisasi seni modern is yang selaras dengan 

nasional isme, seperti seni rupa modern i s dan sastra bahasa Indonesia . Para 

seniman nasionalis era ini dan tradisi yang berhubungan dengan mereka 

ber lanjut menjad i m a p a n dalam pengajaran yang disponsor i negara dan 

lembaga-lembagabudaya sebagai unsu r budaya nasional . 

Kecenderungan kedua adalah pengembangan industr i budaya massa, 

khususnya f i lm dan radio dan h u b u n g a n mereka dengan kebudayaan nasional . 

Melalui f i lm dan radiolah banyak orang Indonesia mempero leh akses ke dun ia 

yang lebih luas dan per tama kali mendengar dan mel ihat para p e m i m p i n 

nasional mereka. Penyebaran industr i budaya baru dalam banyak hal terkait 

dengan penyebaran kesadaran baru sebagai Bangsa Indonesia dan muncu lnya 

bangsa Indonesia . Kurasawa menya takan bahwa terlepas kegagalannya u n t u k 

mencapai sasarannya, p ropaganda itu signif ikan: 

dalam arti bahwa ia memberikan orang yang paling udik akses ke media 
hiburan modern seperti film (...) Media-media itu memperbesar lingkungan 
mental dan sekitarnya dan membawa orang-orang ke dalam kontak dengan 
masyarakat yang lebih luas. Melalui layar, mereka pertama kali melihat wajah-
wajah para pemimpin nasional dan ibukota "bangsa" mereka yang besar, 
dan dengan demikian menjadi terbiasa dengan peristiwa yang terjadi di luar 
lingkup kecil masyarakat mereka (1991: 65). 

Meskipun industr i budaya baru tidak ber l ingkup nasional selama ber tahun-

t ahun , n a m u n sejak masa p e n d u d u k a n Jepang mereka menjadi nasional da lam 

perspektif . 
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K e s i m p u l a n 

Sementara kebijakan kolonial Belanda menampi lkan gambaran model budaya 

k o m a n d o dalam perlakuan terhadap p r ibumi Indonesia , model tersebut 

terbukt i paling jelas selama masa p e n d u d u k a n Jepang dari masa-masa yang 

lain dalam sejarah Indonesia . Lembaga-lembaga kebudayaan yang sudah ada 

sebelumnya d ibubarkan dan lembaga negara yang disetujui atau dikelola negara 

menyediakan inf ras t ruk tur budaya sebagai bagian dari aparat propaganda 

pemer in tahan p e n d u d u k a n . Dalam model penetapan budaya ini, kebijakan 

budaya pemer in t ahan di terapkan da l am program yang di ja lankan pemer in t ahan 

atau program disetujui pemer in tah . Kebijakan budaya selama p e n d u d u k a n 

memil iki dua rangkaian tu juan . Pertama, tu juan material u n t u k mengatasi 

masalah dan kebu tuhan perang. Kedua, tu juan ideologis yang melayani 

kebu tuhan negara kekaisaran Jepang yang diart ikulasikan melalui gagasan 

budaya pan-Asia. Rangkaian tu juan yang terakhir itu memil iki kes inambungan 

dengan kebijakan budaya kolonial : kebijakan budaya zaman p e n d u d u k a n 

mencakup i fungsi " m e m b u d a y a k a n " d a n pelajaran ten tang h u b u n g a n antara 

penduduk yang bisa di l ihat dalam kebijakan budaya kolonial Belanda dan ide-

ide kaum nasionalis tentang kebudayaan. Imperat i f modernisasi dari negara 

kekaisaran Jepang berusaha u n t u k " m e n g e m b a n g k a n " k a u m p r ibumi Indonesia 

yang lebih didasarkan pada rangkaian nilai-nilai budaya normat i f Jepang 

ket imbang Barat. Dengan begitu, hierarki rasial kebudayaan direstrukturisasi 

dalam kebijakan budaya Jepang tetapi tidak dibuang. Selama masa p e n d u d u k a n 

Jepang, kebudayaan di l ibatkan dalam upaya yang jauh lebih ambisius u n t u k 

ment ransformas i masyarakat Indonesia dar ipada ketika berada di bawah 

Belanda karena gerakan intervensionis dalam pemer in tahan Jepang, yang 

diperkuat oleh tekanan u n t u k memenangkan perang. 

Kebijakan budaya o tor i ta r ian merupakan ciri dari pemer in tahan baik 

Belanda m a u p u n Jepang. Kebijakan budaya kolonial jelas otor i ter da lam 

hal ia m e m b e n a r k a n intervensi yang lebih besar dan kontrol negara melalui 

asumsinya bahwa subjek-subjek p r ibumi tidak m a m p u menghayati kebebasan 

yang bertanggung-jawab. Pemer in tahan p e n d u d u k a n Jepang otor i ter da lam 

kebijakan mereka di negeri mereka sendiri dan di wilayah p e n d u d u k a n mereka 

karena dorongan intervensionis yang kuat yang ber tu juan u n t u k mempercepat 

modernisasi . N a m u n demik ian , pembenaran u n t u k kontro l yang lebih besar 

di Indonesia juga didasarkan pada gagasan bahwa perkembangan masyarakat 
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Indonesia berada jauh di belakang Jepang dan oleh karena itu pemer in tah 

p e n d u d u k a n terpaksa mengambi l kontrol yang lebih besar. Kaum nasionalis 

budaya berbeda da lam hal bahwa mereka menolak unsur o tor i ta r ian dari kedua 

pemer in t ahan tersebut, dan lebih melihat Indonesia sebagai bangsa yang sedang 

melakukan modernisasi , penduduk nasional yang siap u n t u k kemerdekaan. 

Kebijakan budaya Jepang di Indonesia , meskipun berhasil d i laksanakan 

dan dikelola, gagal u n t u k mencapai tu juan yang mereka nyatakan. Indonesia 

tidak mener ima gagasan budaya pan-Asia atau budaya Jepang t i ruan sebagai 

budaya Asia yang "matang" . Terlepas dari kegagalannya, kebijakan budaya 

Jepang m e m a n g memil iki beberapa efek jangka panjang. Oposis i ideologis 

Jepang terhadap dan penghapusan budaya dan narasi Belanda dan Barat 

mcncip takan situasi yang d imanfaa tkan kaum nasionalis u n t u k menyebarkan 

ide-ide mereka sendiri tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia melalui 

keterlibatan mereka dengan propaganda Jepang. Kebijakan budaya Jepang, yang 

memperkua t dan m e n d o r o n g aspek budaya nasional Indonesia dalam rangka 

un tuk bersatu ke t imbang membagi-bagi Indonesia dan m e n e m p a t k a n mereka 

setara dengan tuan-tuan Eropa m a n t a n kolonial mereka, sangat memperkua t 

unsur -unsur nasionalis dalam kebijakan budaya. Ini m e m b e n t u k dasar bagi 

program-program u n t u k m e m b a n g u n budaya nasional , yang merupakan fokus 

dari kebijakan budaya negara bangsa yang masih m u d a setelah 1945. 
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BAB III 

DARI REGULASI BUDAYA KE KEPEMIMPINAN 

BUDAYA: PERUBAHAN PENGGUNAAN BUDAYA 

DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL (1950-

1957) DAN DEMOKRASI TERPIMPIN (1957-1965) 

Sementara perang kemerdekaan (1945-1949) merupakan periode fo rmat i f u n t u k 

negara-bangsa yang baru lahir, gangguan yang terjadi t idak lama kemudian 

terhadap kekuasaan negara mencegah perkembangan baik lembaga nasional 

m a u p u n pelaksanaan kebijakan nasional. Konfl ik antara negara Indonesia 

yang baru dan Belanda membua t koordinasi kegiatan negara h a m p i r mustahi l 

mengingat republik yang baru lahir itu hanya mengendal ikan sebuah daerah 

kecil. Sarjana terkenal Benedict Anderson (1990b: 99) menul is tentang periode 

ini bahwa "di banyak daerah di Jawa dan Sumatra negara h a m p i r menghi lang 

dalam menghadapi pemberon takan rakyat."1 Negara Indonesia , melalui 

militer, baru bisa mengkonsol idas ikan posisinya pada t a h u n 1950-an dan 

menegakkan kewenangannya di seluruh Indonesia, dalam proses mengatasi 

pemberontakan daerah di A m b o n , Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Barat. Analisis 

saya d ia rahkan mulai t ahun 1950 dengan muncu lnya sebuah konsti tusi baru 

setelah berakhirnya perang, ketika pikiran beralih ke pengembangan lembaga 

baru dan mengatur negara baru. Muncu lnya sejumlah negara negara baru di 

Asia setelah 1945 dengan para p e m i m p i n nasionalis yang masih segar keluar 

dari per juangan kemerdekaan yang berhasil memperkua t pembagian Timur-

Barat dalam pemiki ran elite ini, dan membua tnya menjadi poros per t imbangan 

dalam kebijakan budaya internasional t ahun 1950-an. 

Seperti banyak negara yang memperoleh kemerdekaan mereka dari 

kekuasaan kolonial pada akhir Perang Dun ia II, bent rokan terjadi antara 

1 Lihat juga A n d e r s o n (1972) d a n C r i h b (1991) u n t u k p e m b a h a s a n t e n t a n g pengenda l i an oleh k e l o m p o k -
k e l o m p o k p e m b e r o n t a k p o p u l e r d a n b u k a n n y a oleh negara selama revolusi. 
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p e n d u k u n g metode pemer in tahan Barat dan kri t ikus yang melihat model 

seperti itu tidak tepat dan merupakan bentuk neo-kolonial , dan lebih memil ih 

u n t u k m e n e n t u k a n metode sendiri da lam menggambarkan pemer in tahan 

yang berdasarkan sent imen nasionalis dan konsep kuasi-tradisional. Di 

Indonesia , h u b u n g a n antara kedua pendekatan tersebut memengaruh i semua 

arca kebijakan. U n t u k m e m a h a m i pe rubahan kebijakan budaya, perlu dilacak 

pergeseran antara dua p e m a h a m a n tentang negara sebelum beralih ke m u a t a n 

kebijakan budaya dan pelaksanaannya, termasuk p e n u r u n a n n y a kemudian 

kembalinya model budaya k o m a n d o dalam penetapan budaya.2 Sementara 

ini jelas memil iki implikasi bagi peran negara dalam penetapan budaya, ia 

juga memil iki konsekuensi yang luas bagi organisasi budaya non-negara, yang 

menyebabkan kematian dan pemenjaraan banyak sen iman yang beraliansi 

dengan poli t ik kiri dan pemberangusan warisan mereka, dan hegemoni 

pendekatan anti-poli t ik dalam seni dan budaya pada masa O r d e Baru yang 

menempa tkan priori tas tinggi u n t u k m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n e k o n o m i / 

Po l i t i k d a n P e m e r i n t a h a n se te lah P e r a n g K e m e r d e k a a n 

Dalam kul iahnya ten tang "Kepemer in t ahan" (1991), yang telah dibahas da lam 

Pendahuluan , Michel Foucault menelusuri pe rubahan historis dalam rasionalitas 

pemer in tah yang telah m e m b e n t u k penerapan kekuasaan penguasa terhadap 

peri laku. Misalnya, Foucault mel ihat pe rubahan da lam cara pemer in t ahan 

d ipahami berdasarkan fokus Machiavelli pada h u b u n g a n antara Pangeran 

dan kerajaannya, kepada konsepsi La Perriére tentang pemer in tah sebagai 

perpanjangan dari penyelenggaraan r u m a h tangga, hingga kepada model liberal 

saat ini tentang pemer in tah dari suatu p e n d u d u k dan e k o n o m i kontemporer . 

Sementara rasionalitas pemer in tahan adalah pent ing un tuk parameter yang 

luas yang ia t en tukan bagi pelaksanaan pemer in tahan , penerapannya di 

2 Scb.ig.iini.nu d ibahas d a l a m P e n d a h u l u a n , hal ini mengacu pada def in is i yang d ibua t o leh Toby Mil ler 
d a n George Yudice (2002: 107): "Gagasan t e n t a n g b e n t u k p e n e t a p a n budaya non-pasar (yang) selalu 
sudah m e m u s a t k a n negara d a l a m pe rencanaan , penc ip t aan . p e m b u a t a n kebiiakan, dan revisi t e rhadap 
prakt ik-prakt ik budaya" . 

3 Tidak ada penel i t ian besar yang telah d i f o k u s k a n secara k h u s u s pada kebi jakan budaya resmi selama 
pe r iode ini m e s k i p u n Yampolsky (1995) m e m b e r i k a n g a m b a r a n yang sangat s ingkat da l am ar t ikelnya 
t e n t a n g kebi jakan budaya O r d e Baru. Penel i t ian Foulcher (1986) t e n t a n g I.F.KRA m e m b e r i k a n i n f o r m a s i 
yang pal ing rinci t e n t a n g pol i t ik d a n kebi jakan budaya m e s k i p u n hanya be r fokus pada organisasi seni, 
sementara penel i t ian Ma ie r (1987, 1996) t e n t a n g sejarah sastra m e m b e r i k a n wawasan t e n t a n g pol i t ik 
budaya pada per iode tersebut d a n anal is is r inci McVey (1986. 1990) t e n t a n g kebi jakan PKI d a n deba t -
deba t in ternal t e n t a n g wayang dan p e n d i d i k a n m e m b e r i k a n wawasan yang sama t en tang Partai K o m u n i s 
Indones ia (PKI). 
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Indones ia an ta ra t a h u n 1950 d a n 1965 t idak m e n g u n g k a p k a n pe rbedaan yang 

besar. Baik pe r iode Demokra s i Kons t i t u s iona l m a u p u n per iode Demokra s i 

Te rp imp in sama-sama relatif s ingkat d a n b e r u r u t a n d a n t idak me l iba tkan 

inovasi p e m e r i n t a h a n yang besar. Sebal iknya, apa yang d i b u t u h k a n adalah 

pemer iksaan t e rhadap ras ional i tas pol i t ik dari d u a pe r iode pol i t ik yang berbeda . 

Mi tchc l l D e a n m e n d e f i n i s i k a n rasional i tas pol i t ik sebagai: p roblcmat i sas i d a n 

kodi f ikas i yang relatif s istematis , eksplisit , d a n d i skurs i f dari seni a tau prak t ik 

p e m e r i n t a h a n , sebagai cara m e n e r j e m a h k a n objek p e m e r i n t a h a n d a l a m bahasa 

yang m e m b u a t n y a bisa d i j a l ankan (1994: 187). 

Prakt ik-prakt ik p e m e r i n t a h a n yang sama m u n g k i n d ikonf igu ras i dengan 

cara agak berbeda da lam ras ional i tas pol i t ik yang berbeda . K e m u d i a n 

rasional i tas pol i t ik dapa t menje laskan pe rbedaan an ta ra p e m e r i n t a h a n di , 

misa lnya , sebuah negara yang telah m e n g a l a m i p e r u b a h a n p e m e r i n t a h a n tetapi 

dengan inovasi teknis sedikit a tau t idak ada sama sekali a tau, seperti Indones ia 

an ta ra t a h u n 1950 d a n 1965, sebuah negara d e n g a n s t r u k t u r elite sosial d a n 

pol i t ik yang relatif t idak b e r u b a h tetapi d e n g a n bahasa yang b e r u b a h t en tang 

pr ior i tas p e m e r i n t a h d a n kebi jakan. 

Teks p e n t i n g t en t ang pe r iode Demokra s i Kons t i t u s iona l adalah karya 

Herbe r t Feith (1962) The Décliné o f Constitutions! Democracy in Indonesia. 

P e m i l a h a n u t a m a d a l a m anal is is Feith adalah an ta ra " a d m i n i s t r a t o r " d a n 

"penggerak sol idar i tas" . Ia m e n d e f i n i s i k a n a d m i n i s t r a t o r sebagai "seseorang 

d e n g a n k e m a m p u a n admin i s t r a t i f , h u k u m , teknis d a n bahasa asing, seperti 

yang d i p e r l u k a n u n t u k m e n j a l a n k a n sebuah negara m o d e r n " (1962:24) . Mereka 

telah m e n e r i m a p e n d i d i k a n Barat, b iasanya sampa i dengan t ingkat universi tas , 

a tau d i p e r l u k a n u n t u k "organisasi pusa t d a n strategi" (1962: 24) d a n negosiasi 

dengan Belanda selama perang kemerdekaan . Di sisi lain, penggerak sol idar i tas 

memi l ik i "apa yang disebut ke te rampi lan integrat i f , ke t e r ampi l an d a l a m mediasi 

ku l tura l , m a n i p u l a s i s imbol , d a n organisasi massa" (1962: 24). Penggerak 

sol idar i tas u m u m n y a telah m e n e r i m a p e n d i d i k a n Barat t ingkat sekolah dasar 

a tau sekolah m e n e n g a h atau p e n d i d i k a n M u s l i m d a n dasar k e w e n a n g a n mereka 

adalah "o to r i t a s t rad i s iona l a tau kar ismat ik atau (pa l ing biasa) k o m b i n a s i dari 

k e d u a n y a " (1962:25) . Feith (1962) m e n g g a m b a r k a n pe r iode tersebut menga l ami 

p e r u b a h a n dar i p e m a h a m a n yang beror ientas i a d m i n i s t r a t o r t e n t a n g p e m e r i n t a h 

ke p e m a h a m a n penggerak sol idar i tas . Peneliti Indones ia la innya telah 

m e n g g u n a k a n karakterisasi yang sama u n t u k men je la skan p e r u b a h a n selama 

pe r iode tersebut . Misa lnya , Dan ie l Lev (1966: 1-2) m e m a n d a n g p e r u b a h a n dari 
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Demokrasi Konst i tus ional ke Demokrasi Terpimpin sebagai di t inggalkannya 

"sal inan" lembaga-lembaga Eropa Barat u n t u k memil ih lembaga-lembaga yang 

mewakili kembalinya tradisi Indonesia . Dari perspektif pemer in tahan , gagasan 

Feith tentang adminis t ra tor dan penggerak solidaritas dapa t d ipahami sebagai 

dua rasionalitas politik yang bersaing yang d igunakan oleh berbagai elemen 

elite poli t ik. Kedua ke lompok tersebut m e m p r o m o s i k a n priori tas kebijakan 

yang berbeda yang terkait dengan p e m a h a m a n berbeda tentang bagaimana 

Indonesia harus diatur . Dalam kata-kata Feith: 

Konflik antara "administrator" dan "penggerak solidaritas" kadang-kadang 
adalah konflik di antara berbagai kelompok pemimpin pemerintahan yang 
menekankan aspek yang berbeda dan bertentangan dari kegiatan pemerintah. Di 
lain waktu itu adalah konflik di dalam partai-partai pemerintah, yang biasanya 
melibatkan pertentangan antara faksi yang dikendalikan "administrator" yang 
mengutamakan argumen pragmatis dalam mendukung kebijakan pemerintah 
dan faksi yang dipimpin "penggerak solidaritas" yang menentang kebijakan-
kebijakan tersebut atas nama ideologi nasionalis [...J Dan di lain waktu lagi 
itu adalah konflik langsung antara sebuah pemerintahan yang diarahkan 
"administrator" dan sebuah oposisi yand dipimpin "penggerak solidaritas" 
(atau dalam tahun-tahun kemudian antara pemerintah yang dipimpin 
"penggerak solidaritas" dan sebuah oposisi yang dipimpin "administrator") 
(1967: 115). 

Feith juga menyatakan bahwa kedua ke lompok tidak saling eksklusif dan bahwa 

p e m i m p i n ter tentu bisa memprak t ikkan kedua jenis "kcahl i tan"tersebut (1962: 

25). Cara lain u n t u k m e m a h a m i k e m a m p u a n p e m i m p i n ter tentu u n t u k bergerak 

di antara ke lompok-ke lompok itu adalah m e m a h a m i ke lompok sebagai sesuatu 

yang d ibangun secara diskursif . Pemimpin tertentu mahi r dalam membua t 

per t imbangan dengan menggunakan wacana baik ten tang adminis t ra tor atau 

penggerak solidaritas un tuk mencapai hasil.-' 

Bab ini mengadopsi pembedaan Feith antara admin i s t ra to r dan penggerak 

solidaritas dalam rangka mengeksplorasi rasionalitas poli t ik yang berubah dari 

dua periode tersebut sambil mengakui bahwa inovasi anali t is terhadap hasil-hasil 

4 [.ev (1966: 1-2) juga menca ta t p e r u b a h a n da lam hal baga imana p e m e r i n t a h a n d i p a h a m i dan d i j a l ankan 
ketika ia menya takan : "elite d o m i n a n benar -benar menyerah d a l a m usahanya u n t u k m e m p e r t a h a n k a n 
d i r inya sesuai dengan satu rangkaian a t u r a n dan berbal ik kepada rangkaian a t u r a n yang lain (...) J ad i 
iika k e p e m i m p i n a n t a m p a k n y a sama . lembaga-lembaga pol i t ik dar i per iode [Demokras i Te rp imp in ] telah 
m e n j a d i sangat berbeda d a n lembaga-lembaga pol i t ik d i bawah (Demokras i Kons t i tus iona l . ) " 

86 



studi tentang Indonesia telah memper tanyakan unsur -unsur dalam kerangka 

analisis Feith. U n t u k tu juan bab ini, satu kritik khusus perlu d ikemukakan 

di sini: fokus Feith (dan juga Lev) pada poli t ik elite, yang berarti lembaga-

lembaga nasional dan partai-partai poli t ik di Jakarta. Fokus mereka yang sempit 

pada lapisan atas dari negara dan partai politik member ikan wawasan rinci ke 

dalam poli t ik nasional yang sangat m e m b a n t u p e m a h a m a n tentang pembua tan 

kebijakan nasional selama t ahun 1950-an. Akan tetapi, hal ini juga m e n i m b u l k a n 

masalah. Pertama, analisis tentang pusat , bila d ikombinas ikan dengan kerangka 

berpikir fi losofis liberal, melukiskan oposisi regional terhadap negara Indonesia 

sebagai manifestasi dari ketidakstabilan atau gangguan ke t imbang sebagai 

ekspresi al ternatif u n t u k negara nasional Indonesia (Phi lpot t 2000). Kedua, 

t ahun 1950-an menjadi saksi perkembangan lembaga-lembaga kebudayaan yang 

t idak termasuk da lam analisis tentang para elite poli t ik. Analisis ber ikutnya 

memasukkan organisasi-organisasi non-negara dalam analisis kebijakan dan 

berpendapat bahwa mereka menjadi semakin pent ing un tuk kebijakan budaya 

selama periode Demokrasi Terpimpin. 

K e b i j a k a n d a n K e b u d a y a a n s e l a m a D e m o k r a s i K o n s t i t u s i o n a l 

Klausa budaya U U D S (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, yang 

menggunakan kata-kata yang sama seperti t ahun U U D RIS (Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Serikat)1949 menyatakan: "Penguasa mel indung i 

kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan i lmu pengetahuan. 

Dengan m e n j u n j u n g asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya 

perkembangan kebangsaan da lam kebudayaan serta kesenian dan i lmu 

pengetahuan." 5 Penekanan pada kebebasan dan apa yang dapat d iasumsikan 

sebagai hak-hak individu mence rminkan arus liberal yang berjalan melalui 

Konsti tusi 1950 dan dapa t d iharapkan u n t u k di ja lankan melalui kebijakan 

budaya per iode Demokras i Konst i tus ional . U n t u k m e m a h a m i mengapa 

ideologi liberal d iperkenalkan, yang terlebih dahulu perlu dieksplorasi 

adalah rasionalitas adminis t ra tor . Rasionalitas politik admin i s t ra to r periode 

Demokras i Konst i tus ional dapat dicir ikan sebagai ben tuk pemer in tahan 

liberal gaya Barat. Sementara analis poli t ik dan sejarawan t idak setuju tentang 

penyebab kehancurannya, 6 jelas bahwa empat kabinet yang mencakup periode 

5 Klausu l in i t e r d a p a t p a d a Pasal 40 U U D 1950 d a n Pasal 38 K o n s t i t u s i RIS. 

6 P e m b a g i a n awal d a n y a n g t e rus b e r t a h a n m e n y a n g k u t p e n y e b a b d a r i p e n u r u n a n t e r sebu t a d a l a h d i a n t a r a 

k o n s e p Fe i th t e n t a n g " k u a s i - s t r u k t u r a l i s * ( M a c k i c 1994: 27-28) d a l a m The Decline ot Constituiioml 

87 



1949-1953 yang berorientasi terhadap penggunaan keahlian gaya Barat 

dalam kebijakan mereka dan be rkomi tmen terhadap demokrasi par lementer 

yang segaris dengan Barat. Kabinet-kabinet ini telah b e r k o m i t m e n u n t u k 

melakukan pengembangan kelembagaan dan mencapa i keberhasilan d i b idang 

pendid ikan , kesehatan, dan kebijakan m a k r o e k o n o m i (Feith 1994) meskipun 

juga harus dicatat bahwa ada masalah luas dengan pengembangan kebijakan 

dan implementasi . 7 K o m i t m e n ke sistem pemer in t ahan demokras i liberal juga 

tercermin dalam regulasi lembaga lain. Pers menikmat i t ingkat kebebasan yang 

tinggi, pengadi lan jadi independen bahkan ketika berhadapan dengan menteri 

atau pejabat militer, dan ada k o m i t m e n u n t u k pa tuh pada a turan par lemen 

d a n debat par lemen. Feith menyatakan bahwa kabinet tersebut "memusa tkan 

perhat ian mereka pada normalisasi , pemul ihan kondis i agar menjadi aman , dan 

penegakan pemer in tahan yang kuat, terpadu dan efisien" mesk ipun masa tugas 

mereka yang sangat singkat dan isu-isu ekonomi dan sosial yang mereka hadapi 

bersamaan dengan r in tangan politik pada masa itu mengurangi efektivitas 

mereka (1962: 303). Juga perlu diakui bahwa kebijakan d i p a n d a n g melalui lensa 

bangsa postkolonia l baru yang m u n c u l ke dalam l ingkungan perang dingin 

yang membua t dun ia terpolarisasi, d a n sensitif terhadap dominas i kekuatan 

internasional yang lebih besar, khususnya kekuatan e k o n o m i dan mili ter 

negara-negara Barat. Rasionalitas poli t ik yang berorientasi pemer in tahan mulai 

berkurang sejak t a h u n 1953 dengan kabinet Sas t roamidjojo (1953-1955) karena 

ia mengeluarkan faksi partai dengan k o m i t m e n terkuat demi alasan rasionalitas 

itu dan terus melemah sampai akhir era Demokrasi Konst i tus ional di 1957" 

ketika Soekarno mulai menegaskan kembali kekuasaannya. 

Demoeracy in Indonesia, y a n g m e n e k a n k a n h a m b a t a n - h a m b a t a n y a n g sulit u n t u k D e m o k r a s i T e r p i m p i n 

d a n s e m a k i n k u a t n y a o p o s i s i d a n k l i t i k b u d a y a ( B e n d a 1982) t e r h a d a p a r g u m e n Fe i th , y a n g m e n g a t a k a n 

b a h w a s i s t em " B a t a l " d a r i D e m o k r a s i K o n s t i t u s i o n a l t i d a k c o c o k d e n g a n se ja rah n u s a la lu I n d o n e s i a 

d a n t rad is i - t rad is i b u d a y a . U n t u k t i n j a u a n t e r h a d a p d e b a t in i , l i ha t Fei th (1994) , Lcv (1994), M a c k i e 

(1994) , d a n Mc \ f cy (1994), M e n g i n g a t k r i t i k saya t e n t a n g p e n g g u n a a n b u d a y a d a l a m S t u d i Po l i t ik 

I n d o n e s i a d a l a m b a g i a n P e n d a h u l u a n , saya t i d a k se tu ju d e n g a n p e n j e l a s a n b u d a y a s e m e n t a r a m e n g a k u i 

p r e f e r ens i Fe i th u n t u k p e r s p e k t i f " p e m c c a l u n m a s a l a h " . 

7 Tiga m a s a l a h m e n o n j o l . P e r t a m a , j u m l a h pa r t a i y a n g d i p e r l u k a n u n t u k m e m b e n t u k k a b i n e t be ra r t i 

b a h w a p a r t a i - p a r t a i besa r m e m i l i k i h a k v e t o y a n g e f e k t i f a tas k e b i j a k a n p e m e r i n t a h ( C t i b b d a n B r o w n 

1995). K e d u a , b i r o k r a s i s e m a k i n c e n d e r u n g u n t u k m e n a n g g a p i t e k a n a n d a r i k e l o m p o k - k e l o m p o k d i l ua r 

p e m e r i n t a h ke t ika m e n e r a p k a n k e b i j a k a n d a n se r ing m e m v e t o k e b i j a k a n y a n g akan b e r d a m p a k n e g a t i f 

bagi a n g g o t a - a n g g o t a p a r t a i n y a s end i r i (Fe i th 1962). Ket iga , p e n u n j u k a n j a b a t a n - j a b a t a n p o l i t i k t e lah 

m e m p o l i t i s a s i b i r o k r a s i d a n m e n g h a m b a t k e m u l u s a n a d m i n i s t r a s i ( C n b b d a n B r o w n 1995). 

8 P e m i l u t a h u n 1955 d a n p e m b e r o n t a k a n d a e r a h PRRI d a n Pc rmcs ta m e l e m a h k a n d a n m e m i n g g i r k a n 

pa r t a i -pa r t a i y a n g b e r o r i e n t a s i a d m i n i s t r a t o r ( M a s y u m i d a n PSI). 
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H e b a t K e b i j a k a n Budaya d a l a m E m p a t K o n v e n s i B u d a y a 9 

Empat konvensi budaya yang disponsor i negara yang diadakan antara t a h u n 

1948 dan 1954 merupakan jendela yang pent ing ke dalam rumusan kebijakan 

budaya dari elite politik dan budaya, termasuk Menter i , birokrat t ingkat tinggi 

dan komenta to r budaya terkemuka periode awal kemerdekaan. Depar temen 

Pendidikan dan Kebudayaan mulai pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagai 

salah satu dari dua belas kementer ian yang d iben tuk u n t u k mengelola negara 

Indonesia yang baru b e r u m u r dua hari dan pendidik nasionalis Ki Had ja r 

Dewantara diangkat sebagai Menter i Pendidikan. Pengamatan , dan Kebudayaan 

yang pertama.1 0Jawatan Kebudayaan di l ingkungan Kementer ian Pendidikan, 

Pcngadjaran dan Kebudayaan adalah lokus u tama pemben tukan kebijakan 

budaya dan program. Depar temen Pendidikan, Pelatihan, dan Kebudayaan 

(DPPK) menyelenggarakan serangkaian tiga Kongres Budaya antara t a h u n 1948 

dan 1954. Selain ketiga Kongres Budaya tersebut, sebuah Konferensi Budaya 

d iadakan pada t ahun 1950 u n t u k mengatasi h u b u n g a n antara kebudayaan 

Indonesia dan asing, sebuah referensi terselubung kepada Kesepakatan Budaya 

1949 antara Indonesia dan Belanda yang dibuat sebagai bagian dari kesepakatan 

dalam Konferensi Meja Bundar dengan Belanda. 

Kongres Budaya yang per tama diprakarsai dan diselenggarakan oleh 

Dinas Kebudayaan Yogyakarta dengan d u k u n g a n dari G u b e r n u r Yogyakarta 

dan Kementer ian Pendidikan dan Kebudayaan. Konferensi ini mengikut i dua 

per temuan lainnya (Sukabumi pada bulan November 1946, Solo pada bu lan 

April 1947). N a m u n demik ian , ini adalah kongres besar per tama dan dihadir i 

oleh Presiden dan Wakil Presiden, d imana keduanya member ikan pidato u n t u k 

menanda i peristiwa tersebut. Kongres d iadakan pada saat Indonesia sedang 

berusaha u n t u k m e n u n j u k k a n dir inya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

dan kekuatan Barat sebagai sebuah negara yang bersatu dengan kebudayaan 

nasionalnya sendiri. 

Kongres per tama, lebih dari kongres-kongres yang lain, membangk i tkan 

kembali tema perdebatan kebudayaan nasionalis yang mendahu lu i Perang 

Dun ia II. Pasangan biner sekitar T imur /Bara t m e m b e n t u k sebagian besar 

argumen para peserta kongres tentang budaya. Regenerasi dari perdebatan 

9 D u a k o n g r e s b u d a y a y a n g la in t e lah d i s e l e n g g a r a k a n p a d a t a h u n 199] d a n 2 0 0 3 , y a n g m e n u n j u k k a n 

p e n t i n g n y a se ja rah y a n g d i t e k a n k a n p a d a k o n f e r e n s i - k o n f e r e n s i t e r d a h u l u . 

10 L i h a t Voicc ofFrcc ¡adonan, 1 (1): 2 4 . 
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budaya itu dengan cepat menjadi jelas dalam presentasi dari dua negarawan yang 

paling menon jo l dari periode tersebut. Wakil Presiden Hat ta (1950: 15), setelah 

mendef in is ikan kebudayaan sebagai kebalikan dari alam dan merupakan p roduk 

dari "per juangan u m a t manus ia (...) un tuk mencapai tataran yang eksistensi 

lebih tinggi", membagi kebudayaan menjadi dua jenis: material dan spiritual. 

M e n u r u t I Iatta, Barat unggul da lam produksi kebudayaan material tetapi telah 

tertinggal jauh di belakang dalam mengejar kebudayaan spiritual sementara 

kemakmuran yang bersifat budaya adalah hasil dari keseimbangan antara 

kedua jenis tersebut. D e m i k i a n pula, Menter i Pendidikan dan Kebudayaan dan 

yang kemudian menjabat dua kali sebagai Perdana Menter i , Ali Sast roamidjojo 

(1950a: 22), menyerukan " h a r m o n i " antara yang material dan yang spiritual. 

Keduanya menekankan penggunaan metode dan kebudayaan yang ada di 

Indonesia bersama dengan langkah-langkah baru u n t u k m e m p e r i n d a h dan 

memperbaha ru i keh idupan nasional . 

Meskipun beberapa peserta mendal i lkan kesenjangan tak tergoyahkan antara 

kebudayaan Barat dan Timur,1 1 sebagian besar peserta menyelesaikan d iko tomi 

antara T imur dan Barat melalui sintesis da lam "kebudayaan Indonesia baru" . 

Akan tetapi, masalahnya justru muncu l dalam membua t rumusan "sintesis" 

tersebut. Ada dua insiden yang secara khusus bermasalah karena keduanya 

mengangkat isu perpecahan internal . Yang per tama terjadi da lam diskusi 

setelah sesi per tama ketika seorang peserta, M o h a m a d Zain, mengangkat isu 

tentang "anti tesis" antara kebudayaan-kebudayaan yang berbeda di Indonesia , 

khususnya antitesis antara Jawa dengan pulau-pulau lain ("Bertukar Piki ran" 

1950: 46). Ia segera d i ingatkan oleh Ketua yang menga takan kepadanya bahwa 

topik diskusi adalah kebudayaan Indonesia dan bahwa ia seharusnya tidak 

membedakan kebudayaan dari berbagai pulau di seluruh Indonesia. 

Ketidaksepakatan kedua mengikut i makalah Dewantara tentang pendid ikan 

nasional. Gagasan-gagasan Dewantara itu pent ing bagi konseptualisasi 

kebudayaan Indonesia selama periode tersebut dan ia adalah sumber yang 

pal ing m u n g k i n u n t u k definisi tentang kebudayaan Indonesia yang melengkapi 

U U D 1945 (Yampolsky 1995). Dewantara adalah seorang pendidik yang inovatif 

dan pendir i gerakan sekolah Taman Siswa yang mend id ik dan mempeker jakan 

sejumlah besar nasionalis. Kebijakan pendid ikannya mence rminkan perspektif 

1 1 M i s a l n y a , b i r o k r a t K u n t j o r o P u r b o p r a n o t o (1950: 38) m e n g u t i p K i p l i n g d a l a m b a h a s a Inggr is y a i t u 

"East is EJSI j N D West is West. JND never the twain will meet" [ T i m u r a d a l a h T i m u r d a n Bara t a d a l a h 

Bara t , d a n k e d u a n y a t i d a k a k a n p e r n a h b e r t e m u ] . 
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sinkretis tentang kebudayaan Indonesia. Dewantara berpikir bahwa kebudayaan 

Indonesia harus tersusun dari bukan hanya unsur Barat, tetapi juga berbagai 

tradisi dan praktik adat-istiadat masyarakat p r ibumi . Ia teguh melihat 

kebudayaan Indonesia masa depan sebagai satu kesatuan dan tunggal dan 

itu akan t imbul dari pencampuran berbagai kebudayaan daerah dan asing.12 

Dewantara mendef in is ikan kebudayaan Indonesia sebagai "puncak dari semua 

kebudayaan daerah di seluruh Indones ia" (1950a: 88). Penulis Armi jn Pane 

m e m b a n t a h definisi tersebut dengan alasan "Generasi baru tidak menginginkan 

suatu kebudayaan federatif, tetapi suatu kebudayaan tunggal. Definisi itu tidak 

m a m p u m e m e n u h i keinginan kita sekarang, dan itu hanya berarti bahwa kita 

terikat dengan konstruksi lama." M e n u r u t Pane, pembahasan tentang perbedaan 

dan plurali tas tidak pent ing karena bentuk lama dari praktik-praktik budaya 

akan m e m b u k a jalan bagi ben tuk "Indonesia Baru" (1950: 91). Bahkan, sebagai 

d i t u n j u k k a n dengan c o n t o h di atas, mereka enggan memi l ih sebuah teori 

pe rubahan sosial yang secara bersamaan akan menyelesaikan tekanan da lam 

masyarakat Indonesia . Sas t roamidjojo (1950: 21-22; 1950b) menar ik perhatian 

pada masalah terkait dalam kedua pidatonya: kesenjangan antara "generasi 

m u d a " yang ingin "memperba ru i kebudayaan yang mereka rasa t idak sesuai 

dengan perkembangan z a m a n " dan "generasi tua" yang ingin melestarikan 

bentuk-bentuk budaya lama.11 

Kongres Budaya per tama adalah salah satu f o r u m per tama yang membahas 

h u b u n g a n negara dengan kebudayaan Indonesia. Negara diberi t empat pent ing 

dari awal kongres dan pent ingnya budaya bagi penyelenggaraan pemer in tahan 

diakui . Meski begitu, t idak ada konsensus yang jelas t en tang bagaimana h u b u n g a n 

negara dengan budaya. Dalam pidatonya, Wakil Presiden Hat ta mengakui 

pent ingnya "kebudayaan" bagi pemer in tahan u n t u k penyelenggaraan negara: 

"Penyelenggaraan suatu negara m a m p u membawa kesejahteraan jika kebudayaan 

d i tempatkan pada tingkat yang tinggi, karena kebudayaan juga memengaruh i 

12 U n t u k p e m b a h a s a n lebih l engkap t en tang h i d u p d a n ide-idenya, l ihat Pranata (1959) d a n Fou lcher 
(1986). 

13 Perlu juga d ipe rha t ikan bahwa para ed i tor Indonesia m e m a s u k k a n cata tan pada akhi r dar i l a p o r a n 
akhi t diskusi yang menje laskan posisi mereka sendir i t en tang h u b u n g a n an ta ra kebudayaan dae rah 
d a n "kebudayaan kesa tuan" . Para ed i tor tersebut menya t akan bahwa kebudayaan daerah ha ru s m a m p u 
m e n g e m b a n g k a n d i r inya d i daerah mereka sendir i ( tapi t idak b e r k e m b a n g secara " imper ia l i s t ik" d i 
dae rah lain) d a n bahwa kebudayaan nas ional ha ru s b e r k e m b a n g d i se lu ruh Indones ia sebagai kebudayaan 
kesa tuan . Para ed i tor (Ed i to r 1950b: 1-2) menca ta t bahwa sementara p a n d a n g a n ini sebe lumnya telah 
d i anggap "provins ia l i s" . k ini t idak lagi d i l iha t bahwa m e n g e m b a n g k a n kebudayaan dae rah akan 
m e n g h a m b a t p e n g e m b a n g a n kebudayaan nas iona l . 
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sifat pemer in t ahan suatu negara" (1950: 14-15). Kemudian dalam pidatonya itu, 

ia menggabungkan pent ingnya kebudayaan bagi sebuah negara bersama-sama 

dengan tu juan negara: "Tujuan negara adalah u n t u k member ikan cara h i d u p 

yang wajar bagi semua penduduknya , dan negara hanya dapat ber tahan jika 

kebudayaannya sehat dan bertaraf t inggi" (1950: 15). Pernyataan-pernyataan 

ini m e n i m b u l k a n per tanyaan tentang tanggung jawab u n t u k pengembangan 

budaya yang "sehat". Ha t ta tidak menjawab secara jelas menjawab per tanyaan 

ini, tetapi pada akhi r p idatonya ia m e n d o r o n g semua peserta u n t u k bekerja 

menu ju "kebudayaan yang lebih t inggi" yang m e n u n j u k k a n bahwa ia melihat 

p e m b a n g u n a n kebudayaan sebagai tugas masyarakat m a u p u n negara (1950: 

16). Dua makalah berikutnya dari Ki Mangunsa rko ro (1950) dan K u n t j o r o 

P u r b o p r a n o t o (1950) menegaskan peran yang lebih sentral bagi negara dalam 

m e m b e n t u k kebudayaan nasional Indonesia , dengan sedikit pembahasan 

ten tang peran masyarakat. 

Dalam pernyataan yang sangat berbeda dengan elemen penen tu dalam 

rumusan di atas, Sas t roamidjojo berhati-hati membedakan gaya pemer in tahan 

baru dari pendahu lunya Jepang. Ia berargumen: 

Saya berpendirian (...) bahwa kami dari Kementerian PPK tidak boleh campur 
tangan sehingga muncul kesan seolah-olah ada tekanan atau keputusan dari 
atas untuk mengatur sesuatu yang diinginkan oleh satu kelompok saja. Itulah 
sikap tegas kami karena kita mengingat masa lalu, terutama zaman Jepang, 
di mana kebudayaan diarahkan, dipimpin oleh pusat dengan tujuan tertentu 
(1950b: 12). 

Sas t roamidjojo m e m a n d a n g bahwa peran negara adalah memfasil i tasi kegiatan 

ke lompok-ke lompok non-negara alih-alih m e n e n t u k a n atr ibut budaya. Da lam 

pidatonya ia menekankan bahwa konferensi tersebut adalah inisiatif dari 

Pusat Kebudayaan Kcdu dan memin ta supaya keterlibatan Kementer ian PPK 

" p a s i f ' (1950b: 12). Peran negara yang didef inis ikan Sastroamidjojo adalah 

meninggalkan praktik Jepang dan memil iki beberapa kesamaan dengan model 

liberal Belanda dalam mengawasi perkembangan budaya yang "alami". 

Konferensi ini juga mene tapkan definisi yang luas ten tang kebudayaan. 

"Kes impulan" dari konferensi ini menyatakan bahwa "kebudayaan mencakup 

semua aspek keh idupan manus ia dalam masyarakat (baik fisik m a u p u n 

rohani) . Bukan hanya soal seni ("Kesimpulan-kes impulan" 1950). Akhirnya, 
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pengembangan kelembagaan yang pent ing adalah pemben tukan Lembaga 

Kebudayaan Nasional (LKN) yang namanya kemudian d iubah menjadi 

Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Perdebatan tentang p e m b e n t u k a n 

Lembaga tersebut pada Kongres per tama itu d idominas i oleh kebu tuhan u n t u k 

melibatkan baik generasi muda m a u p u n generasi tua dalam komite-komite 

dan pelaksanaannya, yang memast ikan bahwa Lembaga itu bersifat inklusif 

( "Pembentukan Organisasi Kebudayaan" 1950). Legislasi u n t u k permulaan dari 

LKI itu diselesaikan pada kongres tetapi pembukaannya harus d i tunda karena 

invasi Belanda terhadap Yogyakarta. Badan itu baru d iben tuk kemudian di 

Jakarta pada Maret 1950. 

Salah satu t indakan per tama LKI adalah u n t u k menyelenggarakan 

Konferensi Budaya Indonesia pada bu lan Agustus 1950. Tema konferensi adalah 

"Kebudayaan Nasional dan H u b u n g a n n y a dengan Kebudayaan Bangsa-Bangsa 

Lain". Topik dan makalah-makalah d i fokuskan pada Kesepakatan Budaya 

1949 antara Indonesia dan Belanda yang m e n c a n t u m k a n langkah-langkah 

spesifik yang harus d i ja lankan oleh kedua belah pihak dalam wilayah pihak 

lain dari keduanya dan m e n j a m i n pergerakan bebas manus ia dan mater i yang 

be rhubungan dengan kebudayaan dan seni. Hal ini juga menjaga keberadaan 

budaya Belanda di Indonesia,1 4 yang menda tangkan reaksi dari banyak 

sen iman dan intelektual Indonesia yang telah terinspirasi oleh revolusi dan 

menganda lkannya un tuk menciptakan Indonesia Baru (Foulcher 1986). Tiga 

sesi p leno diber ikan oleh Sutan Takdir Alisjahbana, Ki Had ja r Dewantara, dan 

Trisno Sumardjo . 

Pidato-pidato itu sendiri merupakan penyajian kembali dari posisi-posisi 

sebelumnya jadi saya tidak akan berkutat pada makalah-makalah tersebut secara 

pan jang lebar. Ki Had ja r Dewantara (1950b) menegaskan kembali perspektifnya 

yang lebih sinkretis soal kebudayaan nasional. Dewantara bersikap kritis 

terhadap kekuasaan Belanda soal per tukaran budaya selama masa kekuasaan 

mereka di Indonesia. M e n u r u t Dewantara, selama periode kolonial semua 

per tukaran budaya yang terjadi melalui Belanda menyebabkan Indonesia 

mengabaikan h u b u n g a n dengan tetangga dekatnya di Asia dan hanya memil iki 

akses ke negara-negara Eropa lainnya melalui Belanda. Dewantara berpikir 

bahwa Kesepakatan Budaya adalah sebuah kesalahan dan bahwa Indonesia 

14 Pada saat i tu ada beberapa pe rnya taan bahwa pene tapan budaya akan d i g u n a k a n u n t u k m e n d a p a t k a n 
k e u n t u n g a n perdagangan (Ed i to r 1950). 
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harus menyelami sendiri kebudayaan berbagai negara u n t u k melengkapi 

dir inya u n t u k mengembangkan kebudayaan nasional. Trisno Sumard jo , seorang 

pelukis dan penulis dari sen iman generasi muda , mengambi l posisi yang sama 

dalam serangannya terhadap Kesepakatan Budaya. Alisjabana mengulangi 

posisi yang dipegangnya selama polemik Pujangga Baru yang d ibahas dalam 

Bab 2. Alisjabana, yang merupakan salah seorang peserta dalam Konferensi 

Meja Bundar , menyatakan bahwa Indones ia harus m e m a n f a a t k a n relasi 

dengan Belanda un tuk mengakses baik kebudayaan internasional m a u p u n 

cakupan besar pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia. Alisjabana (1950: 

30) mel ihat kebudayaan Indonesia , yang d ipahaminya secara luas sebagai hal 

yang m e n c a k u p semua aspek keh idupan , sebagai "sangat jauh dari u n s u r asli 

negara kita" dan juga jauh dari kesejahteraan era modern . Ia menyatakan bahwa 

"sudah tepat bahwa kita buka bangsa kita selebar mungk in terhadap kekayaan 

semua budaya era ba ru" (1950: 30). 

Konsensus yang muncu l dari konferensi tersebut mengikut i pemikiran 

Dcwantara. Hasil itu menekankan t u n t u t a n bahwa kebudayaan Indonesia 

bebas u n t u k mengikut i jalannya sendiri dan m e n u n j u k k a n k o m i t m e n di 

antara seniman dan birokrat budaya terhadap p e m a h a m a n liberal dari para 

sen iman yang m e m b u t u h k a n kebebasan u n t u k menjadi sekreatif m u n g k i n . 

Akan tetapi, konferensi ini juga merupakan katalisator u n t u k p e m b e n t u k a n 

ke lompok-kelompok seniman dengan p e m a h a m a n alternatif tentang budaya 

dan ten tang peran sen iman. Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) d iben tuk 

hanya sepuluh hari setelah konferensi sebagai respons terhadap kekecewaan atas 

a rahan yang d iambi l oleh para peserta berkaitan dengan kebudayaan Indonesia 

(Foulcher 1986). LEKRA menjadi semakin menon jo l selama periode Demokrasi 

Terpimpin. 

Kongres kedua diselenggarakan oleh LKI dan d iadakan di Bandung pada 

t ahun 1951. Sementara kongres per tama telah d i fokuskan pada perhatian 

bersama tentang kebudayaan Indonesia yang dibingkai oleh perspektif 

u m u m dan teoretis,15 kongres kedua lebih d i fokuskan pada pengembangan 

kelembagaan dan kemungk inan u n t u k m e n d o r o n g kegiatan budaya.1 6 Posisi 

15 P.id.i jwj I k o n g r e s kedua , Ke tua I Kl, B a h d e r D j o h a n (1952: 12) m e n y a t a k a n d a l a m p i d a t o p e m b u k a a n 

bahwa ti t ik p u s a t kongres p e r t a m a a d a l a h p e m b a h a s a n t e n t a n g "dasar -dasar k e b u d a y a a n " d a n b a h w a 

" m a s a l a h b u d a y a t e r u t a m a d i p a n d a n g da r i p e r s p e k t i f h u b u n g a n n y a d e n g a n P e m b a n g u n a n Negara d a n 

P e m b a n g u n a n M a s y a r a k a t " . 

16 M e n t e r i P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n . W o n g s o n e g o r o (1952: 17). m e n d o r o n g pa ra peser ta u n t u k 

" m e m b a h a s se l engkap m u n g k i n b a g a i m a n a organisas i -organisas i bisa sebaik m u n g k i n m e n e r a p k a n 
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biner yang mendominas i diskusi dalam kongres pertama dis ingkirkan karena 

perhatian lebih beralih ke isu-isu pengembangan kelembagaan. Lima topik yang 

dipil ih u n t u k diskusi adalah c o n t o h dari peral ihan fokus tersebut: kebijakan 

budaya, hak cipta, kritik seni, sensor fi lm, dan kesusastraan. 

Dua makalah yang paling menye luruh membahas isu kebijakan budaya 

dan mener ima perhat ian yang paling besar da lam diskusi-diskusi ber ikutnya 

adalah yang d ipaparkan oleh K u n t j o r o P u r b o p r a n o t o dan M u h a m m a d Yamin. 

P u r b o p r a n o t o mulai dengan definisi kebudayaan yang telah disepakati pada 

kongres per tama sebelum membatas i dir inya pada seni sebagai fokus "konkre t" 

bagi kebi jakan budaya. Ia terus-menerus menekankan perlunya diskusi 

"konkre t" dan "praktis", dengan alasan bahwa "Tujuan dari seni dan organisasi 

budaya [...] adalah u n t u k merawat dan m e m u p u k keahlian para anggotanya 

(seniman) dan memperkua t identi tas nas ional" (1952: 392, 388). Ia kemudian 

mengembangkan ide-idenya tentang sebuah jaringan organisasi seni dari tingkat 

desa hingga ke t ingkat nasional , yang di ter ima secara antusias oleh para peserta. 

Yamin, yang adalah seorang p e m i m p i n nasionalis yang menon jo l selama 

perang kemerdekaan dan masa p e n d u d u k a n Jepang dan memegang posisi 

pent ing selama periode Demokras i Konst i tus ional dan Demokras i Terpimpin , 

menyampa ikan sebuah studi pe rbandingan tentang organisasi-organisasi budaya 

dari pelbagai negara di dun ia . Ia menin jau kebijakan budaya di Cina , Rusia, 

Perancis, Amerika Serikat, Mesir, dan India-Pakistan. Makalah pan jang Yamin 

menyerukan sebuah sistem "desentralisasi" dengan " tempat u n t u k perwakilan 

kebudayaan daerah di p i m p i n a n pusat ," yang mengaku i adanya peningkatan 

kebu tuhan akan pengakuan kebudayaan daerah (1952: 425). Yamin berusaha 

u n t u k merumuskan lembaga kebudayaan yang dapat lebih merangsang aktivitas 

budaya dalam l ingkungan budaya yang lebih ramai dan beragam. Ia m e n d o r o n g 

penciptaan sebuah organisasi kebudayaan baru u n t u k mengkoordinas ikan 

b idang pendid ikan , i lmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk konservatori 

seni, perpustakaan dan sebuah Universitas "dengan kualitas in ternas ional" 

(1952: 428). !? Seperti Pu rboprano to , Yamin melihat kebijakan budaya lebih 

kebudayaan in i" . 
17 Konferens i ini m e m a n g m e l a h i r k a n sebuah organisasi ba ru dengan l i ngkup yang lebih besar da r ipada 

hanya be r fokus pada seni dan budaya . Ide u n t u k m e n d i r i k a n Masyarakat I lmu Penge tahuan Nas iona l , 
yang k e m u d i a n men jad i Masyarakat I lmu P e n g e t a h u j n Indones ia (MIPI) , d i r u m u s k a n beberapa b u l a n 
setelah konferens i (P rawi rohard jo 1952). L i n g k u p MIPI m e n c e r m i n k a n luasnya definis i yang d ibe r ikan 
pada kebudayaan y a n g m e n c a k u p h a m p i r semua aspek k e h i d u p a n rakyat . MIPI d id i r ikan dengan dasar 
h u k u m U n d a n g - U n d a n g N o . 6 / 1 9 5 6 . Awalnya MIPI berada d i bawah D e p a r t e m e n P e n d i d i k a n d a n 
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terpusat pada p e m b a n g u n a n kebudayaan nasional1* tanpa memperha t ikan 

adanya perbedaan "geografis" dan "ras" di Indonesia (1952: 432). Perbedaan 

antara kongres per tama dan kedua mence rminkan pe rubahan iklim poli t ik. 

Kongres per tama, yang diadakan selama perang kemerdekaan pada saat 

nasib Republik Indonesia tidak pasti, mencerminkan perasaan bahwa sebuah 

masyarakat baru dan jenis manus ia baru - yaitu bangsa Indonesia - sedang 

m u n c u l . Kongres kedua diselenggarakan ketika pemer in tah kita sendiri 

memegang kekuasaan poli t ik. Mereka mengal ihkan perhat ian mereka terhadap 

masalah-masalah yang d ihadapi Indonesia dengan perspektif yang tercerahkan 

oleh pendid ikan Barat mereka. Perhatian mereka terutama d i fokuskan pada 

pengembangan kelembagaan. Akan tetapi, Yamin secara khusus mel ihatnya 

melampaui Barat dalam usahanya mencari model yang cocok bagi Indonesia. 

Sebuah kepr iha t inan tetap dipegangnya yaitu bahwa Indonesia tidak menyal in 

Barat tetapi mengembangkan kebudayaan yang unik, sebuah kepr iha t inan yang 

direplikasi di negara-negara postkolonia l lain di Asia. 

Perdebatan di kongres kedua juga m e n u n j u k k a n kesadaran yang meningkat 

tentang adanya kebu tuhan u n t u k mengakomodas i sejumlah budaya yang 

berbeda di Indonesia. Bujung Saleh (1952), seorang penulis terkemuka dan 

aktivis LEKRA, mengangkat isu tentang o t o n o m i budaya dan kebudayaan 

minor i tas . Seorang peserta dari Bali, Utusan (1952), m e m b a h a s posisi kesenian 

di Bali. Ia menyatakan bahwa orang-orang Bali memil iki sumbangan terhadap 

seni mereka, tidak seperti kebudayaan Indonesia , yang merupakan provinsi yang 

berisi kaum nasionalis be rpendid ikan dan bahwa h u b u n g a n antara budaya dan 

agama di Bali berbeda dengan Islam. Ia kemudian membahas isu pariwisata 

dan kebu tuhan agar wisatawan m e m a h a m i kesenian Bali bukan hanya sebagai 

sebagai sebuah t o n t o n a n . Akan tetapi, perhat ian akan p e m b a n g u n a n kebudayaan 

nasional yang tunggal masih mendominas i perdebatan da lam kongres tersebut. 

Ide-ide LEKRA juga direpresentasikan pada konferensi itu tetapi tidak menjadi 

perhatian sentral. A.S. Dhar ta (1952), salah seorang juru bicara LEKRA yang 

paling fasih pada awal 1950-an, menyatakan perlunya seniman berpihak pada 

kekuatan politik progresif dan bahwa mereka berkewajiban u n t u k member ikan 

kontr ibusi pada t ransformasi sosial. 

Kebudayaan , k e m u d i a n d i p i n d a h k a n ke d e p a r t e m e n yang ba ru d ic ip takan yai tu Kemen te r i an Riset 
Nas iona l pada t a h u n 1962 sebelum men jad i LIPI (Lembaga I lmu Penge tahuan Indones ia ) pada t a h u n 
1967 dan k e d u d u k a n n y a men jad i ber tanggung- iawab langsung kepada Presiden (LIPI 1971). 

18 Misalnya , u n t u k organisasi budaya ba runya . Yamin m e n g u s u l k a n (1952 :426) Lembaga Proklamasi , yang 
berdasarkan prok lamas i kemerdekaan . 
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Kongres Budaya ketiga digelar di Solo pada bulan September 1954. Alih-alih 

berfokus pada kebijakan budaya secara u m u m , kongres tersebut berfokus pada 

isu tentang kebudayaan da lam pendid ikan . Kongres ketiga ini diselenggarakan 

oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN). Terdapat tiga topik 

yang dibahas dalam kongres ini, yaitu: pendid ikan budaya bagi komun i t a s 

sekolah, bagi masyarakat kota, dan u n t u k komun i t a s pekerja dan per tanian. 

Ruang l ingkup yang lebih sempit dari kongres ketiga ini di ir ingi juga oleh 

penyempi tan peserta dan ide-ide yang dibahas. Kongres h a m p i r secara eksklusif 

hanya berfokus pada pendid ikan dan kepr iha t inan DPPK. Kesimpulan akhir 

memua t beberapa rekomendasi u n t u k memper luas peran dan kekuasaan DPPK 

di b idang sosial tanpa menyerukan reformasi a p a p u n atas kerja DPPK itu 

sendiri ("Beberapa Kesimpulan Kongres Kebudajaan Indones ia" 1954). Berbeda 

dengan kegembiraan dan kemungk inan-kemungk inan yang dihasi lkan dari 

budaya Kongres Budaya yang kedua, kongres ketiga malah m e m p r o m o s i k a n 

peningkatan intervensi, kontrol , dan kepemimpinan negara.1 ' ' 

Risalah rapat dari empat konvensi tersebut menyediakan sumber u n t u k 

mengident i f ikas i posisi dari politisi, birokrat , d a n komenta to r budaya yang 

memil iki perhat ian te rhadap para pembuat kebijakan budaya. Tiga ciri u t ama 

dari konvensi-konvensi budaya tersebut member ikan gambaran yang menar ik 

dan pent ing ten tang wilayah d i m a n a kebijakan budaya sedang dibuat dan 

tentang isu-isu kunci pada masa itu. Ciri per tama adalah penggunaan sintesis 

u n t u k menc ip takan suatu kebudayaan nasional yang tunggal dari unsur -unsur 

yang dianggap antagonis . Sintesis secara teratur d igunakan u n t u k memecahkan 

masalah d i k o t o m i antara budaya T imur dan budaya Barat. Selain itu, sintesis 

juga d igunakan u n t u k mengatasi perbedaan antara generasi " tua" dan " m u d a " 

termasuk keinginan mereka u n t u k mel indung i bentuk-bentuk budaya yang " tua" 

dan m e n u m b u h k a n bentuk-bentuk budaya yang baru. Kebudayaan nasional 

yang d iha rapkan terwujud dari proses yang jelas, teoretis dan belum terbukti 

ini adalah u n t u k mengatasi perpecahan antara ke lompok-ke lompok yang 

berbeda di Indonesia. Sintesis juga mel ibatkan suatu t ingkat intervensi ter tentu 

dari negara u n t u k mengont ro l sintesis tersebut agar mengh inda r i normalisasi 

a t r ibut budaya tertentu (seperti unsur-unsur negatif dari budaya Barat). Dengan 

kata lain, ada unsur-unsur model budaya k o m a n d o bersama-sama dengan 

19 Analisis Sapardi D j o k o D a m o n o (1987) t e rhadap ketiga Kongres Budaya tersebut m e n c e r m i n k a n 
kepen t i ngan mar j ina l dar i kongres ketiga. D a l a m sebuah art ikel s epan jang d u a p u l u h satu h a l a m a n , ia 
m e n g h a b i s k a n h a m p i r tiga h a l a m a n m e m b a h a s kongres ketiga. 

97 



gagasan liberal tentang kebebasan artistik. Juga harus d i tekankan bahwa da lam 

kebanyakan kasus budaya yang dihasi lkan adalah budaya yang bersifat tunggal. 

Pada saat Kongres Budaya yang per tama, ada asumsi u m u m di antara elite 

budaya yang berpendid ikan Barat bahwa Indonesia akan mengembangkan satu 

kebudayaan tunggal dan semua kebudayaan lain akan memudar . Anggapan 

itu sangat problemat ik da lam kai tannya dengan kebudayaan-kebudayaan etnik 

yang tersebar di seluruh Indonesia dan , bahkan selama tahun- tahun awal dari 

republik ini, ada pengakuan yang d iam-diam oleh beberapa peserta terhadap 

masalah-masalah yang diangkat oleh kebudayaan etnik p r ibumi . 

Kedua, Konferensi Budaya pada khususnya dan, pada t ingkat yang 

lebih rendah, Kongres Budaya yang kedua, mengambi l posisi bahwa seniman 

m e n u n t u t adanya kebebasan artistik u n t u k menghasi lkan kualitas kerja setinggi 

m u n g k i n . K o m i t m e n terhadap kebebasan artistik berkorelasi dengan gagasan 

liberal bahwa kebebasan merupakan persyaratan u n t u k m e m u n g k i n k a n kinerja 

yang opt imal , baik itu produksi suatu komodi tas atau karya seni. Ciri ketiga 

adalah posisi yang berubah dari para peserta da lam hal peran negara dalam 

kebijakan budaya. Kongres Budaya per tama telah dibanj i r i dengan teori-teori 

tentang h u b u n g a n negara dan kebudayaan, sementara secara u m u m negara 

di l ihat bertanggung-jawab atas kebudayaan nasional . Dalam Kongres Budaya 

kedua, para peserta memusa tkan perhat ian mereka pada isu pengembangan 

institusi d i m a n a negara d iha rapkan menyediakan inf ras t ruk tur u n t u k kegiatan-

kegiatan budaya yang akan mengamankan kondisi u n t u k p e m b a n g u n a n 

kebudayaan nasional . Penekanannya adalah pada rencana praktis bagi 

penyediaan in f ras t ruk tur kebijakan budaya. 

Faksi-faksi yang d o m i n a n da lam konvensi-konvensi budaya, yang semuanya 

diselenggarakan oleh negara atau, dalam kasus Konferensi Budaya, oleh sebuah 

lembaga yang disponsor i negara, terdiri dari k a u m elite be rpendid ikan Barat 

dan berhaluan liberal. Posisi Islam atau sayap kiri t en tang seni menjadi 

terpinggirkan oleh posisi kaum liberal dan modern is pada masa itu. K a u m 

komun i s masih dikuci lkan dan sedang dalam proses mengkonsol idas ikan 

kembali ke lompoknya setelah peristiwa di Mad iun pada t ahun 1948 (Thomas 

1981)''" dan ke lompok-ke lompok Islam terpecah menyangkut per tanyaan 

ten tang kebudayaan dan bentuk yang harus d iambi l oleh ekspresi seni dan 

20 Partai K o m u n i s Indones ia me lanca rkan p e m b e r o n t a k a n pada t a h u n 1948 d i M a d i u n m e n e n t a n g 
p e m e r i n t a h Repub l ik selama kon f l i k dengan Belanda. Mereka d ika l ahkan secara telak o leh ten ta ra yang 
berbar is d i be lakang S o e k a r n o d a n H a t t a . 
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budaya Islam (Maier 1987). Perspektif-perspektif lain ini jarang muncu l da lam 

perdebatan dan hanya muncu l pada waktu pertanyaan dari sesi-sesi dalam 

konferensi tersebut. 

K e b i j a k a n Budaya s e l a m a D e m o k r a s i K o n s t i t u s i o n a l 

Sebuah titik awal yang baik un tuk analisis tentang kebijakan budaya adalah 

sebuah artikel yang terbit pada t ahun 1951 tentang kebudayaan oleh Kepala 

Dinas Kebudayaan, Soedarsono (1951). Setelah menekankan pent ingnya saat i tu 

di lakukan p e m b a n g u n a n kebudayaan di Indonesia , Soedarsono mengal ihkan 

perhat iannya kepada Kesepakatan Budaya yang kontroversial antara Indonesia 

dengan Belanda. Sama seperti pendapa t mayori tas pada Konferensi Budaya 

pada t a h u n sebelumnya, Soedarsono menya takan bahwa kondisi yang ideal 

dan dapat di ter ima u n t u k p e m b a n g u n a n budaya Indonesia adalah kebebasan 

mutlak: D i m a n a ikatan lama tetap d iper tahankan , tentu saja ikatan-ikatan yang 

dipaksakan ini tidak bebas, maka " p e m b a n g u n a n yang bebas" u n t u k masyarakat 

yang merdeka hanya menjadi sebuah mi tos (1951: 73). 

Soedarsono (1951: 74) secara pan jang lebar m e m b a h a s d a m p a k dari 

h u b u n g a n budaya yang "d ipaksakan" (pada masa penja jahan Belanda dan 

p e n d u d u k a n Jepang) dan menekankan hasil positif dari h u b u n g a n "a lami" 

antara Indonesia dengan negara-negara tetangga (seperti India d a n Cina) 

yang menghasi lkan p roduk kebudayaan seperti Borobudur , P rambanan dan 

masjid-masjid raya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Soedarsono 

mengal ihkan perhat iannya pada kebudayaan nasional yang ia definisikan 

sebagai dasar bagi bangsa dan oleh karena itu merupakan sebuah sumber daya 

yang pen t ing un tuk d ikembangkan . Ia mengemukakan empat sasaran u tama 

dari Dinas Kebudayaan yang dapat dir ingkas sebagai berikut: 

1. Demokrat isasi setiap b idang budaya sampai mereka menembus masuk 

ke seluruh lapisan masyarakat luas dan menjadi populer (tetapi juga 

"d i l indungi sehingga mereka tidak menjadi vulgar"); 

2. Vertikalisasi DPPK (penyebaran kantor-kantor dinas kebudayaan hingga ke 

tingkat yang lebih rendah); 

3. Mengarahkan kebudayaan kepada "kebudayaan universal nas ional" dan 

jauh dari provinsialisme; dan 

4. Sebuah kesejahteraan yang ha rmon i s d imana semua b idang budaya itu 

(bahasa, seni, dan arkeologi) mendapa t perhat ian (1951: 74-75). 
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Ia juga m e n e k a n k a n sua tu or ientas i in te rnas iona l d a l a m kebi jakan budaya 

d i m a n a kebudayaan akan d i g u n a k a n u n t u k m e n j a l i n h u b u n g a n dengan 

negara-negara lain d a n m e n d o r o n g d i m a s u k k a n n y a atase kebudayaan d a l a m 

k u n j u n g a n - k u n j u n g a n in te rnas iona l . S o e d a r s o n o (1951 :75) m e n u t u p u r a i a n n y a 

dengan m e n e k a n k a n bahwa "jalan sintesis lebih k o n s t r u k t i f da r ipada analisis 

yang m e m p e r b e s a r p e r b e d a a n " d a l a m kasus kebudayaan masyarakat p r i b u m i . 

Penekanan S o e d a r s o n o t en tang kebebasan h a r u s d i p a n d a n g d a l a m kon teks 

def in is i yang luas t en t ang kebudayaan yang mendasar i kerja D i n a s Kebudayaan 

d a n yang m e m b e r i k a n d u k u n g a n t e rhadap intervensi lebih besar da r i pada 

yang ter jadi d i sebagian besar negara-negara Barat . Gar is besar kebi jakan u n t u k 

DPPK t a h u n 1953 m e m b e r i k a n wawasan u n t u k def in is i t en t ang kebudayaan : 

Fungsi kebudayaan d i sua tu negara-bangsa yang bebas t idak hanya terbatas pada 

penye l id ikan t e rhadap objek , tetapi objek-objek d i segala b i d a n g itu ha rus h i d u p 

d a l a m kebudayaan yang a lami dari s emua masyarakat Indones ia d a n m e n j a d i 

dasar k e h i d u p a n bagi semua bangsa ("Garis-Garis Besar Poli t ik Pend id ikan , 

Pengad ja ran d a n K e b u d a j a a n " 1953: 4). 

Def in is i ini m e n g i n g a t k a n kita pada p en ek an an Belanda t en t ang 

k e h i d u p a n sehari-hari o r a n g Indones i a p r i b u m i d a l a m penel i t ian ada t 

te tapi juga m e n c e r m i n k a n p e r j u a n g a n d i negara-negara yang ba ru merdeka 

u n t u k m e n g e m b a n g k a n kebudayaan nas iona l yang m e m p e r s a t u k a n pelbagai 

k e l o m p o k suku , agama d a n sosial. Konsekuens i dari p e n g g u n a a n def in is i 

yang luas t en t ang kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan ini ada lah bahwa ia 

memi l ik i tugas d e n g a n j angkauan yang sangat luas. R u a n g l i n g k u p dari D i n a s 

Kebudayaan yang terbatas itu k e m u d i a n m e m b e b a n i para p e m b u a t kebi jakan 

d e n g a n tugas-tugas yang h a m p i r berada jauh d i luar kapasi tas mereka.' ' 

Keempa t divisi d i Dinas Kebudayaan dapa t d i k e l o m p o k k a n m e n j a d i dua 

jenis: divisi-divisi yang ba ru t e rben tuk d a n lembaga- lembaga yang d iambi l -a l ih 

dari rez im ko lon ia l . Lembaga- lembaga yang d iambi l -a l ih dari rez im ko lon ia l 

i tu ada l ah an ta ra lain M u s e u m Nas iona l d a n D i n a s Purbakala. 2 2 D a l a m 

sebuah artikel yang m e m b a h a s pa jangan m u s e u m pada t a h u n 1945, Soed ib io 

Socwardipoc t ro , seorang penu l i s u n t u k ma ja l ah be rbahasa Inggris, The Voicc 

21 M i n i n y a D i n a s Kebudayaan (1951: 5 ) d i h a r a p k a n u n t u k melaksanakan pengawasan d a n peme l iha r aan 
u n t u k semua b a n g u n a n alami dan b a n g u n a n k u n o sebagai m o n u m e n nas ional , sebuah usaha besar d i 
sebuah negara yang sangat luas d a n be ragam seperti Indones ia . 

22 Keduanya pada awalnya be rgabung sebe lum Divisi M a n a j e m e n M u s e u m d iben tuk pada t a h u n 1956 
(Soebad io 1985). 
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ofFree Indonesia, m e n g a m a t i p e r u b a h a n yang d i p e n g a r u h i o leh kemerdekaan 

t e rhadap m a n a j e m e n m u s e u m : 

Museum ini benar-benar terkenal karena koleksi etnografinya. Koleksi-koleksi 
itu sebelumnya dipamerkan di ruang yang gelap dan tidak menarik, tetapi 
sekarang mereka dipajang di aula yang bercahaya cemerlang. Para pengunjung 
sangat terkesan akan cita rasa ruang, selera yang baik dan keharuannya. 
Pajangan tidak ditampilkan dengan menimbulkan rasa penasaran atau aneh 
dan banyak orang asing yang sebelumnya memiliki prasangka tertentu kini 
menemukan dirinya harus mengubah pendapatnya tentang apa yang selama 
ini mereka sebut "kebiadaban" (1945: 17). 

Dar i h ierarki rasial pada masa ko lon ia l , lembaga- lembaga dari era ko lon ia l 

d i reor ien tas ikan u n t u k merepresentas ikan warisan dar i suatu bangsa yang 

be radab d a n bersa tu , sambi l m e n g g u n a k a n m e t o d e k o n t e m p o r e r u n t u k tata 

pa j ang m u s e u m . 

M o h . A m i r Sutaarga (1968), t o k o h pa l ing p e n t i n g d a l a m m a n a j e m e n 

m u s e u m d i t a h u n 1950-an d a n 1960-an, m e m b u a t a r g u m e n yang sama d a l a m 

sebuah art ikel yang panjang. 2 3 Sutaarga m u l a i d e n g a n m e n i n j a u p i d a t o yang 

d i s a m p a i k a n oleh Kepala Biro Arkeologi Belanda (Oudheidkundige Dienst), 

Dr. F.D.K. Bosch, d a n m e n g g a b u n g k a n t u j u a n ba ru d a l a m m a n a j e m e n m u s e u m : 

" ( M u s e u m ) b u k a n hanya alat u n t u k m e m e r a n g i kemi sk inan budaya dar i sua tu 

bangsa - seper t iyang telah d i b u k t i k a n o leh Dr . Bosch d a l a m s a m b u t a n n y a yang 

telah dianal is is sebe lumnya - te tapi m u s e u m juga m e r u p a k a n sebuah lembaga 

yang m e m a j u k a n pe radaban suatu bangsa" (1968: 8). D a l a m artikel Sutaarga 

tersebut (1968), i a m e n g g a m b a r k a n d u a fungs i m u s e u m yang m e m b e r i k a n 

kon t r ibus i pen t ing bagi pencapa ian pe radaban yang ma ju : p e r t a m a , m u s e u m 

ada lah wahana u n t u k m e l i n d u n g i bangsa dar i k e m i s k i n a n budaya d e n g a n 

men jaga d a n m e n g u m p u l k a n objek-objek budaya d a n p e n g e t a h u a n ; d a n kedua , 

fungs i d idak t ik yang menyebar- luaskan p e n g e t a h u a n t e n t a n g masa lalu d a n masa 

d e p a n , t e rmasuk melalui m u s e u m teknologi yang be r fokus pada sains. Artikel 

Sutaarga tersebut m e n u n j u k k a n b a g a i m a n a fungs i dari (dan kr i t ik t en tang) 

m u s e u m d i negara Indones ia merdeka memi l ik i se jumlah k e s i n a m b u n g a n 

23 Art ikel mi pe r t ama kali d i t a b u k a n d a l a m Sijut 1 (Mei , J u n i . Ju l i . Agustus) pada t a h u n 1958. 
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dengan praktik kolonial sebelumnya tetapi dengan perbedaan pent ing bahwa 

Indonesia kini be rkedudukan sebagai subjek nasional. ' ' ' 

Divisi-divisi baru di Dinas Kebudayaan adalah Seni, Dokumentas i Sejarah, 

dan Bahasa. Kebijakan seni mencakup bentuk-bentuk modern m a u p u n bentuk-

bentuk tradisional yang masih relevan dengan masyarakat Indonesia. Kebijakan 

seni pada awalnya d i fokuskan pada pengembangan Bagian Kesenian sebagai 

pengembang bentuk seni nasional. Tiga pr ins ip u tama dari rencana awal Divisi 

Seni dapat dir ingkas sebagai berikut: 

1. Sebuah pendekatan " i lmiah" u n t u k mengembangkan seni ( "menggunakan 

psikologi, etnologi , estetika, dan lain-lain") d i m a n a semua jenis seni yang 

berbeda-beda d i k u m p u l k a n bersama-sama, dipelajari , kemudian dasar-dasar 

yang sesuai di identif ikasi sebagai "dasar" embr ion ik u n t u k seni nasional 

Indonesia; 

2. Mendid ik masyarakat Indonesia tentang seni melalui media massa, di 

sekolah dan mengorganisir acara-acara kesenian "yang bernilai tinggi"; dan 

3 . Meningka tkan k e m a m p u a n teknis sen iman Indonesia dan menyediakan 

beasiswa dan peralatan yang perlu bagi para sen iman (Bagian Kesenian 

1951:5). 

Prinsip per tama mence rminkan perspektif sintetis tentang kebudayaan Indonesia 

di mana suatu kebudayaan tunggal akan terwujud dari elemen-elemen budaya 

yang berbeda yang terdapat di seluruh Indonesia. Peran negara di sini tidak 

hanya u n t u k mengawasi n a m u n u n t u k mempelajar i (dengan menggunakan 

i lmu-i lmu alam) dan mengident if ikasi dasar dari seni nasional. Akan tetapi, 

t idak ada saran dalam kebijakan bahwa kegiatan para sen iman harus d iarahkan 

oleh Bagian Kesenian, mesk ipun Bagian ini berusaha u n t u k mendef in is ikan 

seni nas ional dan m e m b e n t u k selera populer . Seniman harus d ia jarkan 

keterampilan teknis dan harus diperlengkapi juga dengan peralatan dan h ibah. 

Bagian Kesenian memil iki peran pengawasan te rhadap seniman n a m u n tidak 

berarti bahwa ekspresi kreatif mereka harus d ia rahkan ke suatu tu juan ter tentu. 

Kontradiksi dari upaya Bagian Kesenian u n t u k mendef in is ikan seni nasional 

menyorot i keberadaan dua wacana tentang regulasi seni dan peran negara. Seni 

juga dia jarkan di sekolah-sekolah tetapi hanya seni "yang bernilai tinggi", yang 

24 Balai Pustaka juga berada bawah kendal i p e m e r i n t a h a n yang ba ru (Sen dan t lili 2000). A k a n te tapi , 
keh i l angan t e m p a t n y a sebagai penerbi t u t a m a publ ikasi fiksi Indones ia d a l a m m e n g h a d a p i persa ingan 
yang men ingka t . 



mengindikas ikan adanya hierarki pelbagai jenis seni dalam kebijakan negara 

terkait kesenian. Kebijakan seni sangatlah luas da lam jangkauannya 7 , dan 

sangat di luar k e m a m p u a n sebuah depar temen pemer in tah yang kecil dengan 

sumber daya terbatas pula. Baru setelah tahun 1970-an yaitu dengan adanya 

peningkatan belanja pemer in tah , Dinas Kebudayaan bisa mengembangkan 

kapasitasnya u n t u k melaksanakan proyek-proyek berskala besar sesuai dengan 

r u m u s a n perannya sendiri . 

Warisan pent ing dari per iode 1945-1965 u n t u k seniman Indonesia adalah 

didi r ikannya beberapa sekolah tinggi seni. Pada 1953 ada empat sekolah seni 

yang disponsor i negara yang beroperasi di Jawa yang tiga di antaranya berada 

dikendal ikan oleh Bagian Seni Rupa. Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) 

adalah perguruan tinggi seni per tama di Indonesia yang didi r ikan pada t ahun 

1949 di Yogyakarta, sebuah kota yang memil ik i sejumlah besar seniman nasionalis 

(Editor 1951). Konservatori Karawitan Indonesia (KKI) d id i r ikan pada tahun 

1950 di Solo, Jawa Tengah. R. Anderson Sut ton mengemukakan bahwa salah 

satu tu juan dari pendi r ian KKI adalah u n t u k menyediakan tempat d i m a n a 

semua kesenian daerah bisa berbaur bersama-sama yang sesuai dengan tu juan 

dari Bagian Seni Rupa selama masa itu (1991). Sekolah seni ketiga dikendal ikan 

oleh Dinas Kebudayaan adalah Sekolah Musik Barat yang didi r ikan di Jakarta . 

Ketiga lembaga ini d id i r ikan di atas p e m a h a m a n bahwa mereka semua akan 

berkontr ibusi pada pengembangan nas ional isme dan seni Indonesia. Program 

pelat ihan guru kesenian didi r ikan di Bandung pada t ahun 1947 sebagai bagian 

dari kampus Universitas Indonesia cabang Bandung. Sekolah ini kemudian 

d i jadikan sebagai bagian dari Insti tut Teknologi Bandung pada tahun 1959. 

Selama periode ini, Dinas Kebudayaan mengembangkan beberapa sub-

cabang di t ingkat pemer in t ahan yang lebih rendah. Kantor-kantor daerah 

yang bertanggung-jawab kepada kantor nasional di Jakarta d ibangun di semua 

ibukota provinsi pada t ahun 1950. Akan tetapi, p e m b a n g u n a n n y a tidak seragam 

karena provinsi dan kabupaten juga bisa mensponsor i dinas kebudayaan mereka 

masing-masing yang bertanggung-jawab mengendal ikan urusan kebudayaan di 

t ingkat pemer in tahan yang lebih rendah. Kasus yang ekstrem adalah Yogyakarta, 

yang memil iki empa t d inas kebudayaan dengan kegiatan yang saling t u m p a n g 

2 5 M i s a l n y a , Div is i Seni b e r t a n g g u n g - j a w a b u n t u k s e m u a seni k u n o y a n g te lah h i l a n g , m e n g a t u r s e m u a 

k e s e n i a n y a n g saat ini s e d a n g d i l a k u k a n d i I n d o n e s i a , m e n u n j u k k a n sen i I n d o n e s i a k e p a d a m a s y a r a k a t 

i n t e r n a s i o n a l , m e n d u k u n g s e n i m a n d a n m e n j a l a n k a n tiga s e k o l a h seni f Garis-Garis Besar Politik 

Pendidikan. Pengaderan dan Kebudajaan" 1953). 
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t i nd ih pada per tengahan tahun 1950-an: Dinas Kebudayaan Nasional , Dinas 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dan Dinas Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta. Pada akhi r t ahun 

1950-an ada teknisi-teknisi budaya individual yang bekerja di t ingkat kecamatan 

meskipun hal itu hanya berlaku sampai sampai t a h u n 1990-an.26 

Keterlibatan Indonesia yang antusias dalam pelbagai urusan internasional 

pada tahun 1950-an memengaruh i kebijakan budaya. Da lam sebuah surat 

tertanggal 31 Desember 1949 sehari setelah pengakuan Belanda atas kedaulatan 

Indonesia , Perdana Menter i Ha t ta memin t a agar Indonesia d imasukkan ke 

U N E S C O (Hat ta 1949). Pener imaan Indonesia oleh U N E S C O segera terwujud 

dalam lima bulan kemudian , yang m e n u n j u k k a n k o m i t m e n U N E S C O 

terhadap penen tuan nasib sendiri dari wilayah-wilayah kolonial . Orientasi awal 

U N E S C O adalah mengarah pada budaya sebagai karya seni, dan keyakinan 

bahwa sistem nilai dari pelbagai negara yang berbeda-beda bisa mendekat i 

persatuan melalui kegiatan U N E S C O . Orientas i ini dengan cepat d i t an tang 

oleh ke lompok negara-negara yang baru merdeka yang semakin meningkat 

dari segi jumlah dan kekuatan. Negara-negara baru ini m u n c u l dalam pentas 

internasional dalam iklim perang d ingin , dan banyak dari posisi dan keinginan 

mereka tidak cocok baik dengan U n i Soviet m a u p u n dengan blok Barat. Di 

antara pelbagai ke lompok bangsa tersebut, Indonesia m e r u p a k a n salah satu 

pe lopor terdepan. 

Di b idang kebudayaan, Menter i Pendidikan dan Kebudayaan M o h a m m a d 

Yamin menyatakan pada t ahun 1954 da lam sebuah suratnya kepada U N E S C O 

yang menyatakan ket idakpuasan Indonesia dengan kurangnya representasi 

kebudayaan Indonesia di negara-negara Barat, dan keunggulan kompara t i f 

yang dimil iki budaya Barat, termasuk di Indonesia , karena dominas inya da lam 

komunikas i massa, sementara di sisi lain ia m e n e k a n k a n "kekayaan spiritual di 

T imur" (1954). Komen ta r kepr ihat inan tersebut d iperkuat lagi pada t a h u n 1956 

dalam laporan mereka kepada Konferensi U m u m U N E S C O d imana perwakilan 

Indonesia Soebardjo menya takan "bahwa produk budaya Barat pada u m u m n y a 

telah disebarluaskan dengan sangat baik di Indonesia, tapi di sisi lain sejauh 

ini be lum ada aliran nilai-nilai kebudayaan Indonesia ke negara-negara Barat" 

( U N E S C O 1956: 54). Sejak awal berdir inya Dinas Kebudayaan telah terlibat 

26 N a m a posisi tersebut d i u b a h men jad i peni l ik budaya h a m p i r be r samaan dengan waktu ketika S o e h a r t o 
m e n g a m b i l alih kekuasaan . 
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dalam pelbagai kegiatan dan dialog internasional . Sebuah laporan dari t ahun 

1951 m e n u n j u k k a n bahwa Dinas Kebudayaan memil iki Biro U N E S C O dan 

Divisi Internasional dan laporan Socdarsono pada t ahun yang sama juga 

menekankan sebuah "orientasi in ternas ional" da l am kebijakan budaya (1951: 

75). Garis besar kebijakan budaya pada t ahun 1953 menempa tkan nilai pent ing 

yang tinggi dari upaya memperkena lkan dan m e m p r o m o s i k a n kebudayaan 

Indonesia kepada masyarakat internasional u n t u k memengaruh i pandangan 

tentang Indonesia, m e m b a n t u perkembangan seni Indonesia dan m e n u n j u k k a n 

bahwa bangsa Indonesia tertarik dalam m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n budaya 

("Garis-Garis Besar Politik Pendidikan, Pcngadjaran dan Kcbuda jaan" 1953). 

Pada t a h u n 1955, seorang warga negara Indonesia menjad i anggota Dewan 

Eksekutif U N E S C O ("Garis-Garis Besar Politik Pendidikan, Pengadjaran dan 

Kcbuda jaan" 1955). 

Kepedulian Indonesia terhadap d inamika poli t ik internasional t a h u n 1950-

an merupakan kepr ihat inan bersama dengan negara-negara lain, dan Indonesia 

adalah pusat dari organisasi yang kemudian disebut gerakan nonb lok yang lahir 

dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat pada t ahun 1955. Salah 

satu dari empa t sasaran konferensi tersebut adalah " u n t u k memper t imbangkan 

masalah sosial, ekonomi , dan budaya dan h u b u n g a n dari negara-negara 

anggota" (Yamin 1955: 9) yang kemudian be ru jung pada pemben tukan Komite 

Kerja Sama Kebudayaan selama konferensi tersebut. K o m u n i k e Final dari 

Konferensi tersebut sangat m e n d u k u n g kerja sama kebudayaan sebagai sarana 

" m e m p r o m o s i k a n p e m a h a m a n di antara bangsa-bangsa" (Yamin 1955: 34). 

K o m u n i k e tersebut melukiskan keinginan u n t u k memperbaha ru i "kontak-

kontak budaya lama" antara kebudayaan Asia dan Afrika yang telah "terganggu" 

oleh kolonia l i sme dan mengembangkan kebudayaan-kebudayaan baru melalui 

sarana kerja sama bilateral (1955). Konferensi tersebut dengan serius dengan 

pernyataan yang"benar bagi tradisi usang tentang toleransi dan universalitas", 

bahwa kontak-kontak budaya dengan negara-negara non-Asia-Afrika harus 

d iupayakan secara s imul tan un tuk meningka tkan kerja sama di seluruh dun ia 

(1955: 35). Salah satu tu juan u n t u k konferensi yang digariskan oleh par lemen 

Indonesia adalah un tuk mengatur sebuah"ke lompok khusus"bangsa-bangsa di 

PBB yang didasarkan pada posisi bersama dan K o m u n i k e Final dari Konferensi 

Asia-Afrika tersebut merekomendas ikan t indakan kolektif di PBB dan pelbagai 

arena lainnya. Sementara solidaritas Asia-Afrika berusia sangat singkat oleh 

karena peristiwa-peristiwa yang terjadi da lam sepuluh t ahun berikutnya, 
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Konferensi Asia-Afrika itu sendiri member ikan dorongan bagi gagasan nonb lok 

pada saat negara-negara di dunia tergiring masuk di bawah tekanan kuat u n t u k 

memi l ih salah satu sisi dari dua kekuatan yang saling bersaing dalam perang 

dingin , yang k e m u d i a n mengarah pada muncu lnya Gerakan n o n b l o k dan 

Kelompok 77 (Mackie 2005). Solidaritas nonb lok dan Asia memil iki pengaruh 

internasional terhadap kebijakan budaya, yang paling langsung melalui kegiatan 

U N E S C O , tetapi juga melalui unsur-unsur kebijakan budaya internal dari 

masing-masing negara seperti Indonesia. 

Pembagian Timur-Barat yang t ampak jelas dalam perdebatan dan kebijakan 

tentang kebudayaan Indonesia juga menjad i kritik u t ama dari Indonesia dan 

bangsa lainnya terhadap U N E S C O , khususnya mengenai aliran nilai-nilai 

g loba l / dan terhadap kebijakan dan program-program U N E S C O . U N E S C O 

pun merespons melalui sebuah program yang d i luncurkan pada t ahun 1957 dan 

yang di ja lankan sampai t ahun 1966: Proyek Besar tentang Saling Menghargai 

Nilai-Nilai Budaya T i m u r dan Barat, yang kemudian dikenal sebagai Proyek 

Besar Timur-Barat . Tujuan dari proyek ini adalah u n t u k menghapus "kendala 

psikologis dan poli t ik te rhadap kesalingpengertian", yang terkait dengan 

pergeseran sosial dan poli t ik setelah Perang Dunia II, melalui program intensif 

di lembaga-lembaga pendid ikan , lembaga budaya dan media massa (Wong 

2008). Kegiatan-kegiatan dari proyek ini mel iput i konferensi buku-buku teks, 

program pener jemahan , per tukaran i lmiah, penciptaan lembaga-lembaga 

khusus, peneli t ian, publikasi popular , dan siaran radio. Indonesia mener ima 

Proyek Besar Timur-Barat sebagai sebuah cara mengatasi dominas i budaya 

be rpandangan Barat ( U N E S C O 1956: 54). 

Sementara sebagian besar program U N E S C O Indonesia d i fokuskan pada 

pendidikan, kegiatan-kegiatan budaya pada u m u m n y a terjadi dalam kerangka 

kerja dan dasar pemikiran dari Proyek Besar Timur-Barat. Pada tahun 1958, 

Indonesia terlibat dalam pertukaran pekerja-pekerja budaya, pameran di luar 

negeri, seminar dan produksi buku-buku teks, seminar bahasa, dan pembua tan 

film budaya. Pada t ahun 1960, Dinas Kebudayaan telah mengeluarkan 15 

Perjanjian Budaya dengan negara-negara lain. Indonesia terus terlibat dalam 

27 Konsep nilai nilai budaya d ika i tkan secara t idak krit is dengan k o n s u m s i ba rang-barang budaya , 
khususnya h i b u r a n massa. H u b u n g a n an ta ra ident i tas dan k o n s u m s i budaya p o p u l e r sejak itu telah 
t e rbuk t i jauh lebih kompleks , khususnya melalui p e n g a k u a n t e r h a d a p lembaga k o n s u m e n u n t u k 
m e m b a c a dan m e n g g u n a k a n budaya massa d a l a m berbagai cara yang berbeda , t e rmasuk sebagai warga 
negara (Ang 1985. Har t l ey 1999). 
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Proyek Besar Timur-Barat , t e ru tama melalui pe r tukaran budaya , sampai 

p e n g u n d u r a n diri dari U N E S C O pada t a h u n 1965.28 Pengaruh U N E S C O 

pada kebi jakan budaya Indones ia pada t a h u n 1950-an t e ru tama terjadi melalui 

penyediaan f o r u m an ta r -pemer in tah d i m a n a se jumlah negara pos tko lon ia l 

bisa mengar t iku las ikan perspekt i f d a n kepedul ian mereka t en tang budaya . 

Keter l ibatan d e n g a n U N E S C O m e m p e r k u a t p e m i l a h a n budaya Timur-Barat , 

d a n p e m e c a h a n dari p e m e r i n t a h Indones ia u n t u k mengatasi p en g a ru h budaya 

barat terkait erat dengan kebudayaan Indones ia . Per tukaran budaya yang terjadi 

melalui Proyek Besar Timur-Barat c e n d e r u n g lebih i lmiah d a l a m or ientas inya 

ke t imbang m e m e n g a r u h i op in i pub l ik yang lebih luas. O l e h karena itu, sementara 

kes impu lan U N E S C O ten tang proyek ini m e n e k a n k a n pengena lan nuansa ke 

da lam te rmino log i d a n p e m a h a m a n yang lebih besar, retorika poli t ik Indones ia 

pada awal t a h u n 1960-an semakin menegaskan p e m i l a h a n Timur-Bara t . 

Poin te rakhi r t en t ang t a h u n - t a h u n awal keb i jakan budaya d i Indones ia 

adalah kegiatan lembaga yang d i s p o n s o r i negara. LKI akt i f pada t a h u n - t a h u n 

awal d e n g a n pene rb i t an ma ja l ah kebudayaan Indonesia. Pada t a h u n 1952 

lembaga itu d igant i oleh B M K N , sebuah organisasi kesenian n o n - p e m e r i n t a h 

yang d i d a n a i oleh negara. Lembaga ini adalah b a d a n apol i t i s yang terdiri 

dari i nd iv idu - ind iv idu yang me l ipu t i s e n i m a n , in te lektual d a n b i rokra t , d a n 

k e l o m p o k - k e l o m p o k yang terwakili . B M K N m e n e r i m a keter l iba tan luas u n t u k 

kebudayaan yang ada lah gejala dari banyak kebi jakan budaya pada masa i tu. 

H o l t m e n c a t a t bahwa t u j u a n d a n p r o g r a m n y a " m e n c a k u p s e m u a n y a " d a n 

b a h w a " t u j u a n besarnya jarang d i i m p l e m e n t a s i k a n d e n g a n p r o g r a m aksi yang 

konkre t , r inci , d a n s is temat is" (1967: 246). Perspekt i f liberal B M K N t en t ang 

kebudayaan segera d i t e n t a n g dari d a l a m oleh LEKRA sebagai sebuah lembaga 

yang m e n j a d i anggo tanya . Posisi LEKRA seperti itu (yang saya bahas pada 

bag ian akh i r d i bawah) , yang d i k o m b i n a s i k a n d e n g a n d a n a p e m e r i n t a h yang 

sporadis , s emak in m e l e m a h k a n B M K N pada t a h u n 1950-an. Cla i re H o l t , y ang 

b u k u n y a Art in Indonesia m e m u a t sebuah p e m a h a m a n yang berharga t en tang 

seni d a n kebudayaan I n d o n e s i a p a d a masa awal kemerdekaan , m e n g a m a t i bahwa 

28 Sangat m e n a r i k u n t u k dicatat bahwa t u j u a n dar i pen i la ian p rog ram menca ta t bahwa d i k o t o m i T imur -
Barat telah d i t a n t a n g pada t a h u n 1960-an dengan m a s u k n y a negara-negara bangsa Amer ika Latin d a n 
Afr ika yang juga memi l ik i pe rha t i an t en tang pemel iha raan budaya dan warisan, dan bahwa p rog ram itu 
sendir i telah m e m p e r k e n a l k a n nuansa d a n analisis yang lebih besar ke d a l a m perdeba tan ( U N F . S C O 
1968). Vióng meng iden t i f ikas i kon t r ibus i U N E S C O bagi dekons t ruks i prasangka Timur-Bara t dengan 
" k o m i t m e n n y a u n t u k penyediaan ruang teoretis d a n pol i t ik yang inklus i f , y a n g m e n g a k o m o d a s i visi-visi 
beragam dan ser ingkah be r t en t angan satu sama lain u n t u k m e m p r o m o s i k a n d ia log" ( \Xóng 2008: 373-
374). 



pada awal t ahun 1960-an, B M K N "menjad i semacam residu yang agak impoten 

dari orientasi ' liberal' te rhadap seni" [1967: 248]). 

Selama per iode tersebut, organisasi-organisasi kesenian aktif. Misalnya, 

sebagaimana dicatat Holt , koleksi seni rupa m e n j a m u r dan meningkat berlipat 

ganda di Yogyakarta selama dan setelah per juangan kemerdekaan (1967: 201). 

Selama awal t a h u n 1950-an Dinas Kebudayaan berusaha u n t u k menyediakan 

kerangka kerja kelembagaan yang dapat d igunakan oleh organisasi kesenian. 

B M K N merupakan con toh dari model kebijakan budaya ini karena ia adalah 

badan yang diselenggarakan pemer in tah yang mel ibatkan seniman dan 

organisasi seni u n t u k memfasil i tasi kegiatan mereka. Sebuah artikel yang 

ditulis oleh perwakilan dari Dinas Kebudayaan di Jawa Timur , Karyono Js., 

mencatat beberapa kegiatan ke lompok-ke lompok budaya di daerah dan 

member ikan c o n t o h tentang tempat dari ke lompok-ke lompok budaya da lam 

kebijakan budaya (1953). Ia menyatakan bahwa potensinya tinggi, meskipun 

"gambarannya dalam beberapa hal dan di beberapa tempat masih sangat bersifat 

t ingkat dasar" (1953: 33). Ia kemudian beralih ke soal penerapan kebijakan 

budaya. Karyono menekankan perlunya mengambi l langkah-langkah ke depan 

bagi ke lompok-ke lompok budaya ini yang "lebih aktif dan konkre t" seperti 

member ikan subsidi. 

Kebijakan budaya selama Demokrasi Konst i tus ional d i tandai dengan dua 

model yang saling ber tentangan mengenai peranan kebijakan budaya. Model 

per tama adalah k o m i t m e n u n t u k pengembangan kelembagaan yang dapat 

dicirikan sebagai model liberal secara luas tentang regulasi budaya. K o m i t m e n 

ini dapat di l ihat dalam pengembangan inf ras t ruk tur budaya termasuk 

ke lompok-ke lompok seperti LKN dan B M K N yang anggotanya juga ditarik 

dari luar birokrasi, sekolah seni, serta jar ingan birokrat budaya di seluruh 

Indonesia. Negara lebih d i p a h a m i sebagai fasili tator kebudayaan nasional 

ke t imbang sebagai p e m i m p i n sebagaimana tercermin dalam organisasi B M K N 

dan gagasan bahwa jika negara mene tapkan syarat-syarat yang tepat maka 

kebudayaan nasional akan berkembang. Sebuah syarat pent ing yang berulang-

ulang d i tekankan adalah bebas dari c ampur tangan pihak luar, sebuah unsur 

yang di ter ima u m u m da lam kebijakan budaya liberal. 

Model kedua adalah orientasi budaya k o m a n d o yang berpusat pada proses 

sintesis yang diasumsikan akan mcnciptakan suatu kebudayaan nasional. Dinas 

Kebudayaan kadang-kadang mengambi l tanggung jawab untuk mengawasi, 



kadang-kadang mempengaruhi proses sintesis itu sendiri dan termasuk mendorong 

unsur-unsur yang di inginkan dan mengecilkan yang buruk. Meskipun gagasan 

tentang "pcngawasan"bcrscsuaian dengan unsur-unsur tertentu dari model 

liberal (misalnya, dorongan akan kebudayaan tinggi ket imbang budaya populer), 

peran negara Indonesia seringkah melampaui peran yang biasanya d imainkan 

oleh kebanyakan negara Barat. Komi tmen terhadap kebudayaan sintesis dan 

kebudayaan yang tunggal adalah karakter khas pada masa-masa awal 1950-an dan 

merupakan warisan dari perang kemerdekaan dan gerakan nasionalis sebelumnya 

ketika ada komi tmen terhadap pembangunan suatu kebudayaan nasional baru 

yang terpadu un tuk negara yang baru terbentuk itu. 

Kebijakan budaya pada masa Demokrasi Konst i tusional m e n u n j u k k a n 

beberapa kont inu i tas dengan era kolonial akhi r dan kebijakan budaya pada 

masa p e n d u d u k a n Jepang da lam hal penggunaannya terhadap budaya u n t u k 

mengubah perilaku individu dan mengatur warga. Akan tetapi, alasan yang 

mendasar inya sangat berbeda dari perspektif pemer in tahan era p e n d u d u k a n 

Jepang. Kebijakan budaya d ibua t ters t ruktur di sekitar upaya m e m b a n g u n 

sebuah negara merdeka yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain dalam sistem 

internasional . Tujuan dari berbagai b idang kebijakan budaya adalah u n t u k 

memfasil i tasi p e m b a n g u n a n yang berkelanjutan terhadap warga suatu bangsa 

yang d ipahami sebagai sekelompok individu yang bebas dengan k o m i t m e n 

nasional melalui p e m a h a m a n mereka tentang perkembangan budaya dan 

sejarah Indonesia. Tujuan u tamanya adalah, da lam kata-kata Sutaarga (1968: 8), 

u n t u k m e m b u a t "peradaban suatu bangsa menjad i m a k m u r " . D iband ingkan 

dengan kebijakan budaya yang lebih direktif pada masa sebelumnya, kebijakan 

budaya pada masa Demokras i Konst i tus ional lebih d i fokuskan pada upaya 

memfasil i tasi p e m b a n g u n a n budaya terlepas dari ada unsur -unsur budaya 

k o m a n d o dalam beberapa rencana dan programnya seputar penggunaan sintesis. 

N a m u n demikian , hal ini relatif kecil d iband ingkan dengan yang sebelumnya 

dan dengan Demokras i Terpimpin sctelahnya. Rasionalitas poli t ik pemer in tah 

t ampak paling jelas da lam model liberal negara tentang penetapan budaya bila 

d iband ingkan dengan masa p e n d u d u k a n Jepang dan Demokrasi Terpimpin , 

te ru tama da lam hal p e m a h a m a n tentang peran negara sebagai fasilitator. Akan 

tetapi, k o m i t m e n u n t u k m e m b a n g u n lembaga budaya sering digagalkan oleh 

definisi yang sangat idealis dan samar-samar tentang kebudayaan. Kebijakan 

budaya dibayang-bayangi oleh gangguan akan adanya imperat i f politik tentang 

nasional isme yang inklusif dan merakyat. Tujuan dan arah kebijakan budaya 
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berada jauh di luar kapasitas Dinas Kebudayaan dan sering berakibat pada 

kebijakan yang samar dan tidak praktis. 

K e b i j a k a n d a n K e b u d a y a a n se l ama D e m o k r a s i T e r p i m p i n 

Perubahan kebijakan budaya yang d i ja lankan oleh Demokras i Terp impin 

terjadi selama, dan sebagian besar terjadi karena, muncu lnya rasionalitas poli t ik 

penggerak solidaritas. Masalah selama periode Demokras i Konst i tus ional yang 

telah diulas sebelumnya, yang d ikombinas ikan dengan oposisi Soekarno dan 

tentara (Lev 1994, Mackie 1994), m e m b u a t n y a rentan te rhadap kritik yang intens 

dari para penggerak solidaritas antara t ahun 1957 dan 1959, yang d i p i m p i n oleh 

Soekarno, yang segera mendapa t pengaruh besar terhadap kebijakan. Di bawah 

ini saya menyaj ikan sinopsis singkat dari kritik Soekarno terhadap Demokras i 

Konst i tusional , di ikut i dengan ringkasan dari rasionali tas politik penggerak 

solidaritas yang m e m b e n t u k pemer in tahan sejak t ahun 1959. 

Soekarno dengan sangat pedas mengkri t ik sistem "liberal" yang ia anggap 

sebagai sistem yang "asing" u n t u k Indonesia (Lev 1966:50) dan merupakan sistem 

"yang d i i m p o r t " dari luar (Soekarno 1970: 84). Danicl Lev mengident if ikasi dua 

tema da lam serangan Soekarno (1966: 50-51). Pertama, Soekarno menyerang 

aspek negatif dari demokrasi par lementer dan mengai tkannya dengan 

m e m b u r u k n y a masalah e k o n o m i dan sosial di Indonesia. Kedua, Soekarno 

menekankan perlunya kembali kepada identitas Indonesia sendiri . M e n u r u t 

Soekarno, masalah yang d ihadapi Indonesia adalah akibat dari penerapan sistem 

asing yang tidak cocok u n t u k Indonesia . Sebaliknya, Soekarno menyaj ikan 

"konscp"-nya sendiri sebagai konsep yang benar dengan semangat ke-Indonesia-

an: "Saya ingin mengusulkan sesuatu yang selaras dengan semangat Indonesia , 

semangat nyata dari Bangsa Indonesia, yaitu: semangat kekeluargaan" (1970). 

Me tode "l ima p u l u h persen plus satu"dari demokras i par lementer akan digant i 

dengan sistem yang menekankan konsensus melalui konsep yang d inyatakan 

Soekarno sebagai khas Indonesia: gotong-royong dan musyawarah-mufakat . 

Soekarno juga menyatakan keberpihakannya pada negara dengan sistem satu 

partai seperti C ina dan Rusia di mana p e m b a n g u n a n "berjalan lancar" (Lev 

1966: 57). 

Kritik Soekarno terhadap pemer in tahan , yang d i d u k u n g oleh p i m p i n a n 

tentara di bawah Jenderal Nasut ion , berhasil mengatasi perlawanan dari 

p e n d u k u n g Demokrasi Konst i tus ional dan Soekarno member lakukan kembali 
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U U D 1945 pada 5 Juli 1959 yang memperkua t posisinya sebagai Presiden dan 

mengambi l alih posisi Perdana Minister.29 Gagasan-gagasan dan slogan-slogan 

Soekarno m e n d o m i n a s i Demokrasi Terpimpin (Lcggc 1972). Kekuatan baru 

Presiden m e m i n d a h k a n kekuatan dari perdebatan di par lemen kepada pidato-

p ida to Soekarno (Maier 1987: 12). M u n g k i n con toh yang paling pent ing adalah 

pidatonya pada peringatan I lari Kemerdekaan pada t ahun 1959 yang oleh Dewan 

Per t imbangan Agung beberapa bu lan kemudian disebut Mani fes to Politik 

(Manipo l ) dan menyatakannya sebagai program u m u m pemerintah. 3 0 Seorang 

pengamat politik mencatat bahwa "Presiden, yang secara resmi terpisah dari 

partai polit ik, adalah agen tunggal u n t u k mengeluarkan keputusan-keputusan 

f u n d a m e n t a l " (Soemardjan 1963: 77), meskipun ke lompok-ke lompok lain, 

khususnya tentara, m a m p u member ikan tekanan politik yang besar. 

U n s u r sentral dari rasionalitas politik penggerak solidaritas adalah integrasi 

pelbagai ke lompok yang berbeda. Revolusi, yang menjadi tema yang paling 

sering d ikemukakan da lam pidato-pidato Soekarno pada periode Demokrasi 

Terpimpin (Feith 1967; Lcggc 1972), adalah yang paling sering d igunakan 

dari gagasan-gagasan integratif Soekarno yang ia gunakan sebagai alat dalam 

upayanya u n t u k mempersa tukan Indonesia. Ia meng imbau masyarakat un tuk 

peduli pada tugas p e m b a n g u n a n bangsa dan berusaha u n t u k mengal ihkan 

perhat ian dari pe rekonomian yang sedang m e m b u r u k dan perpecahan antara 

ke lompok yang berbeda. H a m p i r serupa dengan pandangan Feith, J o h n I-egge 

mengakui bahwa "cukup banyak dari radikalisme Soekarno [...] d i rancang 

u n t u k melayani tu juan melestarikan status q u o masyarakat" (1972: 353). 

Legge mencatat bahwa Soekarno berkeinginan u n t u k memobil isasi masyarakat 

Indonesia melalui ide revolusi, tetapi ia tidak member ikan arahan yang jelas, 

t idak ada rencana yang rinci dan m e n d u k u n g rezim yang "pada dasarnya hanya 

mewakili elite yang ada" (1972: 352-354). 

Meskipun Soekarno tampaknya tidak peduli dengan detail, kebijakan selama 

periode Demokras i Terpimpin semakin d ipengaruh i oleh ide-ide dan retorika 

Soekarno. Yang secara khusus sangat pent ing u n t u k pembua tan kebijakan 

adalah dok t r in Manipo l dan USDEK yang Soekarno klaim sebagai klarifikasi 

29 U n t u k r ingkasan yang rinci t en tang peristiwa-peristiwa pada pe r iode tersebut , l ihat Feith (1967) d a n Lev 
(1966). C r i b b dan Brown (1995: 82) menul i s : " N a m u n d e m i k i a n , da lam rangkaian upaya reformasi yang 
d i l akukannya pada per iode 1957-1959, Soekarno m e n j a u h dar i upaya pengecekan yang b e r i m b a n g yang 
telah m e m u n g k i n k a n pol i t ik jalan b u n t u k u n t u k b e r k e m b a n g dan m e m a s u k k a n lembaga-lembaga yang 
akan m e m u n g k i n k a n dia u n t u k m e m b e n t u k Indones ia m e n u r u t visinya sendir i . " 

30 Lahat Dewan P e n i m b a n g a n A g u n g (1970) d a n Soekarno ( I 9 7 0 b ) u n t u k ekstrak da r i kedua d o k u m e n i tu. 
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dari lima poin u t ama Manipo l (lihat Tabel 3.1). Feith (1967) mengident if ikasi 

aspek yang paling menarik dari Manipol -USDEK, ketika mereka kemudian 

dikenal, sebagai p a n d u a n tu juan bagi rakyat setelah lama absen arah bersama. 

Partai-partai poli t ik yang tersisa dan kebanyakan organisasi sukarela dipaksa 

u n t u k membua t pernyataan yang member ikan d u k u n g a n mereka pada Manipol -

U S D E K dan Pancasila. Gagasan "identi tas nas ional"dalam U S D E K sangatlah 

pen t ing u n t u k kebijakan budaya dan akan dibahas di bagian berikutnya. Feith 

(1967) juga m e n u n j u k k a n adanya oposisi yang luas te rhadap dok t r in tersebut 

dan te rhadap begitu banyak tafsir u n t u k memodif ikas inya sesuai dengan 

keinginan indiv idu tertentu dan ke lompok. Terlepas dari adanya lapisan 

kepatuhan ketika pemer in tah memper luas pengaruhnya di seluruh lembaga 

negara dan non-negara, terdapat indikasi kuat bahwa dok t r in tersebut tidak 

di tafs irkan atau di terapkan secara seragam. 

Dorongan u tama dari Demokrasi Terpimpin adalah u n t u k mencip takan 

persatuan setelah adanya perpecahan sejak t ahun 1950-an dan da lam iklim 

per tentangan yang sedang ber langsung antara ke lompok-ke lompok yang 

berbeda. Penggunaan ri tual dan s imbol i sme dalam mengupayakan integrasi 

mengambi l alih perspektif berbasis keahlian terhadap kebijakan. Akan tetapi, 

Demokras i Terpimpin juga ber juang u n t u k m e n g a m a n k a n kondisi yang 

m e n j a m i n keberlangsungan pemer in tahan yang efektif. Sebagaimana d ika takan 

I.egge: "masalah Indonesia adalah [...] bahwa rezim baru, seperti rezim yang 

lama, tidak m a m p u memobil isasi kekuatan yang diper lukan jika pemer in tah 

m a u menjad i efektif dan jika masalah e k o n o m i yang begitu besar itu harus 

di tangani secara serius" (1972: 318). 

Tabel 3.1: Dok t r i n U S D E K Soekarno yang d iucapkan dalam pidatonya pada 

28 Mei 1960 

U U U D 1945 

s Sosial isme Indones ia 

D Demokras i Terp impin 

E E k o n o m i Te rp imp in 

K Kepr ibad ian Bangsa 

S u m b e r : ( S o e k a r n o 1 9 6 1 : 5 4 ) 
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Dari Regulasi Budaya kc K e p e m i m p i n a n Budaya 

D i n a s K e b u d a y a a n se l ama D e m o k r a s i T e r p i m p i n 

Seiring kekuatan politik Soekarno meningkat dan diperkuat dengan kembali 

ke U U D 1945, gagasan dan konsepnya semakin mendominas i kebijakan 

budaya sejak t ahun 1956. N a m u n demikian, mengingat ambigui tas pernyataan 

Soekarno, perhat ian harus d iber ikan kepada program dan kebijakan dari 

lembaga-lembaga budaya u n t u k m e n e m u k a n sesuatu yang lebih dar ipada 

sekadar arah u m u m kebijakan budaya. Sebuah titik awal yang berguna u n t u k 

analisis kebijakan budaya adalah Pasal 32 tentang kebudayaan yang te rcantum 

da lam U U D 1945 yang d inyatakan kembali berlaku pada tahun 1959, yang 

berbunyi : "Pemer in tah memajukan kebudayaan nasional Indonesia ." Lenyaplah 

"kebebasan u n t u k mengambi l bagian dalam kebudayaan" dan penekanan lebih 

d i tu jukan kepada tanggung jawab pemer in tah u n t u k m e m a j u k a n kebudayaan 

nasional. U U D 1945 itu sendiri dikai tkan dengan nasional isme romant ik yang 

terkait dengan per juangan kemerdekaan, yang lebih menekankan pent ingnya 

masyarakat (seringkah diwakili oleh kehendak pemegang kekuasaan polit ik) 

di atas individu. Pasal itu kemudian di lengkapi dengan Penjelasan yang 

menyatakan: 

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang t i m b u l sebagai b u a h usaha b u d i n y a 

rakyat Indones ia s e lu ruhnya . Kebudayaan lama d a n asli yang terdapat sebagai 

p u n c a k - p u n c a k kebudayaan di daerah-daerah di se luruh Indones ia , t e rh i t ung 

sebagai kebudayaan bangsa . Usaha kebudayaan ha ru s m e n u j u ke arah 

k e m a j u a n adab , budaya , persa tuan , dengan tidak meno lak bahan -bahan ba ru 

dar i kebudayaan as ing yang d a p a t m e m p e r k e m b a n g k a n atau memperkaya 

kebudayaan bangsa sendir i , serta memper t ingg i derajat kemanus i aan bangsa 

Indonesia . 4 1 

Phill ip Yampolsky (1995) mengident if ikasi tiga poin yang membingungkan 

dalam Penjelasan. Pertama, kal imat per tama member ikan sedikit penjelasan 

tentang apa saja dan mengh inda r i penjelasan tentang apakah kebudayaan 

Indonesia d ic ip takan bersama dengan konsep Indonesia atau meliput i semua 

budaya dari berbagai ke lompok etnik. Kedua, kalimat kedua ber tentangan 

31 [Penulis m e n g g u n a k a n k u t i p a n dar i versi Yampolsky (1995: 702) da l am bahasa Inggris, tetapi p e n e r j e m a h 
m e n g g u n a k a n versi asli bagian Penjelasan U U D 1945 u n t u k kepen t i ngan edisi bahasa Indones ia b u k u 
ini.] Yampolsky juga menca ta t bahwa Pasal 32 m e n i m b u l k a n beberapa kekhawat i ran d a l a m Badan 
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indones ia (BPUPKI) karena t idak adanya p e n y e b u t a n 
kebudayaan daerah . 
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dengan kalimat per tama dalam hal membatasi kebudayaan nasional pada 

bentuk "lama dan asli" (1995: 704). Ketiga, penjelasan itu tidak member ikan 

p a n d u a n tentang cara m e n e n t u k a n apa yang m e m e n u h i syarat sebagai "puncak-

puncak kebudayaan" (1995: 704). Klausul ini t idak memil iki banyak d a m p a k 

pada kebijakan budaya awal karena gejolak revolusi. Kembalinya U U D 1945 

menempa tkan ide-ide dan retorikanya di pusat kebijakan budaya d i m a n a 

ambigui tasnya menyebabkan banyak perdebatan. 

Perubahan dalam t u b u h Dinas Kebudayaan d iban tu oleh Menter i 

Pendidikan dan Kebudayaan yang baru yang menjabat dari t ahun 1957 

sampai tentara memperoleh kekuasaan poli t ik dan memaksanya keluar dari 

badan tersebut pada t ahun 1966. Profesor Pr i jono telah mendapa tkan gelar 

Dok to r dari Universitas Leiden dan telah lama menjadi Dekan Fakultas Seni 

di Universitas Indonesia ketika Soekarno mengangkatnya men jad i Menter i . 

Pr i jono telah d ikai tkan dengan organisasi berhaluan kiri, yaitu partai Murba 

yang berafiliasi dengan Partai K o m u n i s Indonesia (PKI) (Thomas 1981) dan 

dianggap sebagai p e n d u k u n g kuat gagasan-gagasan Presiden Soekarno. Ia 

mener ima had iah perdamaian Stalin pada t a h u n 1955 dan merupakan Ketua 

Asosiasi Persahabatan Indonesia-Cina pada t ahun 1955-1957. Pr i jono telah 

menafs i rkan pernyataan Soekarno u n t u k aplikasinya dalam kebijakan budaya 

dan pendid ikan . Pada t ahun 1959, misalnya, ia menge luarkan pernyataan yang 

dikenal dengan sebutan Pembangunan Bangsa dan Pendidikan (1970) yang 

oleh Feith dan Castles dikatakan "kadang-kadang d ianggap sebagai semacam 

te r jemahan di b idang pendid ikan dari Man i fe s to Politik Agustus 1959" (1970: 

327). 

Ada sebuah kecenderungan yang bermula pada t ahun 1956 yaitu 

adanya peningkatan pengakuan terhadap kebudayaan-kebudayaan daerah.32 

Kecenderunan ini pertama kali menjadi jelas dalam "Tinjauan tentang Hari 

Kemerdekaan" pada t ahun 1956 d i m a n a dinas kebudayaan mulai memposis ikan 

kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional . Tinjauan tersebut 

menyatakan: " U n t u k member ikan kesempatan bagi p e r t u m b u h a n kebudayaan 

nasional , Pemerintah juga member ikan kesempatan yang baik bagi kebudayaan 

32 Feith (1962) meng iden t i f ikas i t a h u n 1954 sebagai t a h u n yang lebih banyak m e n g a l i h k a n perha t i an 
ke regional isme karena m e n i n g k a t n y a t u n t u t a n u n t u k o t o n o m i d i Sumatcra dan Sulawesi. N a m u n 
d e m i k i a n , saya t idak m e n e m u k a n buk t i p e r u b a h a n yang d i m a k s u d yang te rcermin da l am kcbi iakan 
budaya sampai t a h u n 1956. 
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daerah u n t u k be rkembang . Kebudayaan daerah yang berkual i tas t inggi akan 

m e m p e r k a y a kebudayaan na s iona l " (Se t jonegoro 1956: 568). 

P r i j o n o (1958a: 11) se lanju tnya m e n e r u s k a n p e n g a k u a n t e rhadap t e m p a t 

dari kebudayaan-kebudayaan daerah. 3 3 Pada t a h u n 1958 ia mengu lang i sebuah 

r u m u s a n , "kesenian kita ha rus l ah kesenian nas iona l d a l a m rohnya te tapi d a l a m 

b e n t u k n y a bisa kesen ian dae rah , " d a l a m serangkaian pidatonya. 3 4 R u m u s a n 

P r i j o n o ini m e n a n d a i awal dar i sebuah kebi jakan yang m e n e m p a t k a n kesenian 

daerah sesuai dengan t u j u a n nas iona l d a n per i laku masyarakat Indones ia . 

Ia m e n g a m b i l posisi men jaga c a m p u r a n kesenian Barat d a n Indones i a yang 

m e m b a n g u n kual i tas mora l yang t inggi (1958a), m e s k i p u n p e n e k a n a n n y a ada lah 

pada b e n t u k - b e n t u k adat , d a n mengkr i t ik secara pedas kesenian yang " p e n u h 

nuansa 'seks '" d a n yang b e r m u a t a n karakter mora l yang r endah . D a l a m r u m u s a n 

ini, P r i j o n o (1970: 328) m e n e k a n k a n bahwa k o m i t m e n ha rus d i a r a h k a n u n t u k 

bangsa d a n b u k a n suku te r ten tu . Ia m e n y a t a k a n d a l a m " P e m b a n g u n a n Bangsa 

d a n P e n d i d i k a n " bahwa "kita harus , jika m u n g k i n , m e n g h a p u s k a n kesadaran-

kesukuan d a n m e n i n g k a t k a n kesadaran m a n u s i a kc t ingka t bangsa ." 

Kebi jakan budaya setelah t a h u n 1959 m e n j a d i s emak in d i d o m i n a s i oleh 

gagasan Soeka rno t en t ang " iden t i t as nas iona l " yang d igar i skan d a l a m d o k t r i n 

U S D E K . Soeka rno m e n g a i t k a n " iden t i t a s nas iona l " d e n g a n se jumlah b i d a n g yang 

beragam te rmasuk i lmu p e n g e t a h u a n , pol i t ik , seni , d a n e k o n o m i . Akan tetapi , 

satu-satunya pernya taan yang de f in i t i f yang ia b u a t ada lah bahwa " Indones i a 

memi l ik i ident i tas sosialis" (1961: 64). Pada b u l a n Agus tus 1960, sebuah acara 

ber ta juk Musyawarah Besar tentang Kepribadian Nasional d i a d a k a n di Salatiga. 

M e n u r u t Ketua pani t ia pelaksana, t u j u a n musyawarah tersebut ada lah u n t u k 

m e m b u a t " p e d o m a n prakt is pe laksanaan tugas d a n kegiatan budaya d a l a m 

rangka M a n i f e s t o Poli t ik Pres iden" (S indoesawarno 1960: 3). Musyawarah 

itu m e m b a h a s e n a m b idang: agama d a n fi lsafat , p e n d i d i k a n , et ika, kesenian, 

h u k u m , d a n masyaraka t . Saya m e m b a t a s i p e m b a h a s a n saya d i bawah ini pada 

b i d a n g keb i jakan seni saja. 

33 Pida to Men te r i P e n d i d i k a n d a n Kebudayaan yang m e n d a h u l u i Dr. Pr i jono , seorang nasional is 
konserva t i f S a r m o M a n g u n p r a n o t o , iuga m e n e k a n k a n pen t ingnya kebudayaan dae rah sejak t a h u n 1956. 
M a n g u n p r a n o t o m e n y o r o t i bahwa kebudayaan nas iona l berasal dar i kebudayaan dae rah : "Kebudayaan 
nas iona l ha ru s memi l ik i akarnya da l am kebudayaan daerah . Kebudayaan daerah ha ru s m e m h e r i k a n 
esensi k e h i d u p a n bagi kebudayaan nas iona l " (1956: 611-612). 

34 (ni juga m e r u p a k a n judul p i d a t o yang ia ber ikan pada tanggal 20 Ju l i 1958. Mena r iknya , ke ter ta r ikan 
LEKRA te rhadap kebudayaan dae rah juga mula i pada sekitar t a h u n 1955 (Foulchcr 1986), yang m u n g k i n 
m e r u p a k a n waktu p e r u b a h a n s e p e n u h n y a d a l a m hal baga imana kebudayaan daerah d i p a h a m i d i 
Indones ia yang juga be r tepa tan dengan m e n i n g k a t n y a kekecewaan daerah sesudah Pemi lu 1955. 
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Cata tan Pr i jono tentang musyawarah tersebut member ikan wawasan tentang 

bagaimana "identi tas nasional" d igunakan di dalam tubuh birokrasi. Pr i jono 

(1960: 19) mengakui bahwa kebudayaan Indonesia adalah sebuah sintesis dari 

pelbagai unsur yang berbeda, yang m e n c a k u p H i n d u , Mus l im, dan Barat, dan 

mengacu pada keberadaan kebudayaan daerah dengan menyebut kebudayaan 

di Republik Indonesia "beraneka ragam". Ia kemudian menyatakan bahwa 

p e m b a n g u n a n bangsa memer lukan sintesis dari pelbagai kebudayaan men jad i 

satu, jika tidak dalam bentuknya, maka dalam isinya. Pembagian esensi dan 

bentuk merupakan elemen pent ing dari kekuatan u tama dalam argumennya, 

sebagaimana d i t u n j u k k a n oleh pernyataannya ber ikut ini: 

Kita bisa dan kita harus membentuk identitas Indonesia modern, yang saya 
rasa belum terbentuk sedalam dan seluas sebagaimana mestinya, dengan 
menggunakan apa yang telah kita warisi dari nenek moyang kita, dengan 
cara yang konsisten dengan Manifesto Politik dan USDIiK. Dengan cara ini, 
identitas Indonesia modern akan menjadi identitas nasional Indonesia yang 
karakteristiknya diterima secara luas dan yang jiwanya sosialis (1960: 20). 

Pr i jono menilai apakah kebudayaan nasional sesuai atau tidak dengan ide-ide dan 

posisi yang d ikemukakan da lam dok t r in poli t ik negara. Misalnya, ia berpal ing 

kepada Manipo l -USDEK u n t u k m e n e n t u k a n unsur-unsur yang d i ing inkan dan 

tidak d i inginkan da lam budaya leluhurnya (1960: 19). Ia kemudian berlanjut 

mengident if ikasi "alat terbaik" u n t u k m e n u m b u h k a n identitas Indonesia 

mode rn sebagai "kebudayaan yang diar t ikan secara luas" yang m e n c a k u p "seni, 

sastra, tradisi dan cara h i d u p " yang, ia t ambahkan , "harus diberdayakan oleh 

karakter modern kita" (1960: 20). 

Ketiga makalah ten tang kebijakan seni semuanya berfokus pada upaya 

mengelaborasi bagaimana seni member ikan kontr ibusi terhadap "identi tas 

nasional" . Semua makalah tersebut juga memasukkan pembagian yang serupa 

dengan esensi dan bentuk yang mence rminkan masalah bagaimana mencoba 

m e n g h u b u n g k a n bentuk-bentuk budaya dan tradisi yang beragam dengan 

"identi tas nas ional" yang tunggal. Pembicara per tama, Soebagio Sosrowardojo, 

menghabiskan sebagian besar makalahnya dengan mengkri t ik d i k o t o m i yang 

t u m p a n g t indih dari kebudayaan Bara t /T imur dan seni modern / t r ad i s iona l . 

Ia mendef in is ikan seni yang berasal dari "pandangan dun ia yang positif , 

cenderung ke arah realisme dan memil iki sifat yang terarah kepada manus ia" 
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sebagai cerminan identitas Indonesia (1960: 12). Meskipun ia mengkri t ik 

penyelesaian yang d iusulkan Sanusi Pane tentang d iko tomi dalam "sintesis" 

sebagai sesuatu yang "t idak m u n g k i n " , tema ceramahnya tetap sama yaitu tetap 

memasukkan unsur budaya Barat (1960: 8). Pembicara kedua H o e m a r d a n i 

mengikut i rumusan Pr i jono secara lebih dekat dar ipada kedua pembicara lain. 

Ia menggunakan terminologi yang sama (isi dan bentuk) meskipun, alih-alih 

berpusat pada "esensi" dari Manipol -USDEK, H o e m a r d a n i menggunakan 

istilah yang lebih samar-samar lagi, yaitu "kepemil ikan spir i tual" (1960: 25). 

Pembicara ketiga, Achdiat Karta Mihard ja (1960), menyatakan bahwa 

identitas nasional didasarkan pada Pancasila. Ia mendef in is ikan karya seni 

sebagai sesuatu yang memperkaya pengetahuan dan mencari kebenaran yang 

ia d ipandang sebagai hal pen t ing u n t u k keh idupan bangsa. Ia mendef in is ikan 

"seni yang baik" sebagai seni yang " m e n g a n d u n g unsur-unsur kebenaran, 

kebaikan, ke indahan" dan "be rhubungan dengan etika dan karakteristik yang 

dianggap pent ing u n t u k waktu dan tempat te r ten tu" (1960: 48). Dari posisi ini, 

ia m e m b u a t dua saran tentang pengembangan "poli t ik budaya yang d inamis 

dan e f e k t i f (1960: 49) yang selaras dalam kerangka pikirnya. Saran per tama 

adalah meningkatkan perlawanan, termasuk perlawanan negara, terhadap 

"h iburan m u r a h dan sensasional" yang m e n g a n d u n g "akibat yang merusak" 

(1960: 49-50). Saran kedua Mihard ja adalah mend id ik o rang tentang bagaimana 

menghargai seni yang baik sebagai cara u n t u k memerangi bentuk-bentuk seni 

i m p o r yang komersial . Ia menyerukan perlunya penyatuan kegiatan yang lebih 

besar dari aparatus-aparatus cultural negara dan ke lompok-ke lompok seni 

u n t u k mencapai visinya tentang politik budaya. 

Ketiga pembicara menggabungkan unsur-unsur dari or todoksi sebelumnya 

dengan agenda yang lebih radikal tentang negara. Baik H o e m a r d a n i (1960) 

m a u p u n Mihard ja (1960) sama-sama membahas perlunya kebebasan bersama 

seruan akan perlunya intervensi negara yang lebih besar. Hoemardan i 

berpendapat bahwa aturan-aturan yang berlebihan akan memisk inkan seni dan 

bahwa ada "kebebasan yang bertanggung-jawab" da lam masyarakat yang meluas 

ke para sen iman (1960: 22). Tanggung jawab sen iman adalah berorientasi pada 

kepent ingan nasional , yang m e n u n j u k k a n t ingkat kebebasan yang lebih rendah 

jika d iband ingkan dengan seruan dari awal t ahun 1950-an. Mihard ja mengambi l 

posisi lebih dekat dengan or todoksi sebelumnya. Ia menyatakan bahwa suatu 

politik budaya yang d inamis memer lukan kebebasan dari a turan dan tabu 

(1960: 49). Pr i jono sendiri , da lam ceramahnya yang lebih awal pada t ahun 1958, 
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mengkri t ik rumusan "seni u n t u k seni" yang telah dikai tkan dengan sen iman 

liberal yang berorientasi Barat pada masa itu. Sebaliknya, Pr i jono (1958a: 10) 

m e n d u k u n g "seni yang terl ibat" atau seni yang m e m p r o m o s i k a n "kedamaian 

dan kebahagiaan (...) melalui p e m b a n g u n a n negara. 

Menar iknya, estetika negara dapat d i p a n d a n g memil iki h u b u n g a n yang 

sama dengan periode sebelumnya. Seni yang disesuaikan dengan identitas 

nasional yang samar dianggap memil iki nilai-nilai dan moral yang tinggi dan 

m e n c a k u p bentuk-bentuk ter tentu dari seni Barat. Dengan mend id ik para 

sen iman dan rakyat tentang seni semacam itu, identitas nasional bisa menjad i 

lengkap ketika o rang memperoleh nilai yang terkait dengan kesenian tersebut. 

Ruth McVey (1986), da lam studinya tentang sikap terhadap wayang da lam 

PKI, mcncatat bagaimana reformasi " teknis" d ipahami secara luas sebagai 

tak terelakkan da lam partai dan berapa banyak dari reformasi " teknis" telah 

disarankan oleh ke lompok-kelompok lain yang tidak terkait dengan PKI. McVey 

(1986: 38) m e n u n j u k k a n bahwa pelbagai reformasi " teknis" sebenarnya "bersifat 

ideologis dan mence rminkan ide-ide baru u n t u k model budaya yang tepat" dan 

terkait dengan para p e m i m p i n PKI tempat di "budaya-atas"metropol i tan dari 

kelas menengah Indonesia. Reformasi estetika da lam kebijakan budaya akan 

diper l ihatkan dalam dua bab ber ikutnya u n t u k member ikan kes inambungan 

p e m a h a m a n dengan kebijakan budaya selama rezim O r d e Baru. 

Selama Demokrasi Terpimpin , pe rumusan seni nasional telah diperluas 

un tuk m e n c a k u p seni daerah dalam definisi tentang "seni nasional" . Seni 

tertentu d ianggap oleh Dinas Kebudayaan harus berkualitas tinggi dan 

berkarakter moral dan karena itu m e m b a n g u n bangsa itu harus d idorong 

dan d ikembangkan di masyarakat. Sama seperti r u m u s a n sebelumnya, negara 

dan elite memil iki posisi yang baik u n t u k menekan masyarakat Indonesia 

dalam hal keputusan dan perilaku mereka. Mereka bisa menen tukan seni dan 

perilaku mana yang "berkualitas tinggi" dan "bersifat nas ional" dan mana yang 

t idak. Mengikat bentuk-bentuk kebudayaan daerah dengan kerangka diskursif 

m e m p e r p a n j a n g s t ruktur kekuasaan diskursif menjadi ben tuk yang pal ing 

populer di seluruh daerah di Indonesia bersamaan dengan masa ketika Dinas 

Kebudayaan memper luas jangkauannya hingga ke t ingkat pemer in tahan sub-

nasional. 

Birokrasi budaya mulai menegaskan pandangan negara tentang bentuk-

bentuk budaya yang dapat d i te r ima dan t idak dapat di ter ima, yang mengikut i 



p a n d a n g a n Soekarno termasuk sikapnya terhadap Barat.35 Dalam pernyataan 

yang dikeluarkan pada tanggal 30 Ok tobe r 1959, perwakilan DPPK menegaskan: 

tarian Barat yang t ampak gila seperti rock 'n roli, cha-cha, samba, dan sejenisnya 

tidak bisa di ter ima DPPK. jika d i lakukan oleh anak laki-laki dan pe rempuan 

Indonesia entah di r u m a h mereka sendiri atau di tempat u m u m (Depar temen 

Pendidikan, Pcngadjaran dan Kebudajaan 1960: 60) 125. 

Dalam pernyataan itu, serangkaian p e d o m a n d ia jukan yang mengatur 

posisi resmi tentang apa yang merupakan tarian dan musik Indonesia , 

t a r iandan musik Barat yang dapat di ter ima dan tarian dan musik Barat yang 

tidak dapat di ter ima. Tari balet dan tarian yang m e n a m p i l k a n cita rasa seni 

dapat di ter ima sama seperti musik yang mengir inginya, opera dan musik kamar. 

Sebagai "penyeimbang" , DPPK m e m p r o m o s i k a n tarian nasional , khususnya 

lenso, saputangan, dan serampang duabelas. Serampang duabelas d ic ip takan 

sekitar t ahun 1954 oleh seorang birokrat dari Dinas Kesenian Medan da lam 

hubungannya dengan anggota dari sebuah keluarga kerajaan lokal (Sedyawati 

1987). Setelah d ikembangkan dengan cepat, negara mulai m e n d u k u n g n y a 

sebagai alternatif terhadap tarian Barat dan tar ian itu segera menjad i tarian 

yang d i d u k u n g negara di seluruh Indonesia. Upaya lain yang d i p i m p i n oleh 

negara dalam rangka mcnc ip takan suatu ben tuk kebudayaan nasional adalah 

genre musik yang disebut H i b u r a n Daerah. Yampolsky menggambarkan genre 

musik tersebut sebagai "lagu yang dinyanyikan da lam bahasa daerah dan berasal 

dari kebudayaan daerah ... yang disesuaikan dengan Standard nada-nada dan 

id iom Barat dan disertai dengan pengampi lan grup-grup musik di panggung-

panggung mus ik" (1995:706). Beberapa rekaman musik H i b u r a n Daerah d ibua t 

dan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia. 

Unsur -unsur internasional kebijakan budaya bervariasi sejalan dengan 

manuver d ip lomat ik Soekarno. Meskipun kebijakan budaya tidak menon jo l 

seperti yang terjadi selama awal 195(>-an, per tukaran budaya terus d i lakukan 

n a m u n cenderung kc arah sekutu-sekutu internasional Soekarno (Pr i jono 

1964). Program-program dan ceramah-ceramah budaya juga memasukkan 

d u k u n g a n terhadap tu juan dan pandangan kebijakan luar negeri Soekarno, 

seperti kampanye u n t u k mendapa tkan kontro l atas Irian Jaya36 dari Belanda 

35 F c i t h (1967 : 370) m c n c j t . i t b a h w a S o e k a r n o "berka l i -ka l i m e n g e c a m " rock-jnd-rvll, iiticrbugging, d a n 

be rbaga i k e s e n i a n i m p o r l a i n n y a d a r i b u d a y a p o p u l e r A m e r i k a sebagai hal y a n g " b e r t e n t a n g a n d e n g a n 

i d e n t i t a s n a s i o n a l I n d o n e s i a " . 

3 6 S e k a r a n g d i s e b u t P a p u a Bara t . 
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dan per lawanan te rhadap "blok kolonialis dan imperialis" (Pr i jono 1958b: 6). 

Sebuah paralel yang lebih luas dan mungk in lebih mendasar juga dapat ditarik 

di antara iklim internasional yang berubah, kebijakan luar negeri Soekarno 

dan corak dari kebijakan budaya. Ada perpecahan yang semakin meningkat 

di antara negara-negara anggota Gerakan nonb lok , yang menjadi semakin 

parah oleh karena posisi radikal Soekarno, te ru tama karena posisinya di da lam 

negeri sendiri menjad i lemah. Pada t a h u n 1961, Soekarno membagi dun ia 

menjadi dua ke lompok: New Emerging Forces ( N E F O ) dan Old Established 

Forces ( O L D E F O ) (Legge 1972).'" Ia menjadi semakin pedas terhadap apa yang 

disebutnya kelanjutan dari "kolonia l i sme dan imperial isme" melalui dominas i 

yang terus ber lanjut da lam h u b u n g a n poli t ik dan ekonomi internasional 

oleh kekuatan-kekuatan besar (I-egge 1972: 344). Posisi Soekarno yang 

semakin radikal ini menda tangkan korban bagi prestise Indonesia di mata 

dun ia internasional . Dari posisi k e p e m i m p i n a n n y a pada t a h u n 1955, Legge 

berpendapat bahwa Indonesia bergerak men jauh dari Barat dan penggunaan 

kesempatan atas keretakan Sino-Soviet membua t Soekarno "telah kehi langan 

s impat i dari banyak orang yang sebelumnya telah m e n d u k u n g inisiat ifnya di 

Konferensi Asia-Afrika" (1972: 160). Konf ron tas i dengan Malaysia pada t a h u n 

1964 semakin merusak kepemimpinan Indonesia di mata internasional . Dalam 

sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB tanggal 20 Januar i 1965, Wakil 

Per tama Perdana Menter i dan merangkap Menter i Luar Negeri Subandr io 

menegaskan bahwa kursi Malaysia di Dewan Keamanan PBB adalah alasan 

pengunduran diri Indonesia dari PBB dan m e n u d u h PBB sebagai "nco-kolonial" 

dan d imanipulas i oleh "kekuatan-kekuatan nco-kolonial". Indonesia m u n d u r 

dari PBB dan badan-badan khususnya ( termasuk U N E S C O ) . Meskipun Gerakan 

nonb lok (GNB) mengambi l model nonb lok dengan arah yang berbeda sejak 

t ahun 1960, karena keretakan Sino-Soviet dan poli t ik internal banyak negara 

peserta (Mackie 2005), banyak kekhawatiran terus diwacanakan di sekitar ide-

ide tentang dominas i dan per tukaran budaya. Kepr iha t inan ini membawa 

perubahan kebijakan dalam t u b u h U N E S C O pada 1970-an dan 1980-an ketika 

G N B mulai menegaskan komposis i jumlahnya yang banyak, yang menghasi lkan 

perdebatan tentang mencip takan Tatanan E k o n o m i Internasional yang Baru 

37 M e s k i p u n pembag ian ini d ide f in i s ikan t e ru tama da l am hal bekas k o l o m dan m a n t a n penjajah, e lemen 
lain kadang-kadang d ipasang t e rmasuk kekayaan-kemisk inan . sosiahs-kapital is . d a n . yang mendasa r i 
semua kategori ini , t e m a n dan m u s u h S o e k a r n o (Legge 1972). 
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dan Tatanan Informasi dan Komunikas i D u n i a Baru.38 Negara-negara G N B 

mengusulkan u n t u k m e m b e n t u k kembali s t ruktur ekonomi dan komunikas i 

yang telah ada agar mel indungi budaya negara-negara berkembang dari 

ket idakseimbangan ekonomi dan budaya yang disebabkan oleh sistem yang ada 

(McBride dan Roach 1994). 

Tahun- tahun antara t ahun 1956 dan 1965 membawa pe rubahan terhadap 

kebijakan budaya yang hanya dapat d ipahami dengan melihat iklim politik yang 

lebih luas di bawah Demokras i Terpimpin. Mendef in is ikan dan menyebarkan 

identitas nasional dan p e m b a n g u n a n sosialisme menjadi fokus u tama kebijakan 

budaya. Pengembangan kelembagaan,sepert i p e m b a n g u n a n lembaga pend id ikan 

seni, di t inggalkan pada periode Demokras i Konst i tus ional . Sebaliknya, Dinas 

Kebudayaan terlibat dengan poli t ik pada masa Demokras i Terpimpin melalui 

upayanya u n t u k memobil isasi sen iman dan masyarakat Indonesia di balik 

agenda poli t ik Soekarno. Sebuah con toh dari kepemimpinan Indonesia pada 

masa Demokrasi Terpimpin ini adalah pesan yang d ik i r imkan Pr i jono kepada 

para sen iman dalam sebuah konferensi pada t ahun 1960: "[Izinkan] hal-hal yang 

sesuai dengan semua karakteristik dari Revolusi kita dan te ru tama yang sesuai 

dengan sosialisme Indonesia, dan menolak segala sesuatu yang menen tang atau 

ber tentangan dengan ciri tersebut" (1963: 95). D iband ingkan dengan periode 

sebelumnya, p e d o m a n pemer in tah lebih preskriptif , seperti da lam kasus tari 

dan musik, ketika kegiatan budaya dikai tkan dengan posisi polit ik. 

Meneli t i konsep "kebebasan artistik" dan "sintesis" menyediakan metode 

u n t u k mengukur pe rubahan-perubahan dari Demokras i Terpimpin. Konsep 

kebebasan artistik m e m a n g kian tergusur ketika posisi "liberal" tentang 

kebudayaan d i p a n d a n g sebagai ekspresi budaya yang berorientasi poli t ik dan 

dihayati hanya sejauh ia selaras dengan konsep dan terminologiSoekarno. Dalam 

retorika mereka, p e n d u k u n g Soekarno seperti Pr i jono m e n u n t u t komi tmen 

u n t u k tu juan mereka dan semakin berusaha u n t u k mempersempi t b idang 

kemungk inan dari apa yang merupakan "identi tas nas ional" dan kebudayaan 

nasional . Fungsi membudayakan dari kebudayaan d i m a n f a a t k a n u n t u k agenda 

dan upaya politik Soekarno un tuk memobilisasi seluruh rakyat Indonesia. Dari 

memfasil i tasi pengembangan kebudayaan nasional , t u juan kebijakan budaya 

menjad i m e n d o r o n g partisipasi dalam program-program poli t ik Soekarno 

38 D u k u n g a n Indones ia t e rhadap Amer ika da l am pe rang d i n g i n m u n g k i n telah mencegahnya d a n negara-
negara Asia Tenggara la innya u n t u k m e n g a m b i l pe ran k e p e m i m p i n a n d a l a m gerakan tersebut. 
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melalui retorika penciptaan sebuah masyarakat sosialis. Langkah-langkah 

ini kontroversial dan d iper ten tangkan seperti yang akan d ibahas di bagian 

ber ikutnya tentang organisasi seni non-pemer in tah . Dalam situasi ini, sebuah 

model budaya k o m a n d o da lam penetapan budaya meraih kemenangan , dan 

gagasan liberal bahwa kebebasan adalah kondisi op t imal bagi kreativitas seni 

menjadi posisi minor i tas . 

Gagasan bahwa kebudayaan nasional tunggal yang d ikembangkan melalui 

"sintesis" absen dari kebijakan budaya sejak t ahun 1956. Alasan u tama dari 

ket idakhadiran ini adalah d iperkenalkannya kebudayaan-kebudayaan etnik 

p r i bumi ke da lam kebijakan budaya dan adanya pembingka ian etnisitas 

sebagai elemen dari keh idupan bangsa. Ada dua kejadian yang ikut m e n d o r o n g 

perubahan ini. Pertama, penekanan Soekarno pada tradisi adat mengal ihkan 

perhat ian kepada kebudayaan asli Indonesia. Kedua, pengakuan kebudayaan-

kebudayaan "daerah" sebagai kebudayaan nasional dalam ketentuan 

konst i tus ional tentang kebudayaan nasional juga menyingki rkan perspektif 

yang melihat kebudayaan daerah sebagai sesuatu yang usang karena muncu lnya 

kebudayaan nas ional yang baru. Meskipun mas ih terjadi akul turasi dan 

masuknya beberapa unsur Barat, Dinas Kebudayaan mempromos ikan pluralitas 

kebudayaan ke t imbang m e m b a n t u pengembangan kebudayaan nasional yang 

tunggal . Kebudayaan-kebudayaan etnik men jad i fokus dari mana j emen sebagai 

elemen dari kebudayaan nasional. 

O r g a n i s a s i - O r g a n i s a s i Seni N o n - p e m e r i n t a h 

Perubahan pen t ing yang terjadi pada masa antara Demokrasi Konst i tus ional 

dan Demokrasi Terpimpin adalah h u b u n g a n antara organisasi budaya non-

negara dan kebijakan budaya. Dari per tengahan 1950-an tetapi meningkat secara 

ta jam pada t ahun 1960-an, asosiasi seniman terlibat dalam upaya Soekarno 

u n t u k memobil isasi ulang Indonesia dan mulai aktif m e n d u k u n g ide-ide dan 

konsepnya. Anderson menulis : 

Ritme suara dan fokus legislatif dari konstitusionalisme parlemen digantikan 
oleh aksclcrando politik massa yang menembus semakin luas ke bawah dan 
ke seluruh masyarakat Indonesia. Partai-partai politik utama dari periode 
tersebut (...) melemparkan diri mereka sendiri ke dalam upaya memperluas 
tidak hanya keanggotaan mereka sendiri tetapi orang-orang dari asosiasi 
terkait (1990b: 107). 
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Perh impunan sen iman mema inkan peran pent ing da lam penerapan konsep 

Soekarno terkait dengan soal kebudayaan. Ketidakjelasan konsep-konsep 

Soekarno m e m u n g k i n k a n mereka u n t u k di tafs irkan secara luas agar sesuai 

dengan berbagai program dan ideologi polit ik. Keterlibatan asosiasi sen iman 

yang semakin besar dengan interpretasi dan pelaksanaan kebijakan budaya 

selama periode ini adalah perhat ian u tama dari bagian ini. Selain itu, interaksi 

dari asosiasi para seniman selama Demokras i Terpimpin berimplikasi pada arah 

kebijakan budaya pada masa O r d e Baru. 

DPPK m e n d o r o n g para pekerja budaya u n t u k terlibat dengan poli t ik 

Demokras i Terpimpin , khususnya u n t u k memasukkan posisi dan pesan 

politik ke dalam pekerjaan mereka. Dalam pidatonya pada tahun 1963, 

Pr i jono menyampa ikan definisi tentang peran seniman nasionalis. Pertama, ia 

m e n e n t u k a n "ti t ik to lak" un tuk kegiatan kesenian yang merupakan revolusi dan 

sosialisme sebagaimana d i ten tukan dalam Manipol Soekarno. Dari posisi ini, 

Pr i jono mengai tkan budaya bersama-sama dengan posisi politik pemer in tah : 

"Karya terbaik adalah karya-karya yang member ikan energi, d u k u n g a n , 

kekuatan spiri tual, kebahagiaan u n t u k bekerja, keyakinan diri, te rutama bagi 

kelas pekerja, petani, dan angkatan bersenjata kita (1963: 94). 

Pr i jono kemudian m e m i n t a para pegawai Dinas Kebudayaan dan DPPK 

u n t u k "mel ibatkan atau m e n g u n d a n g para seniman dan sastrawan kita u n t u k 

mencip takan karya yang seperti i tu" (1963: 94). Arahan Pr i jono tentang pekerja 

budaya ber lanjut pada pengu tukan terhadap karya-karya yang abstrak dan 

mengarahkan para sen iman dan penulis kepada realisme (karena m e n u r u t 

Pr i jono gaya yang seperti itu lebih m u d a h d ipahami oleh ketiga ke lompok yang 

oleh dia, dan PKI, d i p a n d a n g perlu d imasukkan da lam upaya p e m b a n g u n a n 

bangsa - petani , kelas pekerja, dan tentara), mengadops i tema-tema ter tentu 

(seperti lukisan dan cerita tentang pahlawan nasional) dan oposisi yang aktif 

terhadap imperialis. Resep tentang peran pekerja budaya ini dan intervensi 

kc da lam ekspresi budaya di da lam kebijakan budaya berkont r ibus i pada 

perpecahan yang semakin berkembang di antara sen iman Indonesia. Organisasi 

seniman yang terbesar dan paling pent ing pada masa 1945-1965 adalah 

Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA). LEKRA diben tuk oleh sekelompok 

lima belas pekerja budaya pada 17 Agustus 1950 sebagai tanggapan terhadap 

Kesepakatan Budaya (yang oleh LEKRA disebut "imperial is") dan pembelaan 

Alisjabana terhadap gaya modernisasi Barat dalam Konferensi Budaya 

sebelumnya pada bu lan yang sama (Foulcher 1986: 17). Ke lompok itu terdapat 
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juga dua p e m i m p i n baru dari PKI yang telah direformasi , yaitu D .N. Aidit dan 

N j o t o bersama dengan A .S. Dhar ta , Joebaar Ajoeb, dan Henk Ngantung , yang 

kesemuanya adalah p e m i m p i n LEKRA terkemuka pada masa-masa ber ikutnya. 

LEKRA menggunakan kerangka berpikir Marxis u n t u k menyelesaikan 

masalah perkembangan kebudayaan Indonesia. Mereka mempromos ikan 

pengembangan "kebudayaan Rakyat" u n t u k menen tang "kebudayaan yang anti-

Rakyat, feodal dan imperial is" dari kelas penguasa Indonesia (Foulcher 1986: 

18). Para pekerja budaya bertanggung-jawab u n t u k m e m b a n g u n masyarakat 

Indonesia yang berkeadilan sosial dan demokra t i s melalui kegiatan budaya. 

LEKRA adalah, sebagaimana dicatat Foulcher, sebuah p roduk dari zamannya 

dan l ingkungannya: "Da lam perumusannya tentang suatu pendekatan u n t u k 

per tanyaan tentang kebudayaan Indonesia, ia m e n u n j u k k a n dir inya sebagai 

t u r u n a n dari perdebatan para Pujangga Baru, dengan semua op t imi sme dan 

idealisme dari t ahun 1930-an da lam menghadapi masa depan Indones ia" (1986: 

19). 

LEKRA b e r k o m i t m e n terhadap modernisasi dan nasional isme seperti 

ke lompok-ke lompok yang berpartisipasi dalam per temuan budaya yang telah 

dibahas sebelumnya dan yang mendominas i keh idupan budaya di Jakarta pada 

1950-an.'-Akan tetapi, ia berbeda dalam k o m i t m e n n y a u n t u k visi ter tentu 

ten tang kebudayaan nasional dan tentang bagaimana ia m e m a n d a n g peran 

sen iman dan h u b u n g a n mereka dengan masyarakat. LEKRA mengharapkan 

kebudayaan nasional sebagai sesuatu yang muncu l dari masyarakat Indonesia 

sendiri dan menganda lkan definisi realisme sosialis yang m e m p r o m o s i k a n 

k o m i t m e n u n t u k keadilan sosial. M e n u r u t perspektif LEKRA, seni harus 

mengangkat ketidaksetaraan yang terdapat da lam realitas sosial dan sekaligus 

m e m p r o m o s i k a n proses pe rubahan revolusioner (apa yang telah diberi label 

kepedul ian kepada "kerakyatan" atau rakyat Indonesia). 

Dengan demikian , LEKRA melibatkan diri da lam apa yang disebut sebagai 

"per juangan budaya" menen tang visi yang lebih liberal dari para komenta to r 

budaya yang lainnya, seperti orang-orang yang telah mendominas i diskusi di 

awal t ahun 1950-an, dan mulai m e m p r o m o s i k a n versi realisme sosialisnya. 

LEKRA memula i per iode peningkatan mobilisasinya setelah Kongres 

Nasional t ahun 1959 di Solo, Jawa Tengah (Foulcher 1986: 105-107). Mereka 

39 Lihat Ma ic r (1987) u n t u k p e m b a h a s a n t e n t a n g gagasan-gagasan yang m e m e g a n g kekuasaan d i Jakar ta 
pada awal t a h u n 1950-an. 
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mengiden t i f ikas i bahwa ikl im pol i t ik m e n j a d i s emak in k o n d u s i f u n t u k visi 

mereka d a n merespons melalui keselarasan yang lebih dekat d e n g a n garis besar 

p e d o m a n Soeka rno d a n m e n i n g k a t k a n mobi l i sas i para anggotanya . LEKRA 

selalu merawat k o m i t m e n mereka pada Revolusi Agus tus 1945 yang m e n j a d i 

s emak in jelas d a l a m pernya taan keyak inannya yang dir i l is pada t a h u n 1950, d i 

m a n a M u k a d i m a h d a n revisi M u k a d i m a h tersebut d i adops i pada kongres t a h u n 

1959. M u k a d i m a h yang telah direvisi i tu secara k h u s u s m e m p o s i s i k a n pe ran 

LEKRA u n t u k m e l a n j u t k a n p e r j u a n g a n m e l a w a n ko lon ia l i sme yang d i m u l a i 

dengan revolusi. Pada Kongres tersebut, N j o t o m e m p e r k e n a l k a n slogan ba ru 

yang ber laku sebagai r ingkasan dar i k o m i t m e n para s e n i m a n LEKRA terkait 

keter l ibatan mereka d a l a m pol i t ik : "po l i t ik ada l ah p a n g l i m a ". '" 'Arahan S o e k a r n o 

d a n para p e n d u k u n g n y a selama Demokra s i T e r p i m p i n m e n g u a t k a n gerakan 

tersebut bahwa "revolusi budaya sekarang sedang be r l angsung" (Fou lchcr 1986: 

107). LEKRA juga m e n j a d i lebih agresif d a l a m m e n e m p a t k a n posis inya, sepert i 

yang d i l akukan oleh lawan-lawannya pada awal t a h u n 1960-an.41 Polarisasi yang 

m e n j a d i d u a sisi d a l a m perdeba tan isu-isu budaya k e m u d i a n sejalan dengan 

polarisasi pol i t ik yang lebih luas. Gesekan p u n m e n i n g k a t . 

Pada t a h u n 1963 s eke lompok penu l i s berafil iasi d e n g a n maja lah Sastra, 

yang m a n a banyak dari mereka telah ter l ibat d a l a m pe rdeba tan budaya 

d e n g a n anggota-anggota LEKRA. m e n e r b i t k a n sebuah t a n t a n g a n t e rhadap 

M a n i p o l Soeka rno sebagai dasar k e h i d u p a n kebudayaan nas ional . Dikena l 

sebagai M a n i f e s Kebudayaan (Manikebu) , d o k u m e n tersebut m c m p c r l a w a n k a n 

k o m i t m e n sosial LEKRA d a l a m seni liberal dengan p a n d a n g a n h u m a n i s m e -

universal d a n k o m i t m e n t e rhadap "kebebasan ar t is t ik" . H e n k Maie r (1987: 24) 

m e n y a t a k a n d a l a m b e n t u k r ingkas bahwa M a n i k e b u adalah s e b u a h " t a n t a n g a n 

d a l a m pe rebu tan o tor i tas atas d u n i a sastra". Secara khusus , itu ada lah sebuah 

t a n t a n g a n t e rhadap k o n s e p LEKRA bahwa "po l i t ik ada lah p a n g l i m a " (Maier 

1987: 24). Setelah be rd i am diri selama empa t b u l a n , LEKRA merespon dengan 

serangan yang ganas kepada para p e n a n d a t angan M a n i k e b u d a n ma ja l ah 

Sastra. Fou lchcr m e n g g a m b a r k a n reaksi M a n i k e b u kepada LEKRA: "[Serangan] 

itu ter l ihat sebagai t i ndakan yang m e n y i m p a n g secara t e rbuka dar i a rah 

ideologi negara, d a n m e n j a d i t a n t a n g a n yang sangat beran i t e rhadap peran 

LEKRA sebagai satu-satunya suara yang sah dar i para s e n i m a n d a n peker ja 

40 "Pol i t ik « b a g a i P a n g l i m a " (Foulchcr 1986: 107). 
41 Lahat Ma ie r (1987: 23) dan p e m b a h a s a n Foulchcr (1986: 117-118) t e n t a n g LEKRA dan akt ivi tas ant i -

LEKRA pada awal t a h u n 1960-an. 



budaya Indones ia" (1986: 126). LEKRA berhasil melakukan lebih dari sekadar 

menyerang lawan-lawannya dalam publikasi dan pidato . Para nasionalis 

radikal, yang d i p i m p i n oleh LEKRA, member ikan akron im kepada d o k u m e n 

tersebut dengan sebutan Manikebu (yang terdengar seperti istilah dalam bahasa 

Indonesia u n t u k sperma kerbau). Di bawah tekanan dari para penasihatnya, 

Soekarno melarang Manikebu pada Mei 1964 setelah m e n u d u h mereka sebagai 

ke lompok yang melemahkan semangat revolusi dan para penanda tangannya 

diserang di berbagai media massa, karya-karya mereka dilarang, dan beberapa 

di antaranya d i t u runkan dari jabatan mereka atau dipecat. Keganasan respons 

LEKRA itu harus di l ihat da lam konteks intensifikasi konf l ik di antara 

ke lompok-ke lompok poli t ik yang kuat u n t u k yang u n t u k mereka banyak yang 

d iper ta ruhkan . 

LEKRA berafiliasi dengan PKI wa laupun dalam prakt iknya mereka 

u m u m n y a bekerja secara mandir i dengan sedikit b imbingan dari kepemimpinan 

partai.47 Pada t ahun 1960 partai-partai lain dan seniman-seniman yang terkait 

dengan berbagai partai mulai mend i r ikan organisasi budaya mereka sendiri . 

Partai Nasional Indonesia (PNI) mendi r ikan Lembaga Kebudayaan Nasional 

(LKN) di bawah kepemimpinan Sitor Situmorang.4* Didi r ikan pada t ahun 

1959, LKN m e n d u k u n g dokt r in ManipoI -USDEK Soekarno dan selaras dengan 

LEKRA dalam menen tang para p e n d u k u n g Manikebu . Pada awal t ahun 1960-an, 

LKN menjadi p e n d u k u n g "resmi" garis nasionalis seiring melemahnya B M K N . 

Sama seperti anggota LEKRA, anggota LKN juga dipenjara , disaring, dan 

d ibuang setelah t ahun 1965. Nahd la tu l Ulama mend i r ikan Lembaga Seniman 

Budayawan Musl im Indonesia (LESBUMI) dan mulai mengeksplorasi makna 

kebudayaan Indonesia dari perspektif sen iman Islam.4"' Organisasi-organisasi 

4 2 F o u l c h e r (1986) m e n e k a n k a n p o i n in i m e s k i p u n L E K R A m e m a n g b e r a d a d i b a w a h t e k a n a n P K I p a d a 

t a h u n 1964. 

4 3 U n t u k ana l i s i s l eb ih l e n g k a p t e n t a n g l . K N , l iha t M a i e r (1996) . 

4 4 L E S B U M I d i m u l a i p a d a t a h u n 1962 ( S j a m s u l r i d w a n 1963) o l e h s e j u m l a h i n t e l e k t u a l M u s l i m y a n g 

t e r g a b u n g d e n g a n N U . Para p e m a i n p e n t i n g juga m e r u p a k a n t o k o h - t o k o h s i g n i f i k a n d a l a m i n d u s t r i 

f i l m ( D j a m a l u d d i n M a l i k , y a n g a d a l a h ke tua . U s m a r I sma i l , A s r u l S a n i ) y a n g m e n a r i k b a n y a k p e k e r j a 

d a r i i n d u s t r i t e r s ebu t k e d a l a m L E S B U M I . L E S B U M I m e n e n t a n g Ser ika t B u r u h F i l m d a n S e n i m a n y a n g 

beraf i l i as i d e n g a n PKI (Sen 1994). S e b u a h k a s u s d a p a t d i b u a t b a h w a L E S B U M I d i c i p t a k a n d i J a k a r t a 

d e n g a n t u j u a n in i d a l a m p i k i r a n m e s k i p u n l o k u s d a n s i k a p n y a b e r b e d a d i c a b a n g - c a b a n g n y a d i l ua r 

i bu k o t a . C a b a n g L E S B U M I d i R iau d i f o k u s k a n p a d a p e n g a j a r a n seni Q ' u r a n i k d a n m e l a r a n g t a r i a n 

Bara t d a n l eb ih lagi gaya t a r i a n t r a d i s i o n a l d e n g a n k o n o t a s i seksual (Program Kerd/a Lembaga Seniman 

Budayawan Muslimin Indonesia Pemimpin Daerah Riau di Pekanbaru 1963). L E S B U M I d i b u b a r k a n 

p a d a t a h u n 1966 karena p e n u r u n a n ( d a n m e n i n g k a t k a n a n t i p a t i n e g a r a d a n m a s y a r a k a t t e r h a d a p ) 

asosiasi p o l i t i k d a n o p o s i s i d a r i M u s l i m y a n g leb ih k o n s e r v a t i f . S e b u a h sura t d a r i S i t u b o n d o p a d a t a h u n 

1965 m e m u a t k e p u t u s a n N U u n t u k m e m b u b a r k a n L E S B U M I k a r e n a k e g i a t a n n y a y a n g m e m b a h a y a k a n 



s e n i m a n la innya d e n g a n afil iasi t e r h a d a p par ta i -par ta i pol i t ik te r ten tu adalah 

Lembaga Kebudayaan Kristen Indones ia (Lekr indo) d a n Lembaga Kebudayaan 

Indones ia Katol ik (LKIK). Banyak dari organisasi ini ter l ibat d a l a m lembaga-

lembaga semi -pemer in tah , k h u s u s n y a Fron t Nas iona l , d i m a n a keset iaan pol i t ik 

ber i r isan d e n g a n kecende rungan his tor is d a n estetika d a n pe rpecahan d i an ta ra 

s e n i m a n . 

Salah satu dari beberapa c o n t o h t en t ang b a g a i m a n a h u b u n g a n ini 

b e r d a m p a k pada kebe rbudayaan te r ten tu , sebaga imana telah d ide f in i s ikan 

d a l a m bagian p e n g a n t a r sebagai k o m b i n a s i dar i wacana yang m e m b e r i k a n 

m a k n a pada objek , prakt ik , d a n r u a n g budaya d a l a m waktu d a n lokasi t e r ten tu , 

adalah analisis A n d r e w W e i n t r a u b t en t ang p e r u b a h a n d a l a m pagelaran wayang 

golek (2004a). W e i n t r a u b mene l i t i p e r u b a h a n s tatus s inden, penyany i wani ta 

d a l a m wayang golek, d a l a m ka i t annya dengan da l ang yang secara t rad i s iona l 

m e m e g a n g s tatus ter t inggi . Para s inden telah menga l ami kena ikan yang stabil 

d a l a m hal popu la r i t a s mereka d i Jawa Barat yang h a m p i r m e n y a m a i popu la r i t a s 

para da lang , d a n p e n d a p a t a n , s ta tus d a n p e m e n t a s a n mereka d a l a m p e r t u n j u k a n 

wayang golek telah b e r k e m b a n g yang m e n c e r m i n k a n p e n i n g k a t a n s tatus mereka. 

In i adalah hasil dar i inovasi d i an ta ra para s inden u n t u k m e n d a t a n g k a n lebih 

banyak p e n g h o r m a t a n d a n prestise, seperti m e n u l i s d a n m e r e k a m lagu, yang 

m e n e k a n k a n keahl ian mereka, d a n m e n g g u n a k a n n a m a asli mereka. D a l a m masa 

ke t idakpas t ian e k o n o m i d a n sosial, da l ang d a n para k o m e n t a t o r konserva t i f 

l a innya t e rancam oleh p e r u b a h a n peran mereka. P e r u b a h a n ini m e m b e r i k a n 

k o n t r i b u s i t e rhadap pend i r i an Yayasan Peda langan Jawa Barat pada t a h u n 

1961 d a n sebuah p e r t e m u a n p a d a t a h u n 1964 u n t u k secara khusus m e n a n g a n i 

"krisis s inden" . Sebuah al iansi yang terdiri dari para da lang , pang l ima mili ter , 

d a n k o m e n t a t o r budaya yang memi l ik i afiliasi m e n g e s a h k a n rekomendas i -

r ekomendas i t en t ang b a g a i m a n a s inden ha rus t a m p i l d a l a m rangka menegaskan 

kembal i keter t iban d a l a m p e r t u n j u k a n wayang golek. Para s inden sebe lumnya 

t a m p i l d a l a m acara-acara yang d ise lenggarakan o leh PKI d a n LEKRA, d a n 

telah d i t u d u h p r o - k o m u n i s . W e i n t r a u b b e r p e n d a p a t bahwa pada masa-masa 

konf l ik sosial ini d a n h i l angnya kon t ro l negara, p e n e k a n a n kon t ro l laki-laki 

atas t u b u h d a n s tatus dari para s inden juga menegaskan o to r i t a s negara d a n 

kewenangan partai mela lu i s ikapnya yang lebih t e rbuka t e rhadap seni dan m e n a m p i l k a n seni yang 
mencederai Standard N U . la sccara k h u s u s m e n g u t i p sebuah p e r t u n j u k a n t a n a n d i sebuah m a l a m 
p e r t u n j u k a n . (Saya ing in m e n g u c a p k a n ter ima kasih kepada Grcg Fealy u n t u k k e m u r a h a n hat inya telah 
m e n g i z i n k a n saya mengakses d o k u m e n L E S B U M I mil iknya) . 



dalang. Pemaknaan yang d o m i n a n dan yang d i d u k u n g oleh negara terhadap 

para s inden sebagai "mengganggu, kacau, dan berbahaya" (Weintraub 2004a: 

77) didasarkan pada keberbudayaan pada t ahun 1960-an. 

Kebijakan budaya adalah sebuah elemen dari peningkatan mobilisasi pada 

masa itu. Ketidakjelasan agenda dan terminologi Soekarno menyebabkan banyak 

ke lompok dengan pandangan yang berbeda-beda m e n d u k u n g ide-idenya, tetapi 

juga menyebabkan banyak perbedaan pendapa t di antara ke lompok dengan 

interpretasi yang berbeda terkait dengan agenda yang berbeda. Retorika negara 

m e n d o r o n g intensifikasi lebih lanjut dalam merekrut dan mend id ik anggota-

anggota LEKRA dan m e n d o r o n g keakt i fan "kebudayaan rakyat". N a m u n 

demikian , Maier mencatat bahwa slogan LEKRA, seperti halnya slogan 

Soekarno, m u n g k i n telah men ingka tkan kesadaran politik tetapi mereka tidak 

"menawarkan arah yang jelas tentang bagaimana pe rubahan sosio-politik dapat 

direalisasikan" (1987: 21). Sebaliknya, mobilisasi budaya menjadi bagian dari 

menjaga keseimbangan politik yang halus. Pemerintah juga menjadi semakin 

terlibat dalam politik kebudayaan kiri-versus-kanan pada masa itu. Ide-ide 

Soekarno semakin selaras dengan ke lompok yang lebih radikal, khususnya 

LEKRA, yang mengesampingkan para seniman berpendid ikan Barat yang mana 

posisi mereka sebelumnya sangat dekat dengan posisi negara. Pertentangan ini 

m e m u n c a k da lam p e m b u n u h a n dan penindasan terhadap anggota LEKRA dan 

pemberangusan mereka. 

K e s i m p u l a n 

Kunci pe rubahan kebijakan budaya dari masa-masa i tu adalah bagaimana 

negara mendef in is ikan perannya. Dari peran regulatoris d i m a n a negara 

menyediakan s t ruk tur kelembagaan u n t u k kegiatan-kegiatan yang d i fokuskan 

pada b idang yang didef inis ikan sebagai kebudayaan nasional , negara mengambi l 

peran k e p e m i m p i n a n di mana ia berusaha u n t u k memobilisasi rakyat di 

balik program-program poli t iknya. Model penetapan budaya selama periode 

ini dapat d ipahami sebagai sesuatu yang berkarakter postkolonial karena ia 

m e n c a k u p unsur-unsur model liberal dan model k o m a n d o . Akan tetapi, peran 

negara m e n u n j u k k a n bahwa karakter dari model budaya k o m a n d o m e n u r u n 

pada awal 1950-an sebelum kembali dengan kekuatan yang meningkat sejak 

t ahun 1957, karena besarnya perhat ian terhadap p e m a h a m a n Soekarno tentang 

pemer in t ahan dan adanya preferensi u n t u k negara dengan model partai tunggal. 
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Kekuatan yang m e n d o r o n g pe rubahan dalam kebijakan budaya adalah 

per tukaran rasionalitas politik "admin i s t ra to r" kepada rasionalitas politik 

"penggerak solidaritas", yang d i tandai dengan naiknya Soekarno kc posisi 

kekuasaan poli t ik antara t a h u n 1957 dan 1959. Pemahaman terhadap 

batas yang dapat di ter ima dari intervensi negara berubah secara dramat is 

sebagaimana halnya dengan definisi tentang peran yang harus d i ja lankan oleh 

para pekerja budaya dalam mencapai t u j u a n poli t ik negara. Kedua periode 

tersebut menggunakan budaya sebagai alat u n t u k " m e m b e r a d a b k a n " (atau 

"membudayakan" ) dan menya tukan rakyat Indonesia yang beragam. N a m u n 

demikian , dua periode tersebut sedang berusaha u n t u k m e m b e n t u k masyarakat 

yang sangat berbeda dan mengadops i metode yang berbeda. Dari mencoba 

memfasil i tasi pengembangan populasi yang terdiri dari para individu bebas 

dengan k o m i t m e n dan pandangan nasionalis, kebijakan budaya menjadi alat 

un tuk memobil isasi populas i nas ional di balik agenda poli t ik Soekarno. Dalam 

hal mereka sedang berusaha u n t u k "men ingka tkan" individu dan m e m b e n t u k 

atr ibut dan perilaku dari masyarakat, kebijakan budaya pada periode 1950-

1965 m e n u n j u k k a n kesamaan yang luas dengan kebijakan budaya pada masa 

kolonial akhir dan p e n d u d u k a n Jepang. 

Sebuah pe rubahan pent ing dalam kebijakan budaya selama kedua periode 

tersebut yang memil ik i efek luas adalah pengambi lan jarak yang m e n j a u h 

dari p e m a h a m a n bahwa "sintesis" budaya akan menghasi lkan pencip taan 

kebudayaan nasional yang tunggal ke p e m a h a m a n bahwa keragaman budaya 

bisa m e n a n d a k a n kebudayaan nasional . Perubahan ini membawa kebudayaan 

etnik di dalam bidang kebijakan budaya, yang memper luas kebijakan budaya ke 

berbagai ben tuk budaya termasuk senidan praktik seremonial dan komuni tas . 

Tetapi estetika kebijakan budaya dibawa dari "supcrkul tur me t ropo l i t an" (II . 

Geertz 1963: 35) dari kelas menengah Indonesia dan sangat berbeda dari 

berbagai p e m a h a m a n estetika di antara ke lompok etnik p r ibumi . Akan tetapi, 

t idaklah sampai pada era O r d e Baru bahwa negara memil iki sumber daya u n t u k 

melakukan intervensi yang luas dan m e n d u k u n g intervensi terhadap praktik 

etnik p r ibumi melalui kebijakan budayanya. 
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BAB IV 

ORDE BARU SEBAGAI "PROSES BUDAYA": 

KEBUDAYAAN NASIONAL DI BAWAH REZIM 

OTORITARIAN 

Penga tur strategi t angguh O r d e Baru d a n arsitek kebi jakan awal sosial d a n pol i t ik 

rezim O r d e Baru, Ali M o e r t o p o (1978: 36), m e n g a k u i pen t ingnya p e r u b a h a n 

budaya bagi rezim O r d e Baru ketika ia menu l i s : " O r d e Baru ada lah proses 

budaya . " Rez im O r d e Baru mel iha t p e r u b a h a n budaya baik sebagai aspek yang 

d i i n g i n k a n d a n tak terelakkan dar i kebi jakan dan , sebaga imana d i t u n j u k k a n 

d e n g a n p e m b a c a a n yang saksama t e rhadap pernya taan M o e r t o p o i tu , 

d i m a k s u d k a n u n t u k m e n g a r a h k a n p e m b a n g u n a n budaya . N a m u n d e m i k i a n , 

rezim tidak bisa me lakukan kon t ro l p e n u h atas kehad i ran proses budaya di 

Indones ia selama era O r d e Baru. Bab ini mengeksploras i "proses budaya" , baik 

yang d ihas i lkan dari p e m e r i n t a h a n O r d e Baru d a n dar i k e l o m p o k d a n d i n a m i k a 

lain, yang d a r i p a d a n y a m u n c u l kebi jakan budaya . Sementa ra p rog ram kebi jakan 

budaya d a n lembaga yang resmi dianal is is d a l a m b a b ber iku t , ini hanya m u n g k i n 

d i l a k u k a n setelah mengeksploras i b a g a i m a n a p e r u b a h a n pol i t ik d a n sosial yang 

lebih luas m e m b e n t u k karakter is t ik kebudayaan nas iona l , khususnya d i an ta ra 

p e m e g a n g kekuasaan pol i t ik . 

Kebudayaan nas iona l Indones i a , jauh dari satu rangka ian a t r i bu t yang 

s u d a h , memi l ik i karak ter yang b e r u b a h - u b a h secara t empora l . Ph i l ip Kitley 

(2000: 5-7), d a l a m bahasannya t en t ang Televisi pada Era Orde Baru Indonesia, 

b e r p e n d a p a t bahwa "proyek kebudayaan nas iona l " yang b e r u b a h dar i D e m o k r a s i 

T e r p i m p i n ke era O r d e Baru ha rus d i p a h a m i sebagai "tiga proses pengaba ian 

budaya yang sal ing ter ja l in , penegasan d a n p e n e m u a n , yang bersama-sama 

telah be rusaha u n t u k m e m e t a k a n ident i tas budaya kesa tuan d a n pemersa tu 

d i se lu ruh [ Indones ia ] . " C h u a Beng H u a t d a n Edd ie K u o (1998: 38) juga 

m e m b e r i pe rha t i an pada proses penyebaran d a n p e n i n d a s a n a tau p e n g h a p u s a n 

130 



terhadap elemen-elemen yang berbeda-beda dalam pembahasan mereka tentang 

penemuan "Singapura" dan "bangsa Singapura". Mereka menulis: "Dalam 

setiap penyebaran, beberapa elemen dari masa lalu akan secara diskursif d i tekan 

atau d ihapus , yang lainnya ditegaskan dan diber ikan signifikansi semiologis 

t a m b a h a n " 1998: 38). Para penulis ini semuanya menyorot i pent ingnya wacana 

dalam p e m b a n g u n a n budaya dan identitas nasional . C h u a dan Kuo (1998: 

37) be rpendapa t bahwa identi tas nasional merupakan "hasil prakt ik diskursif 

yang niscaya yang merumuskan mereka sebagai objek (...) yang 'd ibuat menjadi 

ada ' oleh pernyataan yang beredar dalam wacana yang berbeda, dalam berbagai 

b idang praktik-praktik sosial." 

Identi tas nasional dari perspektif ini adalah sebuah formasi diskursif -

sebuah kombinas i wacana yang mcncip takan satu rangkaian h u b u n g a n material 

yang mendef in i s ikan karakteristik yang ideal dan perilaku dari suatu populas i 

nasional . Pertanyaan tentang penyebaran diskursif dan penghapusan adalah 

pent ing un tuk m e m a h a m i formasi diskursif yang m e n u n j u k k a n versi kehadiran 

kebudayaan nasional dalam wacana kebijakan negara, dan member ikan wawasan 

mengapa versi O r d e Baru dari model budaya k o m a n d o tentang penyediaan 

budaya mengambi l ben tuknya yang ter tentu. Politik dan kebijakan otor i tar ian 

dari rezim O r d e Baru juga m e m b u k a per tanyaan tentang kebijakan budaya 

otor i tar ian dan kai tannya dengan era kolonial dan nasionalis awal. 

M e m a h a m i mengapa wacana tertentu pent ing bagi kebudayaan nasional 

memer lukan analisis sejarah tentang poli t ik (dalam strategi poli t ik ter tentu 

yang memil iki implikasi bagi praktik-praktik budaya) dan perdebatan budaya 

dari masa awal O r d e Baru. Setelah member ikan pengantar sejarah singkat, 

saya menelit i l ima b idang pengambi lan keputusan dan perdebatan yang 

m e m b e n t u k artikulasi kebudayaan nasional dari t ahun 1970-an. Kelima b idang 

itu adalah: penggunaan kebudayaan da lam pemikiran kaum i d e o l o g O r d e Baru, 

khususnya bagaimana kebudayaan d ipahami sebagai alat u n t u k m e m b e n t u k 

perilaku orang Indonesia; wacana yang luas dan strategi poli t ik rezim O r d e 

Baru; para p e n d u k u n g konsep h u m a n i s m e universal yang mendominas i seni 

nasional dan debat kebudayaan nasional di era O r d e Baru; dan penggunaan 

pemer in tah terhadap praktik-praktik kebudayaan etnik termasuk konstruksi 

versi yang dibers ihkan O r d e Baru dari keanekaragaman budaya Indonesia . 

Bagian terakhir membahas d a m p a k pe rubahan sosial pada 1980-an dan 1990-

an yang diakibatkan oleh p e r t u m b u h a n e k o n o m i yang berkelanjutan. Melalui 

bidang-bidang ini versi kebudayaan nasional m u n c u l yang mempenga ruh i 
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program-program budaya dalam t u b u h Direktorat Kebudayaan (nama baru 

u n t u k Jawatan Kebudayaan)1 yang merupakan subjek dari bab ber ikutnya. 

I ^ t a r B e l a k a n g S e j a r a h : I k l im Po l i t ik Awal M a s a O r d e Baru 

Inti dari elite poli t ik O r d e Baru adalah faksi mili ter yang telah m e m b a n g u n 

aliansi dengan ke lompok-ke lompok sipil an t i -komunis pada t ahun- tahun 

terakhir rezim Soekarno. Dalam bulan-bulan setelah kudeta 1 O k t o b e r 1965, 

sebuah koalisi besar dari ke lompok-ke lompok yang telah mender i ta dalam 

polarisasi politik demokrasi t e rp impin Soekarno m e n d u k u n g t indakan tegas 

tentara terhadap Partai K o m u n i s Indonesia (PKI). Terdapat dua ke lompok yang 

menjad i sumber pen t ing d u k u n g a n : kelas menengah perkotaan dan organisasi 

massa Islam. Banyak mahasiswa, akademisi , dan profesional memadukan diri 

dengan tentara. Front-f ront aksi para mahasiswa, pelajar, dan sarjana (seperti 

KAMI, KAPPI, dan KASI)2 awalnya menen tang PKI dan kemudian melawan 

Soekarno, yang member ikan d u k u n g a n pent ing bagi manuver politik Soeharto. 

Organisasi-organisasi Islam M u h a m m a d i y a h dan Nahdla tu l Ulama secara 

terbuka m e n d u k u n g tentara, dan khususnya Nahdla tu l U lama terlibat da lam 

p e m b u n u h a n dan penindasan te rhadap k a u m k o m u n i s pedesaan (Cr ibb 1990, 

Sulistyo 2000). Rezim O r d e Baru bergantung pada d u k u n g a n dari ke lompok-

ke lompok ini u n t u k m e m p e r t a h a n k a n kekuasaan dan ketergantungan ini 

tercermin da lam bagaimana rezim menanggapi masalah-masalah pemer in t ahan 

yang d ihadap inya ketika per tama kali memegang kekuasaan. 

Faksi Soehar to terdiri dari para perwira dari usia yang sama dan, yang 

pal ing pent ing , punya pengalaman yang sama dalam Perang Kemerdekaan 

dan periode pra-1965. Militer telah semakin terjebak dalam politik dalam lima 

belas t ahun sebelum 1965 dan mengembangkan jaringan substansial dengan 

pelbagai ke lompok poli t ik dan badan usaha. Pada t ahun 1965 militer adalah 

bagian dari elite poli t ik dengan keterlibatan kuat da lam polit ik, pemer in t ahan 

sipil dan mana jemen ekonomi (Crouch 1978). Ketika mengambi l kekuasaan, 

Soeharto dan para pendukungnya t idak pertama-tama memusa tkan perhat ian 

1 N a m a Jawatan Kebudayaan be rubah men jad i Direktora t Kebudayaan pada t a h u n 1964. K e n d a t i p u n 
ter jadi p e r u b a h a n n a m a sebelum Soeha r to m e n g a m b i l alih kekuasaan, n a m a - n a m a yang berbeda adalah 
cara m u d a h u n t u k m e m i s a h k a n kedua per iode . 

2 Kesatuan Aksi Mahasiswa Indones ia (KAMI) . Kesatuan Aksi P e m u d a d a n Pelajar Indones ia (KAPPI). 
Kesatuan Aksi Sariana Indones ia (KASI). K e l o m p o k - k e l o m p o k ini t e rben tuk di sekitar m a n t a n - m a n t a n 
anggota pat ta i pol i t ik a n t i - k o m u n i s (PS1 d a n Masyumi ) dan k e l o m p o k Katol ik . 
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dan usaha mereka pada menggalang perubahan sosial. Mereka ingin per tama-

tama mengkonsol idas ikan posisi mereka. 

Stabilisasi kekuasaan di tangan para elite O r d e Baru be rhubungan dengan 

run tuhnya koalisi yang begitu efektif pada t a h u n 1965. Oposis i mulai muncu l 

kc pe rmukaan pada awal 1967 dengan protes mahasiswa di Jakarta ketika kelas 

menengah perkotaan men jad i kecewa dengan kebijakan e k o n o m i dan tingkat 

korupsi yang meninggi.5 Kerusuhan Malari,4 yang dipicu oleh kun jungan 

Perdana Menter i Jepang dan t u m b u h n y a sent imen anti-Jepang terkait investasi 

Jepang di Jawa, dan t indakan keras poli t ik ber ikutnya m e n d o r o n g bangki tnya 

para kri t ikus dari kalangan sipil t e rhadap pemer in tah . Edward Aspinall (2000) 

mengident if ikasi akhir dari koalisi sipil tersebut pada t ahun 1977-1978 dengan 

muncu lnya demonst ras i mahasiswa sccara besar dan penolakan publik terhadap 

pemi l ihan u m u m dan sidang par lemen yang di ikut i oleh p e n d u d u k a n negara 

terhadap kampus-kampus dan ge lombang penangkapan para mahasiswa aktivis. 

Sebuah alat pent ing negara O r d e Baru yang d igunakan u n t u k menegaskan 

kont ro lnya adalah represi an t i -komunisyang penuh kekerasan. Kegunaan dari 

t indakan kekerasan tentara tidak terbatas pada pelarangan Partai K o m u n i s 

Indonesia (PKI) yang waktu itu sudah kuat sccara polit ik. Represi yang 

d i lakukan rezim O r d e Baru itu member ikan efek jera bagi oposisi poli t ik 

yang potensial dan teknik-teknik yang d igunakan pada kaum k o m u n i s itu 

kemudian d igunakan pada lawan-lawan politik lainnya, termasuk oposisi dari 

p ihak mahasiswa. Kcn Ward (1973: 67) menggambarkan p e m b u n u h a n terhadap 

r ibuan k o m u n i s dan para simpatisan mereka sebagai "fakta mendasa r dari O r d e 

Baru". Ward menulis: 

Dengan terus-menerus memberlakukan hukuman yang ekstrem, entah berupa 
eksekusi atau penjara untuk waktu yang tidak terbatas, terhadap mereka 
yang telah berpartisipasi dalam politik komunis, pemerintah yang baru itu 
melakukan pembuangan terhadap kaum komunis yang merupakan contoh 
yang dapat digunakan untuk mengancam kritik dari semua pihak dan untuk 
mencegah siapa pun terlibat dalam politik aktif (1973: 71). 

3 Feith (1968b) mengiden t i f ikas i p e r m u l a a n d a n berakhi rnya koalisi da l am s idan p l eno k h u s u s pa r l emen 
pada b u l a n Mare t 1968. 

4 Malar i ada lah s ingkatan u n t u k Malape taka J anua r i . 
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Gerakan an t i -komunisme juga m e m b e n t u k aliansi baru pent ing yang 

m u n g k i n k a n di arena internasional . Soeharto dengan cepat meninggalkan 

posisi kebijakan luar negeri Soekarno ( terutama konfrontas i dengan Malaysia 

dan relasi persekutuan dengan C h i n a ) dan memper juangkan b a n t u a n e k o n o m i 

dari negara-negara Barat. Para kreditur non-komuni s di Indonesia menyatukan 

diri mereka dalam wadah bernama Intcr-Governmental G r o u p on Indonesia 

(IGGI) dan sejak Jul i 1966 mulai m e m b u a t persiapan u n t u k menjadwal u lang 

pembayaran u tang Indonesia . Gerakan an t i -komunisme memperkua t baik 

posisi domest ik m a u p u n internasional dari rezim yang baru tersebut. 

Imbalan te rhadap ban tuan Barat adalah berupa reformasi kebijakan 

e k o n o m i / Kebijakan e k o n o m i mula-mula dari pemer in tahan Soehar to berfokus 

pada stabilisasi dan rehabilitasi in f ras t ruk tur mendasar dan m e n d o r o n g investasi 

asing. Sebuah pe rubahan kebijakan e k o n o m i yang signif ikan pada t ahun 1967 

m e n d o r o n g minat investor asing di Indonesia. Rezim O r d e Baru mengubah 

secara drastis tarif asing yang sangat ketat dan kebijakan investasi dari rezim 

pendahu lunya antara t ahun 1967 dan 1972. Pada t ahun 1973 rezim Soeharto 

mulai lagi membatas i investasi asing, sebuah keputusan yang d i m u n g k i n k a n 

melalui kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh lonjakan harga minyak. 

Setelah peristiwa Malari pada t ahun 1974 - yang m e n u r u t analisis bahwa 

salah satu penyebab u tamanya adalah m e m b u r u k n y a situasi para pengusaha 

p r ibumi di satu sisi dan semakin kuatnya pengaruh modal asing di sisi lain 

- pembatasan terhadap investasi semakin intensif dan semua investasi asing 

mensyaratkan kerja sama dengan mitra lokal (sampai 1992). Dengan demikian , 

k o m i t m e n terhadap ta tanan e k o n o m i liberal sejak 1972 bersifat "setengah hati 

dan ambivalen" dan kebijakan e k o n o m i telah mengalami f luktuasi antara 

kebijakan liberal, nas ional isme e k o n o m i dan membayar jasa para p e n d u k u n g 

Soeharto (H. Hill, 1994: 66). Reformasi kebijakan ekonomi liberal periode 

1967-1972 harus dianggap sebagai unsu r perubahan kebijakan budaya yang luas 

pada masa awal O r d e Baru karena adanya peningkatan produk-produk budaya 

yang pent ing, khususnya media massa dan produk-produk mewah. Akan tetapi, 

d a m p a k dari reformasi ekonomi terhadap praktik konsumsi dan identitas 

dikrit ik berkali-kali dan dengan ta jam pada 1980-an dan 1990-an, seperti yang 

dibahas pada bagian akhir bab ini. Pada t ahun- tahun awal rezim O r d e Baru, 

5 Andorson menca ta t bahwa k o m i t m e n t e rendah IGGI per t a h u n an ta ra 1967 dan 1974 lebih t inggi da r i 
total penge luaran bersih d a n p e n e r i m a a n p e m e r i n t a h pada t a h u n 1957 dan 1960. D a l a m beberapa t a h u n 
b a n t u a n m e n u t u p i 50 persen dar i semua biaya i m p o r (1990b). 

134 

l o j <f) <-> c3>) 



masalah p e n c i p t a a n kondis i ideal u n t u k modern isas i y a n g cepat d a n u n t u k 

m e n g a m a n k a n posisi po l i t iknya memi l ik i p e n g a r u h yang lebih besar atas 

b a g a i m a n a kebudayaan d ia r t iku las ikan d a l a m wacana p e m e r i n t a h a n . 

K e b u d a y a a n d a l a m P e m a h a m a n R e z i m O r d e B a r u t e n t a n g P e m e r i n t a h 

K e n d a t i p u n pelbagai wacana , strategi, d a n teknik p e m e r i n t a h ada lah bag ian dari 

p e m e r i n t a h a n O r d e Baru, yang kebanyakan d i an t a r anya akan d ibahas d i bawah 

ini, wacana p e m b a n g u n a n 6 memi l ik i p e n g a r u h pa l ing besar t e rhadap ar t ikulas i 

kebudayaan . Ariel H e r y a n t o (1988: 8) meng iden t i f ikas i p e m b a n g u n a n sebagai 

salah satu dar i d u a "kata k u n c i " yang pa l ing p e n t i n g d a l a m bahasa era O r d e 

Baru, d i a n t a r a istilah-istilah seperti " s ign i f ikan" , "meng ika t " , d a n " ind ika t i f 

(...) d a l a m b e n t u k - b e n t u k pemik i r an ter tentu ." 7 Pembahasan H e r y a n t o t en t ang 

p e m b a n g u n a n m e n g i k u t i p e n d e k a t a n kata kunc i dar i R a y m o n d W i l l i a m 

(1983) d i m a n a sejarah seman t ik sebuah istilah d a n h u b u n g a n n y a d e n g a n 

formas i sosial d a n h is tor i s d ieksploras i . Analis is t en t ang p e m b a n g u n a n d i 

bawah ini sedikit berbeda , tetapi te tap terkai t , dengan p e m a h a m a n t en tang 

p e m b a n g u n a n yang d i k e m u k a k a n o leh S i m o n Ph i lpo t t : bahwa " p e m e r i n t a h a n 

atas p e m b a n g u n a n / p e r t u m b u h a n " ada lah sebuah e lemen dari sebuah " b e n t u k 

khusus dar i k e p e m e r i n t a h a n negara" yang m u n c u l d i Indones ia meng iku t i 

ke j a tuhan rezim S o e k a r n o (2000: 166-167). 

Penggunaan istilah " p e m b a n g u n a n " (deve/opment) yang relevan dengan 

p e m e r i n t a h a n d i Indones ia d i m u l a i setelah t a h u n 1945 b e r h a d a p a n dengan 

ist i lah " t e rbe lakang" (undcrdcvelopcd). M e n u r u t R a y m o n d Wil l iams, ada dua ide 

yang per lahan- lahan t e r h u b u n g pada ti t ik ini: pe r t ama , " p e m b a n g u n a n " s u m b e r 

daya a lam; d a n kedua , bahwa e k o n o m i d a n masyarakat mela lui " t ahap - t ahap 

p e r k e m b a n g a n " (1983: 103). Dar i t a h u n 1945, k o n s e p t e n t a n g p e m b a n g u n a n 

m e n j a d i s emak in t e r fokus pada k e l o m p o k - k e l o m p o k masyarakat , t e rmasuk 

Indones ia , yang pada waktu itu d i ident i f ikas i sebagai " D u n i a Ket iga" (Arndt 

1981). Puncak popu la r i t a s dar i p e m b a n g u n a n terjadi pada waktu be r samaan 

d e n g a n t a h u n - t a h u n ketika rezim O r d e Baru berada pada masa yang pa l ing 

p e n u h percaya dir i yai tu t a h u n 1970-an d a n 1980-an. 

6 D a l a m b. ib in i , saya m e n g g u n a k a n is t i lah pemb.mgun.m u n t u k m e r u j u k pada p e n g g u n a a n p c m b j n g u n a n 

d i I n d o n e s i a se lama era O r d e B a n i . [ O a l a m %-crsi t e r b i t a n b a h a s a Inggr is , p e n u l i s b u k u ini m e m a n g 

m e n g g u n a k a n ka ta I n d o n e s i a pembjngurun.] 

7 I s t i l ah la in a d a l a h Pancas i l a y a n g saya b a h a s d i b a w a h . 
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Dalam kritik p e m b a n g u n a n dengan menggunakan perspektif Foucault ian, 

Marc DuBois berfokus pada "relasi-relasi baru dari kekuasaan" yang 

diperkenalkan oleh p e m b a n g u n a n ke " D u n i a Ketiga".8 M e n u r u t DuBois 

p e m b a n g u n a n ber tu juan u n t u k merestrukturisasi "perilaku dan praktik individu 

dan populas i" yang disesuaikan dengan tu juan meningkatkan "produkt ivi tas 

ekonomi , kekayaan bangsa, t ingkat kesehatan atau pendid ikan rakyat -

singkatnya u n t u k meningka tkan kesejahteraan masyarakat" (1991: 10). DuBois 

menegaskan: "Terutama di Dunia Ketiga, (massa] t idak hanya dipresentasikan 

sebagai sumber daya manusia , tetapi sebagai sumber daya yang m e m b u t u h k a n 

modif ikas i , adaptasi , dan pe rubahan - dengan kata lain, p e m b a n g u n a n " (1991: 

10). 

Barry I l indcss m e n g h u b u n g k a n fungsi "pen ingka tan" dari p e m b a n g u n a n 

itu dengan watak penyelenggaraan pemer in tahan imper ium liberal yang telah 

dibahas dalam bab satu (2001: 108). Sama seperti subjek kolonial , subjek 

p e m b a n g u n a n memer lukan pengembangan kapasitas da lam rangka mencapai 

tu juan dari t indakan o t o n o m . Ia menegaskan: 

Tujuan dari proyek (liberal] hampir-hampir telah berubah, namun sasaran 
dariimperium telah mengubah kondisi di mana ia dapat diupayakan (...) 
Proyek liberal tentang perubahan (...) tidak bisa lagi bekerja melalui apa yang 
pernah dilihatnya sebagai efek pembudayaan dari aturan imperiumyang lunak 
(...] Sebaliknya, proyek liberal kini diupayakan oleh minoritas-minoritas yang 
signifikan di negara-negara non-Barat, yang kebanyakan di antaranya telah 
mengadopsi beberapa versi pandangan liberal awal tentang masyarakat di 
mana mereka hidup bersama, dan juga, lebih jauh lagi, oleh negara-negara 
Barat sendiri yang bekerja melalui pelbagai cara tidak langsung yang berbeda-
beda (2001: 108). 

Sementara dahaga u t ama di balik argumen Hindess ten tang kont inu i tas 

kekuasaan imper ium dan p e m b a n g u n a n di ter ima di sini,9 saya akan lebih 

8 U n t u k peni la ian k n t i s la innya t e n t a n g p e m b a n g u n a n , l ihat l l l ich (1969), Arnd t (1981), dan Escobar 
(1984-5). 

9 Adanya b e n t u k k o n t i n u i t a s juga d i s a r ankan oleh m u n c u l n y a m a k n a k o n t e m p o r e r p e m b a n g u n a n pada 
t a h u n 1945 ketika banyak ko lon i men j ad i negara-bangsa. Tu juan saya di sini ada lah u n t u k menca ta t 
adanya k o n t i n u i t a s lebih da r ipada m e m b u a t bagan sejarah yang kompleks , y a n g akan me l iba tkan analisis 
yang lebih dar i yang d i b u t u h k a n di sini. Alatas, da l am b u k u n y a The Myth of'ihc Lizy Nativc, menya j ikan 
sebuah eksplorasi yang menar ik d a n relevan t e n t a n g h u b u n g a n sejarah an ta ra wacana ko lon ia l d a n 
p e m b a n g u n a n . Dia m e n u l i s m e n g e n a i representasi p r i b u m i Asia Tenggara: "C i t r a p e n d u d u k asli yang 

136 

l o j <f) <-> c3>) 



berhat i -hat i d a l a m menyebu t p e m b a n g u n a n sebagai " sebuah proyek l iberal" 

m e n g i n g a t ia memi l ik i pelbagai b e n t u k d a n impl ikas i d a l a m berbagai sistem-

negara yang berbeda-beda, d i m a n a kebanyakan di an t a r anya telah jelas-jelas 

d i n y a t a k a n non- l ibera l d a n secara keras telah m e n y a t a k a n m e n o l a k l iberal isme. 

Sebuah karakter a l te rna t i f terletak d a l a m p e m a h a m a n D u B o i s t en tang 

p e m b a n g u n a n sebagai seben tuk "daya h i d u p " {biopower) yang d i t e r a p k a n 

t e rhadap d a n d a l a m negara-negara non-Bara t (1991: 9-10). Seperti ha lnya 

kebi jakan budaya , "daya h i d u p " be r sangku tan dengan m o n i t o r i n g sekaligus 

p e n g a t u r a n n o r m a - n o r m a popu las i d a n m e n g u b a h per i laku ind iv idu d a n baik 

kebudayaan m a u p u n "daya h i d u p " m e n j a d i f o k u s kegia tan negara pada saat yang 

h a m p i r be r samaan (Foucaul t 1990: 137-138). Akan tetapi "daya h i d u p " mengacu 

pada pelbagai c a k u p a n b i d a n g p e m e r i n t a h a n yang berka i tan dengan proses d a n 

evolusi keh idupan . 1 0 D u B o i s (1991) m e n g g a m b a r k a n pe rha t i annya t e rhadap 

p e n d u d u k melalui keb i jakan pengenda l i an p e n d u d u k d a n pengena lan n o r m a -

n o r m a " i l m i a h " terkait u k u r a n besar-kecilnya keluarga, m e t o d e pengenda l i an 

ke lah i ran d a n m e m b e s a r k a n anak. D u B o i s juga meng iden t i f ikas i sisi lain 

dari daya h i d u p pada kekua tan d i s ip l in yang d i t e r a p k a n o leh p e m b a n g u n a n 

t e rhadap prakt ik-prakt ik ind iv idu d i negara-negara non-Bara t . P e m b a n g u n a n 

m e m p e r k e n a l k a n m e t o d e yang pe r t ama- tama m e m b u a t t i n d a k a n ind iv idu 

dapa t d i h i t u n g d a n , kedua , m e m a s u k k a n o r a n g ke d a l a m rezim pe la t ihan . A k a n 

tetapi , D u B o i s c e n d e r u n g mengec i lkan d i m e n s i keagenan dar i negara-negara 

non-Bara t d a l a m pe laksanaan p e m b a n g u n a n . Penul is seperti H e r y a n t o (1988) 

serta J o n a t h a n Rigg, A n n a Allot , Rachel H a r r i s o n , d a n Ul r i ch Kra tz (1999) 

s e m u a n y a m e n e k a n k a n kekhasan p e m b a n g u n a n d i Indones i a d a n menegaskan 

bahwa p e n g g u n a a n konsep p e m b a n g u n a n m e r u p a k a n p e n g g a b u n g a n dari 

sejarah seman t ik d a n pol i t ik baik pada t a ta ran nas iona l m a u p u n in te rnas iona l 

d a n m e m i l i k i k e d u d u k a n yang khas bagi rez im O r d e Baru. Sebuah indikas i dari 

p e n t i n g n y a p e m b a n g u n a n ada lah pernya taan oleh pa r l emen pada t a h u n 1983 

yang m e m b e r i k a n Soeha r to gelar "Bapak P e m b a n g u n a n " . Bahwa ini ter jadi , 

sebaga imana dicata t H e r y a n t o (1988), tepat pada saat ket ika p e m b a n g u n a n 

m e n j a d i target kri t ik d i berbagai bag ian la in d u n i a m e n u n j u k k a n bahwa bagi 

Indones ia p e m b a n g u n a n memi l ik i t ingkat kepen t ingan yang tinggi terlepas 

malas, k u s a m , terbelakang, dan berbahaya telah b e r u b a h men jad i ci tra p e n d u d u k asli yang t idak m a n d i r i , 
yang m e m e r l u k a n b a n t u a n u n t u k mena ik i tangga k e m a j u a n " (1977: 8). 

10 Daya h i d u p mel ipu t i f e n o m e n a yang terkait dengan keberadaan mereka sebagai m a k h l u k h i d u p mereka 
seperti kesehatan, sanitasi , t ingka t ke lahi ran , u m u r pan jang , d a n ras (Foucaul t 1997). 
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dari bagaimana p e m b a n g u n a n berjalan di t ingkat internasional . Pembangunan 

juga meluas ke bidang-bidang di luar batas yang biasanya berlaku u n t u k "daya 

h idup" , seperti kebudayaan dan ekonomi . 

Pembangunan adalah suatu rasionalitas pemer in tahan yang siap 

diadopsi dalam negara otor i tar ian. Ini member ikan alasan u n t u k intervensi 

pada t ingkat p e n d u d u k dan individu yang sangat te r luput dari kepr iha t inan 

liberal mengenai kebebasan individu tetapi masih mener ima persetujuan 

dari masyarakat internasional dan khususnya dari negara-negara Barat yang 

lebih kuat . Dengan demik ian , sentralitas p e m b a n g u n a n bagi rezim O r d e Baru 

dapat d ipahami melalui cara d imana rezim tersebut member ikan alasan bagi 

p e m b a n g u n a n sekaligus melegitimasi penerapan bentuk-bentuk modern dari 

kekuasaan negara, yang member ikan dasar bagi rezim otor i ta r ian Indonesia 

u n t u k "menormalisasi masyarakat" (Foucault 1990: 144) dengan fokus pada 

pengembangan sumber daya alam m a u p u n sumber daya manusia . 

Asal-usul p e m b a n g u n a n berasal dari aliansi d imana O r d e Baru m e m b e n t u k 

faksi dengan dua ke lompok masyarakat Indonesia sendiri dan masyarakat 

internasional ketika ia per tama kali memegang kekuasaan dan d i h u b u n g k a n 

dengan masalah ekonomi yang d ihadapi rezim tersebut pada masa-masa awal 

kekuasaannya. Salah satu ke lompok itu, yang di juluki "intelektual modernisas i" 

oleh Ward (1973) dan R.Wil l iam Liddle (1973) adalah intelektual dan mahasiswa 

yang berasal dari f ron t - f ront aksi. Kelompok-ke lompok inilah yang paling 

bertanggung-jawab atas kecenderungan yang m e n d o m i n a s i debat publ ik pada 

akhir t ahun 1960-an dan awal t ahun 1970-an. Mengadopsi ungkapan Daniel 

Bell, Seymour Mar t in Lipset, dan Samuel H u n t i n g t o n , ke lompok-kelompok 

ini, yang telah terpinggirkan selama Demokrasi Terpimpin, mengan ju rkan 

pembal ikan ke sistem poli t ik yang berfokus secara eksklusif pada modernisasi dan 

menghi langkan pemi lahan dalam masyarakat. Wiird (1973: 75) mengasosiasikan 

"kul tus pragmat i sme non-ideologis" yang d ikembangkan da lam kelompok-

ke lompok ini dengan "arus u tama anti-ideologi dari i lmu sosial Amerika" . 

Banyak intelektual modernisasi men jad i penyelenggara dan juru bicara bagi 

G o l k a r " pada t ahun 1970 dan 1971. 

Ke lompok yang lain lagi adalah ke lompok yang dikenal sebagai " teknokrat" . 

Para teknokrat tersebut adalah sekelompok e k o n o m pengajar di Universitas 

11 Partai yang d id i r ikan oleh M o c r t o p o atas n a m a rezim O r d e Bani sebelum Pemilu 1971. Go lka r adalah 
kependekan d a n G o l o n g a n Karya, yang m e n a n d a k a n bahwa G o l k a r terdiri dar i s e k u m p u l a n organisasi 
perwaki lan dar i pelbagai k e l o m p o k da l am masyarakat . 
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Indonesia yang merupakan hasil d id ikan Amerika Serikat yang d imin ta 

Soeharto u n t u k menasihat inya tentang bagaimana mengatasi masalah e k o n o m i 

pada akhir t ahun 1960-an. Para teknokrat ini memanfaa tkan pendekatan yang 

berorientasi pasar dan yang berwawasan ke luar yang m e n c a k u p banyak unsur 

perspektif liberal o r todoks dalam mana jemen ekonomi . Kebijakan mereka 

mendapa t persetujuan dari masyarakat internasional , yang d i t u n j u k k a n oleh 

adanya penjadwalan kembali utang dan peningkatan b a n t u a n sumbangan . 

Teknik dan teknologi yang d igunakan u n t u k p e m b a n g u n a n di terapkan melalui 

reformasi e k o n o m i makro dari para teknokrat tersebut, program-program 

paket b a n t u a n dan proyek p e m b a n g u n a n rezim O r d e Baru. Pada t a h u n 1969, 

pembangunandi tegaskan sebagai konsep dan t u j u a n sentral dari rezim O r d e 

Baru dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang per tama. 

Letnan Jenderal Ali M o e r t o p o adalah salah satu ideolog dan opera tor 

poli t ik rezim O r d e Baru yang paling menon jo l . Dia juga mema inkan peran 

u t ama dalam meletakkan dasar-dasar p e m a h a m a n tentang p e m b a n g u n a n yang 

menjadi perhat ian u tama pemer in tahan . Lahir pada t a h u n 1924, M o e r t o p o 

memula i karier mili ternya di pasukan militer fo rmal (laskar) yang ber juang 

u n t u k merebut kemerdekaan selama revolusi. Ia terlibat dalam menghancurkan 

pemberontakan PKI Tiga Daerah dan M a d i u n selama Perang Kemerdekaan 

dan pemberontakan PRRI/Permesta setelah itu. Karier M o e r t o p o terutama di 

b idang intelijen militer. Sebagai anggota pasukan reguler yang baru terbentuk 

(TNI), ia menjadi dekat dengan Soehar to pada t ahun 1950-an. Setelah t ahun 

1965, M o e r t o p o terlibat da lam banyak operasi rahasia termasuk "Penen tuan 

Pendapat Rakyat" (Pepera) di I r ian Jaya pada t ahun 1969. M o e r t o p o adalah 

penasihat pribadi Soehar to selama t ahun 1966-1974 dan memegang sejumlah 

peran intelijen (termasuk tanggung jawab atas pengebir ian partai-partai 

poli t ik yang m e n e n t a n g pemer in tah , pemben tukan Golkar, dan penga turan 

kemenangan pemilu yang luar biasa bagi Golkar pada tahun 1971). Posisinya 

kemudian menjadi semakin tinggi. Pada t ahun 1974 ia menjadi Wakil Kepala 

Badan Koordinas i Intelijen Negara (Bakin) dan Menter i Penerangan dari 

t a h u n 1978 sampai t a h u n 1983. Sebagai pemain politik yang pen t ing di era 

O r d e Baru antara t ahun 1965 dan 1983, M o e r t o p o juga memil iki pengaruh 

di Depar temen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya selama periode 1978-

1983 ketika Daoed Yoesoef menjabat sebagai Menter i Depar temen Pendidikan 

dan Kebudayaan (Pangaribuan 1995). 
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Ide M o e r t o p o t en t ang p e m b a n g u n a n m e n g a m b i l b e n t u k mela lu i 

k e p e m i m p i n a n n y a yang pe r t ama d i U n i t Operas i K h u s u s (Opsus ) d a n k e m u d i a n 

d e n g a n C e n t r c fo r Strategie a n d In t e rna t iona l Studies (CSIS) yang ia sendir i 

m e n j a d i t o k o h p e n t i n g d i bal ik p e n d i r i a n n y a pada t a h u n 1971.12 Anggota-

anggota kunci O p s u s k e m u d i a n m e n j a d i o rang-o rang yang m e n o n j o l d i CSIS 

d a n kedua organisasi i tu m e n j a d i t i t ik s i m p u l yang p e n t i n g dar i p e m b u a t a n 

kebi jakan. 1 3 Mela lu i pe ran para t eknokra t , M o e r t o p o d a n O p s u s , rez im O r d e 

Baru m e m a n f a a t k a n logika ko rpo ra t i s dari berbagai teori modern isas i yang 

meng iden t i f ikas i masyarakat yang terdepoli t isasi d a n pena la ran t eknokra t i s 

sebagai karakter yang ideal u n t u k modern i sas i yang cepat ( H a d i z d a n D h a k i d a c 

2005; H e r y a n t o 2005) d a n m e n g a d o p s i beberapa wacana yang m e m b e n a r k a n 

per lunya negara yang kuat . M o e r t o p o m e n e r b i t k a n beberapa b u k u yang 

m e n g u r a i k a n ide-idenya t en t ang p e m b a n g u n a n pada 1970-an d a n 1980-an. 

Yang p e r t a m a ada lah Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun (1973). 

Beberapa t a h u n k e m u d i a n M o e r t o p o m e n g a l i h k a n pe rha t i annya lebih khusus 

pada peran budaya d a l a m p e m b a n g u n a n yang i a t u a n g k a n d a l a m b u k u n y a 

Strategi Kebudayaan (1978). 

Greg Acciaioli m e r a n g k u m Strategi Kebudayaan sebagai b u k u yang 

mengar t iku la s ikan "teori evolusi budaya yang b e r k e m b a n g p e n u h , yang 

m e n e m p a t k a n d e v e l o p m e n t a l i s m e dar i rez im O r d e Baru negara Indones ia (...) 

sebagai p e r w u j u d a n teleologis dari proses evolusi budaya yang telah m e n a n d a i 

masyarakat Indones i a sejak p e r m u l a a n n y a d i z a m a n p u r b a " (2001:8) . D o r o n g a n 

u t a m a dari Strategi Kebudayaan ada lah u n t u k m e r e n c a n a k a n p e r u b a h a n di 

masa d e p a n d a l a m kebudayaan Indones ia d a l a m rangka m e m b a n g u n kapasi tas 

m a n u s i a d a n kekua tan nas iona l . Def in i s i M o e r t o p o t en t ang kebudayaan 

itu terkait d e n g a n p e r k e m b a n g a n evolusi k e m a n u s i a a n . Dia m e n d e f i n i s i k a n 

kebudayaan pe r t ama- tama sebagai b e n t u k " k e k u a t a n " (1978:9) yang k e m u d i a n ia 

klarif ikasi sebagai "potens i s u m b e r daya m a n u s i a " (1978:9). M o e r t o p o k e m u d i a n 

m e n d e f i n i s i k a n kebudayaan sebagai " semua proses p e r k e m b a n g a n k e h i d u p a n 

m a n u s i a " (1978: 10) d a n akh i rnya sebagai proses " h u m a n i s a s i " (1978: 10). Bagi 

M o e r t o p o , kebudayaan d i b e n t u k o leh seorang m a n u s i a d a l a m h u b u n g a n n y a 

dengan p e n g a r u h luar; in i lah yang m e n y e b a b k a n M o e r t o p o m e n o l a k t ipologi 

12 Robison d a n H a d i z (2004: 48) menu l i s bahwa "apara tus yang canggih dan meresap m a s u k d a l a m 
me lakukan k o n t r o l sosial dan mobil isasi d i r a n c a n g pada awal t a h u n 1970 d a l a m K o m a n d o Operas i 
K h u s u s (Opsus ) M o e r t o p o . k a n t o r inte l i jen dan k e a m a n a n yang pa l ing p e n t i n g dar i rezim O r d e Baru ." 

13 K r i s s a n t o n o (1991: 140) menyebu t CSIS sebagai " d a p u r d a n p e m e r i n t a h O r d e Baru ." 
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T i m u r / B a r a t d a l a m teori-teori sebe lumnya . Strategi Kebudayaan ada lah la t ihan 

d a l a m m e n g u r a i k a n apa sajakah d a l a m u n s u r - u n s u r kebudayaan Indones ia 

yang per lu " d i b u d a y a k a n " d a n d e n g a n d e m i k i a n beroperas i sebagai rencana 

n o r m a t i f bagi masa d e p a n Indones ia . 

Sifat u t a m a dari Strategi Kebudayaan adalah ident i f ikas i t en t ang defis iensi 

budaya d a l a m evolusi budaya Indones ia . M o c r t o p o b e r p e n d a p a t : 

O r d e Baru harus m a m p u menyelesaikan tugas besar yang d ihadap inya itu, 

yaitu m e m b u a t Indonesia men jad i subjek yang stabil, subjek yang kuat , dengan 

Standard p e m b a n g u n a n dun ia . O r d e Baru harus m a m p u melaksanakan 

tugas-tugas budaya yang sangat pent ing, melaksanakan p e m i n j a m a n budaya 

(akuhuras i ) da lam per ja lanan sejarah dun ia baik sekarang m a u p u n di masa 

depan. Ini adalah inti budaya yang harus kita r u m u s k a n sekarang. Ini termasuk 

pikiran dan perencanaan yang t e rhubung ke kemajuan i lmu penge tahuan dan 

teknologi , p e m b a n g u n a n ekonomi , pengembangan sistem sosial [...] kemajuan 

dalam bahasa dan seni dan perkembangan yang be rhubungan dengan agama 

(1978: 36). 

M o c r t o p o (1978: 44-45) m e n y a t a k a n bahwa Indones ia t idak c u k u p b e r k e m b a n g 

d i b i d a n g e k o n o m i , t ekno log i , d a n i n fo rmas i , d a n bahwa ini ha rus m e n j a d i f o k u s 

"aku l tu ra s i " yang akan m e m b a w a bangsa Indones ia ke level " k e m a n u s i a a n " 

yang d i b u t u h k a n o leh ik l im in te rnas iona l d a n domes t ik . M o c r t o p o m e n j a d i k a n 

p e n g e m b a n g a n kapasi tas Indones ia , d e n g a n kata lain p e n c i p t a a n subjek 

Indones ia m o d e r n yang ideal yang bisa m e m b e r i k a n kon t r i bus i secara e k o n o m i , 

sebagai t u j u a n u t a m a dari p e m b a n g u n a n budaya . Pr ior i tas e k o n o m i negara 

m e n g e s a m p i n g k a n semua p e r t i m b a n g a n lain yang m u n g k i n , sepert i ident i tas 

budaya , p e n g e t a h u a n t rad i s iona l d a n gaya h i d u p d a n p e r t i m b a n g a n kesamaan . 

Tulisan M o e r t o p o m e m b e r i k a n c o n t o h baga imana p e m b a n g u n a n d a n teori 

p e m b a n g u n a n secara lebih luas m e n c e r m i n k a n p e m a h a m a n ko lon ia l t e rhadap 

p e m e r i n t a h a n t e rmasuk soal pe ran budaya d a l a m p e m e r i n t a h a n . Sepert i 

p e m e r i n t a h ko lonia l , M o e r t o p o m e n g g a m b a r k a n Indones ia sebagai bangsa 

yang te rbe lakang d a n t idak m a m p u merespons t u n t u t a n z a m a n , sua tu kuali tas 

yang d i h u b u n g k a n d e n g a n sebuah kebudayaan yang d i b e n t u k o leh l i n g k u n g a n 

d a n ikl im yang m u d a h . Ia m e n y a t a k a n bahwa "gaya budaya yang santa i jelas-

jelas telah men jad i s u m b e r u t a m a berbagai h a m b a t a n men ta l yang kita a lami 

sekarang, w a l a u p u n situasi saat ini m e n g h a r u s k a n masyaraka t Indones i a h i d u p 

d e n g a n budaya kerja , b a h k a n budaya kerja keras" (1978 : 42). 
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M e n u r u t M o e r t o p o (1978:36) , si tuasi ini m e n u n t u t rezim O r d e Baru u n t u k 

" m e n y e l a m a t k a n proses sejarah" dari evolusi nas iona l d e n g a n m e n g a r a h k a n 

kebudayaan nas iona l kepada pr ior i tas p e m b a n g u n a n . Banyak teori modern i sas i , 

sebaga imana biasa d i h u b u n g k a n d e n g a n berakh i rnya ko lon ia l i sme , juga sama-

sama mengena l hierarki an ta ra cara-cara h i d u p yang m o d e r n d a n t rad is iona l . 

Liddlc (1973: 181) m e n u l i s bahwa " ideologi p e m b a n g u n a n d a l a m i lmu-

i lmu sosial Bara t" yang d i adops i d i Indones ia o leh in te lektual p e n d u k u n g 

modern isas i , pada in t inya mengena l " p e m b e d a a n yang ta jam an ta ra masyarakat 

t rad i s iona l d a n m o d e r n " d a n m e m b a n g u n hierarki an ta ra keduanya yang 

sangat meng i s t imewakan masyarakat m o d e r n d a n m e n g u t u k yang t rad is iona l . 

M o e r t o p o m e n g o n s e p k a n o to r i t a s negara pada d o r o n g a n " m e n i n g k a t k a n " 

modern isas i , y ang melegi t imasi pendeka tan o to r i t a r i an d a l a m budaya d i m a n a 

p e m b a n g u n a n m e n g a s u m s i k a n budaya t rad is ional sebagai te rbe lakang d a n 

m e n g h a m b a t p e n g e m b a n g a n . 

Tulisan M o e r t o p o telah d ika i tkan d e n g a n m a z h a b fungs iona l i s d a l a m 

sosiologi Amer ika yang te rgambar dar i cara mereka m e m b a c a tu l isan a n t r o p o l o g 

Indones ia K o e n t j a r a n i n g r a t (Acciaioli 2001). Koen t j a r an ing ra t adalah a n t r o p o l o g 

yang pa l ing b e r p e n g a r u h Indones ia pada era O r d e Baru ( H a d i z dan D h a k i d a e 

2005). Dia banyak sekali m e n g g u n a k a n k o n s e p "or ientas i nilai b u d a y a " yang 

ia p i n j a m dar i karya C lyde d a n Florence K l u c k h o h n (Koen t j a r an ing ra t 2000). 

Para peng iku t p e m i k i r a n K l u c k h o h n s adalah bagian dari gerakan fungs iona l i s 

d a l a m i lmu- i lmu sosial Amer ika Uta ra d a n m e n d i r i k a n markas gerakan mereka 

di Univers i tas Harva rd an ta ra t a h u n 1940 d a n 1960.14 

M e m a n f a a t k a n latar belakangnya, Koent ja ran ingra t (2000) menyatakan versi 

popu le r dari h u b u n g a n antara budaya d a n p e m b a n g u n a n da lam serangkaian 

artikel surat kabar yang k e m u d i a n d i te rb i tkan u lang sebagai b u k u k u m p u l a n 

tulisan ber judul Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan.^ Koen t ja ra n i ngra t 

(2000: 32) m e n d a h u l u i M o e r t o p o , dan mengikut i pemik i ran kolonia l Belanda, 

da lam menya takan bahwa "s ikap men ta l " bangsa Indones ia "secara u m u m be lum 

siap u n t u k p e m b a n g u n a n " . Artikel-artikelnya da lam Kebudayaan, Mentalitet dan 

Pembangunankemudian meme takan arah p e m b a n g u n a n , yang mengident i f ikas i 

"nilai-nilai budaya" yang perlu d i tekan d a n sifat-sifat yang m e m e r l u k a n 

p e n g e m b a n g a n . Gagasan-gagasan Koent ja ran ingra t i tu harus d i p a h a m i d a l a m 

14 Saya m e m b a h a s m e t o d o l o g i Koen t j a ran ing ra t setara lebih rinci da lam b a b de lapan . 
15 Per tama kali dicetak pada t a h u n 1974. 
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konteks tahun 1970-an d imana ilmu-ilmu sosial Indonesia sedang dibentuk ulang 

oleh rezim pelatihan akademis internasional yang menekankan penelitian bebas 

nilai dan rezim otori tar ian yang menggunakan pemerintahan teknokratis un tuk 

mengekang kritik-kritik terhadap legitimasi dan keputusannya. Vedi Hadiz dan 

Daniel Dhakidae menulis tentang pe r tumbuhan ilmu-ilmu sosial selama era 

O r d e Baru: "Kecenderungan utamanya masih mengarah kepada pengembangan 

ilmu sosial yang pada dasarnya menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda 

pembangunan Orde Baru yang lebih luas sejak tahun 1970 sampai keruntuhannya 

pada tahun tahun 1990-an (2005: 9). Tulisan Moer topo tentang kebudayaan 

d ibangun di atas gagasan-gagasan Koentjaraningrat , yang mengangkat otoritas 

ilmu-ilmu sosial un tuk melegitimasi kebijakan O r d e Baru. 

M o e r t o p o juga mengingatkan bahwa p e m b a n g u n a n ekonomi , teknologi 

dan i lmu dapat membawa serta bersamanya pelbagai efek negatif yang m u n g k i n , 

seperti hilangnya identitas, dan muncu lnya konfl ik-konfl ik sosial baru (1978: 

45-48). M o e r t o p o mengan ju rkan bahwa proses " inkul turas i" perlu d i lakukan 

oleh para p e m i m p i n nasional yang mel ibatkan pe r l indungan selektif terhadap 

unsur -unsur budaya Indonesia dalam rangka mencegah pelbagai konsekuensi 

yang tidak d i ing inkan . Oleh karena itu, kebudayaan memainkan peran ganda 

dalam pembangunan . Kebudayaan m e n d o r o n g bangsa Indonesia u n t u k 

memper luas kapasitas mereka u n t u k meningka tkan produksi e k o n o m i melalui 

adaptasi dengan teknologi dan i lmu-i lmu modern dan ia juga mel indungi bangsa 

Indonesia dari efek negatif pembangunan . Dengan begitu, p e m b a n g u n a n yang 

dijustifikasi oleh negara o tor i ta r ian melalui misi pembudayaan masyarakat 

kemudian menc ip takan dasar bagi kebijakan budaya o tor i ta r ian yang mi r ip 

dengan kebijakan budaya pada masa kolonial Belanda, khususnya pembenaran 

terhadap pembatasan kebebasan bagi masyarakat Indonesia karena dianggap 

sebagai penghambat bagi kemajuan mereka m e n u j u keadaan yang be rkembang 

secara penuh . Pembangunan juga menjadi pembenaran bagi model budaya 

k o m a n d o yang memil iki kesamaan dengan rezim kolonial karena ia lebih 

mengis t imewakan modernisasi dar ipada mobilisasi polit ik, tetapi juga 

lebih menekankan pada modernisasi yang d i p i m p i n oleh negara ke t imbang 

model "organik" dengan negara sebagai pengolah yang lebih disukai oleh 

pemer in tah kolonial . Sementara M o e r t o p o mengart ikulasikan model budaya 

un tuk negara, ini bukan u n t u k mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang 

ditarik dari modelnya adalah kebijakan yang efektif. Hasil-hasil dari program 

pembangunan , seperti yang dieksplorasi da lam bab-bab tentang Studi Kasus, 
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terletak dalam rincian sehari-hari dari perencanaan dan pelaksanaan sebuah 

program (apa yang Tania Li sebut "pembingkaian budaya yang ter tanam 

dalam rincian etnograf is" (Li 1999). M o c r t o p o akhirnya dikeluarkan dari 

pusat kekuasaan pada awal Kabinet P e m b a n g u n a n IV pada t a h u n 1983 sebagai 

bagian dari t indakan pembers ihan Soehar to yang diduga dimotivasi oleh 

keinginannya u n t u k mengakhir i persaingan yang berlarut-larut antara elite 

poli t ik (Pangaribuan 1995). Meskipun kemudian M o c r t o p o absen dari poli t ik 

dan pengambi lan kebijakan setelah itu, n a m u n penekanannya tentang peran 

budaya da lam p e m b a n g u n a n tetap selaras dengan kebijakan budaya dari awal 

1970-an sampai sekarang. Dia kemudian meninggal pada t ahun 1984. 

W a c a n a d a n S t ra teg i P o l i t i k R e z i m O r d e Ba ru 

Sementara p e m b a n g u n a n dapat d ianggap sebagai sebuah proses budaya yang 

m e n c a k u p serangkaian ide ter tentu tentang budaya, me tode rezim O r d e Baru 

tentang pemer in tahan juga m e n c a k u p konsekuensi-konsekuensi logis budaya 

atau efek yang tidak d imaksudkan oleh rezim. Bagian ini menganalisis empat 

wacana dan strategi pemer in tah yang berbeda yang m e n c a k u p k o m p o n e n -

k o m p o n e n budaya atau konsekuensi-konsekuensi logis budaya: pengebir ian 

poli t ik (apa yang oleh para analis disebut "depolitisasi"), penggunaan 

bahasa nasionalis O r d e Baru, pr ins ip kekeluargaan, dan pembagian negara/ 

masyarakat . '6Sementara wacana adalah bahasa, pikiran, dan praktik di mana 

subjek dan objek diber ikan makna , strategi meliput i unsu r pi l ihan da lam 

penetapan cara, t indakan , atau prosedur dalam rangka menghasi lkan solusi-

solusi pemenangan . Dengan kata lain, sementara wacana m e m b e n t u k makna , 

strategi dapa t mengubah bagaimana wacana d igunakan . 

Rezim O r d e Baru menerapkan strategi politik yang oleh para analis, 

seperti David Bourchier (1998), telah diberi label "depolit isasi". Depolit isasi 

d imula i pada awal t ahun 1970-an melalui tiga metode yang d igunakan oleh 

para pemegang kekuasaan O r d e Baru u n t u k mengkonsol idas ikan posisi politik 

mereka. Pertama, pemer in tah yang baru menggerogoti o t o n o m i dari ke lompok-

ke lompok yang berpotensi member ikan oposisi yang substansial karena 

d u k u n g a n massa mereka dalam masyarakat. Partai-partai politik, ke lompok-

ke lompok Islam yang besar, ke lompok profesional dan serikat b u r u h melemah 

16 Karena def in is i "wa c a na " dan "strategi" telah d ised iakan da l am p e n d a h u l u a n , yang d i m a s u k k a n di sini 
hanya lah t in iauan singkat t en tang p e t b c d a a n an ta ra keduanya . 
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dan t unduk di bawah kendali kroni Soeharto, yang u m u m n y a di lakukan 

melalui jaringan ke lompok-ke lompok fungsional (Crouch 1978; Mclntyre 

1972). Kedua, elite O r d e Baru menggunakan posisi mereka sebagai pemegang 

jabatan birokrasi militer u n t u k memperkaya diri sendiri dan p e n d u k u n g 

mereka, dengan memast ikan d u k u n g a n melalui apa yang telah dicap sebagai 

sistem warisan (Crouch 1979; Robison 1986). Ketiga, Soehar to members ihkan 

baik dari t u b u h mili ter m a u p u n birokrasi kemungk inan adanya oposisi, dengan 

menghapus setiap oposisi internal dalam pemer in tahannya dan mengangkat 

individu-individu yang setia - yang biasanya adalah para perwira mili ter yang 

bergantung pada d u k u n g a n n y a - kepada u n t u k m e n d u d u k i posisi pent ing di 

pemer in t ahan atau mili ter (Bourchier 1996; Crouch 1978). 

Strategi pengebirian politik d i lakukan lebih lanjut menje lang pemi l ihan 

pada t ahun 1971 dan 1977dengan cara yang merasuk lebih jauh ke da lam 

masyarakat Indonesia dan memperkua t hegemoni politik rezim O r d e Baru dan 

khususnya posisi kendaraan pemil ihan u m u m n y a yaitu Golkar. Pada t ahun 

1970 pemer in tah m e n g u m u m k a n bahwa pegawai negeri sipil harus m e m a t u h i 

"loyalitas tunggal" kepada pemer in tah , yang mencegah birokrat bergabung 

dengan partai politik selain Golkar. Dok t r in "massa mengambang" , sebuah 

istilah yang dic iptakan pada t ahun 1971, menekankan bahwa masyarakat 

pedesaan dan kelas pekerja di Indonesia tidak akan terganggu oleh tugas 

p e m b a n g u n a n yang d i p i m p i n oleh negara dengan keterlibatan politik dalam 

partai-partai politik (Anderson 1990b). Penghalang lain u n t u k partisipasi 

poli t ik adalah pelarangan pada t ahun 1975 u n t u k semua cabang partai poli t ik 

di bawah t ingkat kabupaten kecuali u n t u k beberapa minggu sebelum pemilu , 

yang secara efektif mencegah mereka terbentuk menjadi organisasi massa yang 

m a m p u menan tang pemer in tah (Crouch 1978).' Pengebirian politik da lam 

masyarakat Indonesia berusaha u n t u k melarang diskusi poli t ik dari keh idupan 

sehari-hari di Indonesia pada masa O r d e Baru, termasuk keterlibatan dalam 

ekspresi seni dan budaya. Tema dan ekspresi yang dianggap berbau "pol i t ik" 

diberi per ingatan, di larang dan kadang-kadang mengakibatkan penahanan dan 

bahkan kematian bagi yang mengusungnya . 

Pengekangan ekspresi poli t ik tidak di terapkan secara seragam u n t u k 

seluruh rakyat Indonesia dan juga t idak d iber lakukan secara seragam selama 

17 Rezim O r d e Baru juga berusaha u n t u k mendepol i t i sas i mahasiswa menyusu l protes sebelum dan setelah 
pemi lu 1977 d a n m e l a k u k a n sc iumlah langkah represif t e rhadap k e l o m p o k - k e l o m p o k mahasiswa 
t e rmasuk kebi jakan "normal i sas i k e h i d u p a n k a m p u s " ( N K K ) pada t a h u n 1978-1979 (Aspinal l 2000). 
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per iode O r d e Baru. Para seniman yang berafiliasi dengan ke lompok-ke lompok 

yang dianggap sebagai m u s u h polit ik, seperti ke lompok kiri dan Soekamois , 

d i b u n u h dan dipenjara pada t ahun 1960-an dan, setelah pembebasan t ahanan 

poli t ik termasuk banyak seniman dan penul is yang d imula i pada t ahun 1979, 

mereka terus saja mengalami rasa pe rmusuhan dan dikeluarkan dari pekerjaan 

mereka sebelumnya (Hatley 1994). Kesenian daerah (yang saya gali di bagian 

keempat) mengalami pe rubahan langsung da lam tema-temanya yang oleh 

Hatley (1994) dilabeli sebagai "depolitisasi". Berbeda dengan kedua ke lompok 

ini, ke lompok-ke lompok perkotaan yang memil iki aliansi dengan rezim tersebut 

ketika mulai memegang kekuasaan mengingat t ahun- t ahun antara akhir 1960-

an dan akhir 1970-an sebagai masa-masa penuh dengan kebebasan berekspresi. 

Menyusul kerusuhan Malari t ahun 1974 rezim menjadi kurang toleran terhadap 

perbedaan pendapat dan melancarkan serangan lain lagi pada t ahun 1978 -

t indakan keras terhadap perbedaan pendapa t yang disertai dengan pembuba ran 

koalisi yang membawa rezim O r d e Baru semakin berkuasa. Dari t ahun 1989, 

prospek peningkatan "ke terbukaan" u n t u k diskusi d ih idupkan oleh tokoh-

tokoh O r d e Baru dan ada beberapa tanda-tanda menggembirakan bahwa ada 

ruang u n t u k kebebasan berekspresi (Bourchier 1996; Hatley 1994). Akan tetapi, 

pelarangan pada t ahun 1990 te rhadap Teater Koma yang mementaskan Suksesi 

dan pen indakan secara keras pada t ahun 1992 terhadap genre pe r tun jukan 

Kethoprak Plesetan18 m e n u n j u k k a n bahwa ekspresi yang memper l iha tkan 

perbedaan pendapat poli t ik masih dilarang. Tindakan keras lain terhadap 

kegiatan politik mulai pada t ahun 1994 dengan p e n u t u p a n tiga majalah politik 

dan serangan pada t ahun 1996 terhadap Megawati Soekarnoputr i dan kantor-

kan to r partai politik oposisi yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 

Kedua, rezim O r d e Baru mengart ikulasikan kebijakan melalui id iom k a u m 

nasionalis dan wacana otor i ta t i f yang dikenal dan d i te r ima oleh elite polit ik, 

tentara dan rakyat yang lebih luas. Ju ru bicara O r d e Baru membua t penggunaan 

ter tentu dari konsep dan ekspresi Soekarno dan i lmu sosial Barat melalui 

wacana p e m b a n g u n a n sebagaimana telah dieksplorasi sebelumnya. Rezim O r d e 

Baru melakukan penggunaan yang baik atas jenis wicara yang oleh Roland 

Barthes disebut "mi tos" (1972) yang m e m u n g k i n k a n rezim menghadi rkan 

kebijakan mereka sebagai sesuatu yang t idak terkait poli t ik (nonpoli t is) . Barthes 

18 Ketoprak ada lah b e n t u k teater p o p u l e r di Jawa yang b e r k e m b a n g pada awal abad ke-20. Ketoprak 
Plesetan m e n d o b r a k konvens i genre seni tersebut u n t u k efek lucu d a n u n t u k terl ibat da l am k o m e n t a r 
d a n kri t ik sosial (Hat ley 1994). 
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mengiden t i f ikas i mi tos sebagai m e k a n i s m e yang menghas i lkan wicara yang 

" te rna tura l i sas i" (atau terdepoli t isasi) . S imbol - s imbol t e r t en tu m e m b a n g k i t k a n 

m e m o r i be r sama ten tang , misa lnya, nas iona l i sme a tau cerita t e rmasyhur 

atau sebuah k e l o m p o k etnik . M i t o s ada lah m e k a n i s m e yang m e m b a n g k i t k a n 

m e m o r i itu d a n karenanya m e n y e m b u n y i k a n sejarah te r ten tu dari s imbo l 

tersebut . Barthcs m e m b e r i k a n c o n t o h b e r u p a sebuah g a m b a r seorang p e m u d a 

Afr ika d a l a m seragam Perancis m e m b e r i sa lam h o r m a t d e n g a n kedua ma tanya 

terangkat . Bagi Barthes, g a m b a r itu m e n a n d a k a n bahwa "Perancis adalah 

sebuah i m p e r i u m besar, bahwa semua anak-anaknya , t a n p a d i sk r iminas i warna 

a p a p u n , setia melayan inya d i bawah bende ra yang sama; k o n s e p d i bal ik s imbo l 

tersebut m e n g a b u r k a n sejarah ko lon i a l i sme Prancis di Af r ika (...) Apa yang 

d i k a b u r k a n o leh imper i a l i sme Perancis juga m e r u p a k a n bahasa u t a m a , sebuah 

wacana fak tua l yang bercerita t en tang p e m b e r i a n h o r m a t dari [seorang Af r ika ] 

d e n g a n m e n g e n a k a n se ragam" (1972: 122). Wacana O r d e Baru i tu p e n u h d e n g a n 

" m i t o l o g i " na s iona l i sme Indones ia , tradisi , d a n p e m b a n g u n a n . 

Kejen iusan Soekarno , sebaga imana d i sebu tkan d a l a m b a b sebe lumnya , 

terletak pada k e m a m p u a n n y a u n t u k m e n y a t u k a n be ragam k e l o m p o k melalui 

p e n g g u n a a n n y a atas bahasa d a n s imbol . D u k u n g a n kuat t e rhadap S o e k a r n o 

pada t a h u n - t a h u n awal rezim O r d e Baru m e n j a d i pe rha t i an u t a m a Soeha r to 

d a n para peng iku tnya . Mereka merusak d u k u n g a n rakyat d e n g a n merepos is i 

s imbol -s imbol p o p u l e r S o e k a r n o t en t ang ident i tas Indones ia . Yang pa l ing 

m e n o n j o l ada lah Pancasila, yang m e n g a l a m i p e m a k n a a n u lang pada t a h u n -

t a h u n awal rezim O r d e Baru sedemik ian r u p a sehingga m e n j a d i salah satu 

d o k u m e n ideologis kunci dari negara yang konserva t i f d a n o t o r i t a r i a n . " U U D 

1945 juga d i t a f s i rkan kembal i mela lui Pancasila dengan p e n e k a n a n yang 

serupa (Bourch ie r 1996; Ramagc 1995). C o n t o h ketiga adalah k o n s e p Soeka rno 

t e n t a n g g o t o n g royong . Dar i ist i lah yang semula b e r t u j u a n u n t u k memfas i l i t as i 

par t is ipasi rakyat, d i bawah rezim O r d e Baru k o n s e p g o t o n g royong m e n j a d i 

cara melegi t imasi p r o g r a m - p r o g r a m top-down mela lui h u b u n g a n n y a d e n g a n 

gaya h i d u p p r i b u m i yang t e r a n d a i k a n (Bowcn 1986). 

Ketiga, wacana a tau p r in s ip kekeluargaan m e r u p a k a n u n s u r p e n t i n g 

dari ras ional i tas p e m e r i n t a h a n negara O r d e Baru. Bourch ic r (1996: 164) 

m e n g g a m b a r k a n " r o h " dari kekeluargaan sebagai salah satu dar i " k e u t u h a n 

organik , h a r m o n i , d a n ke t enangan" . Da lam karya-karyanya yang lain, Bourch ie r 

19 Proses ini telah d i d o k u m e n t a s i k a n dengan baik oleh M o r i i l (1981) d a n Ramagc (1995). 
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(1998: 204) member ikan deskripsi yang lebih kritis tentang kekeluargaan 

sebagai "sebuah kata dengan nada t radis ional isme 'kenali lah t e m p a t m u ' yang 

statis, patriarkis dan feodal". Dasar kekeluargaan adalah model ideal dari 

masyarakat tradisional Indonesia yang diambil dari pengetahuan tentang adat 

yang d i d u k u n g dan dibiayai Belanda.20 

Kekeluargaan menjad i model negara u n t u k masyarakat Indonesia di tiga 

lokasi yang berbeda. Pertama, konsep kekeluargaan m e m b a n g u n h u b u n g a n 

di dalam keluarga. Teks Standard u n t u k mengindokt r inas i anak-anak sekolah, 

Pendidikan Moral Pancasila (PMP), menyatakan: 

Dalam keluarga ada perasaan saling meminta darn memberikan pertimbangan 
dan empati. Sang ayah bekerja untuk kepentingan seluruh keluarga. Ibumu 
merawat ayahmu dan semua anak-anak. Seringkah ayahmu menempatkan 
kebutuhan keluarganya di atas kebutuhan sendiri. Dia menunda membeli 
sepatu untuk dirinya sendiri karena ia harus membeli tas sekolah untuk kamu. 
Begitu juga dengan ibu (...] Ayah dan ibu melihat kamu dan kepentingan 
seluruh keluarga lebih penting daripada kepentingan mereka sendiri. Betapa 
bahagianya rumah tangga dengan ibu dan ayah seperti itu. (Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan 1984, dalam Bourchier 1996: 234). 

Lokasi yang kedua adalah komuni tas . Kekeluargaan mence rminkan gagasan 

bahwa masyarakat Indonesia yang tradisional (dan karenanya autent ik) berjalan 

t anpa konfl ik dan dalam keadaan keseimbangan. Para p e m i m p i n "bersatu secara 

spir i tual" dengan komuni t a s mereka dan "semua orang bekerja sama da lam 

semangat kesatuan dengan k o m u n i t a s dan kekeluargaan" (Bourchier 1997: 162). 

Lokasi ketiga adalah negara-bangsa. Kekeluargaan menjad i pr ins ip p e m a n d u 

dalam h u b u n g a n negara dengan masyarakat. Manifestasi yang paling jelas 

dari "pr ins ip kekeluargaan" di t ingkat nasional adalah gelar Soeharto sebagai 

"Bapak Pembangunan" . M e n u r u t Heryan to (1988: 20), gelar ini menekankan 

"sebuah 'o tor i tas a lamiah ' dan ta tanan yang merangkum semua."21 

Keempat , strategi signifikan dari rezim O r d e Baru adalah art ikulasinya 

tentang h u b u n g a n antara negara dan masyarakat. Pelbagai cara peleburan 

20 Parker (1992: 8) menu l i s : " Ideologi negara Indones ia [...] m e n e k a n k a n visi bangsa d a n negara yang 
ter integrasi da l am kerangka ideologis kekeluargaan." 

21 Kitlcy (2000) m e n u n j u k k a n bahwa kekeluargaan juga d ipe r luas ke med ia massa mil ik negara da l am 
analis isnya t e n t a n g s ine t ron TVRI . Kclujrgj Rahnui. 
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masyarakat ke da lam negara yang telah dicapai telah d idokumentas ikan dengan 

ba ik . " Intinya secara singkat d ikemukakan oleh Bourchier: 

Pembongkaran sistem partai; korporatisasi pemuda, perempuan, petani, 
pekerja dan organisasi profesional; persyaratan bahwa semua organisasi 
sosial tunduk di bawah pengawasan pemerintah; dan proliferasi pembatasan 
kebebasan untuk mengatur agar semuanya konsisten dengan ide peleburan 
progresif masyarakat sipil ke dalam negara (1997: 176) 

Michel Foucault (1991) mengident i f ikasi artikulasi garis pemisah antara negara 

dan masyarakat sebagai strategi pemer in tah yang pent ing. Dalam kasus rezim 

O r d e Baru, agenda negara dianggap paling pent ing dan masyarakat sipil 

juga d ianggap pent ing karena mereka merupakan sarana u n t u k mencapai 

agenda itu. Garis pemisah antara negara dan masyarakat menjad i kabur 

dengan terwakilinya kepent ingan negara dan masyarakat sipil sebagai dua 

hal yang saling terkait. N a m u n demikian, dalam prakt iknya rezim tidak akan 

membia rkan masyarakat sipil menan tang artikulasinya atas kepent ingan 

nasional . Pihak berwenang berusaha u n t u k member lakukan seketat mungk in 

peraturan tentang lembaga-lembaga masyarakat sipil ( termasuk intervensi dalam 

hal pengangkatan pejabat dan melarang organisasi) dan setiap t indakan yang 

oleh p ihak berwenang d ianggap sebagai kritik terhadap t indakan negara atau 

penghalang un tuk tercapainya tu juan negara diberi label antisosial dan anti-

Indonesia. Artikulasi O r d e Baru tentang h u b u n g a n negara-masyarakat, seperti 

kekeluargaan, d igunakan u n t u k membena rkan pen indasan yang dibahas da lam 

bagian sebelumnya. 

Menjelajahi wacana dan strategi yang telah member ikan gambaran 

kebijakan budaya member ikan gambaran parsial tentang bagaimana rezim 

O r d e Baru mengar t ikan tugas pemer in tah . Philpott menulis: 

Teknik, teknologi, dan rasionalitas dari Orde Baru adalah bentuk khusus dari 
penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan "pembangunan" sebagai motif 
utamanya. Hal ini memerlukan pemikiran tentang otoritarianisme Orde 
Baru sebagai suatu kegiatan yang membuat pemerintahan dapat dipikirkan 

22 T e n u n g k o r p o r a t i s m e di Indones ia , l ihat Mac ln ty rc (1991)). Tentang par ta i pol i t ik , lihat Ward (1973), 
Ricklefs (2001) dan Mack ie dan MacIntyTe (1994). Tentang s t ruk tu r h u k u m (yang d i m u l a i dengan 
Kete tapan M P R S N o . XX/1966) . l ihat Bourchier (1996). Tentang pa r l emen , l ihat p e m b a h a s a n Feith 
(1968a) t e n t a n g S idang M P R S pada Mare t 196«. 
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dan dipraktikkan sebagai seni yang tergantung pada pengetahuan khusus 
untuk memberikan bentuk pada domain yang ingin diaturnya, daripada 
memperlakukannya dalam istilah kelembagaan (2000: 167) 

Kebijakan budaya diberi ben tuk da lam rasionalitas pemer in tahan rezim O r d e 

Baru. Ketika rezim O r d e Baru berkuasa pada 1965-1966 ia menghapus banyak 

wacana yang telah membica rakan kebijakan budaya sejak kemerdekaan dan 

khususnya selama Demokras i Terpimpin . Sesudah lenyapnya mobilisasi polit ik, 

konsep "kepr ibadian bangsa" dan tu juan mcnc ip takan sebuah masyarakat 

sosialis telah men jad i pusat kebijakan budaya sejak t ahun 1959. 

Pembenaran baru u n t u k kebijakan budaya adalah peran kebudayaan 

dalam p e m b a n g u n a n , yang menjadi wacana kunci pemer in tah pada t a h u n 

1969 dan tetap pent ing di seluruh jabatan kementer ian selama masa kekuasaan 

rezim. Depolitisasi adalah alat pent ing dari rezim yang diber lakukan dalam 

hubungannya dengan p e m b a n g u n a n dan d ibenarkan melalui kekeluargaan 

dan konseptualisasi terkait tentang h u b u n g a n antara negara dan masyarakat. 

Depolitisasi sangat membatas i prakt ik-praktik budaya dari semua ke lompok 

kenda t ipun beberapa periode di era O r d e Baru menawarkan kelompok-

ke lompok tertentu lebih banyak ruang u n t u k ekspresi budaya dar ipada yang 

lain. Secara khusus, per iode awal O r d e Baru dari t a h u n 1966 sampai akhir 

1970-an menyediakan bagi para seniman kon tempore r yang telah di antara 

pendukungnya suatu ruang d i m a n a mereka bisa memprak t ikan seni mereka 

dengan derajat kebebasan ter tentu dar ipada yang telah absen sejak awal 1950-an 

seperti yang akan saya jelajahi di bagian ber ikutnya. Kebebasan bagi ke lompok 

ini dibatasi pada t ahun 1978 dan, kenda t ipun ada janji-janji soal "ke terbukaan" 

pada akhi r t ahun 1980-an, dibatasi hingga Soeharto jatuh pada t ahun 1998. 

Demik ian pula, bahasa O r d e Baru ditegaskan lebih keras pada waktu yang 

berbeda, khususnya pada akhir t ahun 1970-an dan pada t ahun 1980-an. 

Misalnya, pada t ahun 1982-1984 Soehar to berhasil mendesak agar Pancasila 

men jad i satu-satunya fi losofi (asas tunggal) dari semua organisasi sosial-politik 

da lam menghadapi ket idakpuasan dari ke lompok-ke lompok Islam. 

Implikasi dari strategi yang dibahas di sini adalah cara mereka m e n d u k u n g 

kembalinya model budaya k o m a n d o da lam hal penetapan kebudayaan. 

Mengecilkan perbedaan pendapat , merangkul gagasan tentang adanya 

h u b u n g a n organik antara negara dan masyarakat, dan menghapus batas-batas 

150 



antara negara dan masyarakat semuanya merupakan langkah-langkah yang 

m e n d u k u n g gagasan bahwa negara dapa t dan harus secara aktif m e m b e n t u k 

keh idupan budaya lebih dar ipada meninggalkannya pada mekan isme pasar. 

N a m u n demik ian , negara tidak mengembangkan ide-idenya dalam ruang 

hampa . Walaupun rezim telah direpresentasikan sebagai pihak yang melakukan 

pembua tan keputusan secara independen dari aktor-aktor non-negara, seperti 

halnya kebijakan perdagangan dan industr i d ipengaruh i oleh bisnis (Maclntyre 

1990),dalam kenyataannya kebijakan budaya resmi juga d ipengaruhi oleh 

ke lompok-ke lompok non-negara dan para pekerja budaya. Secara khusus, 

selama bagian awal dari masa O r d e Baru ketika ke lompok-ke lompok ini berada 

pada masa pal ing populer dan energik, ide-ide dan agenda mereka member ikan 

pengaruh atas debat dan wacana budaya. 

K o m u n i t a s Seni P a n - I n d o n e s i a d a n Rez im O r d e Baru 

Istilah h u m a n i s m e universal d ibangun selama perdebatan tentang kehidupan 

dan karya Chair i l Anwar, seorang penyair m u d a yang aktif di Jakarta selama 

Perang Kemerdekaan Indonesia, dan sekelompok penyair dan penulis yang 

mengi tar inya kala itu (Foulcher 1993a). Sebuah ke lompok pekerja budaya 

yang terjalin secara longgar yang adalah rekan-rekan Chair i l mengeluarkan 

pernyataan pada t ahun setelah kemat ian Chair i l pada t ahun 1949 yang dikenal 

sebagai Surat Kepercayaan Gelanggang. Mereka menyatakan secara tegas dan 

jelas komi tmen mereka terhadap universalisme dalam kata-kata pembuka 

dari pernyataan tersebut: "Kita adalah ahli waris sejati dari kebudayaan dun ia 

dan harus melestarikan kebudayaan ini dengan cara kita sendiri ." Konsep 

h u m a n i s m e , yang didef in is ikan sebagai "suatu keyakinan bahwa masalah 

kemanusiaan berawal mula dalam kodrat manusia yang universal" (Foulcher 

1993b: 240) juga d iper tau tkan dengan Chair i l dalam artikel-artikel yang ditulis 

setelah kemat iannya. Pada t ahun 1951, H.B. Jassin, seorang kri t ikus sastra yang 

k e m u d i a n terlibat erat dengan Manikebu , mendef in is ikan h u m a n i s m e universal 

u n t u k merangkum pemikiran Chair i l dan para penulis lain yang kemudian 

lebih dikenal dengan sebutan Generasi '45. Ketika tan tangan radikal menguat , 

h u m a n i s m e universal - yang d ipahami sedikit berbeda pada t a h u n 1960-an yang 

tercermin da lam pernyataan bahwa " o t o n o m i seniman sebagai individu, bebas 

dari keterlibatan polit ik, adalah prasyarat u n t u k pencapaian estetika yang sejati" 

(Foulcher 1993b: 246) - menjadi semacam jargon bagi para seniman liberal 
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yang t idak setuju dengan Lekra. Posisi mereka k e m u d i a n semak in t e rp ingg i rkan 

oleh Soekarno , Lekra, d a n PKI selama per iode Demokra s i Te rp impin . 

Seperti yang telah d ibahas secara s ingkat d a l a m b a b sebe lumnya , pada 

Sep tember 1963 maja lah Sustm m e n e r b i t k a n Manifes tas i Kebudayaan 

( M a n i k e b u ) yang menggar i skan pe r lawanan dar i s eke lompok s e n i m a n 

d a n penu l i s " h u m a n i s universa l" yang b e r j u m l a h d u a p u l u h satu o r a n g 

kepada k e l o m p o k nas ional is radikal yang memi l ik i posisi d o m i n a n . Para 

p e n a n d a t a n g a n M a n i k e b u mel ipu t i H.B. Jass in , W i r a t m o Soeki to , Tr isno 

S u m a r d j o , G o c n a w a n M o h a m a d , Ar icf B u d i m a n , d a n Tauf iq Ismail ( M o h a m a d 

1993). Posisi p e n a n d a t a n g a n M a n i k e b u yang t e rp ingg i rkan i tu d a l a m tiga 

t a h u n be r iku tnya malah m e n d o m i n a s i pemik i r an k o m u n i t a s seni d i Indones ia . 

Para p e n d u k u n g h u m a n i s m e universal (mula i sekarang d i sebu t k a u m h u m a n i s 

universal) berada pada posisi pa l ing p a d u u n t u k m e n e n t a n g nas iona l i sme 

radikal setelah d i t e rb i t kannya M a n i k e b u pada t a h u n 1963 d a n selama t a h u n -

t a h u n awal rezim O r d e Baru. Mereka m e r u p a k a n k e l o m p o k yang te ra ju t secara 

longgar , alih-alih sebagai faksi s e n i m a n m o d e r n yang terorganisas ikan d e n g a n 

baik, yang c e n d e r u n g berkarya di b idang-b idang seni pan - Indones i a (seperti 

sastra Indones ia , teater k o n t e m p o r e r , seni rupa k o n t e m p o r e r d a n genre mus ik 

te r ten tu) . 

Aliansi pe r t ama yang m e n o n j o l an ta ra tentara d a n k a u m h u m a n i s universal 

ter jadi sekitar wak tu M a n i k e b u d i t a n d a t a n g a n i . Ni la i pen t ing d a n luasnya 

kon t ak m e r u p a k a n p o i n yang banyak d iperdeba tkan . 2 1 N a m u n d e m i k i a n , s emua 

k o m e n t a t o r se tuju bahwa tentara m e n s p o n s o r i d a n memfas i l i t as i Konfe rens i 

Karyawan Pengarang Indones ia d i tengah- tengah perdeba tan yang sedang 

be r l angsung pada Maret 1964. K a u m h u m a n i s universal bersekutu d e n g a n 

ten tara me lawan k e l o m p o k yang m e n d u k u n g Soekarno . D a l a m m e n g h a d a p i 

serangan ganas, t idak lah m e n g e j u t k a n a t a u p u n t idak salah bagi k a u m h u m a n i s 

universal u n t u k mencar i p e r l i n d u n g a n dari sa tu-satunya k e l o m p o k yang 

c u k u p kua t u n t u k melawan PKI, Lekra, Soeka rno d a n seku tu mereka. D e n g a n 

d e m i k i a n , M a n i k e b u memi l ik i fungs i pol i t ik . David Hi l l (1984: 33) m e l a p o r k a n 

pernya taan kr i t ikus budaya d a n akademis i Ar ief B u d i m a n u n t u k sebuah 

23 Analisis t en tang M a n i k e b u telah d i l a k u k a n oleh se jumlah p e n g a m a t pol i t ik budaya Indones ia te rmasuk 
Foulcher (1986). David Hill (1984). Ma ie r (1987) dan M o h a m a d (1988). K e n d a t i p u n t idak semua 
p e n a n d a t a n g a n n y a terkait dengan mil i ter , beberapa d i an ta ranya m e n g a k u i h u b u n g a n tersebut . W i r a t m o 
Soek i to (Soeki to 1981,1982. da l am D.T. Hil l 1984). penul i s u t a m a M a n i k e b u , k e m u d i a n m e n g a k u bekerja 
"sukare la" u n t u k d inas rahasia angka tan bersenjata d a l a m waktu men je l ang d a n setelah M a n i k e b u . 
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konferens i t en t ang M a n i k e b u pada bu l an O k t o b e r 1982 bahwa " m a n i f e s t o 

t idak bisa d i l iha t sebagai hal yang netral karena ia m e r u p a k a n ti t ik s impu l 

bagi k a u m a n t i - K o m u n i s yang mencar i d u k u n g a n mi l i te r u n t u k m e n g a m a n k a n 

posisi ideologis mereka ." H u m a n i s m e universal d a n mil i ter telah m e m b e n t u k 

sebuah ti t ik s impu l tersebut . 

Aliansi m e n j a d i lebih konkre t d a l a m suasana d r a m a t i s Jakar ta d a l a m 

beberapa hari setelah percobaan kudeta . Para s e n i m a n h u m a n i s universal 

m e n j a d i bersekutu erat d e n g a n para s e n i m a n m u d a yang terkai t dengan gerakan 

mahas i swa d a n in te lektual m o d e r n i s yang telah d ibahas d i atas. PKI gencar 

b e r j u a n g u n t u k m e n d a p a t k a n d u k u n g a n dar i o rang-o rang b e r p e n d i d i k a n 

univers i tas yang sebagian besar berasal dar i keluarga elite d a n yang b e r a n g g a p a n 

bahwa PKI-lah yang t e r u t a m a b e r t a n g g u n g jawab atas ko rups i d a n k e m u n a f i k a n 

selama Demokra s i T e r p i m p i n (McVey 1990). Sebuah c o n t o h dari ke terka i tan 

an ta ra ketiga k e l o m p o k tersebut adalah maja lah sastra Horison yang m u l a i 

d i t e rb i tkan pada b u l a n Ju l i 1966. H o r i s o n telah d i g a m b a r k a n sebagai " p e l o p o r 

sastra gerakan mahas iswa pada masa i t u " (D.T. Hil l 1993: 252). D e n g a n 

m e m p o s i s i k a n d i r inya sebagai h u m a n i s d a n pembe la kebebasan kreatif , 

Horison secara keras m e n c a n a n g k a n wacana an t i -Soekarno d a n a n t i - k o m u n i s . 

Dewan redaksi terdiri dar i p e n a n d a t a n g a n M a n i k e b u (Jassin, Za in i , Tauf iq 

Ismail , d a n Arief B u d i m a n ) d a n d i p i m p i n oleh o r a n g yang b e r p a n d a n g a n d a n 

berposis i serupa yaitu M o c h t a r Lubis. Puisi Tauf iq Ismail , ia sendir i mas ih 

bers ta tus mahas iswa kala i tu , sangat persis m e n a n g k a p kegeraman d a l a m 

gerakan mahas iswa t a h u n 1966 d i m a n a ia sangat m e n o n j o l pada rapat-rapat 

d a n s iaran d a n l i p u t a n pers. K o m i t m e n yang m i r i p d e n g a n m o d e l ar t is t ik 

Barat d a n p e m b a n g u n a n sosial m e n g e r a t k a n h u b u n g a n an ta ra k e l o m p o k 

yang awalnya d i b a n g u n karena s e m a k i n m e n i n g k a t n y a kegel isahan t e rhadap 

keb i jakan nas iona l i s radikal Soekarno . Setelah t e rp ingg i rkan d i d a l a m Fron t 

Nas iona l Soekarno , kedua k e l o m p o k tersebut men jad i semakin terkenal se lama 

aksi p e m b u b a r a n secara bru ta l organisasi-organisasi b e r h a l u a n k o m u n i s d a n 

pada awalnya be r seku tu d e n g a n rezim O r d e Baru yang ba ru t e rben tuk . 

K a u m h u m a n i s universal d a n rezim O r d e Baru b u k a n l a h sahaba t yang 

merasa n y a m a n satu sama lain. K o m i t m e n h u m a n i s m e universal t e rhadap 

integr i tas ar t is t ik d a n nilai p e n t i n g yang ia t e m p a t k a n pada kemerdekaan 

t idak dengan send i r inya m e m u d a h k a n ia u n t u k d u d u k d i s a m p i n g cita-cita 

rezim O r d e Baru t en t ang t e r b e n t u k n y a rakyat yang be rmen ta l jongos d a n t idak 

akt i f d a l a m pol i t ik d a n p e n e k a n a n pada m o d e l budaya k o m a n d o d a l a m hal 
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pene tapan kebudayaan. Setelah pada awalnya bersekutu, beberapa sen iman 

mulai mengkri t ik rezim pada akhir t ahun 1960-an karena pelanggaran hak asasi 

manusia atas m a n t a n m u s u h mereka bersamaan dengan adanya pe rubahan 

sikap para intelektual modern is (Southwood dan Flanagan 1983). Rezim 

O r d e Baru menoleransi perbedaan pendapat dari para man tan pendukungnya 

hingga taraf ter tentu. Misalnya, puisi-puisi Rcndra yang populer dan kritis 

secara poli t ik tetap ditoleransi pada t ahun 1970-an. N a m u n demikian , iklim 

poli t ik yang berubah setelah pemilu nasional pada t ahun 1977 menyebabkan 

penekanan terhadap pembangkangan; Rendra pun dipenjara pada t ahun 1978 

dan kemudian di larang tampi l dalam acara-acara publ ik selama t u j u h t ahun . 

Arief Budiman juga konsisten kritis te rhadap negara melalui pers nasional dari 

akhir t ahun 1960-an seperti halnya juga para seniman dan intelektual lainnya. 

U n d a k a n kaum h u m a n i s universal yang akt i f dalam poli t ik pada masa 

itu dapat dic i r ikan sebagai pembangkangan atau perbedaan politik yang dapat 

ditoleransi dari m a n t a n sekutu dalam batas-batas yang dapat d i t e r ima . " Sama 

seperti gerakan mahasiswa, mereka mel ihat diri mereka sebagai "kekuatan 

m o r a l " ke t imbang sebagai sebagai kekuatan poli t ik. Mereka d i iz inkan u n t u k 

beroperasi di dalam " lorong pembangkangan" dengan batas tertentu kecuali 

satu yang dianggap terlalu sempit sampai per iode "kctcrbukaan"yang d imula i 

pada akhi r 1980-an. Oposis i mereka adalah "poli t ik yang m u r n i ekspres i f ' 

yang tidak berfokus pada t ransformasi ta tanan sosial, mobilisasi massa atau 

pengembangan ke lompok-ke lompok yang aktif secara poli t ik (Aspinall 2000: 

37). Tentu saja harus di ingat bahwa banyak p e n d u k u n g h u m a n i s m e universal 

tidak secara terbuka m e n u n j u k k a n adanya k o m i t m e n politik yang sungguh-

sungguh, entah dalam pekerjaan mereka a t aupun hal lain. Ketika seorang 

h u m a n i s universal membua t pernyataan polit ik, ia melakukannya lebih sebagai 

indiv idu dar ipada sebagai wakil dari ke lompok ter tentu. 

Muncu lnya h u m a n i s universal secara historis terkait dengan muncu lnya 

rezim O r d e Baru. H u b u n g a n poli t ik d iben tuk sekitar Manikebu dan d u k u n g a n 

k a u m h u m a n i s universal atas rezim baru awalnya terang-terangan d a n teguh 

dalam harapan m e m b a n g u n l ingkungan yang bebas u n t u k ekspresi artistik. 

Mereka mendapa t d u k u n g a n dari rezim melalui pelembagaan posisi mereka 

dan di ter imanya mereka sebagai elemen sah (kenda t ipun pada waktu itu lebih 

24 Saya m e n g a m b i l ide t e n t a n g p e m b a n g k a n g a n dar i Aspinal l (2000). Banyak analisis t e n t a n g gerakan 
mahasiswa d a n inte lektual selama pe r iode awal O r d e Baru yang relevan dengan h u m a n i s universal karena 
korelasi mereka yang dekat d a n kesamaan p a n d a n g a n . 
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bersifat di toleransi) dari masyarakat Indonesia. Mereka juga memil iki beberapa 

kesamaan dengan metode pemer in tahan dari rezim O r d e Baru. Yang te ru tama 

menon jo l adalah: (1) penyangkalan mereka terhadap politik-massa; (2) posisi 

apolit is dari banyak h u m a n i s universal; (3) estetika artistik mereka yang 

member ikan p i l ihan kepada seni yang menggembirakan secara rohani (versi 

yang diadopsi da lam kebijakan budaya dari rezim baru yang akan dibahas 

dalam bab berikutnya); dan (4) penen tangan mereka terhadap k o m u n i s m e . 

Kenda t ipun tidak terkait dengan program politik rezim seperti yang d i lakukan 

Lekra dan LKN di bawah Soekarno, mereka d i iz inkan u n t u k mendominas i 

komuni t a s seni selama ber tahun- tahun dan mendapa t d u k u n g a n kelembagaan 

melalui posisi-posisi di universitas dan sekolah-sekolah tinggi seni, h ibah dari 

pemer in tah dan akses yang te r tu tup bagi para m a n t a n nasionalis radikal.25 

Sebuah c o n t o h pent ing tentang pelembagaan h u m a n i s m e universal 

adalah pemben tukan Taman Ismail Marzuki (TIM). TIM segera menjadi 

t empat pe r tun jukan paling menon jo l di Indonesia setelah didi r ikan pada 

t ahun 1968 dan menjad i tuan r u m a h dari lebih banyak pe r tun jukan dan 

p e n o n t o n dar ipada yang diselenggarakan di t empat lain di Indonesia pada 

1970-an. T I M adalah tempat d i langsungkannya berbagai festival dan konferensi 

nasional , teater paling populer dan pe r tun jukan tari dan diskusi tentang seni 

dan budaya yang d i l ipu t secara luas. T I M d iben tuk atas kreasi bersama antara 

Mayor Jenderal Ali Sadikin, gubernur yang d i tun juk Soekarnoun tuk DKI 

Jakarta,' '"dan para seniman yang terkait dengan Manikebu. ' 7 Kaum h u m a n i s 

universal m e n d o m i n a s i panit ia formatur , Akademi Jakarta, Dewan Kesenian 

Jakarta, dan Badan Pekerja Har i an Dewan Kesenian Jakarta yang d iben tuk 

u n t u k mengatur dan menja lankan T I M . Sesuai dengan pr ins ip h u m a n i s 

universal, para sen iman yang terlibat menging inkan , sebagaimana te rcantum 

da lam program u n t u k peresmian pendir ian TIM. sebuah pusat kreativitas seni 

yang kosmopol i t an dan kebebasan d i m a n a "seni tidak akan pernah lagi t u n d u k 

25 HiU (1984: 1) menul i s : "Pada t a h u n 1968 ( sen iman] yang berbagi nilai dengan kekua tan pol i t ik 
m e n y i n g k i r k a n semua oposis i kiri berkat d u k u n g a n p e m e r i n t a h d a n m e n e g a k k a n h e g e m o n i budaya 
mereka dar i pangka lan mereka d i ibu ko ta . " 

26 K e n d a t i p u n ada koneksi an ta ra Sadikin dengan Soekarno , ia t e t ap men jaba t sebagai g u b e r n u r DKI 
Jakar ta hingga t a h u n 1977. Setelah masa jaba tannya , Sadik in men jad i lebih kr i t is secara t e rbuka t e rhadap 
rez im O r d e Baru d a n men jad i salah satu p e n a n d a t a n g a n te rdepan dari "Petisi Lima P u l u h " pada Mei 
1980. 

27 Proses pcnc ip t aan T I M telah d i t i n j a u u l ang beberapa kali . Lihat E f fcnd i (2001). Hi l l (1993). d a n 
M o h a m a d (1993). U n t u k p a n d a n g a n resmi, l ihat M u r g i y a n t o (1994b). 
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pada dan alat dari percekcokan poli t ik dan penindasan" 2 8 ("Peresmian Pusat 

Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuk i" 1968: 26), yang kemudian membua t 

penulis d rama dan aktor terkemuka U m a r Kayam menggelari T I M sebagai 

"oasis budaya" (Wahono 1994a: 47). Metafora ini m e n d a p a t k a n sisi gelapnya 

jika kita memper t imbangkan peristiwa brutal yang menyertai p e m b a n g u n a n 

TIM, ketiadaan ke lompok kiri dan pe rubahan dalam bentuk-bentuk kesenian 

komun i t a s yang dibahas pada bagian berikutnya. 

M e n u r u t peneliti Bisri Effendi (2001), tiga masalah yang mendominas i 

diskusi tentang p e m b e n t u k a n T I M adalah: (1) ancaman keterlibatan artis 

sayap kiri di TIM; (2) kekhawatiran akan intervensi birokrasi; dan (3) masalah 

bagaimana m e m b e n t u k dan mengelola sebuah pusat kebudayaan. Perhatian 

per tama tercermin dalam ket idakhadiran sen iman yang dipaksakan yang 

m e n d u k u n g Soekarno di da lam TIM selama ber tahun- tahun (D.T. Hill 

1993). Kenda t ipun banyak h u m a n i s universal t ampaknya dengan m u d a h 

telah m e n d a m a i k a n kontradiksi yang jelas dalam kebebasan artistik dengan 

membatas i ekspresi, peminggiran para sen iman sayap kiri ini t idak sesuai 

dengan k o m i t m e n beberapa h u m a n i s universal lain atas kebebasan berekspresi. 

Misalnya,( I969)ar t ikel A r i e f B u d i m a n di har ian /Co /npa imengkr i t ikTIM karena 

mengesampingkan ke lompok seniman kiri dari lembaga-lembaga kesenian yang 

baru. Isu kedua tidak begitu m u d a h diatasi. Ketika Sadikin menjaba t sebagai 

gubernur , para seniman menikmat i t ingkat kebebasan kreatif yang besar berkat 

ban tuan keuangan dan politik yang diber ikannya (kenda t ipun pada beberapa 

kesempatan Sadikin sendiri t u run tangan u n t u k memin t a pelarangan beberapa 

pe r tun jukan ( M o h a m a d 1993)). N a m u n demik ian , pergant ian gubernur 

ternyata malah membawa tekanan politik dan keuangan yang baru u n t u k 

TIM, yang m e n g u b a h ekologinya sebagai "oasis budaya". Negara, melalui 

pemer in tah Provinsi DKI Jakarta, semakin banyak melakukan intervensi da lam 

p e n u n j u k a n atau pengangkatan anggota-anggota Dewan Kesenian Jakarta, yang 

menggunakan kewenangannya u n t u k mempenga ruh i inklusi dan eksklusi di 

ruang pe r tun jukan nasional yang u tama. Intervensi yang lebih besar bahkan 

28 Pernya taan lain da l am p rog ram tersebut m e n g k o n f u m a s i sentral i tas h u m a n i s m e universal . Misalnya: 
"Tu juan ma.sa kini adalah u n t u k k e h i d u p a n artist ik yang bebas se lamanya dar i kecende rungan yang 
m e n y e d i h k a n dar i masa lalu dan sebal iknya u n t u k m e m p r o m o s i k a n iklim sosioart is t ik yang t idak 
mengena l k e d u d u k a n pol i t ik d a n mengaku i t anggung j j w a b nyata s e n i m a n " CPe re smian Pusat Kesenian 
Jakar ta Taman Ismail M a r z u k i " 1968:25) . Bahasan G o c n a w a n M o h a m a d (1993) t en tang T I M pada t a h u n 
1977 adalah c o n t o h lain, berdasarkan pada peni la ian u m u m (sering t idak menar ik ) atas prestasi T I M 
terkait dengan t u j u a n n y a u n t u k m e m p e r j u a n g k a n "kebebasan k rea t i f ' . 
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terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an. Ketika Hazil Tanzil menjabat sebagai 

Manajer U m u m TIM (1982-1990), ia membua t TIM sejalan dengan sistem 

mana jemen sumber daya manus ia yang dipekerjakan oleh Provinsi DKI Jakarta 

dan menjad ikan para karyawan TIM sebagai pegawai negeri sipil (Murgiyanto 

1994a). Pada tahun 1991, mana jemen T I M dibuat semakin men jauh dari t im 

mana jemennya yang asli, yaitu Dewan Kesenian Jakarta, dan d i l impahkan 

kepada Yayasan Kesenian Jakarta, yang d iben tuk pada t a h u n 1989 da lam upaya 

u n t u k mengatasi kekurangan dana melalui kerja sama dengan sektor swasta 

( G o n d o m o n o dan Murg iyan to 1 9 9 4 ; W a h o n o 1994b).2 ' 

Akan tetapi, intervensi pemer in tah tidak mengurangi ma lahan memperkua t 

dominas i h u m a n i s m e universal. Hill menulis : 

M e s k i p u n ada gesekan sporad is an tara DKJ d a n p e m e r i n t a h , seolah-olah karena 

" k e m a n d i r i a n " T I M . keberadaan Pusat Kesenian, t idak kurang , m e r u p a k a n 

t anda d u k u n g a n p e m e r i n t a h yang resmi u n t u k al i ran budaya Indones ia yang 

telah m e n j a d i d o m i n a n setelah p e n g h a n c u r a n g o l o n g a n kiri pada t a h u n 1966. 

Setelah m e n d a p a t k a n restu d a n p e n d a n a a n p e m e r i n t a h u n t u k Pusat Seni, para 

s e n i m a n in i m e n d o m i n a s i k e h i d u p a n sastra dan seni Indones ia " O r d e Baru" 

dar i basis mereka di pusa t nas ional seni p e r t u n j u k a n (1993: 250). 

Terlepas dari gagasan kaum h u m a n i s universal dan kekuatan inst i tusional 

mereka d iband ingkan dengan ke lompok lain, memiliki ruang artistik yang 

di ja lankan oleh sen iman be lum menghasi lkan versi populer kebudayaan 

nasional. Sebaliknya, setelah keberhasilan awal, kesenian di T I M telah semakin 

terisolasi dari rakyat dan penen tuan budaya menjad i semakin d idominas i oleh 

perusahaan-perusahaan komersial (D.T.Hill 1993). T I M sendiri t idak beroperasi 

dalam ruang hampa , lepas dari pe rubahan sosial yang lebih luas. Penurunan 

angka kehadiran pada 1980-an dan 1990-an memaksa TIM u n t u k m e m b u k a 

diri terhadap usaha-usaha komersial seperti pendir ian kompleks bioskop, 

toko keraj inan dan mana jemennya menjadi semakin berorientasi pada upaya 

menar ik modal swasta. Selain itu, pandangan kaum h u m a n i s universal (yang 

berurat akar di banyak pemben tukan seni) d i t an tang oleh perkembangan 

29 Pe rubahan ini diper iksa secara lebih r inci da l am b a b t u j u h da l am konteks penyebaran Dewan Kesenian 
yang d i sponso r i negara d i se lu ruh Indones ia . 
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perspektif al ternatif seperti Gerakan Seni Baru (Supangkat 1990, 1994) dan 

sastra kontekstual [Foulcher 1987]).w 

Sementara h u m a n i s m e universal t idak "d igunakan" oleh rezim O r d e Baru, 

kaum h u m a n i s universal tidak berperan dalam mengisi ruang budaya yang 

dic iptakan melalui penghapusan elemen komun i t a s seni yang berafiliasi dengan 

k a u m kiri dan Soekarno. Sebagai sebuah wacana yang menghasi lkan serangkaian 

gagasan tentang kebudayaan, h u m a n i s m e universal menghasi lkan p e m a h a m a n 

sendiri tentang peran sen iman dan ekspresi kul tural da lam masyarakat yang 

dapat d ibedakan dari wacana pemer in tah rezim O r d e Baru. N a m u n demikian , 

h u b u n g a n antara p e n d u k u n g h u m a n i s m e universal dan rezim O r d e Baru 

mencip takan titik kontak dan saling m e n d u k u n g yang tidak boleh diabaikan. 

Kaum h u m a n i s universal tidak memil iki keraguan dalam menyatakan bahwa 

penghancuran kaum kiri adalah sesuatu yang sudah selayaknya terjadi dan 

bergerak cepat u n t u k memberangus warisan mereka dengan menegaskan versi 

mereka sendiri dalam hal sejarah dan ide-ide tentang kebudayaan. Yang juga 

pent ing adalah t u m p a n g t ind ih antara watak h u m a n i s m e universal dan metode 

pemer in t ahan rezim yang memfasil i tasi pengadopsian unsur-unsur h u m a n i s m e 

universal, seperti komi tmen u n t u k seni yang bersemangat spiri tual dan 

kebebasan dari politik (tapi bukan kebebasan dari ekspresi poli t ik atau kreatif), 

ke da lam kebijakan budaya O r d e Baru. Masa-masa paling berpengaruh dari 

kaum h u m a n i s universal adalah antara t ahun 1960-an dan 1970-an ketika rezim 

merumuskan kebijakan budayanya. Penu runan disebabkan oleh t indakan keras 

terhadap perbedaan pandangan poli t ik pada akhir t a h u n 1970-an, yang disertai 

dengan p e n u r u n a n angka kehadiran serta meningka tnya campur tangan 

provinsi dalam tata kelola di T I M dan tantangan dari perspektif-perspektif 

al ternatif dalam kesenian. Akan tetapi, para p e n d u k u n g h u m a n i s m e universal 

terus m e n d o m i n a s i pemben tukan seni ( termasuk keterlibatan dalam TIM), 

sementara seni yang kritis secara politik semakin tersisih. Sepanjang waktu ini, 

kebijakan ekonomi O r d e Baru m e m b u k a Indonesia bagi perusahaan-perusahaan 

mul t inas iona l dan e k o n o m i p u n mulai be rkembang sangat pesat. Pasar semakin 

menjadi penyedia barang-barang budaya bagi mayori tas masyarakat Indonesia 

pada t ahun 1980-an dan 1990-an, yang memenangkan persaingan dengan 

30 U n t u k p e m b a h a s a n t e n t a n g ekspresi budaya d i Indones ia selama masa O r d e Bani dengan f o k u s pada 
keadaan prakt ik-prakt ik budaya yang krit is, l ihat Hat ley (1994). Hat ley m e n u n j u k k a n bahwa seni pol i t ik 
mas ih te tap d i p e r t u n j u k k a n k e n d a t i p u n da l am posisi t e rp ingg i rkan . 
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bentuk-bentuk budaya pan-Indonesia dan praktik-praktik kebudayaan etnik 

p r ibumi . 

K e b u d a y a a n E t n i k P r i b u m i 

Pembentukan wacana kebudayaan nasional terkait erat dengan p e m b e n t u k a n 

wacana lain yang semakin menon jo l selama O r d e Baru: kebudayaan etnik 

pr ibumi . Kebudayaan etnik p r i bumi secara kolektif dikenal di Indonesia dengan 

istilah suku bangsa, yang d i te r jemahkan secara har f iah sebagai "bagian dari 

bangsa". Sementara masing-masing kebudayaan etnik merupakan rangkaian 

wacana dengan sejarah, ke lompok, dan konf l ik yang terpisah satu sama lain, 

istilah suku bangsa m e n d a p a t makna bahwa mereka t u n d u k pada satu rangkaian 

tekanan nasional dan kegunaan yang sama karena mereka juga d ianggap sebagai 

kebudayaan nasional , terutama ketika dikai tkan dengan uni t poli t ik (seperti 

provinsi, kota, atau kabupaten) . Diskusi tentang identitas etnik p r ibumi pada 

bab sebelumnya telah m e n u n j u k k a n bahwa ia telah menjadi elemen pent ing 

pemer in tahan sejak era kolonial . Kebudayaan etnik p r ibumi menjadi salah 

satu titik fokus pusat dalam kebijakan budaya era O r d e Baru jauh melebihi 

nilai pent ingnya selama Demokras i Terpimpin. Bagian ini menjelaskan 

kes inambungan sejarah dan pa tahan-pa tahan antara era sebelumnya dan era 

O r d e Baru tentang bagaimana kebudayaan etnik d igunakan dalam program-

program pemer in tah . Saya akan menjelajahi dua bidang, bentuk-bentuk 

kesenian daerah dan representasi resmi dari plural isme budaya. 

Karena peristiwa t raumat ik pada awal era O r d e Baru, banyak bentuk 

kesenian daerah men jad i vakum, khususnya di Jawa, sampai awal t ahun 1970-an. 

Sebelum t ahun 1965, partai politik memanfaa tkan h u b u n g a n antara komuni t a s 

dan kesenian lokal dalam upaya mereka u n t u k m e m b a n g u n d u k u n g a n dan 

konsensus u n t u k program mereka. Skala dan tingkat kebrutalan serangan yang 

mengikut i peristiwa 1965 tersebut menyebabkan banyak sen iman khawatir 

akan h i d u p mereka jika mereka memil iki afiliasi, baga imanapun renggangnya 

afiliasi tersebut ,"a tau bahkan jika ben tuk kcscnianmcrcka memil iki afiliasi 

31 Penga laman seorang da l ang wayang p e r e m p u a n , Bardijat i , m e n u n j u k k a n t ingkat represi tersebut 
(Antar iksa 2001). Bardijat i p o p u l e r di Jawa Tengah sebelum t a h u n 1965. Dia ada lah anggota I^rkra 
tetapi , per lu d ica ta t , t idak a k r a b dengan ideologi Lckra dan b u k a n seorang p e m i m p i n Lekra. Bardijat i 
d a n suaminya d i t a n g k a p empa t har i setelah Gcs t apu . d ipen j a r a selama de lapan belas b u l a n dan banyak 
ba rang mi l iknya t e rmasuk wayang d a n game lan " d i p i n j a m " setara p e r m a n e n o leh mil i ter . Dia t idak 
d i i z i n k a n u n t u k t ampi l lagi sampai m e n e r i m a otorisasi resmi pada t a h u n 1976 dan sejak waktu itu 
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dengan organisasi-organisasi berhaluan kiri.32 Ketika ke lompok-ke lompok seni 

mulai tampil lagi pada awal t ahun 1970-an, mereka melakukannya dengan 

d u k u n g a n birokrasi atau mili ter (Effcndi 1998; Hatlcy 1994; Van Groenendael 

1985). Negara menggant ikan partai-partai poli t ik sebagai sponsor pent ing bagi 

kesenian daerah dan mulai semakin mengintervensi teknik-teknik pe r tun jukan . 

Naskah-naskah pe r tun jukan juga menjadi semakin selaras dengan prioritas rezim. 

Sebuah wawasan tentang peran rezim u n t u k kesenian daerah dapat diperoleh 

dari e n a m kode etik dari asosiasi dalang Ganasidi , yang d iben tuk pada tanggal 

12 Jul i 1969."Ganasidi sendiri merupakan inisiatif dari Mayor Jenderal Surono, 

Panglima K o m a n d o Daerah Mili ter Diponegoro yang meliput i Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memil iki keinginan u n t u k menjaga dalang 

"dari dosa politik masa depan [dan] meningka tkan tingkat kesenian tersebut 

dan gaya pe r tun jukan [...] sehingga semua ini bisa member ikan kont r ibus i 

posit if bagi perkembangan bangsa Indones ia" (Van Groenendael 1985: 146). 

Bentuk-bentuk kesenian daerah d iubah dengan menggunakan mereka 

sebagai sarana komunikas i antara rezim dan warga negara biasa. Perubahan 

bentuk kesenian daerah terjadi karena tiga proses yang saling terkait. Pertama, 

seperti yang d i tun jukkan di atas, m u a t a n n y a langsung d iubah melalui penyisipan 

slogan dan pelajaran p e m b a n g u n a n . Mili ter dan Direktorat Kebudayaan 

hingga saat ini dia b e l u m m e n e r i m a p e n g a k u a n dan p e n d a p a t a n yang sebe lumnya p e t u a h dia d a p a t k a n 

da r i baka tnya i tu . 

32 Lihat Ha t l cy (1994), E f fend i (1998). W i d o d o (1995) dan H c f n e r (1987) u n t u k l aporan t e n t a n g p e n g a r u h 
peristiwa pol i t ik 1965 t e rhadap kesenian daerah . 

33 E n a m A t u r a n Et ika d a n Dw>-Warsa Ganas id i ini (Ganas id i 1971. Van Groenendae l 1985): 
1 . D a l a m m e n u n a i k a n tugasnya sebagai seorang konse lo r d a n pend id ik , da l ang adalah pelayan 

masyarakat . Sebagai penyedia h i b u r a n yang sehat , tugas ada lah per tama- tama u n t u k m e n d u k u n g 
rakyat d a l a m p e r j u a n g a n u n t u k m e n c a p a i kesejahteraan sosial dan k e a m a n a n , dan kedua u n t u k 
m e n i n g k a t k a n mora l bangsa Indones ia . 

2 . Sebagai pelayan negaranya, da l ang m e m p u n y a i tugas u n t u k m e n d a h u l u k a n Kepen t ingan Nas iona l 

dengan m e n g h o r m a t i Pancasila dan U U D 1945 dan menaa t i dan m e n g a m a t i p e n g a m a l a n n y a 

sesuai dengan k e b i j j k a n pemer in t ah , 

3 . Sebagai seorang pelayan kebudayaan Indones ia , maksudnya , sebagai seseorang yang m e n g a b d i 
pada pelestarian or is ina l i tas d a n k e m u r n i a n kebudayaan Indones ia , da l ang berkewaj iban u n t u k 
me lakukan sekuat tenaga d a n m e m b a n t u d a l a m p e n g e m b a n g a n seninya, yang selaras dengan 
k e m a j u a n rakyat Indones ia . 

4 . D a l a m k e h i d u p a n p r ibad inya , adalah tugas da l ang u n t u k menjaga m ar t aba t b idangnya d a n 
mengap l ikas ikan seninya da l am prak t ik , serta m e n c u r a h k a n energinya u n t u k menguasa i semua 
aspek seninya. 

5 . Sebagai p e m i m p i n p e r t u n j u k a n , da l ang berkewaj iban mengawasi mora l se luruh anggotanya , selain 
m e n g h o r m a t i d a n m e m b e l a kebudayaannya . 

6 . Ada lah tugas da l ang u n t u k m e m p r o m o s i k a n kena sama dan h a r m o n i d i an ta ra para s en iman d a n 
m e n g h i n d a r i semua hal yang m u n g k i n m e n g a r a h pada kon t l ik . 
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memast ikan bahwa "aktor dan penyanyi m e m a s u k k a n pesan pemer in tah ke 

dalam naskah/d ia log dan lirik lagu mereka" (Yampolsky 1995: 711). Kedua, 

rezim mencegah muncu lnya topik-topik dan diskusi terkait poli t ik. Tema-tema 

poli t ik d ihapus dan digant ikan dengan cerita-cerita generik dan yang tidak 

bernada menyerang serta dengan pesan-pesan yang m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n . 

Ketiga, proses luas perbaikan berlangsung, termasuk mengurangi waktu 

pe r tun jukan , dengan menggunakan bahasa Indonesia dan m e n g u b a h unsur-

unsur yang dianggap "tidak bermoral" . Phil ip Yampolsky (1995: 711) menyebut 

" p e n g h o r m a t a n " sebagai "esensi dari gagasan peningkatan kualitas artistik". 

Analisis tentang wayang golek oleh Andrcw Weint raub (2004b) selama periode 

ini member ikan c o n t o h tentang sejauh m a n a pengaruh kebi jakan tersebut. 

Dia berpendapat bahwa dalang menjaga keseimbangan antara tekanan negara 

yang m e m b u t u h k a n d u k u n g a n rakyat dengan harapan dan keinginan khalayak. 

Dua hasil dari keseimbangan ini adalah bahwa dalang mengembangkan 

gaya pe r tun jukan yang berbeda u n t u k kepent ingan negara, dan pesan-pesan 

p e m b a n g u n a n d imasukkan ke dalam pe r tun jukan bersamaan dengan lelucon 

dan kritik yang d i ing inkan khalayak. Perubahan ini akan dibahas lebih lanjut 

da lam bab berikutnya dan da lam kedua studi kasus da lam Bagian II. 

Sementara rezim O r d e Baru bekerja keras u n t u k menghapus wacana 

Demokras i Terpimpin, model yang d igunakannya u n t u k mengelola kebudayaan 

etnik p r ibumi sangat mi r ip dengan yang d igunakan oleh rezim sebelumnya itu. 

Sebuah proses perbaikan termasuk perhat ian terhadap morali tas tetap sentral 

bagi per lakuan rezim terhadap bentuk-bentuk dan slogan kebudayaan daerah 

yang terus d imasukkan ke da l am pe r tun jukan . Sama seperti identif ikasi yang 

di lakukan McVey (1986) u n t u k LHKRA, proses ini merupakan kelanjutan dari 

agenda reformasi kelas menengah terkait dengan budaya u rban yang kuat secara 

poli t ik. Bentuk-bentuk seni yang mengungkapkan identi tas daerah dan nasional 

tidak bisa dilihat pada kedua periode tersebut u n t u k memasukkan perilaku "t idak 

bermora l" atau "terbelakang", yang menyerukan pelbagai program budaya yang 

dibahas dalam bab berikutnya. Perbedaan dari Demokrasi Terpimpin dan O r d e 

Baru tidak terletak da lam metode mereka, tetapi da lam dua hal pent ing lainnya. 

Pertama, model no rma t i f yang terletak di j an tung perlakuan mereka terhadap 

bentuk-bentuk kebudayaan daerah menolak secara terang-terangan priori tas 

poli t ik Soekarno dan mengis t imewakan priori tas politik p e m b a n g u n a n . Alih-

alih m e n d o r o n g keterlibatan dengan mencapai tu juan politik dan pencapaian 

sebuah masyarakat sosialis, bentuk-bentuk kesenian daerah malah m e n d o r o n g 
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fokus pada p e m b a n g u n a n ekonomi dan pener imaan hierarki sosial. Kedua, 

sumber daya yang mereka investasikan da lam program-program kebudayaan 

daerah jauh melampaui rezim poli t ik sebelumnya dan di terapkan dalam jangka 

waktu yang lebih lama. Tekanan-tekanan semacam i tulah yang d i t empa tkan 

oleh model budaya k o m a n d o pada praktik-praktik kebudayaan etnik p r ibumi . 

Isu kedua yang dibahas di sini, yaitu keanekaragaman di Indonesia , 

menyaj ikan masalah yang sangat rumit bagi rezim baru karena potensi 

konf l iknya yang berlipat ganda dan perbedaan-perbedaan yang tak terselesaikan. 

Bagaimana mereka bisa mengakui plural isme Indonesia yang sangat jelas sambil 

mencegah perpecahan dan muncu lnya kekuatan daerah yang didasarkan pada 

penge lompokan kebudayaan? Keith Foulcher berpendapat bahwa "daerah" 

d imasukkan ke dalam kebudayaan nasional melalui pengakuan tradisi visual 

dan dekorat i f sebagai bukt i adanya h a r m o n i antara kebudayaan "daerah" dan 

"nasional^ 1990). 

Representasi p lural isme melalui tradisi dekorat i f men ja lankan dua fungsi 

pent ing. Pertama, proses tersebut menghi langkan plural isme dari b idang 

politik dan menempa tkannya di b idang budaya, melucut i mua tan pol i t iknya 

dan mengurangi kemungk inan mobilisasi polit ik. Kedua, proses representasi 

m e r u p a k a n metode pent ing dalam m e n a n a m k a n model plural isme O r d e 

Baru kepada penduduk sebagai bagian dari proses pemben tukan karakteristik 

nasional. Lembaga-lembaga kebudayaan, melalui representasi mereka tentang 

keanekaragaman budaya Indonesia , mengajarkan masyarakat Indonesia tentang 

apa artinya menjadi o rang Indonesia di era O r d e Baru. Satu con toh lembaga 

semacam itu di Indonesia dengan profil yang sangat tinggi adalah Taman Mini 

Indonesia Indah (TMII; selanjutnya da lam tulisan ini diacu Taman Mini) . 

Taman Min i d ibuka pada tanggal 20 April 1975. Para mahasiswa memprotes 

p e m b a n g u n a n Taman Mini karena terkesan pemborosan padahal waktu itu 

banyak orang Indonesia sedang mengalami kesulitan e k o n o m i (Pcmberton 

1994b). Tujuan pendi r iannya sebagaimana dinyatakan pemer in tah adalah 

u n t u k mendid ik rakyat Indonesia tentang bangsa mereka dan diri mereka 

sendiri . Pada acara peresmian Taman Mini , Soehar to mengatakan: "Dengan 

mengun jung i t aman ini kita akan mengenal diri kita lebih baik, kita akan tahu 

bangsa kita lebih baik dan kita akan lebih lagi mencin ta i t anah air kita. O leh 

karena itu. Taman Min i ' Indonesia Indah ' juga merupakan upaya nyata u n t u k 

memperkua t p e m b a n g u n a n nasional, sekarang dan di masa d e p a n " (Kclompok-

Penulis 1978: 9, da lam Acciaioli 1996). Demik ian pula Menter i Pendidikan dan 
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Kebudayaan, Daoed Yoesoef(1981/1982: 6-7), da l am sebuah p ida to u lang tahun 

keenam Taman Mini , mendef in is ikan Taman Min i sebagai " taman budaya" 

karena ia member ikan kont r ibus i terhadap p e r t u m b u h a n budaya " m e n u j u 

pe radaban" dan sebagai " taman pend id ikan" da lam hal bahwa Taman M i n i 

merupakan gambaran dari "kesatuan-dalam-keanekaragaman dari nilai-nilai 

yang kita hormat i . " 

Taman M i n i telah dianalisis berulang kali u n t u k m e n u n j u k k a n konstruksi 

negara O r d e Baru tentang kebudayaan nasional dengan kes impulan yang sama 

(Acciaioli 1996; Err ington 1997; Hcl lman 1999; Pcmbcr ton 1994b). Artikel 

Acciaioli ber judul "Pavil ions and Poster" member ikan analisis yang serupa 

tentang Taman Mini sebagai representasi dari kebudayaan daerah dari segi 

geografis, penampi lan , dan poster dan memil iki kesamaan da lam representasi 

mereka tentang Indonesia. Dari representasi yang relatif dekat dengan bentuk 

daerah di Jawa.Sumatera dan Bali, representasi tersebut menjadi semakin tampak 

homogen ketika letak geografis dari ke lompok etnik yang direpresentasikan itu 

semakin jauh dari "pusat kebudayaan" (yang di Taman Min i sendiri ber tepatan 

dengan lokasi geografis dari ke lompok etnik yang semakin jauh dari pusat 

t aman tersebut). Acciaioli berpendapat : 

(Taman Mini) mengkonstruksi Indonesia generik, dan menyajikan semua 
keanekaragaman daerah dari kebudayaan Indonesia sebagai perbedaan daerah, 
yang ditentukan dengan pembagian administratif dalam hal rinciannya, 
berdasarkan tema-tema dasar bersama, "kearifan lokal" yang diakui atau 
landasan dasar budaya kebangsaan Indonesia. Apa yang jelas-jelas merupakan 
keanekaragaman itu dihasilkan secara terpusat, memungkinkan terciptanya 
sulaman di atas sebuah kain brokat yang homogen yang ditentukan oleh 
pejabat pemerintah yang bertekad membangun jenis generik, baik soal tempat 
tinggal maupun kostum, menyebarkan pesan kesamaan ketimbang perbedaan 
(1996: 39). 

Pluralisme dibers ihkan dan d iproduks i u n t u k orang-orang Indonesia agar 

menginternal isasinya dan u n t u k orang asing agar menyerapnya.3 4 Benedici 

3 4 P e m b a h a s a n J o h n P c m b e r t i m t e n t a n g T a m a n M i n i m e n c a t a t b a h w a h a l T a m a n M i n i juga m e n g a j a r k a n 

p e l a j a r a n t e n t a n g s i fa t k e k u a s a a n O r i l e Ba ru ciî I n d o n e s i a . Me la lu i representas i a tas t r ad i s i , T a m a n 

M i n i m e n o r m a l i s a s i h u b u n g a n k e k u a s a a n h i e r a rk i s , m e n u n j u k k a n s i k a p y a n g t epa t y a n g h a r u s d i a m b i l 

m a s y a r a k a t I n d o n e s i a t e r h a d a p o t o r i t a s d a n m e l e g i t i m a s i o t o r i t a s r e z im O r d e Baru d a n h a k u n t u k 

m e m e r i n t a h (1994b) . A d a k e s a m a a n d i s in i d e n g a n p e n g e r t i a n daya k e k u a s a a n y a n g i n h e r e n t e r d a p a t 

d a l a m k o n s e p kekeluargaan d a n pembangunan y a n g te lah d i b a h a s d a l a m b a g i a n p e r t a m a d i a tas . 
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A n d e r s o n menca ta t kesamaan dari p lu ra l i sme O r d e Baru dengan m a n a j e m e n 

budaya yang d i p r o m o s i k a n o leh kebi jakan ko lon ia l Belanda. Alasan yang 

i a be r ikan u n t u k " d u k u n g a n yang kuat u n t u k k e p e m i m p i n a n k o m u n i t a s 

e tno l ingu i s t ik yang k o n s e r v a t i f ' t e r p u s a t d i sekitar pencegahan p e m b e n t u k a n 

gerakan oposis i yang kuat d a n koheren (1987b: 77). A k a n tetapi , p lu ra l i sme 

budaya d a l a m kebi jakan O r d e Baru bers i fa t lebih dar i "keb i j akan Machiave l l i an 

t e n t a n g divide et impera" (1987b: 77). D e n g a n m e m b e r l a k u k a n hierarki ke d a l a m 

b e n t u k - b e n t u k d a n prak t ik kebudayaan e tn ik , p lu ra l i sme budaya O r d e Baru 

m e n j a d i k a n m o d e l subjek budaya yang ideal dari rezim ter tul is d i d a l a m n y a . 

Lembaga- lembaga kebudayaan , seperti T a m a n M i n i , m e r u p a k a n lembaga 

berkarakter p e m e r i n t a h karena mereka m e n g a j a r k a n pe la ja ran t en t ang m e n j a d i 

Indones ia d a n h u b u n g a n an ta ra p e n d u d u k etnik p r i b u m i yang berbeda-beda 

d a n an ta ra kesukuan d a n kebangsaan . 

Kons t ruks i kebudayaan daerah m e n j a d i k e n d a r a a n bagi p lu ra l i sme 

budaya O r d e Baru d a n m e n j a d i f o k u s p e n t i n g bagi p e m e r i n t a h a n O r d e Baru. 

Kebudayaan daerah m e n g a t u r p e n d u d u k dengan m e n a n a m k a n pela jaran t en tang 

h u b u n g a n yang tepat d i an ta ra k e l o m p o k - k e l o m p o k e tn ik d a n t e m p a t mereka 

d a l a m bangsa serta sekaligus m e n y e b a r k a n pela jaran kepada setiap ind iv idu 

t en t ang mora l i t as d a n per i laku yang tepat . M o d e l rezim O r d e Baru t en tang 

ident i tas e tn ik p r i b u m i m e r u p a k a n sebuah re formas i wacana . Ketika b e n t u k -

b e n t u k kebudayaan p r i b u m i semakin men jad i fokus dari p rog ram-p rog ram 

kebudayaan , mereka t u n d u k pada pengawasan d a n p e r u b a h a n yang lebih besar 

d a l a m upaya u n t u k m e m b u a t mereka sesuai d e n g a n formas i d iskurs i f yang 

mengel i l ing i mereka. N a m u n d e m i k i a n , hasil yang d i i n g i n k a n o leh rezim t idak 

t e r j a m i n pasti. Masyaraka t Indones ia m u n g k i n telah semakin m e n j a d i target 

mela lui p rog ram-p rog ram kebudayaan p e m e r i n t a h , mereka b u k a n l a h sua tu 

masyaraka t yang t e rp rog ram. 

R e s p o n s t e r h a d a p K o n d i s i S o s i a l y a n g B e r u b a h d a n I m p e r a t i f P o l i t i k 

p a d a T a h u n 1980-an d a n 1 9 9 0 - a n 

T a h u n 1980-an d a n 1990-an ada lah masa p e r t u m b u h a n e k o n o m i yang 

m e n d a t a n g k a n p e r u b a h a n sosial seiring b e r t u m b u h n y a jajaran kelas m e n e n g a h 

pe rko taan . Keberhas i lan kebi jakan e k o n o m i O r d e B a r u , d i s a m p i n g m e n y e d i a k a n 

s u m b e r daya u n t u k kegia tan rezim d a n m e n j a d i seben tuk legit imasi , juga 

memi l ik i dua efek lain yang men jad i pe rha t i an rezim yang telah d i g a m b a r k a n 
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dalam Bab Pendahu luan dengan penegasan nilai-nilai Asia di antara negara-

negara Asia Tenggara: pertama, keberhasilan yang mengarah ke p e r t u m b u h a n 

besar da lam peredaran barang k o n s u m e n dan bentuk-bentuk konsumsi yang 

mencolok yang men jad i kekhawatiran rezim akan berdampak pada unsur-unsur 

lain dalam masyarakat; dan kedua, p e r t u m b u h a n ekonomi m e n g u n t u n g k a n 

ke lompok kelas menengah yang mengharapkan reformasi berupa kebebasan 

berekspresi yang lebih besar dan m u n g k i n mengarah kepada demokratisasi . 

P e r t u m b u h a n ke lompok-ke lompok ini menjadi masalah bagi rezim Soeharto 

yang meresponsnya dengan menekan gerakan opos i s i " dan melalui "poli t ik 

budaya", yang menjadi pokok bahasan da lam bagian ini. 

Merl Ricklefs (2001: 370) menulis: "Menjad i ant i -komunis , curiga 

terhadap Islam radikal dan m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n bergaya kapitalis, 

Indonesia pada akhir t ahun 1970-an benar-benar piawai m e m p e r t a h a n k a n 

d u k u n g a n dari Amerika Serikat, dan dengan demikian juga dari kekuatan Barat 

la innya." Tulisan Ricklefs lebih lanjut mencatat bahwa hal ini member ikan 

Indonesia derajat kebebasan u n t u k mengurus hal-hal internal lainnya seperti 

masalah T imor T i m u r dan Aceh. Akan tetapi, itu juga menjad i sebuah p i l ihan 

u n t u k menggabungkan bentuk-bentuk tertentu pemer in tahan , khususnya 

mekanisme pasar yang d ipandang sebagai hal yang d i ing inkan oleh negara-

negara Barat. Perubahan kebijakan e k o n o m i Indonesia pada tahun 1980-an 

mencerminkan keterlibatan rezim dalam ta tanan internasional , kenda t ipun 

hasilnya pada waktu itu masih jauh dari yang d i ing inkan oleh negara-negara 

Barat dan lembaga-lembaga e k o n o m i internasional (Robison dan Had iz 2004). 

Ketika harga minyak t u r u n setelah t ahun 1982, rezim meresponnya melalui 

proses deregulasi ( termasuk sektor keuangan), mengkatal isasikannya dengan 

meningka tkan investasi baik dari pemodal domest ik m a u p u n internasional 

(H. Hill 2000). Ledakan p e r t u m b u h a n m a n u f a k t u r yang pal ing m e n o n j o l 

dan berkelanjutan pada era O r d e Baru d imula i dengan pe rubahan kebijakan 

e k o n o m i pada per tengahan 1980-an. Perubahan ini d i tu jukan u n t u k m e n d o r o n g 

p e r t u m b u h a n yang berorientasi ekspor dan m e n d o r o n g investasi swasta. 

Ledakan p e r t u m b u h a n itu ber langsung sampai terjadi krisis e k o n o m i pada 

3 5 U n t u k u r a i a n r i n g k a v p j d . i t t e n t a n g represi p a d a t a h u n 1980-an, t e r m a s u k p e m b a n t a i a n T a n j u n g Pr iok 

d a n aksi p e n a n g k a p a n te rka i t b e r i k u t n y a , l iha t Rick le fs (2001) . Represi l eb ih s e r ing t e r j ad i p a d a t a h u n 

1990-an. t e r m a s u k p a d a p e r t e n g a h a n 1994 d i m a n a t e r j ad i p e m b r e i d e l a n t e r h a d a p tiga m a j a l a h ber i t a 

u t a m a . Tempo, Detik, d a n Editor, y a n g d i i k u t i d e n g a n p e r t e m p u r a n m e l a l u i p e n g a d i l a n (D.T. H i l l , 1994) 

d a n s e r a n g a n t e r h a d a p m a r k a s P D I p a d a t a h u n 1996 y a n g d i i k u t i aksi p e n a n g k a p a n d a n p e n g h i l a n g a n 

para ak t iv i s p o l i t i k y a n g b e r s e b e r a n g a n d e n g a n r e z i m . 

165 



t ahun 1997.3* Industrialisasi telah mengubah perekonomian Indonesia yang, 

pada per tengahan 1980-an, menjadi tergantung pada investasi swasta dan bisnis. 

Akan tetapi, bisnis tetap tergantung pada rezim dalam hal peluang usaha dan 

di larang melakukan tekanan u n t u k reformasi yang akan merusak kepent ingan 

pribadi dari elite yang sedang memegang kekuasaan. 

Tabel 4.1: Produk Domest ik Bruto (PDB) dengan harga konstan 2000 ($ US 

juta) dan t ingkat p e r t u m b u h a n PDB riil. 

T a h u n P D B P e r s e n t a s e P e r t u m b u h a n 

1985 297.085 15 
1987 330.033 4.9 

1990 919243 9.0 

1991 1.001.311 8.9 

1992 1073.621 7 2 

1993 1.151.493 7.3 

19*4 1238.315 7.5 

1995 1.340.105 8 2 

1996 1.444.876 7.8 

1997 1-512.784 4.7 

1998 1 J I 4 2 0 2 -13.1 

1999 U24 .600 0.8 

2000 1 J89.770 4.9 

2001 1.440.406 3.6 

2002 1305216 4,5 

2003 1.577.171 4,8 

2004 1.6S6.517 5.0 

2005 1.750.815 5,7 

2006 1-847.127 5.5 

2007 1.964.327 6.3 

2008 2.082.316 6.0 

2009 1176.976 4.5 

S u m b e r : B a n k P e m b a n g u n a n A s i a 

Tahun- tahun p e r t u m b u h a n e k o n o m i membawa pe rubahan sosial yang 

signif ikan. Kota-kota di Indonesia menjadi ramai dan macet penuh dengan 

tanda- tanda industrialisasi di mana-mana: blok perkantoran , pe rumahan , 

mobil , sepeda motor , telepon seluler, perancang busana, pelbagai imitasi 

m u r a h a n , pusat perbelanjaan, toko, kcmacctan lalu lintas, polusi, dan iklan. 

Anta ra t ahun 1990 dan 2000 (yang m e n c a k u p tiga t a h u n kemerosotan e k o n o m i 

36 Ekspor m a n u f a k t u r b e r t u m b u h pada t ingkat rata-rata t a h u n a n an ta ra 20 sampai 30 persen dar i t a h u n 
1980 sampai t a h u n 1996 (Asian D c v e l o p m c n t Bank 2001). 
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yang parah) , sepeda m o t o r m e n i n g k a t dari 2,3 per 100 r u m a h tangga m e n j a d i 

7,7 d a n te lepon seluler m e n i n g k a t dari 1,3 ke 10. Selama pe r iode yang sama, 

be lanja k o n s u m e n m e n i n g k a t dengan f ak to r 7,6 (dari 117.120 mi l ia r r u p i a h ke 

888.631 mil iar rup iah) . Med ia massa juga b e r t u m b u h pesat, yang memfas i l i tas i 

peredaran lebih banyak gambar , i n fo rmas i , d a n iklan. J u m l a h p e n g g u n a a n 

televisi berwarna b e r t u m b u h sebesar 89,6 persen (lebih dari 26 juta) d a n 

j u m l a h r u m a h yang memi l ik i akses ke televisi satelit m e n i n g k a t sebesar 97,3 

persen an ta ra t a h u n 1995 d a n 2000. Sirkulasi surat kabar m e n i n g k a t sebesar 

14,3 persen u n t u k sura t kabar ha r i an d a n 63,7 persen u n t u k n o n - h a r i a n an ta ra 

t a h u n 1995 d a n 2000.- M e n i n g k a t n y a p e n g g u n a a n med ia massa, t e ru t ama 

kaset d a n televisi, juga m e m e n g a r u h i b e n t u k - b e n t u k kebudayaan p r i b u m i 

popu le r . W e i n t r a u b (2004b) menga i tkan p e n i n g k a t a n akses ke b e n t u k - b e n t u k 

t ayangan yang d i p r o d u k s i secara massal d a n melalui media d e n g a n m u n c u l n y a 

da l ang " m e g a b i n t a n g " di wayang golek, d a n b e r k u r a n g n y a j u m l a h da l ang d a n 

variasi kedaerahan . Jelaslah bahwa p e r u b a h a n - p e r u b a h a n sosial besar ter jadi di 

se lu ruh Indones ia d e n g a n impl ikas i pada prakt ik-prakt ik b u d a y a . u Efek budaya 

dari p e r u b a h a n p e r e k o n o m i a n Indones ia m e n d a p a t pe rha t i an rezim sejak akh i r 

1970-an d a n m e n d a p a t semak in banyak kri t ik pada t a h u n 1980-an d a n 1990-

an . Pe rubahan yang pa l ing nyata d a n berdaya jangkau jauh adalah penyebaran 

budaya k o n s u m e n . Aricl H c r y a n t o , d a l a m l apo rannya t en t ang pol i t ik ident i tas 

o r a n g kaya b a r u , w m e n y a t a k a n : 

Gaya hidup dan budaya konsumen tidak hanya menempati bagian besar dari 
belanja kuantitatif dan wacana publik bangsa. Mereka telah berpartisipasi, 
paling tidak, dalam dinamika perubahan hierarki sosial bangsa, yang 
memberikan profil baru untuk orang kaya baru, dan memodifikasi atau 
menurunkan profil orang lain. Gaya hidup telah menjadi sebuah faktor 
penting untuk konstruksi, negosiasi, dan kontestasi identitas di Indonesia 
(1999: 178).40 

3 7 T i d a k d i r a g u k a n lagi. k r i s i s e k o n o m i m e n g h a m b a t p e r t u m b u h a n se lama p e r i o d e ini t e t ap i l e d a k a n 

p e r t u m b u h a n m e d i a ce tak t e r j ad i m e n y u s u l b e r a k h i r n y a p r a k t i k s enso r r e z im O r d e Ba ru juga m e r a n g s a n g 

p e r t u m b u h a n e k o n o m i . 

38 S u m b e r u n t u k s e m u a s ta t i s t ik in i a d a l a h Euromomtor (2003) . 

3 9 S e b u a h k o n s e p y a n g d i k r i t i k H c r y a n t o , t e t a p i juga m a s i h d i g u n a k a n n y a , (1999) . R i c h a i d R o b i v o n (1996) 

m e m b e r i k a n ana l i s i s y a n g c e r m a t t e n t a n g k e l o m p o k - k e l o m p o k y a n g b e r b e d a y a n g te lah d i k e l o m p o k k a n 

d i b a w a h label "ke las m e n e n g a h " d a r i p e r s p e k t i f Manc i s . Seper t i y a n g te lah d i s a m p a i k a n d a l a m Bab 

P e n d a h u l u a n , k o n s u m s i b e r l e b i h a n juga te lah d i a d o p s i o l e h a n g g o t a - a n g g o t a ke las p e k e r j a (Ge rke 2000; 

J o n c s 2008 ; M u r r a y 1991). 

4 0 Lihat )uga G e r k e (2000) y a n g juga m e n e k a n k a n p e n t i n g n y a k o n s u m s i d i I n d o n e s i a t e r l epas d a n a d a n y a 

d a m p a k d a n kr is is e k o n o m i y a n g t i d a k m e n j a d i p o i n ana l i s i s d a l a m a r t ike l H c r y a n t o . 
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Meskipun Heryan to berfokus pada strata populasi tertentu (kelas bor ju is dan 

menengah) , penyebaran barang-barang konsumsi massa dan budaya massa 

memil iki d a m p a k yang jauh lebih besar pada Indonesia yang menjadi semakin 

jelas ketika daya beli masyarakat Indonesia meningkat . Keputusan u n t u k 

membuka beberapa bagian dari pasar Indonesia un tuk bisnis internasional 

m e m u n g k i n k a n pelbagai barang dan gaya h i d u p masuk ke Indonesia yang 

sebelumnya telah di larang atau dicegah oleh pemer in tah Soekarno atau yang 

m e m a n g benar-benar sulit u n t u k diakses. Program kebudayaan negara harus 

bersaing (atau setidaknya h i d u p berdampingan) dengan serangkaian p roduk 

dan prakt ik budaya yang be rkembang pesat karena d ido rong oleh ekspansi 

pasar. Kebijakan ekonomi dan p e r t u m b u h a n ekonomi , khususnya da lam 

bidang industr i berpusat pada konsumsi , membuka jalan u n t u k komodi tas 

budaya baru dan subjektivitas baru kepada lebih banyak ke lompok populasi . 

Tanggapan rezim atas p e r t u m b u h a n konsumsi bersifat ambigu dan berubah-

ubah dari waktu ke waktu. Dari per tengahan t ahun 1970-an, rezim mulai 

memerangi apa yang dianggap sebagai konsumsi ber lebihan dan individual isme 

di kalangan kelas menengah Indonesia. Salah satu program yang d igunakan 

rezim adalah kampanye "Gaya H i d u p Sederhana", yang d imula i pada t ahun 

1974 tetapi bangkit kembali pada t ahun 1983, 1986 dan per tengahan t ahun 1993 

(Heryanto 1999). Kenda t ipun ditargetkan pada gaya h i d u p kelas atas, kampanye 

tersebut hanya mengklaim segelintir korban , yaitu para pejabat negara, dan 

tidak pernah yang bekerja di sektor swasta. Upaya lain u n t u k membatasi 

pengaruh perdagangan adalah larangan iklan televisi di stasiun milik negara 

yaitu TVRI. Ketika ia m e n g u m u m k a n larangan tersebut, Soehar to mengatakan 

bahwa alasannya adalah " u n t u k lebih memfokuskan televisi pada upaya 

memfasil i tasi p rogram p e m b a n g u n a n dan u n t u k menghindar i efek merugikan 

(dari iklan] yang tidak m e n u m b u h k e m b a n g k a n semangat p e m b a n g u n a n " 

(Kitley 2000: 64). Philip Kitley(2000) menempa tkan kebijakan pelarangan iklan 

itu dalam konteks politik yang lebih luas d imana ada ket idaksukaan yang luas 

terhadap perusahaan dan investor asing yang cenderung m e n d o m i n a s i iklan 

televisi dan bahwa hal itu bisa membua t Soeharto rentan terhadap serangan 

yang di lancarkan oleh ke lompok-ke lompok Islam selama kampanye pemilu 

1982. Kitley mcnulis :"Larangan iklan itu terkait dengan sebuah polemik yang 

m e m a n d a n g kapital isme asing sebagai materialistis dan berdasarkan asumsi dan 

cara h i d u p yang ber tentangan dengan pr insip-pr insip ideal dari kebudayaan 

nasional Indones ia" (2000: 69). Iklan tetap tidak di tayangkan da lam siaran-
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siaran televisi sampai Agustus 1990 ketika dua stasiun komersial d ibuka di 

Jakarta. 

Pada t ahun 1990-an, rezim Soeharto mendapa t pu j ian atas peningkatan 

kapasitas Indonesia dalam konsumsi p roduk-produk yang dibuka oleh 

kebijakan pasar liberal (Heryanto 1999). N a m u n demikian , rezim juga merasa 

bahwa tekanan yang dibawa serta oleh perubahan-perubahan ini m e m u n c u l k a n 

isu-isu yang mengkhawat i rkan . Selain kekhawatiran tentang kompat ibi l i tas 

gaya h i d u p baru dengan wacana budaya konservatif dan p e m b a n g u n a n , rezim 

juga khawatir bahwa pembagian yang tidak merata dari hasil p e r t u m b u h a n 

e k o n o m i bisa m e n i m b u l k a n keresahan di kalangan masyarakat miskin dan 

kelas pekerja Indonesia . Negara merespons melalui upaya-upaya (beberapa 

di antaranya tulus) u n t u k memerangi ket idakseimbangan ekonomi antara 

o rang kaya dan miskin (dan juga antara bisnis milik kaum p r i b u m i / M u s l i m 

dan Cina /Kr i s t en (Hefner 1998)) melalui ban tuan keuangan, p in j aman , dan 

kemit raan perusahaan (Heryan to 1999; Yoon 1991). 

Hal ketiga yang menjadi kekhawatiran rezim adalah k o m i t m e n poli t ik 

o rang kaya baru . David Bourchier (1998: 212) mengident if ikasi bahwa 

p e r t u m b u h a n yang cepat dar i kelas m e n e n g a h [...] bersama d e n g a n integrasi 

akselerat if Indones ia da lam kancah e k o n o m i global d a n be rakh i rnya 

Perang Ding in m e n y e b a b k a n pen ingka tan tekanan pada p e m e r i n t a h u n t u k 

me longga rkan cengke ramannya dan memper lua s hak-hak pol i t ik bagi ind iv idu 

a tau k e l o m p o k masyaraka t yang vokal . 

Rezim tersebut meresponsnya menegaskan "nilai-nilai Indonesia" . Melalui nilai-

nilai Indonesia, rezim mengkri t ik liberalisme, individualisme, dan konsumsi 

ber lebihan dengan kebangki tan kembali wacana adat konservatif . Komenta r 

Adrian Vickers dan Lyn Fisher tentang penerapan nilai-nilai Asia di Indonesia 

perlu di t in jau: 

Semua u n s u r dar i"ni la i -ni la i Asia" dapa t d i t e m u k a n da l am cara baga imana 

O r d e Baru berusaha mengklar i f ikas i d a n m e l e m b a g a k a n "nilai-ni lai 

Indones i a" . Di sana terdapat k o n s e p ideal t en tang keluarga d a n kekuasaan, 

seir ing m e n g k o n s t r u k s i k a n Barat sebagai "yang l a in" (1999: 398). 

Sebuah con toh dari "nilai-nilai Indonesia" yang Bourchier identifikasi sebagai 

respons rezim terhadap tekanan yang disebabkan oleh p e r t u m b u h a n kelas 
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menengah adalah kembalinya integralisme sebagai wacana yang melegitimasi 

ideolog O r d e Baru. 

Teks kunci dalam integralisme Indonesia adalah p ida to yang diber ikan 

oleh ahli h u k u m konst i tusional Raden S o e p o m o pada t a h u n 1945. S o e p o m o 

membedakan integralisme dari individual isme liberal dan teori kelas sebelum 

mendef in is ikannya sebagai teori di mana "negara ber tanggung jawab bukan 

terhadap hak-hak individu atau kelas tertentu tetapi kepada masyarakat yang 

d ipahami sebagai satu kesatuan organik" (Bourchier 1997: 160-161). Pandangan 

integralisme S o e p o m o tersebut d ih idupkan kembali setelah t ahun 1965 

dalam pemiki ran Ali M o e r t o p o dan sejarawan konservatif yang menjaba t 

sebagai Menter i Pendidikan dan Kebudayaan (1983-1985) yaitu N u g r o h o 

Notosusan to . Integralisme m e m u n g k i n k a n rezim u n t u k mengangkat cita-cita 

konservatif tentang "keluarga", "masyarakat" , dan "tradisi" da lam menghadapi 

t u n t u t a n u n t u k kebebasan yang lebih besar dan hak-hak individu. Integralisme 

d imasukkan ke dalam program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila) dan pada akhi r t ahun 1980-an merupakan sifat u m u m dari pidato-

p ida to dan ungkapan para tokoh O r d e Baru. Dengan memapa rkan sejarah 

poli t ik yang melegit imasi absennya kritik dan strategi poli t ik yang otokratis , 

wacana itu muncu l kembali ketika rezim mengidentif ikasi bahwa ancaman 

terbesar bangsa bukan lagi poli t ik Islam dan k o m u n i s m e mela inkan liberalisme 

dan individual isme. Secara khusus, Bourchier (1996) mengident if ikasi adanya 

kritik te rhadap pelanggaran hak asasi manusia dan tun tu t an u n t u k reformasi 

demokrat i s dan liberal yang didasarkan pada konsti tusi - yang keduanya 

merupakan p roduk dari kelas menengah yang sedang b e r t u m b u h . Mesk ipun 

integralisme dikri t ik dengan amat tajam oleh Marsi l lam S imanjun tak (1994) 

pada awal t ahun 1990-an, acuan kepada cita-cita adat konservatif terus ber lanjut 

sampai rezim jatuh pada t ahun 1998. 

K e s i m p u l a n 

Bukti yang disajikan dalam bab ini m e n d u k u n g kes impulan bahwa model 

budaya k o m a n d o dalam hal penetapan budaya diperkuat selama rezim 

O r d e Baru. Pemikiran yang menjad i dasar kebijakan budaya kolonial 

memil iki perbedaan pent ing dari pikiran O r d e Baru dalam hal bahwa rezim 

ini bergantung pada model p e r t u m b u h a n organik kebudayaan etnik yang 

d ibudidayakan oleh negara. Wacana modernisasi , yang begitu menon jo l pada 

era O r d e Baru dan khususnya pada dekade per tama kekuasaannya, jelas-jelas 
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diarahkan oleh negara dan membena rkan adanya intervensi negara yang 

lebih besar dan kontrol . Pada era O r d e Baru, kebudayaan di bawah Soeharto 

d igunakan u n t u k menjelaskan dan membena rkan h u b u n g a n hierarkis 

kekuasaan yang direpresentasikan sebagai warisan budaya yang sudah mendarah 

daging dan akhirnya m e n d u k u n g kelanggengan pemer in tahan otor i tar ian . 

Sementara M o e r t o p o menolak pembagian budaya t imur dan barat, pengert ian 

ten tang kebudayaan asli Indonesia kembali ke menyamakan individualisme, 

liberalisme, dan material isme dengan Barat dan asing, dan keu tuhan organik 

dan spir i tualisme d isamakan dengan kebudayaan Indonesia. Penguatan model 

budaya k o m a n d o memil iki pengaruh besar atas prakt ik budaya era O r d e Baru, 

terutama di kalangan sen iman daerah dan seniman-seniman yang radikal secara 

polit ik. 

Tanggapan rezim terhadap sebuah masyarakat yang semakin berubah pada 

akhir t a h u n 1980-an dan 1990-an adalah mencoba memperkua t ta tanan poli t ik 

dan wacana pemer in tahan . Pemerintah mencoba memperkua t "proses budaya" 

yang resmi da lam menghadapi proses budaya yang lebih luas dan yang lebih 

merasuk yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi O r d e Baru. Akan tetapi, 

wacana resmi pemer in tah semakin ketinggalan beberapa langkah di belakang 

gaya h i d u p sebagian besar elite polit ik, yang paling mencolok adalah anak-anak 

Soeharto, dan sebagian ke lompok masyarakat yang adalah kelas menengah 

yang sedang b e r t u m b u h pesat. Kenda t ipun demikian , rezim terus menegaskan 

perlunya kontrol o tor i tar ian dan memanfaa tkan wacana p e m b a n g u n a n selama 

kurun waktu pemer in tahannya , serta m e m a d u k a n n y a dengan pengaruh dari 

sumber-sumber lain seperti h u m a n i s m e universal. Melalui penyebaran wacana 

ini, gambaran subjek "o tor i t a r ian" yang norma t i f d ipa t r ikan ke da lam kebijakan 

budaya era O r d e Baru, seperti yang saya eksplorasi dalam bab ber ikutnya. 
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BAB V 

LEMBAGA DAN PROGRAM BUDAYA ORDE BARU: 

PEMBANGUNAN BUDAYA DI SEBUAH NEGARA 

YANG BERPENGARUH BESAR 

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, negara di era O r d e Baru telah 

d i tandai dengan ekspansi yang cepat atas k e m a m p u a n n y a . D ido rong per tama 

sekali oleh ban tuan luar negeri dan investasi asing dan kemudian oleh lonjakan 

harga minyak dunia , pener imaan riil pemer in tah antara t ahun 1966 d a n 1978 

b e r t u m b u h dengan t ingkat rata-rata t ahunan 27 persen yang jauh lebih baik 

d iband ingkan dengan p e n u r u n a n rata-rata 21 persen da lam pener imaan antara 

t ahun 1961 dan 1966 (Schiller 1996). Pada 1977-1978. pengeluaran pemer in tah 

sebesar 22,6 persen dari p roduk domest ik b ru to (PDB) yang jauh lebih besar 

d iband ingkan dengan 9,3 persen PDB pada t ahun 1966. Meningkatnya 

t ingkat intervensi negara ke dalam keh idupan masyarakat Indonesia melalui 

p e r t u m b u h a n yang pesat dalam kepegawaian dan program telah d i tandai sebagai 

bangkitnya negara yang berpengaruh besar (C. Geertz 1972; Schiller 1996). 

U n t u k melaksanakan ambisinya yang membesar , negara mempeker jakan para 

pegawai dan memper luas program-program u n t u k m e m p r o m o s i k a n budaya 

dan seni nasional . Direktorat Kebudayaan adalah pener ima manfaa t u tama dari 

pendanaan u n t u k meningka tkan kebijakan budaya. Sebuah eksplorasi terhadap 

kecenderungan, kebijakan, dan ketegangan dalam Direktorat ini member ikan 

gambaran tentang pendekatan dan tekanan da lam kebijakan budaya pada masa 

O r d e Baru. 

Bab ini terikat erat dengan bab sebelumnya da lam hal mengeksplorasi 

bagaimana "proses budaya" pada masa O r d e Baru d i te r jemahkan ke dalam 

kebijakan dan program. Secara khusus, bab ini akan mengemukakan a rgumen 

bahwa kebijakan budaya O r d e Baru itu o tor i ter karena di l ihat dari cara 

bagaimana ia membenarkan intervensinya da lam praktik budaya dari para 
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pe lakunya , y a n g berura t berakar d a l a m m e k a n i s m e u n t u k menghas i lkan 

d a n m e n d a n a i kebi jakan budaya . Setelah meni la i p e n g a r u h yang luas pada 

kebi jakan budaya d i masa O r d e Baru, b a b ini m e m b a h a s tiga b i d a n g p e m b u a t a n 

kebi jakan: arkeologi , m u s e u m , d a n sejarah; kebi jakan bahasa; d a n keb i jakan 

seni. Semen ta ra f o k u s d i sini ada l ah t e n t a n g arah yang luas dari kebi jakan , 

d u a b a b s tudi kasus d a l a m Bagian I I m e m b e r i k a n analisis yang r inci t en tang 

pe laksanaan p r o g r a m . Men i l a i kebi jakan d a n p r o g r a m m e m b e r i k a n kesempa tan 

u n t u k mengeksploras i sejauh m a n a kebi jakan budaya O r d e Baru ber ja lan 

sebagai m o d e l budaya k o m a n d o , sebuah b e n t u k pene t apan budaya yang selalu 

m e n j a d i k a n negara sebagai pusa t d a l a m m e r e n c a n a k a n , m e n c i p t a k a n , m e m b u a t 

kebi jakan, d a n merevisi p rak t ik budaya , d i negara d i m a n a k o n s u m s i budaya 

d i banyak t e m p a t ter jadi mela lui prakt ik-prakt ik budaya dae rah yang kuat , 

te tapi juga b e r u b a h karena p e r t u m b u h a n e k o n o m i yang be rke l an ju t an yang 

m e n g a r a h k a n k o n s u m s i b e n t u k - b e n t u k budaya massa. 

K e c e n d e r u n g a n d a n P e n g a r u h K e b i j a k a n B u d a y a 

D a l a m ar t ikelnya "O/c / State, New SocietyBenedict A n d c r s o n (1990b) 

b e r p e n d a p a t bahwa p e m u t u s a n yang p e n t i n g an ta ra per i laku keb i jakan pada 

a k h i r Demokra s i T e r p i m p i n d a n awal pe r iode O r d e Baru ada lah p e r u b a h a n dari 

m e n d o r o n g mobi l i sas i rakyat d i bal ik kebi jakan nas iona l i s ke m e n g e s a m p i n g k a n 

kekhawat i ran akan kekua tan negara d a n stabili tas. Sementa ra pe rha t i an 

t e rhadap kekua tan negara d a n stabi l i tas h a d i r d a l a m kebi jakan budaya O r d e 

Baru, ada juga buk t i t en t ang k o n t i n u i t a s d a l a m teknik baga imana budaya 

d i g u n a k a n d a l a m p e m e r i n t a h a n . Bukt i u m u m t en t ang terus d i g u n a k a n n y a 

budaya sebagai alat p e m b e r a d a b a n ada lah terus d i g a b u n g k a n n y a k e b u d a y a a n 

dengan p e n d i d i k a n d a n t idak adanya p e r u b a h a n yang s ign i f ikan t e rhadap 

s t r u k t u r in ternal D i rek to ra t Kebudayaan selain mereorganisasi berbagai b i d a n g 

keb i jakan d a l a m cabang-cabang yang berbeda , yang ter jadi s epu luh t a h u n 

setelah Baru O r d e m e m e g a n g kekuasaan.1 P e r u b a h a n s t ruk tura l u t a m a dari 

pe r iode p e m e r i n t a h a n Soeha r to adalah p e m b e n t u k a n Di rek to ra t P e m b i n a a n 

Penghayat Kepercayaan t e rhadap T u h a n Yang M a h a Esa (Di tb inya t ) , yang 

d i f o k u s k a n pada spi r i tual i tas Jawa, atas p e r m i n t a a n Presiden S o e h a r t o d a n yang 

1 Misalnya. Dinas Sejarah dan A n t r o p o l o g i ada bersama-sama dengan Lembaga Arkeologi dan Peninggalan 
Nas iona l da r i t a h u n 1960 sampai t a h u n 1975 ketika D i n a s Sejarah d a n Arkeologi d i b e n t u k d i s a m p i n g 
Lembaga Penel i t ian Arkeologi d a n Peninggalan Nas iona l d a n Lembaga Penel i t ian Sejarah dan Budaya. 
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kemudian menda tangkan kekhawatiran bagi ke lompok-kelompok Is lam. 'Dinas 

Kebudayaan di bawah Soekarno dan Direktorat Kebudayaan di bawah Soeharto 

sama-sama m e m a n d a n g kebudayaan sebagai bagian pent ing dari perkembangan 

Indonesia sebagai sebuah bangsa. N a m u n demikian , p e m a h a m a n tentang 

apa artinya menjadi o rang Indonesia dan bagaimana orang Indonesia harus 

bersikap berbeda jauh. 

Sementara fokus saya di sini jelas-jelas pada Direktorat Kebudayaan, 

perlu juga kita mengulas lembaga-lembaga negara yang lain yang memil iki 

pengaruh pada praktik-praktik budaya, khususnya dalam konteks perluasan 

budaya konsumen , khususnya melalui media massa. Sementara Direktorat 

Kebudayaan berfokus pada bidang-bidang yang di te tapkan sebagai budaya oleh 

negara, Depar temen Dalam Negeri dapat mengalokasikan uang u n t u k kegiatan-

kegiatan budaya di t ingkat Provinsi. Depar temen Informasi dan Depar temen 

Komunikas i bertanggung-jawab u n t u k mengatur media. Direktorat Pariwisata 

di Depar temen Komunikas i memil iki pengaruh terhadap praktik-praktik 

budaya melalui promosi wisata budaya, dan Depar temen Per industr ian dapat 

m e m p e n g a r u h i produksi dari p roduk-produk keraj inan, khususnya melalui 

Direktorat Industr i Kecil. Akhirnya, Depar temen Luar Negeri juga bisa 

mempenga ruh i kebijakan melalui kontrolnya atas d iplomasi budaya baik yang 

masuk m a u p u n yang keluar Indonesia . N a m u n demikian , d i antara lembaga-

lembaga negara tersebut sering terjadi konfl ik perebutan " l ahan" (seperti kasus 

Borobudur yang dibahas dalam bab ini). 

Direktorat Kebudayaan menjust i f ikasi keberadaannya (dan biayanya) 

yang ber lanjut melalui versi O r d e Baru dari apa yang Toby Miller dan George 

Yudicc (2002: 24) sebut "kewargaan budaya" atau pekerjaan pemer in tah 

yang bisa d i lakukan oleh kebudayaan u n t u k negara. Tetapi Miller dan 

Yudice menggunakan definisi yang jamak tentang kewargaan budaya, yang 

mendef in is ikannya sebagai cita-cita demokrasi , menyangkut "pemel iharaan 

dan pewarisan budaya melalui pend id ikan , adat, bahasa, dan agama, dan 

pengakuan terhadap perbedaan dalam dan oleh kebudayaan-kebudayaan arus 

u t ama" (2002: 25). Versi O r d e Baru yang berbeda itu menempa tkan kekuasaan 

u n t u k m e n e n t u k a n pewarisan kebudayaan di tangan negara, yang member ikan 

2 Keberadaan Di tb inya t . yang d inya takan d a l a m p i d a t o Soeha r to pada tanggal 16 Agustus t a h u n 1978. 
d ik r i t ik keras oleh partai Is lam yaitu Partai Persatuan P e m b a n g u n a n (PPP) pada saat i tu dan pada 
t a h u n 1997 K o m i t e Indones ia u n t u k Solidari tas D u n i a (K1SD1) sekali lagi m e n u n t u t agar Di tb inya t 
d i h a p u s k a n <AS 1997). 
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orang-orang Indonesia hanya sedikit kemungk inan u n t u k memper tanyakan 

definisi negara te rhadap kebudayaan mereka. Masyarakat Indonesia harus 

mempelajar i versi yang direstui negara tentang mul t iku l tura l i sme Indonesia: 

kesatuan budaya Indonesia , ke lompok-ke lompok yang berbeda yang tinggal 

bersama di Indonesia, bagaimana mereka h i d u p bersama dalam ha rmon i , 

cara bagaimana Indonesia memodernisas i diri dan bagaimana orang-orang 

Indonesia mode rn h idup . Mereka diajarkan tentang sejarah Indonesia , tentang 

identi tas mereka dan identi tas etnik lainnya, hal-hal yang negara telah lakukan 

dan sedang lakukan bagi mereka dan h u b u n g a n yang tepat dengan budaya 

dan teknologi asing. Singkatnya, orang-orang Indonesia harus d ia jarkan setelah 

masa pemer in t ahan Soekarno tentang bagaimana men jad i o rang Indonesia di 

masa Indonesia O r d e Baru. 

Wacana p e m b a n g u n a n adalah pr ins ip pengorganisasian yang paling 

pen t ing dari era kebijakan budaya O r d e Baru.3 Mempr ior i taskan p e m b a n g u n a n 

mengubah fokus kebijakan budaya dari m e n d o r o n g mobilisasi di balik 

rencana poli t ik Soekarno ke m e m b a n g u n sebuah masyarakat sosialis u n t u k 

m e n d u k u n g p e r t u m b u h a n domest ik yang d i p i m p i n oleh negara. Lebih pent ing 

lagi, p e m b a n g u n a n member ikan alasan abadi bagi kebijakan budaya yang 

menjelaskan maksud dan tu juan dari kebijakan budaya terhadap birokrat-

birokrat yang menangan i urusan budaya dan m e m b e n a r k a n keberadaannya 

sebagai bagian dari t u j u a n yang lebih luas dari modernisasi yang digerakkan 

oleh negara. Secara khusus ada tiga unsur yang pent ing u n t u k dibahas di sini. 

Dalam pidatonya pada t ahun 1978, Menter i Pendidikan dan Kebudayaan, 

Daoed Yoesoef, membua t pengamatan bahwa dalam sebuah bangsa "demokra t i s" 

seperti Indonesia , negara harus memfasil i tasi organisasi-organisasi non-

pemer in tah dalam melakukan kegiatan budaya lebih dar ipada mengorganisir 

kegiatan itu sendiri (1978: 35). Yoesoef kemudian memasukkan sebuah syarat 

penting: "Harus diakui , da lam sebuah negara yang be rkembang seperti 

Indonesia , di mana sektor non-pemer in tah masih relatif lemah da lam bidang 

3 D a l a m D i r e k t o r a t K e b u d a y a a n , i s t i lah " p e n g e m b a n g a n " , y a n g juga b e r a r t i p e m b a n g u n a n t e t ap i d a l a m 

ar t i b u d i d a y a , l eb ih d i s u k a i d a r i p a d a i s t i l ah p e m b a n g u n a n . N a m u n d e m i k i a n , i s t i l ah p e n g e m b a n g a n 

m e n j a d i k a n b u d a y a t u n d u k p a d a p e n g g u n a a n i n s t r u m e n ve iupa o l e h r e z i m . D a l a m s e b u a h b u k u kecil 

y a n g m e n g u r a i k a n gar is besa r k e b i j a k a n b u d a y a , pengembangan d e n g a n jelas m e m p e r t a h a n k a n ka rak t e r 

t r a n s i t i f dar i pembangunan y a n g m e l a t a r b e l a k a n g i t i n d a k a n m a n u s i a u n t u k m e m b e n t u k k e b u d a y a a n . 

B u k u t e r sebu t m e n y a t a k a n b a h w a pengembangan m e n g a c u p a d a keg ia t an y a n g " m e n i n g k a t k a n k u a l i t a s " 

" m e m p e r k a y a n i la i -n i la i" , d a n " m e m p e r k u a t i d e n t i t a s b u d a y a n a s i o n a l " ( D i r e k t o r a t K e b u d a y a a n 1994-

1995: 14). 
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p e n d a n a a n d a n fasilitas, p e m e r i n t a h d i d o r o n g u n t u k m e l a k u k a n t i n d a k a n d i 

banyak b idang , t e rmasuk b u d a y a " (1978: 35). 

Sta tus Indones ia sebagai "negara b e r k e m b a n g " m e m b e r i k a n alasan u n t u k 

t i n d a k a n d a l a m negeri sendir i serta m e n d e f i n i s i k a n t e m p a t n y a d a l a m ta t anan 

in te rnas iona l . Pen ingka tan intervensi negara d a l a m kebi jakan budaya ini 

d i p e r l u k a n karena adanya k e k u r a n g a n yang t a m p a k jelas (bahwa hal i tu dapa t 

d i a sums ikan relatif t e rhadap negara-negara " m a j u " ) d a l a m masyarakat . Setelah 

e n a m belas t a h u n p e r t u m b u h a n e k o n o m i yang be rke l an ju t an , sebuah bukle t 

yang m e n g u r a i k a n kebi jakan Di rek to ra t Kebudayaan d i b u a t pada t a h u n 1994-

1995 masih m e n e k a n k a n bahwa masyaraka t Indones i a i tu " ter ikat o leh t radisi 

yang t idak selalu m e n d u k u n g kesiapan d a n k e m a t a n g a n berpiki r , bers ikap, d a n 

be r t i ndak secara t e rbuka d a n progresif , mengharga i wak tu d a n s iap u n t u k ter l ibat 

d a l a m persa ingan yang seha t" (Direktorat Kebudayaan 1994-1995). P e m b e n a r a n 

u n t u k intervensi d a n kon t ro l negara yang lebih besar te tap m e r u p a k a n sikap 

negara t e rhadap masyaraka t Indones ia yang d i p a n d a n g te rbe lakang d a n be lum 

dewasa. Kedua , dasar p e m i k i r a n p e n g e m b a n g a n merekons t ruks i keb i jakan 

budaya sebagai s u p l e m e n yang d i p e r l u k a n u n t u k modern isas i e k o n o m i . 

Sebuah laporan t a h u n 1970 dari D e p a r t e m e n Pend id ikan d a n Kebudayaan 

m e n g u r a i k a n masa lah yang terkait d e n g a n t u j u a n O r d e Baru t en t ang percepa tan 

p e m b a n g u n a n . Yang t e ru t ama d i an t a r anya adalah " u n s u r - u n s u r t rad i s iona l 

yang m e n g h a m b a t [...] p e m b a n g u n a n e k o n o m i " ; secara khusus , l a p o r a n itu 

m e n g a t a k a n bahwa: 

Sistem nilai dari masyarakat tradisional biasanya cenderung ke arah sikap 
yang bersandar pada fatalisme karena pertumbuhan pembangunan yang 
lambat (...) Meskipun perbaikan ekonomi terus berjalan lancar, jelas sulit 
untuk mengubah sikap dan mentalitas untuk menerima perubahan-perubahan 
yang relevan yang menyertai kebutuhan akan pembangunan sosial-ekonomi 
dan politik yang rasional dan realistis (Harmidjojo Adikoesoemo, Surjaman, 
Wibisono, Harsojo, dan Sukmono 1972: iv). 

Kebi jakan budaya d i b e b a n k a n d e n g a n tugas " m e n g a r a h k a n cara berp ik i r 

masyarakat Indones ia (...) m e n u j u p a n d a n g a n m o d e r n " ( H a r m i d j o j o 

A d i k o e s o e m o , S u r j a m a n , W i b i s o n o , Ha r so jo , d a n S u k m o n o 1972: v). 

P e m b a n g u n a n e k o n o m i t idak c u k u p . Ini per lu d i d u k u n g o leh p e r u b a h a n 

budaya . Negara , d i s a m p i n g m e n g a r a h k a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i , juga 
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ber tugas u n t u k m e m i m p i n p e m b a n g u n a n budaya . Transisi ke m o d e r n i t a s 

juga memfas i l i tas i gerakan yang m e n j a u h dari k o m i t m e n pol i t ik d a n sosial 

sebe lumnya d a n k o m i t m e n yang lebih besar t e rhadap negara d a n u n t u k proyek-

proyek negara. I lmu p e n g e t a h u a n d a n teknologi , misa lnya, ha rus d i in tegras ikan 

ke d a l a m budaya Indones ia oleh negara, yang secara berhat i -hat i d i a r a h k a n 

u n t u k t idak b e r t e n t a n g a n d e n g a n budaya d a n i lmu p e n g e t a h u a n . 

U n s u r ketiga terkait dengan efek negat if dari modern isas i . Ringkasan 

kebi jakan budaya yang di tu l i s pada t a h u n 1976 secara d rama t i s m e m p e r i n g a t k a n 

bahwa teknologi m o d e r n , bersama d e n g a n " p c n c i p t a a n k e m a k m u r a n d a n 

k e u n t u n g a n , juga dapa t m e n d a t a n g k a n kerug ian d a n , lebih lagi. bahaya bagi u m a t 

m a n u s i a " ( D e p a r t e m e n Pend id ikan d a n Kebudayaan 1976: 5). Modern i sas i bisa 

m e l e m a h k a n h a r m o n i sosial d a n semanga t bangsa d a n m e n i m b u l k a n kon f l i k . 

Selain i tu , modern isas i bisa m e n d a t a n g k a n " p e n g a r u h as ing yang n e g a t i f ' yang 

bisa m e r a c u n i kebudayaan nas iona l . Sebuah aspek p e n t i n g kebi jakan budaya 

dari era O r d e Baru ada lah m e m e r a n g i p e r u b a h a n sosial yang negat i f akibat 

modern i sas i sepert i konf l ik e tn ik d a n sosial (yang sebagian besar d i je laskan 

karena f ak to r ika tan sosial yang me lemah) . Kebi jakan b u d a y a m e l a k u k a n hal 

itu melalui p e n g u a t a n u n s u r - u n s u r kebudayaan nas iona l yang o leh rezim 

O r d e Baru d i p a n d a n g sebagai hal-hal yang d i i n g i n k a n . D a r i p a d a m e n g a r a h 

ke langkah- langkah khusus , negara lebih c e n d e r u n g m e m i l i h m e m e r a n g i 

efek negat i f dari modern isas i sebagai p e m b e n a r a n bagi adanya kebi jakan 

budaya secara u m u m d e n g a n t u j u a n yang lebih besar u n t u k m e m p r o m o s i k a n 

" p e m b a n g u n a n sp i r i tua l" d a n nas iona l i sme. 

Publikasi U N E S C O t a h u n 1985 Cultur.il Policy in Indonesia, y ang di tu l i s 

oleh D i r ek tu r Jendera l Kebudayaan , Ha rya t i Socbadio , menegaskan pen t ingnya 

p rog ram p e m b a n g u n a n Indones i a u n t u k Kebi jakan Budaya d a n t e k a n a n g a n d a 

yang d ihas i lkannya : "Di satu sisi, p e m b a n g u n a n m e m b u t u h k a n l i ngkungan 

yang k o n g r u c n secara budaya u n t u k m e n j a d i sukses, sementa ra di sisi lain, ia 

juga c e n d e r u n g m e m b a w a efek s a m p i n g negatif d i be lakangnya , yang hanya 

d a p a t diselesaikan melalui l angkah- langkah b u d a y a " (1985: 12). Pernya taan 

Soebad io m e m b e r i k a n g a m b a r a n s ingkat t en t ang b a g a i m a n a p e m b a n g u n a n yang 

d i p i m p i n rezim m e n d e f i n i s i k a n t u j u a n yang luas dar i keb i jakan budaya d i era 

O r d e Baru. P ida to Yoesoef juga m e n d e f i n i s i k a n peran " p e m b a n g u n a n b u d a y a " 

sebagai cara m e n y e d i a k a n l i n g k u n g a n yang k o n d u s i f bagi p e m b a n g u n a n 

e k o n o m i d a n m e n g u r a n g i efek nega t i fnya . Peran negara d a l a m m e l a k u k a n 

intervensi karena celah p e r k e m b a n g a n d i an ta ra rakyatnya d ika i tkan serupa 
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dengan p e m b e n a r a n p e m e r i n t a h kolonia l atas in tervens inya yang lebih besar 

d a l a m k e h i d u p a n masyarakat P r i b u m i k e t i m b a n g t e r h a d a p masyaraka t Eropa . 

Pengecual ian t e r h a d a p a t u r a n liberal ini, d i m a n a hak d a n kebebasan setiap 

ind iv idu d i h o r m a t i o leh negara, m e m u n g k i n k a n adanya k o n t r o l o to r i t e r d a n 

intervensi negara dengan sedikit ba tasan. Sejauh m a n a p e m b e n a r a n seperti itu 

d i g u n a k a n sebagai dasar u n t u k kebi jakan budaya m e n c e r m i n k a n sejauh m a n a 

keb i jakan budaya dapa t d ic i r ikan sebagai o to r i t a r i an . 

P e r u b a h a n s t r u k t u r masyarakat Indones ia yang terjadi selama t a h u n - t a h u n 

p e r t u m b u h a n e k o n o m i m e m b e r i k a n beberapa t ekanan t e r h a d a p keb i jakan 

budaya , yang t e r h u b u n g d e n g a n respons rezim t e rhadap p e n i n g k a t a n penetrasi 

t e rhadap masyarakat Indones ia o leh barang-barang k o n s u m s i d a n gaya h i d u p 

yang d ibahas d a l a m b a b sebe lumnya . Kebi jakan budaya pada t a h u n 1970-an 

d a n 1980-an c e n d e r u n g m e n e k a n k a n watak posi t i f dar i p e r k e m b a n g a n wacana 

t en t ang budaya : m e n g a r a h k a n budaya nas iona l u n t u k m e m b a n t u p e m b a n g u n a n 

e k o n o m i . Pada 1990-an, kese imbangan bergeser ke a rah wa tak yang negatif : 

m e m e r a n g i p e n g a r u h luar yang negat if yang d i anggap m e l e m a h k a n budaya 

nas ional . D a l a m bukle t Pembinaan dan Pembangunan Kebudayaan, Direktorat 

Kebudayaan, 1994/95, t a n t a n g a n u t a m a bagi keb i jakan budaya adalah m e n g a t u r 

a l i ran budaya p o p u l e r Barat ke Indones ia . Buklet tersebut m en y a t ak an : 

" M a s u k n y a nilai-nilai yang b e r t e n t a n g a n d e n g a n Pancasila d a n nilai-nilai l u h u r 

la innya melalui p rog ram televisi dari luar, f i lm d a n b a h a n bacaan m e r u p a k a n 

a n c a m a n bagi p e m b a n g u n a n kebudayaan nas iona l " (Direktorat Kebudayaan 

1994-1995: 20). P e r u b a h a n s t r u k t u r sosial yang ter jadi selama era O r d e Baru 

t idak m e m b a n g k i t k a n respons kebi jakan yang ba ru m e l a i n k a n m e n g a l i h k a n 

p e n e k a n a n d a l a m arah kebi jakan yang ada t e rhadap p e r l i n d u n g a n budaya 

nas iona l dari p e n g a r u h - p e n g a r u h yang mengganggu . N a m u n d e m i k i a n , ada d u a 

watak yang te tap sama: m e n c i p t a k a n l i n g k u n g a n yang selaras d e n g a n budaya 

bagi p e m b a n g u n a n nas ional sambi l di sisi lain mencegah efek negat i fnya . 

P e m b u a t a n K e b i j a k a n : P e n d a n a a n P r o g r a m , P e n u n j u k a n P e j a b a t 

Salah satu t ekn ik yang pa l ing s ign i f ikan yang d i g u n a k a n rezim u n t u k m e m a s t i k a n 

sua tu sistem terpusat dari p e n g e m b a n g a n kebi jakan d a n pe laksanaannya 

ada lah p e n d a n a a n . Ada dua jenis p e n d a n a a n d a l a m birokrasi era O r d e Baru . 

J en i s pe r t ama ada lah anggaran r u t i n yang m e n u t u p i biaya operasi dasar d a n 

p e m e l i h a r a a n . M e s k i p u n anggaran ru t in d iperbesar secara s ign i f ikan selama era 
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O r d e Baru ( l ihat Tabel 5.1), hal itu c e n d e r u n g hanya m e n u t u p i biaya tenaga kerja 

d a n fasili tas peme l iha raan saja. Sistem kedua pe laksanaan kebi jakan , proyek-

proyek p e m b a n g u n a n , ada lah d is t r ibus i yang jauh lebih m e n g u n t u n g k a n dari 

s u m b e r daya negara bagi semua p ihak yang ter l ibat . 

Tabel 5.1: Anggaran Di rek tora t K e b u d a y a a n ( D a l a m R i b u a n Rup iah) 5 

T a h u n Anggaran Ru t in Proyek P e m b a n g u n a n T a h u n 
Anggaran 

Ru t in 
Proyek 

P e m b a n g u n a n 

1969/70 295.579 163.000 1981/82 3.480.156 23.556.700 

1970/71 308.579 205.325 1982/83 3.556.287 26.886.588 

1971/72 223.023 205.685 1983/84 3.875.149 19.021.500 

1972/73 360.585 300.000 1984/85 4.371.649 29.500.000 

1973/74 509.564 576.053 1985/86 5 . 5 9 8 2 7 2 31.293.959 

1974/75 695.849 2.181.246 1986/87 6.109.121 17.573.125 

1975/76 1.191.004 4. 499.400 1987/88 5. 969.087 6.426.659 

1976 /7 ' 775.737 6.683.291 1988/89 Tidak tersedia Tidak tersedia 

1977/78 1.047.331 8. 907.646 1989 /90 Tidak tersedia 9.277.988 

1978/79 1.174.952 10. 289.365 1990/91 Tidak tersedia 17.638.795 

1979/80 1.386.397 11 .315 .269 1991/92 Tidak tersedia 23.079.995 

1980/81 2.367.817 18. 319.587 1992/93 Tidak tersedia 28.240.304 

1981/82 3.480.156 23.556.700 1993/94 Tidak tersedia 36.940.488 

1982 /83 3.556-287 26.886.588 1994/5-98/9 5 7 J 8 5 . 0 1 4 54.928.491 

* R a t a - r a t a p e r i o d e l i m a t a h u n k a r e n a s t a t i s t i k t a h u n a n t i d a k t e r s e d i a d i D i r e k t o r a t K e b u d a y a a n 

D i m u l a i dengan Rencana P e m b a n g u n a n Lima T a h u n y a n g p e r t a m a 

(Repeli ta I ) pada t a h u n 1969, proyek-proyek p e m b a n g u n a n d e n g a n cepat m e n j a d i 

sarana u t a m a rezim u n t u k mencapa i sasaran dari kebi jakan-kebi jakannya . Kata 

"p royek" d i Indones ia m e n g a n d u n g arti , selain b e r h u b u n g a n d e n g a n p rog ram 

p e m b a n g u n a n negara, juga terkait d e n g a n teknik m a n a j e m e n yang d i t e r apkan 

oleh para pejabat yang ser ing m e m e t i k uang sebagai hasil dar i keter l ibatan 

mereka. D a l a m anal is isnya t en t ang p e r u b a h a n negara d i Jepara selama era 

1970-an d a n awal 1980-an ,J im Schiller m e n u n j u k k a n bahwa bagi para b i rokra t , 

" s u m b e r pal ing p e n t i n g p e n d a p a t a n yang legal adalah uang proyek a tau uang 

pelaksana proyek" (1996: 154-5). D i b a n d i n g k a n d e n g a n bag ian bi rokras i yang 

lain, di Di rek tora t Kebudayaan t idak terdapat banyak uang . 

4 Di susun dar i tanggal da l am l a p o r a n Di rek tora t Kebudayaan: M a n t r a (1978) d a n Direktora t Kebudayaan 
(1987. 1993. 1999a). 

179 



N a m u n demikian , proyek-proyek menjan j ikan prestise, lebih besar dari 

membayar cek biasa dan mungk in uang suap bagi para pejabat senior yang 

bekerja di birokrasi t ingkat nasional dan provinsi . Kebijakan budaya d i r u m u s k a n 

melalui sistem pembua tan kebijakan yang sangat terpusat yang bekerja da lam 

siklus lima t ahun . Sebagian tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

ketika lembaga ini menyelenggarakan sidang setiap lima t ahun sekali u n t u k 

m e m u t u s k a n arah kebijakan negara u n t u k lima t ahun ke depan. Mereka 

membayangkan tugas ini sebagai pener jemahan atas d o k u m e n kunci ideologi 

O r d e Baru, yaitu Pancasila dan U U D 1945, ke dalam program kebijakan yang 

d ia rahkan u n t u k menangan i masalah yang ada dan memosis ikan Indonesia 

ke arah kemakmuran masa depan. D o k u m e n yang dihasi lkan, yaitu Garis-

Garis Besar Ha luan Negara ( G B H N ) disahkan dan diber ikan kepada Badan 

Perencanaan Pcmbanguna Nasional (Bappenas), yang, melalui konsultasi dengan 

birokrasi, mener j emahkan G B H N ke dalam Repelita. Repelita adalah dasar dari 

kebijakan yang d ikembangkan dan di terapkan oleh berbagai depar temen dan 

direktorat . Selama berlangsungnya suatu Repelita, Bappenas dan Direktorat 

Anggaran m e n e n t u k a n program-program apa saja yang disetujui atau ditolak 

sesuai dengan Repelita. 

Dengan demikian , program dan proyek harus m e n u n j u k k a n h u b u n g a n 

langsung dengan Repelita, U U D 1945 d a n / a t a u Pancasila, menjelaskan 

referensi yang ajeg dengan ketiga d o k u m e n tersebut dalam publikasi dan 

laporan Direktorat Kebudayaan. Sebagai landasan juridis bagi kebijakan 

budaya, penjelasan tentang kebudayaan da lam U U D 1945 tetap signifikan 

sepanjang era O r d e Baru.5Kebudayaan disebutkan da lam setiap rencana lima 

t ahun meskipun dalam Repelita I hanya disebut secara singkat saja (1968/1969-

1973/1974). Kebudayaan yang disebutkan sepanjang dua ha laman da lam 

Repelita I , yang juga meliput i olahraga, k e m u d i a n be rkembang men jad i 40 

ha l aman dalam Repelita V (1989/1990-1993/1994). Baik Phil ip Yampolsky 

(1995) m a u p u n Jorgcn He l lman (1999) mencatat penekanan perkembangan 

tersebut. He l lman juga mengident if ikasi perluasan fokus pada situs-situs 

budaya lokal dan pengetahuan da lam Repelita II (1974/1975-1978/1979) yang 

meningkat lebih lanjut da lam Repelita berikutnya. Perhatian terhadap pelbagai 

ben tuk seni daerah, benda budaya, situs, dan pengetahuan adalah bagian dari 

konsentrasi yang lebih luas dari fokus terhadap praktik-praktik budaya daerah 

5 B e r h u b u n g u n s u r - u n s u r Repeli ta yang relevan dengan budaya telah dianal is is se tara p a n j a n g lebar di 
t e m p a t lain ( H e l l m a n 1999; Yampolsky 1995). yang d ised iakan di sini hanya lah r ingkasan s ingkatnya . 
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dalam Direktorat Kebudayaan. Peningkatan jumlah acuan kepada U U D 1945 

dalam seluruh bagian Repelita t en tang kebudayaan menjad ikan perhatian 

terhadap kebudayaan daerah sebagai pusat kebijakan budaya, yang melan ju tkan 

kecenderungan yang telah d imula i sejak t ahun 1956. Meskipun pariwisata 

hanya sesekali d isebutkan dalam bagian budaya dari setiap Repelita ( u m u m n y a 

dalam konteks kerjasama lintas sektor, tetapi juga sempat disebutkan secara 

singkat da lam Repelita Vterkait dengan pengembangan situs sejarah u n t u k 

pariwisata), kebudayaan sering disebutkan dalam bagian pariwisata baik sebagai 

sumber daya pent ing m a u p u n sebagai objek yang m e m b u t u h k a n pengelolaan 

yang cermat da lam konteks pariwisata. Wisata budaya, sebagian besar karena 

p e r t u m b u h a n pariwisata Bali, d i p a n d a n g oleh rezim sebagai sumber potensial 

pendapatan negara (Picard 1997). 

Baik pengamat asing m a u p u n da lam negeri sama-sama menan tang karakter 

patr iarkis dari proyek p e m b a n g u n a n kebudayaan. Mary Zurbuchen menul is 

dalam kai tannya dengan peneli t ian budaya yang disponsor i negara: 

Penel i t ian itu sendir i adalah semacam "proyek" , dengan subjek yang 

d ide f in i s ikan secara s empi t dan jangka wak tu yang terbatas d a l a m 

implemen tas inya , yang u m u m n y a d ide f in i s ikan berdasarkan kalender a tau 

t a h u n fiskal. U n t u k m e n d a p a t k a n d u k u n g a n p e m e r i n t a h , penel i t ian budaya 

biasanya harus memi l ik i h u b u n g a n d e n g a n pe r t anyaan t en tang kebi jakan 

p e m e r i n t a h d a n pencapa ian dari beberapa aspek p e m b a n g u n a n (1990: 139). 

Benny Yohanes, Kepala Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) di Bandung, 

mengarahkan perhat iannya pada cara bagaimana orang yang terlibat dalam 

proyek-proyek pemer in tah O r d e Baru mempr ior i t askan keun tungan di atas 

kuali tas artistik, dalam sebuah artikel surat kabar yang di terbi tkan dua t a h u n 

setelah jatuh Soeharto: 

Pada saat yang sama, per i laku birokrasi seni terlalu sering m e m a n d a n g seni 

sebagai sebuah "proyek" , sehingga ide-ide yang d i sa r ankan yang d i t u j u k a n 

u n t u k inovasi konsep tua l t idak t e rakomodas i . "Proyektisasi" seni, yang 

m e r u p a k a n warisan dar i b i rokrasi O r d e Baru yang dekaden , telah m e n y e b a b k a n 

per i laku m e n y i m p a n g dar i lembaga-lembaga seni yang ada da l am l i n g k u n g a n 

serupa . Kecende rungan u n t u k mengeksplo i tas i potens i keaslian seni d a n nilai 

k e u n t u n g a n selalu mel ic inkan dal ih-dal ih yang d i s amarkan (2000). 
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Meskipun sistem pembua tan kebijakan berhasil dalam menggambarkan versi 

kebudayaan rezim O r d e Baru di tengah kebijakan budaya, hal itu m e n g u n d a n g 

kritik yang diart ikulasikan sebelum dan setelah ja tuhnya rezim. 

Metode lain yang dapat d igunakan un tuk mengendal ikan arah kebijakan 

budaya adalah proses pengangkatan para pejabat pada posisi tinggi. Ada kesamaan 

yang sangat jelas antara Direktur Jenderal Kebudayaan yang m e n u n j u k k a n 

pent ingnya latar belakang dan penekanan ter tentu. Ida Bagus Mant ra , Direktur 

Jenderal Kebudayaan sejak t ahun 1968 sampai 1978, membua t kerangka 

kebijakan yang berkes inambungan dalam Direktorat Kebudayaan sepanjang 

masa kekuasaan O r d e Baru. Mant ra telah mengenyam pend id ikan Belanda 

sebagai seorang anak sebelum menyelesaikan studi pascasarjana di India da lam 

bidang sejarah budaya. Ia kemudian mengajar di Universitas Indonesia di Jakarta, 

setelah selesai masa tugasnya sebagai Direktur Jenderal , dan k e m u d i a n diangkat 

sebagai G u b e r n u r Bali (Leirissa dan Katar tadarmadja 1984). Prestasi besarnya 

sebagai Direktur Jenderal adalah mendi r ikan serangkaian proyek kebudayaan 

nasional yang menyerap banyak dana yang alokasinya meningkat sejak t a h u n 

1970-an. Jaba tannya k e m u d i a n di teruskan oleh Haryat i Soebadio yang men jad i 

Direktur Jenderal sampai 1988 dan juga mengajar di fakultas yang sama di 

Universitas Indonesia di b idang bahasa-bahasa kuno . G.P.II. Pocgcr, saudara 

dari Sultan Yogyakarta, adalah Direktur Jenderal dari t ahun 1988 hingga 1993. 

Direktur Jenderal berikutnya adalah Edi Sedyawati, seorang penari terkenal 

yang telah terlibat da lam pendir ian Taman Ismail Marzuki (TIM) dan yang, 

sekali lagi, juga belajar dan mengajar di Fakultas Sastra di b idang arkeologi 

kuno . Dia memegang posisi tersebut sampai ja tuhnya pemer in t ahan O r d e Baru 

pada t ahun 1998. 

Ada beberapa kesamaan yang luar biasa antara para Direktur Jenderal 

tersebut. Semuanya berasal baik dari Jawa Tengah a t a u p u n Bali. Yang lebih 

pent ing lagi, tiga dari keempatnya pernah menjadi pengajar di Fakultas Sastra 

di Universitas Indonesia dalam b idang yang terkait dengan teks-teks k u n o dan 

arkeologi, dan seorang Direktur Jenderal lainnya berlatar belakang bangsawan 

kerajaan di Jawa Tengah." Mantra , Soebadio, dan Sedyawati sama-sama melihat 

kebudayaan nasional sebagai sistem yang m e m b e n t u k dasar dari cara h i d u p 

yang u m u m bagi seluruh masyarakat Indonesia , dan yang t e rhubung dengan 

6 Di rek tu r Jendera l d i D i n a s tersebut d i ambi l dar i fakul tas yang sama di universi tas yang sama u n t u k 
semua kecuali u n t u k l ima t a h u n da r i tiga p u l u h t a h u n an ta ra 1968 dan 1998. 

1 8 2 



gagasan peradaban atau pembudayaan (Mantra 1978; Sedyawati 1995/1996, 

Soebadio 1986). Kesamaan dalam latar belakang etnik dan pendidikan 

merupakan s imbol dari preferensi O r d e Baru atas bentuk-bentuk kebudayaan 

yang tinggi yaitu Jawa dan Bali, khususnya prakt ik dan objek-objek budaya 

yang be rhubungan dengan kerajaan masa lalu. Perlu dicatat bahwa Arkeologi 

merupakan bagian yang lebih maju di t u b u h Direktorat Kebudayaan karena 

basisnya pada masa kolonial yaitu Jawatan Arkeologi (yang didi r ikan pada 

1913), yang mencakup sejumlah besar ahli yang berkualitas dan d i d u k u n g oleh 

program pelat ihan di Universitas Indonesia dan Universitas Gad jah Mada, 

sehingga tidak mengalami masalah dalam hal sumber daya manusia sebagaimana 

yang d ihadapi oleh bagian-bagian lain dalam Direktorat yang sama (Direktorat 

Kebudayaan 1973). Dengan demik ian , ia memil iki dasar kelembagaan yang 

lebih kuat bagi pengembangan karier birokrasi. Di bawah k e p e m i m p i n a n 

orang-orang ini, kebijakan budaya pada masa O r d e Baru sama-sama memil iki 

t u juan u n t u k memben tuk peradaban Indonesia sebagai bagian dari tu juan 

p e m b a n g u n a n nasional . Akan tetapi, Soebadio mengambi l pandangan yang 

lebih ins t rumenta l i s terhadap kebudayaan yang menyelaraskannya secara dekat 

dengan kepent ingan rezim O r d e Baru.7 Para Direktur Jenderal tersebut juga 

sama-sama berfokus pada warisan budaya dan memper luas program-program 

yang berkai tan dengan merekam sejarah budaya dan arkeologi yang d imula i 

oleh Mant ra . 

K o n e k s i I n t e r n a s i o n a l 

Setelah mengambi l alih kekuasaan, rezim O r d e Baru bergerak cepat u n t u k 

merangkul kembali masyarakat internasional , termasuk menja l in kemi t raan 

budaya. Setelah beberapa kesepakatan diperoleh dari pe rubahan kebijakan luar 

negeri pada dekade per tama masa O r d e Baru, invasi Indonesia dan pemer in tahan 

militeristik di T imor T imur d iku tuk oleh masyarakat internasional . Peneliti 

poli t ik Henr i Warmenhoven menul is bahwa pada K I T Keempat di Aljir, 

ibu kota Aljazair, pada t ahun 1973, Menter i Luar Negeri Adam Malik 

"menekankan cara nonb lok dapa t d imanfaa tkan dalam iklim saat ini demi 

7 Misalnya , Soebad io m e n e m p a t k a n kekhawat i ran rezim O r d e Baru di pusat tu l isan- tul isannya t e n t a n g 
kebudayaan , seperti pe rnya taannya bahwa " ident i tas budaya t idak lain dar i apa yang di Indones ia 
d i sebu t k e t a h a n a n nas iona l " (1985 :21) . Art ikel yang sama m e n g g u n a k a n U U D 1945 u n t u k mena f s i rkan 
kebudayaan Indones ia itu sendir i sementara baik M a n t r a m a u p u n Sedyawati m e n g g u n a k a n U U D 1945 
sebagai dasar kebi jakan budaya Indones ia . 
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pe rba ikan h u b u n g a n u n t u k m e m b a n t u negara-negara b e r k e m b a n g u n t u k 

m e m p e r c e p a t proses mereka d a l a m p e m b a n g u n a n bangsa d a n p e m b a n g u n a n 

e k o n o m i " (1973: 276). Dar i pe r t engahan 1980-an, Indones i a sekali lagi m u l a i 

menegaskan kemba l i k l a imnya u n t u k k e p e m i m p i n a n d i an ta ra negara-negara 

n o n b l o k , khususnya melalui negosiasi dengan Vie tnam selama p e n d u d u k a n 

K a m b o j a . M e s k i p u n tercapai resolusi d a m a i d i K a m b o j a , I ndones i a t idak bisa 

m e n g a l a h k a n Yugoslavia u n t u k m e m i m p i n sebagai Presiden Ge rakan n o n b l o k 

( G N B ) pada t a h u n 1988. Merle Ricklefs m e n g a m a t i bahwa posisi Indones ia 

d a l a m k e l o m p o k ini d i l e m a h k a n oleh p e n d u d u k a n n y a atas T i m o r T imur . Pada 

1991, kekhawat i ran atas T i m o r T i m u r telah m e m u d a r sedemik ian rupa sehingga 

Indones ia akh i rnya m a m p u m e m e n a n g k a n posisi k e p e m i m p i n a n d a l a m G N B 

(Ricklefs 2001). 

M e s k i p u n Indones i a berada d a l a m G N B ketika mula i menegaskan b o b o t 

j u m l a h n y a d i PBB te rmasuk U N E S C O d a n mula i m e m p e r j u a n g k a n Ta tanan 

E k o n o m i In te rnas iona l Baru d a n Ta tanan I n f o r m a s i d a n K o m u n i k a s i D u n i a 

Baru, k o m i t m e n n y a u n t u k mere fo rmas i t a t anan e k o n o m i d a n budaya d i 

d a l a m negeri t idak secara jelas m e n i n g g a l k a n k o m i t m e n ala Soeka rno selama 

Demokra s i T e r p i m p i n . Retor ika budaya anti-Barat dari rezim O r d e Baru sangat 

bersifat a m b i g u d e n g a n d i d u k u n g o leh keb i jakan e k o n o m i d a n luar negerinya. 

Sebaga imana telah d ibahas d a l a m b a b sebe lumnya , rezim O r d e Baru m e m b u k a 

p i n t u bagi pasar d a n p r o d u k budaya in te rnas iona l d a n kekuasaannya d i T i m o r 

T i m u r be r t en t angan d e n g a n gagasan kedau la tan nas iona l d a n non- in tervens i 

yang adalah e lemen p e n t i n g dari G N B . 

Sebagian besar pe rba ikan h u b u n g a n in te rnas iona l yang d i l a k u k a n Soeha r to 

setelah adanya opos is i po l i t ik in t e rnas iona l selama pe r iode Soeka rno ada lah 

b e r u p a kemba l i m e n j a d i anggota PBB d a n t e rmasuk U N E S C O , yang difasi l i tasi 

oleh Mente r i Luar Negeri A d a m Mal ik pada t a h u n 1966. Dari pelbagai lembaga-

lembaga in te rnas iona l , khususnya d i d a l a m t u b u h PBB, U N E S C O ada lah 

sebuah b a d a n yang pen t ing bagi kebi jakan budaya pada pe r iode ini, yai tu 

sebagai penggerak p rog ram d a n reformasi d i t ingka t nas iona l , k h u s u s n y a d i 

negara-negara be rkembang . M e s k i p u n telah m e n j a l a n k a n p rog ram budaya sejak 

awal p e m b e n t u k a n n y a , d o k u m e n - d o k u m e n U N E S C O menca ta t r e n d a h n y a 

t ingka t akt ivi tas U N E S C O d i Indones i a d a l a m r u a n g budaya selama d u a 

p u l u h t a h u n pe r t ama setelah kemerdekaan . Sebuah l apo ran U N E S C O , Report 

of Inspccrion, pada t a h u n 1964 m e n y a t a k a n bahwa: "Kesen jangan besar di 

Indones i a adalah t idak adanya kerja sama d e n g a n U N E S C O d i b i d a n g budaya . 
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Ini yang saya t idak mengert i mengingat negara ini adalah negeri yang kaya 

akan budaya dan ini adalah b idang yang membuka jendela ke dun ia di tengah-

tengah kekhawatiran akan masalah pol i t ik" ( U N E S C O 1964: 2). Pada periode 

ini, U N E S C O konsisten men ja l ankan program di b idang pend id ikan , i lmu 

pengetahuan dan teknologi, ilmu sosial, budaya, dan (sejak t ahun 1970-an) 

komunikas i . Program yang terkemuka di Indonesia selalu dalam pend id ikan 

dan kemudian i lmu pengetahuan (hal ini sebagian d ipengaruh i oleh keberadaan 

ROSTSEA (Regional Of f i ce for Science and Technology for Southeast Asia -

Kantor Regional Sains dan Teknologi u n t u k Asia Tenggara) di Jakarta).8Akan 

tetapi, kebudayaan mendapa t perhat ian yang meningka t selama periode ini, 

sebagian besar karena pe rubahan da lam fokus di U N E S C O guna m e n d o r o n g 

pengembangan kebijakan budaya di antara negara-negara anggota sejak akhi r 

t ahun 1960-an, bersama dengan perhat ian lebih terhadap identifikasi dan 

konservasi warisan dun ia . Program budaya dan komunikas i adalah b idang 

yang pal ing m e n g u n d a n g perdebatan u n t u k Indonesia . U N E S C O berfungsi 

sebagai f o r u m di mana posisi-posisi diciptakan sebanyak m u n g k i n seperti yang 

d iungkapkan , khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia , dan ide-ide 

baru digeluti dengan dan d i te r jemahkan ke da l am kebijakan nasional. I tulah 

tempat di mana Indonesia menyatakan pandangannya tentang masalah budaya, 

termasuk h u b u n g a n antara negara maju dan berkembang, dan mengar t ikulas ikan 

program dan kebijakan budayanya kepada dun ia . Perlu dicatat bahwa Ketua 

Delegasi Indonesia pada masa O r d e Baru adalah selalu Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan, dan dalam delegasi itu termasuk birokrat-birokrat t ingkat 

tinggi dari Depar temen Pendidikan Nasional , Direktorat Kebudayaan, dan 

Depar temen Penerangan. Cara bahwa kebijakan budaya Indonesia mengikut i 

debat di U N E S C O , yang terarah kepada perluasan kebijakan budaya dan isu 

kebudayaan dan p e m b a n g u n a n pada t ahun 1970-an dan 1980-an, dan kemudian 

m e m a s u k k a n fokus industr i kreatif pada t ahun 2000-an, adalah sesuatu yang 

lebih dari kebetulan dan terkait dengan program-program internasional yang 

d ianut Indonesia . 

Dua inisiatif U N E S C O memiliki relevansi khusus u n t u k Indonesia (dan 

secara teratur disebutkan dalam p ida to Delegasi Indonesia pada Konferensi 

U m u m Dua Tahunan U N E S C O ) karena l ingkup dan waktunya pada awal 

8 ROSTSEA kini b e r n a m a Regional Science Burcau f o r Asia and t he Pacific, a n d the O f f i c e of the 
U N E S C O Represcntat ivc to Indones ia . Malaysia, and t he Ph i l ipp incs (Biro Sains Regional u n t u k Asia 
d a n Pasifik, d a n K a n t o r Perwakilan U N E S C O u n t u k Indones ia . Malaysia , d a n Fi l ipina) . 
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masa kekuasaan Soeharto. Yang per tama adalah partisipasi Indonesia dalam 

inisiatif kebijakan budaya, khususnya Konferensi Anta rpemer in tah ASIACULT 

tentang Kebijakan Budaya di Asia yang diselenggarakan pada bu lan Desember 

1973 dan Indonesia menjadi t uan r u m a h dengan diadakan di Yogyakarta. 

ASIACULT adalah yang ketiga dalam serangkaian konferensi kebijakan budaya 

internasional , yang sebelumnya d imula i dengan Konferensi An ta rpemer in t ah 

ten tang Aspek Kelembagaan, Adminis t rasi , dan Keuangan dari Kebijakan 

Budaya pada tahun 1970 di Venisia. Kebijakan-kebijakan ini mengisyaratkan 

perubahan internasional dalam cara bahwa negara-negara d idorong u n t u k 

m e m a h a m i kebijakan budaya. Mr. René Mahcu , Direktur Jenderal U N E S C O , 

da l am p ida to pembukaannya di ASIACULT mengungkapkan status q u o yang 

ada: "Yang menjadi t anggung jawab dari masing-masing pemer in tah , dengan 

memperha t ikan semangat karakteristik bangsa yang bersangkutan, adalah 

meletakkan seperangkat tu juan dan menyediakan sarana u n t u k mencapai 

tu juan- tu juan ini, singkatnya u n t u k menen tukan kebijakan budaya nasional , 

dengan cara yang sama seperti ia mendef in is ikan kebijakan ekonomi , kebijakan 

sosial atau kebijakan pend id ikan" ( U N E S C O 1974a: 54-55). 

ASIACULT mengidentif ikasi tema dan isu-isu kebijakan budaya di Asia, 

dengan tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan 

p e m b a n g u n a n budaya. Muncu l sebagai konsep kunci internasional pada 1970-

an, p e m b a n g u n a n budaya menyorot i peran kebijakan budaya dalam mengelola 

h u b u n g a n antara kemajuan teknologi dan identitas budaya. ASIACULT sangat 

dihargai di Indonesia , dan dihadir i oleh Presiden Soeharto serta Mahcu . 

Sementara d o k u m e n ASIACULT m e n u n j u k k a n bahwa ada kepercayaan terhadap 

kekokohan dari kebudayaan-kebudayaan "tradis ional" dalam menghadapi 

perubahan kondisi , di da lamnya juga terdapat kepr ihat inan atas efek 

konsumer i sme dan komersialisasi budaya. Kontradiksi m u n c u l dalam seluruh 

catatan hasil konferensi itu, ketika sejumlah posisi yang berbeda d iungkapkan , 

dan member ikan pengaruh terhadap rekomendasi akhir. Rekomendasi 

un tuk negara-negara anggota sangat bervariasi, dan termasuk seruan u n t u k 

mendapa tkan pendanaan yang lebih besar bagi kebijakan budaya, fokus 

pada h u b u n g a n antara kebudayaan dan p e m b a n g u n a n , dan Asia d i p a n d a n g 

berbeda dengan negara-negara maju karena kebudayaan di negara-negara Asia 

menya tu ke da lam keh idupan sehari-hari dan ritual keh idupan . Melalui proses 

ini, kebijakan budaya di Asia, dan juga lebih khusus di Indonesia (Direktorat 

Kebudayaan 1973) d ianggap kurang dari segi sumber daya dan isi. Keterl ibatan 
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dalam per temuan-per temuan dan program-program U N E S C O mencip takan 

ha rapan yang m e n d o r o n g fokus dan p e r t u m b u h a n kebijakan budaya pada 

masa pemer in tahan Soeharto. 

Inisiatif kedua adalah Kampanye Internasional un tuk Per l indungan 

Borobudur . Program Borobudur sangat pent ing dilihat dari segiukurannya 

(d imana lebih dari $US 6,5 juta digalang secara internasional melalui kegiatan 

U N E S C O dari total biaya lebih dari $ 20 juta ( U N E S C O 1982b)), dari segi waktu, 

dan dari segi apa yang hendak dinyatakannya. Penentuan waktu permulaan 

proyek pada t ahun 1970-an member ikan pemer in tah Soehar to legitimasi 

t a m b a h a n sebagai konservator dari m o n u m e n nasional dan internasional yang 

penting, dan sebagai manajer dari sebuah sebuah proyek internasional berjuta 

dolar. Borobudur juga memperkua t pent ingnya warisan Jawa pra-lslam u n t u k 

baik negara O r d e Baru m a u p u n u n t u k kebijakan budaya Indonesia , dan juga 

mencip takan program arkeologi nasional yang besar. Proyek Borobudur d ibahas 

secara rinci pada bagian ber ikutnya. 

S e k t o r K e b i j a k a n Budaya : A r k e o l o g i , M u s e u m , Se j a rah 

Saya membagi kebijakan budaya Indonesia di sini menjadi tiga b idang u m u m : 

arkeologi, museum, dan sejarah; bahasa; dan kebijakan seni. Arkeologi, 

m u s e u m , dan sejarah memil iki sejarah inst i tusional yang t u m p a n g t ind ih 

di bawah negara Indonesia. Sementara arkeologi dan museum memiliki 

h u b u n g a n dengan lembaga-lembaga di bawah rezim kolonial , kebijakan sejarah 

dapat ditelusuri ke Sub-Divisi Adat dan Tradisi yang d iben tuk pada t ahun 

1956 (Soebadio 1985: 16), yang k e m u d i a n d igabung dengan arkeologi u n t u k 

menjadi Lembaga Sejarah dan Antropologi pada t ahun 1960. Lembaga ini 

dibagi menjadi Direktorat Sejarah dan Purbakala dan Pusat Penelitian Sejarah 

dan Budaya pada t a h u n 1975 sebelum dipecah-pecah lagi menjadi Direktorat 

Sejarah d a n Nilai-Nilai Tradisional (Dit jarahni t ra) , Direktorat Per l indungan 

dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dan Pusat Penelitian 

Arkeologi Nasional pada t ahun 1980. Karakter yang m e n g h u b u n g k a n Sejarah, 

Arkeologi d a n M u s e u m secara bersama-sama adalah peran masing-masing da lam 

m e m b a n g u n apa yang Miller dan Yudice (2002) sebut "kewargaan historis". 

Mereka menyatakan, dalam konteks museum: 



Kewargaan historis muncul pada saat kontemporer, tetapi sebagai reaksi 
terhadap masa lalu. Ia tahu bahwa kesalahan berbaring di sana, sebelum kita 
tahu. Peringatan masa lalu dalam bentuk museum yang diberikan sebagai 
zona etis yang dibatasi secara ketat, ruang yang memisahkan perilaku yang 
layak dan tidak layak (2002: 148). 

Da lam kasus Indonesia, kekhawatiran tentang afiliasi politik warga membatasi 

jangkauan yang dapa t d i b a n g u n sebagai negatif oleh masa lalu. Ketika k o m i t m e n 

afektif warga negara diragukan, masa lalu cenderung d imul iakan dar ipada dinilai 

secara kritis. Tetapi museum Indonesia, situs arkeologi dan buku sejarah masih 

tetap merupakan "zona etis yang dibatasi". Mereka menggabungkan pelajaran 

dalam perilaku dengan memperha t ikan tampi lan yang benar profesional , 

pandangan , dan perilaku da lam upaya u n t u k memas t ikan bahwa pelajaran-

pelajaran d isampaikan dengan benar dan benar-benar diserap dengan baik. 

Sebuah laporan t ahun 1972 membeban i arkeologi dengan tu juan 

"memper lengkapi manus ia dengan pengetahuan dan kesadaran tentang diri 

mereka sendir i" ( H a r m i d j o j o Adikoesoemo, Sur jaman , Wib isono , Harsojo , dan 

S u k m o n o 1972: 120). Laporan ini mengadopsi istilah "kenali lah diri sendir i" 

u n t u k membena rkan pent ingnya arkeologi, yang menyatakan: "Oleh karena 

itu, jika kita ingin berpartisipasi d a n aktif da lam m e m b e n t u k masa depan 

bangsa kita, suka atau tidak pertama-tama kita harus benar-benar mengenal 

diri kita sekarang" (1972: 120). Agar orang-orang Indonesia bisa mengetahui 

"sejarah masa lalu bangsa" mereka, negara perlu m e n d u k u n g pekerjaan l an ju tan 

arkeologi, pe r l indungan situs pent ing dan objek, pengenalan teknik baru dan 

mulai menyebarkan informasi tentang peninggalan arkeologis di sekolah-

sekolah. Sebuah artikel yang terbit lebih kemudian mencatat bahwa masyarakat 

perlu diajarkan u n t u k menghargai pent ingnya "nilai budaya" dari peninggalan-

peninggalan arkeologis (Tjandrasasmita 1976: 33). 

M u n g k i n proyek budaya terbesar sejak konsepsi negara Indonesia adalah 

di b idang arkeologi. Kampanye Internasional u n t u k Per l indungan C a n d i 

Borobudur ber langsung antara t ahun 1970 dan 1983. Pekerjaan rekonstruksi 

dan konservasi u n t u k Borobudur sangat pent ing dalam sejumlah hal u n t u k 

kebijakan budaya Indonesia. Aspek arkeologi dari proyek tersebut dikelola 

oleh Direktorat Kebudayaan, dan itu member ikan dorongan u n t u k pekerjaan 

dan pelat ihan arkeologi di Indonesia. Hal ini juga menjadi preseden u n t u k 

bagaimana proyek arkeologi akan di ja lankan, dan saat ini Indonesia memil iki 
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t u j u h situs Warisan Dun ia . ' Hal ini juga memfasi l i tasi pemben tukan h u b u n g a n 

yang erat antara U N E S C O dan negara Indonesia , dengan Indonesia menjadi 

yang terdepan di Asia Tenggara da lam sejumlah b idang kebijakan. Sementara 

pekerjaan U N E S C O un tuk Borobudur d imula i pada t ahun 1956 dengan sebuah 

studi yang d i lakukan seorang warga negara Belgia Paul Coremans , Indonesia 

t idak mendekat i U N E S C O u n t u k memin t a ban tuan dalam studi teknis dan 

penggalangan dana hingga t ahun 1967. Studi-studi yang d idana i U N E S C O 

pada akhir t ahun 1960-an mengident if ikasi bahwa sangat d i b u t u h k a n upaya 

u n t u k mencegah Borobudur dari ke run tuhan . Pekerjaan d imula i pada t ahun 

1972 dan proyek tersebut selesai pada t ahun 1983. Sementara negara Indonesia 

mengelola proyek d a n melakukan pekerjaan, U N E S C O mengelola pendanaan 

internasional dan member ikan komenta r melalui Komi te Eksekutif Kampanye 

Internasional u n t u k Per l indungan C a n d i Borobudur . Tiga konf l ik dalam proyek 

Borobudur member ikan wawasan tentang d inamikanya dan sebuah kesempatan 

u n t u k merefleksikan implikasinya yang lebih luas terhadap kebijakan budaya. 

Konf l ik per tama adalah antara U N E S C O dan pemer in tah Indonesia. Ahli 

U N E S C O merekomendas ikan intervensi yang lebih kecil dar ipada yang 

d iper juangkan oleh pemer in tah Indonesia , yang menyebabkan kekhawatiran 

tentang pembengkakan biaya dan, di sisi Indonesia, keluhan tentang intervensi 

internasional termasuk da lam Konferensi U m u m U N E S C O pada t ahun 1974 

( U N E S C O 1974b: 84). Indonesia m a m p u menegaskan kontrolnya atas proyek 

tersebut, sebagian karena reputasi U N E S C O juga t e rhubung ke keberhasilan 

proyek tersebut. Negara-bangsa Indonesia telah terbukti pent ing da lam 

per l indungan warisan yang signifikan secara internasional . Yang kedua adalah 

konfl ik internal negara Indonesia menyangkut siapa yang akan mengelola situs 

tersebut. Pada akhirnya keputusannya adalah bahwa Direktorat Kebudayaan 

akan mengelola Cand i Borobudur , yang terkait dengan zona terdalam dari 

kompleks Borobudur , dan Direktorat Pariwisata akan mengelola Taman 

Arkeologi Borobudur , dengan wilayah yang mengelilingi zona inti. Batas-

batas kebijakan budaya m u n c u l di sini u n t u k berada di ranah konservasi dan 

pe r l indungan warisan, sementara pemasaran dan wisata budaya berada di luar 

l ingkup ini. Ada tiga zona lainnya yang mengelilingi t a m a n dan d imaksudkan 

u n t u k juga membatas i skala dan jenis pengembangan dengan tu juan yang 

9 Ke tu juh situs War i san Dun ia itu terdiri dari tiga si tus budaya yai tu B o r o b u d u r . P r a m b a n a n , d a n situs 
Manus i a Purba Sangi ran . dan empa t si tus a lam yaitu T a m a n Nas iona l K o m o d o . T a m a n Nas iona l 
Lorcntz . Warisan Sejarah H u t a n Tropis Suma tc ra . d a n T a m a n Nas iona l U j u n g K u l o n . 



di te tapkan u n t u k mel indungi situs dari p e m b a n g u n a n yang tidak pantas . 

Akan tetapi, sebuah laporan U N E S C O pada t ahun 2006 m e n e m u k a n bahwa 

zona 3-5 tidak memil iki pembatasan p e m b a n g u n a n , dan bahwa hal iniperlu 

d iperhat ikan karena "integritas yang luar biasa pent ing soal pengaturan lanskap 

yang lebih luas dari Cand i un tuk memper t ahankan karakter spiri tualnya dan 

rasa kesucian dan persekutuan dengan alam yang merupakan ciri khas dari situs 

keagamaan k a u m Buddhis" (Boccardi, Brooks, dan G u r u n g 2006: 8). Laporan 

tahun 2006 di lakukan sebagai tanggapan atas p e m b a n g u n a n komersial di tepi 

t aman sekitar candi . 

Konf l ik ketiga juga be rhubungan dengan pengelolaan situs Borobudur . 

Sebelum restorasi, terdapat sebuah desa yang terletak di sebelah Cand i 

Borobudur . Ada sekitar 150 keluarga yang d ip indahkan ke sebuah desa yang 

baru d ibangun tidak jauh dari desa semula, dengan masjid dan in f ras t ruk tur 

baru, dalam rangka menc ip takan dua zona da l am dan menc ip takan suasana 

tertentu di sekitar t aman . Keresahan dan ke t idakpuasan terkait relokasi tersebut 

terjadi beberapa kali selama proyek berlangsung, khususnya pada t ahun 1981 

dan 1982, mesk ipun kebu tuhan u n t u k m e m i n d a h k a n desa t idak pernah 

diper tanyakan. Pada kenyataannya, para warga tidak ingin p indah ( U N E S C O 

1982a), tetapi dipaksa u n t u k menuru t inya saja.10 Pada t ahun 1995 Kesimpulan 

u n t u k Per temuan Internasional Ketiga para Ahli tentang Borobudur menilai 

bahwa p e m i n d a h a n desa tersebut telah membawa hasil yang m e n g u n t u n g k a n . 

[K]cbcradaan dan pcrkcmbanganTaman Rekreasi Candi Borobudur telah 
membuat Candi Borobudur, yang termasuk dalam Daftar Warisan Dunia, 
lebih megah dan agung. Di masa lalu, candi ini dikelilingi oleh himpitan 
rumah-rumah desa dan fasilitas umum lainnya, seperti pasar dan terminal 
bus. Sekarang, pengunjung dapat mengagumi keindahan candi dari kejauhan. 
Selain itu, menjadi lebih mudah untuk mengontrol kerusakan candi yang 
disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia [sic.] (Direktorat 
Kebudayaan 1995: 9). 

Penilaian tersebut t idak termasuk per t imbangan tentang d a m p a k proyek 

tersebut bagi para p e n d u d u k desa atau keadaan desa yang baru.11 

10 Sebuah art ikel yang d i tu l i s o leh wartawan M o c h t a r Lubis t e n t a n g B o r o b u d u r pada t a h u n 1983 u n t u k 
m e m p r o m o s i k a n penyelesaian proyek itu d ied i t u n t u k m e n g h a p u s sebuah paragraf yang krit is t e n t a n g 
pergerakan p e n d u d u k desa. yang ia catat d i d o r o n g oleh kerugian secara f inans ia l p e n d u d u k desa. 

11 Perlu dicatat bahwa peni la ian ini berbeda dar i visi D i r ek tu r Jendera l Kebudayaan ketika proyek 
d i b a y a n g k a n . Ida Bagus M a n t r a . Lapo ran p e r t e m u a n pe r t ama K o m i t e Eksekut i f u n t u k K a m p a n y e 
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Keberadaan desa yang direlokasi sehubungan dengan Taman Rekreasi 

Cand i Borobudur (demikianlah nama yang diber ikan) m e n u n j u k k a n kekuatan 

wacana budaya dalam arkeologi secara khusus, dan dalam kebijakan budaya 

secara luas. Proyek Borobudur tidak hanya merestorasi sebuah candi atau 

kuil. Proyek ini juga m e m b a n g u n sebuah lanskap di sekitar candi yang 

berimplikasi pada d ip indahkannya sebuah desa dan juga mengont ro l aktivitas 

dan gerakan di sekitar wilayah Cand i Borobudur.1 2 Da lam lanskap baru ini, 

yang mengelilingi candi yang telah d i remajakan itu, apa yang harus dihargai? 

Direktur Jenderal U N E S C O pada saat penyelesaian proyek, Amadou-Mah ta r 

M'Bow, menggambarkan Borobudur sebagai sebuah "ekspresi aspirasi yang 

m e n g a g u m k a n terhadap ketinggian roh dan pemurn i an hati, dan akhirnya 

puncak dari pencarian spiritual dan budaya oleh banyak orang dari segala usia" 

( U N E S C O 1983: 3). Sementara p ida to M'Bow ini sejalan dengan kecenderungan 

kebijakan budaya Indonesia un tuk berfokus pada aspek-aspek spiri tual budaya 

yang mengarah pada p e m e n u h a n kreatif, suatu peristiwa yang terjadi setelah 

itu m e n u n j u k k a n bahwa negara mel ihat Borobudur terutama sekali sebagai 

m o n u m e n nasional . 

Pada tanggal 21 Januar i 1985 pukul 1.30 dini hari, sembilan b o m meledak 

dan merusakkan relief dan patung-patung di Borobudur . Sementara pelaku 

yang kemudian d i t emukan di tengarai terkait dengan aksi balas d e n d a m atas 

peristiwa p e m b u n u h a n oleh militer (pal ing tidak 28 orang) terhadap pengun juk 

rasa di luar sebuah masjid di Tanjung Priok pada t a h u n 1984, Menter i 

Pendidikan dan Kebudayaan N u g r o h o N o t o s u s a n t o segera m e m b a n t a h bahwa 

p e m b o m a n tersebut m e r u p a k a n "masalah agama" dan Soeharto menya takan 

bahwa para p e m b o m adalah "orang yang tidak memil iki kebanggaan nasional , 

karena Borobudur merupakan m o n u m e n nasional , yang telah menjadi terkenal 

di seluruh d u n i a " ("Sembilan Bom Meledakkan Borobudur " 1985). Borobudur , 

In te rnas ional u n t u k Pe r l indungan B o r o b u d u r ( U N E S C O 1973: 7 ) menya takan : "Profesor M a n t r a 
menya takan keyak inannya yang m e n d a l a m secara pr ibadi bahwa l i n g k u n g a n sekitar B o r o b u d u r harus 
benar-benar selaras dengan m o n u m e n dan m e m p e r t a h a n k a n nilai-nilai budayanya yang t inggi, dengan 
ke tu lusan dan ke tenangan dar i l i n g k u n g a n sekitar, yang p e n t i n g bagi pen ingka tan spi r i tual . Dae rah 
tersebut harus benar -benar d i l i n d u n g i dar i efek polus i yang m u n g k i n d i ak iba tkan o leh pariwisata massal . 
H a r u s ada integrasi p e n u h dari kehad i ran p e n d u d u k setempat dengan p e m b a n g u n a n l i n g k u n g a n sekitar 
Bo robudur . Aspek lain dar i p e m b a n g u n a n budaya (seni p e r t u n j u k a n , ke ra j inan , d a n lain-lain) h a r u s juga 
m e n j a d i bagian dari p e m b a n g u n a n yang d i r encanakan ini. 

12 K o m i t e Eksekut i f m e n y a r a n k a n per lunya pengawasan u n t u k r ad ius 10 km sekitar candi yang m e n g a t u r 
"desain , t inggi, b a h a n , fungs i , d a n lokasi d a n semua b a n g u n a n b a r u " ( U N E S C O 1977). yang k e m u d i a n 
m e n j a d i lokasi ba ru d a n desa yang d i p i n d a h k a n i tu . 
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dan secara lebih luas arkeologi di Indonesia, terutama d igunakan u n t u k 

m e m b a n g u n kembali kejayaan nasional masa lalu yang mulia . 

Kebijakan m u s e u m sama-sama dijustifikasi sebagai cara mengajarkan 

komi tmen yang sesuai un tuk bangsa Indonesia. Sebuah kut ipan dari p ida to 

Direktur Jenderal Mant ra pada t ahun 1970 menangkap alasan di balik museum 

dan h u b u n g a n antara benda-benda bersejarah dan masyarakat: 

Dari s u d u t m a n a j e m e n budaya , arti p e n t i n g dar i penel i t ian d a n perawatan 

ar tefak sejarah [dan] karya-karya seni tinggi yang d i s i m p a n di m u s e u m sebagai 

objek seni yang berharga d a p a t men j ad i s u m b e r i n fo rmas i dar i generasi ke 

generasi da lam upaya u n t u k m e n u m b u h k a n kepr ibad ian nas iona l . H i l angnya 

benda-benda seni berharga dari Indones ia berart i kita kehi langan s u m b e r 

inspirasi dan keyakinan d i r i kita (1970: 4). 

Jadi baik arkeologi m a u p u n m u s e u m sama-sama d i p a n d a n g sebagai pemeliharaan 

terhadap benda-benda budaya yang berharga yang dapat berkont r ibus i u n t u k 

m e m b a n g u n identitas nasional. Akan tetapi. Mant ra lupa menyebutkan da lam 

kut ipannya bahwa Indonesia perlu dilatih dalam estetika u n t u k melihat 

u n t u k menghargai benda-benda yang berharga secara budaya. Melalui proses 

perolehan apresiasi estetik dan belajar u n t u k menghargai nilai pent ing historis 

benda-benda dan nilai, masyarakat p u n akan melihat diri mereka sebagai o rang 

Indonesia. 

Museum-museum diper luas sebagai bagian dari p e r t u m b u h a n 

pemer in tahan yang berawal pada awal t ahun 1970-an. Pada tahun 1976 ada 

rencana dan d u k u n g a n pemer in tah u n t u k m e m b a n g u n museum di ibukota 

setiap provinsi (Herman 1976: 36). Pada t ahun 1990, telah te rbangun 140 

museum yang te ru tama disponsor i negara di seluruh Indonesia (Taylor 1995: 

113), suatu peningkatan yang substansial dari semula hanya 24 museum yang 

berada di Indonesia setelah Perang D u n i a II (Zurbuchen 1990). Sistem terpusat 

p e m b a n g u n a n museum juga tercermin da lam desain dan praktik pameran . 

Pameran mengikut i fo rmat standard yang memperkua t gagasan negara O r d e 

Baru tentang kesamaan esensial dari pelbagai kebudayaan di Indonesia (Taylor 

1994, 1995). Perhatian terhadap sesuatu yang mewakili persatuan nasional di 

museum tetap demikian selama rezim O r d e Baru sebagaimana dapat di l ihat 

dalam sebuah pernyataan oleh Scdyawati pada tanggal 17 Januar i 1994 dalam 

sambutan pembukaannya pada Seminar Indonesia-Bclanda tentang Masalah 
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Pembangunan Museum: "Sebagai ins t rumen pendid ikan , sebuah museum di 

Indonesia juga harus memil iki strategi presentasi yang sejalan dengan kebijakan 

p e m b a n g u n a n nasional Indonesia . Gagasan kebangsaan, persatuan nasional , 

dan m e n d u k u n g posisi ke lompok-ke lompok etnik yang berbeda dalam satu 

kesatuan bangsa Indonesia adalah ide-ide dasar yang harus mendasar i setiap 

strategi presentasi" (1995/6: 26). 

Penelitian Acciaioli (2001:7) tentang museum pameran Bajau m e n u n j u k k a n 

bagaimana negara menggunakan unsur -unsur dari berbagai kebudayaan 

etnik dalam rangka menjaga agar mereka tetap terikat erat dengan bangsa 

Indonesia secara keseluruhan sementara mengeluarkan unsur -unsur lain yang 

ber tentangan dengan wacana pemer in tahan negara Indonesia.1 3 Kesamaan, 

yang di tegakkan melalui pera turan pemer in tah , adalah sebuah titik masuk 

melalui ruang yang d ikhususkan u n t u k geografi bumi , khususnya Indonesia , 

seri u tama tampi lan tentang kebudayaan daerah ( u m u m n y a bertepatan dengan 

wilayah birokrasi seperti provinsi, kota, atau kabupaten) , dan ruang nusantara 

di mana pe rband ingan visual d ibua t antara artefak lokal dan orang-orang dari 

tempat lain di Indonesia (Taylor 1994). Oleh karenanya, kekhasan kebudayaan 

yang d i t ampi lkan di museum selalu d i h u b u n g k a n kembali dengan bangsa. 

Selain mewakili kesatuan budaya dan ha rmon i , m u s e u m juga mengajari orang-

orang Indones ia dengan cara lain. Museum itu sendiri merupakan ruang-

ruang yang dia tur yang memaksa orang memprak t ikkan perilaku tertentu dan 

melarang yang lainnya. Ambi l con toh sebuah artikel yang di tul is pada t ahun 

1976 tentang pencahayaan yang benar oleh seorang birokrat yang bekerja di 

Direktorat Kebudayaan. Keahl ian teknis yang benar perlu d igunakan baik 

u n t u k mel indungi objek tampi lan m a u p u n m e n j a m i n bahwa pengun jung 

bisa menikmat i k u n j u n g a n mereka dan sekaligus menyerap informasi dengan 

benar (He rman 1976). Kekhawatiran dengan metode m a n a j e m e n m u s e u m dan 

tampi lan tetap ada di Indonesia sejak Belanda mendi r ikan museum per tama. 

Demik ian pula, museum tetap memper t ahankan peran didakt ik mereka, 

khususnya peran mediasi mereka antara ke lompok-ke lompok etnik yang 

berbeda. Perbedaan u t a m a adalah bahwa mereka kemudian berubah men jad i 

institusi yang melayani priori tas pembangunan rezim O r d e Baru. 

13 O r a n g - o r a n g Bajau adalah masyarakat n o m a d e n asli Indones ia yang tinggal di kapal-kapal t e r apung . 
Acciaiol i (2001: 12-17) juga m e n g h u b u n g k a n normal i sas i versi negara t en tang budaya Indones ia di 
m u s e u m dengan strategi dan alasan-alasan pol i t ik yang lebih luas. 
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Ada dua istilah yang saling terkait yang m e n g h u b u n g k a n b idang arkeologi, 

museum dan sejarah: "nilai-nilai budaya" dan "warisan budaya". Dalam 

bagian akhi r laporan kegiatannya pada t ahun 1978, Mant ra m e n e m p a t k a n 

"ni lai" di pusat kegiatan dari ketiga b idang tersebut: "Pent ingnya nilai-nilai 

mulia yang t e rkandung dalam artefak arkeologi, sejarah dan unsur -unsur lain 

dalam antropologi budaya adalah pengingat bahwa upaya-upaya[. . .]untuk 

mengembangkan dan melakukan peneli t ian terhadap bidang-bidang tersebut 

perlu d i t ingka tkan" (1978: 20). Nilai-nilai budaya d i p a n d a n g sebagai warisan 

budaya bangsa yang terancam oleh pengaruh luar yang negatif. Mant ra juga 

mengura ikan langkah-langkah ke depan yang harus diambil dalam hal warisan 

budaya: 

P e r l i n d u n g a n t e rhadap warisan budaya d i l aksanakan melalui kegiatan-kegiatan 

be rupa menel i t i , menggali , memel iha ra , merestorasi , m e l i n d u n g i , mengharga i , 

m e n d o k u m e n t a s i dan m e m p u b l i k a s i warisan budaya bangsa d a n daerah . 

L ingkungan ( u n t u k kegiatan ini) m e m e r l u k a n b idang sejarah, an t ropo log i 

budaya , arkeologi dan ar tefak se jarah/arkcologi(1978: 58-59). 

Konsep warisan budaya merupakan konsep kunci di Pusat Penelitian Sejarah dan 

Antropologi Budaya yang menjad i Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya pada 

t ahun 1980 [Sebelumnya bernama Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional). 

Aktivitas yang be rhubungan dengan b idang ini dari Direktorat Kebudayaan 

be rkembang pesat pada t ahun 1973 dengan p e n g u m u m a n program publikasi yang 

ambisius dalam Repelita II. Di bawah judul , "Penyelamatan dan Pemeliharaan 

Warisan Sejarah Kebudayaan", '4 rezim O r d e Baru membua t kebudayaan daerah 

menjadi fokus peneli t ian dan p e n g u m p u l a n data dan m e n g u m u m k a n niatnya 

u n t u k mempubl ikas ikan informasi u n t u k "penyebaran penge tahuan" warisan 

kebudayaan Indonesia (Depar temen Penerangan 1974: 225-229). 

Dengan demik ian , Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional berhasil 

di dalam, dan keluar menguki r diri sebagai bagian dari Bagian Arkeologi. 

Seperti Arkeologi, ia berorientasi mel indungi dan melestarikan "nilai-nilai 

budaya" tetapi fokus dari kegiatannya adalah praktik-praktik budaya dan 

pengetahuan dari ke lompok etnik daerah, peristiwa, dan tokoh- tokoh da lam 

sejarah nasionalis Indonesia. Program-program yang melibatkan sejarah 

14 Penyelamatan dan Pemel iharaan Warisan Sejarah Kebudayaan . |Pcnul i s m e m a k a i "Saving and C a r i n g f o r 
His tor iea! and C u l t u r a l Hcr i tagc" da l am versi bahasa Inggrisnya.] 
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dan kebudayaan daerah tidak dapat di l ihat hanya sebagai perekaman dan 

penyebaran "warisan budaya" semata. Penelitian di Direktorat Sejarah dan 

Nilai Tradisional sangat d ipengaruhi oleh perkembangan i lmu-i lmu sosial 

Indonesia pada 1970-an. Sebagaimana telah dieksplorasi secara singkat-padat 

dalam bab terakhir, i lmu-i lmu sosial di Indonesia terpengaruh oleh paradigma 

peneli t ian Amerika Utara (Hadiz dan Dhakidac 2005: 13) yang apolit is dalam 

perspektif" dan m e m p r o m o s i k a n modernisasi gaya Amerika dan kebu tuhan 

rezim O r d e Baru. Vedi Hadiz dan Daniel Dhakidae berpendapat : "Selama O r d e 

Baru-lah[...]bahwa i lmu sosial dan akademisi berorientasi pada p e m e n u h a n 

persyaratan pelaksanaan kekuasaan negara. Ini jelas m e m b e n t u k orientasi 

peneli t ian i lmu sosial, kegiatan dan pela t ihan" (2005: 7). Proyek peneli t ian 

yang dikelola negara mema inkan peran u tama dalam mempengaruh i arah 

peneli t ian. Dalam peneli t ian budaya yang d isponsor i negara, yang sebagian 

besar dikelola oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, ide-ide dan metode 

peneli t ian dari an t ropolog Indonesia Koent jaraningra t sangat berpengaruh, 

te ru tama soal penggunaan survei kuant i ta t i f dan fokus pada nilai-nilai budaya 

dan hubungannya dengan p e m b a n g u n a n . Bab tu juh adalah sebuah studi kasus 

dari publikasi peneli t ian yang dihasi lkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai 

Tradisional yang member ikan analisis rinci tentang metodologi mereka, topik 

dan hasilnya. 

Sebuah artikel yang di tul is oleh ketua per tama kali dari Direktorat Sejarah 

dan Nilai Tradisional, S. Budhisantoso, ' member ikan wawasan menar ik 

ten tang bagaimana sosok paling berpengaruh di Direktorat Sejarah dan Nilai 

Tradisional m e m a h a m i perannya. Dia m e n g e m u k a k a n bahwa selain u n t u k 

mel indungi budaya dari pengaruh luar yang negatif, sejarah juga m e m a i n k a n 

"peran a k t i f ' da lam m e m b e n t u k masyarakat dengan menilai evolusi masyarakat 

dan kebudayaan u n t u k mengident if ikasi bidang-bidang "ketinggalan budaya" 

(1983/4: 16-17). Ketinggalan budaya disebabkan oleh berbagai t ahap da lam 

evolusi antara sistem teknologi dan sistem budaya yang sekarang ada da lam 

masyarakat Indonesia . M e n u r u t Budhisantoso, studi sejarah bisa m e m b u a t 

masyarakat sadar akan masalah yang d ihadap i da l am rangka m e m b a n t u 

m e m b e n t u k masa depan, tapi ini bukan satu-satunya peran yang d ima inkan 

sejarah dalam m e m b e n t u k masyarakat. Budhisan toso meny impu lkan artikelnya 

dengan kata-kata: "Pengajaran sejarah bukan hanya tentang men ingka tkan 

15 N a m a B u d h i s a n t o s o memi l ik i proses p e r u b a h a n n y a sendir i da l am per j a l anan sejarah. Pada t a h a p ini . 
m e n g g u n a k a n n a m a S . Budh t Santosa . 
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kesadaran sejarah nas iona l , tetapi juga akan m e m p e r k u a t perasaan persa tuan d a n 

kesatuan, c in ta bangsa, d a n kebanggaan nas iona l yang sangat d i p e r l u k a n sama 

seperti pe rencanaan p e m b a n g u n a n m a n u s i a Indones i a s eu tuhnya b e r s am aan 

d e n g a n pe rencanaan u n t u k masa d e p a n se lu ruh masyaraka t I n d o n e s i a " (1983/4 : 

Seperti kebijakan-kebijakan yang berkai tan dengan m u s e u m d a n arkeologi, 

kekhawat i ran te rhadap p e m b a n g u n a n nas ional dan persatuan nasional 

mendasa rkan fokusnya pada warisan budaya. Sejarah kebijakan lebih m e m p e r k u a t 

ke t imbang m e n a n t a n g atau m e n g e m b a n g k a n pendeka tan nasional is Standard 

terhadap sejarah Indones ia yang d i k e m b a n g k a n selama masa p e m e r i n t a h a n 

peral ihan Jepang: masa lalu pra-kolonial disaj ikan sebagai masa kesatuan poli t ik 

d a n k e m a k m u r a n yang dibawa oleh kerajaan-kerajaan besar H i n d u , dan 350 

t a h u n kekuasaan Belanda diwakili sebagai waktu pen indasan dengan per lawanan 

yang m u n c u l sekali a tau beberapa kali di t iap-t iap daerah di seluruh Indonesia 

secara sporadis . 

S e k t o r K e b i j a k a n B u d a y a : K e b i j a k a n B a h a s a 

Bahasa telah men jad i alat pol i t ik penguasa d a n elite sosial selama berabad-

abad d a n d i berbagai negara, yang u m u m n y a ter jadi d e m i k i a n karena p e r a n n y a 

d a l a m m e m p e r s a t u k a n a tau m e m i l a h - m i l a h k a n k e l o m p o k - k e l o m p o k sosial 

yang berbeda . t 6 Bahasa Indones i a secara h is tor is terkait erat dengan gerakan 

nas ional is d a n t u j u a n n y a u n t u k m e l a k u k a n modern isas i - s e b u a h asosiasi yang 

telah d i d o r o n g o leh negara sejak p e n d u d u k a n J e p a n g karena t u m p a n g t i n d i h 

d e n g a n se jumlah t u j u a n n y a sendir i t e rmasuk (secara s imbol i s ) m e n y a t u k a n 

k e l o m p o k sosial d a n e tnik yang beragam di da lam satu bangsa, m e n y e d e r h a n a k a n 

admin i s t r a s i d a n m e n g u s a h a k a n bahasa yang " t e rmodern i sas i " u n t u k 

m e m b a n g u n warga negara Indones ia . D a l a m sebuah artikel b e r j u d u l "Fungs i 

Poli t ik Bahasa N a s i o n a l " A m r a n H a l i m , seorang b i rokra t d i Di rek tora t 

Kebudayaan , b e r p e n d a p a t : 

adanya kesepakatan mengenai fungsi dan status bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional merupakan simbol dari keteguhan kekuatan nasional Indonesia, 
alat pemersatu banyak masyarakat dengan latar belakang bahasa, budaya dan 

16 Lahat Mil iar & Yudicc (2002: 5-7) u n t u k p e m b a h a s a n singkat a tau A n d c r s o n (1991) u n t u k p e m b a h a s a n 
t e n t a n g pen t ingnya bahasa d a n sastra da l am proses kebangsaan . 

17). 
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etnik yang berbeda di dalam masyarakat nasional Indonesia tunggal, dan alat 
komunikasi antara kelompok-kelompok etnik, antara daerah dan budaya. 
Kedua, dalam posisinya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah bahasa 
resmi negara, bahasa pengantar dunia pendidikan, alat komunikasi di tingkat 
nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta 
alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi (1976: 10). 

Penggunaan yang benar dari bahasa Indonesia terikat dengan penciptaan warga 

negara yang produkt i f dengan k o m i t m e n nasional yang kuat. Rekomendasi-

rekomendasi dalam rencana kebijakan budaya awal mengikut i program-

program bahasa dengan program pend id ikan termasuk topik-topik seperti 

per tanian, per ikanan , keraj inan dan keterampilan lainnya yang diper lukan 

u n t u k m e m e n u h i kebu tuhan lokal ( H a r m i d j o j o Adikocsocmo, Sur jaman, 

Wib isono , Harsojo , dan S u k m o n o 1972: 94). 

Bahasa Indonesia tidak hanya menyediakan akses ke negara. Hal ini 

juga member ikan akses ke berbagai informasi dan lembaga non-negara yang 

member ikan kontr ibusi terhadap kewargaan ekonomi , polit ik, dan budaya. 

Bahasa Indonesia member ikan akses ke pers nasional, radio dan f i lm, serta 

buku-buku tentang i lmu pengetahuan, sastra, dan budaya (Hal im 1976: 12). 

Bahasa Indonesia menc ip takan kesempatan bagi warga u n t u k melakukan swa-

pend id ikan dan dengan demikian mengembangkan diri sendiri dan Indonesia. 

Media nasional juga menyediakan layanan negara yang berharga melalui 

penciptaan publ ik pemirsa secara nasional . Warga bisa terus-menerus d i ingatkan 

ten tang tempat mereka dalam komun i t a s nas ional dan negara bisa menyebarkan 

informasi secara langsung ke rumah- rumah dan keh idupan mereka. 

Kebijakan budaya Indonesia menyatakan kepr iha t inan besar t en tang 

penga turan regulasi bahasa nasional. Kesatuan bangsa Indonesia hanya 

sempurna secara s imbolis ketika mereka semua berbicara bahasa nasional yang 

sama dan tidak menyalahgunakan kata-kata atau t idak m e m a t u h i tata bahasa. 

Birokrat juga berpikir bahwa p e r t u m b u h a n kosakata menyaj ikan masalah 

karena kata-kata baru terus-menerus akan memasuki leksikon bahasa Indonesia 

dan menjad i ancaman yang akan menghancu rkan homogeni tasnya dan, yang 

pal ing mengganggu dan meresahkan bagi para birokrasi budaya, m e n i m b u l k a n 

kesa lahpahaman. Kesa lahpahaman terhadap bahasa nasional mengancam u n t u k 

m e n u m b a n g k a n p e m b a n g u n a n yang digalakkan negara dan memper l amba t 

per jalanan Indonesia m e n u j u k e m a k m u r a n . Jawaban u n t u k masalah ini 
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adalah melalui penciptaan dan promosi bahasa bakuyang d i p i m p i n oleh 

negara sendiri. Kebijakan bahasa kemudian d i fokuskan pada pembua tan dan 

penyebaran "bahasa Indonesia b a k u " di seluruh pulau dan bagi semua orang 

di da l am garis batas wilayah Indonesia dengan ejaan dan tata bahasa tunggal 

u n t u k m e m p r o m o s i k a n modernisasi . Laporan pada t ahun 1972 meny impu lkan 

perasaan para birokrat kebijakan budaya tentang Indonesia pada saat itu: 

"Bahasa Indonesia masih kekurangan da lam hal i lmiah dan teknik mode rn 

serta s t ruktur yang pasti u n t u k m e m e n u h i fungsinya sebagai bahasa i lmiah atau 

bahasa kebudayaan m o d e r n " ( H a r m i d j o j o Adikoesoemo, Sur j aman , Wibisono, 

Harsojo , dan S u k m o n o 1972: 84). Akan tetapi laporan itu d i l an ju tkan dengan 

meramalkan bahwa, dengan b imb ingan yang benar (seperti bahasa Cina dan 

Jepang), bahasa Indonesia akan mengatasi kesulitan-kesulitannya ( H a r m i d j o j o 

Adikoesoemo, Sur jaman , Wibisono, Harsojo , dan S u k m o n o 1972). 

Pengaturan bahasa diselesaikan dengan kebijakan tentang bahasa lokal 

dan asing. Alasan yang diber ikan u n t u k penga turandan per l indungan negara 

terhadap bahasa daerah karena alasan budaya dan sekaligus karena t e rhubung 

dengan pengembangan bahasa Indonesia yang resmi. Bahasa-bahasa daerah, 

sebagai bagian dari kebudayaan daerah, berada di bawah per l indungan negara 

yang mel ibatkan pembakuan terhadapnya. Pembakuan bahasa-bahasa yang 

sebagian besar lisan dan informal m e m b u a t merekadapat d iperh i tungkan dan 

disetujui u n t u k program, khususnya di b idang pendid ikan (Hal im 1976: 13). 

Bahasa asing d ipandang diper lukan karena akses yang mereka berikan kepada 

i lmu pengetahuan dan teknologi . Mesk ipun t idak peduli dengan perkembangan 

bahasa asing itu sendiri , ada perhat ian bahwa ekspresi atau ungkapan-ungkapan 

dalam bahasa asing bisa mendominas i bahasa Indonesia (Hal im 1976: 14). 

Dalam kerangka negara, baik bahasa daerah m a u p u n bahasa asing sama-sama 

memil ik i potensi u n t u k m e m b a n t u atau menghamba t perkembangan bahasa 

Indonesia. Pemahaman dan penga turan yang tepat, menuru t negara, akan 

m e m b a n t u mewujudkan tu juan negara agar setiap warga negara bisa berbicara 

dan m e m a h a m i bahasa Indonesia yang baku. Laporan- laporan yang m u n c u l 

belakangan m e n u n j u k k a n kekuatan model ini sepanjang era O r d e Baru 

(Direktorat Kebudayaan 1994-1995:28-29). 
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S e k t o r K e b i j a k a n Budaya : K e b i j a k a n Seni 

Kebijakan seni di Direktorat Kesenian di l ingkungan Direktorat Kebudayaan 

selama periode O r d e Baru terutama d i fokuskan pada bentuk seni daerah 

dar ipada seni pan-Indonesia.1 Sementara penekanan pada bentuk-bentuk seni 

daerah m e m p e r k u a t arah kebijakan yang d imula i selama Demokrasi Terpimpin , 

terdapat pe rubahan yang signif ikan pada awal masa O r d e Baru. Keterlibatan 

seniman-seniman pan-Indonesia dengan negara selama Demokrasi Terpimpin 

Soekarno dikri t ik dengan sangat keras. Perubahan h u b u n g a n antara sen iman 

dan negara d idorong oleh empat alasan. Pertama, penyelarasan awal rezim 

dengan para p e n d u k u n g h u m a n i s m e universal m e n a n a m k a n sebuah dasar 

pemikiran seni da lam seni pan-Indonesia yang mengecilkan keterlibatan poli t ik 

dan membua t sen iman pan-Indonesia merasa t idak m u d a h menggabungkan 

pesan-pesan p e m b a n g u n a n dari rezim ke da lam karya-karya mereka. Kedua, 

bentuk-bentuk seni daerah mengalami penyegaran kembali melalui patronase 

elite O r d e Baru pada permulaan rezim O r d e Baru u n t u k mengatasi stigma yang 

telah melekat pada mereka karena keterlibatan mereka dengan LEKRA dan 

organisasi-organisasi seni lainnya yang berafiliasi dengan partai politik tertentu 

selama Demokras i Terpimpin . Karena itu, bentuk-bentuk seni daerah lebih 

m u d a h masuk dalam program-progam budaya yang d icanangkan oleh rezim. 

Ketiga, penafs i ran U U D 1945 menekankan kebudayaan etnik daerah sebagai 

dasar kebudayaan nasional. Bentuk-bentuk seni daerah adalah ekspresi yang 

paling s imbolis dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Keempat , bentuk-bentuk 

seni daerah cocok dengan gagasan tentang warisan budaya, dengan penekanannya 

pada h u b u n g a n historis. Bentuk-bentuk seni daerah menjadi fokus berbagai 

program dengan tu juan kembar p e m b a n g u n a n yaitu p e m b a n g u n a n manusia-

manus ia Indonesia dan p e m b a n g u n a n kesenian Indonesia. 

Kebijakan seni secara khusus mengacu pada h u m a n i s m e universal dalam 

pemahamannya tentang seni dan peran seni. H u m a n i s m e universal mula i 

m e n y u s u p masuk ke da lam kebijakan budaya pada akhi r t a h u n 1960-an dan 

17 Pend id ikan seni awalnya berada di bawah kendal i Direktora t Kebudayaan sebelum k e m u d i a n 
d i p i n d a h k a n ke Direktora t Pend id ikan pada t a h u n 1976. M e s k i p u n lembaga-lembaga p e n d i d i k a n seni 
ada lah hal p e n t i n g u n t u k mediasi bagi wacana budaya O r d e Baru. mereka t idak diper iksa secara r inc i 
d i sini karena perpccahan pada t a h u n 1976. U n t u k analisis r inci d a n dua lembaga pend id ikan seni. 
l ihat H o u g h (2000). H c l l m a n (1999) d a n k u m p u l a n art ikel d a n musis i d a n guru seni Dictcr Mack yang 
mengaia r dan pentas selama beberapa t a h u n di Indones ia <2001a. 2001b). 



berada pada posisi t e rkua tnya pada t a h u n 1970-an awal 1 8 sebelum k e m u d i a n 

m e l e m a h seir ing d e n g a n adanya p e n g a r u h dar i k e l o m p o k - k e l o m p o k yang 

memi l ik i p e n d u k u n g te rkua t . Misa lnya , l apo ran t a h u n 1970 yang d i t e rb i t kan 

oleh D e p a r t e m e n P e n d i d i k a n d a n Kebudayaan m e m a s u k k a n sebuah kri t ik 

p a n j a n g t en t ang watak "pa te rna l i s t ik" pada era Soeka rno d a n m e n y e r u k a n 

serangkaian reformasi t e rmasuk p e r u m u s a n hak-hak kons t i tu s iona l , pengad i l an 

yang i n d e p e n d e n , pemi lu yang bebas, kebebasan b e r p e n d a p a t d a n kebebasan 

berserikat yang m e n u n j u k k a n ke terka i tannya dengan k a u m m o d e r n pe rko taan 

( H a r m i d j o j o A d i k o e s o e m o , S u r j a m a n , W i b i s o n o , Harso jo , d a n S u k m o n o 1972: 

41). 

Setelah pemi lu pada t a h u n 1972, p e r u b a h a n iklim pol i t ik m e n g u r a n g i 

l i ngkup D e p a r t e m e n Pend id ikan d a n Kebudayaan u n t u k m e n u n t u t re formas i 

tersebut . Akan tetapi , "ni la i sp i r i tua l" kebudayaan te tap sepert i s ebe lumnya 

sebaga imana dapa t d i l iha t d a l a m r ingkasan kebi jakan seni d a l a m edisi p e r t a m a 

dari maja lah Di rek tora t Kebudayaan pada t a h u n 1976, Warta Budaya: 

Terutama dalam seni tradisional kreativitas para seniman dan apresiator 
perlu dikembangkan dan disebarkan [oleh negara) sehingga kita benar-benar 
mampu menghargai kebudayaan Indonesia kita yang sekarang ada. Di sisi lain, 
perkembangan seni Indonesia modern juga harus diarahkan ke penghayatan 
nilai-nilai budaya Indonesia, termasuk nilai-nilai universal (Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan 1976: 9). 

Keterkai tan d e n g a n h u m a n i s m e yang universal serta intelektual be rha luan 

m o d e r n had i r d a l a m p e n e k a n a n t e rhadap nilai-nilai universal u n t u k yang 

d i sebu tkan sebe lumnya d a n p e m b a n g u n a n u n t u k yang d i s e b u t k a n k e m u d i a n . 

Kual i tas spir i tual seni yang s e m a k i n m e n i n g k a t sering d i t e k a n k a n secara 

kon t r a s d e n g a n peran pol i t ik , yang m e r u p a k a n pe rbedaan p e n t i n g d a l a m 

kebi jakan seni se lama D e m o k r a s i Te rp imp in . Seni yang me l iba tkan k o m e n t a r 

pol i t ik t idak d i a n g g a p nas iona l karena m e n g u r a n g i nilai spir i tual seni. Akan 

tetapi , o rang-o rang Indones ia mas ih per lu d i a j a rkan t en t ang b a g a i m a n a 

mengharga i kual i tas in t r ins ik karya seni nas iona l d a n karya-karya seni Indones ia 

18 H u b u n g a n antara Direktora t dan h u m a n i s universal d a l a m T I M ber l ipat ganda . Pada saat i tu . T I M 
sedang berada pada t a h a p pa l ing p o p u l e r n y a d a n beberapa personi l T I M . seperti Sedyawati , juga bekerja 
u n t u k Di rek to ra t . Selain i tu . ada kolaboras i an ta ra Di rek tora t d a n Dewan Kesenian Jakar ta d i bawah 
k e p e m i m p i n a n Ai ip Ros id i . t e ru tama konferens i dan semina r t en tang seni p e r t u n j u k a n daerah . 
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itu sendiri perlu diangkat secara spiri tual . Misalnya, laporan yang dibuat t ahun 

1972 m e n g u m u m k a n bahwa: 

Tujuan dari manajemen seni tidak hanya menjaga seni yang sudah ada tetapi 
juga berusaha untuk meningkatkan kualitas seni itu sehingga ia benar-benar 
mampu menjadi santapan rohani bagi para pengagumnya. Tugas untuk 
meningkatkan kualitas seni memerlukan konsentrasi penuh, dedikasi total dan 
curahan karakter spiritual murni dari pembuat dan pelakunya" (Harmidjojo 
Adikoesoemo, Surjaman, Wibisono, Harsojo, dan Sukmono 1972: 114). 

Wacana estetika ini mengatur soal inklusi dan eksklusi seni dan sen iman 

dalam kategori "seni nasional" . Jika seni itu tidak c u k u p memil iki "semangat 

spir i tual" maka ia d ianggap berkualitas rendah, dan oleh karena itu d iper lukan 

adanya t ransformasi estetika. 

Penggunaan wacana estetika menyembuny ikan masalah kelas dan etnik. 

Dari asosiasi antara berbagai ke lompok sosial budaya, praktik budaya mereka 

dan partai polit ik, o r ang Indonesia terlibat dengan budaya mereka sebagai 

pengalaman spiri tual yang member i inspirasi seperti m e n o n t o n opera atau 

mendengarkan sebuah s imfoni . Millcr dan Yudicc mengakui fungsi pemersatu 

dari estetika: " 'Standard cita rasa'[ . . .]merupakan bagian dari hegemoni , sarana 

kunci u n t u k membedakan dan membua t stratifikasi masyarakat. Nilai yang 

diproyeksikan oleh hegemoni estetika pada akhirnya didasarkan pada serangkaian 

pengecualian [...] H a r m o n i sosial dibeli dengan mengorbankan mereka yang 

tidak hanya selera estetisnya tidak dapat di ter ima tetapi, yang lebih pent ing, 

berpotensi m e n i m b u l k a n per ten tangan" (2002: 11). Dalam bidang estetika-lah 

terjadi bahwa kesenian Jawa dan Bali yang tinggi member ikan pengaruh mereka, 

karena kesenian dari dua wilayah ini sebagian besar m e n e n t u k a n dasar u n t u k 

peni laian estetika bagi seluruh bentuk seni daerah ketika para seniman terlibat 

dengan birokrasi u n t u k mendapa tkan patronase atau peluang promosi . Akan 

tetapi, juga harus dicatat bahwa ada hierarki di t ingkat provinsi dan k a b u p a t e n / 

kota yang juga dapat mempenga ruh i selera birokrasi. 

Sementara penekanan pada perbaikan spiritual membedakan kebijakan seni 

O r d e Baru dari kebijakan seni Demokras i Terpimpin , ada se jumlah kont inu i tas 

dalam hal bagaimana ia berfungsi u n t u k mengubah peri laku dan tu juan akhirnya 

t idaklah begitu berbeda. Sama seperti penggunaan rezim terhadap bentuk-

bentuk seni daerah yang telah dibahas da lam bab sebelumnya, ada kont inu i tas 
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d a l a m hal apa yang d i anggap sebagai pe rba ikan teknis d i d u a era yang sama-

sama te rdapa t d a l a m latar be lakang kelas m e n e n g a h dari para elite pol i t ik d a n 

meluas kembal i ke t a h u n 1920-an (McVey 1986). Proses era O r d e Baru d a l a m 

m e m b u a t seni " m e n i n g k a t secara sp i r i tua l" , sepert i p e n e k a n a n D e m o k r a s i 

T e r p i m p i n pada "kua l i t a s" (Se t jonegoro 1956: 568), b e r t u j u a n u n t u k m e n g u b a h 

seni daerah agar sesuai dengan selera kelas m e n e n g a h Indones ia sepert i yang 

d ide f in i s ikan o leh elite pol i t ik d a n art ist ik yang d i a m b i l dari kelas tersebut . 

Seni daerah t u n d u k pada serangkaian kriteria estetika "na s iona l "yang sama 

d a l a m kedua pe r iode tersebut . K o n t i n u i t a s ini bersifat m e m e r i n t a h d a l a m hal 

i tu m e n g u b a h per i laku peker ja budaya d a n aud i ens agar sesuai dengan per i laku 

yang d i i n g i n k a n negara d a n berpusa t pada b e n t u k - b e n t u k p i l ihan negara terkait 

ident i tas daerah dan nas ional . Sementa ra ada pe rbedaan yang s ign i f ikan an ta ra 

pesan dar i kedua pe r iode tersebut , m e t o d e d a n t u j u a n keduanya yang luas yai tu 

u n t u k m e m b a n g u n o rang -o rang Indones i a d a n seni rupa I n d o n e s i a t e tap lah 

sama. 

D a l a m p rog ram seni, ada d u a ist i lah yang sangat p e n t i n g karena f rekuens i 

mereka d a n sekaligus karena b a g a i m a n a mereka m e n g i k a t wacana yang berbeda 

t en t ang seni m e n j a d i satu: p e m b i n a a n d a n p e n g e m b a n g a n . P e m b a n g u n a n 

nas iona l , d a l a m kon teks p r o g r a m seni, mengacu pada m e n g e m b a n g k a n seni 

d a n sekaligus m e n g e m b a n g k a n o rang-o rang Indones ia . Sebuah artikel t a h u n 

1976 m e m b e r i k a n def in i s i u n t u k istilah-istilah tersebut d a l a m kon teks seni: 

Pola pelaksanaan dalam kesenian Indonesia meliputi pemahaman tertentu 
tentang pembinaan dan pengembangan. Pembinaan mengacu pada kegiatan-
kegiatan untuk merawat, melindungi, meneliti, menggali, merekam, 
memberikan bimbingan dan arahan serta mengolah dan meningkatkan 
kualitas. Pengembangan mengacu pada kegiatan diseminasi, termasuk 
kegiatan untuk meningkatkan kualitas, apresiasi seni, dan apa pun untuk 
menyebarluaskan keahlian dan karya seni sejauh mungkin ke dalam masyarakat 
untuk menyempurnakan kehidupan berbudaya (Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan 1976: 6). 

Kedua ist i lah tersebut terus m e n o n j o l d a l a m publ ikas i t a h u n 1994-1995 Pedoman 

dan Pengembangan Kebudayaan (Di rek to ra t Kebudayaan 1994-1995). Kebi jakan 

seni, me la lu i kegiatan-kegiatannya seperti p e m b i n a a n d a n p e n g e m b a n g a n , 

me l iba tkan baik pelestar ian seni daerah m a u p u n p e n g e m b a n g a n n y a , sebagai 
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bagian dari proyek p e m b a n g u n a n nasional, sesuai dengan kriteria estetika yang 

mendominas i Direktorat Kebudayaan. Kedua istilah ini juga menorehkan 

h u b u n g a n antara pemegang pengetahuan (para birokrat) dan pener ima 

pengetahuan (seniman, masyarakat) di mana pengetahuan mengal i r dari yang 

disebut per tama kepada yang disebut kedua, dalam proses t ransformasi praktik-

praktik artistik.19 

Sebuah pembatasan besar terhadapbaik seniman daerah m a u p u n sen iman 

pan-Indonesia selama periode O r d e Baru adalah rezim perizinan u n t u k 

acara kesenian. Meskipun un tuk sebagian besar d ia tur oleh polisi, Direktorat 

Kebudayaan juga terlibat da lam per iz inan acara-acara kesenian. Izin un tuk acara 

kesenian d iper lukan berdasarkan sebuah peraturan yang dikeluarkan pada t ahun 

1963!" yang kemudian direvisi pada t ahun 1995. ' 'Berdasarkan undang-undang 

tersebut, berbagai jenis per temuan mensyaratkan adanya izin, pember i t ahuan 

dari polisi tentang kegiatan tersebut, atau tidak memer lukan keterlibatan polisi. 

"Per temuan budaya" , sesuai dengan arahan lapangan polisi, adalah per temuan 

yang ber tu juan u n t u k membahas atau mementaskan musik, tari, d rama , puisi, 

opera, p a n t o m i m , dan bentuk-bentuk seni terkait lainnya. M e n u r u t undang-

undang , pe r temuan budaya tidak memer lukan izin m a u p u n pember i tahuan 

kecuali kalau kegiatan tersebut bisa menyebabkan gangguan bagi kepent ingan 

u m u m atau lalu lintas. Dalam praktiknya, "pe r t emuan budaya" memer lukan 

izin di sebagian besar tempat di Indonesia. Izin tersebut harus d ia jukan paling 

kurang tu juh hari sebelum acara dan izin akan d ianggap telah diberikan jika 

entah polisi sudah mengakui telah mener ima permin taan tersebut atau tidak 

ada tanggapan dari kepolisian pal ing lambat tiga har i sebelum acara tersebut. 

M e n u r u t h u k u m (yang masih berlaku), polisi bisa m e m u n g u t biaya atas izin 

yang mereka keluarkan sesuai dengan kewenangan mereka. 

Meskipun seniman modern terpengaruh,2 2 seniman tradisional u m u m n y a 

lebih terbatasi oleh rezim perizinan. Karena jarak per ja lanan yang mereka harus 

19 Se jumlah p e n g a m a t mengkr i t ik kebi jakan seni rezim O r d e Baru . khususnya p e m b a h a n estetikanya 
u n t u k ben tuk -ben tuk seni dae rah . Lihat Yampolsky (1995), Acciaiol i (1985). Hct 'ncr (1987). W i d o d o 
(1995). E f fend i (1998), d a n Suanda (1995). Sebuah s tud i kasus t e n t a n g sebuah ins t i tus i yang dikelola oleh 
Di i ek to ta t K e b u d a y a a n yang m e n j a l a n k a n bei bagai p rog ram seni akan d isa j ikan da l am bab e n a m . 

20 U n d a n g - U n d a n g N « . 5 / P n p j / 1 9 6 3 t e n t a n g Kegiatan Polit ik. 

21 Surat Kepu tusan Bersama Mente r i D a l a m Negeri d a n Mente r i Pe r t ahanan K e a m a n a n Republ ik Indones ia 
No . 153 /1995 t en tang P e t u n j u k Pelaksanaan Per iz inan sebagaimana d i a t u r d a l a m Pasal 510 K U H P d a n 
P e m b e r i t a h u a n sebagaimana d i a tu r d a l a m , U U N o . 5 / P n p s / l 9 6 3 . 

22 Lahat, misalnya, penga l aman Teater K o m a (Budian ta d a n B u d i m a n 2001; C o h e n 1991; " D a f t a r karya 
seni yang d i l a r a n g " 1995; W a h o n o 1994b). penul i s d r a m a Ra tna Sarumpac t ("Penul is d r a m a berencana 
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t e m p u h d a n jumlah pe r tun jukkan yang mereka lakukan sangat sering karena 

t ingkat permintaan yang tinggi, mereka sering tidak mengajukan p e r m o h o n a n 

izin dan mereka dipaksa u n t u k menyuap polisi.* ' Askadi Sastrasuganda, seorang 

dalang senior yang telah melakukan pe r tun jukan wayang selama lebih dari l ima 

pu luh t ahun di Ci rebon dan juga bekerja u n t u k Direktorat Kebudayaan di 

t ingkat lokal, berpendapat bahwa regulasi memaksa seniman daerah u n t u k 

membayar suap: 

Jika seorang seniman tradisional ingin melakukan perjalanan, ia membutuhkan 
izin perjalanan untuk setiap perjalanannya di luar daerah setempat. Ia 
juga memerlukan i/in pertunjukan dari polisi dan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Jika seorang seniman melakukan 
pertunjukan setiap malam di berbagai kabupaten dan kota yang berbeda, 
mereka tidak punya waktu untuk memenuhi semua persyaratan birokrasi 
seperti itu. Oleh karena itu, jika mereka berhadapan dengan polisi, mereka 
membayar suap. (...) Oleh karena itu. membayar polisi menjadi semacam 
norma. Ini adalah hambatan yang sangat besar bagi para seniman. Fokusnya 
adalah soal kebutuhan birokrasi dan bukannya kebutuhan para seniman.24 

Yang juga harus dicatat adalah bahwa banyak pe r tun jukan berlangsung hingga 

larut ma lam, sehingga para seniman sering t idur pagi hingga siang hari. 

Penari dan peneliti E n d o Suanda (1995: 122-123) mencatat bahwa sen iman 

di Kabupa ten Ci rebon harus membayar biaya ke Dinas Pariwisata, membayar 

u n t u k "Kar tu Sen iman" setiap dua sampai tiga t ahun , dan memin ta izin kepada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum setiap per tun jukan , sedangkan 

sen iman di ibukota provinsi Bandung hanya disyaratkan m e m i n t a izin dari 

polisi. 

Budaya K o m a n d o , N e g a r a O t o r i t a r i a n , d a n K e b i j a k a n Budaya 

Dari gambaran dan karakteristik yang dijelaskan dalam bab ini, negara O r d e 

Baru jelas teraspirasi oleh model budaya k o m a n d o dalam hal penetapan 

budaya. Rasionali tas pemer in tahan u tama u n t u k kebijakan budaya adalah 

m e n u n t u t pol is i" 1997) d a n b a h k a n penyanyi d a n g d u t R o m a Irama ( " D a f t a r karya seni yang d i l a rang" 
1995) karena afi l iasinya d e n g a n organisasi-organisasi Islam. 

23 Cer i t a Suanda (1995) t en tang sebuah pe r j a l anan oleh s eke lompok penar i t o p e n g C i r e b o n m e m a s u k k a n 
iuga soal negosiasi s u a p dengan polisi . 

24 Askadi Sas t rasuganda . wawancara . 29-11-2001. 
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p e m b a n g u n a n nasional. Meskipun p e m b a n g u n a n adalah bagian pen t ing dari 

rasionalitas liberal pemer in tah , wacana p e m b a n g u n a n memil iki beberapa 

perbedaan pent ing di Indonesia. Alih-alih negara memfasil i tasi kegiatan 

pekerja budaya melalui mekan isme yang menyediakan sumberdaya sementara 

member ikan derajat kebebasan yang berkaitan dengan kegiatan yang d iupayakan, 

kebijakan budaya O r d e Baru d ibangun di sekitar subjek budaya norma t i f yang 

didef inis ikan oleh negara. Alasan mengapa versi model budaya k o m a n d o ini 

harus d ibedakan dari model budaya k o m a n d o sosialis adalah terletak pada 

pembenaran bahwa budaya di Indonesia adalah masih terbelakang dan tidak 

cocok u n t u k p e m b a n g u n a n ekonomi . Model sosialis bersifat politik da lam 

orientasinya dan sedang berusaha u n t u k m e n d o r o n g terwujudnya masyarakat 

sosialis, tapi mereka t idaklah bersifat otor i ter dalam hal alasan pembenaran 

mereka. Kebijakan budaya O r d e Baru itu otori ter , yang m e m u n g k i n k a n negara 

m e m p u n y a i jangkauan lebih besar u n t u k melakukan intervensi dalam lebih 

banyak unsur praktik-praktik budaya, melampaui kemungk inan memasukkan 

pesan pemer in tah pada setiap pementasan dan terhadap dimensi estetis dari 

setiap pe r tun jukan . Bidang-bidang lain, seperti sejarah dan arkeologi, memil iki 

justifikasi yang sama, yang mengarah pada penggunaan ins t rumenta l terhadap 

sejarah dan warisan budaya u n t u k m e n d u k u n g agenda-agenda p e m b a n g u n a n . 

Perluasan Direktorat turu t memfasil i tasi penyebaran versi kebudayaan 

nas ional yang sesuai dengan pandangan rezim. Pada akhir Repelita VI pada 

t ahun 1998, terdapat 74.722 orang yang dipeker jakan secara penuh waktu di 

bawah pengawasan Direktorat Kebudayaan di seluruh Indonesia dan lebih 

banyak lagi d igunakan u n t u k tugas-tugas tertentu (Direktorat Kebudayaan 

1999a). Ada kantor-kantor setara yang c u k u p banyak di setiap provinsi dan di 

setiap kota dan kabupaten . Dalam setiap kota dan kabupaten , Penilik Budaya 

d i tun juk u n t u k setiap kecamatan di Indonesia dengan serangkaian tugas yang 

telah di te tapkan secara terpusat.2 5Di luar Direktorat dan kantor atau dinas-

dinas serupa, ada sejumlah lembaga yang terletak di berbagai provinsi yang 

melapor secara langsung ke Direktorat terkait. Lembaga-lembaga ini mel iput i 

antara lain: 24 Taman Budaya, 11 Biro Penelitian Sejarah dan Nilai-Nilai 

Tradisional, 9 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Cagar Arkeologi, 10 Biro 

Arkeologi, 6 m u s e u m khusus, 25 m u s e u m provinsi dan Biro Penelitian dan 

Konservasi Borobudur . Perubahan da lam skala birokrasi budaya tersebut 

2 5 b h a t Kepu tusan Mente r i D e p a r t e m e n Pend id ikan d a n Kebudayaan 0304/0 /19&4. 
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m u n g k i n m e r u p a k a n ciri p e n e n t u masa O r d e Baru, yang memi l ik i kemi r ipan 

dengan negara-negara b e r k e m b a n g la innya, yang d i d o r o n g d a n d i k o o r d i n a s i k a n 

oleh inisiatif-inisiatif in te rnas iona l . P rogram-program yang d i t e n t u k a n secara 

terpusat sedang ber ja lan di Indones ia d i bawah sebuah organisasi besar yang 

m e n g k o o r d i n a s i k a n berbagai lembaga yang berbeda-beda. 

Ada sua tu k e s i n a m b u n g a n berskala besar d a l a m kebi jakan budaya pada 

se luruh masa O r d e Baru. Suatu peristiwa yang menegaskan arah kebi jakan 

budaya selama masa O r d e Baru, sambi l secara s i m u l t a n m e n g h u b u n g k a n n y a 

d e n g a n z a m a n p e r j u a n g a n kemerdekaan , ada lah Kongres Kebudayaan IV 

pada t a h u n 1991. Kongres Kebudayaan IV tersebut be r t ema "dar i seni 

h ingga p e m b a n g u n a n " d a n , t idak m e n g h e r a n k a n , tema itu menegaskan a rah 

kebi jakan budaya rezim O r d e Baru d a l a m r ekomendas inya m e s k i p u n te rdapa t 

p e r t e n t a n g a n dar i beberapa peserta (BHS 1991). Pada t a h u n 1990-an, wacana 

budaya rezim masih meng i s t imewakan m o d e l pene t apan budaya yang sangat 

tera tur . Akan tetapi , m o d e l budaya k o m a n d o pada pe r iode awal O r d e Baru telah 

te rkena d a m p a k secara substansia l o leh b u a h - b u a h dari kebi jakan e k o n o m i n y a : 

m a n u f a k t u r yang m e n j a m u r , indus t r i med ia d a n pariwisata, d a n p e r u b a h a n -

p e r u b a h a n terkait d a l a m gaya h i d u p masyarakat Indones ia . Kompe t i s i yang tak 

te rencana u n t u k pangsa pasar an ta ra p e n e t a p a n budaya resmi d a n p e n e t a p a n 

pasar ada lah p e r u b a h a n s ign i f ikan d a l a m cara b a g a i m a n a sebagian besar 

o r a n g Indones ia mengakses budaya d a n p i l ihan-p i l ihan yang tersedia bagi 

mereka. Penga tu ran media , misa lnya, s e m a k i n suli t pada t a h u n 1990-an karena 

prol iferasi jenis media yang berbeda , penyedia d a n sarana-sarana p roduks i d a n 

dis t r ibus i (Sen d a n Hi l l 2000). S e n i m a n d a n p e n g a m a t juga m e n j a d i lebih krit is 

t e rhadap kebi jakan d a n posisi Di rek to ra t , sepert i kri t ik t e rhadap d u k u n g a n 

Di r j en Scdyawati yang me la rang p e r t u n j u k a n teater Ra tna Sa rumpac t be r judu l 

Marsinah t e n t a n g seorang p e r e m p u a n aktivis b u r u h yang d i b u n u h o leh mil i ter 

pada t a h u n 1993 ( M o h a m a d 1998). P e r u b a h a n - p e r u b a h a n ini m e n u n j u k k a n 

m e l e m a h n y a m o d e l budaya k o m a n d o , yang d a l a m p e r k e m b a n g a n n y a 

b e r u b a h m e n j a d i m o d e l c a m p u r a n p e n e t a p a n budaya . Penga l aman O r d e Baru 

menegaskan apa yang d i k e m u k a k a n Miller d a n Yudice (2002) yai tu kesesuaian 

an ta ra mode l c a m p u r a n pene t apan budaya dengan negara-negara pos tko lon ia l . 

Rez im tersebut m e r e s p o n s persa ingan d e n g a n budaya k o m a n d o d a l a m d u a 

cara. Per tama, seperti yang d i b a h a s d a l a m bagian t en t ang " p e m b a n g u n a n " , rezim 

menggeser p e n e k a n a n n y a d a l a m kebi jakan budaya dari u n s u r - u n s u r pos i t i f 

d a l a m p e m b a n g u n a n nas iona l seperti m e n g e m b a n g k a n budaya nas iona l u n t u k 
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m e m b a n t u p e m b a n g u n a n ekonomi , kepada sifat-sifatnya yang lebih negatif 

u n t u k memerangi pengaruh luar yang negatif yang akan melemahkan budaya 

nasional dan mel indungi nilai-nilai budaya dan warisan bangsa. Unsur -unsur 

otori ter kebijakan budaya diperkuat , tetapi semakin tidak efektif karena ukuran 

dan daya tarik budaya yang d iproduks i secara massal. Selanjutnya, beberapa 

upaya d i lakukan u n t u k menyesuaikan kebijakan budaya dengan pe rubahan 

situasi. Kebudayaan kon tempore r menjad i topik peneli t ian budaya pada 

tahun 1990-anw meskipun itu masih dikecilkan oleh perhat ian yang diberikan 

kepada bentuk-bentuk budaya daerah. Selain itu, Direktorat Kebudayaan mulai 

menyelenggarakan Festival Seni Indonesia tiga t a h u n a n (yang d imula i pada 

t a h u n 1995). 

K e s i m p u l a n 

Kebijakan budaya era O r d e Baru secara luas dapat di identif ikasi sebagai 

ke lanju tan dari penggunaan kebudayaan versi reformis yang menjadi unsur dari 

setiap pemer in tah di Indonesia sejak kolonial isme. U n s u r kebijakan budaya di 

mana pe rubahan terjadi (seperti yang di identif ikasi oleh Anderson |1990bJ) 

b u k a n pada tekniknya atau fungsi pemer in tahannya tetapi dalam hal model 

no rma t i f kebijakan budaya. Dengan kata lain, kebijakan budaya berusaha 

u n t u k m e m b e n t u k jenis baru subjek budaya yang cocok u n t u k era O r d e Baru. 

Penekanan Demokras i Terpimpin pada pesan-pesan poli t ik dan mobilisasi massa 

digant ikan oleh pesan p e m b a n g u n a n nas ional dan seruan un tuk p e m b a n g u n a n 

yang stabil dan teratur. Tujuan dan pesan-pesan p e m b a n g u n a n disebar melalui 

lembaga-lembaga budaya dan program-program budaya dengan tu juan kembar 

yaitu mengembangkan individu dan memperkua t rakyat nasional. Kebijakan 

budaya O r d e Baru juga menekankan nilai spiritual budaya dan gagasan 

konservatif t en tang warisan dan nilai-nilai budaya yang kont ras dengan 

penekanan pada keterlibatan selama Demokras i Terpimpin . Perubahan da lam 

tubuh Direktorat Kebudayaan disebabkan oleh p e n a n a m a n norma-norma baru 

yang terkait dengan imperat i f polit ik, sosial, dan ekonomi baru yang dirasakan 

oleh rezim otor i ter konservatif . 

Perubahan peran yang d imaksudkan u n t u k seniman lebih kompleks . 

Seniman Pan-Indoncsia u m u m n y a t idak memasukkan tema-tema atau pesan 

rezim da lam karya-karya seni mereka. Seni-seni daerah d iper lakukan secara 

26 Lahat Kepu tusan Mente r i D e p a r t e m e n Pend id ikan d a n Kebudayaan 0304/0 /19&4. 
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lebih ins t rumenta l lagi. Sen iman yang berkarya dengan bentuk-bentuk seni 

daerah t u n d u k pada rezim pelat ihan dan d idorong u n t u k memasukkan tema 

dan pesan p e m b a n g u n a n ke da lam karya mereka. Seniman-seniman yang 

terkait dengan partai poli t ik kiri atau partai lainnya yang m e n d u k u n g Soekarno 

pada t ahun 1960-an d i b u n u h , dipenjara atau di larang un tuk melakukan 

pe r tun jukan . Model-model no rma t i f u n t u k seni dalam dua periode tersebut 

juga memil iki beberapa kesamaan. Yang paling mencolok adalah Standard 

estetika dalam program budaya, dengan penekanannya pada inovasi teknis, 

kualitas penampi lan , dan morali tas. Selain itu, baik Demokras i Terpimpin 

m a u p u n r e z i m O r d e Baru sama-sama memakai versi model budaya k o m a n d o 

d i m a n a negara melakukan tugas mengendal ikan penetapan dan per tukaran 

budaya dar ipada mengandalkan pasar. Akan tetapi, justifikasi o tor i tar ian dalam 

kebijakan budaya lebih u m u m terjadi pada masa O r d e Baru, dan sejalan dengan 

hal ini, demik ian juga kekuasaan birokrasi budaya u n t u k c a m p u r tangan dan 

mengubah praktik-praktik budaya. Orang-orang Indonesia dinilai sebagai 

o rang yang m e m b u t u h k a n b imbingan negara dan m e m b u t u h k a n per l indungan 

dari a p a p u n yang bisa mengal ihkan perhat ian mereka dari jalan yang telah 

d i t en tukan negara u n t u k p e m b a n g u n a n , seperti komenta r poli t ik. 

Negara O r d e Baru m a m p u mengamankan kondisi u n t u k penyebaran 

wacana pemer in tahannya ke t ingkat yang t idak pernah terjadi sebelumnya 

dalam sejarah Indonesia karena ia memiliki sumber daya dan teknologi yang tak 

ter tandingi yang dapat d igunakan u n t u k mengatur . Wacana-wacana pemer in tah 

dalam hal budaya disemaikan dalam program-program dan lembaga-lembaga 

terkait di seluruh Indonesia tidak seperti sebelumnya, meskipun mereka juga 

memil iki kompetis i yang jauh lebih ketat dari sebelumnya. Wacana-wacana 

itu harus bersaing dengan tantangan berupa meningkatnya konsumsi budaya 

melalui pasar Indonesia yang semakin berkembang. Selain menanggapi 

ancaman marginalisasi dari keh idupan budaya masyarakat Indonesia, kebijakan 

budaya O r d e Baru tetap tidak berubah sama sekali dari per tengahan 1970-an. 

Tapi gerakan pe rubahan terjadi seiring ja tuhnya Soehar to pada t ahun 1998. 



BAB VI 

KEBIJAKAN BUDAYA PADA ERA REFORMASI: 

IDENTITAS ETNIK, DESENTRALISASI, DAN 

PARIWISATA 

Reformasi 
Yang jumlah korbannya 
Konon sudah melebihi revolusi 
Ternyata hanya sekedar basa-basi 
Sebab tak mampu menghapus korupsi 
Apalagi mengadili para mantan petinggi' 

Sebuah transisi ke pemilu demokrat is , badan legislatif yang kuat dan presiden 

yang dipil ih langsung oleh rakyat mengindikas ikan bahwa Indonesia sekarang 

memil iki sistem poli t ik yang demokrat is . Selain itu, par lemen nasional 

Indonesia telah melakukan hal yang lebih jauh dengan menghasi lkan produk-

produk h u k u m desentralisasi yang telah melahirkan banyak b idang kebijakan, 

termasuk kekuasaan u n t u k meningka tkan pendapa tan dan b idang kebijakan 

budaya, kepada pemer in tah daerah (tingkat kabupaten atau kota). Di wajah 

mereka, reformasi ini per tanda baik bagi kebijakan budaya yang beragam dan 

aktif yang be rhubungan dengan berbagai praktik budaya. Literatur-literatur 

yang ada tentang kebijakan budaya, termasuk bab-bab sebelumnya da lam 

buku ini, sebagian besar ber fokus pada negara o tor i ta r ian era Soeharto, yang 

m e n i m b u l k a n pertanyaan tentang keberlanjutan relevansinya dalam Indonesia 

saat ini dengan par lemen yang dipi l ih secara bebas dan sistem politik yang telah 

berubah secara s ignif ikan. 

1 Accp Z a m z a m N o o r . Dongeng Dari Negeri Scmbjlco (2001) . 
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N a m u n demik ian , daya jangkauan reformasi demokrasi telah 

diper tanyakan, dan inisiatif-inisiatif tersebut be lumlah merupakan satu-

satunya hal yang berpengaruh pada kebijakan budaya. Puisi Acep Z a m z a m 

N o o r m e r a n g k u m bukan hanya perasaan di antara banyak orang Indonesia 

tentang gerakan reformasi, tetapi juga di antara banyak analis poli t ik. Terlepas 

dari t ingginya harapan dan energi yang d iabdikan pada awalnya, para kri t ikus 

reformasi menyatakan bahwa itu t idak menghasi lkan reformasi demokrat i s 

sebagaimana yang d iha rapkan oleh para penggerak awal d a n t idak memutuskan 

h u b u n g a n dengan banyak praktik masa lalu yang justru d iper tanyakan. Selain 

itu, Indonesia mengalami ge lombang pasang sent imen etnik yang pada waktu 

itu diekspresikan melalui kekerasan etnik. 

Dalam konfigurasi baru dan kompleks ini, ide-ide yang sudah ada 

sebelumnya tentang kebijakan budaya Indonesia perlu d iper tanyakan. Apakah 

konsep budaya k o m a n d o dan model kebijakan budaya o tor i ta r ian yang dibahas 

dalam bab-bab sebelumnya masih relevan pada masa pasca-Soeharto atau apa 

yang dikenal di Indonesia sebagai era Reformasi? Apakah kebijakan budaya 

berubah, dan jika demik ian , apakah pemicu pe rubahan itu? 

Bab ini mengkaj i empat pe rubahan yang paling pent ing dari era Reformasi: 

respons langsung dari sen iman dan media terhadap p e n g u n d u r a n diri Soeharto; 

sebuah per juangan yang sedang ber langsung da lam birokrasi nasional u n t u k 

melengkapi tu juan jangka panjangnya yaitu menc ip takan warga bangsa dan 

m e m b e n t u k persatuan nasional dengan orientasi yang lebih komersial; 

desentralisasi poli t ik (yang m e n c a k u p kebijakan budaya) dan p e r t u m b u h a n 

terkait politik identitas etnik dan daerah dan tradisi-tradisi budaya yang 

menyertainya; dan efek perubahan dari perdebatan moral i tas publik di Indonesia 

ten tang kebudayaan dan seni. Bab ini d i t u t u p dengan menilai relevansi 

lan ju tan dari model kebijakan budaya o tor i ta r ian dan mengidentif ikasi empat 

penggunaan budaya secara luas yang memicu perubahan kebijakan budaya di 

seluruh penyelenggaraan pemer in tahan di Indonesia. 

P e r u b a h a n P o l i t i k p a d a Era R e f o r m a s i 

Pengganti Soeharto, I labibic , memil iki sedikit p i l ihan selain mereformasi 

lembaga, terutama desentralisasi kekuasaan politik dan keuangan, mengingat 

t u n t u t a n dari berbagai ke lompok, popular i tas massal reformasi dan kebu tuhan 

u n t u k m e m b u k t i k a n manda t demokrasi sebelum Pemilu 1999 (Bourchier 
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2000; E m m e r s o n 1999). Ia d iban tu oleh kekuatan yang telah dikonsentras ikan 

Soeharto dalam lembaga kepresidenan dan dominas i lembaga ini atas legislatif 

(DPR dan MPR). N a m u n demikian , inisiatif reformisnya d ikurangi oleh 

h u b u n g a n dekatnya dengan para elite era Soeharto. 

Kedua presiden sctclahnya tidak melaksanakan reformasi secara luas. 

Setelah pemilu 1999, A b d u r r a h m a n Wahid terpilih menjadi presiden mesk ipun 

Partai Kebangkitan Bangsa, partai tempat dia bergabung ketika itu, hanya 

memenangkan sebelas persen kursi di par lemen. Rendahnya t ingkat d u k u n g a n 

dan gaya k e p e m i m p i n a n idiosinkrat ik A b d u r r a h m a n Wahid (Gus Dur) 

menyebabkan perpecahan yang semakin melebar dalam kabinet d a n par lemen 

(Fealy 2000), dan kemudian menghalangi pelaksanaan setiap upaya reformasi 

yang luas dan menyebabkan pemer in tahannya berakhir prematur . Tidak 

seperti Habibie dan Megawati, Wahid mencoba sejumlah inisiatif budaya, 

mungk in karena latar belakangnya sebagai seorang intelektual yang serius 

dan hubungannya yang lama dengan komuni t a s seni dan sastra. Dua inisiatif 

kunci Wahid adalah pernyataan pengakuan terhadap aliran kepercayaan, yang 

m e m b a n t u m e n g e n d u r k a n pembatasan terhadap prakt ik budaya yang terkait, 

dan undang-undang yang melegalisasi komun i sme , yang m e n g u n d a n g reaksi 

balik kaum konservatif yang kemudian menjadi pemicu d i t u runkannya dia dari 

kursi kepresidenan (Bourchier 2001). Sementara, Megawati mengikut i agenda 

poli t ik konservatif mula i dari pelant ikannya sebagai presiden pada tahun 2001 

yang menggant ikan Wahid. Setelah mendapa tkan d u k u n g a n publ ik secara luas, 

Megawati mengecewakan para p e n d u k u n g pro-reformasi dan pengamat karena 

k e p e m i m p i n a n n y a yang lemah, khususnya di b idang kebijakan-kebijakan yang 

kontroversial, dan dia tidak memil iki semangat u n t u k melakukan pemberantasan 

korupsi (Crouch 2003; Mallcy 2003). Dengan demik ian , ketiga presiden pasca-

Soeharto t idak m a m p u d a n / a t a u tidak mau mengupayakan reformasi secara 

luas yang akan mengubah s t ruktur kekuasaan yang ada. Presiden berikutnya, 

Susilo Bambang Yudhoyono, lebih stabil dari ketiga pendahu lunya itu dan 

telah membua t kemajuan d i b idang e k o n o m i dan an t ikorups i (Gunawan dan 

Siregar 2009; Van Klinken 2008). Akan tetapi, Yudhoyono tidak m e m a n f a a t k a n 

posisinya yang kuat sebagai p e m i m p i n bangsa yang independen; bahkan salah 

satu komenta to r menyebut gaya pemer in tahannya "ragu-ragu, m e n u n d a - n u n d a 

- dan malah lebih bersifat k o n s u l t a t i f (Mietzner 2009). 

Penilaian awal terhadap era Reformasi mengklasif ikasikannya sebagai "masa 

transisi" ketika Indonesia memper l iha tkan gambaran sebagai pemer in tahan 



demokrasi liberal (Budiman 1999; Van Klinken 1999). Memang, Indonesia 

mengembangkan beberapa atr ibut ini termasuk pemi l ihan u m u m yang bebas 

dan adil dan legislatif yang fungsinya sebagai pusat pembua tan undang-undang 

menjad i semakin sentral. N a m u n demikian , reformasi poli t ik dan pemilu 

juga meny impan kekuasaan legislatif dan partai politik tanpa menghasi lkan 

per tanggungjawaban yang jelas dan langsung ke pemil ih (Fcaly 2001). Richard 

Robison dan Vedi Had iz (2004) berpendapat bahwa penge lompokan urusan 

poli t ik (oligarki) dari rezim O r d e Baru telah menyesuaikan diri u n t u k 

mengambi l keun tungan dari iklim poli t ik yang baru dan lembaga-lembaganya, 

yang membatas i kemungk inan reformasi poli t ik dan ekonomi . Pengamat 

modera t , seperti Harold Crouch , sampai pada kes impulan yang sama mengenai 

jangkauan yang terbatas dari reformasi. Crouch (2003:33) menul is bahwa "negara 

lemah karena di da lamnya terdapat pelbagai kepent ingan ke lompok yang saling 

bersaing secara kuat. Negara telah dirasuki oleh kepent ingan yang menen tang 

reformasi ." Meskipun ada tanda-tanda lebih positif di bawah Yudhoyono 

(Van Klinken 2008), prosesnya berjalan lambat . Gambaran yang muncu l dari 

analisis poli t ik adalah sebuah negara di mana ke lompok-ke lompok yang paling 

be rkomi tmen u n t u k reformasi demokrasi telah ber juang u n t u k mengerahkan 

pengaruh mereka masing-masing atas proses politik dan pe rubahan demokrat i s 

yang lebih luas menjadi te rhambat . M e m a n g terjadi pe rubahan kelembagaan, 

tapi itu d imula i di da lam lembaga-lembaga poli t ik berbeda yang responsif 

terhadap ke lompok dan kepent ingan yang lebih menyukai status quo . 

D a m p a k Segera da r i R e f o r m a s i : M e n g e m b a l i k a n K o n t r o l Nega ra a tas 

Sen i 

D a m p a k langsung dari reformasi adalah t u n t u t a n yang luas u n t u k kebebasan 

berekspresi yang secara cepat terwujud dalam pelaporan secara jujur terhadap 

krisis di media dan di antara para seniman urban kontemporer . Manifestasi 

awal reformasi perlu dibedakan dari pe rubahan-perubahan belakangan yang 

terpancar dari birokrasi dan pemer in tah era Reformasi . Perubahan yang bersifat 

segera dihasi lkan melalui tekanan rakyat u n t u k reformasi yang d i p a d u k a n 

dengan t u n t u t a n dari organisasi media dan para audiens un tuk sebuah media 

yang lebih kritis (Sen dan Hill 2000) dan di laksanakan tanpa keterlibatan 

negara. Para sen iman urban kon tempore r berada di antara ke lompok-ke lompok 

yang paling terlibat dalam reformasi. Mereka dengan cepat mulai memasukkan 



tema reformasi dalam karya mereka dan menjadi semakin kritis terhadap 

kondisi sosial dan poli t ik. Efek lain dari kecenderungan reformis di antara 

para sen iman mode rn adalah penolakan yang h a m p i r segera terhadap rezim 

per iz inan negara u n t u k acara-acara seni di banyak daerah perkotaan. 

Di kota-kota, rezim per iz inan berakhir cepat setelah ja tuhnya Soeharto 

seiring organisasi dan individu yang mengadakan acara-acara seni tidak 

lagi memin t a izin dan polisi tidak lagi menegakkan kekuasaan rezim yang 

telah t u m b a n g tersebut. Berakhirnya rezim perizinan telah m e n d o r o n g dan 

m e m p e r m u d a h muncu lnya lembaga-lembaga seni yang kecil dan tempat- tempat 

pe r tun jukan . Salah satu tempat tersebut adalah R u m a h Nusan ta ra di Bandung, 

Jawa Barat. Sekelompok seniman daerah yang d i p i m p i n oleh Aat Soeratin, 

aktor terkenal daerah setempat dalam pertelevisian dan teater, mendi r ikan 

R u m a h Nusantara pada akhir t ahun 1998. R u m a h Nusan ta ra berbasis di 

sebuah r u m a h di pinggiran kota Bandung yang telah berubah menjadi ruang 

pe r tun jukan , toko, dan kafetaria. R u m a h tersebut member ikan k e m u d a h a n 

berupa sewa gratis dan , sebagai ganti biaya tiket, sumbangan d i k u m p u l k a n dari 

para p e n o n t o n di akhir pe r tun jukan secara sukarela. Para aktor pe r tun jukan 

biasanya terdiri dari orang-orang yang rela m e n y u m b a n g k a n waktu mereka dan 

merupakan teman-teman dari panit ia penyelenggara. Meskipun pengaturan 

ini m e m b u a t program tersebut berjalan sulit, n a m u n tetap ada pe r tun jukan 

rut in yang d ihadi r i oleh c u k u p audiens. Sebuah lembaga seni seperti R u m a h 

Nusantara t idak bisa ber tahan di bawah regulasi O r d e Baru dengan keunggulan 

publik apa pun . Tempat pe r tun jukan serupa adalah Kedai Kebun di Yogyakarta 

yang merupakan tempat yang lebih baru, lebih besar dan lebih baik dari segi 

pendanaan . Selain itu terdapat Komuni t a s Salihara di Jakarta yang, sebagai ruang 

pe r tun jukan alternatif , akan sangat sulit u n t u k berjalan di bawah sensor rezim 

O r d e Baru. Komun i t a s ini m e r u p a k a n proyek yang didanai secara relatif baik 

yang menyediakan ruang pe r tun jukan alternatif u n t u k seniman. Meningkatnya 

t ingkat fleksibilitas telah member ikan ruang u n t u k b e r t u m b u h n y a organisasi-

organisasi seni yang awalnya kecil n a m u n lama-lama menjadi lebih besar. 

Berakhirnya rezim perizinan hanya bersifat parsial. Pada akhi r t ahun 2003, 

para sen iman luar kota-kota besar, seperti di Ci rebon , masih mencari izin 

dari, dan membayar kepada, polisi dan dinas kebudayaan di daerah mereka. 

Perbedaan antara sen iman urban kon tempore r dan praktisi seni tradisional di 

Indonesia mence rminkan d a m p a k yang tidak merata dari gerakan reformasi 

dan kelanjutan dari pemisahan antara bagaimana dua jenis ke lompok sen iman 
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berhubungan dengan negara. Seniman pan-Indonesia mengadopsi tema 

reformasi dan menjadi semakin vokal dalam kritik mereka terhadap kondisi 

sosial dan politik di samping mendapa t manfaa t dari berakhirnya rezim 

per iz inan u n t u k acara-acara seni. N a m u n di sisi lain, belum ada d a m p a k yang 

setara di antara para sen iman tradisional yang kurang terlibat da lam gerakan 

reformasi yang lebih besar di wilayah perkotaan. 

D e s e n t r a l i s a s i d a n M e n g u a t n y a Po l i t i k I d e n t i t a s E t n i k d a n D a e r a h 

Berbeda dengan perubahan segera dan f ragmentar is yang diprakarsai oleh 

warga yang terinspirasi oleh Reformasi , pe rubahan yang dibawa oleh lembaga-

lembaga selama era reformasi telah m e n g u b a h kebijakan budaya secara 

lebih luas dan konsisten di seluruh nusantara . Setelah ja tuhnya Soeharto, 

pengamat poli t ik Indonesia mencatat sebuah perubahan dalam t ingkat di 

m a n a keputusan-keputusan politik sedang d ibuat . Misalnya, Edward Aspinall 

dan Greg Fealy (2003: 11) melihat pent ingnya poli t ik baru dari t ingkat sub-

nasional melalui seruan mereka u n t u k fokus pada p e m a h a m a n tentang "apa 

yang terjadi di t ingkat daerah", dan Gcrry van Klinken (2001b: 3) menyerukan 

"sebuah pemi l ahan" dari negara Indonesia dalam analisis politik Indonesia . 

Perubahan tersebut memil iki implikasi bagi kebijakan budaya. T u m p a n g t indih 

antara sejumlah kondisi - seperti pemi lahan kekuasaan polit ik, mobilisasi 

identitas etnik dan daerah melalui acara budaya dan ke lompok, dan pe rubahan 

kelembagaan u n t u k aparatus budaya negara karena desentralisasi - menjadi 

kompleks . U n t u k m e m a h a m i bagaimana kondisi ini saling bersi langan, kita 

harus m e m p e r t i m b a n g k a n tekanan sosial dan poli t ik di t ingkat nasional dan 

sub-nasional. 

Keja tuhan Soehar to sebagian dipercepat dengan meningkatnya oposisi dari 

elite-elite daerah yang merasa diabaikan dan dipinggirkan selama era O r d e Baru. 

Khususnya yang pal ing menon jo l di antara daerah-daerah yang m e n u n j u k k a n 

aspirasi separatis dan federalis adalah empat provinsi yang kaya sumber daya 

alam: Aceh, Papua, Riau, dan Ka l imantan Timur. O r a n g T imor T imur juga 

semakin in tens m e m p e r j u a n g k a n kemerdekaan. Habib ie menanggapinya dengan 

membua t pe rundang-undangan yang berpengaruh dalam memben tuk poli t ik 

era Reformasi . U n d a n g - U n d a n g O t o n o m i Daerah d isahkan pada Agustus 1999, 

dan disebut-sebut sebagai respons terhadap ambisi federalis dan separatis dan 

sebagai bukti dari m a n d a t demokrasi bagi Presiden dan parlemen (Jones 2002). 



Unsur u tama adalah desentralisasi berbagai b idang pemer in tahan , termasuk 

pendid ikan , kesehatan, l ingkungan, tenaga kerja, pekerjaan u m u m , pengelolaan 

sumber daya alam, pariwisata, dan budaya, u n t u k tingkat kabupa ten /ko ta 

bersama dengan pembagian yang jauh lebih besar dar i pendapa tan dan 

kekuasaan u n t u k meningkatkan pendapa tan . Elemen pent ing lainnya adalah 

bahwa penen tuan jabatan di semua t ingkat pemer in tahan sekarang d ibua t oleh 

badan legislatif secara bersamaan, bukan oleh eksekutif nasional seperti yang 

terjadi sebelumnya. 

Dalam konteks perubahan-perubahan ini t idaklah mengherankan bahwa 

elite daerah m e m a n f a a t k a n identitas etnik. Van Klinken (2001c), da lam 

eksplorasinya tentang konfigurasi politik yang baru dan sangat berbeda yang 

m u n c u l d i Kal imantan Tengah dan Timur, m e n u n j u k k a n semakin menguatnya 

identitas e tnik bagi elite-elite daerah dalam konf iguras i poli t ik daerah, 

khususnya da lam persaingan mengambi l alih kendali negara. Penelitian pada 

masa ini mencatat b e r t u m b u h n y a politisasi identitas etnik di berbagai lokasi di 

seluruh Indonesia (Henlcy dan Davidson 2007; Sakai 2003), termasuk Jakarta 

(Shahab 2001). Sebuah kecenderungan yang terkait adalah pe rmin taan yang 

meluas bahwa posisi daerah yang pent ing dalam birokrasi diber ikan kepada 

kandidat -kandidat dari ke lompok etnik p r ibumi ke wilayah itu, yang dikenal 

sebagai "pu t ra daerah" (Aspinall dan Fealy 2003). 

Era Reformasi juga telah menyaksikan sebuah ledakan satuan-satuan poli t ik 

baru dengan badan legislatif dan adminis t ras i terkait. Antara 1999 dan 2007, 

jumlah provinsi telah be rkembang dari 26 menjad i 33, dan kabupa ten /ko ta 

telah berkembang dari 303 menjadi 456, dengan lebih dari 5.000 kecamatan. 

Pengakuan negara dapat memil iki d a m p a k yang besar pada pendanaan dan 

p romos i budaya daerah, te ru tama ketika praktik-praktik budaya ter tentu 

d ip romos ikan sebagai wakil dari ke lompok etnik terbesar dan juga wilayah 

ter tentu (Harnish 2007). Buktinya adalah kebangkitan kembali praktik-

praktik budaya oleh ke lompok etnik yang sebelumnya d igambarkan sebagai 

faksi minor i t as di daerah pemer in t ahan sebelumnya dengan luas wilayah yang 

relatif besar, tetapi telah menjadi ke lompok mayoritas baru setelah wilayah 

adminis t ra t i f di m a n a mereka tinggal telah menyusut karena telah d imekarkan 

menjad i dua atau lebih pemer in tahan daerah. Ada juga kebangki tan kembali 

kraton di sejumlah daerah, yang di Kal imantan Barat dan Banten memil iki 

kaitan dengan wilayah adminis t ra t i f baru, sementara f enomena itu sendiri 
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terkai t erat dengan desentralisasi pol i t ik d a n m e n i n g k a t n y a ni lai p e n t i n g 

d u k u n g a n daerah (Van Kl inken 2007). 

Yang menyer ta i mobi l isas i po l i t ik rakyat yang segaris dengan ident i tas e tn ik 

d a n daerah ada lah p e r t u m b u h a n prak t ik budaya e tn ik d a n dae rah . H u b u n g a n 

an ta ra desentral isasi pol i t ik , s t r u k t u r kekuasaan dae rah d a n nas iona l , d a n 

prak t ik -prak t ik t rad is ional d i s e jumlah lokasi d i se lu ruh Indones i a d ieksploras i 

d a l a m b u k u yang ed i to rnya ada lah D a v i d s o n d a n Henley (2007), The Reviv.il o f 

Tr.idition in Indonesia n Politics. Dav idson d a n Hen ley (2007) menca ta t bahwa 

"kebangk i t an k e m b a l i " tersebut m e n c a k u p baik p e n i n g k a t a n m i n a t d a l a m 

prak t ik -prak t ik k e d a e r a h a n d e n g a n impl ikas i po l i t ik d a n p e m e r i n t a h a n yang 

luas, m a u p u n kebangki tan d a l a m penger t ian lebih sempi t dar i budaya art ist ik 

d e n g a n sediki t p e n g a r u h pol i t ik , d a n bahwa kebangk i t an kembal i tersebut 

dapa t bersifat en tah sekuler en tah be rka i t an d e n g a n agama. 

Sementa ra d i n a m i k a "kebangk i t an kembal i t radis i" ini u m u m n y a be ragam, 

ada p e n i n g k a t a n pe luang bagi k e l o m p o k - k e l o m p o k d e n g a n p e n g e t a h u a n 

t rad i s iona l u n t u k m e n e n t a n g k e p u t u s a n pol i t ik yang biasanya d i b u a t o leh 

elite pol i t ik karena m e n i n g k a t n y a p e n g g u n a a n , d a n mengacu pada , tradisi d a n 

kebiasaan dae rah (Erb 2005). Sisi ge lap dar i kebangk i t an kemba l i ini ada lah 

p e n g g u n a a n tradisi u n t u k m e m b e n a r k a n p e n g e s a m p i n g a n para p e n d a t a n g 

d a l a m akses t e rhadap s u m b e r daya a tau m e n j a d i k a n mereka sebagai ob jek 

d i sk r iminas i , t e rmasuk pembaya ran uang (Warren 2007) d a n d a l a m beberapa 

kasus m e n j a d i kekerasan yang m e m a t i k a n (Dav idson 2007). Bali d a n Suma te ra 

Barat memi l ik i d u a versi yang kua t d a n m a p a n t e n t a n g sistem p e m e r i n t a h a n 

daerah yang t rad i s iona l d a n m e l e m a h k a n sistem desa yang d ipaksakan pada 

mereka oleh rezim O r d e Baru (Biczevcld 2007; Warren 2007). C o n t o h lain 

ada lah analisis Greg Acciaioli (2002) t en t ang gerakan kemba l i ke sistem h u k u m 

t radis ional pada o r a n g 'Io L indu di Sulawesi Tengah setelah berakh i rnya 

sen t ra l i sme O r d e Baru. M u a t a n - m u a t a n lokal, khususnya bahasa daerah , ada t 

is t iadat d a n kera j inan , juga m u l a i m e n e m u k a n jalan mereka ke k u r i k u l u m -

k u r i k u l u m sekolah.2 

P e r t u m b u h a n pol i t ik ident i tas e tn ik juga menghas i l kan serangkaian 

konfe rens i besar t en t ang budaya e tn ik daerah , yang ser ing d i s p o n s o r i o leh 

p e m e r i n t a h daerah d a n organisasi in te rnas iona l . Konferens i -konferens i ini 

2 Pada t a h u n 2001. kabupa t en -kabupa t en d i B a n d u n g telah m e r a n c a n g pe ra tu ran dae rah u n t u k 
m e m a s u k k a n p e n a m p i l a n kesenian dae rah da l am k u r i k u l u m semua anak usia sekolah SD. D a n a Setia, 
wawancara . 20-11-2001. 



memiliki l ingkup yang lebih luas dar ipada acara seni yang diselenggarakan 

oleh O r d e Baru yang cenderung hanya menampi lkan seni pe r tun jukan . 

Sebuah con toh adalah Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) yang 

diselenggarakan di Bandung pada 22-25 Agustus 2001. Konferensi itu memil iki 

enam panel yang d i tu jukan pada bidang-bidang: Sastra dan Budaya Sunda; 

Sejarah, Arkeologi, dan Filologi; Agama, Spiritualitas, dan Pandangan H i d u p ; 

Ekonomi , Masyarakat, dan Politik; Seni; dan Gaya H i d u p , Arsitektur, Makanan , 

dan Pakaian. KIBS mengikut i konferensi yang serupa di Kal imantan Tengah 

pada Desember 1998, di Riau pada Januari-Februari 2000, di Papua pada Mei-

J u n i 2000, Minahasa pada Agustus 2000 (Van Klinkcn 2001c), dan tentang 

identitas Melayu di Batam pada bu lan September 2001 (SMN 2001). KIBS 

dibuka oleh yang mewakili G u b e r n u r Jawa Barat dan d isponsor i oleh Provinsi 

Jawa Barat dengan dana sekitar S 31.000 AU (sekitar Rp 150.000.000 dengan 

kurs ketika itu) dan Toyota Founda t ion , sebuah organisasi nirlaba Jepang 

dengan ban tuan dana sekitar $ 72.500 AU (sekitar Rp 350.000.000 dengan kurs 

ketika itu) (Maulana 2001). Peran pemer in tah daerah dalam banyak konferensi 

ini substansial karena kesediaan mereka u n t u k mendana i yang imbal baliknya 

adalah berupa ter jal innya h u b u n g a n dengan konst i tuen etnik yang besar, 

meskipun mereka u m u m n y a berhati-hati dengan klaim yang akan berpotensi 

mengasingkan pemer in tah nasional dan militer.1 Konferensi-konferensi ini 

adalah p roduk dari h u b u n g a n antara budaya daerah, s t ruk tur pemer in t ahan 

adat dan politik elektoral, yang telah diperkuat dengan desentralisasi poli t ik 

dan organisasi internasional . 

Agenda-agenda budaya dari organisasi-organisasi etnik di daerah 

mempr ior i taskan tempat dan kesejahteraan konst i tuen etnik dan kebudayaan 

mereka dan menar ik perhat ian terhadap masalah-masalah k o m u n a l yang 

posisinya mengalami p e n u r u n a n di bawah negara-bangsa Indonesia . Ajip 

Rosidi (2001), seorang penyair terkenal, novelis dan akademisi dari Jawa Barat 

dan ketua sebuah organisasi budaya Sunda, yaitu Rancage, member ikan con toh 

menar ik tentang bagaimana organisasi budaya etnik membingkai agenda 

mereka da l am sambu tannya di KIBS. Ajip Rosidi mula i dengan membahas 

t ahun- tahun setelah 1942 di Jawa Barat d imana ada periode dua pu luh t ahun 

kekacauan (karena p e n d u d u k a n Jepang, revolusi, dan pemberon takan Daru l 

Islam) yang mengganggu gaya h i d u p dan praktik-praktik budaya daerah 

3 Lihat C o l o m b i j n <2003) u n t u k p e m b a h a s a n t en tang gerakan Melayu Riau t e rmasuk h u b u n g a n dengan 
p e m e r i n t a h provinsi . 



tersebut. Dari awal masa O r d e Baru, negara mengal ihkan perhatian u n t u k 

modernisasi dan industrialisasi. M e n u r u t Ajip Rosidi, budaya dan masyarakat 

Sunda bahkan semakin melemah selama periode ini karena "Westernisasi" yang 

menyertai modernisasi dan migrasi dari "o rang lain" u n t u k m e m a n f a a t k a n 

peluang ekonomi . O r a n g Sunda mulai kehilangan mina t pada seni dan 

praktik-praktik kedaerahan mereka seiring masyarakat mereka mulai " terpecah" 

(2001: 3). Ajip Rosidi kemudian mengal ihkan perhat iannya kepada negara 

Indonesia. Dia mengklaim bahwa negara tidak pernah serius menangani 

masalah budaya: " U n t u k memper t ahankan budaya dari kepunahan , d iper lukan 

kemauan politik dari negara dan para p e m i m p i n nasional . Dan sampai 

sekarang, kita be lum melihat adanya kemauan poli t ik. Bagaimana k e m a u a n 

politik akan mengembal ikan keh idupan budaya ke permukaan jika kesadaran 

dan p e m a h a m a n tentang pent ingnya budaya u n t u k m e m b e n t u k bangsa 

be lum pernah ada?" (2001: 4). Ajip Rosidi kemudian mengura ikan kegagalan 

negara u n t u k mengatasi p e n u r u n a n praktik-praktik budaya etnik tradisional, 

khususnya dalam hal pendid ikan , sebuah masalah yang mengisi sepertiga dari 

pidatonya. Dia m e n y i m p u l k a n dengan menyatakan bahwa peran KIBS adalah 

u n t u k m e n d o r o n g pengembangan kemauan poli t ik. Rosidi berharap bahwa 

KIBS akan meningka tkan minat dan apresiasi tentang kebudayaan Sunda baik 

dalam masyarakat daerah, nasional dan internasional dan akan meningka tkan 

tekanan pada negara un tuk mengembangkan kebijakan budaya yang bermakna 

dan efektif. 

Enam karakteristik dapat di identif ikasi da lam p ida to Ajip Rosidi yang 

sering muncu l da lam analisis tentang organisasi budaya etnik dari akhi r t a h u n 

1990-an. Karakteristik per tama adalah p e n u r u n a n sejarah dari sebuah budaya 

etnik. Sebuah budaya yang sebelumnya pernah be rkembang akhirnya m e n u r u n 

akibat pasang surut sejarah, khususnya karena modernisasi masuknya budaya 

popu le r d a n tinggi dari Barat. Yang kedua adalah identifikasi budaya sebagai 

b idang yang diabaikan dalam pemer in tahan . Ajip Rosidi m e n u d u h negara 

gagal me l indung i atau menangani secara serius masalah budaya selama periode 

kemerdekaan dan khususnya masa O r d e Baru yang berwatak developmental is . 

Dalam sebuah artikel yang membahas topik yang sama, Al Azhar (1997a), yang 

kemudian menjadi ketua gerakan Riau Merdeka, lebih jauh mengkla im bahwa 

orang-orang Melayu Riau telah terpinggirkan secara budaya, ekonomi , dan 

sosial selama era kemerdekaan di tanah milik mereka sendiri. Ciri ketiga adalah 

agenda konservatif yang mendasar i a rgumen tersebut. Budaya Sunda cenderung 



lebih mengacu pada bentuk-bentuk budaya tua dan gaya h i d u p dar ipada 

praktik-praktik lokal /global dan cenderung menguci lkan ke lompok-ke lompok 

etnik non-adat yang tinggal di wilayah tersebut dari arena budaya dan poli t ik. 

Yang keempat adalah bahwa negara terpaksa ber t indak u n t u k mel indungi 

praktik-praktik adat setempat. Sebuah elemen yang mendasari t un tu t an 

tersebut adalah kompetis i u n t u k sumber daya di da lam komun i t a s seni daerah, 

yang akan dibahas dalam bab t u j u h tentang Lembaga-Lembaga Kebudayaan. 

Ciri kelima adalah fokus pada h u b u n g a n antara budaya daerah dan Indonesia 

(nasional). Dalam organisasi budaya yang sadar politik seperti Yayasan Rancage 

yang didi r ikan dan d i p i m p i n oleh Aj ip Rosidi, h u b u n g a n antara budaya etnik 

tersebut dan budaya Indonesia d inyatakan secara jelas. Misalnya, Ajip Rosidi 

dengan jelas menyatakan bahwa budaya orang Sunda juga merupakan budaya 

bangsa Indonesia (2001: 8) sedangkan Al Azhar (1997b), da lam deskripsinya 

mengenai p e r t u m b u h a n identitas etnik Melayu Riau, menolak bahwa budaya 

Melayu Riau adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Karakterist ik terakhir 

ini upaya-upaya yang meningkat u n t u k terlibat dengan ke lompok-ke lompok 

dan individu-individu di t ingkat internasional . 

Ajip Rosidi mendesak lebih banyak akademisi internasional un tuk 

mempelajar i kebudayaan Sunda dan u n t u k kepent ingan yang lebih internasional . 

Organisasi-organisasi budaya etnik men jad i semakin sadar akan pent ingnya 

pengakuan internasional u n t u k keberlanjutan organisasi dan budaya mereka. 

Deklarasi asli Daulat Riau memasukkan interpretasi te rhadap t u n t u t a n tersebut 

dalam bahasa Inggris (Co lombi jn 2003) dan konferensi budaya Melayu di Batam 

pada t ahun 2001 m e n g h u b u n g k a n antara Riau dan orang-orang Melayu di 

negara-negara tetangga. Pengakuan internasional menghasi lkan prestise budaya, 

merawat kepent ingan dan kebanggaan daerahdan meningka tkan peluang 

pendanaan dari negara, organisasi internasional dan pariwisata. P e r t u m b u h a n 

yang terjadi da lam organisasi-organisasi seperti Yayasan Rancage dan h u b u n g a n 

yang lebih kuat dengan pemer in tah daerah m e n u n j u k k a n hilangnya kontrol 

pusat, yang tercermin da lam perdebatan dan pe rubahan di t u b u h Direktorat 

Kebudayaan. 

P e r u b a h a n S t r u k t u r a l d a n P e r l a w a n a n d i D i r e k t o r a t K e b u d a y a a n 

Sebuah pe rubahan besar potensial da lam kebijakan budaya tampak mengemuka 

pada t ahun 1999 melalui restrukturisasi Direktorat Kebudayaan, sehingga 



budaya kini lebih dikai tkan dengan pariwisata dar ipada pendid ikan . Peralihan 

ke pariwisata, meskipun dicapai selama era reformasi, memil iki asal-usulnya 

dalam s t ruktur kabinet terakhir Soehar to yang berusia singkat. D o k u m e n 

p e d o m a n kebijakan nasional u n t u k era Reformasi awal, Garis-Garis Besar 

Ha luan Negara ( G B H N ) periode 1999-2004 member ikan wawasan mengenai 

bagaimana restrukturisasi ini berinteraksi dengan model kebijakan budaya 

otor i tar ian. G B H N m e n u n j u k k a n bahwa wacana era O r d e Baru tetap pent ing 

u n t u k membingkai kebijakan budaya, khususnya melalui pernyataan berikut 

Untuk mengolah dan mengelola kebudayaan nasional bangsa Indonesia, 
yang memiliki asal-usulnya dalam warisan budaya luhur bangsa, kebudayaan 
nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan pada 
Tuhan Yang Maha Esa memiliki tujuan untuk mendukung pemeliharaan 
harmoni dalam kehidupan sosial dan pengembangan peradaban nasional 
(Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999: 30). 

Prioritas tinggi yang diber ikan u n t u k promosi pariwisata juga menda tangkan 

beberapa perubahan , khususnya dengan mengkonf iguras i "kesenian dan 

kebudayaan t radis ional" sebagai "kendaraan" bagi pengembangan pariwisata 

nasional dan promosinya di luar negeri (Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999: 

31). 

Secara internal, Direktorat Kebudayaan telah direstrukturisasi . Elemen-

elemen kunci dari restrukturisasi itu adalah perubahan Direktorat Kebudayaan 

menjadi dua direktorat , dan masuknya bentuk-bentuk budaya massa, khususnya 

f i lm dan video, da lam l ingkup kebijakan budaya yang resmi.'1 Dua pe rubahan 

yang lebih luas juga m e m b e n t u k u lang jabatan menteri kebudayaan: proses 

desentralisasi dan m e n u r u n n y a pelayanan negara (I .OK 2004). Dalam jabatan 

menteri kebudayaan, desentralisasi berarti bahwa kedua kantor d inas t ingkat 

daerah yang sebelumnya menjad i bagian dari birokrasi nasional dan sejumlah 

uni t dengan t u j u a n khusus, yang mencakup taman budaya, museum tingkat 

4 Direktora t -d i rektora t ba ru itu adalah Di rek tora t Nilai Budaya, Seni, d a n Film serta Di rek tora t Sejarah 
d a n Purbakala . Tu juan u n t u k f i lm m u n g k i n t idak m e n y e n a n g k a n baik p e m b u a t t l lm komers ia l m a u p u n 
i n d e p e n d e n . M e n u r u t G B H N , f i lm d i se r takan u n t u k memas t ikan p e r k e m b a n g a n s inemat ik yang " seha t " 
u n t u k " m e n i n g k a t k a n mora l i t a s keagamaan d a n kecerdasan nas iona l , m e n g e m b a n g k a n o p i n i pub l ik 
yang posi t i f d a n m e n i n g k a t k a n nilai e k o n o m i s " (Majel is Permusyawara tan Rakyat 1999: 31). 



provins i , d a n berbagai lembaga pene l i t i an /Se la in mengawasi lembaga-lembaga 

yang telah mereka b a n g u n d a n yang k e m u d i a n l u p u t dar i genggaman mereka, 

kebudayaan d a n pariwisata lebih m e n j a d i tugas dari kemen te r i an negara 

da r ipada d e p a r t e m e n , yang berar t i k u r a n g dari segi p e n d a n a a n d a n j umlah staf. 

Para b i rokra t d a l a m Direk tora t Kebudayaan pada u m u m n y a t idak merespons 

d e n g a n baik t e rhadap p e r u b a h a n tersebut . Sebagian besar memi l ik i k o m i t m e n , 

mela lu i s tudi mereka sendir i d a n r iwayat kerja mereka, t e r h a d a p kebudayaan 

sebagai alat p e m b a n g u n a n nas iona l d a n m e m a h a m i peran kebudayaan sebagai 

t i t ik pusa t u n t u k m e m p e r t a h a n k a n kohesi d a n ident i tas nas iona l . K o m e n t a t o r 

kebudayaan Teuku Yakub d a n R a h m a n Argc, yang t idak ter ikat pada jaba tan 

d a n peker jaan negara, m e n u d u h p e m e r i n t a h m e n g a b a i k a n tugas mereka d a l a m 

hal k e p e m i m p i n a n budaya sebaga imana d i a t u r da lam U U D 1945 d a n karena 

itu " m e n g e r d i l k a n " p e r t u m b u h a n budaya . Protes juga terjadi d a l a m Kongres 

Kebudayaan Kel ima d i Suma te ra Barat pada b u l a n O k t o b e r 2003, d i m a n a 

salah satu r ekomendas i resmi dari kongres tersebut ada l ah adanya sebuah 

D e p a r t e m e n Kebudayaan yang " o t o n o m " ( M A M 2003). Terlepas dari adanya 

upaya-upaya tersebut , d u k u n g a n Presiden d a n kab ine t u n t u k te tap m e l a k u k a n 

k e p u t u s a n n y a t idak dapa t diatasi . 

Baru-baru ini, negara telah m e n g u s u l k a n u n d a n g - u n d a n g yang d i m a k s u d k a n 

u n t u k m e n j a d i h u k u m h a k kekayaan in te lektual yang be rusaha u n t u k menga tas i 

d a n m e l i n d u n g i tradisi budaya (Aragon d a n Leach 2008). Berdasarkan inisiat i f 

Organisas i H a k Kekayaan Inte lektual D u n i a (World Intellectual Propcrty 

Orgjnization, W I P O ) u n t u k m e m p e r k u a t rezim hak kekayaan in te lektual d i 

negara b e r k e m b a n g d a n pe r j an j i an -pe r j an j i an pe rdagangan , h u k u m h a k c ip ta 

d i Indones ia t a h u n 2002 m e l i n d u n g i penc ip ta i nd iv idu d a l a m cara yang m i r i p 

d e n g a n u n d a n g - u n d a n g Barat . Ha l ini juga m e n c a k u p k e t e n t u a n hak mi l ik 

budaya yang m e m b e r i k a n "ceri ta rakyat d a n p r o d u k budaya rakyat" kepada 

negara u n t u k se lamanya d a n "karya-karya yang penc ip t anya t idak d i k e n a l " 

kepada negara "atas n a m a k e p e n t i n g a n p e n c i p t a " selama 50 t a h u n . U n d a n g -

u n d a n g khusus u n t u k me laksanakan hal ini t idak d i s a h k a n pada akh i r t a h u n 

2009, m e s k i p u n ada nia t u n t u k m e n g e s a h k a n n y a sebelum t a h u n 2010, d a n 

meri l is sebuah r ancangan u n d a n g - u n d a n g ( R U U ) . R U U tersebut m e n i n g k a t k a n 

eskalasi pengawasan bi rokras i t e rhadap prak t ik budaya dae rah melalui pe r a tu r an 

5 Ini m e n c a k u p Biro Peneli t ian Sejarah d a n Nilai-Nilai Tradis ional (11). Pelestarian Peninggalan Sejarah 
d a n C a d a n g a n Arkeologi (9), Biro Arkeologi (10). M u s e u m - m u s e u m K h u s u s d a n M u s e u m Nas iona l (6). 
Galer i Nas iona l , dan Biro Penel i t ian dan Konservasi B o r o b u d u r . 



reproduksi atau adaptasi materi-materi seni, musik, teater, tari, cerita dan 

upacara ritual, dengan alasan mel indungi hak-hak sen iman dan masyarakat 

dan meningka tkan k e m a k m u r a n nasional melalui penciptaan kekayaan. 

Atribusi yang tidak benar, penggunaan yang ofensif terhadap bentuk-bentuk 

budaya tersebut, atau kegagalan u n t u k mendapa tkan kesepakatan dan lisensi 

yang sesuai akan mengakibatkan h u k u m a n sccara perdata atau pidana. Dalam 

analisis mereka terhadap undang-undang ini, Lorraine Aragon dan James Leach 

(2008: 620) berpendapa t bahwa pembagian antara hak-hak individu dan hak-

hak komuni t a s mengabaikan priori tas para praktisi , yang mereka nyatakan 

sebagai "akses o t o n o m kedaerahan terhadap, dan penggunaan norma t i f sccara 

budaya dari , k a n o n seni mereka, bukan kepemil ikan yang eksklusif dan yang 

sudah disahkan." 

Reorganisasi kabinet pada bulan Oktober 2011 telah mel ihat jabatan menter i 

u n t u k kebudayaan berubah dan sekali lagi dikai tkan dengan pendid ikan da l am 

Kementcr ian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi sebuah jabatan kebijakan 

" e k o n o m i kreatif" telah disa tukan dengan b idang pariwisata di Kementcr ian 

Pariwisata dan E k o n o m i Kreatif. Kedua direktorat kebudayaan sekali lagi akan 

dipersatukan, tetapi dengan tanda tanya atas h u b u n g a n antara kementer ian dan 

direktorat yang berbeda-beda. Pembagian ini memisahkan pengaturan bentuk-

bentuk budaya massa (termasuk media massa, musik) antara Depar temen 

Komunikas i dan Informat ika (sebelumnya bernama Depar temen Penerangan) 

dan Kementcr ian Pariwisata dan E k o n o m i Kreatif, sambil juga memasukkan 

bidang-bidang lain, seperti seni pe r tun jukan dan seni rupa, dalam Kementer ian 

Pariwisata dan E k o n o m i Kreatif dan Kementer ian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pembagian ini menandakan bahwa negara telah memutuskan u n t u k mengejar 

agenda e k o n o m i kreatif lebih-lebih melalui kebijakan perdagangan dan industr i 

di bidang-bidang kegiatan ter tentu dar ipada melalui Direktorat Kebudayaan 

dan pandangannya tentang kebudayaan sebagai sesuatu yang mempengaruh i 

p e m b a n g u n a n dengan m e m b e n t u k perilaku dan sikap masyarakat Indonesia 

(Kelompok Kerja Indonesia Dcsign Power 2008). 

Yang mendasari baik penggabungan pengembangan budaya dengan 

pariwisata m a u p u n penyusunan undang -undang hak kekayaan intelektual 

adalah pergeseran fungsi kebudayaan bagi negara; kebudayaan tidak lagi 

d ianggap sebagai semata-mata alat p e m b a n g u n a n bangsa, yang d imaksudkan 

u n t u k m e n d o r o n g persatuan nasional, tetapi telah bergeser kepada penekanan 

yang lebih besar pada penciptaan lapangan kerja dan pendapa tan dari 



kebudayaan, melalui pariwisata, dan sekarang juga melalui model industr i 

kreatif. Perubahan tersebut, meskipun konsisten dengan pola di negara-negara 

lain dan dengan do rongan u n t u k industr i kreatif, ber tentangan dengan fokus 

era O r d e Baru da lam mel indungi kebudayaan dari pengaruh luar, meskipun 

perspektif ini masih menon jo l dalam birokrasi. Yampolski mengemukakan 

ada sedikit kontradiksi antara serangkaian tu juan ini jika mereka di l ihat dari 

perspektif yang lebih luas. Setelah mel ihat h u b u n g a n negara dan pariwisata, 

Yampolsky berpendapat bahwa proses tersebut tidak saling ber tentangan tapi 

malah saling memperkua t , karena keduanya mendesain ulang seni p r ibumi 

" u n t u k konsumsi eksternal, baik oleh wisatawan ... m a u p u n oleh para 

p e n o n t o n festival" (1995: 714). Di l ihat dari perspektif ini, direktorat be lum 

mengubah karakternya secara signifikan, karena ia tetap merupakan entitas 

yang m e m b o s a n k a n dan berorientasi negara yang terus membena rkan kegiatan-

kegiatannya sendiri dengan menegaskan bahwa mereka memperkua t bangsa 

dengan m e n d o r o n g p e r t u m b u h a n ekonomi . Tingkat d imana agenda e k o n o m i 

kreatif akan mel ibatkan Direktorat Kebudayaan tidak jelas pada tahap ini, 

sama seperti sejauh mana hal itu akan mempengaruh i bidang-bidang kebijakan 

tradisionalnya. 

K e b i j a k a n Budaya d a l a m K o n t e k s I n d o n e s i a y a n g T c r d e s e n t r a l i s a s i : 

K a r a k t e r i s t i k K e a n e k a r a g a m a n D a e r a h 

Desentralisasi, selain membua t negara lebih s impat ik terhadap kekhawatiran 

rakyat t en tang budaya etnik mayori tas di daerah dan t u n t u t a n dari organisasi-

organisasi budaya etnik, juga mcncip takan peluang u n t u k pemer in tah t ingkat 

non-nasional u n t u k menilai kembali mua tan kebijakan. Meskipun tanggung 

jawab un tuk sebagian besar kegiatan kebijakan budaya didesentralisasikan ke 

pemer in tah kabupaten dan kota, sebagian tanggung jawab itu d i tanggung oleh 

pemer in tah provinsi termasuk pengelolaan taman budaya, m u s e u m dan kantor 

budaya tingkat provinsi dan koordinasi kegiatan-kegiatan budaya di seluruh 

provinsi. Desentralisasi mencip takan kesempatan bagi pemer in tah provinsi 

dan kabupaten u n t u k merestrukturisasi aparat budaya yang berada di bawah 

kendali mereka dan meni la i kembali priori tas mereka. Di Jawa Barat, empat 

depar temen dipersatukan u n t u k memben tuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi. 
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Proses perencanaan strategis Jawa Barat u n t u k 2001-2005 terus 

mence rminkan pendekatan " p e m b a n g u n a n " dari masa O r d e Baru. "Kebudayaan 

daerah Jawa Barat" d idef inis ikan sebagai "moda l dasar dan faktor d o m i n a n 

dalam m e n d u k u n g keberhasilan p e m b a n g u n a n nasional" , dan oleh karena 

itu m e m b u t u h k a n pengawasan yang ketat (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

2001 b: 222). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang baru membatas i ruang 

l ingkup kebudayaan pada kebudayaan adat t radisional dan kesenian Jawa Barat, 

termasuk kebudayaan dan seni kon tempore r dan populer dan kebudayaanpara 

pendatang dari t empat lain di da lam dan luar Indonesia . Sebuah d o k u m e n 

perencanaan kedua, yang disusun oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Jawa Barat yang m e r u p a k a n lu lusan Amerika Serikat, mengan ju rkan penerapan 

"pemer in tahan yang baik" melalui strategi " layanan pelanggan". D o k u m e n ini 

ditulis dalam istilah yang mence rminkan pendekatan kebijakan ncolibcral yang 

m e m p r o m o s i k a n pengembangan individu, terutama melalui pengembangan 

staf, dan kemit raan dengan sektor swasta (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

200 la). 

Sebuah acara di Jawa Barat yang menggabungkan berbagai pendekatan 

(yang terkadang saling ber tentangan) adalah proses perencanaan kebijakan 

pemangku kepent ingan yang diselenggarakan pada bu lan November 2001. 

Tujuan dari Dialog Perencanaan u n t u k Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa 

Barat adalah u n t u k mene tapkan agenda budaya dan pariwisata dan mengatasi 

masalah, kepr iha t inan dan potensi manfaa t dari t indakan menggabungkan 

kedua b idang tersebut. Sementara bersikap kritis terhadap kebijakan budaya 

karena terlalu banyak berfokus pada lembaga negara d a n tidak c u k u p perhat ian 

pada partisipasi publik, laporan akhir juga menar ik dari wacana kebijakan 

era O r d e Baru dalam fokusnya pada "pelestarian" kebudayaan Sunda (sebagai 

ke lompok etnik terbesar di Jawa Barat) dan memerangi pengaruh asing yang 

negatif (Ar i tonang et a/. 2001). 

Tabel 6.1 member ikan ringkasan dari saran-saran tersebut. Wartawan 

Abdul lah Mus tappa (2001) mengamat i bahwa tidak banyak saran yang baru 

dan beberapa di antaranya sedikit berbeda dari praktik yang ada saat ini. 

N a m u n demikian , akses yang diberikan kepada banyak ke lompok pemangku 

kepent ingan dan serangkaian besar praktisi budaya dari seluruh Jawa Barat 

merupakan pe rubahan substansial dari proses yang terpusat secara nasional 

dalam pembua tan kebijakan budaya yang berlaku selama era O r d e Baru. Di 

Jawa Barat, wacana baru tentang peran negara dan keikutsertaan yang lebih 
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besar da lam pemben tukan kebijakan m e n u n j u k k a n bahwa pe rubahan adalah 

mungk in , tetapi melalui apa yang tampak seperti sebuah proses yang lambat 

dan ber tahap. 

Tabel 6.1: Rekomendasi dari ke lompok-ke lompok yang berbeda dalam Dialog 

Perencanaan u n t u k Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Barat 

Bidang Ringkasan Rekomendas i 

Bahasa. Sastra, d a n Skr ip 
(Tradisional) 

K e l o m p o k ini mengkr i t ik sastra dan p e n g g u n a a n sehari-haribahasa 
S u n d a dan m e n y e r u k a n agar bahasa S u n d a bisa " d i b a n g k i t k a n " u n t u k 
" m e m p e r k u a t ident i tas d a n m e m p e r k a y a keaneka ragaman b u d a y a " 
(19).Mereka m e r e k o m e n d a s i k a n : u n d a n g - u n d a n g u n t u k m e n d o r o n g 
penu l i san b u k u - b u k u ba ru d a l a m d a n t e n t a n g bahasa d a e i a h S u n d a 
dan bahasa-bahasa daerah la innya te rmasuk k a m u s d a n t e r j emahan ; 
m e n i n g k a t k a n penga ja ran bahasa S u n d a fo rma l d a n i n f o r m a l melalui 
publ ikas i b a r u . pe la t ihan gu ru d a n kompet i s i bahasa yang lebih baik; 
dan m e n g e m b a n g k a n dan m e m p r o m o s i k a n media e lekt ronik dan cetak 
bahasa S u n d a . 

Bahasa. Sastra, d a n Skr ip 
( K o n t e m p o r e r ) 

K e l o m p o k ini m e n u n t u t agar bahasa yang "ba ik d a n bena r " d i d o r o n g . 
Mereka m e r e k o m e n d a s i k a n pcngaiaran bahasa d a n sastra d i t i n g k a t k a n 
mela lu i : pe i e smian bahasa S u n d a u n t u k p e n d i d i k a n : p e n i n g k a t a n 
]>endanaan u n t u k penga ja ran bahasa S u n d a ; penga ja ran bahasa dae rah 
yang waj ib d i semua sekolah; kompet i s i bahasa S u n d a yang lebih banyak; 
memfasi l i tas i k u n j u n g a n para penul i s Bahasa S u n d a ke sekolah-sekolah; 
pene rb i t an artikel-artikel bahasa S u n d a di media massa; dan penerb i t an 
cerita-cerita rakyat S u n d a sebagai b u k u k o m i k . 

Seni R u p a d a n Seni P e n u n j u k a n K e l o m p o k ini berangkat dar i posisi bahwa s u m b e r daya m a n u s i a da l am 
seni i tu l emah . Mereka krit is t e rhadap kebi jakan masa lalu yang d i l iha t 
sebagai kebi jakan yang picik dan t idak mewakil i aspirasi s e n i m a n 
atau t idak mengatas i masalah mereka. Mereka m e r e k o m e n d a s i k a n : 
m e n i n g k a t k a n p e m a h a m a n d a n apresiasi seni mela lu i riset, penu l i san 
t e n t a n g p e n d o k u m e n t a s i a n dan pemetaan seni Jawa Barat, melalui 
p e n g e m b a n g a n jar ingan seni. publ ikasi kesenian Jawa Barat melalui 
p e n u n j u k a n d a n festival d a n sosialisasi seni d i sekolah-sekolah; 
m e n i n g k a t k a n kerangka legislatif; m e n i n g k a t k a n s u m b e r daya m a n u s i a 
dan m a n a j e m e n ; d a n m e n i n g k a t k a n p e n d a n a a n d a n p rosedur keuangan 
melalui seminar d a n pe la t ihan dan mengga lang s u m b a n g a n . 

Sejatah K e l o m p o k ini be r fokus pada p e m b u a t a n "ni lai-ni lai war i san" d a n 
"keb i jaksanaan sejarah S u n d a " sebagai dasar p a n d a n g a n masyarakat S u n d a 
dan juga m e n d o r o n g penel i t ian dan penu l i san t en tang sejarah lokal dan 
daerah . Mereka m e r e k o m e n d a s i k a n : inventar isas i , p e n d o k u m e n t a s i a n 
dan " m e m f u n g s i k a n " artetak budaya dan l i ngkungan mereka; p e m b i n a a n 
bagi para sejarawan dae rah sehingga mereka bisa m e m b u a t sejarah daerah 
secara temat ik ; m e n i n g k a t k a n k u r i k u l u m sejarah: menye lenggarakan 
sebuah konferens i sejarah; dan m e m b a n g u n pusat arsip sejarah. 



Kalender Kegia tan dan Festival 

Seni 

K e l o m p o k ini m e r e k o m e n d a s i k a n bahwa kegiatan-kegiatan indus t r i 
pariwisata yang be rkon t r ibus i t e rhadap budaya d i k e m b a n g k a n 
dan k e l o m p o k m e n g e m b a n g k a n se jumlah gagasan u n t u k festival. 
Mereka m e r e k o m e n d a s i k a n : kerangka kena legislatif d iper luas u n t u k 
m e m a s u k k a n b idang-b idang budaya yang lain; s u m b e r daya manus i ad i 
b i d a n g pariwisata d a n seni m e n e r i m a lebih banyak pe la t ihan : dan 
serangkaian festival d i k e m b a n g k a n yang m e n c a k u p festival u n t u k f i lm . 
teater, kebudayaan Jawa Barat (di Indones ia d a n luar negeri), u n t u k 
daerah (kabupa ten dan kota) dan f n t i v a l perkusi in te rnas iona l . Mereka 
juga m e r e k o m e n d a s i k a n p e m b e n t u k a n sebuah pani t ia kerja u n t u k 
menye lenggarakan lokakarya, seminar , dialog, festis-al dan p r o m o s i . 

Nilai-Nilai Tradis ional K e l o m p o k ini m e n u n t u t dua t u j u a n yang saling be r t en t angan yaitu 
pelestarian nilai-nilai t radis ional dan agar nilai-nilai t radis ional 
" d i t r a n s f o r m a s i k a n sesuai d e n g a n kondis i saat i n i " (20). Mereka 
merekomendas ikan : m e m p r o m o s i k a n nilai-nilai t radis ional Sunda : 
menginven ta r i sas i pepa tah-pepa tah dae rah d a n adat ; mengorganis i r 
sebuah f o r u m penel i t ian dan tradisi; beker ja melalui ke luaiga .media 
massa, p e n d i d i k a n d a n k e l o m p o k - k e l o m p o k u n t u k m e m p r o m o s i k a n n i l a i -
nilai budaya; m e n d o r o n g penghargaan u n t u k "nilai-nilai b u d a y a " dar i 
k e l o m p o k etnik lain, dan m e n g e m b a n g k a n inisiatif-inisiatif penel i t ian 
da l am tradisi budaya . 

M u s e u m dan Tcmpat-Tempat 
Budaya Lainnya 

K e l o m p o k ini mula i dengan menca ta t bahwa m u s e u m dan situs-
situs budaya di Jawa Barat m e n g a l a m i kekurangan staf p ro fes iona l 
dan t idak dihargai o leh masyarakat . Mereka juga menca ta t bahwa 
t empa t - t empa t budaya k u r a n g memi l ik i l andasan h u k u m . Meieka 
m e r e k o m e n d a s i k a n : Standardisasi perekru tan staf; pe la t ihan m a n a j e m e n ; 
pe la t ihan teknis konservasi , restorasi dan pemasa ran ; menyelenggarakan 
seminar ; m e n i n g k a t k a n kerja sama antara organisasi-organisasi melalui 
p e r t e m u a n - p e r t e m u a n jar ingan; m e n j a l a n k a n kegiatan-kegiatan u n t u k 
m e n u m b u h k a n part is ipasi masyarakat ; dan m e n g e m b a n g k a n kegiatan 
p romos i d a n pemasaran . 

Arkeologi K e l o m p o k ini mendesak per lunya pen ingka t an pelestarian dan 
penggunaan aset-aset arkeologis . Mereka mu la i d e n g a n m e n y o r o t i 
adanya u n d a n g - u n d a n g , p e r e n c a n a a n , dan pe la t ihan yang berka i t an 
u n t u k arkeologi . Mereka m e r e k o m e n d a s i k a n : m e n g e m b a n g k a n kerangka 
kerja h u k u m yang m e m b a h a s artefak-artefak budaya ; sebuah p rog ram 
penel i t ian d a n p e n g e m b a n g a n yang me l iba tkan inventar isasi , budidaya 
dan m e n g a m a n k a n artefak-artefak; p e n g e m b a n g a n ar tefak-ar tefak budaya 
sebagai aset wisata t e rmasuk pe la t ihan u n t u k keter l ibatan dengan indus t r i 
par iwisata . 

S u m b e r : A r i t o n a n g e t a l . ( 2 0 0 1 ) . 

D a m p a k desentralisasi terhadap lembaga-lembaga kebudayaan bervariasi. 

Sementara Taman Budaya tidak lagi melakukan kegiatan dan hanya d igunakan 

sebagai tempat prakt ik di beberapa daerah (seperti Sumatera Barat, Sumatera 

Utara, dan Sulawesi Selatan), Taman Budaya lainnya telah mener ima 

pendanaan yang meningkat dari pemer in tah provinsi (misalnya, di Jawa 

Barat, Surakarta, dan Jawa Timur) . Taman-Taman Budaya ini akan dibahas 



secara rinci d a l a m b a b ber iku tnya . Di Kabupa t en Bantul Daerah Ist imewa 

Yogyakarta, s eke lompok p e m a i n d a n p e m i n a t teater rakyat bergenre ketoprak 

m e n d i r i k a n F o r u m K o m u n i k a s i Ke toprak Ban tu l (FKKB). FKKB ini m e n a r i k 

keanggo taannya dar i mas ing-mas ing daerah d i d a l a m wilayah k a b u p a t e n 

tersebut d a n m e n d a p a t d u k u n g a n yang luas dari masyarakat . Organisas i 

mereka berhasil me lob i p e m e r i n t a h d a l a m m e n d a p a t k a n p e n d a n a a n pub l ik 

u n t u k m e n s u b s i d i p e r t u n j u k a n mereka d a n secara r u t i n m e l a p o r k a n b a g a i m a n a 

mereka m e n g g u n a k a n dana tersebut kepada D P R D . Biaya p roduks i ke toprak 

itu m a h a l karena u k u r a n p roduks inya yang berskala besar (beberapa d i an ta ra 

p e r t u n j u k a n n y a me l iba tkan ra tusan o rang) d a n k o s t u m yang r u m i t . FKKB 

menye lenggarakan d u a festival besar ke toprak pada t a h u n 2005, yang salah 

sa tunya d i s ia rkan di televisi daerah se tempat , d a n menye lenggarakan sebuah 

acara r ad io dae rah . H u b u n g a n an ta ra FKKB d a n K a b u p a t e n m e n c e r m i n k a n 

p e n d e k a t a n liberal t e rhadap tata kelola budaya d i m a n a s eke lompok peker ja 

budaya yang akt i f dapa t melob i u n t u k m e n d a p a t k a n d a n a pub l ik u n t u k t u j u a n 

yang disepakat i bersama d a n k e m u d i a n m e l a p o r k a n hasi lnya kepada sebuah 

b a d a n maje l i s te rp i l ih . Penga tu ran sepert i ini t a m p a k berbeda sekali d e n g a n 

era O r d e Baru d i m a n a sebagian besar kegiatan budaya yang d idana i negara 

d i l aksanakan o leh lembaga- lembaga negara. 

N a m u n d e m i k i a n , d e n g a n adanya prak t ik desentral isasi d i Indones ia , 

d a n a u n t u k kebi jakan budaya t e rgan tung pada sikap d a n k e m a u a n b u p a t i . 

FKKB b e r u n t u n g karena Bupat i Bantu l m e n d u k u n g budaya daerah , te tapi para 

anggotanya m e n g k h a w a t i r k a n p e n d a n a a n d i masa d e p a n ketika bupa t i yang 

sedang m e m e r i n t a h itu t u r u n . Di k a b u p a t e n - k a b u p a t e n lain d i m a n a partai-

partai pol i t ik Is lam m e r u p a k a n mayor i tas , seperti D e p o k d a n I n d r a m a y u , 

p e n d a n a a n u n t u k kebi jakan budaya telah d i h e n t i k a n sama sekali.6 Para 

poli t is i Is lam konserva t i f t idak m e m a n d a n g budaya sebagai m e d i a yang tepat 

u n t u k mempe la j a r i kewarganegaraan , sebagai gan t inya mereka lebih m e m i l i h 

p e n d e k a t a n p e n d i d i k a n Islam. M e s k i p u n ada p e n i n g k a t a n p e l u a n g u n t u k 

m e n g a j u k a n p e r m i n t a a n atas s u m b e r daya berdasarkan hak-hak atas budaya , 

persa ingan u n t u k p e n d a n a a n itu sendir i sengit d a n banyak d i an ta ra para 

pekerja budaya yang saya ajak bicara m e l a p o r k a n adanya p e n g u r a n g a n d a l a m 

p e n d a n a a n pub l ik u n t u k kegiatan-kegiatan budaya . 

6 Eksekut i f FKKB. wawancara . 5-1-2006 
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M o r a l i t a s P u b l i k y a n g B a r u d i I n d o n e s i a 

Perdebatan yang b e r k e m b a n g t en t ang mora l i t as pub l ik , yang ser ing d i k a i t k a n 

dengan k e l o m p o k - k e l o m p o k agama , juga telah m e m p e n g a r u h i kebi jakan budaya . 

K e l o m p o k - k e l o m p o k agama di Indones ia memi l ik i per i laku tercela sepan jang 

abad kedua p u l u h , d a n t i n d a k a n - t i n d a k a n mereka, bersama-sama d e n g a n 

negara, lembaga- lembaga ada t d a n e tnik d a n organisasi-organisasi kebudayaan , 

telah lama men jad i bagian dari l i n g k u n g a n yang telah m e m p e r d e b a t k a n d a n 

menggeser batas-batas dari k iner ja pub l ik yang dapa t d i t e r ima (l ihat , misa lnya, 

H a r n i s h t en t ang k iner ja d i L o m b o k (2007) d a n Picard di Bali (1997)). Semen ta ra 

konf iguras i ini t idak pe rnah seragam d a n m a s i h lebih beragam lagi d a l a m 

kon teks desentral isasi Indones ia , d u a p e r u b a h a n benar -benar m e n u n j u k k a n 

k e c e n d e r u n g a n p e n i n g k a t a n kebi jakan t e rhadap per i laku pub l ik o leh lembaga-

lembaga keagamaan . Per tama, p e m i l i h a n u m u m yang bersifat t e rbuka telah 

m e n y e b a b k a n kemba l inya partai-partai pol i t ik Is lam, yang telah sangat vokal 

t e rhadap p e n u r u n a n mora l i t as bangsa sebagai ak iba t dar i longgarnya kon t ro l 

negara . 

Kedua , m e m u d a r n y a reputasi mi l i te r te lah m e m b e r a n i k a n k e l o m p o k -

k e l o m p o k Islam ( te rmasuk organisasi parami l i t e r Islam), yang banyak 

m e l a k u k a n in tervens i t e rhadap aktivitas-aktivitas masyarakat Indones ia la innya, 

yang seringkali disertai dengan kekerasan, ketika mereka merasa bahwa telah 

ter jadi p e n g h i n a a n t e rhadap a ja ran Islam. D u a peristiwa p e n t i n g secara nas iona l 

m e n g g a m b a r k a n p e n g a r u h dari debat mora l i t as pub l ik t e rhadap prak t ik -prak t ik 

budaya d a n po tens inya u n t u k m e m p e n g a r u h i kebi jakan budaya . Semen ta ra 

kekhawat i ran t e rhadap intervensi dari k e l o m p o k - k e l o m p o k Islam, sepert i F ron t 

Pembela Is lam (FPI) d a n Laskar J i h a d memi l ik i p e n g a r u h t e rhadap kegia tan 

budaya d i t ingkat dae rah d i se luruh Indones ia , d a m p a k dari k e l o m p o k -

k e l o m p o k ini secara jelas d i t u n j u k k a n melalui reaksi mereka t e rhadap sebuah 

karya seni d a l a m peresmian p a m e r a n CP Bicnnalc pada Apri l 2005. Karya seni 

be r judu l Pinkswing Parkoleh Agus Suwage d a n Davy Linggar yang d i p a m e r k a n 

d i M u s e u m Bank Indones ia d ipaksa d i t u t u p menyusu l protes masyarakat 

d a n serangan o leh anggo ta FPL Pinkswing Park m e n a m p i l k a n beberapa t ipe 

ekspresi m o d e l Isabcl Yahya d a n b i n t a n g opera s a b u n A n j a s m a r a yang te lan jang 

d i an ta ra p o h o n - p o h o n d e n g a n ti t ik-ti t ik p u t i h yang m e m b e r i k a n p e n u t u p 

u n t u k menjaga kepekaan para p e n g u n j u n g u m u m . M e n y u s u l aksi keras FPI d a n 
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reaksi para tokoh masyarakat di media, kurator CP Biennale, J im Supangkat , 

m e n u t u p pameran Biennale tersebut secara permanen (Dirgantoro 2006). 

C o n t o h kedua adalah rancangan undang-undang (RUU) ant i -pornograf i 

yang telah masuk da lam pembahasan parlemen sejak t ahun 2002. Awalnya RUU 

itu hanya u n t u k mengatasi para penyebar pornograf i dan media, n a m u n pada 

2005 R U U tersebut diperluas u n t u k m e n c a k u p "pornoaksi" , yang mengacu 

pada "penampi lan p o r n o " atau cara berpakaian atau peri laku erotis di depan 

u m u m . Dalam R U U itu, seperti terdapat dalam versi akhir 2005 dan awal 2006, 

c iuman di ruang publik, tarian "erotis", dan memper l iha tkan bagian t u b u h 

yang "sensual" dilarang. Ada pengecualian u n t u k pe r tun jukan budaya (adat-

istiadat), olahraga, dan kegiatan seni, tetapi semua itu hanya dibatasi di arena 

dan gedung olahraga d a n ruang seni, yang juga m e m b u t u h k a n izin pemer in tah . 

Pada awal t ahun 2006 terjadi protes besar di seluruh Indonesia dan terjadi 

perdebatan keras di media dan par lemen terkait RUU tersebut. Sementara para 

pendukungnya berfokus pada masalah kemerosotan moral dan kesejahteraan 

anak-anak, para penen tang R U U itu berfokus pada efeknya terhadap pe rempuan 

(yang dianggap ber tanggung jawab atas kekerasan terhadap perempuan karena 

cara berpakaian mereka) dan dampaknya pada kebudayaan.7 

Argumen budaya yang m e n e n t a n g R U U tersebut mengambi l dua ben tuk . 

Pertama, RUU tersebut memaksakan kebudayaan Saudi (atau Wahabi) kepada 

orang-orang Indonesia." Kedua, R U U tersebut mengabaikan mul t ikul tura l i sme 

di Indonesia dengan mencoba menyeragamkan pelbagai kebudayaan daerah. 

Argumen ini d ibua t oleh dua ke lompok yaitu ke lompok poli t ik liberal 

( u m u m n y a di kota-kota besar) dan oleh organisasi-organisasi budaya konservatif 

di seluruh Indonesia. Di Bali, se jumlah orang yang d i n a m a k a n Penjaga 

Budaya d i t u n j u k u n t u k mencegah orang luar mengganggu upacara-upacara 

kedaerahan mereka. Gerakan yang paling jitu dan efektif dalam melawan 

R U U itu d i lakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Sulawesi 

Utara (Fahmi 2006), yang menyatakan bahwa R U U itu tidak melalui proses 

pe r t imbangan Dewan Perwakilan Daerah, yang bertugas mewakili kepent ingan 

daerah di t ingkat nasional. Sebuah versi yang lebih encer dari R U U tersebut, 

7 K e l o m p o k Is lam radikal seperti FPI juga telah melobi k e l o m p o k - k e l o m p o k y a n g versi prakt ik Is lamnya 
mereka a n g g a p cacat, dengan beberapa keberhasi lan (Van Kl inken 21)08). Ini b e r d a m p a k pada prakt ik-
prak t ik budaya d a n k e l o m p o k - k e l o m p o k tersebut . 

8 Pernyataan pub l ik oleh Aliansi Bhinncka Tunggal lka m e n g g a b u n g k a n kedua a r g u m e n ini: h t t p / / l i s t s . 
indymcdia .org , /p ipermai l / imc- iaka t ta . /2006-Apr i l /0418-sd .h tml . 
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yang masih memasukkan definisi yang luas tentang pornograf i yang mencakup 

pe r tun jukan publik dan ketelanjangan, d isahkan pada Ok tobe r 2008 (Gelling 

2008). G u b e r n u r Bali dengan segera menyatakan bahwa undang-undang itu 

t idak akan di terapkan di Bali, karena ketergantungan pulau tersebut pada 

pariwisata dan lobi budaya yang kuat (Suriyani 2008). 

Legislasi yang d iben tuk di t ingkat nasional perlu d ipe r t imbangkan secara 

bersama dengan banyak pera turan yang d isahkan di t ingkat kabupaten dan kota 

yang mengatur perilaku individu dalam cara-cara yang bisa sangat terbatas pada 

seni daerah dan praktik-praktik budaya yang dianggap ber tentangan dengan 

h u k u m Islam. Kemesraan di depan u m u m , pakaian yang tidak pantas, dan 

konsumsi alkohol telah d ia tur di provinsi-provinsi seperti C ian ju r dan Garut , 

Jawa Barat. Di tempat- tempat d imana h u k u m syariah telah d iber lakukan, 

p e d o m a n h u k u m yang baru u n t u k perilaku sering kali d ibenarkan dengan 

alasan bahwa hal itu sudah berurat berakar dalam adat istiadat setempat dan 

karena ketentuan itu menen tukan dan mendahu lu i kebiasaan mereka. Definisi 

t en tang adat semacam itu telah lama dipegang oleh ke lompok-ke lompok Islam 

konservatif yang berusaha u n t u k menyelesaikan konf l ik antara interpretasi 

mereka tentang Islam dan prakt ikadat istiadat yang m e n g u n t u n g k a n 

kepent ingan mereka sendiri. Pada t ahun 2008, sekitar 160 peraturan keagamaan 

t ingkat daerah d i lakukan oleh pemer in tah daerah di setidaknya 24 provinsi di 

Indonesia yang kemudian menjadi 33 provinsi. Bandung mengambi l rute yang 

berbeda dengan program agama, yang lebih memi l ih u n t u k mel ibatkan berbagai 

agama da lam program yang disebut "Kota Agamis Bandung" . Perwakilan dari 

organisasi-organisasi Islam, Katolik, Budha, H i n d u menghas i lkan deklarasi 

yang menyerukan toleransi dan saling menghormat i , dan meng imbau semua 

ke lompok masyarakat u n t u k ber juang bersama-sama mengatasi masalah sosial 

dan l ingkungan. N a m u n demikian , pendekatan pluralistik terhadap agama 

belum tentu dengan sendirinya pluralistik bagi masyarakat yang lebih luas. 

Program "Kota Agamis" diangkat ketika pihak berwenang memutuskan u n t u k 

merelokasi para pelacur dari kawasan h iburan Saritcm, melarang penyanyi 

Dewi Persik tampil di Bandung, dan menekan klub-klub m a l a m lokal u n t u k 

m e n u t u p kegiatannya selama bulan Ramadan (Millie dan Safai 2010). 
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Kebijakan Budaya pada Era Reformasi 

K e b i j a k a n Budaya p a d a Era R e f o r m a s i 

Desentralisasi dan pemilu yang demokrat i s di Indonesia be lum mengarah pada 

lahirnya kebijakan budaya yang luas, inovatif , dan inklusif. Tidak adanya aliansi 

politik yang kuat yang dapat m e n d o r o n g reformasi yang luas telah membatas i 

ruang l ingkup reformasi kebijakan. Dalam iklim ini, model kebijakan budaya 

otor i tar ianyang d id i r ikan selama O r d e Baru masih relevan dengan Indonesia 

pada era Reformasi , meskipun pengaruhnya secara substansial telah m e n u r u n 

akibat pema tahan kebijakan budaya. Pengaruhnya masih kuat dalam birokrasi 

budaya nasional , dalam kebijakan nasional , dan di daerah-daerah ter tentu di 

mana ada kont inu i tas yang kuat antara era Soeharto dan pasca-Soeharto dalam 

pendekatan politik dan kebijakan. N a m u n demikian , proses desentralisasi 

poli t ik dan melemahnya pemer in tah pusat telah menc ip takan peluang bagi 

oposisi konservatif dan berhaluan liberal u n t u k menen tang model ini. Di sini 

ada beberapa kesamaan dengan t ahun- tahun awal era O r d e Baru, di mana 

sejumlah wacana bersaing tentang budaya dan penggunaannya dalam persaingan 

merebut dominas i , dan kesenian-kesenian daerah sedang d i h i d u p k a n kembali 

melalui per tautannya dengan negara. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia 

kon tempore r yang terdesentralisasi, d u k u n g a n negara sekarang diber ikan melalui 

uni t baru di t ingkat pemer in tahan yang lebih rendah yang dikai tkan dengan 

etnik ter tentu, bukan melalui pemer in tah pusat yang kuat. Karena pemer in tah 

pusat telah mengurangi kontrolnya, ada lebih banyak kesempatan bagi orang-

orang non-elite u n t u k menggunakan budaya sebagai alat u n t u k mempenga ruh i 

keputusan poli t ik dan sipil, dan pendekatan pemer in tah sebelumnya yaitu era 

Soeharto belum secara komprehens i f di tolak sebagaimana juga terjadi dengan 

kebijakan budaya era Soekarno. Pendekatan-pendekatan yang bersaing u n t u k 

kebijakan budaya juga t idak m u n g k i n diselesaikan dengan cara yang sama 

mereka seperti yang d i lakukan pada t ahun 1960-an, dengan penerapan model 

kebijakan budaya otor i tar ian oleh pemer in tah pusat yang kuat. 

Perlu d ip ik i rkan sini soal relevansi l an ju t an dari konsep budaya k o m a n d o , 

di m a n a negara mengart ikulasikan karakteristik budaya nasional , regional, 

atau lainnya, kemudian mencoba m e m b u a t kebijakan u n t u k menyebarkan dan 

melestarikan karakteristik tersebut. Sementara Indonesia meng ing inkanmode l 

budaya k o m a n d o , bab sebelumnya m e n u n j u k k a n bahwa penen tuan pasar 

budaya sangat terkikis dalam model ini, dan desentralisasi telah menyebabkan 

perbedaan besar da lam implementas i kebijakan budaya di seluruh Indonesia . 
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Meningkatkan plurali tas kebijakan budaya membua t penegakan budaya 

k o m a n d o yang terdefinisikan secara terpusat menjadi tidak mungk in , 

meskipun sent imen tetap ber tahan da lam birokrasi budaya dan daerah-

daerah ter tentu. Dimasukkannya kebudayaan ke dalam jabatan kementer ian 

pariwisata m e n a n d a k a n sebuah langkah kecil menu ju model yang mengatur 

penetapan pasar tetapi bahkan langkah ini, karena caranya mengkombinas ikan 

kebudayaan dan keun tungan , d i t en tang oleh birokrasi budaya dan menggalang 

pengamat-pengamat budaya. Hal ini juga menandakan peningkatan ruang bagi 

para birokrat pariwisata u n t u k c a m p u r tangan dalam praktik-praktik budaya 

yang dianggap memil iki potensi wisata. Model budaya k o m a n d o yang terpusat, 

sebuah gambaran sifat dari kebijakan budaya selama sebagian besar abad kedua 

puluh , telah menjadi lebih tidak efektif selama era Reformasi . 

Sebuah cara u n t u k m e m a h a m i serangkaian pengaruh pada kebijakan budaya 

negara saat ini adalah dengan menelaah pelbagai cara yang saling bersaing yang 

mana budaya d igunakan sebagai alat pemer in tahan . Bab ini telah m e n u n j u k k a n 

bahwa kecenderungan u m u m serupa terjadi di seluruh Indonesia , dan contoh-

con toh dari Jawa Barat m e n u n j u k k a n bahwa kecenderungan yang sangat 

berbeda bisa eksis di wilayah yang berdekatan dan kadang-kadang di kota yang 

sama. Dengan menggunakan kecenderungan dan peristiwa dari era Reformasi , 

empat kegunaan yang berbeda dari kebudayaan dapat di identif ikasi da lam 

kebijakan, meskipun kes impulan yang ditarik pada saat ini bersifat tentatif dan 

perlu diperdalam da lam peneli t ian lebih lanjut karena proses kebijakan dan 

perubahan kelembagaan yang terpatah-patah dan lambat di Indonesia . 

Pertama, argumen oleh ke lompok Islam ter tentu u n t u k kontrol yang ketat 

atas morali tas publ ik menjad i ancaman yang menyebabkan muncu lnya pelbagai 

pera turan yang lebih mengekang atas kegiatan-kegiatan budaya, dan penolakan 

terkait tentang pent ingnya kebudayaan sebagai mekan isme un tuk mengubah 

perilaku masyarakat Indonesia . Kelompok-ke lompok membela kegiatan 

keagamaan dan pendid ikan sebagai alat yang lebih tepat, dan sekarang memil iki 

ruang l ingkup yang lebih besar u n t u k mengendal ikan atau mempenga ruh i 

kebijakan. Kedua, p e m a h a m a n liberal tentang peran kebudayaan terus menjadi 

jelas da lam kebijakan budaya (baik u n t u k budaya adat m a u p u n kontemporer ) 

yang m e m a n f a a t k a n kebudayaan u n t u k pe rubahan sosial yang progresif 

dan da lam argumen u n t u k terciptanya mul t ikul tura l i sme yang toleran dan 

kegiatan-kegiatan budaya. Dalam pendekatan ini, peran negara adalah u n t u k 

memfasi l i tasi dan mel indung i praktik-praktik budaya kon tempore r dan adat 



yang berkontr ibusi pada masyarakat mul t ikul tura l yang toleran dan kreatif. 

Ketiga, unsu r adat yang konservatif memanfaa tkan sent imen etnik daerah entah 

u n t u k tu juan- tu juan poli t ik mereka sendiri d a n / a t a u u n t u k memperkua t versi 

konservatif dari kebudayaan adat setempat. Sebuah pendekatan konservatif 

terhadap budaya daerah juga m e n d u k u n g per l indungan negara terhadap 

mul t ikul tura l ismc, meskipun tu juan mereka adalah u n t u k mel indung i praktik-

prakt ik adat tertentu terkait dengan kons t i tuen etnik daerah. Akhirnya, 

model kebijakan budaya o tor i ta r ian telah ber tahan, dengan tetap, kalau 

bukan semakin, berfokus pada p e m b a n g u n a n ekonomi nasional . Kebijakan 

budaya terus dijustifikasi sebagai alat p e m b a n g u n a n sosial dan ekonomi dan 

sebagai cara u n t u k meng imbang i efek dari p e m b a n g u n a n . Konsekuensi dari 

meningkatnya penekanan pada generasi kekayaan lagi-lagi t ampaknya paling 

banyak berpengaruh negatif pada para sen iman daerah. Tampaknya kurang 

sekali per t imbangan priori tas mereka soal undang-undang hak cipta, dan 

negara telah m e m u n g k i n k a n , atau bahkan d idorong , intervensi yang sangat 

ketat dan terus-menerus. 

Kebijakan budaya di era Reformasi d ipengaruh i oleh kehadiran yang 

berkelanjutan dari model kebijakan budaya otor i tar ian di antara elite birokrasi 

yang memil iki h u b u n g a n dekat dengan para akademisi kebudayaan yang 

lebih mengis t imewakan kebudayaan nasional dan p e m b a n g u n a n nasional , 

dan advokasi dari ke lompok-kelompok liberal dan konservatif atas hak-hak 

budaya daerah. Di beberapa tempat , kebijakan kebudayaan berada di bawah 

ancaman , bersama dengan legitimasi atas perbedaan budaya, dari ke lompok-

ke lompok poli t ik Islam yang menolak keras penggunaan budaya sebagai alat 

pemer in tahan . Di kebanyakan daerah, ada kecenderungan di mana lebih 

banyak kesempatan dalam kebijakan budaya u n t u k tradisi dan Iokalitas u n t u k 

m e n a n d i n g i kebudayaan nasional dan moderni tas , dari posisi konservatif 

dan progresif. Hasil kebijakan budaya di tingkat daerah berbeda-beda dan 

per l indungan terhadap keanekaragaman budaya t idak begitu d ipedul ikan; apa 

yang lebih d ipedul ikan negara adalah keanekaragaman kebijakan budaya. 
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BAB VII 

KEANEKARAGAMAN HASIL DARI KEBUDAYAAN 

YANG DIKELOLA SECARA TERPUSAT: TAMAN 

BUDAYA DAN DEWAN KESENIAN DI MASA ORDE 

BARU DAN ERA REFORMASI 

Studi kasus per tama memeriksa dua institusi budaya yang pent ing pada masa 

O r d e Baru dan era Reformasi: t aman budaya dan dewan kesenian. Taman-

taman budaya merupakan p roduk perencanaan pemer in tah pusat yang bisa 

ditelusuri kembali hingga ke Keputusan Menter i Pendidikan dan Kebudayaan 

pada t ahun 1978. Dua p u l u h empat t aman budaya d i b a n g u n antara t ahun 

1978 d a n 1994 di pelbagai provinsi di seluruh nusantara dan dikelola melalui 

p a n d u a n yang dibuat oleh Direktorat Kebudayaan. Era Reformasi membawa 

perubahan substansial ketika, sebagai bagian dari proses desentralisasi, t aman 

budaya dikeluarkan dari kont ro l pusat dan d i t empa tkan dalam jurisdiksi 

pemer in tah provinsi. Dewan-dewan kesenian memper l i ha tkan beraneka ragam 

institusi dalam hal bagaimana mereka didi r ikan dan di ja lankan. Meskipun 

mereka didasarkan pada model Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), t idak pernah ada 

persyaratan yang mengharuskan mereka u n t u k mengikut i satu model tunggal 

dalam menja lankan operasinya. Mereka terdapat baik di t ingkat provinsi 

m a u p u n kabupa ten /ko ta dan bisa mener ima bisa t idak d u k u n g a n pendanaan 

dari negara. Mayori tas dewan kesenian d id i r ikan setelah t ahun 1992 menyusul 

sebuah inisiatif yang d ido rong oleh Salim Said, yang menjabat sebagai Direktur 

DKJ pada saat itu, dan Kcmentcr ian da lam Negeri yang menyediakan dana 

u n t u k dewan-dewan kesenian kepada pemer in tah provinsi di seluruh Indonesia . 

Taman budaya dan dewan kesenian member ikan kesempatan u n t u k 

mengkaji bagaimana kebijakan budaya dari sebuah negara yang bersifat tunggal 

dan tersentralisasi dapat menda tangkan serangkaian hasil dan kejadian yang 

beranekaragam dan berbeda-beda pada skala pemer in tahan yang lebih rendah. 
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Oleh karena itu, mereka menjadi semacam pengingat akan keanekaragaman 

keberbudayaan di Indonesia dan keagenan dari pelbagai ke lompok dan individu, 

terlepas dari adanya kehadiran negara yang sentralistik dan kuat. Wacana dapat 

dipakai kembali atau didef inis ikan ulang agar sesuai dengan hasil-hasil di t ingkat 

lokal, atau bisa juga d isa lahpahami . Demik ian pula, program dan arahan dapat 

d iabaikan atau dirusak agar sesuai dengan keinginan para birokrat , sen iman, 

atau ke lompok-ke lompok lain. Mesk ipun ada kecenderungan te rhadap mode 

pencip taan kebijakan dan implementasi yang sangat terpusat, keanekaragaman 

s t ruktur kekuasaan daerah di seluruh Indonesia menda tangkan hasil melalui 

t aman budaya dan dewan kesenian yang pada waktu itu d i jauhkan dari ha rapan 

rezim. 

Kesenian etnik daerah adalah fokus bagi rezim O r d e Baru dalam program 

pemer in tahannya , dan sangat pen t ing baik bagi para pembua t kebijakan di 

Jakarta karena kekhawatiran mereka dengan persatuan nas ional m a u p u n bagi para 

birokrat dan pekerja budaya di daerah karena kekuatan simbolik dan pengikut 

mereka di daerah. Kedua institusi budaya ini member ikan kesempatan u n t u k 

mengkaj i bagaimana kebijakan budaya mempenga ruh i praktik etnik budaya 

melalui program-programnya, dan bagaimana desentralisasi mempengaruh i 

operasi mereka. 

T a m a n B u d a y a 

Sebuah keinginan u n t u k menc ip takan serangkaian pusat kebudayaan di 

seluruh Indonesia d inyatakan pada awal 1955 ( U N E S C O 1958) dan kemudian 

dinyatakan sekali lagi pada t ahun 1964 (Pr i jono 1964). N a m u n , sumber daya 

negara O r d e Baru member ikan inisiat ifnya pada t ahun 1970-an kapasitas yang 

akan dicapai sccara nasional dan d i tunda- tunda sampai masa reformasi. Taman-

t aman budaya d ikembangkan pada akhir t ahun 1970-an menyusul kesuksesan 

dua lembaga kebudayaan yang berfungsi sebagai model . Jenis per tama dari 

lembaga kebudayaan, yaitu Pusat Kebudayaan, d ido rong oleh Direktur 

Jenderal Kebudayaan dari t a h u n 1968 hingga 1978, Ida Bagus Mant ra . Setelah 

per ja lanannya ke Eropa di m a n a ia mengamat i peran pusat-pusat kebudayaan 

Eropa dalam melestarikan kebudayaan dan seni dan mendorong pariwisata, 

Ida Bagus Mant ra mulai mengatur pemben tukan pusat kebudayaan di pelbagai 

ibukota provinsi di Indonesia (Yuga 2000). ' Sebuah pusat kebudayaan d id i r ikan 

1 Surya Yuga, penul i s icsis tersebut , ada lah seorang bi rokrat senior di Di rek tora t Kebudayaan . 



di Bali pada t ahun 1972 yang dinilai sangat berhasil da lam merangsang kegiatan 

dan menarik mina t penduduk setempat dan wisatawan. 

Lembaga kebudayaan lainnya adalah Taman Ismail Marzuki (TIM) 

yang sangat sukses di pa ruh per tama t ahun 1970-an (lihat bab empat un tuk 

penjelasan dan analisis lebih rinci). T IM, sebagai tempat pe r tun jukan nasional 

yang per tama, menjad i ruang p i l ihan bagi konferensi dan kompetis i nasional 

yang dikelola oleh Direktorat Kebudayaan yang bekerja sama dengan badan 

pengelola TIM yaitu Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Banyak pegawai Direktorat 

Kebudayaan, termasuk Ida Bagus Man t ra , menghadi r i atau berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatannya.2 Baik T I M m a u p u n Pusat Kebudayaan di Bali 

menampi lkan kesenian adat dan model pe r tun jukan meskipun TIM lebih 

dikenal sebagai ajang seni mode rn kontemporer . 

Di T I M . para sen iman mengeksplorasi bentuk-bentuk kebudayaan asli 

dengan kebebasan yang baru d i t emukan u n t u k mengubah dan menafs i rkan 

kebudayaan-kebudayaan itu tanpa memperha t ikan imperat i f poli t ik Demokras i 

Terpimpin , dalam proses menar ik p e n o n t o n baru di kalangan p e m u d a kelas 

menengah perkotaan. Keith Foulcher, dalam analisisnya tentang kebangkitan 

genre pe r tun jukan Lenong dari Betawi di T IM, menangkap sesuatu dari iklim ini 

yang ia nyatakan da lam tulisannya: "(Ketika) modernisasi masuk (ke Lenong), 

di tangan budaya metropol i tan baru lah , terjadi ge lombang besar kepercayaan 

dan p e m b a n g u n a n kembali yang d i tandai per iode setelah run tuhnya partai 

k o m u n i s (PKI) dan pemiki ran ten tang kebudayaan Indonesia d i p a d u k a n 

dengannya" (2004: 3). Putu Wijaya (1997) menggelari gerakan tersebut dengan 

sebutan "Tradisi Baru" dan menyebutnya sebagai perkembangan yang paling 

pent ing di TIM. Ini adalah pengingat dari "superbudaya met ropol i t an" yang 

dimil iki bersama dari para elite poli t ik Indonesia dan pencar iannya u n t u k 

kemajuan yang mana TIM adalah bagian di da lamnya. Baik TIM m a u p u n 

Pusat Kebudayaan Bali secara teratur menar ik sejumlah besar p e n g u n j u n g dan 

member ikan kontr ibusi bagi kebangkitan kesenian tradisional pada 1970-an. 

"Modernisas i" genre pe r tun jukan kesenian tradisional sangat menar ik 

bagi para perencana negara. Para pelaku pe r tun jukan di TIM menolak 

p romos i ideologi poli t ik dan pesan-pesan politik yang terjadi selama masa 

Demokrasi Terpimpin, tetapi terus membua t pe rubahan teknis d i p a n d a n g 

2 Edi Scdyawati . D i r ek tu r Jendera l Kebudayaan dar i t a h u n 1993 sampai t a h u n 1999, adalah peserta ak t i f 
d a l a m acara d i T I M selama waktu tersebut d a n m e r u p a k a n anggota dar i DKI d a n Ketua Badan Tari. 
t e rmasuk p e n g u a t a n an ta ra Di rek tora t Seni d a n DKJ pada t a h u n 1970-an. 



di ing inkan oleh para perencana penyelenggaraan negara. Proses mengadaptasi 

genre kesenian adat di atas pentas dan bagi masyarakat perkotaan memil iki 

kes inambungan dengan konsep "pen ingka tan" oleh para birokrat negara yang 

telah menjadi sasaran banyak kri t ikus dari para an t ropo log dan pengamat 

budaya (Acciaioli 1985, W i d o d o 1995, Yampolsky 1995). Tentu saja hal ini t idak 

harus mengaburkan perbedaan antara kebijakan budaya Demokras i Terpimpin 

dan O r d e Baru. Penolakan p romos i ideologi poli t ik oleh para pendir i T I M 

ditafsirkan melalui lensa ideologi negara di t aman- taman budaya. Sementara 

ideologi politik (seperti k o m u n i s m e dan liberalisme) dan kritik terhadap 

kebijakan rezim ditolak, priori tas rezim O r d e Baru d ipandang sebagai "upaya 

memodern isas i" dan terintegrasi ke da lam bentuk-bentuk kesenian, seperti yang 

akan menjadi jelas ketika program-program di t aman budaya diperiksa. Yang 

juga pent ing adalah status T I M dan pusat-pusat kebudayaan. T I M secara sadar 

diri m e n e n t u k a n dir inya sebagai tempat pe r tun jukan nasional sementara pusat-

pusat kebudayaan adalah tempat yang dikelola negara di t ingkat provinsi.1 

Mereka menyediakan semacam etalase karya seni dan m a m p u menggunakan 

sebagian kendalinya atas representasi bangsa dan provinsi . 

Tabel 7.1: Taman Budaya M e n u r u t Provinsi dan Tahun Pendir iannya. 

P r o v i n s i T a h u n P r o v i n s i T a h u n 

A c e h 1978 B e n g k u l u 1982 

S u m a t e r a U t a r a 1978 L a m p u n g 1984 

S u t n a t e r a Bara t 1978 Jawa Bara t 1991 

K a l i m a n t a n Barat 1978 R iau 1991 

K a l i m a n t a n T i m u r 1978 N u s a Tenggara Bara t 1991 

Sulawes i U t a r a 1978 Sulawes i T e n g a h 1991 

S u l a w n i Se la tan 1978 M a l u k u 1991 

J a w a T e n g a h 1978 P a p u a Bara t 1991 

Yogyakar ta 1978 Sulawes i Tenggara 1992 

J a w a T i m u r 1978 J a m b i 1993 

Bali 1978 K a l i m a n t a n T e n g a h 1993 

K a l i m a n t a n Se la tan 1982 K a l i m a n t a n T e n g a h 1994 

3 T I M m e n y e l e n g g a r a k a n b a n y a k d i s k u s i d a n s e m i n a r t e n t a n g k e b u d a y a a n n a s i o n a l , y a n g b e b e r a p a d i 

a n t a r a n y a d i k u m p u l k a n b e r s a m a d a l a m Pcmbcb.is.in Budaya-Budaya Kita(Sarjono 1999) d a n Menengok 

Tradisi ( M a l a o n . M a l n a , d a n D w i 1986) d a n p e r l u d ica ta t b a h w a be rbaga i p a n d a n g a n d i e k s p r e s i k a n 

t a n p a sa tu p u n y a n g m e n d o m i n a s i . In i m e r u p a k a n p e r b e d a a n p e n t i n g a n t a r a T I M d a n t a m a n - t a m a n 

b u d a y a . 



Rencana M a n t r a u n t u k m e m b a n g u n pusa t kegiatan seni dan budaya d i se luruh 

Indones ia m e m p e r o l e h pe r se tu juan dari Badan Perencanaan P e m b a n g u n a n 

Nas iona l (Bappenas) be rdasarkan kekua tan dari T I M d a n Pusat Kebudayaan 

Bali sebagai m o d e l c o n t o h . T a m a n - t a m a n budaya d ic ip t akan melalui K e p u t u s a n 

Menter i N o . 0 2 7 6 / 0 / 1 9 7 8 Menter i Pend id ikan d a n Kebudayaan . D u k u n g a n 

O r d e Baru d i k u k u h k a n ketika t a m a n budaya d i m a s u k k a n ke d a l a m Rcncana 

P e m b a n g u n a n Lima T a h u n Ketiga (Repeli ta III) yang d i m u l a i pada t a h u n 1979. 

Sebelas t a m a n budaya secara resmi d i d i r i k a n pada t a h u n 1978, yang sebagian 

besar d ikonvers i dar i pusa t kebudayaan yang d id i r i kan selama waktu M a n t r a 

sebagai Di rek tu r Jendera l . Tiga la innya d id i r i kan pada t a h u n 1980 d a n sembi l an 

l a innya lagi pada 1990-an. Jakar ta t idak memi l ik i t a m a n budaya karena s u d a h 

memi l ik i T I M . T a m a n - t a m a n budaya secara d o m i n a n m e n g g u n a k a n gaya 

ars i tektur yang berasal dari r u m a h - r u m a h t rad i s iona l daerah , yang m e m p e r k u a t 

h u b u n g a n mereka d e n g a n k e l o m p o k e tn ik p r i b u m i d o m i n a n d i dae rah 

be r sangku tan . B a n g u n a n u m u m n y a besar, megah , d a n d i d o m i n a s i o leh unsur -

u n s u r e tn ik . Tapi begitu d i b a n g u n , mereka ser ing t idak terawat dengan baik 

karena kecilnya anggaran peme l iha raan ru t in . B a n g u n a n yang d i b a n g u n o leh 

negara d a l a m gaya kuasi - t radis ional d a n berbagai keadaan t idak terawatnya 

b a n g u n a n - b a n g u n a n tersebut m e r u p a k a n g a m b a r a n yang u m u m ter l ihat d i 

pelbagai ibu kota provins i -provins i di Indones ia . 

Sebuah d o k u m e n yang m e m b e r i k a n wawasan t en t ang t u j u a n t a m a n budaya 

pada saat mereka d i b e n t u k adalah Memorandum Akhir Masa Jabatan Direktur 

Jenderal Kebudayaan M a n t r a ketika dia m e n i n g g a l k a n jabatan l amanya i tu 

u n t u k m e n j a d i G u b e r n u r Bali pada t a h u n 1978. Memorandum tersebut (yang, 

m e s k i p u n judu lnya d e m i k i a n d a n biasanya mengisyara tkan b e n t u k yang t ipis, 

ada lah d o k u m e n lebih dar i 100 h a l a m a n ) m e m b a h a s t u j u a n d a n fungs i dari 

t a m a n budaya d a l a m d u a bag ian yang m e n e k a n k a n u n s u r - u n s u r yang sedikit 

berbeda dari operas inya . Bagian pe r t ama , "Keb i jakan Dasa r P e m b a n g u n a n 

Budaya" m e n e k a n k a n b a g a i m a n a t a m a n budaya menyed iakan n a f k a h spir i tual 

mela lui kegiatan-kegiatan budaya ( M a n t r a 1978: 24). Laporan ini k e m u d i a n 

m e n g u r a i k a n d u a fungs i u t a m a dari t a m a n budaya . Per tama, t a m a n budaya 

adalah "alat k o m u n i k a s i " yang m e m p e r k a y a i n fo rmas i d a n p e n g a l a m a n 

masyarakat t en t ang semua aspek kebudayaan nas iona l (1978: 24). Kedua , t a m a n 

budaya m e m p e r k e n a l k a n berbagai jenis budaya asli kepada satu sama lain, 

m e n i n g k a t k a n inisiat i f d a n kreativitas bagi masyarakat pada u m u m n y a d a n 

u n t u k para ahli kebudayaan pada khususnya yang bisa terdiri dari "mana je r , 



p e n d u k u n g dan pengembang kebudayaan nasional Indonesia" (1978: 24). Pada 

bagian kedua, "Pelaksanaan Pembangunan Kebudayaan", laporan tersebut lebih 

menekankan peran t aman budaya dalam mengembangkan seni dar ipada budaya 

secara lebih luas, dan peran mereka da lam "meningka tkan dan m e n u m b u h k a n 

apresiasi masyarakat te rhadap seni" (1978: 24). 

Perbedaan da lam penekanan antara bagian-bagian tersebut mence rminkan 

peran taman budaya. Pertama, t aman budaya d imaksudkan u n t u k 

berkontr ibusi pada evolusi budaya nasional yang disesuaikan dengan model 

Direktorat Kebudayaan. Dua elemen dari bagian per tama mengikat t aman 

budaya pada tu juan yang lebih luas yaitu menyebarkan versi yang didef in is ikan 

negara tentang superbudaya metropol i tan nasional: ia m e n u n j u k k a n sebuah 

p e m a h a m a n tentang estetika yang memposis ikan kebudayaan sebagai cara 

u n t u k meningka tkan spiritualitas; dan ia mence rminkan peningkatan perhat ian 

Direktorat terhadap warisan budaya, khususnya bentuk-bentuk budaya adat 

atau yang asli. Bagian kedua menampi lkan peran istimewa seni dalam t aman 

budaya. Program-program taman budaya terutama berpusat pada kesenian adat 

atau asli di daerah di m a n a t a m a n budaya itu terletak, tetapi dengan keharusan 

"memodern isas i" bentuk-bentuk budaya adat tersebut. Laporan-laporan 

ber ikutnya dan pe rundang-undangan m e n u n j u k k a n bahwa tu juan dari t aman 

budaya dan penekanannya pada kesenian adat atau asli hanya mengalami 

pe rubahan kecil pada masa O r d e Baru, yang d i fokuskan pada standardisasi 

operasi di seluruh pelosok neger i / 

Tidak seperti TIM, taman- taman budaya t u n d u k di bawah kritik dari 

Direktorat Kebudayaan dan model budaya komandonya . Mereka d iharapkan 

u n t u k m e m a t u h i p e d o m a n yang dibuat terpusat berkai tan dengan operasi 

mereka dan mereka melaporkan kegiatan mereka kepada Direktorat Kesenian. 

Direktorat tersebut membayangkan t aman budaya sebagai sebuah situs d imana 

bentuk-bentuk budaya asli dapat diar t ikulasikan da lam proyek budaya nasional . 

Dari perspektif ini, b a n g u n a n taman budaya adalah sebuah metafora u n t u k 

proyek tersebut secara keseluruhan. Bangunan-bangungan itu be rukuran besar. 

4 S e b u a h a r a h a n p a d a t a h u n 1982 d a t i D i i e k t o i a t K e b u d a y a a n m e n e n t u k a n S tandard k e b u t u h a n 

i n f r a s t r u k t u r d a r i t a m a n - t a m a n b u d a y a seh ingga a k a n a d a k e s e i m b a n g a n a n t a r a d a e r a h y a n g b e r b e d a 

{Pedoman Standarditati Taman Budaya, D e p a r t e m e n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n 1982). Pada t a h u n 

1991, s e b u a h K e p u t u s a n M e n t e r i m e n y e d e r h a n a k a n s t r u k t u r a d m i n i s t r a s i t a m a n b u d a y a u n t u k 

m e m f a s i l i t a s i p e n y e b a r a n mereka k e p r o v i n s i - p r o v i n s i b a r u d a n sccara r e s m i m e m b u a t t a m a n b u d a y a 

b e r t a n g g u n g j awab k e p a d a D i r e k t u r Seni d a n b u k a n k e p a d a D i r e k t u r J e n d e r a l K e b u d a y a a n ( K e p u t u s a n 

M c n d i k b u d N o . 0 2 2 1 / 0 / 1 9 9 1 ) . 
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be r s t ruk tu r m o d e r n , d i b a n g u n oleh negara dengan m e m a n f a a t k a n s imbol -

s imbo l budaya d a n b e n t u k - b e n t u k budaya dari k e l o m p o k - k e l o m p o k p r i b u m i , 

yang ser ing kali t a n p a m e m p e r h a t i k a n t u j u a n a tau m a k n a asl inya. N a m u n , 

Di rek tora t me l iha t p e r u b a h a n yang d i b u a t n y a t e rhadap b e n t u k - b e n t u k seni 

sebagai pe rba ikan yang benar -benar sesuai d e n g a n mas ing-mas ing karakter 

asl inya. 

P r o g r a m d i T a m a n B u d a y a 

Sebuah ciri dari t a m a n - t a m a n budaya adalah adanya berbagai p rog ram, 

kegiatan, d a n t a n g g u n g jawab yang telah d i t e t apkan bagi mereka o leh 

Di rek tora t Kebudayaan . D a l a m Memorandum-nyu pada t a h u n 1978, M a n t r a 

m e n d a f t a r e n a m belas kegiatan yang d i l a k u k a n o leh t a m a n - t a m a n budaya 

( M a n t r a 1978: 35). J u m l a h kegiatan m e n i n g k a t selama era O r d e Baru. Petunjuk 

Teknis Pembinaan dan Pengembangan Kesenian di Daerah u n t u k t a m a n 

budaya [se lanjutnya Petunjuk Teknis], yang d i t e rb i tkan pada t a h u n 1997, 

m e n d a f t a r d u a p u l u h satu tugas yang berada d a l a m b i d a n g operas i t a m a n 

budaya (Di rek to ra t Kesenian 1997). Keaneka ragaman kegiatan d i t a m a n - t a m a n 

budaya berar t i bahwa mereka m e n j a d i t e m p a t d i m a n a terletak berbagai prak t ik 

p e m e r i n t a h yang m e m a n f a a t k a n kesenian yang an ta ra satu d e n g a n la innya 

m u n g k i n saling berbeda te tapi d e n g a n t u j u a n yang sama yaitu m e m b e n t u k 

kapasi tas d a n subjekt ivi tas o rang-o rang Indones ia . 

K e p u t u s a n Menter i pada t a h u n 1991 m e m b e r i k a n e m p a t " f u n g s i " pada 

t a m a n budaya : 

1. M e n g e m b a n g k a n kuali tas seni mela lui pe la t ihan . 

2 . M e n g a d a k a n kegiatan budaya . 

3 . M e n d o k u m e n t a s i k a n d a n m e m b e r i k a n i n fo rmas i t en t ang seni. 

4 . Mengelo la t a m a n budaya. 5 

Dar i d u a p u l u h satu kegiatan yang d igar i skan d a l a m Petunjuk Teknis (Di rek to ra t 

Kesenian 1997), d u a p u l u h di an t a r anya sesuai d e n g a n se t idaknya satu dari 

tiga fungs i pe r t ama yang d i g a m b a r k a n di atas. Fungsi keempa t , "menge lo la 

5 K e p u t u s a n M e n d i k b u d N o . 0 2 2 1 / 0 / 1 9 9 ) , pasa l 3 . Memorandum M a n t r a juga m e m a s u k k a n e m p a t 

f u n g s i u n t u k t a m a n b u d a y a . Tiga f u n g s i p e r t a m a dar i k e d u a n y a sanga t m i r i p . N a m u n , M a n t r a l u p u t 

m e n y e b u t k a n p e n g e l o l a a n t a m a n b u d a y a i tu s end i r i d a l a m f u n g s i t a m a n d a n m e m a s u k k a n k e t e n t u a n 

t e n t a n g p e n y e d i a a n " h i b u r a n y a n g s e h a t " bag i m a s y a r a k a t , y a n g bisa d i b i l a n g m e r u p a k a n u n s u r f u n g s i 

d a n a r a h a n M e n d i k b u d t a h u n 1991 u n t u k " m e n y e d i a k a n keg ia t an b u d a y a " ( 1 9 7 8 : 35) . 



t a m a n b u d a y a " mengacu pada pemel iha raan d a n t idak secara k h u s u s d i a tu r 

d a l a m Petunjuk Teknis. Kegiatan yang t idak sejajar dengan tiga fungs i pe r t ama 

d i atas adalah kegia tan p e n g o l a h a n yang, m e n u r u t pe r a tu r annya , mengacu 

pada operasi t a m a n secara kese lu ruhan . Isti lah pengolahan d a l a m kon teks 

t a m a n budaya ada lah tugas m e m b u a t karya seni a tau m e n i n g k a t k a n keahl ian 

seni d a l a m rangka m e n c i p t a k a n situasi d i m a n a karya seni i tu "efekt i f , ef is ien, 

memi l ik i kual i tas d a n relevan" u n t u k Indones ia masa k in i (1997: 2). Proses 

m a n a j e m e n birokrasi d a n intervensi ke d a l a m seni yang d ikemas dengan istilah 

pengolahan sangat sentral bagi operasi t a m a n budaya yang d i t e n t u k a n secara 

te rpusa t . 

Tabel 7.2 di bawah ini m e m u a t d a f t a r kegiatan t a m a n - t a m a n budaya . 

Yang te rdaf ta r pada mas ing-mas ing kegiatan ada lah fungs i yang pa l ing sesuai. 

Pela t ihan telah d i g u n a k a n u n t u k m e m a h a m i kegiatan-kegiatan tersebut yang 

berka i tan d e n g a n p e n i n g k a t a n kuali tas seni tetapi t idak t e rmasuk p e r t u n j u k a n 

d i d e p a n khalayak u m u m . Kegiatan mengacu pada p rog ram yang me l iba tkan 

p e r t u n j u k a n d i d e p a n publ ik . Ada beberapa t u m p a n g t i n d i h d e n g a n pe la t ihan 

karena sebagian besar p e r t u n j u k a n d i d a h u l u i o leh ins t ruksi dari b i rokra t 

u n t u k para p e m a i n . D o k u m e n t a s i mengacu pada kegiatan yang beror ientas i 

pada p e n d o k u m e n t a s i a n seni, p e n g u m p u l a n da ta d a n penyebaran i n f o r m a s i . 

Mas ing -mas ing dar i tiga fungs i d ibahas secara terpisah d a l a m bagian ini. 

Tabel 7.2: Kegia tan T a m a n Budaya sebaga imana d i t e n t u k a n d a l a m Petunjuk 

Teknis Pembinaan dan Pengembangan Kesenian di Daerah 

N o . Kegia tan Deskr ips i Fungsi 

1 Pengo lahan Pengo lahan m e n g a c u pada operasi t a m a n budaya secara 
kese lu ruhan . Ini ada lah tugas p e m b u a t a n karya seni 
atau m e n i n g k a t k a n keahi lan seni u n t u k m e n c i p t a k a n 
d i n a m i k a kesenian yang "efekt i f , efisien, memi l ik i 
k u a l i t a s d a n relevan" dengan Indones ia masa kini . 

2 Lat ihan p e r t u n j u k a n Sebuah proses la t ihan p e r t u n j u k a n seni da l am rangka 
m e m b u a t n y a "layak d ipen ta skan" . 

Pelat ihan 

3 Kerja pe rba ikan d a n 
pers iapan 

Merawat , m e m p e r b a i k i dan m e n i n g k a t k a n kondis i 
karya seni. 

Kegiatan 

4 P a n d u a n teknis d a n 
pe la t ihan para pekerja seni 

Kegiatan u n t u k m e n i n g k a t k a n kapabi l i tas d a n keahl ian 
o rang-o rang yang berkarya di b idang seni. 

Pelat ihan 

5 P e n e r j e m a h a n P e n e r j e m a h a n teks ( u m u m n y a dar i bahasa daerah) kc 
da lam bahasa Indones ia . 

D o k u m e n t a s i 

6 M e n g u b a h naskah M e n g a l i h k a n naskah da r i bahasa-bahasa daerah kc 
da l am ejaan Lat in. 

D o k u m e n t a s i 



7 Pela t ihan d a n 
p e n g e m b a n g a n seni 

Kegiatan-kegiatan yang me l iba tkan pemolesan d a n 
pen ingka t an seni y a n g m e n g g u n a k a n ide-ide kreatif 
dan kerangka kerja organisas ional yang sistematik 
u n t u k menghas i lkan adaptasi y a n g kreatif da l am 
sebuah b e n t u k karya seni. 

Pe la t ihan 

8 Percobaan M e m p e r k e n a l k a n ide-ide baru dan m e m a d u k a n n y a ke 
da lam kegiatan-kegiatan seni a tau m e n e r a p k a n sebuah 
sistem, m e t o d e a tau teknik u n t u k m e n c i p t a k a n sebuah 
karya seni u n t u k m e n d o r o n g kreativitas ar t is t ik para 
s en iman . 

Kegiatan 

9 Pementasan Presentasi p e r t u n j u k a n seni. Kegia tan 

10 P a m e r a n M e n a m p i l k a n p a m e r a n seni rupa d a n pelbagai genre. Kegiatan 

11 C e r a m a h M e m b e r i k a n p a n d u a n dan ins t ruks i kepada para 
pekeija seni da l am tangka m e m a s t i k a n keber langsungan 
sebuah b e n t u k seni. 

Pelat ihan 

12 Seminar Menye lenggarakan seminar u n t u k m e m b a h a s p rob l em 

dan mend i seminas ikan i n f o r m a s i t en tang seni. 

Pe la t ihan 

13 Pe r t emuan sen iman Menye lenggarakan p e r t e m u a n an ta ra para s e n i m a n 
dari profesi yang sama u n t u k saling be r tuka r gagasan 
dan penge tahuan . 

Pelat ihan 

14 Lokakarya M e m b e r i k a n p a n d u a n dan p e t u n j u k teknis m e n y a n g k u t 
karya-karya seni dan t ekn iknya . 

D o k u m e n t a s i 

15 Perpus takaan seni T a m a n - t a m a n budaya d i m a k s u d k a n u n t u k men jad i 
pusat i n fo rmas i bagi pene l i t i an seni yang terkai t . 

D o k u m e n t a s i 

16 D o k u m e n t a s i seni M e n g u m p u l k a n dan m e n y i m p a n data t en tang seni d i 
dae rah be r sangku tan . 

D o k u m e n t a s i 

17 Mengelo la d o k u m e n t a s i T a m a n - t a m a n budaya d i m a k s u d k a n u n t u k 
mengorgan i sas ikan d a n menge lo la d o k u m e n t a s i mereka 
agar m e n j a m i n relevansinya d a n akses yang m u d a h . 

D o k u m e n t a s i 

18 Kompi l a s i karya-katya seni M e n g u m p u l k a n karya-katya seni mela lu i donas i a tau 
pembe l i an d a n be idasa tkan jenis dan fungs inya . 

D o k u m e n t a s i 

19 Mengelo la d o k u m e n t a s i M e m a s t i k a n bahwa t a m a n budaya m e m p u n y a i alat-alat 
u n t u k memel iha ra d o k u m e n t a s i dan p e n y i m p a n a n 
karya seni. 

D o k u m e n t a s i 

20 Kegiatan par iwara T a m a n - t a m a n budaya d i m a k s u d k a n u n t u k 
m e n g i k l a n k a n semua kegiatan mereka yang terkait 
dengan seni kepada khalayak u m u m . 

Kegiatan 

21 In fo rmas i t e n t a n g seni Menyed iakan in fo rmas i dan penjelasan t e n t a n g seni 
kepada khalayak u m u m melalui tul isan, publ ikasi d a n 
rekaman . 

D o k u m e n t a s i 

S u m b e r : D i r e k t o r a t K e s e n i a n ( 1 9 9 7 ) . 

F u n g s i p e l a t i h a n u n t u k t a m a n b u d a y a m e m i l i k i d u a t u j u a n luas . Y a n g p e r t a m a 

a d a l a h u n t u k m e n i n g k a t k a n k a p a s i t a s s e n i m a n d a n p a r a p e k e r j a s e n i . M i s a l n y a , 

t u g a s " p a n d u a n t e k n i s " b e r t u j u a n u n t u k " m e m p e r s i a p k a n p a r a p e k e r j a sen i 

y a n g b e r p e n d i d i k a n d a n k o m p e t e n , " ( 1 9 9 7 : 5 ) s e d a n g k a n " p e l a t i h a n d a n 

p e n g e m b a n g a n s e n i " m e m i l i k i t u j u a n u n t u k m e m b e n t u k " s e n i m a n d e n g a n 



potensi kreat i f ' (1997: 9). Kalau tu juan per tama d imaksudkan u n t u k mengubah 

pekerja seni, tu juan kedua adalah u n t u k m e m b e n t u k "seni" itu sendiri . 

Misalnya, tu juan " la t ihan pe r tun jukan" adalah u n t u k menghasi lkan sebuah 

karya seni yang "seopt imal m u n g k i n , baik dalam interpretasi m a u p u n produksi 

teknisnya," (1997: 3) sedangkan hasil yang d i ing inkan dari sebuah "per temuan 

para sen iman" adalah "lahirnya karya seni yang kualitas" (1997: 19). 

Tujuan ganda dari pelat ihan mence rminkan dua unsur dari rezim pelat ihan. 

Tujuan per tama dari memaks imalkan potensi sen iman dan pekerja seni adalah 

disiplin. Program pelat ihan ini be r tu juan u n t u k meningka tkan kapasitas atau 

seniman dan pekerja seni di b idang-bidang seperti keterampilan penampi l an 

atau pe r tun jukan mereka, produktivi tas, pengetahuan, dan kreativitas dan juga 

u n t u k meningka tkan keterampilan teknis dalam pementasan pe r tun jukan . 

Program pelat ihan d i susun di sekitar h u b u n g a n hierarkis antara birokrat 

penyelenggara dan peserta yang d i can tumkan dalam pe tun juk teknis yang mereka 

buat sendiri. Misalnya, "penjelasan" dari " la t ihan p e r t u n j u k a n " menyatakan: 

"Sebuah lat ihan pe r tun jukan karya seni adalah proses menghad i rkan sebuah 

pe r tun jukan (tari, musik, teater, dan wayang) u n t u k mencapai Standard yang 

cocok un tuk penampi lan di atas panggung, baik dalam produksi naskah 

m a u p u n dalam k e m a m p u a n teknis para aktornya" (1997: 3). Standard tersebut 

t idak d iambi l dari para aktor n a m u n terdapat di dalam lembaganya. Para 

birokrat di t aman budaya memil ih pe r tun jukan , seniman, dan yang paling 

pent ing adalah mene tapkan serangkaian Standard penampi lan atau pe r tun jukan 

(akting, keterampilan teknis, dan naskah) yang hendak dicapai oleh sebuah 

pe r tun jukan agar d i p a n d a n g sesuai.6 

Tujuan kedua mengacu pada karakteristik yang oleh Direktorat dicoba u n t u k 

menul i skannya ke da lam seni melalui pelat ihan sen iman atau penyelenggaraan 

pe r tun jukan . "Lat ihan p e r t u n j u k a n " ber tu juan u n t u k mengubah suatu "karya 

seni" menjadi "cocok u n t u k d ipe r tun jukkan di atas panggung" . Asumsi yang 

aman adalah bahwa istilah "karya seni" di sini mengacu padaprakt ik masyarakat 

setempat, mengingat priori tas t aman budaya dan kebijakan seni d ia rahkan 

lebih luas kepada praktik-praktik tersebut. Menyebut praktik-praktik seperti itu 

dengan istilah "karya seni" sudah memposis ikan mereka da lam wacana estetika 

era O r d e Baru tentang seni dan fungsinya. Agar tampi l di panggung daerah, 

6 M o d e l pe la t ihan bagi b e n t u k seni t radis ional ini d isebar secara luas di d a l a m birokrasi seni di se lu ruh 
Indones ia ( E f f e n d i 1998: Van Groenendae l 1985. W i d o d o 1995; Yampolsky 1995: Z u r b u c h c n 1990). 



kesenian masyarakat p r i b u m i se tempat d i adap tas ikan d e n g a n kriteria estetika 

yang d i a n g g a p tepat . Seorang m a n t a n Di rek tu r t a m a n budaya selama t a h u n 

1990-an m e n y a t a k a n bahwa ia ser ing ter l ibat d a l a m m e n g u b a h prakt ik-prakt ik 

lokal agar p a n t a s d i t a m p i l k a n d i p a n g g u n g d i t a m a n budaya . J ika sebuah lagu 

d iu lang-u lang sebanyak sepu luh kali, ia " m e n g a n j u r k a n " supaya s e n i m a n n y a 

m e n g u r a n g i n y a hingga hanya s a m p a i l ima kali. Dia juga m e n y a t a k a n bahwa 

para s e n i m a n yang ter l ibat d a l a m prakt ik-prakt ik masyaraka t t rad is ional t a m p a k 

"agrar is" d a l a m p e n a m p i l a n d a n " t idak t a h u wak tu a tau u a n g " d a n o leh karena 

itu m e m e r l u k a n p e t u n j u k t e n t a n g baga imana m e m b u a t p e r t u n j u k a n mereka 

" d a p a t d i t e r ima u n t u k kond i s i saat ini ." 

K o m e n t a t o r lain telah menca ta t baga imana rezim pe la t ihan budaya negara 

d i a r a h k a n u n t u k lebih merep roduks i versi lokal dar i kebudayaan nas iona l 

m e t r o p o l i t a n da r ipada m e m b e r i k a n pe la t ihan u n t u k m e m p e r k u a t seni 

t radis ional d a l a m masyarakat lokal . Seni yang d ihas i lkan itu bersifat , u n t u k 

m e m i n j a m u n g k a p a n dari Phi l ip Yampolsky, " rap i d a n teratur , d is ip l in , t idak 

m e n y i n g g u n g , m e n a r i k atau m e n g e s a n k a n u n t u k d i l iha t , m e n y e n a n g k a n u n t u k 

d i d e n g a r k a n " (1995: 712). Selain itu, A m r i h W i d o d o menca ta t bahwa pe l a t i han 

lebih b e r t u j u a n u n t u k m e n g h i l a n g k a n u n s u r - u n s u r p e r t u n j u k a n yang d i anggap 

t idak be rmora l a tau m u n g k i n m e n y i n g g u n g k e l o m p o k agama (1995). D a l a m 

hal prak t ik d i kebanyakan masyarakat , hasil akh i rnya bisa benar -benar berbeda 

dari ben tuk asl inya. W i d o d o menca ta t d a l a m ka i t annya dengan kesenian 

tayuban: "Ket ika m e n j a d i s imbo l ident i tas sua tu daerah , tayuban t idak lagi bisa 

d i h u b u n g k a n d e n g a n pros t i tus i (...) d a n kegiatan-kegiatan lain yang d i anggap 

t idak b e r m o r a l o leh nega ra" (1995: 9). Banyak referensi u n t u k " m e n i n g k a t k a n " 

kual i tas seni a tau ke te rampi lan s e n i m a n mengacu pada proses t r ans fo rmas i 

estetika seperti ini mela lui p rog ram-p rog ram yang dise lenggarakan o leh negara 

(Di rek tora t Kesen ian 1997). 

Wacana budaya yang m e n d u k u n g rezim pe la t ihan d a l a m t a m a n budaya 

ada lah wacana p e m b a n g u n a n nas iona l . " P e m b a n g u n a n " m e n g e m a s h u b u n g a n 

te r ten tu an ta ra negara d a n masyarakat d i m a n a negara m e m i m p i n masyaraka t 

d a l a m rangka " b e r k e m b a n g " lebih cepat . P e m b a n g u n a n m e n g g u n a k a n 

pe la t ihan d a l a m d u a cara. Per tama, pe la t ihan m e n g u b a h seni m e n j a d i alat 

u n t u k m e n y e b a r k a n pela jaran t e n t a n g per i laku d a n pesan-pesan p e m b a n g u n a n . 

M e t o d e b a n t u a n kedua adalah lebih m e n o n j o l d a l a m pe ra tu ran d a n m e r u p a k a n 

7 Wawancara, 13-11-2001. 
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metode dengan kekangan yang lebih longgar dari pemer in tah dalam mencapai 

tu juan p e m b a n g u n a n : aparat-aparat budaya O r d e Baru m e m a h a m i peran 

pelat ihan t aman budaya u n t u k m e m b u a t seni "relevan dengan perkembangan 

z a m a n " (1997 : 1). Bentuk-bentuk seni nasional , termasuk kesenian daerah, 

harus d ibuat sesuai sebagai h iburan bagi penduduk nasional yang "sedang 

berkembang". Dari perspektif ini, intervensi birokrasi t idak d ipandang sebagai 

t indakan mempenga ruh i secara negatif terhadap bentuk-bentuk seni t radisional 

tetapi sebagai t indakan un tuk meningka tkan dan memperbaru i mereka agar 

tetap sejalan dengan p e m b a n g u n a n nasional . Implikasi politik dari program 

"pe la t ihan" terlihat da lam melemahnya h u b u n g a n antara seni lokal dan 

masyarakat lokal dan penguatan h u b u n g a n antara seni yang telah d iubah 

dengan konsep Direktorat tentang sebuah komuni t a s nasional . 

Sebagai t empat pe r tun jukan yang merupakan sumber daya negara yang 

d i fokuskan pada seni lokal daerah tertentu, fungsi kedua t aman budaya 

adalah u n t u k menyediakan kegiatan budaya. Mereka sangat pent ing sebagai 

situs yang dikelola negara u n t u k lomba dan festival atau pesta senidi seluruh 

Indonesia . Acara yang paling menon jo l yang digelar di t aman budaya adalah 

Pekan Seni yang diadakan setiap t ahun di seluruh Indonesia. Pekan Seni 

biasanya di ja lankan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi da lam kerja sama dengan 

t aman budaya. Tujuannya adalah u n t u k meningka tkan apresiasi terhadap seni 

tradisional, mempromos ikan revitalisasi dan pelestarian kesenian tradisional, 

u n t u k mengembangkan kreativitas dan keterampilan seniman dan, dalam kata-

kata G u b e r n u r Jawa Barat, u n t u k mel indungi dan merawat "seni daerah sesuai 

dengan upaya mengembangkan seni nas ional" (Wibisana 1983: 3). Persiapan 

u n t u k Pekan Seni d imula i beberapa bulan di depan dengan pe rmin taan un tuk 

setiap kabupa ten dan kota u n t u k memi l ih sekelompok sen iman dari genre adat 

atau kesenian tradisional yang akan diwakili. Kompetis i yang diadakan entah 

di tingkat kota a t aupun kabupaten atau ke lompok dipil ih oleh sebuah komite 

u n t u k tampil di festival Pekan Seni di ibukota provinsi ( H o u g h 2000; Wibisana 

Pekan Seni sering menjadi waktu tersibuk u n t u k taman- taman budaya 

karena mereka m e m a n g merupakan lokasi u tama pe r tun jukan . U k u r a n perayaan 

Pekan Seni berbeda-beda secara substansial antar-provinsi. Yang setara dengan 

Pekan Seni di Bali, misalnya, adalah Pesta Kesenian Bali. Acara ini pada awalnya 

disebut Pekan Seni Bali n a m u n mengubah namanya setelah itu d ipe rpan jang 

u n t u k satu bu lan (Folcy dan Sumandh i 1994). Acara ini menggabungkan pelbagai 

1983). 
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kegiatan pada ma lam hari dan siang hari, menampi lkan keraj inan tangan, kios-

kios, memasak, mengenakan pakaian tradisional dan juga kehadiran peserta 

dari daerah lain di Indonesia d a n / a t a u di luar negeri. Kebanyakan perayaan 

Pekan Seni cenderung hanya mel ibatkan pe r tun jukan , d iadakan pada ma lam 

hari, selama satu minggu. Pada bagian akhir dari kebanyakan festival, dua 

ke lompok dipil ih u n t u k pergi ke Jakarta sebagai wakil provinsi dalam festival 

Pekan Seni Nasional . Meskipun perayaan Pekan Seni u m u m n y a merupakan 

acara terbesar yang diselenggarakan di t aman budaya, festival dan kompetis i 

lainnya juga diselenggarakan di sana atas do rongan birokrat lokal. Frekuensi 

acara-acara seperti itu bervariasi di setiap t aman budaya. 

Fungsi kegiatan t a m a n budaya mencakup pelat ihan sebagai bagian dari 

produksi festival dan pe r tun jukan . Insentif bagi para sen iman karena telah 

menyesuaikan diri dengan pe rubahan adalah besar: kesempatan u n t u k tampil 

di depan khalayak yang lebih besar di t ingkat provinsi dan nasional , hadiah , 

prestise dan harapan yang lebih banyak atas pekerjaan karena ketenaran yang 

diperoleh dari "kemenangan" ( H o u g h 2000; Yampolsky 1995). Meskipun 

beberapa komen ta to r sangat kritis dengan kegiatan tersebut (Yampolsky 1995), 

terdapat aspek p rodukt i f juga dalam acara-acara itu. Festival juga menawarkan 

kesempatan bagi para seniman u n t u k berinovasi dan bereksperimen. Kathy 

Folcy menyorot i bagaimana melepaskan seni dari konteks tradisional mereka 

di da lam festival tersebut membua t acara-acara itu menjad i " f o r u m yang 

signif ikan u n t u k eksperimen modern dan pengembangan" (1994: 276). Taman-

t aman budaya member ikan kesempatan, meskipun dibatasi oleh wacana budaya 

rezim O r d e Baru, u n t u k melakukan eksperimen dan mengekplorasi kreativitas 

mereka. 

Tujuan dari "kegiatan-kegiatan" dalam t aman budaya adalah u n t u k 

member ikan h iburan budaya dengan d u k u n g a n negara bagi warga setempat. 

"Member ikan h iburan bagi semua masyarakat" adalah salah satu fungsi dari 

t aman budaya di antara fungsi lainnya yang di te tapkan Mant ra (1978:24) ketika 

mereka diciptakan pada t ahun 1978. Dua tu juan dari kegiatan "pementasan" 

yang tercantum dalam Petunjuk Teknis m e n u n j u k k a n bahwa peran t aman 

budaya sebagai tempat h iburan adalah: 

Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan penghayatan 
dan apresiasi di bidang seni pertunjukan. 

Sebagai upaya pembinaan masyarakat peminat seni pertunjukan. (Direktorat 
Kesenian 1997: 11) 



Taman- taman budaya itu semua d ibangun dengan panggung d a n teater dan 

t aman budaya yang lebih besar memil iki galeri u n t u k pameran seni rupa. 

Tempat- tempat ini sesuai dengan kualitas yang d i p a n d a n g cocok u n t u k 

kebudayaan nasional . Bangunan-bangunannya besar, menggunakan s t ruktur 

yang memisahkan antara para aktor dan p e n o n t o n sambil member ikan 

pandangan yang jelas ke arah pe r tun jukan . Lokasinya biasanya jauh dari r umah , 

jalan-jalan dan lapangan-lapangan d i m a n a banyak seni komun i t a s biasanya 

d ipe r tun jukkan . 

Elemen terakhir yang diperiksa dalam kai tannya dengan kegiatan yang 

diadakan di t aman- taman budaya adalah peran mereka sebagai p in tu gerbang 

ke pentas nasional. U n t u k mencapai festival nasional yang dikelola negara, 

sebuah pe r tun jukan harus m e m e n u h i serangkaian syarat yang d i ten tukan . 

Sebuah laporan dari t ahun 1983 tentang Pekan Seni di Jawa Barat menyediakan 

sebuah wawasan tentang "kriteria yang relevan" u n t u k pe r tun jukan musik dan 

tari yang akan d ik i r im ke Jakarta u n t u k mewakili Jawa Barat di TIM. Ada 

empat kriteria yang te rcantum dalam persyaratannya: 

1. Kualitas dari genre seni yang d i p a n d a n g bisa meningka tkan prospek 

ketertarikan posit if dari pengamat , juri, dan p e n o n t o n ; 

2. C a k u p a n sejauh m a n a karya seni tersebut autent ik dari Jawa Barat bila 

di l ihat dari sudut pandang nasional; 

3. C a k u p a n sejauh mana karya seni tersebut masih m e n g a n d u n g suasana atau 

semangat seni dari masyarakat tradisional setelah ada proses "pe la t ihan" 

dari rekan-rekan seprofesi; dan 

4. C a k u p a n sejauh mana karya seni tersebut, dan musik yang menyertainya, 

d idi r ikan dan telah mener ima "pelat ihan". (Wibisana 1983: 2) 

Pada saat karya seni tersebut mencapai pentas nasional, mereka sudah mengalami 

proses pelat ihan dan pemeriksaan menye luruh yang telah menyiangi unsur-

unsur seni yang d i p a n d a n g tidak bermoral , kurang da lam hal kualitas atau 

be lum berkembang, menyisakan bentuk-bentuk seni yang sesuai dengan wacana 

budaya yang disukai rezim. Members ihkan seni etnik menghasi lkan representasi 

budaya etnik yang sesuai dengan gagasan O r d e Baru tentang tempat etnik da lam 

bangsa. Hal ini men jad i lebih jelas selama pe r tun jukan nasional di TIM Jakarta, 

di mana seni daerah yang berbeda dapat di l ihat bersama-sama. Festival nasional 

member ikan c o n t o h tentang bagaimana rezim mengkons t ruks i perbedaan 

budaya. Semua seni yang telah diakui dapat disaksikan di t aman budaya dan 



dip i l ih o leh aparat-aparat negara, m e n y i n g k i r k a n seni yang bersifat radikal 

secara pol i t ik atau seni yang t idak s o p a n , d a n sekarang mereka d i t e m p a t k a n 

bersama, b e r d a m p i n g a n , d i ibu kota negara. 

Fungsi ketiga yai tu p e n d o k u m e n t a s i a n c e n d e r u n g h a n y a m e n d a p a t 

pe rha t i an serius d i t a m a n budaya yang lebih besar d a n b a h k a n d i sini 

p e r p u s t a k a a n c e n d e r u n g kecil d a n d e n g a n sedikit t a m b a h a n ba ru d i s a m p i n g 

l a p o r a n t a m a n budaya sendiri . Meng inga t bahwa sebagian besar s u m b e r daya 

t a m a n budaya d ia lokas ikan u n t u k pe la t ihan d a n kegiatan, d o k u m e n t a s i t idak 

d ibahas secara r inci d i s ini . Tu juan u t a m a dar i d o k u m e n t a s i ada lah u n t u k 

meles ta r ikan kesen ian t rad is iona l , sebagai u n s u r war isan budaya nas iona l , d e n g a n 

merekamnya (melalui ke te rangan tertulis , aud io , a tau v ideo) a tau, d a l a m kasus 

seni visual, m e m b a n g u n koleksi . T a m a n - t a m a n budaya juga d i p e r t i m b a n g k a n 

sebagai pusa t i n f o r m a s i baik u n t u k mengakses i n fo rmas i me la lu i p e r p u s t a k a a n 

d a n ars ip m a u p u n juga u n t u k mensosia l isas ikan i n fo rmas i t en t ang seni mela lui 

art ikel , publ ikas i d a n r ekaman (misalnya, l ihat pe rpus t akaan , d o k u m e n t a s i , 

kompi las i , d a n fungs i i n f o r m a s i seni d a l a m Tabel 7.2). Akh i rnya , t a m a n 

budaya juga d ibe r ikan tugas m e n e r j e m a h k a n baik teks bahasa lokal ke d a l a m 

naskah bahasa Indones ia m a u p u n dari ejaan bahasa daerah ke d a l a m ejaan 

Latin, m e s k i p u n saya t idak m e n e m u k a n buk t i bahwa tugas ini d i l aksanakan d i 

salah satu t a m a n budaya yang saya k u n j u n g i . Arah dar i kedua tugas in i ada lah 

u n t u k m e m b u a t budaya lokal dapa t diakses o leh se luruh masyarakat Indones ia 

d a n m c n c i p t a k a n k e m u n g k i n a n p e m b a u r a n baik d a l a m budaya m e t r o p o l i t a n 

nas iona l m a p u n d a l a m kebudayaan daerah yang d i aku i secara resmi. 

T a m a n - t a m a n budaya m e r u p a k a n t e m p a t d i m a n a seni e tnik p r i b u m i 

d i b e n t u k u l a n g agar sesuai d e n g a n wacana p e m e r i n t a h rezim O r d e Baru . 

P e r u b a h a n - p e r u b a h a n yang d i u p a y a k a n mela lu i p r o g r a m - p r o g r a m n y a dapa t 

d i iden t i f ikas i sebagai mil ik salah satu dari d u a k e l o m p o k . K e l o m p o k pe r t ama , 

yang d i b a h a s d a l a m analisis saya t en t ang rezim pe la t ihan , terdir i dari p e r u b a h a n 

yang d i t u j u k a n u n t u k " m e n g e m b a n g k a n " seni agar sesuai d e n g a n t a h a p 

k e m a j u a n p e m b a n g u n a n Indones ia d a n u n t u k m e m b a n t u d a l a m m e n c a p a i 

t u j u a n rezim m e n c i p t a k a n masyarakat yang " m a j u " . Di sini wacana budaya era 

O r d e Baru m e n j a d i p e n t i n g d a l a m m e n e n t u k a n s ifatnya yang d i a n g g a p " m a j u " 

d a n karena i tu ha rus d i m a s u k k a n ke d a l a m b e n t u k - b e n t u k seni t radis ional . Yang 

t e r u t a m a p e n t i n g ada lah wacana estetika yang m e n e r a p k a n Standard seni u r b a n 

k o n t e m p o r e r (seperti p e m e n t a s a n , k o s t u m , batas wak tu ) u n t u k seni k o m u n i t a s . 

P e r u b a h a n lain lebih beror ientas i m e m b a n t u p e n g e m b a n g a n masyaraka t 



Indonesia dengan mengecual ikan unsur -unsur yang "t idak bermora l" dan 

menggabungkan pesan-pesan p e m b a n g u n a n . Perubahan ini d i lakukan dengan 

menempa tkan pemain melalui rezim disiplin. N a m u n demik ian , kebijakan itu 

akhirnya d i tu jukan u n t u k p e n d u d u k lokal. Rezim ingin memast ikan bahwa 

orang-orang Indonesia mengambi l bagian da lam h iburan yang "sehat" yang 

akan m e m b a n t u , bukan menghamba t , p e m b a n g u n a n nasional . 

Kedua, taman budaya berusaha u n t u k mengatur h u b u n g a n antara etnisitas 

dan bangsa dan antara ke lompok-kelompok etnik yang berbeda. Rezim 

disiplin d ibenarkan melalui identifikasi seni t radisional sebagai unsur budaya 

nasional . Bentuk-bentuk populer yang dianggap asing dikeluarkan dari t aman 

budaya karena mereka tidak dianggap sebagai seni Indonesia secara nasional 

a t aupun lokal sementara bentuk-bentuk populer yang dianggap tradisional 

d imasukkan da lam program-program t aman budaya. Hasil dari inklusi ini 

adalah penggabungan bentuk seni tertentu ke dalam kanon resmi seni dae rah / 

nasional dengan mengesampingkan unsur -unsur yang d ianggap tidak pantas. 

Seni etnik versi t aman budaya memposis ikan etnisitas u n t u k berkont r ibus i 

pada tu juan nas ional dan menc ip takan ben tuk seni daerah yang bisa n y a m a n 

d u d u k berdampingan satu sama lain. Festival nasional , misalnya, memamerkan 

"kesatuan dalam keanekaragaman" dari Indonesia di mana semua ke lompok 

etnik h i d u p berdampingan secara ha rmonis dan memil ik i t empat da lam 

p e m b a n g u n a n nasional . 

K e s e r a g a m a n d a n K e a n e k a r a g a m a n d a l a m T a m a n Budaya 

Pengoperasian t aman di luar Pekan Seni ber juang agar sesuai dengan ha rapan 

Direktorat . Direktorat Kebudayaan hanya menilai l ima taman budaya yang 

dinilai baik karena mereka melakukan satu atau lebih kegiatan setiap minggu 

(Direktorat Kebudayaan 1999b).8 Pengakuan Direktorat tentang perbedaan di 

antara operasi dari setiap t aman budaya m e n u n j u k k a n bahwa ada perbedaan 

antara instruksi dan tu juan mereka yang seragam dengan bagaimana taman 

budaya berfungsi di lokasi ter tentu. Dalam perbedaan inilah keberbudayaan 

dari lokasi-lokasi yang berbeda dapat te rungkap dan dieksplorasi. Bisa jadi 

bahwa negara yang sangat sentralistis telah menghasi lkan satu rangkaian 

anekaragam institusi terlepas dari adanya model budaya k o m a n d o dalam 

8 Kelima t aman budaya tersebut adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah. Yogyakarta. Jawa Timur , dan Bali (Yuga 
2000). 
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operasi dan pe tun juk-pe tun juk yang rinci. Tujuan ambis ius dari kebijakan yang 

d i ten tukan secara terpusat tidak dapat dicapai oleh taman budaya yang hanya 

menyelenggarakan 1-2 kegiatan setiap bu lan yang mel ibatkan khalayak u m u m . 

Penyebab u tama dari program t aman budaya yang bersifat se rampangan adalah 

kurangnya dana . M e n u r u t laporan t ahun 1999, 19 t a m a n budaya yang dinilai 

t idak memil iki "s tandard baik" ternyata mener ima anggaran ru t in t a h u n a n 

rata-rata sebesar Rp 16,3 juta dan rata-rata anggaran hibah t a h u n a n sebesar Rp 

10,6 juta (Direktorat Kebudayaan 1999b). 

Masyarakat lokal dan khususnya seniman sering merasa terasing dari 

t a m a n budaya. Keterasingan ini nyata bahkan di t aman budaya yang dianggap 

menjadi s tandard yang baik sebagaimana jelas te rungkap dalam wawancara yang 

saya lakukan dengan sen iman dan pengamat tentang Taman Budaya Jawa Barat 

(TBJB) pada t ahun 2001. Seorang wartawan daerah mengungkapkan pandangan 

tentang banyak seniman daerah ketika ia mengatakan bahwa meskipun kegiatan 

terus d iadakan di TBJB, tidak banyak peserta dan tidak ada komuni t a s seni 

yang be rhubungan dengan taman tersebut. Dia mengatakan bahwa fasilitas 

pemer in tah di Bandung terisolasi dari tempat- tempat yang sibuk dan bahwa 

birokrasi budaya punya uang dan proyek tapi tidak member ikan dukungan . 9 Isu 

soal lokasi TBJB itu te rungkap ulang di banyak wawancara dengan sen iman dan 

sampai taraf ter tentu m e m p u n y a i ekspresi s imbol ik menyangkut priori tas TBJB 

u n t u k mencapai tu juan adminis t ra t i f dengan melibatkan seniman-seniman 

lokal. M e n e n t u k a n lokasi u n t u k Taman Budaya telah melalui proses yang 

panjang. Lima lokasi yang berbeda dieksplorasi antara t ahun 1981 dan 1991 

sampai adanya kemungk inan , sebelum penen tuan tempat yang sekarang ini, 

di Dago Tea House yang dipi l ih dan d ikembangkan . Pemil ihan lokasi akhi r di 

Dago Tea I Iousc dikri t ik oleh banyak sen iman karena jauh dari pusat kegiatan 

di Bandung. Wakil G u b e r n u r Jawa Barat kemudian m e m i m p i n sebuah Tim 

Studi yang meny impu lkan bahwa Dago Tea House adalah lokasi yang "benar" 

dan TBJB pun kemudian dibangun. 1 0 Kebanyakan pe r tun jukan di TBJB itu 

terdiri dari seni daerah. Komun i t a s sen iman kon tempore r di Bandung jarang 

tampi l di sana dan tentu saja tidak u n t u k acara-acara yang diselenggarakan oleh 

TBJB sendiri yang khusus berfokus pada pe r tun jukan " t radis ional" saja." 

9 Wawancara , 30-10-2001. 

10 Ada iuga pro tes oleh para s ta f Univers i tas Padiadjaran ( U n p a d ) yang menyewa r u m a h di dae rah tersebut 
d a n dipaksa u n t u k p i n d a h oleh negara. 

11 lyus S u p n a t n a . Di rek tu r Taman Budaya Jawa Barat , wawancara . 5-10-2001. 



Para pengamat dan sen iman telah menyuarakan keluhan serupa tentang 

t aman budaya di lokasi lain. Brett H o u g h (2000: 279-280) telah mencatat bahwa 

"telah terjadi banyak kri t ik" yang d ia rahkan pada Taman Budaya Bali "karena 

t idak m e m e n u h i peran yang sebenarnya yaitu u n t u k menyediakan tempat 

yang kondus i f bagi ekspresi art ist ik" dan karena menjadi "terlalu birokratis 

dalam operasinya". Sebuah kritik yang lebih hebat baru-baru ini d ibuat oleh 

Elmust ian, Direktur Penerbi tan Universitas Riau. Elmust ian berfokus pada 

lokasi Taman Budaya Riau dalam hierarki birokrasi yang mengarah ke T I M dan 

Jakarta yang telah terbukti sulit bagi seniman dari Riau u n t u k mengaksesnya. 

Dia menyatakan: "Taman Budaya[Riau], dengan semua birokrasinya, cenderung 

dil ihat menghamba t k e m a m p u a n para sen iman u n t u k mengekspresikan diri 

dan terutama juga dianggap sebagai perpan jangan dari Pusat yang menja jah 

pinggiran artistik di Riau" (2001: 754). Kritik tersebut menggarisbawahi 

masalah yang disebabkan oleh obsesi t aman budaya dengan program-program 

yang di te tapkan oleh Direktorat Kebudayaan dan berikutnya karena kurangnya 

d u k u n g a n dari komuni t a s seni lokal. 

Seperti kebanyakan lembaga birokrasi era O r d e Baru, t aman budaya 

tidak luput dari korupsi . Seorang man tan Direktur sebuah t aman budaya 

di per tengahan t ahun sembilan puluhan-akhi r cukup terbuka dalam sebuah 

wawancara tentang pemalsuan laporan kepada Direktorat Kebudayaan u n t u k 

menghindar i p a n d u a n yang ketat dari Direktorat tersebut. Dia menja lankan 

kegiatan sesuai dengan rumusannya sendiri dan kemudian menyampaikan 

laporan yang m e m e n u h i ha rapan Direktorat . Pada akhir jabatannya sebagai 

Direktur, ia member ikan kepada masing-masing staf had iah berupa uang yang 

diambil dari dana Taman Budaya yang d i p i m p i n n y a itu. Para seniman yang 

pernah berurusan dengan taman budaya juga menge luhkan penggunaan dana 

t aman budaya yang seharusnya d igunakan u n t u k kegiatan seni dan diber ikan 

kepada para seniman.1 2 

Satu t aman budaya m e n u n j u k k a n bagaimana keberbudayaan dapat d ibua t 

u n t u k m e m b u a t para sen iman puas d a n m e m e n u h i persyaratan birokrasi. 

Taman Budaya Surakarta (TBS) terkenal karena pe r tun jukan reguler seni 

t radisional , terutama keroncong, wayang kulit , dan karawitan. TBS juga rut in 

m e n a m p i l k a n p e r t u n j u k a n seni kon tempore r dari sen iman lokal Indonesia dan 

seniman tamu dan kadang-kadang sen iman dari luar Indonesia. Selama 1990-an, 

12 Wawancara . 29-11-2001. 



TBS mementaskan beberapa festival nasional seperti Temu Teater Se-lndonesia, 

festival seni kon tempore r N u r Gora Rupa dan Refleksi Setengah Abad Republik. 

Jadwal pe r tun jukan reguler dan keterl ibatannya dalam seni di Surakarta telah 

men ingka tkan posisinya d i antara t aman budaya dan Direkturnya, Mur t i j ono , 

yang telah menjabat Direktur TBS selama lebih dari dua pu luh tahun , d ianggap 

sebagai "b in tang" dari t aman- taman budaya di Indones ia . " 

Lebih pent ing lagi, TBS telah menjadi kesukaan para seniman. Suyatna 

Ani run , ak tor tragedi dan sutradara teater terkenal yang tinggal di Bandung 

dan be lum pernah tampi l di TBJB, telah mengatakan bahwa TBS terasa 

seperti " r u m a h sendiri".14 Puj ian atas d u k u n g a n dari sen iman tidak bisa tidak 

d iarahkan pada Mur t i j ono . Hal im H D , sebuah penyelenggara dan pemerhat i 

seni yang tinggal di Surakarta, menyatakan bahwa M u r t i j o n o adalah orang 

yang " terbuka, akomodat i f , dan memil iki keberanian u n t u k mener ima 

perbedaan dalam perspektif artistik".15 Ha l im HD telah terlibat bersama dalam 

sebuah acara di awal 1980-an yang menggambarkan bagaimana mana jemen 

M u r t i j o n o m e m b a n t u pementasan seni kon tempore r yang baru dan menar ik 

dan mendapa tkan d u k u n g a n dari para sen iman u n t u k taman budaya. 

Grup teater Dinasti ingin mementaskan drama "Patung Terkasih" dan "Topeng 
Kerucut", tetapi polisi melarangnya dan Taman Budaya Yogyakarta (TBY) 
tidak mempertimbangkan akan menggunakan kelompok teater tersebut, 
karena harus ada izin dari polisi. TBY hanya akan mempertimbangkan 
sebuah pertunjukan jika ada persetujuan polisi. |...J Saya menawarkan Dinasti 
kesempatan untuk tampil di Solo. Saya menghubungi TBS. Dan Murtijono 
meminta saya untuk menyampaikan naskahnya. Dia mcmbacanya. Kemudian, 
dia mengizinkan drama tersebut dipentaskan di SoIo.IA 

Kedua drama Dinast i tersebut kemudian d ipentaskan di Surakarta, Surabaya 

dan juga Malang, yang t idak akan m u n g k i n terjadi tanpa d u k u n g a n awal 

Mur t i j ono . TBS tidak harus memin t a izin karena telah ada kesepakatan dengan 

polisi setempat, yang member ikan per l indungan dalam taraf tertentu dari 

aparat mili ter represif rezim. 

13 H a l i m H.D. , email , 16-12-2004. 
14 H a l i m H.D. . email . 16-12-2004. 

15 H a l i m H . D . . email . 16-12-2004. 
16 H a l i m H.D. . email . 16-12-2004. 
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Keberhasilan TBS tidak d ibangun di sekitar perhat iannya pada p e d o m a n 

yang di te tapkan secara terpusat yang akan menghamba t operasinya. Ha l im HD 

menyatakan: 

Saya yakin bahwa Murtijono sebagai Direktur TBS membuat interpretasi 
subjektif terhadap petunjuk dari pusat. Yang saya maksudkan dengan 
interpretasi subjektif adalah bahwa kegiatan TBS akan diselenggarakan hanya 
jika sesuai dengan kebutuhan kelompok seniman yang ada di Solo dan dikenal 
oleh Murtijono, yang memang menerima banyak masukan dan informasi dari 
banyak seniman di Solo dan apa lagi di kota-kota lainnya.17 

Itulah d u k u n g a n M u r t i j o n o terhadap komuni t a s seni lokal yang member ikan 

TBS kesempatan u n t u k berhasil. 

Meskipun ada penjelasan yang seragam dan pe tunjuk rinci dari Direktorat 

Kebudayaan, t aman budaya t idaklah seragam da lam operasi mereka. Anggaran 

yang kecil, pemalsuan laporan, korupsi dan kreativitas dari direktur-direktur 

tertentu semuanya berkont r ibus i ke berbagai keberbudayaan di da lam taman-

t aman budaya. Di t aman budaya yang paling berhasil dalam upayanya u n t u k 

terlibat dengan komuni t a s seni lokal, ia "menafs i rkan" arahan yang d i t en tukan 

secara terpusat itu sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondis i lokal yang 

membua t keberhasilan TBS menjadi mungk in . N a m u n demik ian , kritik terbuka 

terhadap birokrasi t aman budaya merupakan sebuah gambaran u m u m secara 

nasional setidaknya sejak t ahun 1990-an. Pada akhir era O r d e Baru, pengamat 

dan sen iman m e n u n t u t operasi yang lebih o t o n o m yang d i h u b u n g k a n dengan 

agenda masyarakat lokal dar ipada serangkaian praktik yang d i ten tukan secara 

nasional; dengan demikian , hal itu m e n u n j u k k a n ket idakpuasan para pelaku 

seni terhadap model budaya k o m a n d o . Dengan pemik i ran ini, desentralisasi 

t aman budaya pada era Reformasi bisa member ikan insentif lebih lanjut u n t u k 

keterlibatan seni lokal. 

D e s e n t r a l i s a s i d a n T a m a n B u d a y a 

Pada Januar i 2001 pengawasan te rhadap taman budaya d ia l ihkan dari 

Direktorat ke pemer in tah provinsi sebagai bagian dari proses desentralisasi 

yang lebih luas. D a m p a k desentralisasi pada setiap t aman budaya berbeda-

17 H a l i m H.D. . email , 16-12-2004. 
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beda satu dengan yang lainnya. Di beberapa daerah seperti Sumatera Barat, 

Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara, t aman budaya telah t u m b a n g dan 

sekarang hanya d igunakan sebagai tempat u n t u k lat ihan. Taman Budaya Riau 

juga jarang d igunakan dan pemer in tah provinsi telah mendana i p e m b e n t u k a n 

pusat kesenian yang terpisah dengan pe tun juk yang lebih luas. Bandar Seni 

Raja Ali I Iaji, yang dibahas lebih lanjut da lam analisis tentang dewan kesenian. 

Akan tetapi, t aman budaya lainnya, termasuk yang terletak di Surakarta, Jawa 

Barat, dan Jawa Timur , telah meningka tkan pendanaan mereka karena mereka 

telah berada di bawah pemer in tah provinsi . Pendanaan dalam Indonesia yang 

terdesentralisasi tergantung pada h u b u n g a n antara Direktur t aman budaya, 

Kepala Dinas Pariwisata d a n Kebudayaan Provinsi dan anggota D P R D provinsi . 

H u b u n g a n n y a bervariasi dan tidak stabil. 

TBJB telah menjad i lebih fokus pada penyelenggaraan pe r tun jukan dan 

pameran dan menar ik para pengun jung dari masyarakat lokal dan luar negeri. 

Peningkatan aktivitas telah m e m b a n t u posisinya di antara komun i t a s seni lokal 

meskipun d i p a n d a n g masih terlalu peduli dengan tu juan birokrasi dar ipada 

berkont r ibus i terhadap seni. Iyus Supr ia tna , Direktur TBJB. telah mencata t 

sedikit pe rubahan dalam jenis pe r tun jukannya . Ketika TBJB berada di bawah 

Direktorat , terdapat lebih banyak kegiatan pe r tun jukan t amu dari daerah lain 

sementara Pemerintah daerah lebih ber fokus pada kesenian dari Jawa Barat. 

Supriatna juga mencatat bahwa meskipun persetujuan sekarang berasal dari 

pemer in tah provinsi u n t u k anggaran dan jadwal kegiatan t a h u n a n , pada akhir 

t ahun 2001 Pe tunjuk Teknis yang sama tetap d igunakan dan bahwa rut ini tas 

TBJB tetap tidak berubah. Da lam rencana strategis yang d ikembangkan oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, TBJB diberi tugas 

"mengembangkan kebudayaan dan meningka tkan apresiasi masyarakat 

terhadap kebudayaan" (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2001c: 1). TBJB 

memil iki tiga tugas u tama, yaitu: mengembangkan seni melalui kolaborasi, 

revitalisasi, meningka tkan apresiasi, meningka tkan kreativitas dan k e m a m p u a n 

seniman; merawat kesenian dengan mel indungi , menelit i , inventarisasi, 

merekonstruksi , dan m e n d o k u m e n t a s i k a n kesenian; dan menggunakan 

seni u n t u k pendid ikan , ritual, agama, m e m b a n t u ekonomi , pariwisata, dan 

memperkaya keanekaragaman seni (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2001 c). 

Singkatnya, peran dan program TBJB relatif t idak berubah kecuali bahwa ia 

menjadi lebih menon jo l sebagai tempat pe r tun jukan . 



Komun i t a s seni menging inkan pe rubahan da lam operasi seperti yang 

diper l ihatkan dalam saran-saran mereka di sebuah seminar u n t u k membahas 

"reposisi" TBJB setelah adanya desentralisasi. Serangan dari sejumlah pembicara 

dalam seminar tersebut mi r ip dengan kritik yang d i lakukan selama era O r d e 

Baru. Reformasi yang paling sering disebutkan adalah un tuk m e m i n i m a l k a n 

"gaya birokrasi" dari TBJB melalui peningkatan fleksibilitas, men ingka tkan 

jaringan dengan lembaga-lembaga seni dan sen iman dan m e m b u a t keputusan 

strategis u n t u k membua t TBJB menjadi "mil ik pub l ik" (Maulana dan Imran 

2000). Saran-saran itu meliput i privatisasi, mengurangi jumlah acara u n t u k 

fokus pada pe r tun jukan yang besar dan populer , memper luas genre pe r tun jukan , 

dan m e m b u a t lembaga tersebut independen dari pemer in tah provinsi . 

Ada beberapa tanda-tanda pe rubahan dalam program dan teknik t aman 

budaya yang masih berfungsi saat saya melakukan peneli t ian lapangan saya 

pada akhir t ahun 2001. Taman budaya m e m p e r t a h a n k a n praktik era O r d e 

Baru meskipun telah terjadi pergantian p e m i m p i n politik. Banyak sen iman 

yang saya wawancarai merasa bahwa perhat ian masih d ia rahkan pada tu juan 

yang d ikendaki pemegang kekuasaan dar ipada kepada komun i t a s seni. N a m u n , 

ada bukti bahwa perubahan sedang terjadi di beberapa lokasi. TBS memil iki 

d u k u n g a n yang berkes inambungan . Selain itu, lebih banyak dana dan langkah-

langkah sedang d iambi l d i Bandung u n t u k berkonsultasi dengan ke lompok 

pemangku kepent ingan yang lebih luas dalam komuni t a s seni sebagai upaya 

u n t u k mengubah kebijakan budaya da lam rangka mengatasi masalah mereka; 

sementara itu, pariwisata juga sedang b e r t u m b u h . TBJB, meskipun tetap 

m e m p e r t a h a n k a n kelanjutan dari prakt ik era O r d e Baru, telah be rkembang 

semakin menon jo l dalam komuni t a s seni lokal melalui peningkatan jumlah 

pe r tun jukan dan kegiatan yang melibatkan seniman-seniman lokal. 

D e w a n K e s e n i a n : D a r i J a k a r t a k e D a e r a h - D a e r a h 

Dewan-dewan kesenian didi r ikan dalam dua gelombang. Ge lombang pertama, 

yang diprakarsai oleh para sen iman di luar Jakarta sebagai respons terhadap 

keberhasilan DKJ pada awal t a h u n 1970-an, sebagian besar t idak aktif pada 

t ahun 1980-an. G e l o m b a n g kedua d imula i pada t ahun 1992 dan sebagian 

besar d ido rong oleh pemer in tah O r d e Baru, meskipun dewan kesenian yang 

independen juga d iben tuk selama masa tersebut. Dewan kesenian masih tetap 

didir ikan dengan baik pada era Reformasi (termasuk Dewan Kesenian Jawa Barat 



yang dibahas secara rinci dalam dua bagian terakhir). Oleh karena itu, operasi 

dewan kesenian d ipengaruhi oleh ruang melalui sejarah daerah, perbedaan 

dan interpretasi, dan oleh waktu melalui pergeseran priori tas pemer in tah 

dan sen iman sejak t a h u n 1968 ketika dewan kesenian per tama didi r ikan di 

Jakarta. Sebuah pembedaan yang pent ing dalam jajaran dewan kesenian adalah 

antara dewan kesenian yang didanai negara yang ber tanggung jawab kepada 

gubernur terkait penggunaan dana da lam kegiatan mereka, dan dewan kesenian 

yang tidak didanai negara. Mengingat fokus di sini adalah pada lembaga 

kebudayaan yang dikelola dan disponsor i negara, analisis saya terbatas pada 

dewan kesenian yang didanai negara. S t ruktur dewan kesenian d i t en tukan di 

masing-masign daerah. O t o n o m i mereka dari satu sama lain dan tidak adanya 

kontrol pemer in tah pusat yang ketat mempengaruh i sejumlah lembaga yang 

menggunakan nama yang sama meskipun tu juannya sangat berbeda. U n t u k 

alasan ini, dewan kesenian akan masing-masing diura ikan secara terpisah di 

bawah ini lebih dar ipada sekadar mengikut i metode yang d igunakan u n t u k 

menganalisis t aman budaya sebagaimana telah d ipaparkan di atas, yang jauh 

lebih seragam da lam operasi dan tu juan mereka. 

Sisa bagian ini mengura ikan sejarah perkembangan dewan kesenian, 

khususnya yang per tama kali d iben tuk yaitu Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), 

dan menyediakan alasan un tuk penyebaran mereka di seluruh Indonesia pada 

t ahun 1990-an. DKJ mendapat perhat ian besar karena ia menjadi inspirasi 

dan model bagi berbagai dewan kesenian berikutnya, dan karena d inamika 

antara DKJ dan pemer in tah provinsi member ikan wawasan ke da lam apa 

yang secara u m u m di l ihat sebagai h u b u n g a n yang pa l ing pent ing bagi semua 

dewan kesenian. Berbagai dewan kesenian tersebut, yang dieksplorasi di bagian 

berikutnya, member ikan c o n t o h tentang perbedaan regional di antara pelbagai 

dewan kesenian, meski menghadap i tekanan yang sama. Bagian terakhir 

mengident if ikasi watak yang sama dan perbedaan dari pelbagai dewan kesenian 

dan mengkaj i perubahan dalam era Reformasi . 

DKJ berawal dari kegiatan para sen iman yang merencanakan pemben tukan 

TIM dan mengeksplorasi s t ruktur mana jemen yang mungk in . Setelah 

d i langsungkannya sebuah rapat u m u m tentang pemben tukan sebuah pusat 

kesenian di Jakarta, sekelompok seniman yang terdiri dari tu juh orang1" 

18 Para s e n i m a n yang d i m a k s u d adalah: U s m a r Ismail . Rudi Pirngadi . M o c h t a r Lubis . Asrul Sam. D. 
D j a j a k u s u m a . Gayus Siagian. d a n Z u l h a r n u n s (Yusra 1994). 



b e r t e m u dengan G u b e r n u r Ali Sadikin pada tanggal 9 Mei 1968. Tu juh s e n i m a n 

ini (dikenal sebagai pan i t i a f o r m a t u r ) d i tugaskan u n t u k m e m i l i h d u a p u l u h 

l ima anggota Badan P e m b i n a Kebudayaan yang k e m u d i a n bergant i n a m a 

m e n j a d i Dewan Kesenian Jakar ta pada p e r t e m u a n p e r t a m a n y a (Yusra 1994). 

D a l a m sebuah kepu tusan pada tanggal 7 J u n i 1968 Ali Sadikin m e n d u k u n g 

p e m b e n t u k a n DKJ itu (D.T. I lili 1993). M e n u r u t kepu tusan Ali Sadikin tersebut , 

DKJ m e n j a d i "sa tu-sa tunya lembaga k e s e n i a n / k e b u d a y a a n d i t ingkat tert inggi 

daerah u n t u k Daerah Khusus Ibu Kota (DKI ) Jakar ta d a n b e r t a n g g u n g jawab 

atas pengelo laan T I M (Rosidi 1974). Para pend i r inya b e r m a k s u d supayaDKJ 

d i d a n a i o leh p e m e r i n t a h Provinsi D K I Jakar ta n a m u n te tap beroperas i d e n g a n 

t ingka t o t o n o m i yang besar d a l a m upaya u n t u k m e n g a m a n k a n kebebasan 

art ist ik d i d a l a m T I M . Kepu tu san pada J u n i 1968 tersebut juga m e n y e r u k a n 

p e m b e n t u k a n sebuah dewan k e h o r m a t a n s e n i m a n d a n intelektual budaya yang 

d iaku i sebagai sesuatu yang sangat p e n t i n g d i Indones i a yang k e m u d i a n d isebut 

Akademi Jakar ta . A k a d e m i Jakar ta b e r t a n g g u n g jawab u n t u k m e n e n t u k a n 

keanggotaan DKJ setiap tiga t a h u n (yang k e m u d i a n akan d i l an t ik o leh 

G u b e r n u r ) , serta menye lenggarakan p e m b e r i a n penghargaan d a n m e m b e r i k a n 

saran kepada G u b e r n u r ( W a h o n o 1994a). A k a d e m i tersebut terdiri dar i s epu luh 

anggota yang m e n o n j o l d i b i d a n g seni d a n budaya , m e n u n j u k k a n dedikasi , d a n 

berusia lebih dar i e m p a t p u l u h t a h u n pada saat pengangka t an mereka (D.T. 

Hil l 1993; W a h o n o 1994a). A k a d e m i Jakar ta m e n g a n g k a t anggotanya sendi r i 

u n t u k s e u m u r h i d u p dengan pe r se tu juan G u b e r n u r . 

Perha t ian t e rhadap kebebasan kreatif m e n c e r m i n k a n afiliasi " h u m a n i s 

un iversa l" para s e n i m a n yang p e n t i n g bagi pend i r i an T I M d a n yang terwakili 

dengan baik d a l a m DKJ . l 9 Tauf iq Ismail , d a l a m sebuah edi tor ia l d i maja lah sastra 

Horison, m e n g u t i p pe rnya taan Ali Sadikin pada acara p e m b u k a a n T I M yai tu 

bahwa: "Pol i t ik t idak bo leh c a m p u r t angan d i d a l a m pusa t kesenian ini, seperti 

yang terjadi pada masa sebelum kudeta pada t a h u n 1965" (Ismail 1968, d a l a m 

M o h a m a d 1993: 107). Gagasan m e l i n d u n g i ekspresi art ist ik dari intervensi 

po l i t ik secara pa r adoks m e m u n c u l k a n p e m i n g g i r a n dar i , d a n secara eksklusif 

d a l a m , T I M sejak p e r m u l a a n n y a . S e n i m a n yang telah berafil iasi dengan LEKRA 

d i l a rang m e l a k u k a n p e r t u n j u k a n d i T I M ( B u d i m a n 1969). David Hil l (1993: 

255) menu l i s bahwa T I M c c n d e r u n g b e r f o k u s pada " b e n t u k - b e n t u k budaya 

19 Peresmian DKJ d i p i m p i n oleh Tr i sno S o c m a r d j o d a n te rmasuk Ar icf B u d i m a n . G o e n a w a n M o h a m a d . 
Tauf iq Ismail . H.B. Jass in yang semuanya a k t i t d a l a m p o l e m i k M a n i k e b u pada per iode akhi r D e m o k r a s i 
T e r p i m p i n . 



' m o d e m ' dan ' t inggi ' , yang menarik bagi elite met ropol i t an" dan , sebagaimana 

telah dieksplorasi dalam bagian per tama, seni t radisional yang d ipe r tun jukkan 

di T I M telah d iubah dengan cara sedemikian rupa sehingga menar ik bagi para 

p e n o n t o n elite ini. T IM dan DKJ m e n u m b u h k e m b a n g k a n versi tertentu dari 

ekspresi seni dan ke lompok khusus sen iman. 

Meskipun DKJ dan Akademi Jakarta pada masa itu t u n d u k di bawah 

intervensi Provinsi DKI Jakarta di bawah pemer in t ahan Ali Sadikin,20 da lam 

prakt iknya Provinsi DKI Jakarta dan kedua lembaga tersebut u m u m n y a 

memil iki h u b u n g a n kerja yang baik selama masa pemer in tahan Ali Sadikin. 

N a m u n demik ian , setelah pens iunnya Ali Sadikin pada t ahun 1977, terjadi 

ketegangan antara Provinsi DKI Jakarta dan kedua lembaga karena meningkatnya 

intervensi pemer in tah Provinsi DKI Jakarta. '1 Penelitian I lili (1993) tentang 

T I M mengura ikan serangkaian kebun tuan selama t ahun 1980-anterkait 

p e n u n j u k a n pejabat u n t u k DKJ, terutama karena Akademi Jakarta tidak mau 

menga jukan kandidat-kandidat yang d imin t a oleh Provinsi DKI Jakarta. Selain 

itu, dua m a n t a n menter i diangkat u n t u k mengisi jabatan di Akademi Jakarta 

sebagai k o m p r o m i oleh Akademi agar para kand ida t yang d inominas ikannya 

u n t u k DKJ di ter ima oleh pemer in tah pada t ahun 1982.'2 Antara t ahun 1977 

dan 1991 T I M (dan DKJ) paling merasakan ketegangan antara aspirasi para 

sen iman u n t u k kebebasan berekspresi secara penuh dan kehendak dari negara 

yang berwatak intervensionis. Serangkaian perubahan da lam pera turan provinsi 

yang mengurangi o t o n o m i DKJ mencerminkan ketegangan ini. Pada t a h u n 

1973, DKJ dipaksa u n t u k berkonsultasi dengan, dan harus ber tanggung 

jawab kepada, Akademi Jakarta u n t u k semua kegiatannya. Pada t a h u n 1986, 

ia d iharuskan ber tanggung jawab kepada G u b e r n u r u n t u k penyelenggaraan 

segala kegiatan dan mana jemennya dan kepada Akademi Jakarta u n t u k a rahan 

artistiknya. 

Perubahan terbesar u n t u k DKJ terjadi pada t ahun 1991 ketika tanggung 

jawab atas pengelolaan T I M dicabut dari DKJ dan, seperti yang disebutkan 

dalam bab empat , diberikan kepada Yayasan Kesenian Jakarta, yang d iben tuk 

20 Ini t e rmasuk p e n g a n g k a t a n Direktur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI m e n j a d i p e n g u r u s DKJ (D.T. Hil l 
1993} dan kri t ik Sadik in t e rhadap karya-karya di T I M sebagai " sa lah" ( M o h a m a d 1993: 113). 

21 Sadik in sendir i menyebu t masa p e m e r i n t a h a n G u b e r n u r T j o k r o p r a n o l o sebagai awal m u l a p e n u r u n a n 
T I M . Dia m e l o n t a r k a n kri t ik: " P e m e r i n t a h Jakarta t idak mencar i u a n g u n t u k m e n g e m b a n g k a n T I M , 
alih-alih ma l ah m e n j a d i k a n T I M sebagai alat u n t u k mencar i u a n g " ( C h u d o r i 1990). 

22 Mereka adalah H . b o c d i a r d j o ( sebe lumnya Men te r i Penerangan) dan M u k t i Ali ( m a n t a n Men te r i 
Agama) . 



pada t ahun 1989 sebagai upaya u n t u k mengatasi kekurangan pendanaan 

melalui kerjasama dengan sektor swasta ( G o n d o m o n o dan Murg iyan to 1994; 

W a h o n o 1994b). T I M secara efektif d ihapuskan dari sistem yang dirancang 

u n t u k m e m u n g k i n k a n tingkat kebebasan artistik, dan d i t empa tkan di tangan 

lembaga yang jauh lebih pa tuh pada arahan pemer in tah Provinsi Jakarta. 

Dengan penghapusan fungsi intinya, peran DKJ didef inis ikan kembali dengan 

fokus yang lebih luas dar ipada sekadar kegiatan da lam TIM. Sri Warso W a h o n o , 

seorang seniman perupa dan anggota DKJdari t ahun 1985 hingga 1993, menulis : 

"Fungsi DKJ adalah sebagai sebuah lembaga budidaya kesenian yang d iben tuk 

oleh komun i t a s seniman dan di resmikan oleh Gubernur . [...JDKJ mengelola 

semua kegiatan seni di masyarakat, khususnya di ibukota Jakar ta" (1994b: 

53). DKJ d i rancang setelah t a h u n 1991 lebih sebagai alat u n t u k memben tuk 

kesenian dar ipada sebagai sebuah badan mana j emen dari sebuah ruang seni 

dan tugas gubernur da lam kai tan dengannya adalah m e m p e r t a h a n k a n kontrol 

atas proses p e n u n j u k a n atau penetapan anggotanya. Pidato pada tahun 1991 

oleh Menter i Negara Kependudukan dan Lingkungan H i d u p Emil Salim pada 

perayaan ulang t ahun T I M yang kc-23 menyorot i pe rubahan perspektif ini. 

Salim m e n d o r o n g DKJ u n t u k "tidak m e n e m p a t k a n seni sebagai seni, tapi 

kegiatan seni sebagai unsu r dasar kebudayaan da lam p e m b a n g u n a n " (Wahono 

1994b: 56-57). 

Konferensi ketiga Dewan Kesenian Indonesia di U j u n g Pandang, Sulawesi 

Selatan, pada November 1992 merupakan titik pent ing dalam sejarah dewan 

kesenian. Dalam konferensi inilah Salim Said, Direktur DKJ, berhasil melakukan 

lobi agar dewan kesenian disebar ke seluruh Indonesia . Kita bisa menangkap 

cita rasa dari model yang sedang d iper juangkan Said, dan yang telah diadopsi 

oleh DKJ, melalui rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan pada akhir 

konferensi tersebut. Rekomendasi tersebut mencakupi , antara lain: 

Bahwa da l am Garis-Garis Besar H a l u a n Nas iona l , seni d inya t akan sebagai 

bagian integral dar i upaya u n t u k m e n i n g k a t k a n kual i tas masyarakat Indones ia . 

1. Bahwa membud idayakan apresiasi seni dan prestasi harus d i t ingkatkan 

u n t u k menghasi lkan energi dan semangat u n t u k m e m b a n g u n kebanggaan 

nasional . 



2. Bahwa suatu iklim perlu d ikembangkan yang lebih m e n d o r o n g sen iman 

u n t u k mencip takan karya seni yang berkualitas (Wahono 1994b: 57). 

Rekomendasi dari konferensi tersebut m e n u n j u k k a n bahwa dewan kesenian 

telah bergerak men jauh dari perhat ian DKJ semula da lam hal kebebasan 

ekspresi artistik. Sebaliknya, perhat iannya sekarang adalah mempos i s ikan seni 

sebagai alat potensial u n t u k mencapai tu juan pemer in tahan terkait negara 

yaiut meningkatkan "kualitas bangsa Indonesia" dan memperkua t kebanggaan 

nasional. Pada 7 Desember 1992, Salim Said menyaj ikan rekomendasi dari 

Konferensi Dewan Kesenian Indonesia kepada Soeharto (Ridwan 2000). 

Soeharto menanggapi secara posit if dan menyampa ikan hasil pengamatannya 

dalam sebuah pidato pada akhir t ahun 1992 bahwa setiap provinsi harus 

memil iki Dewan Kesenian (Elmust ian 2001). Bappenas menyetu ju i u n t u k 

mengalokasikan dana u n t u k dewan-dewan kesenian tersebut ke Depar temen 

Dalam Negeri yang akan dibagikan kepada pemer in tah provinsi yang pada 

gilirannya akan mengawasi pemben tukan dewan kesenian di provinsi mereka 

masing-masing. 

P e n g u m u m a n Soeharto pada t ahun 1992 mengi lhami pemben tukan 

sejumlah dewan kesenian di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Riau dan 

Sumatera Barat. N a m u n , keduanya bukanlah dewan kesenian per tama yang 

d iben tuk di luar Jakarta. Setelah pemben tukan dan keberhasilan awal DKJ 

pada akhi r 1960-an dan awal 1970-an, para sen iman mulai m e m b e n t u k dewan 

kesenian dengan menggunakan inisiatif mereka sendiri dan seringkah dengan 

dana dari pemer in tah provinsi. Dewan Kesenian Surakarta d imula i pada tahun 

1972 dan dua dewan kesenian d iben tuk di U j u n g Pandang pada t ahun 1970-

an: Dewan Kesenian Sulawesi Selatan dan Dewan Kesenian Makassar (Ha l im 

HD 2000). Lebih banyak lagi dewan kesenian terbentuk menyusul jatuhnya 

Soeharto pada t ahun 1998, seperti Dewan Kesenian Ci rebon , d i m a n a seniman 

mengambi l keun tungan dari kebebasan berserikat pada era Reformasi u n t u k 

m e m b e n t u k ke lompok yang bisa melobi u n t u k kesenian di daerah mereka. 

Alasan u m u m mengapa dewan kesenian menjadi menar ik bagi rezim O r d e 

Baru dapa t diperoleh dari Instruksi Menter i Dalam Negeri pada tahun 1993 

23 Kepu tusan u n t u k m e m o t o n g Di rek tora t Kebudayaan adalah p e n y e b a b banyak gesekan an ta ra Bappenas , 
Depa r t emen D a l a m Negeri , d a n Direktora t Kebudayaan yang t idak senang atas d i t endangnya ia da r i 
sebuah proyek y a n g sebenarnya m e r u p a k a n bagian d a n b idangnya . N a m u n demik ian , mereka k e m u d i a n 
m e n c a p a i kesepakatan bahwa pcnc ip t aan dewan kesenian d i provinsi akan me l iba tkan bagian seni d a n 
k a n t o r regional dar i Direktora t Kebudayaan . 
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yang melaksanakan keinginan Soehar to supaya setiap provinsi memil iki dewan 

kesenian. '1 Peraturan yang sangat singkat ini hanya terdiri dari l ima bagian. 

Tujuan u tamanya terdapat da lam bagian per tama di mana gubernur d iber i tahu 

bahwa provinsi tanpa dewan kesenian harus segera memben tuknya , dengan 

keanggotaannya yang terdiri dari sen iman, intelektual yang tertarik pada 

kebudayaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Pembayaran u n t u k m e m b e n t u k 

dewan kesenian diber ikan kepada gubernur melalui alokasi anggaran pendapa tan 

dan belanja daerah (APBD) t ahunan provinsi. Juga menarik u n t u k diperhat ikan 

bahwa DKJ di te tapkan dalam pera turan tersebut sebagai konsul tan resmi u n t u k 

setiap rencana m e m b a n g u n fasilitas dewan kesenian yang baru. 

Peran yang rezim bayangkan u n t u k dewan kesenian d i t u n j u k k a n dalam 

dua bagian. Bagian dua dan tiga menyatakan: "Pembinaan dan pengembangan 

seni harus m e m p e r t i m b a n g k a n karakteristik daerah yang bersangkutan. Dalam 

upaya pembinaan dan pengembangan seni, dewan kesenian harus menjadi 

katalisator dari seluruh potensi seni di masing-masing daerah" (Instruksi 

Menter i Dalam Negeri 5A/1993). Alih-alih membia rkan dewan kesenian 

mengembangkan seni apa pun yang pal ing kreatif atau paling populer , negara 

mengarahkan mereka u n t u k berfokus pada "karakterist ik" daerah setempat. 

Para dewan kesenian kemudian menjad i s t imula tor dan regulator seni di 

daerah-daerah di mana mereka berdiri . Seperti halnya taman budaya, dewan 

kesenian menjadi bagian dari bagaimana negara m e m b a n g u n budaya daerah 

dan nasional . N a m u n demik ian , da lam kenyataannya t indakan dewan kesenian 

bervariasi mula i dari m e n d u k u n g visi dan rencana rezim hingga menen tang 

kebijakan rezim. 

Setelah ja tuhnya Soeharto, DKJ dan Akademi Jakarta semakin kehi langan 

sosoknya dan bahkan kehi langan semangatnya yang terakhir yang berasal 

dari t ahun 1970-an. Pada t ahun 2002, DKJ mendekam di bawah mana jemen 

sementara selama lebih dari dua t ahun . Para sen iman telah kehi langan 

kepercayaan terhadap mana j emen tersebut dan meninggalkannya u n t u k 

bergabung di tempat lain dan tingkat kehadi ran u n t u k acara-acara yang mereka 

adakan telah m e n u r u n drastis. Lebih parah lagi, Akademi Jakarta, dalam 

praktiknya, telah mat i . Beberapa anggotanya telah meninggal dunia dan tidak 

ada pengangkatan anggota kembal i u n t u k menggan t ikan mereka. Yang lainnya 

lagi telah menjadi terlalu tua dan tidak terlibat aktif lagi. Pada tanggal 11 

2 4 Ins t ruks i Men te r i D a l a m N e g a i 5 A / 1 9 9 3 . 



Oktobe r 2002 sebuah tim d iben tuk u n t u k memeriksa kegiatan dan keuangan 

dari DKJ ( N A R 2002a). Mulai dari pemeriksaan tersebut, m u n c u l sebuah 

gerakan yang semakin berkembang di antara komun i t a s seni dan budaya u n t u k 

men in j au ulang peran dari DKJ dan Akademi Jakarta. Setelah kritik publ ik 

dari beberapa tokoh masyarakat yang sangat dihormati , 2 5 keanggotaan dari 

Akademi Jakarta d i t in jau ulang dan dua pu luh t u j u h anggota d i tun juk , dua 

p u l u h di antaranya baru . Penun jukan anggota tersebut termasuk sejumlah 

tokoh dari masa O r d e Baru seperti W.S. Rendra, Taufiq Abdul lah, Goenawan 

M o h a m a d , serta Sitor S i tumorang yang telah d ipenjarakan oleh O r d e Baru 

pada t ahun 1966 karena afiliasi pol i t iknya yang berhaluan kiri (NAR 2002b). 

Meskipun s t ruktur kelembagaan dari Akademi Jakarta t idak berubah, sekarang 

ia memil iki keanggotaan yang lebih kritis dan karismatik dengan jangkauan 

yang lebih besar dalam komun i t a s seni masyarakat Indonesia.2 6 

Dewan-dewan kesenian memil iki beberapa karakteristik yang sama yang 

sesuai dengan DKJ, mesk ipun tidak ada s t ruktur organisasi tunggal. Dewan-

dewan kesenian semuanya terdiri dari sen iman dan d iben tuk u n t u k menjadi 

pembela seni di daerah ter tentu. Seperti DKJ, sebagian besar dewan kesenian 

dibagi menjadi beberapa bagian terpisah yang menangani berbagai cabang seni. 

Dewan kesenian juga u m u m n y a melihat diri mereka sebagai penyelenggara 

diskusi, pe r tun jukan , festival, dan acara seni lainnya, dengan sponsor dari 

negara, sektor swasta, atau seniman sendiri . Di dalam parameter yang luas 

seperti ini terdapat begitu banyak keanekaragaman. Kedua dewan kesenianyang 

dibahas di bawah ini dipi l ih u n t u k m e n u n j u k k a n variasi dewan kesenian da lam 

t u j u a n dan operasi mereka. Dewan Kesenian Riau m e n u n j u k k a n keterlibatan 

yang sangat berbeda dengan politik lokal bila d iband ingkan dengan DKJ. 

Kedua, dewan-dewan kesenian di Jawa Barat (dua dewan kesenian di Jawa Barat 

d iben tuk secara bersamaan), yang didi r ikan pada era Reformasi , member ikan 

con toh tentang sebuah upaya yang akhirnya gagal u n t u k mendi r ikan sebuah 

dewan kesenian. Peristiwa-peristiwa di Jawa Barat dan refleksi kritis sen iman 

m e m b u k a jendela wawasan terhadap keberbudayaan dewan-dewan kesenian. 

25 Mereka te rmasuk Salim Said, penyai r yang disukai pelbagai ka langan Sapardi D j n k o D a m o n o , budayawan 
M o h a m a d S o b a r y . d a n kr i t ikus puisi dan esais G o e n a w a n M o h a m a d . 

26 D u a anggota yang sangat d i h o r m a t i da r i k o m u n i t a s seni, yaitu kr i t ikus seni dan penel i t i N i r w a n 
D e w a n t o dan penyai r R c m m y Novar is sangat m e n d u k u n g para anggota ba ru . Mena r iknya , dua d a n 
t o k o h yang saling an tagon i s dar i pe r t engahan 1960-an dar i d u a sisi s p e k t r u m pol i t ik yang ber lawanan. 
P ramocdya Atlanta Tocr d a n Tauf iq Ismail , t idak d i s i apkan u n t u k m e n ^ d i anggota Akademi Jakar ta . 



Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia 

H e w a n K e s e n i a n D a e r a h : Riau 

Dewan Kesenian Riau (DKR) telah m e m b e n t u k peran yang c u k u p berbeda 

u n t u k dir inya sendiri bila d iband ingkan dengan DKJ. Meskipun telah ada 

rencana u n t u k mendi r ikan sebuah dewan kesenian di Riau sejak t ahun 1978, 

hal itu tidak k u n j u n g terwujud sampai setelah p ida to Soehar to bahwa Dewan 

Kesenian Riau d iben tuk (Elmust ian 2001). Menyusul p e n g u m u m a n Soeharto, 

serangkaian per temuan digelar pada akhir t ahun 1992 dan awal 1993 yang 

dihadir i o leh para birokrat senior di Riau dari birokrasi nasional dan provinsi, 

sen iman, dan cendekiawan. DKR adalah salah satu dari empat lembaga seni 

yang d iben tuk pemer in tah provinsi Riau yang semuanya d id i r ikan pada tahun 

1993.'" Model yang diadopsi didasarkan pada TIM dan mener ima d u k u n g a n 

besar dari gubernur dan D P R D Provinsi. D K R memiliki de lapan komi te yang 

d ikhususkan u n t u k b idang seni yang berbeda.28 Sementara sebagian besar 

posisi senior di D K R diisi oleh birokrat , termasuk jabatan Direktur yang 

dipegang oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 

dewan m e m e n u h i dua fungsi pen t ing u n t u k kesenian di Riau. Pertama, DKR 

merangsang kegiatan seni melalui penyediaan dana u n t u k kegiatan-kegiatan 

seni. Pembayaran kepada sen iman u n t u k pe r tun jukan besar meningka t dari 

Rp 250.000 pada t a h u n 1993 menjad i Rp 600.000 pada t ahun 1998. Kedua, 

DKR member ikan tingkat per l indungan tertentu dari intervensi polisi yang 

mengawasi secara ketat pe r tun jukan seni selama era O r d e Baru. Izin u n t u k 

pe r tun jukan tidak selalu d iber ikan dan memer lukan biaya. D K R menyediakan 

badan pemer in tah pendukungnya yang secara teratur mengurus per iz inan 

polisi dan menu tup i semua biaya operasionalnya. 

Selain itu, sajian ru t in seni dan seniman lokal member ikan kont r ibus i 

terhadap gerakan budaya yang lebih luas di Riau berdasarkan identitas etnik 

Melayu-Riau. Elmust ian, Direktur Universitas Riau Press dan peserta aktif dalam 

gerakan ini, mencatat bahwa D K R adalah salah satu dari sejumlah lembaga yang 

memil ik i tu juan yang sama u n t u k p e n d u d u k Melayu Riau: "Lembaga-lembaga 

tersebut, yang didasarkan pada skenario yang sama, memperkaya masyarakat 

setempat dengan m e m b a n g u n kepercayaan diri , "desa mora l " seperti yang 

terjadi di beberapa desa nelayan yang sangat aktif , kekuatan moral-budaya, dan 

27 Tiga la innya adalah Dewan P e r t i m b a n g a n Kesenian Riau. Balai Budaya Riau. d a n Yayasan Kesenian Riau 
(E lmus t i an 2001). 

28 Kedelapan b i d a n g tersebut adalah: sastra, seni rupa . m u s i k . tar i . teater, f i lm . penel i t ian dan p e n g e m b a n g a n , 
d a n p r o m o s i , publ ikas i , d a n d o k u m e n t a s i (E lmus t i an 2001). 
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genus lokal baru [seperti kesenian lokal]" (2001: 761). Gerakan ini mencapai 

titik popular i tasnya yang tinggi setelah ja tuhnya Soehar to pada t a h u n i 998 . " 

Sebuah perubahan pemegang posisi pada t a h u n 1998 ber tepatan dengan 

gerakan yang berkembang di Riau u n t u k meningka tkan o t o n o m i n y a dari 

Jakarta . Tahun berikutnya, sebuah yayasan baru yang m e m f o k u s k a n dir inya 

pada seni dan budaya didi r ikan oleh Gubernu r : Yayasan Bandar Seni Raja Ali 

Haji (Yayasan SERAI). Yayasan SERAI ber tanggung jawab u n t u k m e m b a n g u n 

dan mengelola sebuah pusat seni baru di Pekan Baru yang m e n c a k u p fasilitas 

u n t u k DKR. Dalam prakt iknya kegiatan dan staf DKR sangat t u m p a n g 

t ind ih dengan Yayasan SERAI. Pada t ahun 1998, para sen iman dan intelektual 

bergabung dan memegang posisi kunci di DKR dan , tidak lama setelah itu, 

di Yayasan SERAI. Al Azhar, Ketua Gerakan Riau Merdeka, memil iki posisi 

m e n o n j o l di kedua lembaga tersebut. Kegiatan D K R juga d iubah agar sesuai 

dengan iklim yang berubah dalam kesenian di Riau. Misalnya, salah satu 

programnya yang "s ignif ikan" dari masa tersebut adalah menyelenggarakan 

lokakarya bagi seniman tentang "membaca u lang" teks-teks Melayu lama yang 

berasal dari Riau dengan tu juan menafs i rkan-ulang yang disesuaikan dengan 

zaman sekarang (Elmust ian 2001: 762). 

Pemerintah provinsi dan sen iman bersatu di seputar tu juan memperkua t 

identi tas kedaerahan dan kepercayaan diri mereka melalui seni, khususnya 

melalui bentuk-bentuk kesenian tradisional . Berbeda dengan DKJ, komuni t a s 

seni lokal d i Riau u m u m n y a m e n d u k u n g program dan agenda D K R dan terus 

m e n d u k u n g Yayasan SERAI. Integrasi D K R ke dalam gerakan budaya yang 

lebih luas u n t u k m e m b a n g u n identitas lokal dan kepercayaan diri memperkua t 

hubungannya baik dengan pemer in tah provinsi, yang telah m e m b i n a 

h u b u n g a n baik dengan masyarakat adat Riau, dan dengan sen iman lokal yang 

tertarik pada advokasi DKR terhadap seni tradisional dan para sen imannya . 

Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut m e n g u n t u n g k a n masyarakat Melayu 

Riau, perlu dicatat bahwa empa t pu luh persen dari populas inya adalah etnik 

Minangkabau dari Sumatera Barat, dan kegiatan d a n warisan budaya mereka 

tidak mendapa tkan pendanaan publik dari pemer in tah daerah Riau. 

29 Lihat Al Azha r (1997a. 1997b). dan C o l o m b i j n (2003) u n t u k p e m b a h a s a n t e n t a n g p e r t u m b u h a n gerakan 
kebudayaan di Riau. 



Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia 

H e w a n K e s e n i a n D a e r a h : Jawa Barat 

Dewan kesenian yang pertama di Jawa Barat dibentuk pada tahun 1968 dan kemudian 

dibubarkan setelah beberapa tahun berjalan dengan sedikit aktivitas (Romli HM 

2000). Menyusul pidato Soeharto pada tahun 1992 dan sebuah peraturan pada 

tahun 1993, Provinsi Jawa Barat memulai persiapan untuk pembentukan dewan 

kesenian yang baru dan pada tahun 1996 kerangka hukumnya dibentuk berupa 

peraturan daerah.10 Menurut peraturan daerah (perda) tersebut, Dewan Kesenian 

Jawa Barat (DKJB) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada gubernur dan 

berfokus pada kesenian dan kebudayaan "daerah", yang didefinisikan sebagai 

"memiliki akar dalam tradisi lokal dan memberikan corak bagi kehidupan budaya 

nasional."11 Meskipun perda tersebut dibuat sebelum kejatuhan Soeharto, langkah-

langkah untuk mendirikan dewan kesenian tidak diambil sampai tahun 1998. 

Penting untuk tetap merenungkan dua tahun tanpa pemberlakuan itu dalam menilai 

perda tersebut dan peristiwa-peristiwa seputar penciptaan dan kehancurannya 

karena periode Reformasi awal menjanjikan lebih banyak kemungkinan untuk 

seniman yang lebih berpikiran independen dari periode Orde Baru. Jurang antara 

perda dan harapan dari lapisan besar komunitas seni merupakan pusat perhatian 

dari serangkaian peristiwa yang berujung pada runtuhnya dewan kesenian. 

Pada t a h u n 1998, Salim Said memin t a p i m p i n a n sebuah badan kesenian 

daerah, Badan Per t imbangan Kebudayaan, un tuk m e m b e n t u k sebuah dewan 

kesenian di Jawa Barat. ' ' Badan Per t imbangan Kebudayaan tersebut mener ima 

dan m e m b e n t u k Badan Persiapan Pemben tukan Dewan Kesenian Jawa Barat. 

Sebuah konsep tentang s t ruktur dasar d a n tu juannya p u n d i rumuskan dan 

sebuah f o r u m Musyawarah Seniman di Jawa Barat d iadakan pada tanggal 30 

Maret 1999. Musyawarah tersebut memasukkan berbagai pera turan terkait 

u n t u k men ja l ankan DKJB. DKJB ber tanggung jawab kepada k o m u n i t a s seni 

melalui musyawarah tiga t ahunan dan bukan kepada gubernur seperti yang 

biasanya terjadi. 

Sebuah s t ruktur d iben tuk da lam Musyawarah Seniman dan posisi-

posisinya diisi melalui pemi l ihan oleh para peserta. Mayori tas posisi lebih 

banyak diisi oleh sen iman " m o d e r n " dar ipada seniman " t radis ional" (seniman 

30 Pera turan Daerah Tingkat I Jawa Barat N o . 7 / 1 9 9 6 t e n t a n g Pelestarian, P e m b i n a a n dan P e n g e m b a n g a n 
Seni Budaya Daerah Jawa Barat. 

31 Perda Jawa Barat N o . 7 / 1 9 9 6 (1) t'. 
32 Di provinsi -provinsi yang t idak secara m a n d i r i m e n d i r i k a n Dewan Kesenian atau memi l ik i sebuah 

organisasi y a n g setara, p e m e r i n t a h pusat m e m u l a i proses m e m b e n t u k Dewan Kesenian. Badan 
P e r t i m b a n g a n K e b u d a y a a n d i d i r i k a n pada t a h u n 1976 oleh para s en iman d i B a n d u n g . 



daerah) yang tidak merasa c u k u p terwakili dalam DKJB.33 Sebagai akibat karena 

mereka merasa dikeluarkan dari posisi eksekutif, beberapa seniman daerah 

mengadakan per temuan te r tu tup di sebuah restoran di Hote l H o m a n setelah 

ber langsungnya Musyawarah tersebut pada tanggal 30 Maret 1999 yang b e r u j u n g 

pada pemben tukan Dewan Kesenian Daerah Jawa Barat (DKDJB). Sebuah 

surat d ik i r imkan kepada gubernur yang ikut d i t anda tangan i oleh lima p u l u h 

enam lembaga kesenian terkait yang m e n d u k u n g perubahan . D u k u n g a n dari 

sebagian besar sen iman daerah pun bergeser ke DKDJB. Sebuah titik pertikaian 

adalah proses p e n u n j u k a n posisi di DKDJB. Penun jukan d i lakukan dalam 

per temuan te r tu tup tanpa member i t ahu beberapa orang yang d i t u n j u k u n t u k 

posisi tersebut.3 ' ' U n t u k mencegah perbedaan pendapa t , banyak pemegang 

posisi di DKJB ditawari posisi juga di DKDJB tersebut. Ketua U m u m , Yusuf 

Affcndi , 1 ' dan komi te pusat dipi l ih sccara pribadi di Hote l H o m a n meskipun 

p e n u n j u k a n itu d imaksudkan u n t u k di langsungkan melalui s t ruktur komite . 

G u b e r n u r memihak DKDJB dan DKJB p u n d ibubarkan . 

M e n u r u t para peserta da lam acara tersebut, ada dua elemen yang t e rkandung 

da l am keputusan Gubernur . Pertama, D K D J B mewakili dir inya sendiri da lam 

suratnya sebagai lembaga yang berdiri un tuk kesenian daerah di Jawa Barat dan 

karena itu ia sejalan dengan Peraturan Daerah, sedangkan DKJB kekurangan 

d u k u n g a n dari para praktisi seniman tradisional.3 6 Kedua, keputusan i tu 

diambil sebagai pi l ihan antara dua ke lompok dalam k o m u n i t a s seni dan 

gubernur memi l ih ke lompok yang lebih dekat dengan pejabat pemer in tah dan 

cenderung memil iki posisi di birokrasi. Dalam arti itu, D K D J B menga lahkan 

DKJB melalui kontak pol i t iknya dan dengan mewakili dir inya sebagai lembaga 

d imaksudkan oleh pra turan daerah. Baik DKDJB m a u p u n DKJB mempunya i 

ukuran yang c u k u p besar sccara organisasional. DKJB memil iki 41 posisi 

termasuk delapan komi te u n t u k berbagai cabang seni, sedangkan DKDJB 

memil iki 87 posisi termasuk tiga belas komite di bawah tiga komite u tama. 

S t ruktur yang besar mence rminkan keinginan dari kedua ke lompok tersebut 

u n t u k menjad i organisasi yang inklusif. Berdasarkan s t ruktur resmi DKDJB, 

33 Po in yang sungai m e n y a k i t k a n adalah bahwa Ketua Pe tsa tuan Dalang . Asep Sunarya yang adalah da l ang 
terkenal .secara nas iona l , t idak d ip i l ih u n t u k satu posisi di lembaga tersebut . 

34 Ari N u r t a n i o , Sekretaris IV (dar i e m p a t sekretaris yang ada), m e n g e t a h u i p e n g a n g k a t a n n y a melalui surat 
yang d ik i r im kepadanya d a n d i t a n d a t a n g a n i oleh gubernur , yang m e n u n j u k k a n legitimasi kua t da r i 
DKDJB. Ari N u r t a n i o . wawancara . 15-11-2001. 

35 Seorang profesor da l am b i d a n g seni rupa d i Ins t i tu t Teknologi B a n d u n g . 
36 Agus Safari dan Ari N u r t a n i o . wawancara . 15-11-2001. 



komite-komite akan memper t imbangkan usulan dari berbagai ke lompok dan 

sen iman dan merekomendas ikan yang mana yang seharusnya mener ima dana 

dari Komi te Pusat. Akan tetapi, s t ruktur tersebut t idak pernah d igunakan da lam 

pencairan hampi r semua dana operasional . 

Korupsi internal m e l u m p u h k a n D K D J B dalam cara yang sangat mema lukan 

dan diketahui u m u m . Kan to r AfFendi di Insti tut Teknologi Bandung (ITB) 

juga merangkap sebagai kan to r DKDJB. Selama lebih dari delapan belas bulan 

sejak bulan April 1999, h a m p i r semua uang (Rp 417.785.865) tersebar tanpa 

menggunakan s t ruktur komi te DKDJB. Berbagai keluhan d ibua t menyangkut 

pelaksanaan DKDJB sepanjang t a h u n 2000 tetapi laporan bank t idak juga 

dihasilkan sampai Agustus 2000. Pada tanggal 17 Agustus 2000, Agus Safari, 

salah satu dari tiga bendahara di DKDJB, menul is surat yang m e n g u n d a n g 

perhat ian pada penyalahgunaan dana, mengkr i t ik Affendi dan menyorot i 

kewajiban moral dari para pemegang posisi s t ruktur di DKDJB tersebut. 

Setelah serangkaian tiga per temuan, ' DKDJB secara efektif berakhir pada 

tanggal 19 September 2000. Sebuah laporan dibuat yang berisi daf ta r kegiatan 

penggunaan uang tersebut (tapi b u k a n n a m a mereka yang terlibat di dalamnya) 

meskipun tak seorang p u n dari responden saya, kebanyakan dari mereka adalah 

anggota aktif dari komun i t a s seni, bisa mengingat satu p u n dari kegiatan yang 

pernah terjadi yang terdapat dalam daf ta r tersebut. Pada akhir Maret 2001, 

D P R D Provinsi Jawa Barat memanggil semua pemegang posisi DKDJB u n t u k 

memper tanggungjawabkan tugas mereka. Yusuf Affendi t idak hadir, kecuali 

sekelompok kecil dari nama-nama yang dipanggil . G u b e r n u r d imin t a u n t u k 

memper tanggungjawabkan DKDJB dan semua pihak masih menunggu 

panggilan dari G u b e r n u r sembilan bulan kemudian . Jangka waktu DKDJB 

berakhir pada Mei 2001 dan G u b e r n u r menghen t ikan pendanaan . 

Masalah-masalah terkait kebijakan budaya menguat di Jawa Barat oleh 

perpecahan di da lam komun i t a s seni dan di dalam dewan kesenian. Selalu ada 

t ingkat ket idakpuasan yang tinggi di kalangan komuni t a s seni terhadap dewan 

37 Sebuah p e r t e m u a n diselenggarakan pada 3 Sep tember 201)0 di m a n a se jumlah pemegang posisi 
m e n g u n d u r k a n dir i dari posisi mereka ( "Mayor i tas Pengurus DKJB m u n d u r " 2000). Sebuah p e r t e m u a n 
lain menyusu l pada tanggal 7 Sep tember d a n p e r t e m u a n ketiga pada tanggal 19September . D u a p e r t e m u a n 
pe r t ama m e n y i m p u l k a n bahwa rencana iangka pendek , m e n e n g a h , d a n pan iang t idak d i j a l ankan d a n 
bahwa kesalahan terletak pada A f f e n d i d a n F a t u r o h m a n . P e n e m u a n yang ketiga m e m b e k u k a n d a n a yang 
tersisa sebesar Rp 40.000 dan secara efekt i f mengakh i r i keberadaan D K D J B tersebut. 
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kesenian.*8 A d a juga d u a dewan t a m b a h a n y a n g d i b e n t u k sebagai oposis i t e rhadap 

DKJB pada Maret 1999, yai tu Majel is Kesenian Jawa Barat yang d i b e n t u k o leh 

Taufik R a h z c n d a n Dewan Kesenian J c p r u t B a n d u n g yang d i b e n t u k o leh Tisna 

Sanjaya.3 9 Perasaan keaneka ragaman yang sangat m e n d a l a m dar i para s e n i m a n 

d i B a n d u n g m e m b u a t p e m b e n t u k a n sebuah b a d a n yang bisa mewakili aspirasi 

s emua p ihak m e n j a d i sulit. 

M e n i l a i D e w a n K e s e n i a n 

Peristiwa-peristiwa seputar dewan kesenian d i Jawa Barat m e m b u k a kesempa tan 

bagi refleksi atas peran dewan kesenian d a n upaya negara d a l a m p e m e r i n t a h a n . 

Setelah D K D J B itu berakhi r , para s e n i m a n m e n y u a r a k a n p e n d a p a t mereka d i 

media lokal d i m a n a k o n f l i k t e r u n g k a p an ta ra para s e n i m a n d a n negara terkait 

pe ran dewan kesen ian d a n secara lebih u m u m terkait tata kelola kebudayaan . 

Surat kabar ha r i an B a n d u n g Pikiran Rakyat m e n e r b i t k a n se jumlah artikel 

kritis pada bu l an Sep tember d a n O k t o b e r 2000 d a l a m m e n a n g g a p i r u n t u h n y a 

D K D J B itu. Yang m e n a r i k adalah e m p a t b u a h tu l isan lebih p a n j a n g bergaya 

op in i yang d i t e rb i tkan pada tanggal 26 O k t o b e r 2000 u n t u k sebuah semina r 

ber ta juk "Diskus i t en tang Masa lah Dewan Kesenian" yang d i a d a k a n pada hari 

yang sama. Keempa t artikel tersebut d i tu l i s o leh e m p a t s e n i m a n t e r k e m u k a 

yang berkarya d i B a n d u n g : Suyatna A n i r u n (ak tor terkenal d a n d i r ek tu r teater 

k o n t e m p o r e r Indones ia) , Benny Yohanes (su t radara teater d a n D i r ek tu r bagian 

teater di Sekolah Tinggi Seni Indones ia , Bandung) , Saini K .M. (penyair terkenal 

d a n Di rek tu r Sekolah Tinggi Seni Indones ia ) d a n J u n i a r s o Ridwan (seorang 

penya i r d a n m a n t a n Ketua Badan Persiapan P e m b e n t u k a n DKJB). Keempat 

penul i s tersebut meng iden t i f ikas i D K D J B sebagai lembaga yang bersifat "top 

down" dengan sediki t d u k u n g a n dari para s en iman . Suyatna A n i r u n , J u n i a r s o 

Ridwan , d a n Yohanes b a h k a n m e l a n g k a h lebih jauh d a n m e n g e m u k a k a n bahwa 

lembaga tersebut , seperti d a l a m kata-kata Suyatna A n i r u n , m e r u p a k a n "aksesori 

pol i t ik dari pemegang kekuasaan" . J u n i a r s o R idwan m en y a t ak an : 

38 Ketika G u b e r n u r m e n g a d a k a n upacara u n i u k merayakan awal berd i r inya DKJB pada 27 Mare t 1999, 
s eke lompok sen iman dan mahasiswa me lakukan aksi pro tes d i luar gedung t empa t d ise lenggarakannya 
acara p e m b u k a a n tersebut ( Imran 2000). 

39 J cp ru t adalah sebuah b e n t u k seni yang s p o n t a n , an t i - t a tanan dan ant i -hierarki . Tu juan dar i Dewan 
Kesenian J cp ru t B a n d u n g adalah u n t u k m e m b u a t p o i n bahwa kesenian t idak m e m b u t u h k a n Dewan 
Kesenian. S ingka tan u n t u k Dewan Kesenian J cp ru t B a n d u n g adalah sama d e n g a n Dewan Kesenian Jawa 
Barat, yai tu DKJB. 



Kehadiran Dewan Kesenian, seperti yang kita diterima, tidak kurang dari 
sebuahbentuk yang diasumsikan sebagai mitra pemerintah yang memberikan 
berbagai pertimbangan dalam kesenian, masih terus tunduk pada pengaruh 
dari pemegang kekuasaan. Semua tindakan pemegang posisi Dewan Kesenian 
hanya sah sejauh mendapat pembenaran dari pemegang kekuasaan. Dalam 
pandangan saya, itu adalah tempat di mana kekuasaan menunjukkan 
dominasinya (2000). 

Suyatna A n i r u n dan Jun ia r so Ridwan memin ta sen iman u n t u k m e m b e n t u k 

sebuah Dewan Kesenian independen atau lembaga sejenis yang o t o n o m 

dari pemer in tah . Bcnny Yohancs (2000) menga jukan seruan serupa u n t u k 

independensi tetapi d idasarkan pada konsepsi modern is kesenian yang 

memil iki kualitas intrinsik - kreativitas, aliran, anti-hierarki - yang akan hi lang 

jika masuk ke dalam kontak dengan s t ruktur kekuasaan politik. Pandangan 

Benny Yohancs tentang seni merupakan sesuatu yang menjad i pandangan 

u m u m di kalangan sen iman di Bandung. Saini K.M. (2000), berbeda dengan 

tiga sen iman lain itu, m e m a n d a n g peran DKDJB sebagai hal yang ber tentangan 

dengan peran sebenarnya dari sebuah Dewan Kesenian. Ia m e m a n d a n g dewan 

kesenian sebagai badan penasihat yang ada hanya u n t u k m e m b u a t rekomendasi 

kepada pemer in tah , tidak un tuk menja lankan program, menyelenggarakan 

acara a t aupun m e m b u a t kebijakan. Ia menyarankan sebuah model seperti yang 

d iprakt ikkan di Kota M a n n h e i m di mana sembilan kri t ikus yang d ihormat i , 

yang semuanya memil ik i lebih dari 25 t ahun penga laman di b idang seni, 

mendis t r ibusikan dana . Ia berpendapat bahwa kebingungan menyangkut peran 

Dewan Kesenian menda tangkan masalah yang c u k u p besar. 

Memang, kebingungan atas peran dari kedua dewan kesenian yang ada di 

Jawa Barat itu mendasar i rangkaian peristiwa berikutnya. Perundang-undangan 

nasional secara jelas mene tapkan dewan kesenian sebagai "penasehat" 

kepada gubernur dan peraturan daerah t ingkat provinsi menegaskan peran 

ini. Kekuasaan masih berada di tangan gubernur u n t u k m e m b e n t u k dewan 

kesenian dan mener ima atau menolak saran yang mereka berikan. N a m u n , 

sebagian besar dari para sen iman yang aktif di Bandung menging inkan , atau 

setidaknya mengatakan bahwa mereka menghendaki , sebuah badan independen 

yang bisa m e m b a n g u n inf ras t ruk tur seni dan merancang seni di masa depan. 

Mereka menghendaki agar DKJB berperan sebagai pembela bagi sen iman dan 

komuni t a s seni dengan tingkat o t o n o m i yang besar. 



DKDJB itu m a m p u mengambi l keun tungan da lam perbedaan antara 

konseptualisasi negara tentang kebudayaan, sebagaimana didef inis ikan dalam 

undang-undang dewan kesenian, dan pandangan para sen iman di DKJB 

tersebut. Yang sangat relevan adalah definisi kebudayaan da lam perda provinsi 

yang menyatakan bahwa kebudayaan harus "memil ik i akar dalam tradisi lokal 

dan member ikan corak u n t u k keh idupan budaya nasional" . Para sen iman 

dari DKJB ingin ber t indak secara independen dari kerangka budaya nasional 

negara dan menerapkan s t ruktur yang men jauh dari kerangka administrasi 

yang jelas ada dalam pera turan tersebut. DKDJB mengeksploitasi perbedaan ini 

dan menggunakan h u b u n g a n n y a yang lebih dekat dengan birokrasi provinsi 

u n t u k mengakali DKJB tersebut. Kesediaan D K D J B u n t u k mengadopsi wacana 

budaya yang disukai oleh birokrasi dan k e m a m p u a n n y a u n t u k memobilisasi 

d u k u n g a n dari gubernur menjad ikan DKDJB tampak sesuai dengan konsepsi 

negara tentang kebudayaan nasional . Kesesuaian h u b u n g a n dengan konsepsi 

paternalistik negara tentang kebudayaan nasional berada di garis depan dari 

banyak kritik terhadap kedua dewan kesenian tersebut ketika DKDJB r u n t u h . 

Hill menul is t en tang TIM: "Ident i tas T I M ter tangkap antara gambaran 

dari komuni t a s artistik yang mengalir bebas [...] dan gambaran dari sebuah 

s t ruktur birokrasi yang rumi t yang terkait dengan negara yang semakin kuat 

dan intervensionis" (1993: 247). Ketegangan yang di ident i f ikasi Hill di T I M 

member ikan wawasan tentang isu yang pent ing bagi keberhasilan atau kegagalan 

dari semua dewan kesenian: persepsi t en tang peran seni dalam pemer in tahan 

dan tata kelola da lam seni. Menyusul penghapusan ke lompok terbesar sen iman 

sayap kiri dan peminggi ran perspektif mereka tentang kesenian dan kebudayaan, 

sebuah isu u tama yang mengemuka bagi para sen iman di Indonesia adalah 

kebebasan berekspresi. Para sen iman u t ama menganggap diri mereka sendiri 

cenderung ke arah yang member ikan wawasan dari perspektif individu yang 

tidak terikat, seperti terlihat dari berbagai isu yang di identif ikasi di banyak 

pusat kesenian yang telah dibahas sebelumnya. Akan tetapi, pemer in tah pusat 

selama era O r d e Baru dan ber lanjut ke era Reformasi telah mendef in is ikan 

hakikat dan posisi kesenian dan seniman di da lam wacana budayanya yang 

berpusat pada upaya u n t u k m e m b e n t u k atr ibut dan perilaku masyarakat 

Indonesia sesuai dengan p e m b a n g u n a n nasional. Tempat seniman da lam 

wacana pemer in tahan rezim sering kali d i ten tang oleh ke lompok seniman, 

seperti terlihat dalam per tentangan sekitar DKJ dan dewan-dewan kesenian di 

Jawa Barat. Tidak semua daerah mengalami kasus serupa. Dalam DKR, salah 



satu dewan kesenian yang paling aktif pada t ahun 1990-an, para seniman setuju 

dengan program pemer in tah provinsi yang menggunakan kebudayaan sebagai 

cara u n t u k m e m b a n g u n identi tas asli mereka dan bekerja keras u n t u k mencapai 

keberhasilan. 

Inisiatif-inisiatif selama era Reformasi telah berdampak pada dewan kesenian 

dalam dua cara. Pertama, badan yang mengawasi dan membiayai banyak dewan 

kesenian, yaitu pemer in tah provinsi, memil iki t ingkat o t o n o m i yang lebih 

besar dari negara dan memil iki insent if yang lebih besar u n t u k m e m b a n g u n 

para pendukungnya dalam komuni t a s lokal dengan m e m p r o m o s i k a n seni dan 

budaya lokal dengan adanya politik desentralisasi. Di beberapa provinsi, ada 

lebih banyak uang dan tingkat kebebasan yang lebih besar dalam penyusunan 

anggaran. Di Riau, organisasi-organisasi baru d iben tuk yang telah memasukkan 

peran dewan kesenian di da lamnya. Dewan Kesenian Sumatera Barat adalah 

penyelenggara paling aktif festival-festival di provinsi pada awal t ahun 2000-

an terlepas dari rendahnya t ingkat pendanaan . Tetapi kebebasan pemer in tah 

provinsi juga m e n c a k u p kebebasan u n t u k t idak mendana i dewan kesenian 

sementara ia bisa m e n d a n a i badan-badan lainnya (seperti di Riau) atau 

menyerap dana di bidang-bidang lain. Lampung , misalnya, menghapuskan 

baik t aman budaya m a u p u n dewan keseniannya. Kedua, berakhirnya t indakan 

represif seperti per iz inan acara kesenian dan penyensoran media massa telah 

m e n d o r o n g seniman u n t u k menjadi lebih kritis secara terbuka terhadap 

kebijakan pemer in tah . D K R dan Yayasan SERAI tidak mungk in bisa kritis 

secara terbuka terhadap kebijakan pemer in tah pusat sebelum era Reformasi . 

Kritik terhadap DKJ mengakibatkan revisi atas perannya dan menghasi lkan 

serangkaian pengangkatan anggota baru. N a m u n demikian , iklim yang berubah 

tersebut t idak sccara o tomat i s menghasi lkan lembaga yang bersih dan aktif 

seperti yang d iper l iha tkan dalam kasus dewan kesenian di Jawa Barat. 

K e s i m p u l a n : K e s e r a g a m a n , K e a n e k a r a g a m a n , d a n P e n t i n g n y a D u k u n g a n 

Loka l 

Taman-taman budaya dan dewan kesenian merupakan hasil dar i inisiatif pusat 

dan dengan demikian d i rumuskan dalam wacana pemer in tahan rezim O r d e 

Baru. Kedua lembaga kebudayaan tersebut bertugas memproduks i kesenian yang 

sesuai u n t u k tu juan luas rezim yaitu p e m b a n g u n a n masyarakat dan penanganan 

masalah identi tas e tn ik /daerah . Tugas ini secara khusus banyak d i t emukan di 



t aman budaya tetapi juga t ampak jelas da lam peraturan tentang dewan kesenian 

dan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan 

poli t ik. N a m u n demikian , lokasi yang berbeda-beda dari t aman budaya 

dan dewan kesenian menda t angkan per tentangan dengan penafs i ran atau 

kesepakatan yang seragam dengan model yang d i sodorkan oleh pemer in tah 

pusat. I lal ini menjad i dasar bagi pent ingnya konsep keberbudayaan terhadap 

kebijakan budaya dengan penekanan pada cara bagaimana wacana budaya 

diber lakukan di lokasi-lokasi ter tentu. Celah-celah dalam kekuasaan birokrasi 

pusat u n t u k mendik te perkembangan budaya tampak jelas, seperti halnya juga 

kapasitas ke lompok dan individu u n t u k m e m p e n g a r u h i hasil budaya, termasuk 

integrasi yang lebih baik dengan komun i t a s seni lokal. Taman- taman budaya 

mengalami nasib dan hasil yang berbeda-beda di seluruh Indonesia selama era 

O r d e Baru walaupun memil iki penguasa tunggal di Direktorat Kebudayaan. 

Dewan-dewan kesenian bahkan m e n u n j u k k a n plurali tas yang lebih besar karena 

ketergantungan mereka pada keterlibatan seniman dan orang-orang yang 

d imasukkan ke dalam lembaga tersebut dan peran koordinasi dari pemer in tah 

provinsi lebih dar ipada pemer in tah pusat. Versi kesukaan rezim terkait tata 

kelola kebudayaan melalui sejumlah lembaga ini tidak pasti mela inkan terus-

menerus berada da lam proses negosiasi. 

Suatu isu tata kelola yang pent ing dalam taman budaya m a u p u n dewan 

kesenian adalah soal identitas daerah. Sebagai lembaga perwakilan dari 

daerah ter tentu, t aman budaya dan dewan kesenian memil iki posisi istimewa 

dalam mengart ikulasikan baik identi tas daerah m a u p u n tempat daerah yang 

bersangkutan da lam bangsa. Taman- taman budaya adalah bagian integral 

dalam proses mengart ikulasikan kebudayaan daerah yang disetujui rezim O r d e 

Baru yang sesuai dengan versinya tentang kebudayaan nasional . Dewan-dewan 

kesenian, mesk ipun bukan bagian dari jejaring ini, sering diar t ikulasikan 

dalam perda provinsi yang berfokus pada identitas dan kewarganegaraan 

daerah dan nasional . N a m u n demikian , komuni tas -komuni tas seni daerah 

ter tentu sering kali berselisih pendapa t tentang bagaimana seni dan peran 

sen iman diart ikulasikan oleh pemer in tah provinsi m a u p u n pemer in tah pusat. 

Riau merupakan kasus yang sangat menarik karena DKR mengart ikulasikan 

versi identi tas etnik yang ber tentangan dengan keinginan pemer in tah rezim 

O r d e Baru dan pemer in tah era Reformasi . Di tempat- tempat lainnya, sen iman 

bertengkar soal subordinasi dari agenda mereka di bawah agenda negara. 



Tanpa d u k u n g a n dari komuni tas -komuni tas seni daerah, t aman budaya 

dan dewan kesenian tidak akan pernah berhenti ber juang u n t u k tetap tegak. 

Mereka hanya m a m p u menar ik d u k u n g a n yang lebih luas jika lembaga-lembaga 

tersebut selaras dengan keinginan komuni tas -komuni tas seni daerah, seperti 

TBS dan DKJ pada t ahun 1970-an, atau jika tu juan pemer in tah provinsi 

d i d u k u n g oleh para sen iman, seperti yang terjadi di DKR. 

Perubahan dalam era Reformasi yang berdampak para lembaga-lembaga 

kebudayaan tersebut terletak pada pengal ihan kebijakan budaya ( termasuk 

t aman budaya kepada pemer in tah provinsi) ke t ingkat subnasional pemer in tah 

dan pada o t o n o m i pemer in tah tingkat sub-nasional yang lebih besar dari 

pemer in tah pusat. Reformasi ini di satu sisi mengakibatkan p e n u r u n a n 

beberapa t aman budaya dan dewan kesenian tetapi di sisi lain juga membawa 

peningkatan da lam pendanaan dan kegiatan bagi t aman budaya dan dewan 

kesenian lainnya. Singkatnya, keanekaragaman yang selalu ada antara berbagai 

daerah sudah mulai intensif dan lembaga baru yang disponsor i negara telah 

terbentuk. Akan tetapi, pemeriksaan yang cermat terhadap kinerja dari lembaga-

lembaga kebudayaan yang disponsor i negara mengungkapkan ket idakpast ian 

dalam perubahan . Program-program dari banyak t aman budaya baru yang 

terdesentralisasi berjalan lamban u n t u k berubah dan wacana budaya yang 

termuat da lam peraturan dan laporan pada u m u m n y a merupakan wacana 

budaya dari era O r d e Baru. Dewan-dewan kesenian, karena o t o n o m i mereka 

yang lebih besar, telah merespons lebih posit if dan, seperti DKJ, menyesuaikan 

diri atau disesuaikan dengan iklim yang baru. 

276 



BAB VIII 

MEMBUAT KEBUDAYAAN DAERAH MENJADI 

KEBUDAYAAN NASIONAL: MANAJEMEN BUDAYA, 

PUBLIKASI NEGARA, DAN KEBUDAYAAN DAERAH 

Wacana budaya rezim O r d e Baru menjadi terkenal dalam kebijakan pada 

saat bersamaan ketika ledakan harga minyak mensponsor i perluasan kegiatan 

pemer in tah pada per tengahan t ahun 1970-an. Direktorat Kebudayaan 

d i l impahkan tugas u n t u k mengubah uang hasil penjualan minyak ke dalam 

program-program yang selaras dengan p e m a h a m a n rezim tentang kebudayaan 

nasional dan strategi poli t iknya. Pendapatan yang d i p o m p a kc Direktorat itu 

d igunakan u n t u k menja lankan , antara lain, serangkaian proyek peneli t ian 

budaya yang menghasi lkan sejumlah besar publikasi t en tang budaya dan sejarah 

Indonesia. Topik yang dibahas mcncakupi biografi para pahlawan nasional , 

sejarah kota dan sejarah provinsi mengenai per juangan kemerdekaan melawan 

Belanda, h u k u m adat, arsitektur tradisional, cerita rakyat dan , dalam beberapa 

teks terbaru yang di terbi tkan sejak t ahun 1995, d a m p a k dari televisi, pe rubahan 

yang dibawa oleh budaya asing melalui h u b u n g a n pariwisata dan bahkan relasi 

antara ke lompok-ke lompok etnik yang berbeda, yang u m u m n y a m e r u p a k a n 

topik tabu di semua media selama era O r d e Baru. 

Teks-teks yang diedit dan di terbi tkan oleh Direktorat Kebudayaan 

dihasi lkan oleh proyek dalam berbagai sub-direktorat. Misalnya, Direktorat 

Museum mengelola Proyek Pengembangan Permuseuman, Pusat Bahasa 

mengelola Proyek Pengembangan Perpustakaan dan Proyek Pengembangan 

Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, dan sebagainya.1 Sub-Dircktorat yang 

menghasi lkan pal ing banyak teks termasuk teks yang merupakan subjek dari 

bab ini adalah Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional (Dit jarahni t ra) . 

1 N a m a - n a m a proyek ini telah d isesua ikan dengan n a m a - n a m a aslinya da l am bahasa Indones ia : Proyek 
P e n g e m b a n g a n P e r m u s e u m a n . Proyek P e n g e m b a n g a n Perpus takaan , dan Proyek P e n g e m b a n g a n Bahasa 
d a n Sastra Indones ia dan Dae rah . 
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Publikasi D i t j a r a h n i t r a meng iku t i salah satu dari dua arus tersebut . Arus 

Sejarah m e n e r b i t k a n teks yang be r fokus t e ru t ama pada revolusi d a n pah lawan 

nas ional . Arus kedua , Nilai-Nilai Tradis ional , m e n c a k u p t o p i k yang menyel id ik i 

kebudayaan daerah nusan t a r a , d e n g a n mas ing-mas ing teks be r fokus pada 

provinsi t e r ten tu . Bab ini menganal i s i s teks-teks yang d i t e rb i tkan d a l a m arus 

kedua. Setelah m e m b e r i k a n g a m b a r a n u m u m t en t ang sejarah d a n pe laksanaan 

proyek-proyek penel i t ian budaya , saya mengana l i s i s d u a teks yang d ihas i lkan o leh 

proyek budaya , yang be r fokus secara khusus pada representasi mereka t e rhadap 

kebudayaan daerah , d a n b a g a i m a n a b i d a n g "kebudayaan d a e r a h " ber fungs i 

sebagai b i d a n g pena t aan sosial yang m e m b e n t u k g a m b a r a n dari objek-objek 

yang terletak d a l a m d o m a i n tersebut . D e n g a n d e m i k i a n , k e b u d a y a a n daerah itu 

sendir i dapa t d ibaca sebagai keberbudayaan yang d ihas i lkan oleh serangkaian 

h u b u n g a n d i l i n g k u n g a n Di rek to ra t Kebudayaan d a n diekspres ikan d a l a m 

publ ikasi , d a n karena itu d ianal is i s u n t u k p e r u b a h a n selama beberapa t a h u n . 

Selain mengana l i s i s pene l i t i an t en t ang kebudayaan daerah , b a b ini 

m e m b a h a s d u a isu kebi jakan budaya la innya . T a m a n M i n i Indones ia I n d a h 

(TMII , se lan ju tnya d isebut T a m a n M i n i ) te lah m e n j a d i representasi pal ing 

p e n t i n g dar i , d a n top ik penel i t ian yang pa l ing banyak d i g u n a k a n d a l a m analisis , 

baga imana rezim O r d e Baru m e m a h a m i etnis i tas . Saya m e n g g u n a k a n publ ikas i 

hasil penel i t ian t en t ang kebudayaan daerah sebagai p o k o k p e r b a n d i n g a n u n t u k 

men i l a i apakah ada m o d e l lain dar i m a n a j e m e n budaya d e n g a n kons t ruks i 

yang berbeda t e n t a n g etnisi tas yang terdapat d a l a m birokrasi O r d e Baru. Kedua, 

r en tang waktu dar i proyek-proyek penel i t ian tersebut , yang me l ipu t i sebagian 

besar era O r d e Baru d a n se lu ruh era Reformas i , m e m b e r i k a n kesempa tan 

u n t u k men i l a i b a g a i m a n a wacana budaya b e r u b a h sebagai ak iba t dar i t ransisi 

dari O r d e Baru ke era Reformas i d a n b a g a i m a n a transisi b e r d a m p a k pada 

kon s t ru k s ik eb u d a yaan daerah d a l a m teks-teks. 

Frase"kebudayaan d a e r a h " dapa t d i a r t i k a n e n t a h sebagai kebudayaan lokal 

a t a u p u n sebagai kebudayaan regional yang terkai t erat dengan m a k n a ganda dari 

istilah daerah . 'Ke te rge l inc i ran an ta ra " reg iona l" d a n " loka l" ada lah segi yang 

m e n a r i k dar i proyek-proyek kebudayaan dae rah . Sementa ra publ ikas i s emuanya 

te r fokus pada wilayah te r ten tu , subjek mater i u m u m n y a j auh lebih m e n g a r a h 

2 S e b u a h t e r j e m a h a n y a n g s a m a telah t e r j ad i p a d a label era R e f o r m a s i u n t u k p roses desen t ra l i sa s i , y a i t u 

otonomi d.icr.ih. y a n g te lah d i t e r j e m a h k a n sebagai o t o n o m i d a e r a h d e n g a n " d a e r a h " d a l a m p e n g e r t i a n 

b a i k sebagai r eg iona l a t a u w i l ayah ( k a b u p a t e n ) m a u p u n sebagai loka l ( t e rka i t k u l t u r a t a u e tn ik ) . 



pada p rak t ik -prak t ik kebudayaan d a e r a h d i wi layah tersebut . U n t u k alasan ini, 

saya m e n e r j e m a h k a n daerah d a l a m bahasa Indones ia sebagai "lokal"(IocaI) 

d a l a m judul - judul publ ikas i d a n serial publ ikas i . 

P e n e l i t i a n B u d a y a d a n P u b l i k a s i y a n g D i s e l e n g g a r a k a n N e g a r a 

Publikasi budaya yang d i s p o n s o r i negara telah m e n d a h u l u i era O r d e Baru. 

P e n d a h u l u Di rek to ra t Kebudayaan , yaitu Jawatan Kebudayaan , meri l is 

se jumlah kecil publ ikas i se lama t a h u n 1950-an d a n awal 1960-an.* J u m l a h 

publ ikas i yang d ihas i lkan selama era O r d e Baru jauh m e l a m p a u i pub l ikas i 

sebe lum 1965 baik d a l a m jumlah judu l m a u p u n j u m l a h eksempla r yang 

dicctak. Di rek tora t Kebudayaan pe r t ama m e m u l a i pene rb i t an b u k u teks 

yang p a n j a n g t en t ang kebudayaan dae rah pada t a h u n 1972. S e p u l u h proyek 

te rp isah telah m e n s p o n s o r i pene l i t i an budaya d a n publ ikas i d i D i t j a r a h n i t r a 

(l ihat Tabel 8.1 u n t u k n a m a proyek d a n r inc iannya) . Proyek awal d i f o k u s k a n 

pada p e m b u a t a n kata log ar tefak d a n prak t ik budaya . Dar i p e r t e n g a h a n 1970-

an, proyek tersebut dapa t dibagi m e n j a d i d u a jenis. Per tama, a rus proyek yang 

be r fokus pada ada t d a n tradisi dari kebudayaan daerah terus be r lan ju t h ingga 

saat ini . D i m u l a i d e n g a n Proyek Penel i t ian d a n Penca ta tan K e b u d a y a a n Dae rah 

(P3KD), a rus in i m e n c a k u p i proyek yang terbesar d a n pa l ing d ikena l luas, yai tu 

Proyek Inventarisasi d a n D o k u m e n t a s i Kebudayaan Daerah ( I D K D ) , Proyek 

Inventar isasi d a n P e m b i n a a n Nilai-Nilai Budaya (P3KN), d a n Proyek Pengka j ian 

d a n P e m b i n a a n Nilai-Nilai Budaya (P3NB). Proyek-proyek ini ber ja lan pada 

saat be r samaan d a n m e m p u n y a i tema yang sa l ing t u m p a n g t i n d i h seperti cerita 

rakyat d a n h u k u m adat dar i berbagai dae rah . Arus proyek ini menghas i lkan 

sebagian besar teks-teks budaya . 

Saya m e n g e l o m p o k k a n di bawah jenis proyek kedua " semua a rus proyek 

n o n - I D K D " - s u a t u c a m p u r a n eklektik dari proyek-proyek yang be r fokus pada 

berbagai top ik . Proyek P e n g e m b a n g a n Med ia Kebudayaan ( P M K ) itu sendir i 

m e n c a k u p b e r m a c a m - m a c a m t o p i k sejak t a h u n 1975. Proyek-proyek lain telah 

d i f o k u s k a n pada seni dekora t i f d a n p roduks i a l b u m fo tograf i (Proyek Med ia 

Kebudayaan ( M K ) sedangkan Proyek Pengkaj ian d a n P e m b i n a a n Kebudayaan 

Masa Kin i ( P 3 K M K ) terl ibat dengan c a k u p a n tema dari k e h i d u p a n k o n t e m p o r e r 

t e rmasuk d a m p a k par iwisata d a n televisi. Proyek-proyek kebudayaan daerah 

3 Yang pal ing awal dar i yang saya t emu i adalah sebuah publ ikasi dar i t a h u n 1953 t e n t a n g penyai r C h a i n ) 
Anwar (Ki rd )on iu l jo 1953). 
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terutama, tetapi tidak semata-mata, mencetak naskah-naskah. Sebuah publikasi 

oleh Di t ja rahni t ra berisikan daf tar 1.373 judul yang dicetak antara t ahun 1976 

dan 1991 dengan jumlah cetakan yang kecil yaitu antara sepuluh dan lima 

ratus eksemplar per j u d u l / N a m u n demikian , ini t idak termasuk peneli t ian 

yang d i lakukan oleh Kan to r Wilayah dari Direktorat tersebut. Koleksi bahasa 

Indonesia di Perpustakaan Nasional Australia memil iki daf ta r sebanyak 1.817 

judul da lam serial proyek kebudayaan daerah dengan tanggal publikasi antara 

t ahun 1972 dan 2003. Selain teks, se jumlah rekaman video dan aud io tentang 

ritual dan praktik-praktik tradisional di terbi tkan dan diedarkan. Proyek-proyek 

kebudayaan daerah juga mendana i se jumlah proyek kerja u tama termasuk 

p e m b a n g u n a n G e d u n g Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, Pusat 

Dokumentas i Kebudayaan dan Pusat Informasi Budaya di seluruh nusantara 

(Direktorat Kebudayaan 1994). 

Publikasi Di t ja rahni t ra mence rminkan corak dari dua arus penul isan 

ten tang Indonesia. Pertama, publikasi dalam arus sejarah terikat dengan apa 

yang disebut Gerry van Klinken (200la : 326) sebagai "arus nasionalis o r todoks" 

dari sejarah Indonesia.5 Kecenderungan kedua be rhubungan lebih erat dengan 

proyek-proyek kebudayaan daerah. Pada akhir 1970-an, arus peneli t ian tentang 

kebudayaan Jawa bermula di Yogyakarta oleh Profesor Sudarsono. Dia menamai 

peneli t iannya dengan istilah Javanologi dan berhasil mendapa tkan dana negara 

melalui proyek-proyek kebudayaan nasional.6 Budhisantoso, dalam kapasitasnya 

sebagai Direktur Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, mendesakkan sebuah 

kebijakan tentang berbagai"iu/ru-o/o£/" dalam rangka u n t u k menye imbangkan 

penekanan pada Javanologi mesk ipun ini hanya terbatas pada kelompok-

ke lompok etnik dengan tradisi tulisan. Peneli t ian tentang "ologi", termasuk 

Sundanologi , Batakologi, La Galigologi ( tentang budaya Bugis), Malayologi 

(berdasarkan tulisan yang d i t emukan di sekitar Tanjung Pinang di Riau) bersama 

dengan Javanologi yang didanai melalui Proyek Inventarisasi dan Pembinaan 

Nilai-Nilai Budaya (P3KN), dan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai 

Budaya (P3NB). 

4 Judu l - judu l tersebut t e r c a n t u m d a l a m publ ikasi o leh Sub-Direk tora t (Subdi t ) D o k u m e n t a s i d a n Publikasi 
(1991) tapi keakura tannya d ipe r t anyakan katena d o k u m e n t a s i yang b u i u k da l am Di rek tora t te isebut . 
Z u t b u e h e n (1990) juga mencata t sul i tnya mengevaluas i sejauh m a n a cakupan penel i t ian tersebut 
be r langsung . 

5 Yang t e r u t a m a m e n c o l o k adalah jumlah teks t en tang pah l awan yang m e r u p a k a n e lemen p e n t i n g da r i 
f e n o m e n a " sang p a h l a w a n " da l am penu l i san setarah Indones ia yang d i iden t i f ikas i o leh Rcid (1979: 292-
295) d a n d i u r a i k a n d a l a m kon teks lokal o l eh C u n n i n g h a m (1989) d a n l i o s k i n s (1987). 

6 Budh i s an to so . wawancara . 7-9-2001. 



Tabel 8.2 menda f t a r jumlah uang yang I D K D terima setiap t a h u n sejak 

1989/1990 sampai 1999/2000. Sayangnya, angka sebelum 1989 tidak diketahui 

karena kesulitan mengakses arsip-arsip laporan lama pemer in tah . Bagaimanapun 

juga, angka-angka tersebut hanya dapa t member ikan indikasi tentang kesan apa 

yang Direktorat Kebudayaan ingin sodorkan ke Bappenas. Anggaran berubah 

secara teratur di bawah O r d e Baru dan definisi anggaran tidak jelas. N a m u n 

demikian , angka-angka tersebut benar-benar dapat m e n u n j u k k a n beberapa 

in formas i pent ing tentang proyek. Sampai 1999/2000 proyek menggunakan 

lebih dari 10 persen dari anggaran Direktorat yang m e n u n j u k k a n pent ingnya 

proyek tersebut terkait peran Direktorat . Juga p e n u r u n a n anggaran pada t a h u n 

1999/2000 mence rminkan posisinya yang lebih marginal da lam s t ruktur 

birokrasi budaya yang baru dan desentralisasi. 

Tabel 8.1: Sepuluh proyek kebudayaan daerah, durasinya, dan gambaran 

singkat 

T a h u n N a n u Proyek Deskr ips i S ingkat 

1972-1976 Proyek Inventar isasi d a n D o k u m e n t a s i 
Kebudayaan Nas iona l ( I D K N ) 

Berfokus pada p e n y u s u n a n d a f t a r p rak t ik 
kebudayaan daerah dan m e m b u a i ka ta log arteiak 
d a n naskah-naskah budava 

1975 Proyek P e n g e m b a n g a n Media 

Kebudayaan (PMK) 

Se jumlah teks d i p r o d u k s i pada t a h u n 1970-an. 
Publ ikasinya l a m b a n tetapi k e m u d i a n dipercepat 
kembal i pada akhi r t a h u n 1990-an. C a m p u r a n teks 
yang eklektik t e rmasuk a l b u m gambar . 

1976-1979 Proyek Peneli t ian d a n Pencata tan 
Kebudayaan Daerah (P3KD) 

Berfokus pada e lemen-elemen kebudayaan dae rah 
seperti h u k u m adat . upacara pe rkawinan , dan adat-
istiadat se tempat . 

1979-1987 Proyek Inventarisasi dan D o k u m e n t a s i 
Kebudayaan Daerah ( I D K D ) 

M e l a n j u t k a n tema- tema kebudayaan dae rah da r i 
P 3 K D . Proyek ini menghas i lkan lebih banyak teks 
dan lebih d ikenal da r ipada teks-teks yang d ihas i lkan 
o leh proyek-proyek lain. 

1979-1984 Proyek Media Kebudayaan Berfokus pada kesenian dekora t i f . Juga m e m p r o d u k s i 
se jumlah a l b u m fo tograf i s dan beberapa r e k a m a n . 

1984-1992 Proyek Inventar isasi dan P e m b i n a a n 

Nilai-Nilai Budaya (1PNB) 

Ke lan ju tan da r i tema- tema kebudayaan lokal da r i 

I D K D . 

1992-1995 Proyek Penel i t ian, Pengkaj ian dan 
P e m b i n a a n Nilai-Nilai Budaya Daerah 
( P 3 N B D ) 

Tema-temanya m e n c a k u p i p e n d i d i k a n , modern i sas i 
dan sistem e k o n o m i . Proyek ini d io r i en tas ikan 
kepada tema- tema i lmu sosial. 

1993- Proyek Pengkaj ian dan Pembinaan 
Nilai-Nilai Budaya (P3NB) 

Ke lan ju tan dar i tema-tema kebudayaan lokal da r i 
I D K D . M e n c a k u p i pene rb i t an u l ang teks-teks 
sebe lumnya . 

1995- Proyek Pengkaj ian dan P e m b i n a a n 
Kebudayaan Masa Kini (P3KMK) 

Memer iksa p e r k e m b a n g a n kebudayaan k o n t e m p o r e r 
set iap har i . Meng ind ika s ikan sua tu per luasan m a k n a 
kebudavaan . 



Tabel 8.2: P e n d a n a a n u n t u k proyek-proyek arus I D K D per t a h u n ( R p d a l a m 

r ibuan ) 

T a h u n Program Proyek Total 'S) p r o g / t o t a l Referensi 

8 9 / 9 0 1.381.271 1.159.052 11.218.572 12,31 Laporan 8 9 / 9 0 - 9 3 / 9 4 . h l m . 91. 106 

9 0 / 9 1 2.379.042 1.799.035 16.034.187 14.84 Ibid. 

9 1 / 9 2 4.176.675 3.016.500 25.874.187 16,14 Ibid. 

9 2 / 9 3 4.897.786 3.045.132 32.048.478 15,28 Laporan 9 4 / 9 5 , h l m . 4 8 

9 3 / 9 4 5.187.864 3.171.765 40.023.152 12,96 Laporan 9 4 / 9 5 , h l m . 49 

9 4 / 9 5 6.521.300 3.859.026 46.596.570 14.00 Laporan 9 4 / 9 5 , h l m . 5 0 

9 5 / 9 6 * 7.052.292 4.160.743 58.981.723 11,96 Ibid . 

9 6 / 9 7 * 7.052.292 4.160.743 58.981.723 11,96 Ibid . 

9 7 / 9 8 * 7.052.292 4.160.743 58.981.723 11,96 Ibid . 

9 8 / 9 9 7.423.422 4.363.376 69.750.000 10.64 Laporan 94 /95-98 /99 . h l m . 14. 

9 9 / 2 0 0 0 6.649.138 6.649.138 74.232.158 8.96 l a p o r a n 99 /2000 . h l m . 4 L 

ì ò t a l 59.773.375 3 7 2 5 3 . 3 2 0 492.722.473 12.13 

* J u m l a h r a t a - r a t a d i b e r i k a n u n t u k p e r i o d e 9 5 / 9 6 - 9 7 / 9 8 k a r e n a r c k a m a n / c a t a t a n m a s i n g - m a s i n g 

t a h u n i t u t i d a k t e r s e d i a . 

Pemi l ihan topik d a n proses riset s u d a h , d a n mas ih te tap, terikat secara 

r u m i t dengan s t r u k t u r birokrasi d a n sistem p e m b u a t a n kebi jakan yang telah 

d ibahas d a l a m b a b l ima. Proses t a h u n a n diawali d e n g a n p e r t e m u a n an ta ra 

Kepala D i t j a r a h n i t r a d a n para Kepala Sub-direktorat . Hasil d i skus i tersebut 

d ibawa ke t im teknis da lam Sub-direktorat D o k u m e n t a s i d a n Publikasi yang 

m e r u m u s k a n Kerangka A c u a n (ToR) an ta ra b u l a n Mei d a n J u n i . ToR diper iksa 

oleh Bappenas d a n Di rek tora t Est imasi , yang m e n j a m i n k e t e r h u b u n g a n n y a 

dengan Repelita d a n U U D 1945 karena h u b u n g a n tersebut akan m e n e n t u k a n 

j u m l a h u a n g yang d ibe r ikan . Sekitar bu l an J u n i s emua k o o r d i n a t o r regional 

t e rbang ke Jakar ta u n t u k p e r t e m u a n d a n setelah i tu mereka kemba l i ke daerah 

mereka d a n menyelesa ikan pene l i t i an an ta ra bu l an J u n i d a n O k t o b e r . Penel i t ian 

d i k e m b a l i k a n ke t im teknis yang mengedi t d r a f t d a n m e m p e r s i a p k a n draft-

draft tersebut u n t u k d ipub l ikas ikan an ta ra bu l an N o v e m b e r d a n Desember . 

Publikasi be r l angsung pada t a h u n be r iku tnya . 

Di rek tora t Kebudayaan be rusaha m e n u n j u k k a n melalui ToR bahwa mereka 

me laksanakan kebi jakan yang d igar i skan d a l a m Repeli ta. Pemer iksaan cepat 

atas ToR u n t u k pe rencanaan Seri Pelangi N u s a n t a r a pada t a h u n 2001, yang 

menghas i lkan teks u n t u k anak-anak, m e n g u n g k a p k a n pr ior i tas Di rek tora t . 

Bagian yang pal ing men je la skan hal i tu adalah bagian "Latar Belakang 

d a n M a s a l a h " yang juga be r fungs i sebagai pengan ta r . ToR d i m u l a i d e n g a n 
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m e n g h u b u n g k a n Republik Indonesia bersama-sama dengan keanekaragaman 

budaya melalui semboyan Negara "Bhinneka Tunggal Ika". ToR kemudian 

d i lan ju tkan dengan pernyataan yang m e r a n g k u m tu juan dari Seri tersebut: 

Hari-hari ini, pengetahuan tentang perbedaan budaya dan kesamaan di antara 
komunitas-komunitas etnik Indonesia menjadi penting untuk memperkuat 
persatuan dan kesatuan nasional. Mengetahui dan memiliki sikap yang 
mengapresiasi dan menghormati perbedaan dan mengembangkan kesamaan 
antarbudaya perlu dibangun dalam diri generasi muda yang adalah masa 
depan bangsa Indonesia (Pemimpin Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-
Nilai Budaya, Jakarta 2001: 1) 

Masalah kedua yang diangkat dalam ToR tersebut adalah tidak adanya buku 

anak-anak tentang keanekaragaman budaya etnik. Kedua masalah ini diangkat 

bersama-sama da lam bagian "Tujuan" dari Seri tersebut: u n t u k menyebarkan 

in formas i tentang keanekaragaman budaya di Indonesia kepada anak-anak 

dalam bentuk yang m u d a h dibaca dan d ipahami dan mengembangkan 

pengetahuan dan empat i t en tang kebudayaan lain dan m e m b a n t u anak-anak 

da l am " m e m a h a m i dan m e n g h o r m a t i makna dari semboyan bangsa Indonesia: 

Bhinneka Tunggal Ika" (2001: 1). Setelah pokok persoalan ini d iura ikan , loR 

beralih ke corak kebudayaan daerah yang dianggap cocok u n t u k d imasukkan 

dalam teks. Corak-corak ini memasukkan l ingkungan regional yang m e n c a k u p 

corak alami dan buatan manusia , sejarah (termasuk "pahlawan") , pengetahuan 

dan teknologi t radisional , adat-istiadat, nilai-nilai budaya seperti cerita rakyat 

u n t u k anak-anak dan seni, solidaritas sosial, dan wisata budaya serta wisata 

alam. Akhirnya, ToR m e m b a h a s soal gaya penul isan dan fo rmat yang sesuai 

u n t u k teks anak-anak. 

Dengan demikian , ToR telah mene tapkan t u j u a n pemer in tah dalam Seri 

tersebut, termasuk pembingkaian nasional atas kebudayaan daerah dalam teks, 

sebelum corak-corak kebudayaan daerah disebutkan. Para birokrat di Direktorat 

Kebudayaan harus menyesuaikannya sedekat m u n g k i n dengan wacana budaya 

rezim O r d e Baru u n t u k m e n j a m i n pendanaan yang berke lan ju tan atas proyek-

proyek mereka dan gaji t ambahan yang menyertainya serta prestise profesional . 

Sistem kebijakan member ikan insent if keuangan dan profesional u n t u k 

kelanjutan proyek kebudayaan daerah dan mencegah adanya pe rubahan dari 

model yang sudah mapan itu. 
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M e m p o s i s i k a n K e b u d a y a a n D a e r a h p a d a T e m p a t n y a 

Ketika m e m b a h a s t en t ang k o n s e p rezim O r d e Baru d a n penge lo laan budaya 

e tn ik , para sar jana biasanya m e n g g u n a k a n penc i t r aan dar i T a m a n Min i . 

Patricia Spycr (1996: 26) m e n g a m a t i bahwa ketika m e m b a h a s pena f s i r an 

negara t en t ang keaneka ragaman budaya , para sa r jana " h a m p i r secara sambi l 

lalu saja m e n g g u n a k a n penc i t r aan Indones ia yang Indah d i T a m a n Min i" . 7 

Sebuah penel i t ian t e rbaru yang m e n g g u n a k a n T a m a n M i n i sebagai c o n t o h 

yang representa t i f t en t ang h u b u n g a n an ta ra kebudayaan d a n p e m e r i n t a h a n 

di era O r d e Baru ada lah art ikel dar i T o m Boel ls tor f f (2002), "E thno loca l i t y " . 

Boel ls torff (2002 :25) m e n d e f i n i s i k a n e tno loka l i t a s (ethnolocalityj sebagai "skala 

spasial d i m a n a 'e tnis i tas ' d a n ' lokal i tas ' sal ing m e n g a n d a i k a n d a l a m penger t i an 

bahwa keduanya , pada esensinya, m e r u p a k a n sebuah k o n s e p tunggal . " D e n g a n 

kata lain, e tno loka l i t as mengacu pada berbagai adat asli Indones ia - Jawa, Bali, 

Toraja - yang terkai t d e n g a n lokasi spasial. 

Boel ls torff (2002: 32) m e n g g u n a k a n T a m a n M i n i u n t u k m e n g g a m b a r k a n 

baga imana e tno loka l i t as be rpe ran u n t u k m e m b a n g u n k o n s e p O r d e Baru 

t en t ang "kebudayaan nusan ta ra"bag i bangsa Indones ia . Pusat dari T a m a n 

M i n i ada lah sebuah danau-ref lekt i f yang d i a tasnya t e r h a m p a r m i n i a t u r pu lau-

pu lau yang m e m b e n t u k peta Indones ia , yang dikel i l ingi o leh d u a p u l u h t u j u h 

pavi l iun , satu u n t u k set iap provins i . Setiap pavi l iun memi l ik i r u m a h adat yang 

berisi karya seni d a n kera j inan dar i setiap provins i . Boel ls torff menu l i s : 

Taman Mini menautkan etnisitas dan lokalitas secara bersama-sama sehingga 
masing-masingnya mengandaikan yang lain. Daerah dan adat dilihat sebagai 
hal yang isomorfik [memiliki kesamaan bentuk] dalam skala spasial yang 
mengklaim tampilan tradisi etnolokal tetapi tidak dapat dimengerti di 
luar logika dualisme rasial, "kerangka kerja yang dihasilkan oleh lembaga 
pemersatu negara" (Spycr 1996: 31). (2002: 32). 

Boel ls torff m e n g g u n a k a n Taman M i n i u n t u k m e n u n j u k k a n baga imana rezim 

O r d e Baru m e m a s u k k a n d a n mendepol i t i sas i budaya e tn ik d i Indones ia . 

M e n j a d i warga Jawa a tau warga Batak a tau warga Toraja juga sama ar t inya 

dengan men jad i warga negara Indones ia . 

7 Lahat Bowcn (1991). A n d c r s o n <l990a) d a n H c l l m a n (1999). 
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Artikel be r judu l "Pavi l ions a n d Posters" yang d i tu l i s Greg Acciaioli (1996) 

m e m b e r i k a n anal is is yang lebih r inci t en t ang T a m a n M i n i . Acciaioli menu l i s 

bahwa T a m a n M i n i adalah lebih dar i sekadar i lustrasi t en t ang sesuatu yang ideal 

tetapi d ibayangkan sebagai alat p e n d i d i k a n u n t u k m e m p e n g a r u h i subjekt ivi tas 

o r a n g Indones ia . Dia menu l i s : " (Taman M i n i ] ber laku sekarang d a n d i masa 

d e p a n sebagai etalase p a m e r a n O r d e Baru u n t u k m e m b a n g u n semangat 

kewarganegaraan, u n t u k m e n u n a i k a n proyeknya m e m b a n g u n subjekt ivi tas d a n 

k e p a t u h a n dari warga I n d o n e s i a " (1996: 40). Sebaga imana telah d i t u n j u k k a n 

di sini , Acciaioli (1996: 27) menca ta t bahwa " p e m b a n g u n a n b u d a y a " ada lah 

"salah satu pr ior i tas dari negara O r d e B a r u " yang m e m b e n t u k b a g a i m a n a 

budaya e tn ik diwakil i d i T a m a n M i n i . In t i a r g u m e n Acciaioli m i r i p d e n g a n 

a r g u m e n Boel ls tor f f bahwa etnis i tas d ia r t iku las ikan d a l a m kerangka negara-

bangsa Indones ia , yang ia nya takan d e n g a n meng iden t i f ikas i " s u b s t r a t u m dasar 

ku l tu ra l (...) yang d i anggap m e m b e n t u k ke-Indones ia-an" d a l a m representasi 

T a m a n M i n i u n t u k kebudayaan etnik (1996: 39). N a m u n d e m i k i a n , ia 

m e m b e r i k a n u ra ian lebih r inci t en t ang baga imana etnisi tas yang berbeda-

beda i tu d ia r t iku las ikan . Ada e m p a t gagasan yang secara khusus m e m e r l u k a n 

perha t i an yang lebih besar di sini. 

Pertama, Acciaioli m e n g g u n a k a n se jumlah ilustrasi yang berbeda u n t u k 

m e n u n j u k k a n bahwa semak in sebuah kebudayaan jauh dar i pusa tnya , s e m a k i n 

besar k e m u n g k i n a n detail-detail g a m b a r a n n y a men jad i sekadar " k u m p u l a n " 

sifat generik yang d i anggap sesuai d e n g a n bangsa Indones ia . Dia m e n u n j u k k a n 

gagasan ini mela lu i analisis t e rhadap lokasi pav i l iun di sekitar danau- re f lek t i f d a n 

m e n u n j u k k a n bahwa jarak dari pusa t t a m a n bersesuaian d e n g a n ke te rp inggi ran 

kebudayaan dari suatu k e l o m p o k e tn ik d a l a m kon teks bangsa Indones ia . O l e h 

karena i tu , pav i l iun u n t u k provins i d i Jawa d a n Bali terletak dekat d e n g a n 

d a n a u (pusat) sedangkan Papua Barat ( sampai t a h u n 2000 d i s ebu t I r ian Jaya) 

d a n T i m o r T i m u r [sekarang sudah men jad i negera merdeka] d iber ikan lokasi 

yang pa l ing pinggir . Acciaioli m e n e k a n k a n posisi mar j i na l budaya e tn ik 

t e r t en tu d i d a l a m bangsa d e n g a n memer iksa "paka ian a d a t " dar i k e l o m p o k 

e tn ik yang berbeda-beda. Pakaian ada t gaya Jawa memi l ik i p e n g g a m b a r a n yang 

c u k u p akura t sementa ra "gaya d a e r a h " u n t u k Papua Barat adalah celana sut ra 

d a n blus , m e n g g a n t i k a n gaya be rpaka ian d e n g a n h a n y a m e n g g u n a k a n koteka 

yang sudah terkenal d i wilayah tersebut . J ika kebudayaan dae rah be rbeda terlalu 

jauh dar i gaya di pusat kebudayaan , seperti Papua Barat, mereka d i h a p u s di 

Taman M i n i demi m e n d u k u n g gaya gener ik " I n d o n e s i a " yang u m u m . 



Kedua, Acciaioli menca ta t adanya se jumlah " k e b u n , t a m a n d a n m u s e u m 

anak-anak" d i sekitar T a m a n M i n i yang t idak d i k h u s u s k a n u n t u k kebudayaan 

e tn ik . M u s e u m - m u s e u m tersebut mence r i t akan kisah sukses dar i rezim O r d e 

Baru. Mereka d i d a r m a b a k t i k a n u n t u k a n g k a t a n bersenja ta , o lahraga , l ayanan 

in fo rmas i , p e m b a n g u n a n d i b i d a n g m i n y a k d a n gas a lam, i lmu p e n g e t a h u a n 

d a n teknologi d a n k o m u n i k a s i . Acciaioli (1996: 32) m e n u l i s bahwa merayakan 

kisah sukses p e m b a n g u n a n m e n e k a n k a n b a g a i m a n a rezim m e n y e d i a k a n 

" n a u n g a n bagi m o d e r n i t a s yang dapa t m e m u n g k i n k a n kebudayaan daerah 

u n t u k b e r k e m b a n g , d i p e r b a h a r u i d a n d i h i d u p k a n kembal i . " Ketiga, Acciaioli , 

m e n g i k u t i penel i t ian J o h n P e m b e r t o n (1994a: 40), menca ta t b a g a i m a n a T a m a n 

M i n i m e n g h a p u s k a n waktu d e n g a n mereproduks i s imbol -s imbol budaya 

yang " lebih lengkap d a n lebih s e m p u r n a " d i b a n d i n g asl inya. S imbol - s imbol 

kebangsawanan budaya Jawa d a n Bali yang m e m e n u h i b a n g u n a n terletak d i 

p i n t u m a s u k ke t a m a n m e n g h u b u n g k a n rezim O r d e Baru d e n g a n tradisi para 

penguasa sebe lumnya . Akhirnya, Acciaioli m e n a w a r k a n skala spasial yang 

sedikit berbeda da r ipada Boells torff . Sementara Bocl ls torff (2002) berhat i -hat i 

menca ta t bahwa e tnoloka l i tas , sebagai skala spasial yang m e n e n g a h , t idak selalu 

sesuai d e n g a n sebuah wilayah admin i s t r a s i , Acciaioli (1996) m e n c a t a t bahwa 

T a m a n M i n i c e n d e r u n g m e n c a m p u r a d u k k a n wilayah admin i s t r a s i d a n wilayah 

ku l tu ra l . D i m a n a etnis i tas d i representas ikan sebagai sesuatu yang h i d u p 

bersama d a l a m satu provins i , mereka c e n d e r u n g d ika i tkan d e n g a n t ingka t yang 

p e m e r i n t a h a n lebih rendah seperti kabupa t en . 

Teks-teks proyek kebudayaan daerah , sebagai b e n t u k lain dar i representasi 

m o d e l rezim O r d e Baru t e rhadap kebudayaan d a e r a h d a n k e a n e k a r a g a m a n 

budaya , m e n a w a r k a n seuatu gagasan p e r b a n d i n g a n d e n g a n T a m a n M i n i 

mengena i teknik m a n a j e m e n budaya O r d e Baru . Ada t u m p a n g t i n d i h yang besar 

d a l a m mate r inya d a n keduanya m e r u p a k a n intervensi p e m e r i n t a h ke d a l a m 

p e m a h a m a n o r a n g Indones ia t en t ang diri mereka sendir i . D a l a m pene l i t i annya 

t en t ang tul isan- tul isan t en t ang ada t is t iadat d a n cerita rakyat, Susan Rodgcrs 

(2003: 135) m e n c a t a t bahwa ident i tas dae rah yang sedang b e r t u m b u h ("kc-

Batak-an Angko la" ) adalah "sebuah kons t ruks i ideologis, yang d i b a n g u n 

d a l a m h u b u n g a n d e n g a n "bangsa" lain d a n dengan negara-negara." Rodgers 

(2003: 135) m e l a n j u t k a n : "Baru-baru ini , p ihak lain d a l a m pe rb incangan ini 

ada lah para penu l i s d a l a m hal penye l id ikan negara O r d e Baru sendir i t e n t a n g 

ada t istiadat Batak, mela lui p rog ram-p rog ram seperti Proyek D o k u m e n t a s i 

d a n Inventar isasi Kebudayaan D a e r a h . " Di sini kita m e n d a p a t c o n t o h 



t en t ang baga imana kebudayaan m e r u p a k a n "sebuah p e r m u k a a n his tor is yang 

d i p r o d u k s i t en t ang p e n g a t u r a n sosial" (Benne t t 1992: 27) yang d ipe rdeba tkan di 

berbagai t ingka tan . Semen ta ra analisis Rodgers m e m p e r t i m b a n g k a n b a g a i m a n a 

para penu l i s t en tang Batak Angkola telah m e n o l a k representasi ko lon ia l d a n 

O r d e Baru t en t ang kebudayaan daerah mereka, b a b ini m e m p e r t i m b a n g k a n 

l in tasan yang d i f o k u s k a n pada p roduks i rezim O r d e Baru t en tang kebudayaan 

daerah d a n ke te rka i tannya d e n g a n p e m e r i n t a h a n . Teks-teks kebudayaan dae rah 

m e m b e r i k a n kesempa tan u n t u k menje la jah i kebe rbudayaan yang d i b a n g u n 

negara, t e rmasuk sistem yang m e n e m p a t k a n n y a m a u p u n karakteris t ik tekstual 

dari kebudayaan dae rah yang d ihas i lkannya . 

T e k s O r d e B a r u : P e r n i k a h a n A c e h s e b a g a i R i t u a l B u d a y a N a s i o n a l 

Proyek-proyek kebudayaan daerah m e n c a k u p berbagai top ik selama h a m p i r tiga 

p u l u h t a h u n , yang m e n y u l i t k a n d a l a m p e m i l i h a n teks yang mewakil i . Saya telah 

m e m i l i h d u a teks yang dianal is i s di sini: Adat dan Upacara Perkawinan Daerah 

Istimewa Aceh (Syamsudd in 1978/9) d a n Yogya Selayang Pandang(Guritno d a n 

Sctiawati 2000), karena d u a alasan. Pertama, d u a teks te rsebut d i p r o d u k s i d a l a m 

d u a pe r iode yang berbeda . Teks Aceh adalah p r o d u k dari keb i j akan budaya 

pada awal O r d e Baru d a n salah satu teks g e l o m b a n g pe r t ama yang d i sponso r i 

oleh p e n i n g k a t a n p e n d a p a t a n minyak , sedangkan teks Yogyakarta d i p r o d u k s i 

d a n d i t e rb i tkan selama era Reformas i . M e m b a n d i n g k a n teks dar i dua per iode 

yang berbeda m e m b u k a p e l u a n g u n t u k meni la i p e r u b a h a n yang telah terjadi 

sejak awal proyek d a n u n t u k meni la i d a m p a k dari gerakan reformasi d a l a m 

suatu teks budaya resmi. Kedua, pe rbedaan geografis d a n his tor is an ta ra 

d u a dae rah m e m u n c u l k a n p e r t a n y a a n m e n a r i k t en tang representasi budaya . 

Aceh terletak d i u j u n g barat-laut Indones ia d a n m e r u p a k a n salah satu daerah 

te rakh i r yang d i m a s u k k a n o leh Belanda sebagai bagian dari k o l o n i n y a setelah 

pe rang b e r k e p a n j a n g a n . Per lawanan p a n j a n g t e rhadap kekuasaan Belanda 

telah m e m b u a t Aceh m e n j a d i " c o n t o h kasus" u n t u k kesadaran his tor is k a u m 

nas iona l i s Indones ia yang d i b a n g u n pada era Soeka rno d a n S o e h a r t o (Reid, 

2005). Yogyakarta sebal iknya terletak di Jawa d a n ser ing d i g a m b a r k a n sebagai 

pusa t kebudayaan Jawa. Dae rah ini p e r n a h m e n j a d i ibu kota p e m e r i n t a h 

Republ ik Indones ia sewaktu perang kemerdekaan melawan Belanda. M e s k i p u n 

kedua provins i ini p e n t i n g bagi imaj inas i nas ional is , pe rbedaan mereka 

m e m b u k a wawasan m e n a r i k soal p e r b a n d i n g a n d a l a m hal b a g a i m a n a k a u m 



nas ional is m e m b i n g k a i teks. Saya m e n e r i m a a tau t idak m e m b a n t a h keakura tan 

soal p e n g g a m b a r a n teks t en t ang h u k u m pe rkawinan Aceh atau k e h i d u p a n d i 

Yogyakarta. Masa lah yang m e n j a d i pe rha t i an saya di sini ada lah soal representasi 

dari kebudayaan dae rah . 

Rangka ian publ ikas i p e m e r i n t a h t en t ang h u k u m d a n upacara pe rkawinan 

ada lah bag ian dari Proyek Penel i t ian d a n Penca ta tan Kebudayaan Dae rah 

(P3KD). Berbeda dar i 1DKD, yang t u j u a n u t a m a n y a pada akh i r t a h u n 1970-

a n adalah u n t u k m e n g u m p u l k a n d a n m e n y e b a r k a n i n f o r m a s i t en tang 

kebudayaan daerah yang akan m e m p e r k u a t pe r sa tuan bangsa d a n nilai-nilai 

kebangsaan , t u j u a n u t a m a P 3 K D ada lah u n t u k m e n g u m p u l k a n in fo rmas i 

sebanyak m u n g k i n t en t ang h u k u m d a n upacara pe rkawinan bagi D e p a r t e m e n 

Pend id ikan d a n Kebudayaan u n t u k m e m b a n t u p e n g e m b a n g a n kebi jakan d a n 

imp lemen ta s inya . D a l a m Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh 

(se lanju tnya . Adat Perkawinan di Aceh), t u j u a n ini terkait dengan m e m p e r k u a t 

nas iona l i sme : "Adat d a n upacara pe rkawinan di daerah Aceh sebagai salah satu 

u n s u r kebudayaan Nas iona l m e m b e r i k a n and i l d a l a m m e m u p u k kebangsaan 

Nas iona l di ka langan generasi m u d a " (Syamsudd in 1978/9: 1). 

T e k s O r d e B a r u : M e t o d e P e n e l i t i a n N e g a r a u n t u k K e b u d a y a a n D a e r a h 

Pada bagian ini saya men je l a j ah i d u a e lemen yang pa l ing p e n t i n g dar i s t r u k t u r 

d iskurs i f yang m e n d u k u n g proses pengar t iku la s i an ada t d a n upacara p e r k a w i n a n 

Aceh. Pertama, saya menganal i s i s baga imana kebudayaan daerah d ipos i s ikan 

d a l a m tata ruang-budaya nas iona l d e n g a n men je l a j ah i sejarah ada t d a n 

b a g a i m a n a kebudayaan d i g a m b a r k a n d a l a m teks. Kedua, saya mengeksploras i 

m e t o d e penel i t ian yang d i g u n a k a n d a l a m teks d a n m e n y i n g k a p k a n h u b u n g a n n y a 

d e n g a n ik l im inte lektual Indones ia d a n k e c e n d e r u n g a n penel i t ian terkai t pada 

akh i r t a h u n 1960-an d a n 1970-an. Ben tuk penel i t ian keah l ian sepert i ini sangat 

p e n t i n g u n t u k m e n g e t a h u i b a g a i m a n a p e n g e t a h u a n t en tang kebudayaan daerah 

d ihas i lkan d a l a m teks-teks proyek kebudayaan dae rah . 

Topik h u k u m pe rkawinan d i Aceh dapa t d i r ingkas sebagai a d a t p e rk awin an . 

Adat ser ing d i s amaa r t i kan dengan " h u k u m keb iasaan" ( B o e l l s t o r f f 2 0 0 2 : 2 8 ) d a n 

dapa t m e n g g a b u n g k a n upacara d a n prak t ik terkai t . M e s k i p u n kata adat m u n c u l 

d i h a m p i r set iap h a l a m a n dar i teks tersebut , kata i tu t idak p e r n a h d ide f i n i s i kan 

d a n se jarahnya t idak p e r n a h d ipe r t anyakan . N a m u n d e m i k i a n , istilah adat 
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memi l ik i sejarah p a n j a n g d e n g a n banyak h u b u n g a n d e n g a n p e m e r i n t a h a n . 

Spyer m e n a n g k a p p e n g g u n a a n yang r u m i t d a n sejarah ada t ketika ia menul i s : 

Kata adat yang pada dir inya sendiri merupakan t u r u n a n dari istilah asing 

yaitu bahasa Arab u n t u k kebiasaan, yang sekarang ini berlaku agak paradoks 

dengan mengh indar i pengaruh waktu itu sendiri , jelas be rkembang da lam 

konteks sejarah ten tang suatu interaksi yang kompleks antara ambisi 

hegemonik Belanda, prakiik pemer in tahan kolonia l (atau mengadu d o m b a 

dan menguasai) , agama asing, dan aliansi poli t ik yang mener t ibkan p e n d u d u k 

di kawasan Melayu yang sejalan dengan garis agama dan etnik (1996: 28). 

Periode p e r t u m b u h a n e tno loka l i t as adalah pada era ko lon ia l ( G o u d a 1995; 

Lev 1985). M e s k i p u n d i b e n t u k o leh se jumlah fak to r yang rumi t , e tno loka l i t as 

d ipe rkua t o leh k e b u t u h a n p e m e r i n t a h Belanda akan sua tu p r i n s ip 

pengorganisas ian yang lebih besar dar i desa d a n lebih kecil dari kategori suku 

asli d a n Islam (Boel ls torff 2002). Pemer in t ah Belanda m e n e m u k a n m o d u s 

organisasi mereka melalui k o n s e p " k e l o m p o k adat" . Belanda m e m a h a m i ada t 

d a l a m istilah h u k u m sebagai h u k u m t radis ional d a l a m sebuah wilayah te r ten tu . 

D a l a m sistem p e m e r i n t a h a n desentral isasi Belanda, Indones ia d ibagi m e n j a d i 

wilayah adat d e n g a n serangkaian h u k u m mereka sendir i .8 Sta tus h u k u m 

d i g a b u n g k a n d e n g a n k o n s e p ident i tas budaya yang digcncral isasi d a n d i t e r ima 

secara pol i t is . Seiring waktu , wilayah-wilayah ada t ini m e n j a d i k e l o m p o k e tn ik 

di Indones ia saat ini. 

Ide t en t ang ada t terus m e m a i n k a n peran d a l a m p e m e r i n t a h a n d i Indones ia 

setelah merdeka seperti dapa t d i t u n j u k k a n d a l a m Adat Perkawinan di Aceh. 

Adat d i g u n a k a n d a l a m teks u n t u k mena ta berbagai budaya d a n wilayah d a l a m 

kerangka nas iona l . U n t u k m e n g g a m b a r k a n luasnya masalah ini, saya kemba l i 

ke pe rnya taan dari bag ian sebe lumnya yang t e r m u a t d a l a m h a l a m a n p e r t a m a 

b u k u Adat Perkawinan di Aceh: "Adat d a n upaca ra pe rkawinan di daerah 

Aceh sebagai salah satu u n s u r kebudayaan Nas iona l m e m b e r i k a n and i l bagi 

m e m u p u k kebangsaan Nas iona l d i ka langan generasi m u d a " ( S y a m s u d d i n 

1978/9: 1). Di sini ada t Aceh d ika i tkan dengan bangsa ( "unsu r kebudayaan 

nas ional") , d a n pada saat yang sama m e n g h u b u n g k a n h u k u m adat d a n upacara 

8 B o d l s t o r f f (2002 :29 ) menu l i s : " P e m e r i n t a h a n kolonia l d idasa rkan b u k a n pada h u k u m adat yang berbeda 
u n t u k set iap 'desa ' , m a u p u n h u k u m adat tunggal u n t u k semua 'masyarakat p r i b u m i ' , tapi berdasarkan 
skala spasial mediasi , y a n g d i b e n t u k dengan m e n g g a b u n g k a n sccara bersama-sama u n s u r garis k e t u r u n a n 
d a n t empa t , e tnis i tas dan loka luas . " 
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tertentu dengan wilayah tertentu, yang menggabungkansua tu daerah dengan 

sebuah ke lompok etnik p r ibumi . Titik kedua ini segera d imasukkan ke dalam 

t indakan dengan membagi provinsi i tu menjad i sepuluh wilayah adminis t ra t i f 

kabupa ten dan tu juh "wilayah ada t" (1978/9: 2). Lima adat perkawinan 

dari tu juh kelompok adat tersebut yang diidentif ikasi sebagai adat asli Aceh 

menjadi dasar dari peneli t ian tersebut. Masing-masing dari l ima wilayah adat 

ini di ident i f ikasi atau d i tau tkan dengan satu atau lebih wilayah adminis t ra t i f . 

Dengan demikian , pada bagian akhir dari ha laman kedua terdapat sebuah skala 

spasial yang d iben tuk di antara suku bangsa, wi layah/daerah dan ke lompok 

adat penyusunnya . 

Prinsip pengorganisasian bangsa-wilayah-kelompok etnik adalah sesuatu 

yang ideal yang bahkan oleh teks itu sendiri sulit d igambarkan . Mesk ipun 

fokusnya adalah pada ke lompok etnik ter tentu di Aceh, ada bagian da lam tulisan 

tersebut (1978/9: 24-33) yang menyaj ikan sejarah provinsi , bukan sejarah dari 

ke lompok-ke lompok etnik yang menjadi subjek penel i t iannya. Data demograf i 

m e n i m b u l k a n lebih banyak masalah. Meskipun beberapa ke lompok etnik 

tersebut m e n d o m i n a s i daerah tertentu (misalnya, m e n u r u t teks tersebut etnik 

Gayo m e n d u d u k i posisi 90 persen di Aceh Tengah), sebagian besar wilayah-

wilayah di Accrh bersifat plural secara kul tural (misalnya, ke lompok etnik 

Alas adalah 60 persen di Aceh Tenggara dan Aneuk Jamee 35 persen di Aceh 

Selatan). Selain itu, para penda tang juga menjadi bagian yang signifikan dari 

keseluruhan penduduknya . Orang-orang Batak, misalnya, sebesar 35 persen di 

Aceh Tenggara dan orang-orang Jawa juga tercatat sebagai ke lompok etnik yang 

c u k u p besar. N a m u n demik ian , ideal bangsa-wilayah-kelompok etnik tidak 

m e m u n g k i n k a n bagi adat dari ke lompok migran u n t u k dianalisis dan mereka 

diabaikan da lam pelbagai publikasi proyek kebudayaan daerah. Bahkan dalam 

teks tersebut model budaya bersifat rapuh . 

Elemen kedua dari s t ruk tur diskursif yang menjadi sandaran teks tersebut 

adalah penggunaan metode peneli t ian ter tentu dan peneli t ian tersebut 

d i lakukan dengan asumsi metodologis tertentu yang tidak d iungkapkan da lam 

teks dan mungk in juga tidak dikenal oleh para penelitinya. Sebuah indikasi 

dari asumsi metodologis adalah penyusunan bab-bab yang member ikan r incian 

ten tang adat perkawinan. Para penul is m e m f o k u s k a n masing-masing prakt ik 

atau upacara pada bagian-bagian penyusunnya , mencatat makna simbolisnya 

dan membua t perbandingan antara ke lompok-ke lompok adat yang berbeda. 

Me tode peneli t ian ini terkait erat dengan kecenderungan yang d o m i n a n da lam 



pene l i t i an budaya di Indones ia pada t a h u n 1970-an yang diber i label oleh para 

pengkr i t iknya d e n g a n " k u l t u r a l i s m e " atau " p e n d e k a t a n ku l tu ra l " ( H e r y a n t o 

2005: 75) d a n terkait erat dengan teori d a n m e t o d e penel i t ian yang d i g u n a k a n 

a n t r o p o l o g K o e n t j a r a n i n g r a t . 

Koen t j a r an ing ra t , seperti yang d i s e b u t k a n d a l a m b a b empa t , m e m b u a t 

p e n g g u n a a n besar k o n s e p "or ientas i nilai-nilai b u d a y a " yang ia p i n j a m dar i 

karya C lyde d a n Florence K l u c k h o l m (Koen t j a r an ing ra t 2000), yang terlibat 

d a l a m gerakan fungs iona l i s i lmu sosial Amer ika pasca-Perang D u n i a II. M e n u r u t 

Koen t j a r an ing ra t : "Sebuah sistem or ientas i nilai budaya terdiri dari konsep , 

yang h i d u p d a l a m a lam piki r sebagian besar anggo ta masyarakat , t e n t a n g hal-

hal yang mereka harus p e r t i m b a n g k a n sebagai hal yang memi l ik i ni lai pa l ing 

besar d a l a m h i d u p mereka" (2000: 20). Or ien tas i nilai budaya be r fungs i sebagai 

" a r a h a n ter t inggi u n t u k t i n d a k a n m a n u s i a " (2000: 25) d a n , m e n g i k u t i F lorence 

K l u c k h o l m d a n Fred St rodbeck (1961), berbeda-beda di an ta ra masyarakat 

dengan adanya pelbagai kepu tusan yang berbeda-beda mengena i masalah-

masa lah universal (Koen t j a r an ing ra t 2000). K o e n t j a r a n i n g r a t m e m p e r t a h a n k a n 

sua tu m e t o d e pene l i t i an kual i ta t i f yang m e n g g u n a k a n kues ioner f o r m a l d e n g a n 

t u j u a n meng iden t i f ikas i s istem nilai budaya d a n m e r e k o m e n d a s i k a n p e r u b a h a n 

jika mereka b e r t e n t a n g a n d e n g a n nilai-nilai ideal u n t u k p e m b a n g u n a n nasional. ' ' 

H e r y a n t o (2005: 70) m e n u l i s bahwa " m o d e l K o e n t j a r a n i n g r a t d i reproduks i , 

terlepas dari adanya dis torsi me todo log i s yang t e rgan tung pada k e b u t u h a n prakt is 

dari pelbagai k e l o m p o k yang m e n j a d i k a n m o d e l n y a sebagai referensi."'".<4c/ar 

Perkawinan di Aceh m e n g a d o p s i sebuah m e t o d e yang m e n g g u n a k a n survei d a n 

deskripsi kuan t i t a t i f d a n sebuah versi resmi yang d i sede rhanakan dari or ientas i 

nilai budaya , d i m a n a p e n e m u a n nilai-nilai t rad is ional , d a n baga imana mereka 

d i p e r t a h a n k a n , m e n j a d i ob jek pene l i t i an . 

M e t o d e ini m e n c e r m i n k a n b e n t u k anal is is yang Rex M o r t i m e r (1973) 

ident i f ikas i sebagai " k o m p a r a t i v i s m e " d a l a m kr i t iknya t en tang S tud i Indones ia 

9 Lahat Koen t j a ran ing ra t (1999) d i m a n a ia m e m b a h a s nilai-nilai budaya yang ideal u n t u k p e n g e m b a n g a n 
d a n m e n g g u n a k a n sebuah tabel (1999: 375) u n t u k meni la i apakah aspek-aspek yang berbeda da r i pelbagai 
dae rah Indones ia (dengan "o rang-orang C i n a " sebagai kategori t e rp isah) m e r u p a k a n h a m b a t a n a t aukah 
sebagai katal isator u n t u k p e m b a n g u n a n . 

10 H a d i z dan D h a k i d a e (2005: 12) menul i s : "Leb ih dar i semua a n t r o p o l o g Indones ia l a innya , d ia lah 
[Koen t j a ran ingra t ] yang m e m b a n g u n pa ramete r t en tang perha t i an a n t r o p o l o g i d i Indones ia pada 
t a h u n 1960-an - yang t e rmasuk ' m e n d e f i n i s i k a n ' g a m b a r a n t e n t a n g ' kebudayaan Indones i a ' - d a n 
karena itu m e m a i n k a n pe ran inte lektual p e n t i n g d a l a m modernisas i yang d i p i m p i n negara dan proses 
p e m b a n g u n a n bangsa ." Mereka juga menyoro t i pen t ingnya Koen t j a ran ing ra t bagi keunggu lan m e t o d e 
penel i t ian kuan t i t a t i f da l am penel i t ian i lmu sosial Indones ia (2005: 12). 
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di Aust ra l ia . D i k e m b a n g k a n dar i teori f ungs iona l i s d a l a m penel i t ian i lmu 

sosial Amer ika d a n b e r h u b u n g a n d e n g a n teori- teori p e m b a n g u n a n pol i t ik d a n 

e k o n o m i , k o m p a r a t i v i s m e , seperti proyek-proyek penel i t ian lokal, m e m e c a h k a n 

sistem sosial d a n pol i t ik ke d a l a m " f u n g s i " k o n s t i t u e n mereka u n t u k m e m b u a t 

p e r b a n d i n g a n berdasarkan seperangkat n o r m a t en t ang fungs i - fungs i ideal. 

Kesejajaran an ta ra " k o m p a r a t i v i s m e " d a n penel i t ian d i Di rek tora t Kebudayaan 

t idak m e n g e j u t k a n m e n g i n g a t ik l im in te lektual Indones ia pada t a h u n 1970-

an (Liddle 1973; Ward 1973)" sebelum kritik s t ruk tura l i s pada t a h u n 1980-

an ( H e r y a n t o 2005). Ward (1973) menca ta t bahwa k a u m inte lektual yang 

m e n d u k u n g teori-teori ini enggan menyel id ik i tradisi masyaraka t asli yang 

lebih tua yang mereka p a n d a n g rendah sebagai p e n g h a m b a t p e m b a n g u n a n 

nas ional . Ketika tradisi- tradisi ini d ieksploras i d a l a m proyek kebudayaan 

daerah , p e n g g u n a a n m e t o d e " k o m p a r a t i v i s " berar t i bahwa tradisi masyarakat 

asli d ia r t iku las ikan d a l a m kerangka kerja yang t idak m e n g a k u i f o r m a s i sosial 

yang lebih besar, seperti gender d a n kelas. 

Sifat lain dari m e t o d e penel i t ian d a l a m Adat Perkawinan di Aceh ada lah 

t idak adanya i n f o r m a n d a l a m teks. Para p e n g a r a n g hanya m e n y e b u t k a n 

n a m a - n a m a i n f o r m a n mereka d a l a m d a f t a r yang d i l a m p i r k a n pada akh i r teks. 

Mereka t idak m e r e k a m interaksi p r ibad i an ta ra i n f o r m a n d a n penel i t i a tau 

m e m b e r i k a n g a m b a r a n t en t ang p e n g a l a m a n mereka pada upacara-upacara 

t e r t en tu . Sebal iknya, meng iku t i tradisi empi r i s i sme Amer ika Utara , para 

penul i s m e n c a t a t ada t p e r n i k a h a n Aceh dar i sudu t p a n d a n g seorang p e n g a m a t 

yang menca ta t prakt ik-prakt ik tersebut secara t idak m e m i h a k d a n m e n a f s i r k a n 

s imbol - s imbol dari upacara i tu sendir i secara ne t ra l . M e t o d e ini sesuai d e n g a n 

apa yang Pierre Bourd ieu sebut objekt iv isme: 

Objektivis m e m b e n t u k dun ia sosial sebagai t o n t o n a n yang disaj ikan kepada 

pengamat yang memakai sebuah "sudut p a n d a n g " terhadap sebuah t indakan, 

yang berdiri men jauh ke belakang sehingga dapat mengamat inya dan -

dengan ment ransfer ke objeknya pr insip-pr insip h u b u n g a n n y a dengan objek 

- mener imanya sebagai suatu totali tas u n t u k penge tahuan semata, d i m a n a 

semua interaksi direduksi menjadi per tukaran s imbolik. Sudut p a n d a n g ini 

adalah sesuatu yang diber ikan oleh posisi tinggi da lam s t ruktur sosial (1977: 

96) 

I I Tuiuan dar i t r ans fo rmas i sosial dan pol i t ik yang d i p r o m o s i k a n oleh intelektual t e rkemuka , t e n i t a m a 
pada awal 1970-an, adalah p e m b a n g u n a n e k o n o m i d a n sosial yang sejalan dengan "stabil i tas p ragmat i s 
yang d i idea lkan d a n demokras i A m e r i k a " (Ward 1973: 78). 



M e n e m p a t k a n m a k n a d a l a m pe r tuka ran m e m u n g k i n k a n para peneli t i u n t u k 

mereif ikasi prakt ik-prakt ik masyarakat d a n m e n g a b a i k a n b a g a i m a n a prakt ik-

prak t ik tersebut b e r u b a h u n t u k mengatas i situasi b a r u serta m e n g a b a i k a n d imens i 

pol i t ik d a n p r ibad i mereka . Penel i t ian m e n g a m b i l b e n t u k t ipologi d i m a n a ada t 

p e r n i k a h a n dibagi m e n j a d i upacara yang berbeda d a n d i t a f s i rkan secara s imbol i s 

yang m e n g a b a i k a n h u b u n g a n yang m c n c i p t a k a n m a k n a . Proses klasif ikasi 

ada lah s u a t u hal yang sangat p e n t i n g terkai t baga imana teks m e m p r o d u k s i 

ada t pe rn ikahan o rang -o rang Aceh. Para penel i t i meng in te rp re t a s ikan da ta agar 

sesuai d e n g a n kerangka yang s u d a h ada sebe lumnya yai tu yang d ibua t o leh para 

b i rokra t budaya . 

Penerapan m e t o d e penel i t ian yang m e n e k a n k a n s i m b o l i s m e atas 

fo rmas i sosial pol i t ik m e r u p a k a n karakter p e n t i n g dar i Adat Perkawinan di 

Aceh. O b j e k t i v i s m e ada lah sebuah versi dar i apa yang David Spur r (1993: 

53) g a m b a r k a n sebagai estetisisasi: "mi l ik te r ten tu dari realitas sosial yang 

m e m e g a n g n y a d e n g a n erat d a n m e m b u a t n y a m e n j a d i objek k e i n d a h a n , horor , 

kesenangan , d a n kas ihan . " Mela lu i proses ini , teks m e m i s a h k a n kebudayaan 

d a e r a h dari b i d a n g lain k e h i d u p a n sebagai wilayah yang sarat d e n g a n "ni lai-

nilai l u h u r " yang dapa t d i g u n a k a n u n t u k m e m b e r i k a n pela jaran pedagogis 

d a l a m per i laku d a n sikap. D a l a m hal ini mereka beroperas i d e n g a n cara yang 

sama seperti Toby Mil ler d a n George Yudice (2002: 148) ident i f ikas i u n t u k 

m u s e u m : mereka adalah sua tu " z o n a etis yang dibatas i , sebuah r u a n g yang 

m e m i s a h k a n per i laku yang layak d a n t idak layak." 

Adat Perkawinan di Aceh m e n g g a m b a r k a n sebuah wacana yang m a p a n 

seputar adat d a n penel i t ian d a n m e t o d e penul i san Barat u n t u k m e m b a n g u n 

kesadaran bahwa kebudayaan daerah m e r u p a k a n e lemen bangsa Indones ia 

d a n u n t u k m e n y a j i k a n p e n y u s u n a n t e r t en tu atas teks sebagai hal yang ob jek t i f 

d a n logis k e t i m b a n g t u n d u k pada t u j u a n pol i t ik d a n preferensi dari bi rokrasi 

O r d e Baru. Pembacaan kri t is t e rhadap teks tersebut yang d a l a m d u a bagian 

be r iku tnya akan mengeksploras i d u a aspek pene l i t i an yang telah d i s i nggung 

d a l a m p e m b a h a s a n sebe lumnya t e n t a n g m e t o d e pene l i t i an : pe r t ama , b a g a i m a n a 

t ipo logi " k o m p a r a t i v i s " m e m b a n g u n pe rbedaan budaya d a n kedua , ideal-ideal 

n o r m a t i f yang m e m b e n t u k dasar p e r b a n d i n g a n antar-jenis . 
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T e k s O r d e B a r u : M e n g o n t r o l P e r b e d a a n B u d a y a 

Bagian "Jenis P e r n i k a h a n " d a l a m b a b t en t ang "Adat sebe lum P e r n i k a h a n " 

(1978/9 : 55-85) m e m b e r i k a n sebuah c o n t o h m e n a r i k t en tang baga imana l ima 

k e l o m p o k e tn ik yang h u k u m d a n upacara pe rkawinannya yang m e n j a d i b a h a n 

p e r t i m b a n g a n d i b a n d i n g k a n d a l a m teks. Teks tersebut m e n d a f t a r e n a m jenis 

p e r n i k a h a n di Aceh. D a f t a r tersebut me l ingkup i : "jenis biasa"; kawin lari; 

po l igami (hingga e m p a t istri); yang "bergant i pa sangan" d i m a n a salah satu 

pasangan akan m e n i k a h d e n g a n iparnya jika pasangannya meningga l ; s ebuah 

" p e r k a w i n a n m e n g g a n t u n g " yang m e l i b a t k a n sua tu h u b u n g a n p e r t u n a n g a n yang 

p a n j a n g d a n biasanya d i g u n a k a n u n t u k h u b u n g a n dengan pasangan d i bawah 

u m u r ; d a n "jenis k h u s u s " yang me l ipu t i kategori "pe rkawinan semen ta ra" ' d a n 

d u a var ian la innya . Prakt ik-prakt ik d a n var ian dar i k e l o m p o k - k e l o m p o k e tn ik 

u n t u k se t iap " jenis" pe rkawinan d ibahas d a l a m sub-sub bagian teks tersebut . 

Sebuah c o n t o h p e n y u s u n a n dar i teks te rsebut adalah anal is isnya t en t ang 

pe rkawinan "jenis biasa". Setelah m e n d e f i n i s i k a n "jenis b iasa" sebagai 

p e r k a w i n a n yang d i l a k u k a n sesuai dengan pa rame te r Islam d a n adat ist iadat 

k e l o m p o k etnik d a n m e n y a t a k a n kesamaan-kesamaan lain (i tu ter jadi an ta ra 

seorang pria d a n seorang wani ta d a n i tu ada lah m o n o g a m i ) , teks mula i bergerak 

secara k rono log i s melalui t a h a p a n - t a h a p a n yang berbeda d a n m e n d a f t a r 

pe rbedaan an ta ra k e l o m p o k - k e l o m p o k e tn ik yang berbeda . Langkah pe r t ama 

ada lah p e r m o h o n a n dar i keluarga ca lon mempe la i pria kepada keluarga ca lon 

m e m p e l a i p e r e m p u a n yang d i iku t i oleh masa p e r t u n a n g a n d a n p e r t u k a r a n 

mas kawin. Teks m e n d a f t a r kata-kata d a l a m bahasa lokal u n t u k per iode 

p e r t u n a n g a n d a n h a d i a h . Berbagai d a f t a r kata-kata yang berbeda u n t u k apa 

yang d i representas ikan sebagai objek yang sama ada lah watak dasar dar i teks 

Ad.u Perkawinan di Aceh. 

Lebih dar i se tengah teks (tiga dari e n a m b a b yang terdir i dar i 92 dari 

177 h a l a m a n ) m e n d a f t a r ada t ist iadat d a n upacara dar i l i m a k e l o m p o k e tn ik 

dengan m e n g g u n a k a n m e t o d e ini. Alih-alih m e n a n g a n i k e l o m p o k - k e l o m p o k 

ini sccara terpisah, teks d ibagi atas bagian-bagian k e m u d i a n dibagi lagi sesuai 

ada t d a n upacara mereka ke d a l a m kategori yang telah d i t e n t u k a n , k e m u d i a n 

dicata t pe rbedaan d a n p e r s a m a a n n y a d a l a m bahasa , pera la tan , ada t is t iadat , d a n 

12 Kategori "pe rkawinan sementa ra" adalah u n t u k pasangan yang telah berccrai tiga kali dan m e n u r u t 
h u k u m Islam t idak bisa m e n i k a h lagi tapi mas ih ingin m e l a n j u t k a n h u b u n g a n mereka ter lepas d a n 
penga l aman sebe lumnya . 



m a k n a . Mula i dari t ipologi h u k u m pe rkawinan d a n upacara pe rkawinan yang 

d ide f in i s ikan sebagai hal yang ana log t e r sembuny i a sums i yang m e m u n g k i n k a n 

h u k u m d a n adat ist iadat d i representas ikan sebagai hal yang ana log . Alih-alih 

m e n e m p a t k a n pe rbedaan budaya sebagai e lemen dar i variasi yang lebih besar 

d a l a m s t ruk tu r sosial a tau sejarah, pe rbedaan-pe rbedaan kecil men jad i p e n a n d a 

dari p lural i tas budaya Indones ia . Kons t ruks i pe rbedaan budaya ini dapa t 

d i b e d a k a n dar i b a g a i m a n a pe rbedaan budaya d i representas ikan d a l a m T a m a n 

Min i . Alih-alih r inc ian t en t ang p e n g a b u r a n k e l o m p o k m a r j i n a l secara kul tura l , 

pe rbedaan budaya d a l a m teks Aceh d ia r t iku las ikan secara rinci d a l a m kerangka 

kerja yang m e n g a s u m s i k a n adanya dasar kesamaan budaya . Perbedaan budaya , 

d i dae rah ini, m e m p e r k u a t bangsa ketika pe rbedaan m e n j a d i variasi lokal dar i 

sua tu kegiatan nas iona l bersama. Berbagai k e l o m p o k etnik d ia r t iku las ikan ke 

d a l a m bangsa sebagai kebudayaan daerah Indones ia . 

M e s k i p u n ada pe rbedaan an ta ra T a m a n M i n i d a n versi proyek budaya lokal 

t en t ang pe rbedaan budaya yang d ise tu ju i negara, keduanya kons is ten dengan 

strategi rezim O r d e Baru u n t u k m e l a k u k a n depoli t isasi t e rhadap rakyat u n t u k 

m e n g u r a n g i b e n t u k - b e n t u k ident i f ikas i yang lebih tua d a n "mena tu ra l i s a s ikan" 

b e n t u k - b e n t u k ident i tas p i l ihan negara. D a l a m me tode "kompara t iv i s " , yang 

harus d i inga t ada lah meles tar ikan k e l o m p o k yang m e n e n t a n g b e n t u k - b e n t u k 

afiliasi yang t rad is iona l , m e n y e m b u n y i k a n p e n g e l o m p o k a n sosial pol i t ik yang 

lebih luas. Spyer m e n c a t a t sebuah kecende rungan yang sama dari "depol i t i sas i" 

d a l a m p e n g g u n a a n adat oleh O r d e Baru, yang ia g a m b a r k a n d e n g a n c o n t o h 

yang sudah fami l ia r . Dia menu l i s : "Sejak masa ko lonia l , d a n khususnya d i 

bawah Soehar to , d o m a i n d i m a n a ada t ber laku telah m e n y u s u t , s emen ta r a ada t 

telah men jad i semakin kehi langan kekuasaan karena ia d ide f in i s ikan u l a n g 

u n t u k m e n y u s u n aspek-aspek yang sangat terbatas dar i k e h i d u p a n sos ioku l tu ra l 

yang ' t r a d i s i o n a l ' - misa lnya, yang te rcermin d a l a m siluet s imbol dari r u m a h -

r u m a h adat yang terdapat d i d a n a u b u a t a n Indones ia I n d a h d i Jaka r t a" (1996: 

Sebuah interpretas i p o p u l e r t e rhadap representasi O r d e Baru t en tang 

pe rbedaan adalah bahwa hal itu terbatas pada l i ngkup budaya yang d ipangkas 

dari koneks i po l i t ik d a n se jarahnya. Sementa ra Adat Perkawinan di Acch 

menegaskan penafs i ran ini, ia juga m e n u n j u k k a n bahwa proses ini m e r u p a k a n 

sebuah e lemen p roduks i dar i sebuah organisasi baru k e h i d u p a n sosial d a n 

budaya yang t e r h u b u n g dengan penyebaran p e n g e t a h u a n sosial yang ba ru . 

H c r y a n t o m e n u l i s bahwa: " ideologi spesif ik t en t ang d u n i a , kebena ran d a n 

28). 
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p e n g e t a h u a n sosial telah m e n d a p a t k a n m o m e n t u m dari kondis i mater ia l d a n 

¡material dar i wak tu itu u n t u k m e n g e m b a n g k a n d a n m e n j a d i d o m i n a n d a l a m 

kon teks sosio-poli t ik O r d e Baru" (2005: 70) Adat is t iadat pe rkawinan o r a n g 

Aceh d i representas ikan melalui proses ini sebagai bagian dari kebudayaan 

daerah dari warga negara sebagai satu bangsa , yang, seperti yang akan saya 

eksplorasi d i bagian be r iku tnya , m e n j a d i sasaran pr ior i tas nas iona l sebagai 

bagian dar i k o m u n i t a s nas iona l lebih d a r i p a d a reproduks i s t r u k t u r masyaraka t 

yang sudah ada sebe lumnya . 

Teks O r d e Ba ru : P r i o r i t a s P e m b a n g u n a n d a n A d a t P e r k a w i n a n O r a n g A c e h 

D a l a m b a b p e m b u k a , para penu l i s m e m b u a t ulasan ber iku t t en t ang h u k u m 

d a n upacara pe rkawinan d i Aceh: 

Dalam menghadap i kondis i p e m b a n g u n a n saat ini, o rang perlu bertanya 

sejauh mana efisiensi d i t e m u k a n da lam pelaksanaan h u k u m dan upacara 

perkawinan di wilayah Aceh. Dari sudut pandang ini, masalah yang perlu 

dieksplorasi adalah elemen-elemen yang menyebabkan pemborosan dari sudut 

pandang uang, waktu dan lebih lagi sumber daya manus ia (1978/9: 4). 

Pernyataan ini m e n a r i k perha t ian pada salah satu p r i n s i p int i p e m e r i n t a h a n di 

balik kons t ruks i h u k u m d a n upacara pe rkawinan sebagai sebuah b i d a n g kegia tan 

budaya o leh b i rokras i O r d e Baru. Prakt ik-prakt ik budaya yang d ibahas d a l a m 

teks tersebut d i l iha t sebagai hal yang me lawan n o r m a - n o r m a ideal rezim u n t u k 

prak t ik k e h i d u p a n sehari-hari seperti t e r t uang d a l a m p r o g r a m - p r o g r a m n y a 

u n t u k percepatan p e m b a n g u n a n . M e s k i p u n juga m e n j a d i dasar bagi kategori 

d a n pen i l a i an yang d i b a h a s d a l a m bag ian sebe lumnya , p e r b a n d i n g a n itu 

pa l ing jelas m u n c u l d a l a m b a b "anal is is" a k h i r d a n khususnya bagian t en t ang 

h u b u n g a n an ta ra h u k u m d a n upacara pe rkawinan d a n p rog ram keluarga 

be rencana nas ional . 

P rogram keluarga berencana Indones ia adalah salah satu kisah sukses 

O r d e Baru d a n salah satu b e n t u k intervensi pa l ing t inggi dar i rezim ke 

d a l a m k e h i d u p a n masyarakat Indones ia sebagai bagian dari rencana u n t u k 

percepa tan p e m b a n g u n a n (Hu l l 1994; Mackie d a n M a c l n t y r e 1994). Soeha r to 

m e n j a d i p e l i n d u n g n y a dar i akh i r t a h u n 1960-an d a n m e n e r i m a s u m b e r daya 

yang sangat besar dari A P B N d a n dari s u m b e r - s u m b e r in te rnas iona l . Adat 

Perkawinan di Aceh m e m b a h a s keluarga be rencana pada bagian " H u b u n g a n 

Antara H u k u m d a n Upacara Perkawinan d a n Program Keluarga Berencana" . 
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Bagian ini, sebagaimana d i t u n j u k k a n oleh judulnya, menelusuri bagaimana 

praktik pernikahan m e n d u k u n g dan menghamba t tu juan keluarga berencana 

nasional. Bagian ini d imula i dengan pernyataan bahwa program keluarga 

berencana menen tang priori tas daerah u n t u k memil iki keluarga besar dan 

ide-ide Islam tentang menyerahkan perencanaan keluarga seperti itu di tangan 

Tuhan. N a m u n demikian, teks itu kemudian mengamat i bahwa adat istiadat 

setempat merupakan bentuk perencanaan yang m e n c a k u p jaminan bahwa 

kelahiran terjadi secara berdekatan. Praktik-praktik ini sesuai dengan konsep 

dari program keluarga berencana, dalam banyak hal d imana adat istiadat 

setempat m e n u n j u k k a n bahwa orang bisa melakukan kontrol sampai t ingkat 

tertentu atas kesuburan mereka. Teks itu pal ing tidak menda f t a r e m p a t prakt ik 

terkait: m e m b a n g u n r u m a h perapian sementara un tuk menghanga tkan sang ibu 

setelah melahi rkan dan diet yang keras; pijat u n t u k menghen t ikan menstruasi ; 

pemisahan suami dari istrinya selama sembilan bu lan setelah kelahiran anak; 

dan "zakat anak" d imana anak yang lahir kedua belas diber ikan u n t u k diadopsi 

oleh tetua atau ulama.1 3 

Para penulis (1978/9: 162) kemudian membahas masalah p e r t u m b u h a n 

p e n d u d u k d a n h u b u n g a n n y a dengan sejumlah isu yang berbeda termasuk 

pendid ikan , pengangguran dan pe rumahan dan mencatat bahwa semua masalah 

ini mempenga ruh i "keberhasilan p e m b a n g u n a n dan m e m b e n t u k masyarakat 

yang sangat d i ing inkan ." Mengingat pent ingnya tu juan p e m b a n g u n a n 

nasional , para penulis menyatakan bahwa program keluarga berencana harus 

di laksanakan. Mereka kemudian mene tapkan bahwa prinsip-prinsip keluarga 

berencana selaras dengan prinsip-prinsip yang mendasar i h u k u m perkawinan 

dan adat o r ang Aceh. Bukti dari kemir ipan ini adalah berupa tiga tu juan dari 

Program Keluarga Berencana yang d inyatakan juga sebagai h u k u m dan adat 

perkawinan yang menjadi dasarnya, yaitu: 

1. Member ikan konseling perkawinan; 

2. Member ikan b a n t u a n / o b a t u n t u k menjadi steril; 

3 . Member ikan s a r an /ban tuan u n t u k mengurangi kehamilan (1978/9: 172). 

Bukti t ambahan adalah rendahnya t ingkat p e r t u m b u h a n penduduk di 

Aceh yang d ipahami sebagai indikasi bahwa adat perkawinan terus menjaga 

t u runnya angka kelahiran (1978/9: 163). Bagian ini k e m u d i a n beralih ke 

13 Teks tersebut menca ta t bahwa kedua b e n t u k kon t ro l ke lahi ran yang d i sebu tkan t e rakh i r la rang ter jadi 
pada t a h u n 1970-an. 
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beberapa inkonsistensi . Keinginan u n t u k memil iki keluarga besar dikri t ik 

sebagai tidak sesuai dengan pr insip-pr insip keluarga berencana atau h u k u m 

perkawinan dan adat istiadat. "Kete rbukaan" dari p rogram keluarga berencana 

ber tentangan dengan "ke te r tu tupan" keluarga-keluarga di daerah peneli t ian 

mengenai pembahasan dan pembel ian kontrasepsi - suatu perbedaan yang 

terkait dengan karakater t radisional masyarakat Aceh di mana mereka "be lum 

dapat mener ima gagasan modernisas i" (1978 / 9: 163). Yang juga perlu dicatat 

adalah kecenderungan pasangan u n t u k menikah pada usia muda dan praktik 

poligami yang terus di langgengkan. Para penulis berpendapat bahwa kedua 

praktik ini harus d ihamba t dan mengkla im bahwa keduanya sedang mengalami 

p e n u r u n a n . 

Tujuan p e m b a n g u n a n rezim d ipahami sebagai hal yang mengikut i prinsip-

pr ins ip yang sama dengan praktik-praktik tradisional . Dalam hal di mana unsur-

unsur kebudayaan daerah d ipandang sebagai penghamba t pelaksanaan prinsip-

pr ins ip ini, tu juan p e m b a n g u n a n di interpretasikan sebagai penyempurnaan 

kebudayaan daerah. Jadi program p e m b a n g u n a n negara tidak d ipahami dalam 

teks sebagai hal yang berbent rokan dengan kebudayaan daerah tetapi sebagai 

penyempurna . Ini member ikan wawasan tentang bagaimana kebudayaan daerah 

d i h u b u n g k a n dengan program reformis dari rezim O r d e Baru. Cara bagaimana 

kebudayaan daerah dikonst ruksi di sini bersifat no rma t i f dalam arti bahwa hal 

itu m e m b u a t keh idupan rakyat Indonesia dapat diselaraskan dengan program 

p e m b a n g u n a n rezim. H u k u m dan adat perkawinan diar t ikulas ikan dalam teks 

melalui kisi-kisi no rma t i f ini yang merekonstruksinya sebagai praktik yang 

d idorong atau d igan t ikan . "Tujuan p e m b a n g u n a n menyediakan seperangkat 

prakt ik yang ideal yang d i p a h a m i sebagai prakt ik asli m a u p u n modern . 

Model mana jemen budaya dari rezim O r d e Baru d i sempurnakan ketika 

semua teks h u k u m dan upacara perkawinan dari setiap provinsi d i t empa tkan 

di s amp ing satu sama lain. Setiap teks memil iki t u juan yang sama, judul bab 

dan judul sub-bab. Pembingkaian dan isu-isu yang dibahas adalah identik di 

setiap daerah dan fokusnya pada persatuan nasional dan tu juan p e m b a n g u n a n 

O r d e Baru juga sama. Secara bersama-sama, teks-teks ini m e n y e m p u r n a k a n 

14 H u b u n g a n n y a d e n g a n cita-cita p e m b a n g u n a n t idak m e n y i m p u l k a n h ie ta tk i an ta ra k e l o m p o k d a l a m 
teks-teks yang berbeda . Tsing (1993: 172) menu l i s da l am penel i t ian yang d i sponso r i negara t e n t a n g 
k e l o m p o k masyarakat adat d i K a l i m a n t a n Selatan: "Semua l aporan m e n c a k u p p e n g g u n a a n narasi 
t e n t a n g kema iuan dan p e m b a n g u n a n d i m a n a orang-orang M e r a t u s d i g a m b a r k a n sebagai k o m u n i t a s 
yang terbelakang, bu ta h u r u f , t idak sehat , d a n liar." Dia iuga menca ta t bahwa " s t ruk tu r kekuasaan yang 
stabi l" (1993: 173) m c n c i p t a k a n kesetaraan di an ta ra pelbagai kebudayaan . 
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artikulasi tentang kebudayaan daerah sebagai bagian dari s t ruktur keh idupan 

nasional. Bangsa ini dibagi menjadi provinsi-provinsi. Setiap daerah provinsi 

dibagi menjadi daerah adat yang sangat selaras dengan batas-batas adminis t ra t i f . 

Setiap daerah adat memil ik i adat yang sebanding yang m e n a n d a k a n ke lompok 

etnik m a u p u n budaya nasional dan dinilai hubungannya dengan no rma yang 

di te tapkan dalam agenda reformis dari rezim O r d e Baru. Versi O r d e Baru 

ten tang kebudayaan daerah diproduksi melalui program negara tersebut dan 

fi tur-fi turnya d i t en tukan oleh strategi dan tu juan pemer in tahan dari rezim 

O r d e Baru. Dari perspektif makro ini, ta tanan budaya menggerakan bangsa 

Indonesia ke arah sikap dan perilaku yang d i ing inkan oleh rezim O r d e Baru. 

Taman Mini memil iki versinya sendiri tentang perkawinan gaya 

Indonesia. Terletak di lantai dasar museum Taman Mini , sebuah d io rama 

besar menggambarkan upacara perkawinan pasangan Jawa Tengah, yang 

dihadir i oleh para t amu yang mengenakan kos tum etnik " t radis ional* yang 

mewakili provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jôrgan Hel lman menul is tentang 

perkawinan tersebut: "Resepsi pern ikahan yang digelar di Museum Indonesia 

ini d imaksudkan u n t u k merepresentasikan keanekaragaman warisan budaya di 

Indonesia dan pada saat bersamaan m e m p r o m o s i k a n sebuah metafora u n t u k 

menangkap keanekaragaman ini sebagai suatu kesatuan yang u t u h " (1999: 52). 

Ini adalah metafora yang u m u m yang d igunakan u n t u k m e m a h a m i 

bagaimana rezim O r d e Baru mengkons t ruks i pluralitas. Serangkaian teks tentang 

h u k u m dan upacara perkawinan menyaj ikan penggunaan yang sedikit berbeda 

dari kebudayaan etnik u n t u k mempromos ikan pluralitas, yang m u n g k i n lebih 

baik dicocokkan dengan konstruksi keanekaragaman budaya di seluruh bangsa 

dan bukan hanya dari ibukota negara secara nasional . D a l a m seri tersebut, 

kebudayaan daerah dikonstruksi melalui wacana budaya kepulauan, persatuan 

nasional dan modernisasi dengan cara yang mir ip dengan Taman Min i dan 

mengua tkan upaya yang canggung un tuk menggabungkan wilayah adminis t ras i 

dan wilayah kebudayaan. N a m u n demikian , itu juga m e n u n j u k k a n sebuah 

konstruksi yang lebih kompleks yang, alih-alih mengaburkan perbedaan budaya, 

memasukkannya ke dalam kebudayaan nasional sementara sepanjang waktu 

mencoba u n t u k "menyempurnaka iv 'kebudayaan daerah sesuai dengan wacana 

negara tentang kesatuan nasional dan tu juan dan wacana pembangunan . 
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T e k s R e f o r m a s i : Y o g y a k a r t a , W a r i s a n B u d a y a , d a n W a r g a - A n a k 

Seri Pengenalan Budaya N u s a n t a r a d i r e n c a n a k a n , d i tu l i s d a n d i t e r b i t k a n pada 

t a h u n 2000 sebagai bagian dar i Proyek Pengkaj ian d a n P e m b i n a a n Nilai-Nilai 

Budaya (P3NB). Teks yang dianal is i s di bawah ini, Yogya Selayang Pandang 

( G u r i t n o d a n Setiawati 2000), d i p a h a m i d a l a m ik l im pol i t ik dengan pe rbedaan 

yang m e n c o l o k dar i Adat Perkawinan di Aceh. Selama publ ikas i teks Adat 

Perkawinan di Aceh, O r d e Baru sedang berupaya m e m p e r k u a t c e n g k e r a m a n n y a 

pada kekuasaan d a n sedang be rusaha m e r u m u s k a n versi p e m e r i n t a h a n n y a . 

Yogya Selayang Pandang d i t e rb i tkan setelah pemi lu Indones ia 1999 selama 

p e m e r i n t a h a n Wahid pada saat reformasi demokra s i menggelar pr ior i tas t inggi 

d a l a m deba t pub l ik d a n pers memi l ik i dera ja t kebebasan berekspresi yang tinggi 

yang b e l u m pe rnah ter jadi sejak t a h u n 1950-an. Terlepas dar i adanya p e r u b a h a n 

ini, t u j u a n dari Seri Pengena lan Budaya Nusan t a r a , sebaga imana d i n y a t a k a n 

d a l a m kata p e n g a n t a r oleh Di rek tu r Jendera l Kebudayaan I Gus t i N u r a h A n o m , 

sangat m i r i p d e n g a n t u j u a n dar i I D K D : 

Pengelolaan nilai-nilai budaya Indonesia didorong ke arah percobaan untuk 
menginventarisasi dan mensosialisasi nilai-nilai budaya Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan U U D 1945. Sejalan dengan itu, program pengelolaan 
budaya diarahkan pada pengembangan nilai-nilai budaya Indonesia yang 
mencerminkan nilai-nilai nasional yang mulia dalam rangka memperkuat 
karakter bangsa, meningkatkan harga diri, mengekspresikan kebanggaan 
nasional dan juga lebih memperkuat semangat persatuan (Gurning dan 
Lestariningsih 2000: iii). 

M e s k i p u n sedikit berbeda dari t u j u a n Adat Perkawinan di Aceh, ada kesamaan 

d a l a m p e n e k a n a n pada persa tuan nas iona l d a n nilai-nilai budaya . 

Tabel 8.3: S t r u k t u r na ra t i f bab-bab d a l a m Yogya Selayang Pandang 

Bab S t ruk tu r N a r a t i f 

1 Kemba l i ke Yogyakarta u n t u k m e n g u n j u n g i kakek-nenek. M e m b e r i k a n r inc ian t e n t a n g daerah . 

2 Per ja lanan d i sepan jang Ja lan M a l i o b o r o yang m e m b e r i k a n r inc ian p e m a n d a n g a n , suara, p a t u n g 
dan beberapa b a n g u n a n bersejarah. 

3 M e m b a h a s p e m b a n g u n a n r u m a h da l am gaya adat daerah , m e n d a f t a r n a m a - n a m a alat, o r a n g yang 
terl ibat d a n t u j u a n dar i set iap ruangan . 

4 M e n g h u b u n g k a n sebuah kisah yang d ice r i t akan oleh N e n e k sang narator d a n m e n g g a m b a r k a n 
p e r m a i n a n t rad is iona l anak . 

5 Menje laskan istana Yogyakarta dan m e m b e r i k a n r incian d a n latar be lakang sejarah dar i r i tual 

Sekaten, sebuah festival yang m e n g h o r m a t i u l ang t a h u n ke lahi ran Nabi M u h a m m a d . 

6 Menje laskan dua m u s e u m dan dua t u j u a n wisata. 



Sebuah pe rbedaan p e n t i n g an ta ra kedua teks adalah bahwa Yogya Selayang 

Pandang d i tu l i s u n t u k anak-anak . Bahasanya lebih sederhana d a n b e r u l a n g kali 

m e n g g u n a k a n kata gant i o r a n g i n f o r m a l " k u " u n t u k mengacu pada sang na ra to r 

sementa ra kata gant i o r a n g t idak te rdapa t d a l a m Adat Perkawinan di Aceh 

yang mewakil i posisi ob jek t i f penul is . Narasi juga bervariasi d a l a m upaya u n t u k 

me l iba tkan pcmbaca-anaknya . Misa lnya , b a b pe r t ama di tu l i s dari perspekt i f 

na r a to r yang kembal i ke Yogyakarta u n t u k m e n g u n j u n g i kakek-neneknya . 

Bab-bab be r iku tnya m e m b a h a s hal yang berbeda dar i tema sebe lumnya ket ika 

mereka ter l ibat dengan t e m p a t d a n t ema yang berbeda (l ihat tabel 8.3). 

Yogya Selayang Pandang d i m u l a i dengan sebuah deskripsi t en t ang 

Yogyakarta o leh seorang anak yang kembal i ke Yogyakarta u n t u k m e n g u n j u n g i 

kakek-neneknya. P a n d a n g a n yang d i g a m b a r k a n d i sini b u k a n l a h apa yang kita 

h a r a p k a n secara u m u m dari p e n g u n j u n g yang jarang m e n j e n g u k kerabatnya . 

Sang na ra to r menca ta t , an ta ra lain, m e t o d e yang berbeda u n t u k mengena l 

Yogyakarta, tanggal provins i tersebut d id i r i kan d a n semua n a m a - n a m a 

k a b u p a t e n d a n lokasinya mas ing-mas ing . N a r a t o r b e r l a n j u t d e n g a n menca ta t 

persentase t a n a h d i Yogyakarta yang m a s i h b a n y a k h u t a n n y a , p e g u n u n g a n besar 

beserta t ingginya mas ing-mas ing d a n n a m a - n a m a d a n lokasi dari s emua sungai . 

N a r a t o r bergerak ke s imbo l resmi Yogyakarta d a n men je la skan art i dar i masing-

m a s i n g e lemen d a l a m s imbol tersebut , m e m b e r i k a n pen je lasan t en t ang ibu 

kota setiap kabupa t en sesuai dengan p e m a h a m a n dari p e m e r i n t a h "p rov ins i " 

tersebut . 

D a l a m kata p e n g a n t a r kedua dari Yogya Selayang Pandang, p e m i m p i n 

proyek dari "Seri Pengenalan Budaya N u s a n t a r a " menu l i s : " D e n g a n 

d i t e rb i t kannya b u k u ini , d i h a r a p k a n bahwa p e n g e t a h u a n anak-anak t en tang 

keaneka ragaman budaya I n d o n e s i a akan semak in m e n i n g k a t . O l e h karenanya , 

ke t idakse imbangan budaya semak in dapa t diatasi d a n semangat persa tuan d a n 

kesa tuan dapa t lebih d i p e r k u a t " ( G u r i t n o d a n Sctiawati 2000: v-vi). D a l a m hal 

ini, Yogya Selayang Pandang lebih l angsung bers i fa t pedagogis da r i pada Adat 

Perkawinan di Aceh. Bab-babnya m e r u p a k a n se rangka ian pe la ja ran bagi warga-

anak t en t ang arti kebudayaan d a n jenis h u b u n g a n yang d i b e n t u k an ta ra berbagai 

b i d a n g k e h i d u p a n . M e n g g u n a k a n Yogyakarta sebagai t e m p a t u n t u k pela jaran 

in i memi l ik i impl ikas i u n t u k b a g a i m a n a Yogyakarta d i representas ikan d a l a m 

teks tersebut . Karakter is t ik lain dari Yogyakarta, seperti popu las i pelajarnya 

yang be ranekaragam d a n peran p e n t i n g n y a sebagai pusa t seni d a n p e r t u n j u k a n 

k o n t e m p o r e r Indones ia , t idak te rdapa t d a l a m teks tersebut . 
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Suatu ben tuk representasi serupa dapa t d i t e m u k a n pada dua p u l u h e m p a t 

ilustrasi d a l a m Yogya Selayang Pandang. Alih-alih m e n g g u n a k a n fo to , ilustrasi-

ilustrasi i tu b e r u p a lukisan cat air yang m e n g g a m b a r k a n berbagai b a n g u n a n , 

r u a n g a n , d a n benda-benda yang d i sebu tkan d a l a m teks. I lustrasi be r fokus pada 

objek t e r t en tu d a n m e n g h a p u s r inc ian d i seki tarnya. Misa lnya , G a p u r a G e n d i n g , 

d i i lus t ras ikan d e n g a n beberapa detail d i t engah h a l a m a n . N a m u n , i lustrasi i tu 

k a b u r d i kedua sisi h a l a m a n sebe lum m e n g h i l a n g sepenuhnya . Latar d e p a n juga 

kabur . O r a n g - o r a n g d a n kenda raan absen dari gambar tersebut seperti ha lnya 

juga p e t u n j u k - p e t u n j u k t en t ang k e h i d u p a n k o n t e m p o r e r seperti t anda- tanda , 

kabel listrik, jalan, s a m p a h , atau r u m a h di seki tarnya. Proses p e m i s a h a n b e n d a 

te r ten tu d a n hal-hal lain d i l i n g k u n g a n seki tarnya m e n c e r m i n k a n proses yang 

ter jadi s epan jang teks. Para penu l i s meng iden t i f ikas i hal-hal t e r t en tu sebagai 

war isan budaya d a n m e m b e r i k a n mereka art i d a n m a k n a sejarah d a n budaya . 

Proses in i me l iba tkan p i l i han an ta ra ob jek d a n prak t ik berdasarkan s igni f ikans i 

budaya mereka d a n a tau , d e n g a n kata lain, pen i la ian yang layak t en t ang nilai 

budaya . 

Ca ra b a g a i m a n a kebudayaan d ib ingka i d a l a m Yogya SelayangPandangduhm 

beberapa hal sangat mi r ip dengan p e m a h a m a n t en t ang kebudayaan da lam Adat 

Perkawinan di Aceh. Secara k h u s u s ada tiga karakter is t ik yang m e n u n j u k k a n 

bahwa beberapa wacana budaya dar i rezim O r d e Baru te tap p e n t i n g u n t u k 

p e n a t a a n budaya di era Reformas i . Pertama, teks mas ih m e m i s a h k a n ranah 

budaya dari r anah pol i t ik d a l a m p e m b a h a s a n t en t ang ada t is t iadat d a n prakt ik-

prak t ik ku l tu ra l se tempat . Teks tersebut m e n e k a n k a n , sepert i ha lnya d a l a m Adat 

Perkawinan di Aceh, "ni lai-nilai t r ad i s iona l " yang t e r k a n d u n g d a l a m ada t d a n 

kebiasaan. Bab e m p a t , "Belajar dari Penga laman Nenek" , m e m b e r i k a n c o n t o h 

b a g a i m a n a m e n y a j i k a n masa lalu sebagai war isan budaya d i g u n a k a n u n t u k 

meng iden t i f i ka s i d a n m e m p r o m o s i k a n per i laku d a n sikap t e r t en tu d a n b u k a n 

yang lain. Bab ini d imu la i d e n g a n penje lasan mengena i lokasi desa Nenek . 

N e n e k k e m u d i a n m u l a i m e n g i s a h k a n ccrita rakyat t en t ang pend i r i desa t e m p a t 

t inggalnya, Ki Agcng Pakcr, yang m e n u n j u k k a n b a g a i m a n a kebaikan b u d i 

m e n d a p a t k a n ganjaran . 1 5 Di sini masa lalu digali u n t u k m e n i m b a pe la ja ran 

15 Teks ini menga i tkan kisahnya sebagai be r iku t : D a h u l u kala pada z a m a n M a j a p a h i t , Sul tan Prabu 
memi l ik i b u r u n g merpa t i penyu d e n g a n n a m a i n d a h yaitu Jaka M a n g u . Suatu hari , Jaka M a n g u 
me la r ikan dir i d a n t idak d a p a t d i t e m u k a n . Sultan m e n g i r i m k a n para h a m b a n y a tetapi t idak berhasil juga 
m e n e m u k a n n y a dan akh i rnya ia sendir i m e n y a m a r d a n pergi mencar i merpa t inya . Ternyata Jaka M a n g u 
telah d i t e m u k a n oleh Ki Paker yang te rpesona oleh suaranya yang m e r d u . Ki Pakcr meno lak pelbagai 
t awaran apa p u n sebagai i m b a l a n u n t u k m e n u k a r merpa t inya . Sul tan akh i rnya bisa melacak Jaka M a n g u 



m o r a l bagi anak-anak Indones ia . D a l a m teks tersebut , "nilai-nilai t r ad i s iona l " 

terus m e m b e r i k a n mode l per i laku yang p e m e r i n t a h anggap sebagai yang ideal 

m e s k i p u n t a n p a h u b u n g a n yang kuat d e n g a n p r o g r a m - p r o g r a m negara, sepert i 

keluarga berencana , yang d a l a m A d,11 Perkawinan di Aceh jus t ru sangat jelas. 

Karakter is t ik kedua ada lah p e n g g u n a a n yang be rke l an ju t an atas m o d e l 

provinsi-negara-bangsa yang m e n y a t u p a d u k a n lokasi d a n e tnik . Penggunaan 

mode l ini t idak se t ransparan d a l a m Adat Perkawinan di Aceh tapi d u a 

g a m b a r a n dar i teks tersebut m e m a s t i k a n bahwa hal i tu mas ih ada. Pertama, b a b 

p e m b u k a a n dari teks tersebut d e n g a n cepat m e n e t a p k a n bahwa batasan teks 

tersebut berkorelasi d e n g a n garis batas provinsi Dae rah Ist imewa Yogyakarta. 

Pada h a l a m a n kedua , ada g a m b a r yang m e m p e r l i h a t k a n bahwa provinsi ini 

terletak d i Jawa disertai d e n g a n u k u r a n n y a d i b a n d i n g k a n d e n g a n provinsi-

provins i lain di Indones ia . Seperti telah d i s e b u t k a n sebe lumnya , teks tersebut 

m e n d a f t a r k a b u p a t e n - k a b u p a t e n seki tarnya, g a m b a r a n geografis dari provinsi 

tersebut d a n s i m b o l resmi provins i . Kedua, semua adat ist iadat d a n upacara 

se tempat d a l a m teks tersebut ada lah yang berasal dar i Jawa Tengah d a n 

b a n g u n a n - b a n g u n a n yang d ibahas d a l a m b a b tiga ada lah b a n g u n a n - b a n g u n a n 

t rad i s iona l Jawa. Bab e m p a t yang telah d i s i nggung di atas m e m b a h a s cerita 

rakyat d a n p e r m a i n a n d i Jawa. Bab l ima b e r h u b u n g a n d e n g a n r i tual ada t dari 

Sul tan Yogyakarta. Tidak sepert i Adat Perkawinan di Aceh, d a l a m teks tersebut 

t idak ada r inc ian d e m o g r a f i s t en t ang t empa t ke lah i ran atau etnisi tas dari 

p e n d u d u k Yogyakarta, yang m e m p e r k u a t g a m b a r a n provinsi Yogyakarta sebagai 

s emacam representasi kese lu ruhan Jawa yang tunggal . 

Ci r i ketiga ada lah p e n g g u n a a n m o d e l yang sama dari sejarah nas ional u n t u k 

m e m b i n g k a i sejarah Yogyakarta. M e s k i p u n b u k a n m e r u p a k a n sebuah karakter 

u t a m a dari Adat Perkawinan di Aceh, m o d e l nas iona l i s dar i sejarah Indones ia 

sangat p e n t i n g d a l a m teks yang d ihas i lkan oleh proyek Di t j a r ahn i t r a l a innya . 

Seperti d i sebu tkan sebe lumnya , A n t h o n y Rcid meng iden t i f ikas i u n s u r - u n s u r 

u t a m a dari " o r t o d o k s i se jarah" sebagai "Kera jaan-kera jaan besar H i n d u yang 

m e m b a w a kesa tuan pol i t ik ke N u s a n t a r a , d i iku t i o leh 350 t a h u n p e n j a j a h a n 

d a n b e r t e m u d e n g a n Ki P a k « . Ki Paker, t anpa m e n g e t a h u i bahwa o r a n g yang b e r h a d a p a n d e n g a n n y a 
adalah Su l tan , m e m b e r i k a n h u t u n g merpa t i i tu kepadanya dan t idak m a u m e n e r i m a bayaran apa p u n . 
Beberapa m i n g g u k e m u d i a n , Su l t an Prabu m e n g i r i m k a n banyak har ta kepada Ki Paker yang karena itu 
m e n j a d i terkenal karena kekayaannya. Cer i ta be rakh i r dengan baris-baris ka l imat ini : " M e s k i p u n [Ki 
Paker] kaya. n a m u n per i lakunya te tap sederhana d a n t idak s o m b o n g . D a l a m k e h i d u p a n sehari-harinya. 
Ki Paker te rus bergaul dengan siapa p u n . Dia t idak m e m b e d a - b e d a k a n o r a n g d a l a m persahaba tan , [ia 
bergaul d c n g a n | o rang-orang da r i keluarga kaya m a u p u n yang t idak kaya* (2000: 52). 
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Belanda yang di sana sini d a n secara t e m p o r e r d ius ik o leh pe r lawanan rakyat 

Indones ia d i mas ing-mas ing d a e r a h " (1979: 298). U n s u r - u n s u r sejarah d a l a m 

teks m e n e k a n k a n ke terka i tan an ta ra Yogyakarta d e n g a n kera jaan M a j a p a h i t , 

yang oleh k a u m nas iona l i s telah l a m a d i g u n a k a n sebagai buk t i pe r sa tuan d a n 

kesa tuan Indones ia di masa lalu (1979: 287-292) d a n p e r j u a n g a n nas ional is 

u n t u k kemerdekaan . Kisah N e n e k d a l a m b a b e m p a t jelas m e n a r i k h u b u n g a n 

an ta ra kebiasaan se tempat d a n M a j a p a h i t sepert i ha lnya p e m b a h a s a n t e n t a n g 

ri tual Sekaten, yang d ibahas secara rinci d i bawah . D a l a m sebuah artikel 

t e rbaru , Van Kl inken m e n c a t a t t a n t a n g a n t e rhadap o r t o d o k s i sejarah yang 

d ipaka i secara resmi o leh rezim O r d e Baru sejak ke j a tuhan rezim tersebut pada 

t a h u n 1998 (200la) . Yogya Selayang Pandang, seperti Adat Perkawinan di Aceh, 

merepresentas ikan "a l i ran nas ional is o r t o d o k s " yang oleh Van Kl inken dicatat 

t e tap d o m i n a n setelah ke j a tuhan Soeha r to (1999: 326). Tan tangan t e rhadap 

p a n d a n g a n sejarah yang telah m u n c u l d i era Reformas i in i b e l u m m e n e m b u s 

birokrasi yang te tap b e r k o m i t m e n pada narasi era-Soeharto. 

M e s k i p u n ada se jumlah kesamaan an ta ra teks Aceh d a n Yogya d a l a m 

p e m b a h a s a n n y a , d u a g a m b a r a n d a l a m Yogya Selayang Pandang m e n u n j u k k a n 

bahwa p e n g g u n a a n budaya oleh p e m e r i n t a h a n yang ba ru telah b e r k e m b a n g 

pada pe r iode d i an ta ra kedua publ ikas i tersebut . Yang pe r t ama ada lah cara 

b a g a i m a n a pariwisata d i m a s u k k a n ke d a l a m teks. N a r a t o r d ipos i s ikan sebagai 

p e n g u n j u n g ke Yogyakarta d i h a l a m a n pe r t ama dari teks, d e n g a n m e t o d e 

m e m b a h a s Yogyakarta seperti yang ter l ihat "mela lu i jendela kaca" (2000: 1) 

dari sebuah bus d a l a m pe r j a l anan kembal i ke kota . U n s u r - u n s u r lain dari 

teks m e m p e r k u a t s ta tus n a r a t o r yang berada semen ta ra d i Yogyakarta. Ja lan 

M a l i o b o r o d i g a m b a r k a n sebagai t u j u a n wisata u n t u k " tur is Indones ia m a u p u n 

as ing" (2000: 16). Ben tuk-ben tuk pe r j a l anan d a n lokasi t e rmina l bus d a n s tas iun 

kereta api d i s e b u t k a n secara ru t in . B a n g u n a n - b a n g u n a n yang di je laskan oleh teks 

secara r inci , sepert i G e d u n g A g u n g d a n istana Sul tan Yogyakarta, ada lah t u j u a n 

wisata. N a m u n demik i an , b a b yang pa l ing terkenal u n t u k tema wisata adalah 

b a b e n a m , "Kea ja iban Budaya Kota Yogyakarta". Bab e n a m ini m e m b e r i k a n 

deskripsi s ingkat t en t ang d u a m u s e u m , t e rmasuk jam-jam bukanya , d a n d u a 

t u j u a n wisata t e r kemuka , Tamansar i d a n Kota Gede. Teks m e n y e b u t k a n lokasi 

d a n asal usul dar i dae rah tersebut d a n m e n y o r o t i ni lai p e n t i n g se jarahnya. 

Teks juga m e n y e b u t k a n p e n t i n g n y a p e m a n d u wisata d a l a m rangka u n t u k 

m e n d a p a t k a n lebih banyak p e n g e t a h u a n t en t ang M u s e u m Kereta E m a s (2000: 

84) d a n menca ta t bahwa d i Kota Gede, daerah yang terkenal d e n g a n ke ra j inan 
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peraknya , yaitu bahwa "wisatawan dapa t mel iha t sendir i proses p e m b u a t a n 

b a h a n - b a h a n dar i pe rak" (2000: 91). 

Teks tersebut m e n e m p a t k a n para p e m b a c a sebagai p e n g u n j u n g yang 

terl ibat d e n g a n warisan budaya Indones ia lebih da r ipada sekadar menje la jah i 

p e n g a l a m a n o rang -o rang Yogyakarta yang h i d u p n y a telah t e r t a n a m d a l a m 

budaya seperti ha lnya d e n g a n publ ikas i s ebe lumnya yaitu Adat Perkawinan 

di Aceh. M u s e u m d a n t u j u a n wisata d e n g a n daya tarik sejarah d a n budaya 

d i t e m p a t k a n setelah cerita rakyat, p e r m a i n a n anak-anak d a n r i tual istana 

sebagai u n s u r - u n s u r war isan budaya Indones ia . Teks tersebut m e n d o r o n g 

warga-anak u n t u k terl ibat d e n g a n wisata budaya sebagai cara m e m p e l a j a r i 

pe rsa tuan nas ional d a n nilai-nilai t rad is iona l . Ge rakan d u k u n g a n t e rhadap 

pariwisata budaya sebagai cara yang d a p a t d i t e r ima u n t u k mengakses war isan 

budaya nas iona l ini d ika i tkan d e n g a n p e m i n d a h a n Di rek tora t K e b u d a y a a n 

dari D e p a r t e m e n Pend id ikan kepada D e p a r t e m e n Pariwisata yang d i m u l a i 

pada t a h u n 1997.1" Kai tan admin i s t r a s i yang menyer ta i p e r u b a h a n i tu memi l ik i 

memi l ik i konsekuens i wajar d a l a m teks. 

G a m b a r a n kedua dari Yogya Selayang Pandang t idak s e m e n o n j o l par iwisata . 

Ini me l iba tkan u n s u r - u n s u r p e n g g a m b a r a n Ja l an M a l i o b o r o yang t idak sesuai 

d e n g a n karakter dar i sisa teks. Ja lan M a l i o b o r o d i rayakan karena kes ibukannya 

yang h i r u k p ikuk dengan aktivi tas pe rdagangan . Ja lan ini "selalu padat dengan 

m o b i l " (2000: 15) bersama d e n g a n sepeda d a n kereta kuda yang laz im disebut 

andong. Teks m e n e k a n k a n g a m b a r a n yang berbeda dari jalan i tu. Toko- toko, 

pedagang kaki l ima di kedua sisi jalan d a n para p e n g u n j u n g m e m a d a t i daerah 

tersebut dari pagi h ingga m a l a m . Para wisa tawan m e n g u n j u n g i t oko- toko d a n 

kios-kios yang berjejer pada t di sisi s epan jang jalan tersebut . Suara k lakson mob i l 

d a n r i ngk ikan serta b u n y i tapal kuda m e n g e t u k jalan m e m b a h a n a s epan j ang 

hari be r samaan d e n g a n para p e n g a m e n yang b e r m a i n gitar d a n menyany i . Para 

penul i s k e m u d i a n b e r k o m e n t a r , " K a m u bisa bayangkan betapa m e n a r i k n y a 

t e m p a t ini, s emua o rang -o rang b e r c a m p u r b a u r d e n g a n u rusan mereka masing-

m a s i n g " (2000: 16). Ja lan yang h i d u p dengan h i r u k p i k u k tersebut m e n j a d i 

objek pe rha t i an bagi pembaca . Kemace tan lalu l intas d a n kegiatan perdagangan 

d i anggap sebagai bagian dari a t r i bu t budaya kota tersebut . K e h i d u p a n d i 

J a l an M a l i o b o r o dapa t d i b a n d i n g k a n d e n g a n p e m b a h a s a n b a b tiga t e n t a n g 

p e r u m a h a n d i m a n a hanya dua ben tuk r u m a h t rad is ional yang d i sebu tkan . 

16 Restruktur isas i ini d ieksploras i secara lebih rinci da l am b a b l ima. 
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M e s k i p u n b u k a n m e r u p a k a n bagian p e n t i n g atau bagian terbesar dari teks, 

p e m b a h a s a n s ingkat t en t ang Ja lan M a l i o b o r o ini meng ind ikas ikan bahwa 

def in i s i t en t ang kebudayaan daerah se t idaknya berada d i bawah t ekanan u n t u k 

m e m a s u k k a n prakt ik-prakt ik d a n p e n g a l a m a n yang sebe lumnya t idak d i anggap 

sebagai bag ian dari tradisi lokal, seperti belanja d a n suara b is ing kegiatan 

pe rdagangan . 

T e k s R e f o r m a s i : P e m b e l a j a r a n d a l a m R a n a h B u d a y a 

Sebuah e lemen p e n t i n g dari Yogya Selayang Pandang ada lah b a g a i m a n a 

m e n g g u n a k a n kebudayaan u n t u k m e m b a n g u n h u b u n g a n an ta ra berbagai b i d a n g 

k e h i d u p a n . Misa lnya , p e m b a h a s a n t en t ang is tana Sul tan Yogyakarta m e n c a k u p 

u ra ian t en t ang sebuah balai a g u n g yang d i g u n a k a n Sul tan u n t u k menge lua rkan 

kepu tusan yang m e n g a t u r Kcsu l t ananannya , te tapi sekarang d i g u n a k a n sebagai 

m u s e u m (2000: 63). P e r u b a h a n s ta tus dar i balai a g u n g tersebut m e n u n j u k k a n 

bahwa prakt ik-prakt ik feodal Su l t an , m e s k i p u n sekarang bagian dar i masa lalu 

di Indones ia , ha rus d iharga i di masa kini sebagai war isan budaya . Representasi 

t en t ang b a g a i m a n a masa lalu be rka i t an d e n g a n masa ini sangat m e n o n j o l d a n 

d iu lang-u lang d a l a m teks. Misalnya, frase " t a n a h l e luhur saya" yang m e n o n j o l 

d a l a m b a b pe r t ama , t e rmasuk d a l a m judu l bab, m e n g u k u h k a n Yogyakarta 

sebagai lokasi budaya yang relevan yang sejarah d a n ada t is t iadatnya dapa t 

dieksploras i o l eh na ra to r u n t u k pe la ja ran d a l a m k e h i d u p a n masa kini . 

Sebuah pela jaran t en t ang kompleks i t a s h u b u n g a n an ta ra masa lalu d a n 

sekarang ada lah ca ta tan t en t ang upacara Sckatcn d a l a m b a b l ima . Di sini saya 

m e n y e d i a k a n versi pendek dari deskripsi teks tersebut t en t ang upacara Sekaten. 

Sekaten ada lah n a m a dari sebuah game lan tua yang m e r u p a k a n salah satu 

pusaka ke ra ton . Pada hari keenam bu lan ketiga d a l a m ka lender Is lam, r i tual 

Sekaten d i m u l a i ket ika para mus is inya m u l a i m e m a i n k a n gamelan . O r a n g -

o r a n g dari d a e r a h b e r d u y u n - d u y u n ke istana ketika m e n d e n g a r mus ik gamelan 

tersebut . Pada tengah m a l a m , gamelan d i p i n d a h k a n dar i istana ke Masj id 

Agung , d i i r ing i r o m b o n g a n besar p e n g u n j u n g . Di masj id tersebut , gamelan ini 

d i m a i n k a n lagi selama e n a m ha r i be r tu ru t - t u ru t s ampa i shala t Kam is m a l a m . 

Setelah shalat J u m a t sore b e r a k h i r p a d a p u k u l satu, gamelan mula i b e r m a i n 

lagi. Pada p u k u l de lapan m a l a m , Sul tan m e n i n g g a l k a n is tana d a n berarak 

m e n u j u mas j id u n t u k m e n g h a d i r i perayaan ke lah i ran N a b i M u h a m m a d , yang 

disertai dengan k e r u m u n a n p e n g u n j u n g . Sekitar ser ibuan u m a t berdoa bersama 



di dalam masjid. Suara gamelan kemudian hen ing saat Sultan memasuki 

masjid. Sultan member i pe tun juk kepada K y a i 7 bahwa dia sudah siap dan Kyai 

pun mulai membacakan kisah tentang Nabi M u h a m m a d yang baru selesai 

pada tengah malam. Sultan p u n k e m u d i a n kembali ke istana dengan gamelan 

diiringi k e r u m u n a n umat yang bersuka ria. 

Setelah mengai tkan dengan catatan detail tentang upacara tersebut, teks 

beranjak ke uraian tentang sejarah lahirnya upacara tersebut. M e n u r u t teks, 

Sekaten mulai muncu l sejak kemuncu lan kerajaan Demak pada abad keenam 

belas. Selama waktu itu, sekelompok orang yang terdiri dari sembilan orang 

suci berkeliling Jawa u n t u k menyebarkan Islam. Mereka ini kemudian dikenal 

dengan sebutan Wali Songo [sembilan o rang wali] yang sampai sekarang masih 

d iho rma t i di Jawa. Salah satu dari kesembilan Wali itu adalah seorang musisi 

berbakat yang bisa bermain gamelan. Setiap t ahun , para Wali itu b e r k u m p u l 

bersama un tuk melaporkan kegiatan mereka dan merayakan kelahiran Nabi 

M u h a m m a d dan Walip pandai bermusik itu akan mema inkan gamelannya; 

gamelannya itu sendiri diberi nama Kyai Sekati. Meskipun perayaan ini adalah 

awal dari keterkaitan Sekaten dengan Islam, para penulis m e n g h u b u n g k a n n y a 

dengan upacara yang bahkan lebih tua pada masa kerajaan H i n d u yang 

mendahu lu i Islam. Ritual Asmawcda dan Asmaradana , yang juga berlangsung 

selama tu juh hari , adalah waktu u n t u k memper sembahkan doa dan nyanyian 

pu j ian kepada leluhur yang sudah meninggal . 

Ritual Sekaten menyediakan lokasi di mana sejumlah elemen yang berbeda 

da l am wacana warisan budaya terkait satu sama lain. Sejarah Yogyakarta, Islam, 

budaya Jawa da lam bentuk gamelan dan keterkaitan antara Yogyakarta dengan 

kerajaan-kerajaan I I indu pra-Islam disa tukan dalam satu upacara ini. Pembaca 

ideal teks, yaitu anak-anak Indonesia , diberi pelajaran tentang kompleksi tas 

budaya negara mereka. Sejumlah warisan h i d u p berdampingan di sini sebagai 

unsur -unsur warisan budaya. Akan tetapi, teks ini menekankan dua hal yang 

memil iki efek m e m b a n g u n h u b u n g a n antara unsur -unsur tersebut. Pertama, teks 

m e n d a f t a r beberapa sasaran Sekaten yaitu u n t u k merayakan u lang t a h u n Nabi 

M u h a m m a d dan menyebarkan ajaran Islam. Warisan Islam dikai tkan dengan 

budaya Yogyakarta dan masa lalu I I indu dari wilayah ini d ido rong kembali kc 

dalam sejarah. Kedua, teks langsung membahas h u b u n g a n antara Islam dan 

kebudayaan daerah. Para pengarangnya menulis : "Sekaten adalah bukti bahwa 

17 Kyai ada lah sebu tan bagi gu ru dan teolog Islam yang biasanya terkait d e n g a n pend id ikan pesant ren . 



Islam terbuka da lam mener ima tradisi-tradisi lokal dan tidak ber tentangan 

dengan adat" (2000: 75). Sekaten member ikan pelajaran tentang bagaimana 

praktik-praktik Islam dan budaya lokal harus h i d u p be rdampingan secara 

damai d a n menyaj ikan sebuah con toh tentang baga imana penga tu ranranah 

kehidupan yang berbeda-beda merupakan fungsi penataan yang pent ing dari 

kebudayaan. 

K e s i m p u l a n : M e l a n j u t k a n d a n M e n g u b a h K o n s t r u k s i K e b u d a y a a n 

D a e r a h 

Yang menjad i dasar dari penggunaan kebudayaan daerah, da lam peneli t ian 

budaya yang disponsor i negara dan di Taman Mini , adalah penggunaannya 

sebagai b idang penataan sosial. Direktorat Kebudayaan memaksudkan proyek 

kebudayaan daerah u n t u k mendid ik rakyat Indonesia ten tang kebudayaan 

mereka sendiri dan budaya etnik p r i bumi lainnya dan u n t u k memperkua t 

kesatuan dan persatuan nasional . N a m u n demikian , ia juga mendef in is ikan 

karakteristik dan batas-batas kebudayaan daerah itu sendiri . Proyek-proyek 

kebudayaan daerah mengkons t ruks ikan sebuah ranah keh idupan yang 

menyampa ikan pelajaran tentang bangsa, perilaku dan mora l yang tepat, 

dan perbedaan budaya. Penggunaan penataan kebudayaan seperti itu tidak 

terbatas pada Indonesia . Tony Bcnnctt menulis : "Konsep [kebudayaan] terjebak 

dalam dan m e m b a n t u m e m b e n t u k suatu jaringan norma t i f yang mana b idang 

kehidupan sosial yang un tuknya konsep tersebut d i te rapkan dikonst ruksi 

sebagai objek dan praktik u n t u k d i t indak lan ju t i " (1998: 101). Dalam hal 

ini, kebudayaan daerah itu sendiri merupakan sebuah konsep penataan yang 

d igunakan u n t u k m e m a h a m i dan melakukan intervensi ke da lam keh idupan 

orang Indonesia sementara juga mendef in i s ikan arti dan tu juan dari objek dan 

praktik yang terdapat da lam ruang l ingkup konsep tersebut. 

Sementara masing-masing teks yang diperiksa da l am bab ini ada lah sebuah 

kombinas i rumi t dari berbagai wacana, operasi u m u m dari teks tersebut dapat 

di identif ikasi sebagai ben tuk kekuasaan pemer in tahan yang merupakan pusat 

kebijakan budaya pada masa O r d e Baru. Ia menerapkan kisi-kisi no rma t i f 

terhadap praktik o rang Indonesia dalam rangka membua t atr ibut dan perilaku 

mereka sesuai dengan yang d imaksudkan dalam p e m b a n g u n a n nasional , 

sementara juga berusaha u n t u k mengelola h u b u n g a n antara populasi etnik 

p r i bumi di dalam sebuah bangsa. Yang terutama menar ik adalah konstruksi 
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tentang skala-spasial budaya di seluruh bangsa yang, dengan penataan ruang, 

secara s imul tan memasukkan beberapa aspek yang paling in t im dari keh idupan 

sehari-hari, seperti h u b u n g a n seksual, ke da lam kebudayaan nasional dan 

program-program pendis ip l inan. Teknik-teknik representasi dan priori tas 

pengelolaan budaya lebih berpengaruh dalam m e m b e n t u k representasi 

kebudayaan daerah da lam teks-teks proyek kebudayaan daerah dar ipada praktik-

prakt ik masyarakat lokal. 

Proyek-proyek kebudayaan daerah, sebagai seperangkat program kunci 

dalam Direktorat Kebudayaan, m e n u n j u k k a n t ingkat kont inu i tas perspektif 

yang besar da lam birokrasi budaya nas ional terlepas dari muncu lnya era 

Reformasi dan pe rubahan kelembagaan yang substansial. Kesamaan da lam 

representasi kebudayaan daerah dari kedua teks yang dibahas di sini t ampak 

mencolok , terlepas dari adanya perbedaan lokasi, budaya, dan waktu publikasi . 

Model spasial etnik-daerah-bangsa, termasuk penya tuan wilayah adminis t ra t i f 

dan kul tural , tetap pent ing bagi konstruksi kebudayaan daerah dan 

penempatannya da lam kerangka nasional . Yang juga masih ada adalah estetisasi 

(penyenian) yang menyematkan gelar "nilai-nilai l uhur" terhadap kebudayaan-

kebudayaan daerah yang m e m u n g k i n k a n mereka d igunakan un tuk pelajaran 

pedagogis. Demik ian pula, kedatangan era reformasi ternyata hanya berdampak 

kecil terhadap konstruksi sejarah Indonesia da lam teks-teks proyek kebudayaan 

daerah dengan arus nasionalis o r todoks yang tetap tidak ter tandingi . 

Kedua teks memproduks i versi kebudayaan daerah yang disukai terutama 

oleh rezim O r d e Baru dan juga rupanya oleh pemer in tah era Reformasi . 

Patahannya tampak kecil saja dan malah lebih t e rhubung dengan perubahan 

kelembagaan dalam direktorat , seperti p romosi pariwisata budaya dan pe rubahan 

target dari p e n o n t o n dewasa kepada anak-anak, dar ipada pelbagai pen in j auan 

u lang terhadap kegunaan kebudayaan bagi pemer in tah atau pent ingnya 

kebudayaan bagi masyarakat lokal. Ini m e m b u k t i k a n kekuatan dari sebuah 

keberbudayaan internal d i da lam Direktorat Kebudayaan, yang d i d u k u n g 

oleh sistem pendanaan dan perencanaan, yang telah m e m p e r t a h a n k a n formasi 

diskursif yang telah mengkons t ruks i suatu ranah kebudayaan daerah selama 

lebih dari tiga pu luh t ahun . 

Kesamaan antara Taman Mini dan kedua publikasi yang dianalisis di 

sini t ampak mencolok da lam representasi mereka ten tang kebudayaan daerah 

m a u p u n tentang bagaimana wacana budaya d imanfaa tkan . Dalam ketiga kasus 
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tersebut , kebudayaan d i k e p u n g oleh pol i t ik d a n k e h i d u p a n k o n t e m p o r e r 

d a n m e m b u a t b i d a n g khusus u n t u k p e n d i d i k a n bagi o rang-o rang Indones ia . 

Ketiganya juga selaras d e n g a n p e m i n d a h a n waktu o leh rezim d e n g a n 

m e n g a i t k a n tradisi dar i era sebe lumnya dengan impera t i f po l i t ik d a n sosialnya. 

Rez im d a n p rog ram-p rog ramnya " d i p r i b u m i k a n " d i T I M d a n d a l a m proyek-

proyek kebudayaan daerah . A k h i r n y a , T I M , sepert i proyek-proyek kebudayaan 

daerah , m e n u n j u k k a n h u b u n g a n an ta ra p r o g r a m p e m e r i n t a h d a n kons t ruks i 

O r d e Baru t e rhadap kebudayaan etnik p r i b u m i . 

Terlepas dari kesamaan ini, proyek-proyek kebudayaan daerah m e n u n j u k k a n 

bahwa te rdapa t variasi d a l a m kons t ruks i rez im t en t ang kebudayaan e tn ik 

p r i b u m i d a n m u n g k i n m e n y e d i a k a n m o d e l yang lebih l engkap t en t ang 

b a g a i m a n a budaya e tnik d i p a h a m i . Perbedaan u t a m a an ta ra T a m a n M i n i d a n 

kedua teks yang dianal is is d i sini ada lah soal representasi t en t ang pe rbedaan 

budaya . D a l a m proyek-proyek kebudayaan daerah , pe rbedaan an ta ra budaya 

e tnik d i t e k a n k a n d a n d ipe takan d a l a m sebuah bangsa yang k o n t r a s dengan 

p e n g a b u r a n budaya p inggi ran d i Taman M i n i . Ar t ikulas i pe rbedaan budaya 

d a l a m proyek kebudayaan dae rah membag i lebih m e n y e l u r u h d a n m e n a w a r k a n 

f leks ibi l i tas yang lebih besar da r ipada yang ter jadi d i T a m a n Min i . Sentralisasi 

Taman M i n i t e rhadap budaya kera ton Jawa, alih-alih d i r ep roduks i d a l a m teks 

proyek kebudayaan daerah , d i g a n t i k a n o leh beberapa pusa t budaya asli dae rah 

di se luruh Indones ia . Proyek-proyek kebudayaan dae rah juga menyed iakan 

l aporan yang lebih r inci t en tang baga imana ru t in i t a s sehari-hari dar i budaya 

e tn ik p r i b u m i d i t a n a m i d e n g a n m a k n a d a n art i d a l a m ka i tan d e n g a n t e m p a t 

mereka d a l a m wacana p e m e r i n t a h . Misalnya, kedua teks tersebut m e n u n j u k k a n 

baga imana b i rokra t m e n g a n d a l k a n jenis keahl ian penel i t ian te r ten tu d a l a m 

upaya mereka u n t u k m e n g e t a h u i d a n memode rn i s a s i budaya e tn ik p r i b u m i . 

C o n t o h lain adalah b a g a i m a n a ada t p e r k a w i n a n d i m a s u k k a n ke d a l a m p r o g r a m 

p e m b a n g u n a n melalui p e n g e t a h u a n t en t ang detail adat is t iadat . Selain itu, 

proyek-proyek kebudayaan daerah m e n u n j u k k a n bahwa karakter is t ik d a n batas-

batas kebudayaan daerah berada d a l a m ren tang situasi revisi d a n p e r u b a h a n 

yang terus d i m u n g k i n k a n . 

Tidak sepert i T a m a n M i n i yang h a n y a m e n g a l a m i sedikit p e r u b a h a n sejak 

awal, p roduks i teks proyek-proyek kebudayaan dae rah yang sedang be r l angsung 

secara kons tan m e m a s u k k a n u n s u r - u n s u r d a n objek baru ke d a l a m kebudayaan 

dae rah . Pengenalan wisata budaya , k h u s u s n y a p e n g g a m b a r a n o rang-o rang 

Indones ia sebagai wisatawan budaya , ke d a l a m Yogya Selayang Pandang 



merepl ikas is ta tus T a m a n M i n i sendir i sebagai t u j u a n wisata bagi masyarakat 

Indones ia . Wisata budaya b u k a n l a h hal ba ru bagi kebi jakan budaya Indones ia 

te tapi p e r a n n y a d a n visibili tas te lah b e r k e m b a n g sejak t a h u n 1998. E l emen 

ba ru la innya ada lah per luasan def in is i budaya d a l a m beberapa bagian d a l a m 

Yogya Selayang Pandang d a n da lam teks-teks proyek kebudayaan daerah yang 

d i t e rb i tkan sejak t a h u n 1995, yang m e n u n j u k k a n per luasan objek d a n prak t ik 

yang d i anggap tepat u n t u k d i m a s u k k a n ke d a l a m kategori kebudayaan dae rah 

d a n ranah kebi jakan budaya . 



BAB IX 

KESIMPULAN: PERJALANAN KEBIJAKAN BUDAYA 

INDONESIA 

Sementara kebijakan budaya memil iki asal-usulnya da lam teknik pemer in t ahan 

liberal, di Indonesia kebijakan budaya otor i tar ian memegang kekuasaan selama 

hampi r seluruh abad ke-20. Kebijakan budaya otor i tar ian mengabaikan selera 

dan afiliasi ke lompok dan individu dengan menggunakan alasan bahwa subjek-

subjek itu tidak memil iki kapasitas u n t u k melakukan penilaian mereka sendiri 

secara matang dan rasional, yang m e m u n g k i n k a n negara u n t u k mengarahkan 

p e m b a n g u n a n budaya dengan tangan besi. Oleh karena itu, fungsi pembudayaan 

dari kebijakan kebudayaan tetap dipel ihara, n a m u n tanpa kebebasan sen iman 

dan p e n o n t o n u n t u k membua t pi l ihan mereka sendiri t en tang estetika dan 

materi garapan. Kebijakan budaya m e m p e r t a h a n k a n fungsi pemer in tahan 

yang sama secara luas pada abad ke-20 yang membua tnya begitu berdaya 

guna bagi pendekatan liberal dalam pemer in tahan , d i m a n a ia d igunakan 

u n t u k memben tuk perilaku dan atr ibut dari penduduk dan u n t u k mengelola 

h u b u n g a n d i antara penduduk , khususnya dalam h u b u n g a n antara p e n d u d u k 

etnik p r ibumi dan antara seluruh p e n d u d u k itu dengan bangsa. Sebuah t in jauan 

ten tang pe rubahan besar dalam kebijakan budaya m e n u n j u k k a n bahwa ada 

perbedaan dalam operasi kebijakan budaya o tor i ta r ian dan periode-periode 

d imana hal itu tidak d o m i n a n . 

Sementara kebijakan budaya muncul dari demokrasi liberal sebagai sebuah 

bentuk kekuasaan pemer in tahan yang m a m p u m e m b e n t u k a t r ibut dan perilaku 

dari subjek-subjek yang be rpemer in t ahan sendiri, penerapannya da lam konteks 

kolonial Indonesia memil iki perbedaan yang signif ikan. Negara penja jah tidak 

member ikan kepada subjek masyarakat asli kebebasan yang sama dengan yang 

dimil iki subjek di negara-negara Barat, karena mereka dianggap memil iki 

kapasitas yang lebih rendah. Sementara dianggap berada pada jalur evolusi yang 



sama seperti populasi Barat, hierarki rasial kolonial isme menempa tkan orang-

orang p r ibumi Indonesia beberapa langkah di belakang. Dianggap seperti 

anak-anak, penjahat , dan bermental tidak sehat, p e n d u d u k kolonial menjad i 

sasaran kontrol negara yang lebih besar sebagai bagian dari proses "perba ikan" 

ala liberal. Pendudukan Jepang secara dramat is memba l ikkan hierarki rasial, 

yang menempa tkan kebudayaan Jepang di puncak tangga evolusi. Sementara 

para penguasa kolonial Belanda m e m a h a m i peran mereka sebagai p e m b i m b i n g 

sebuah proses alami dari perkembangan budaya, pemer in tah p e n d u d u k a n 

Jepang berusaha mengendal ikan lembaga budaya dan ekspresi budaya. Kebijakan 

budaya Jepang secara khusus dapat d ipahami menjadi model budaya k o m a n d o , 

d i m a n a negara mendef in is ikan d a n mengelola perencanaan, mencip takan , 

mengarahkan , dan mengatur kebijakan tentang praktik budaya. Kebijakan 

budaya kolonial menampi lkan beberapa gambaran dari model budaya k o m a n d o , 

tetapi model itu lebih terlihat selama p e n d u d u k a n Jepang dar ipada masa-masa 

lainnya dalam seluruh sejarah Indonesia. Kebijakan budaya Jepang, yang 

diikat dengan propaganda perang, memil iki tu juan ganda yaitu m e m b e n t u k 

subjek Asia T i m u r dan member ikan kontr ibusi te rhadap upaya perang. Seiring 

perkembangan Perang Pasifik, t u juan terakhir semakin m e n d o m i n a s i kebijakan 

budaya. Sebuah pe rubahan besar pada masa p e n d u d u k a n Jepang adalah bahwa 

pemer in tahan mengangkat harkat p e n d u d u k asli u n t u k per tama kalinya sebagai 

o rang Indonesia dan m e m p r o m o s i k a n kebudayaan"Indones ia" . 

Selama periode Demokrasi Konst i tus ional dan Demokrasi Terpimpin , 

model liberal awalnya d i te rapkan d i m a n a orang Indonesia dianggap memil iki 

kapasitas kewarganegaraan yang o t o n o m . Kemudian , Soekarno menerapkan 

sebuah model yang diambil dari krit iknya terhadap liberalisme Barat dan 

promosi mobilisasi massa, meskipun dorongan u n t u k "men ingka tkan" 

kapasitas rakyat tetap menjadi perhat ian u tama. Sementara kebijakan budaya 

selama Demokrasi Konst i tus ional berusaha u n t u k memfasili tasi pengembangan 

budaya dengan m e n d u k u n g kegiatan ke lompok-ke lompok non-pemer in tah 

dan individu, pengembangan lembaga-lembaga pend id ikan dan pember ian 

k o m i t m e n u n t u k m e m p e r t a h a n k a n kebebasan artistik, kebi jakan budaya di 

bawah Demokrasi Terpimpin lebih preskriptif da lam hal gaya dan mua tannya . 

Hal ini dapat d ipahami sebagai sebuah langkah awal yang mengarah kepada 

kebijakan budaya model liberal, sebelum kembali ke model budaya k o m a n d o 

d i m a n a konsep dan pernyataan Suka rno d imaksudkan u n t u k mengarahkan 

budaya nasional . Selama masa itu juga terlihat sebuah pe rubahan yang lebih 
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ber tahap da lam konseptualisasi budaya nasional . Kebijakan budaya selama 

periode demokrasi konst i tus ional d imula i dengan premis bahwa sebuah 

sintesis kebudayaan nasional Indonesia yang baru akan berkembang u n t u k 

negara yang baru ini yang akan menggant ikan pelbagai kul tur etnik yang ada. 

Perspektif ini segera d i tan tang oleh kekuatan budaya etnik yang kemudian 

semakin menjadi fokus dari kebijakan budaya. Selama Demokras i Terpimpin , 

kebudayaan etnik d i k u k u h k a n sebagai ben tuk budaya nasional asalkan mereka 

m e n g a n d u n g esensi nasional di da lamnya. Melalui pe rubahan ini, kebudayaan 

etnik dikai tkan dengan kebudayaan nasional dan d imasukkan da lam program 

kebijakan budaya. 

Selama 32 t ahun masa pemer in t ahan O r d e Baru, suatu periode 

pemer in tahan berkelanjutan yang te rpanjang sejak berakhirnya kolonial isme, 

d i terapkan sebuah model kebijakan budaya yang da lam banyak hal memil iki 

kemir ipan dengan karakter kebijakan budaya pada zaman kolonial . Seperti 

sebagian besar negara Asia Tenggara lainnya, rezim O r d e Baru menekankan 

p e m b a n g u n a n ekonomi dan sosial dalam kebijakan dan program-programnya 

sementara melawankan manfaa t spiritual dan moral dari nilai-nilai budaya 

Indonesia dengan nilai-nilai Barat yang dianggap "dekaden" . Sekali lagi, 

intervensi dan kontro l yang lebih besar dari negara d ibenarkan melalui asumsi 

bahwa orang Indonesia itu terbelakang d iband ingkan dengan orang-orang 

di negara-negara " m a j u " dan memil iki kapasitas yang terbatas. "Perbaikan" 

ala imperialis terhadap rakyat jajahan digant ikan, baik dalam wacana orang 

Indonesia m a u p u n internasional , oleh sebuah imperat i f " p e m b a n g u n a n " . 

Rasionalisasi un tuk kembali ke kebijakan budaya otor i tar ian adalah tugas 

u n t u k mempers iapkan bangsa Indonesia u n t u k p e m b a n g u n a n e k o n o m i dan 

m e m b u a t budaya Indonesia " m a j u " sementara "melindungi"ni la i-ni la i budaya 

Indonesia - proses yang m e m b e n t u k praktik-praktik budaya agar sesuai dengan 

norma-norma estetika dan moral yang di te tapkan negara. Rezim m e m b e n t u k 

subjek budaya era O r d e Baru agar sesuai dengan metodenya terkait kekuasaan 

poli t ik dan tu juan p e m b a n g u n a n . Berbeda dengan Demokrasi Terpimpin , 

kebijakan budaya menghalangi tema-tema yang dianggap berbau "pol i t ik" dan 

sebaliknya m e n d o r o n g kualitas spiri tual dari kebudayaan Indonesia . Ketika 

keberhasilan ekonomi Indonesia mengintegras ikannya secara lebih erat dengan 

pasar internasional , kekhawatiran yang meningkat atas penetrasi praktik-

praktik budaya Barat tidak m e n d o r o n g adanya kajian ulang atas kebijakan 

budaya. Tanggapan rezim adalah memperkua t model budaya k o m a n d o melalui 
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penekanan yang lebih besar pada per l indungan terhadap nilai-nilai Indonesia 

dan meniadakan efek dari pengaruh budaya asing. Subjek budaya yang 

d i rumuskan dalam dekade per tama era O r d e Baru tidak d i tan tang atau direvisi 

tetapi d ikonf i rmas i dan diperkuat , sementara menjadi semakin tidak relevan 

dengan kehidupan masyarakat Indonesia ketika mereka terlibat semakin dalam 

dengan budaya k o n s u m e n yang d iproduks i secara massal. 

Pada era O r d e Baru, kebudayaan-kebudayaan daerah yang t e rhubung 

dengan ke lompok etnik menjadi lebih sentral u n t u k kebijakan budaya. 

Mengelola h u b u n g a n di antara populasi etnik dan antara kebudayaan mereka 

dengan kebudayaan nasional adalah priori tas dan pembenaran bagi kebijakan 

budaya. Budaya daerah terus d ipahami sebagai unsu r kebudayaan nasional 

Indonesia dan karena itu t u n d u k pada program Direktorat Kebudayaan yang 

memil iki tugas menata kebudayaan nasional . Proses p e n u n d u k a n praktik-

prakt ik kebudayaan daerah masyarakat p r i bumi atau asli di bawah program-

program pemer in tah m e m b u a t mereka menjadi nasional da lam dua pengert ian: 

mereka m a m p u mengajarkan perilaku, estetika, dan mora l u n t u k m e m b e n t u k 

suatu populasi nasional , d a n mereka m e n u n j u k k a n karakteristik yang dianggap 

sesuai u n t u k kebudayaan nasional. Bentuk-bentuk budaya daerah, setelah 

menja lani t ransformasi ini, kemudian d i t ampi lkan bersama-sama da lam 

festival nasional . Pluralitas yang d i m u r n i k a n dari festival-festival ini mengemas 

h u b u n g a n yang dimil iki populas i etnik satu sama lain dan dengan bangsa 

dalam kebijakan budaya. Setiap populasi etnik d ikons t ruks i sebagai ha rmonis 

yang berkontr ibusi terhadap p e m b a n g u n a n nasional dan menampi lkan 

karakteristik yang d ianggap sesuai u n t u k sebuah negara berkembang seperti 

Indonesia. Berbeda dengan praktik-praktik budaya daerah, bentuk-bentuk 

budaya kon tempore r pada u m u m n y a t idak mener ima banyak perhat ian dari 

para pembua t kebijakan budaya, mesk ipun ke lompok seniman h u m a n i s 

universal yang d ipengaruhi Barat m a m p u memperoleh sumber daya melalui 

afiliasi mereka dengan institusi pendid ikan dan budaya. 

Kebijakan budaya O r d e Baru tidak memil iki alasan tunggal yang 

dipaksakan oleh negara pusat. Berbagai wacana kebudayaan resmi menerangkan 

kebijakan budaya, dan mereka di terapkan secara berbeda di lokasi yang berbeda. 

Kebijakan budaya O r d e Baru sering d i p a n d a n g sebagai hal yang merusak -

yaitu, dalam hal apa yang di larangnya, disensor, atau dicegah. Kritik dari kaum 

kiri Indonesia khususnya cenderung menekankan bagaimana kebijakan budaya 

O r d e Baru menegasikan dan menekan praktik-praktik budaya lokal, kelas 
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pekerja, atau oposisi . Sementara pada batas tertentu membena rkan kritik itu, 

bab-bab sebelumnya juga berfokus pada efek p rodukt i f dari kebijakan budaya, 

khususnya bagaimana kebijakan budaya ikut m e m b e n t u k subjek Indonesia 

dengan kapasitas u n t u k berpartisipasi da lam percepatan p e m b a n g u n a n , 

yang akan h i d u p berdampingan secara damai dengan ke lompok-kelompok 

etnik p r ibumi lainnya dan yang mau mener ima klaim rezim tentang 

legitimasi pemer in tahannya . Kebijakan budaya memil iki kekuatan karena ia 

mempromos ikan dan mengedarkan serangkaian praktik-praktik tertentu dalam 

kehidupan sehari-hari sementara menghalangi praktik-praktik lainnya. Ini 

mcnc ip takan kemungk inan dan pi l ihan tertentu sementara m e n u t u p i jalan 

bagi yang lain. 

Karakterisasi lain dari kebudayaan nasional O r d e Baru adalah bahwa ia 

m e r u p a k a n sebuah konstruksi yang didasarkan pada budaya Jawa kelas atas. 

Sementara ada penggelinciran antara kebudayaan nasional dan kebudayaan Bali 

dan Jawa di Taman Mini , yang juga pent ing di l ihat dalam kebijakan budaya 

O r d e Baru adalah wacana p e m b a n g u n a n dengan tu juan u n t u k m e m b e n t u k 

subjek-subjek Indonesia modern d a n membua t kebudayaan asli atau p r ibumi 

sesuai un tuk masyarakat modern seperti itu. Bahkan bentuk kesenian Jawa yang 

menjadi s imbol u tamanya , yaitu wayang, t u n d u k pada cita-cita dan estetika 

" p e m b a n g u n a n " , dan dibuat u n t u k memasukkan pesan-pesan p e m b a n g u n a n d i 

dalamnya (Sutton 1991; Van Groenendael 1985, Weint raub 2004b). Sementara 

s imbol-simbol kebudayaan Jawa dan Bali telah d igunakan sebagai lambang 

kebudayaan nasional pada masa O r d e Baru, gambaran kebudayaan nasional 

da l am kebijakan budaya telah d i t en tukan oleh penggunaannya sebagai alat 

pemer in tah , khususnya sebagai kerangka norma t i f yang d i te rapkan dalam 

program-program budaya dan pendid ikan yang resmi. 

Bersamaan dengan pent ingnya budaya Jawa, peneli t ian ini juga perlu 

menjelajahi bagaimana bangsa direpresentasikan pada tingkat sub-nasional 

pemer in tahan dalam kai tannya dengan kebudayaan-kebudayaan daerah. 

Jika sebuah kebudayaan daerah tidak terkait dengan t ingkat pemer in tahan 

dengan batas geografis ter tentu (seperti provinsi, kabupaten, atau kecamatan), 

kemungk inan besar ia akan menjadi marj inal dan kurang mendapa t d u k u n g a n , 

dan lepas dari program kebijakan budaya. Sementara keberbudayaan telah 

d iper t imbangkan dalam keseluruhan buku ini, mereka d i tun jukkan secara 

paling kuat da lam kedua studi kasus pada Bagian II buku ini. Kedua studi 

kasus ini m e n u n j u k k a n keberadaan dan d a m p a k dari kont ro l pusat serta 



keanekaragaman hasil-hasil kebi jakan budaya di seluruh Indonesia. Eksplorasi 

terhadap keberbudayaan, te ru tama di t aman- taman budaya dan dewan kesenian, 

m e m b u k t i k a n bahwa, terlepas dari adanya kehadiran pemer in tah pusat yang 

kuat , operasi dan hasil dari lembaga-lembaga kebudayaan O r d e Baru yang 

resmi berbeda-beda di seluruh Indonesia karena keadaan tertentu di lokasi 

yang berbeda. Meskipun kedua jenis institusi itu dibiayai pusat, mereka aktif 

dan m e n d u k u n g secara luas hanya ketika mereka mempr ior i t askan keinginan 

komuni t a s seni setempat di atas peraturan-peraturan yang dihasi lkan secara 

terpusat. Keberbudayaan di lokasi yang berbeda sering c a m p u r tangan u n t u k 

mengubah program yang d i ten tukan secara terpusat, yang m e n u n j u k k a n bahwa 

keagenan d i lakukan melalui interpretasi yang berbeda dan penggunaan wacana 

budaya meskipun ada kekuatan dan jangkauan dari negara pusat. Proyek 

peneli t ian budaya lokal tidak hanya menjelaskan praktik-praktik budaya 

lokal mela inkan juga menj iwai praktik-praktik tertentu dengan nilai-nilai 

budaya dan karena itu menjadi teks-teks pedagogik u n t u k pela t ihan warga agar 

sesuai dengan perilaku "orang Indones ia" yang tepat. Jenis pengetahuan yang 

menghasi lkan teks-teks tersebut m e m b u a t budaya lokal d ipahami dalam dua 

pengert ian: ia mendef in is ikan l ingkup praktik-praktik sosial dan objek-objek 

yang dilabeli sebagai budaya lokal; dan ia membua t praktik-praktik budaya 

lokal dapat dikenal oleh negara dan karenanya disetujui u n t u k d imasukkan ke 

dalam program-program negara. 

Tidak seperti pengalaman pe rubahan rezim sebelumnya, era Reformasi 

pada dasarnya t idak men jan j ikan reformasi sapu bersih terhadap pemer in t ahan 

yang d ido rong oleh para pemegang kekuasaan poli t ik baru . Sebuah dorongan 

u n t u k reformasi demokrasi yang didesak dan d i topang oleh tekanan rakyat 

dan dun ia internasional telah secara konsisten d iper lunak oleh kepent ingan 

yang telah mengurat-akar yang tetap terjaga dengan baik setelah ja tuhnya 

Soeharto. Yang lebih berpengaruh bagi kebijakan budaya adalah munculnya 

politik identi tas etnik dan inisiatif kebijakan yang paling pent ing dari per iode 

tersebut yaitu desentralisasi. Semua kantor d inas u n t u k kebijakan budaya yang 

berada di bawah t ingkat nasional didesentralisasi dan berada di bawah kendal i 

kabupaten, kotamadya atau provinsi, demik ian juga halnya dengan sejumlah 

lembaga budaya lainnya termasuk t aman budaya d a n m u s e u m . 

Perubahan besar kebijakan budaya yang langsung dari masa-masa awal 

Reformasi sebenarnya berupa inisiatif yang berasal dari era Soehar to yang 

kemudian d i implementas ikan oleh Habibie, Gus Dur dan Megawati - yaitu 

317 



pemisahan jabatan kementer ian kebudayaan dari kementer ian pendid ikan 

(keduanya telah berada di bawah satu kementer ian sejak t ahun 1945) dan 

penyatuan kembali b idang kebudayaan dengan b idang pariwisata. Para birokrat 

di Direktorat Kebudayaan menolak p indah ke b idang pariwisata dan u m u m n y a 

berpegang pada proses dan wacana era O r d e Baru. Misalnya, analisis tentang 

proyek budaya lokal m e n u n j u k k a n bahwa Direktorat be lum merevisi secara 

substansial wacana budaya yang ia gunakan selama era O r d e Baru dengan 

sedikit pengecual ian atas pengakuan yang lebih besar terhadap wisata budaya. 

Perubahan yang lebih besar telah terjadi di luar Jakarta d imana keterlibatan dari 

berbagai lokalitas dengan kebijakan budaya telah menyebabkan beraneka hasil 

di seluruh Indonesia , seperti yang d i t u n j u k k a n oleh studi kasus tentang t aman 

budaya dan dewan kesenian. Terlepas dari adanya perubahan organisasi, wacana 

budaya era O r d e Baru u m u m n y a terus ada d idominas i kebijakan budaya yang 

terdesentralisasi dan telah berinteraksi dengan inisiatif-inisiatif baru seperti 

undang -undang hak cipta. N a m u n demik ian , telah ada beberapa inisiatif di 

lokasi yang lebih jauh dari pusat, yaitu provinsi-provinsi yang terpinggirkan 

secara polit ik, seperti Riau, u n t u k men jauh dari kebijakan budaya O r d e Baru. 

Ini bisa menjadi awal dari sebuah gerakan menu ju model kebi jakan budaya 

yang baru. 

M e m a h a m i K e b i j a k a n Budaya d a l a m N e g a r a - N e g a r a P o s t k o l o n i a l 

Meneliti negara-negara postkolonial seperti Indonesia memer lukan pemikiran 

u lang ten tang tu juan kebijakan budaya yang pada gilirannya memer lukan 

per t imbangan tentang bagaimana teknik pemer in tahan kon tempore r d i te rapkan 

di Indonesia. Kebijakan budaya kolonial di Indonesia m e r u p a k a n sebuah ekspresi 

dari rasionalitas pemer in tahan liberal yang melaluinya muncul lahkebi jakan 

budaya Barat, n a m u n sifatnya berbeda karena p e m a h a m a n Belanda tentang, 

dan pembenarannya atas, pemer in t ahan kolonial . Sebuah kerangka kerja 

yang berguna u n t u k memik i rkan kes inambungan dan jeda antara pelbagai 

per iode pemer in tahan postkolonial dan latar Barat dan postkolonial sedang 

memper t imbangkan kebijakan budaya sebagai seperangkat teknik dan teknologi 

pemer in tahanyang d i fokuskan pada pengelolaan populasi dan p e m b e n t u k a n 

atr ibut dan perilaku individu. Melakukan analisis kebijakan budaya dalam 

sebuah pemer in tahan postkolonia l seperti Indonesia m e m b u t u h k a n apresiasi 

terhadap berbagai ekspresi yang d igunakan oleh metode pemer in t ahan 
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kontempore r di lokasi-lokasi non-Barat. Menganalisis jenis populasi yang 

disasar dan jenis a t r ibut dan perilaku yang d imaksudkan u n t u k d i m u s n a h k a n 

atau diar t ikulasikan sebagai no rma m e m b a n t u da lam memisahkan kebijakan 

budaya sebagai metode pemer in t ahan dari praktik-praktik demokras i liberal 

dan m e m b a n t u mengeksplorasi bentuk-bentuk yang ia gunakan dalam konteks 

yang lain. 

Ide-ide tentang bagaimana mengelola populas i melalui kebijakan budaya, 

atau bahkan sebuah apresiasi tentang nilai pent ingnya, m u n g k i n tidak 

memil iki asal-usulnya dalam bangsa. Lembaga-lembaga seperti U N E S C O perlu 

d ipe r t imbangkan sebagai f o r u m d i m a n a ide-ide tentang kebijakan budaya 

disebar dan kebijakan nasional dibela m a u p u n sebagai p e n d u k u n g un tuk 

ekspansi dan pe rubahan kebijakan budaya. Selain itu, lembaga-lembaga seperti 

W I P O m e n d o r o n g ke arah integrasi sistem yang berimplikasi terhadap praktik-

prakt ik budaya oleh lembaga-lembaga internasional ter tentu, seperti undang-

u n d a n g kekayaan intelektual. 

Buku ini juga menar ik perhat ian pada pent ingnya konteks kolonial 

u n t u k gambaran kebijakan budaya postkolonia l , terutama selama periode 

pemer in tahan otor i tar ian. Pemer in tahan postkolonia l mewarisi kebijakan 

budaya yang didasarkan pada seperangkat asumsi yang mesk ipun asal usulnya 

liberal n a m u n dalam prakt iknya tidak demokrat is . Sementara kebijakan budaya 

kolonial dikrit ik oleh banyak pemer in tah postkolonial yang mengembangkan 

alternatif-alternatif, ia masih merupakan dasar di mana kebijakan budaya 

postkolonia l d ibangun . Ia juga menyediakan sebuah model u n t u k kebijakan 

budaya otor i tar ian yang d i d u k u n g oleh wacana internasional tentang 

p e m b a n g u n a n , khususnya p e m b a n g u n a n budaya. Cata tan saya ten tang proses 

yang dengan itu terjadi pa tahan kebijakan budaya atau kont inu i tas yang 

d iben tuk dengan kebijakan budaya kolonial member ikan titik awal u n t u k 

peneli t ian kebijakan budaya dalam latar postkolonial . 

Analisis kebijakan budaya postkolonia l juga perlu memper t imbangkan 

perubahan kelembagaan yang terjadi pada saat munculnya negara-bangsa yang 

merdeka. Lembaga budaya ben tukan pemer in tahan kolonial diwarisi oleh 

negara-negara baru, yang bisa menjad i lembaga terkemuka di da lam birokrasi 

budaya ketika para staf telah membua t dan menja lankan program pelat ihan dan 

d u k u n g a n kelembagaan yang kuat. N a m u n demikian , d u k u n g a n terbesar dari 

masyarakat dan politisi sering kali d iarahkan u n t u k pekerja budaya nasionalis 

319 



yang telah m e n d u k u n g gerakan kemerdekaan, tetapi yang tidak d iben tuk berupa 

lembaga-lembaga budaya resmi dan d igunakan u n t u k bekerja di luar sistem 

negara. Yang perlu diperhat ikan adalah p e m i n d a h a n gaya dan personil dari luar 

institusi-institusi birokrasi kolonial u n t u k d imasukkan oleh birokrasi nasional 

yang baru yang sering kali d i lakukan melalui penc ip taan lembaga pendid ikan . 

K e r a n g k a Ker ja P e n e l i t i a n K e b i j a k a n Budaya bagi I n d o n e s i a 

Pendekatan yang d i t e m p u h dalam buku ini memil iki keun tungan dengan 

member ikan pembahasan yang rinci tentang isi dan poros penggerak kebijakan 

budaya resmi, yang u m u m n y a terjadi di t ingkat nasional , tetapi tidak berart i 

bahwa bahasannya sudah lengkap. Pengaruh internasional terhadap kebijakan 

budaya Indonesia memer lukan peneli t ian lebih lanjut un tuk m e n g u k u r 

pengaruh mereka, yang akan member ikan informasi pent ing bagi se jumlah 

negara be rkembang mengingat daya jangkauan pengaruh dari organisasi-

organisasi seperti U N E S C O , W I P O , PBB, dan Bank Dunia . Penelitian ini 

juga m e n u n j u k k a n bahwa tingkat pemer in tahan yang lebih rendah, terutama 

sejak era Reformasi tetapi juga sebelumnya, memil iki interpretasi dan inisiatif 

sendiri , sehingga keberbudayaan dari banyak lokasi tersebut tetap b u r a m . 

Selain itu dan mungk in lebih penting, sejumlah organisasi, baik asing m a u p u n 

domest ik , memil iki kebijakan budaya dan program mereka sendiri di Indonesia . 

Organisasi-organisasi ini member ikan model kebijakan budaya alternatif yang 

dapat d iband ingkan dengan model resmi dan , da lam banyak kasus, dapat 

m e n u n j u k k a n bagaimana organisasi lokal telah menolak atau menyaingi 

program budaya resmi melalui kebijakan dan program mereka sendiri . Manfaa t 

dari peneli t ian seperti itu paling tidak terdiri atas dua lapis. Pertama, ia akan 

berkontr ibusi pada p e m a h a m a n yang lebih lengkap tentang kebijakan budaya 

di Indonesia . Kedua, ia akan menan tang batas-batas dari kebijakan budaya yang 

resmi. Mengingat l ambannya pe rubahan kebijakan budaya resmi sejak ja tuhnya 

Soeharto, pe rubahan kebijakan budaya yang progresif lebih mungk in datang 

dari luar institusi politik dan budaya resmi yang ada. 

Nestor Garcia Cancl in i , da lam sebuah artikel tentang tan tangan kebijakan 

budaya kontemporer , membua t pernyataan yang relevan mengenai negara-

negara seperti Indonesia yang memil iki tradisi lokal yang sangat d iperh i tungkan 

dalam menghadap i keterbukaan ekonomi dan budaya: 
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Terlepas dari kualitas politik, budaya, dan estetik yang kadang-kadang 
ditemukan pada para seniman dalam (...) gerakan-gerakan lokalis (kedaerahan], 
pertanyaan menentukan untuk kebijakan budaya adalah: bagaimana seseorang 
bergerak dari pemujaan separatis tentang perbedaan - yang dalam jangka 
panjang melanggengkan ketidaksetaraan dan mendorong diskriminasi-
ke pengakuan bersama tentang hal yang berbeda dan heterogen dalam 
peneariankemampuan simbolis dalam komunikasi antar-budaya? (2000: 315). 

Kebijakan budaya Indonesia u n t u k sebagian besar telah berwatak "lokalis" 

- d i fokuskan un tuk memper t ahankan keaslian budaya Indonesia melalui 

interaksi yang d ikont ro l secara ketat dengan kekuatan dari luar. Fokus yang 

sempit ini telah menc ip takan ketegangan dengan cara bagaimana kebudayaan 

disirkulasi dan d ikonsumsi di Indonesia melalui peningkatan integrasi dengan 

pasar-pasar internasional . 

Sebuah pen in jauan kembali terhadap konteks budaya Indonesia dalam 

apa yang sekarang menjadi sistem yang terglobalisasi dalam hal sirkulasi 

budaya bisa menan tang kebijakan budaya dengan memusa tkan perhat ian pada 

serangkaian problem yang berbeda. Misalnya, menuru t Garcia Cancl in i (2000: 

315), inovasi dan per tukaran lintas budaya sangat pen t ing u n t u k kreativitas dan 

pemikiran kritis dalam masyarakat global. Dar ipada mencoba mel indungi para 

praktisi praktik-praktik budaya tradisional dari interaksi tersebut, b u k a n k a h 

akan lebih baik jika negara d idorong u n t u k m e m b a n t u per tukaran tersebut dan 

menyediakan informasi tentang bagaimana masyarakat bisa memper t ahankan 

kontrol sebisa m u n g k i n atas representasi budaya asli Indonesia da lam 

l ingkungan global? Pertanyaan seperti ini m e n a n t a n g plural isme yang terbatas 

dari kebijakan budaya resmi dengan member ikan fokus pada per tukaran budaya 

dan inovasi. 

Semua analisis kebijakan m e n g a n d u n g bahaya lebih memperkua t 

kesenjangan dar ipada menantangnya . Para peneliti kebijakan budaya harus 

memi l ih antara proyek-proyek yang "ment rans formas i ta tanan sosial (...J atau 

hanya merep l ikas inya-sebuah per juangan antara kebijakan budaya sebagai ranah 

t ransformat i f versus fungs ional i s" (Miller dan Yudice 2002: 3). Bagaimanapun 

juga, para peneliti t idak diwajibkan u n t u k m e m b a n t u penyelenggaraan negara 

yang efisien, tetapi lebih kepada soal memi l ih bagaimana, di mana , dan apa 

yang dapat mereka sumbangkan u n t u k itu. 
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